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PEMERINTAH KOTA SURABAYA 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah merupakan kewajiban 

konstitusional Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 69 ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ) dimaksudkan sebagai informasi hasil penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, 

sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan 

Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

LKPJ Tahun 2020 disampaikan oleh Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Kota Surabaya, berisi tentang capaian kinerja hasil penyelenggaraan urusan 

pemerintahan berupa program dan kegiatan, dengan mengacu pada Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah 

Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya 

Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Surabaya Tahun 2016-2021.  

1.1 DASAR HUKUM 

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Surabaya Tahun 2020 

didasarkan atas: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam 

lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);  

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 

Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan (Lembaran 

Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang 

Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5234);  

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali menjadi Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 
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Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya); 

18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 

yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 

11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11); 

19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota 

Surabaya Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 

16); 

20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penggabungan 

Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya 

Tahun 2013 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 9); 

21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034; (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 

Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) 

22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021; (Lembaran Daerah Kota 

Surabaya Tahun 2019 Nomor 8) 

23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 

Nomor 10)   
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24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; (Lembaran Daerah Kota 

Surabaya Tahun 2020 Nomor 4) 

25. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 

Nomor 32); 

26. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Surabaya 

Tahun 2019 Nomor 56); 

27. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 

3); 

28. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Surabaya 

Tahun 2020 Nomor 6); 

29. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Surabaya 

Tahun 2020 Nomor 11); 

30. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas 

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Surabaya 

Tahun 2020 Nomor 15); 

31. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas 

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Surabaya 

Tahun 2020 Nomor 25); 
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32. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas 

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Surabaya 

Tahun 2020 Nomor 36); 

33. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh atas 

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Surabaya 

Tahun 2020 Nomor 42); 

34. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota 

Surabaya Tahun 2020 Nomor 57); 

35. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Surabaya 

Tahun 2020 Nomor 64); 
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1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH 

Visi Kota Surabaya yang ingin diwujudkan pada akhir periode 5 (lima) tahun 

menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah, yang dapat terwujud melalui 

upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu: 

“Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter 

dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi”  

Makna dalam visi tersebut adalah: 

1. Sentosa adalah kondisi yang menggambarkan Kota Surabaya sebagai kota yang 

menjamin warganya dalam keadaan makmur, sehat, aman, selamat dan damai untuk 

berkarya dan beraktualisasi diri.  

2. Berkarakter menunjukkan bahwa Kota Surabaya sebagai kota yang memiliki watak, 

kepribadian yang arif dengan mempertahankan budaya lokal, yang tercermin dalam 

perilaku warga kota yang berlandaskan falsafah pancasila. 

3. Berdaya saing global bermakna Kota Surabaya sebagai kota yang mampu menjadi 

hub/pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional dengan 

didukung pemerataan akses ke sumberdaya produktif, tata kelola pemerintahan yang 

baik, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien, serta mampu memantapkan 

usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, dan pengembangan industri kreatif 

berdaya saing di pasar global. 

4. Berbasis ekologi adalah prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan pembangunan 

sehingga dapat mewujudkan Kota Surabaya yang memperhatikan prinsip pembangunan 

berkelanjutan, diantaranya adalah penataan ruangnya dapat mengintegrasikan fungsi 

kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan 

transportasi, mengantisipasi risiko bencana serta melestarikan kawasan pesisir dengan 

tetap memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana 

lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan. 

Seiring dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Surabaya tahun 2016-2021 yang terus berjalan, terdapat perubahan kebijakan nasional 

sehingga Pemerintah Kota Surabaya melakukan evaluasi terhadap dokumen RPJMD tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk percepatan pencapaian target Indikator Kinerja Utama 
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(IKU) dan target kinerja pembangunan daerah, dilakukan re-grouping misi pembangunan kota 

yang dijabarkan menjadi 7 (tujuh) misi pembangunan kota berikut dan dijelaskan pada Tabel 

1.1. 

1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas serta memberdayakan 

masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha; 

2. Memelihara keamanan dan ketertiban umum; 

3. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota 

serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien; 

4. Memantapkan dan memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan 

masyarakat; 

5. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan 

internasional serta memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk 

dan jasa, serta pengembangan industri kreatif; 

6. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah 

lingkungan; 

7. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik.
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Tabel 1.1 

Perumusan Penjelasan Visi – Misi 

Visi  
Pokok-pokok 

Visi 
Penjelasan Visi Misi Penjelasan Misi 

SURABAYA 
KOTA SENTOSA 
YANG 
BERKARAKTER 
DAN 
BERDAYA SAING 
GLOBAL 
BERBASIS 
EKOLOGI 

1. Sentosa Kota Surabaya sebagai kota 
yang mampu menjamin 
warganya dalam kondisi 
makmur, sehat, aman, 
selamat dan damai untuk 
berkarya dan beraktualisasi 
diri 

1.  Mewujudkan 
sumber daya 
masyarakat yang 
berkualitas serta 
memberdayakan 
masyarakat dan 
menciptakan 
seluas-luasnya 
kesempatan 
berusaha 

Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan 
serta ketahanan pangan 

Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda 

Meningkatkan kompetensi angkatan kerja 

Meningkatkan upaya penanganan PMKS dan 
memberdayakan keluarga miskin serta pemberdayaan 
kelompok usia produktif dengan melibatkan peran serta 
swasta melalui upaya untuk meningkatkan pelayanan 
pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS serta 
pemberdayaan keluarga miskin 

Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak melalui upaya untuk meningkatkan 
kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak 

2.  Memelihara 
keamanan dan 
ketertiban 
umum 

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk 
mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah melalui 
upaya untuk meningkatkan kualitas dan intensitas 
pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan 
dan norma masyarakat, meningkatkan toleransi dan 
kerukunan antar umat beragama 
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Visi  
Pokok-pokok 

Visi 
Penjelasan Visi Misi Penjelasan Misi 

2. Berkarakter Kota Surabaya sebagai kota 
yang memiliki watak, 
kepribadian yang arif dengan 
mempertahankan budaya 
lokal, yang tercermin dalam 
perilaku warga kota yang 
berlandaskan falsafah 
pancasila 

4.  Memantapkan 
dan 
memperkuat 
nilai-nilai budaya 
lokal dalam 
sendi-sendi 
kehidupan 
masyarakat 

Mewujudkan penggalian dan penguatan budaya dan 
tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan 
harmoni sosial 

3.  Berdaya Saing 
Global 

Kota Surabaya sebagai kota 
yang mampu menjadi 
hub/pusat penghubung 
perdagangan dan jasa antar 
pulau dan internasional 
dengan didukung 
pemerataan akses ke 
sumberdaya produktif, tata 
kelola pemerintahan yang 
baik, infrastruktur dan utilitas 
kota yang terpadu dan efisien 
serta mampu memantapkan 
usaha-usaha ekonomi lokal, 
inovasi produk dan jasa dan 
pengembangan industri 
kreatif berdaya saing di pasar 
global 

5.  Mewujudkan 
Surabaya 
sebagai pusat 
penghubung 
perdagangan 
dan jasa antar 
pulau dan 
internasional 
serta 
memantapkan 
daya saing 
usaha-usaha 
ekonomi lokal, 
inovasi produk 
dan jasa, serta 
pengembangan 
industri kreatif 

  

Menggali potensi, peningkatan investasi, serta 
mengembangkan dan menerapkan konsep city logistic 
yang terpadu sebagai pusat serta jaringan dalam kota dan 
antar kota baik skala regional, nasional, maupun 
internasional. 

Menghubungkan simpul-simpul yang menjadi jaringan 
aktivitas perdagangan 

Mempermudah akses yang dapat menjalin hubungan baik 
antara pemangku kepentingan untuk mendukung iklim 
dan aktivitas investasi, perdagangan, industri. 

Meningkatkan daya saing dan aktivitas ekonomi berbasis 
komunitas. 

Meningkatkan kinerja investasi dan pariwisata 
internasional. 
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Visi  
Pokok-pokok 

Visi 
Penjelasan Visi Misi Penjelasan Misi 

7.  Memantapkan 
tata kelola 
pemerintahan 
yang baik 

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yang 
didukung oleh regulasi dan sistem pemerintahan yang 
baik serta SDM yang berkualitas 
  
Meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan 
pengendalian pembangunan, dengan cara memantapkan 
proses dan sistem perencanaan, pelaksanaan dan 
pengendalian pembangunan yang didukung TIK 
  
Meningkatkan pelayanan publik yang prima pada semua 
unit pelayanan dan OPD 
  
Meningkatkan kemandirian keuangan daerah, dengan 
cara meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaaan 
sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien 
  
Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca 
masyarakat melalui peningkatan akses baca 
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Visi  
Pokok-pokok 

Visi 
Penjelasan Visi Misi Penjelasan Misi 

4.   Berbasis 
Ekologi 

Kota Surabaya sebagai kota 
yang penataan ruangnya 
mampu mengintegrasikan 
fungsi kawasan 
perdagangan/jasa dan 
kawasan permukiman 
dengan sistem jaringan jalan 
dan transportasi, mampu 
mengantisipasi resiko 
bencana serta mampu 
melestarikan kawasan pesisir 
dengan tetap 
memperhatikan daya dukung 
kota melalui pemantapan 
sarana dan prasarana 
lingkungan dan permukiman 
yang ramah lingkungan 

3.  Mewujudkan 
penataan ruang 
yang terintegrasi 
dan 
memperhatikan 
daya dukung 
kota serta 
infrastruktur dan 
utilitas kota yang 
terpadu dan 
efisien 

Mewujudkan sinkronisasi dan keberlanjutan 
(sustainability) sistem pertanahan dan sistem penataan 
ruang 

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota 

Mewujudkan sistem mitigasi bencana di kawasan 
perkotaan yang terintegrasi, melalui upaya 
mengembangkan sistem pencegahan dan 
penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap 
serta didukung dengan prasarana dan sarana yang 
berkualitas 

Optimalisasi kinerja sistem drainase kota yang berfungsi 
dengan cara menyediakan sistem drainase kota yang 
terpadu, efektif dan efisien 

Meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota 
yang terintegrasi serta mewujudkan pengembangan 
sistem angkutan massal cepat perkotaan Surabaya secara 
terpadu dan terintegrasi antar moda yang disertai dengan 
kebijakan dan strategi untuk meningkatkan minat 
masyarakat dalam penggunaan angkutan umum 

Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan 
energi alternatif yang ramah lingkungan 

Mewujudkan pembangunan dan pengembangan utilitas 
kota secara terpadu dan merata dengan cara 
menyediakan pelayanan air bersih/air minum bagi 
masyarakat 
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Visi  
Pokok-pokok 

Visi 
Penjelasan Visi Misi Penjelasan Misi 

6.  Memantapkan 
sarana dan 
prasarana 
lingkungan dan 
permukiman 
yang ramah 
lingkungan 

Menyediakan rumah tempat tinggal yang layak huni dan 
dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai serta 
didukung dengan lingkungan yang sehat secara 
berkelanjutan 
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1.3 DATA UMUM DAERAH 

Gambaran umum daerah Kota Surabaya disajikan berdasarkan kondisi geografis dan 

demografis serta kondisi ekonomi, yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut. 

1.3.1 Kondisi Geografis Daerah 

Kota Surabaya secara geografis terletak antara 07°9' s.d 07°21' Lintang Selatan dan 

112°36' s.d 112°54' Bujur Timur, secara umum kondisi topografi Kota Surabaya memiliki 

ketinggian tanah antara 0-20 meter di atas permukaan laut, sedangkan pada daerah 

pantai ketinggiannya berkisar antara 1-3 meter di atas permukaan laut. Wilayah barat 

Kota Surabaya memiliki kemiringan sebesar 12,77 persen dan sebelah selatan sebesar 

6,52 persen. Kedua wilayah tersebut merupakan daerah perbukitan landai dengan 

ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan 5-15 persen. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 tahun 2014 tentang  

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya luas wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-

2034 bahwa luas wilayah Kota Surabaya meliputi daratan seluas + 33.451,14 Ha dengan 

wilayah laut sejauh 1/3 dari wilayah kewenangan Provinsi Jawa Timur.  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Penggabungan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, bahwawilayah Kota 

Surabaya terbagi menjadi 31 Kecamatan dan 154 Kelurahan, dengan batas wilayah 

sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara : Laut Jawa dan Selat Madura; 

2. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo; 

3. Sebelah Timur : Selat Madura; 

4. Sebelah Barat : Kabupaten Gresik. 

1.3.2 Gambaran Umum Demografis 

Jumlah penduduk Kota Surabaya berdasarkan hasil pencatatan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya memiliki penduduk yang ber-NIK 

Tahun 2020 sebesar 2.970.730 jiwa di 31 wilayah kecamatan. Komposisi berdasarkan 

jenis kelamin, kelompok usia, dan kelompok pendidikan diuraikan sebagai berikut. 
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a. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

Komposisi penduduk Kota Surabaya pada tahun 2020 berdasarkan jenis kelamin 

meliputi 1.496.742 jiwa atau 50,38% penduduk perempuan dan 1.473.988 jiwa atau 

49,62% penduduk laki-laki. Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan persebaran tiap 

kecamatan menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan 

Tambaksari yaitu 225.507 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat 

di Kecamatan Gayungan yaitu 43.553 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis 

kelamin per wilayah disajikan pada gambar berikut. 

Gambar 1.1 

Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin per Wilayah Tahun 2020 

 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diolah, 2020 
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b. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia 

Komposisi penduduk Kota Surabaya pada tahun 2020 berdasarkan kelompok usia 

didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu kelompok penduduk usia 15 sampai 

dengan 64 tahun memiliki jumlah terbesar yaitu 2.095.980 jiwa atau 69,83%, sedangkan 

kelompok penduduk usia kurang dari 15 tahun adalah sebanyak 688.478 jiwa atau 

22,94% dan kelompok usia diatas 64 tahun sebanyak 216.966 jiwa atau 7,23%. Bagan 

piramida penduduk berdasarkan kelompok usia sebagaimana gambar di bawah, 

menggambarkan bentuk Piramida Penduduk Dewasa (stasioner). Hal ini menunjukkan 

bahwa di Kota Surabaya pertumbuhan penduduknya kecil disebabkan angka kelahiran 

dan angka kematian hampir mendekati seimbang. 

Gambar 1.2 

Rincian Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kelompok Usia 

 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diolah, 2020  

c. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Pendidikan 

Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa tingkat 
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didominasi tingkat pendidikan Diploma IV/Sarjana S1 sebanyak 286.308 jiwa. Sedangkan 

untuk tingkat pendidikan menengah dan dasar, didominasi oleh tingkat pendidikan 

SMA/sederajat sebanyak 834.514 orang, tidak/belum sekolah sebanyak 746.591 orang 

dan tamat SD/sederajat sebanyak 432.417 orang. Komposisi penduduk berdasarkan 

kelompok pendidikan ditunjukkan oleh gambar berikut. 

Gambar 1.3 

Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020 

 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diolah, 2020  
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Tabel 1.2 

Jumlah Penduduk Kota Surabaya Tahun 2016 dan 2020 

No. KECAMATAN 2016 2017 2018 2019 2020 

1 KARANG PILANG 81.678 70.636 72.044 77.557 74.281 

2 WONOCOLO 90.897 76.318 78.546 85.284 79.361 

3 RUNGKUT 121.091 109.260 111.987 121.247 117.287 

4 WONOKROMO 190.560 157.008 158.235 169.994 159.138 

5 TEGALSARI 117.962 98.816 99.866 108.097 98.904 

6 SAWAHAN 233.857 202.266 203.011 216.414 201.743 

7 GENTENG 68.017 58.611 58.303 63.165 58.450 

8 GUBENG 155.736 136.021 135.727 143.874 135.817 

9 SUKOLILO 121.241 106.167 107.957 116.915 110.705 

10 TAMBAKSARI 253.001 219.653 221.986 239.272 225.507 

11 SIMOKERTO 110.833 94.836 94.642 104.143 94.619 

12 PABEAN CANTIAN 93.611 76.772 76.800 85.856 75.346 

13 BUBUTAN 117.646 99.926 99.619 107.835 98.762 

14 TANDES 101.706 90.056 90.744 96.590 91.827 

15 KREMBANGAN 136.308 114.293 114.818 126.743 114.807 

16 SEMAMPIR 214.490 183.254 182.245 206.449 183.158 

17 KENJERAN 172.788 159.473 162.274 179.198 172.452 

18 LAKARSANTRI 61.269 56.835 57.637 61.907 60.770 

19 BENOWO 64.938 61.450 63.199 68.351 67.828 

20 WIYUNG 75.541 68.564 69.332 74.024 72.522 

21 DUKUH PAKIS 67.201 58.715 59.028 62.846 59.740 

22 GAYUNGAN 52.572 42.559 42.907 47.827 43.553 

23 JAMBANGAN 55.029 49.139 49.892 54.105 52.249 

24 TENGGILIS MEJOYO 62.604 56.359 56.794 60.274 58.239 

25 GUNUNG ANYAR 60.350 55.219 56.135 60.505 59.048 

26 MULYOREJO 94.826 83.551 84.328 91.339 86.407 

27 SUKOMANUNGGAL 111.869 101.276 101.195 108.264 103.814 

28 ASEMROWO 50.552 45.896 44.899 49.808 46.563 

29 BULAK 46.344 43.044 43.401 46.166 44.975 

30 PAKAL 56.431 53.879 54.102 58.599 57.805 

31 SAMBIKEREP 66.325 62.328 62.278 66.833 65.053 

JUMLAH 3.307.300 2.892.180 2.913.931 3.159.481 2.970.730 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2020 

Pada Tahun 2019, pertumbuhan penduduk Kota Surabaya sebesar 8,43 persen 

terhadap jumlah penduduk Tahun 2018. Sedangkan pada Tahun 2020, pertumbuhan 

penduduk Kota Surabaya -5,97 persen, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan 

Tahun 2019 dikarenakan penyesuaian data dengan Satu Data Kementerian Dalam 

Negeri. 
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1.3.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang menggerakkan pemerintahan di lingkungan 

Pemerintah Kota Surabaya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan SDM non PNS agar 

dapat mewujudkan pelayanan prima. Jumlah PNS berenis kelamin perempuan lebh 

banyak daripada laki-laki sebagamana tabel berikut ini:  

Tabel 1.3 

Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin  

No. Uraian Tahun 2020 

1. Jumlah PNS Laki-laki 5.228 

2. Jumlah PNS Perempuan 7.880 
 Jumlah seluruh PNS 13.108 

Sumber: Badan Kepegawaian dan Diklat, 2020 

Komposisi PNS berdasarkan jenis kelamin berbeda jika dikaitkan dengan pemegang 

jabatan struktural karena terdapat pejabat struktural berjenis kelamin laki-laki yang lebih 

besar daripada perempuan dengan selisih yang kecil sebagaimana Tabel 1.4. Hal ini 

menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah mengakomodasi konsep 

kesetaraan gender dalam karier dan jabatan selain mempertimbangkan aspek yang 

utama yaitu pendidikan, kompetensi, dan lain-lain. 

Tabel 1.4 

Jumlah PNS berdasarkan Jabatan Struktural dan Jenis Kelamin  

No. Uraian Tahun 2020 

1. Jumlah PNS Pejabat Struktural   1.461 
 Laki-laki 782  
 Perempuan 679  

2. Jumlah PNS Staf  11.647 
 Laki-laki 4.446  
 Perempuan 7.201  
 Jumlah seluruh PNS 13.108 

Sumber: Badan Kepegawaian dan Diklat, 2020 

Jika dikelompokkan berdasarkan golongan, maka dapat diketahui bahwa jumlah 

PNS terbanyak pada golongan III dan paling sedikit pada golongan I sebagaimana yang 

disampaikan dalam Tabel 1.5. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga yang memiliki 

keterampilan dan pengalaman bekerja masih mendominasi jumlah PNS di Kota Surabaya. 
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Tabel 1.5 

Jumlah PNS berdasarkan Golongan 

No. Uraian Tahun 2020 

1. Jumlah PNS Golongan I 254 

2. Jumlah PNS Golongan II 3.039 

3. Jumlah PNS Golongan III 7.067 

4. Jumlah PNS Golongan IV 2.748 
 Jumlah seluruh PNS 13.108 

Sumber: Badan Kepegawaian dan Diklat, 2020 

Jumlah PNS dengan tingkat golongan golongan III dan IV, jika dikaitkan dengan 

tingkat pendidikan sebagaimana Tabel 1.6. menunjukkan bahwa golongan III dan IV 

tersebut banyak dipenuhi oleh PNS berpendidikan diploma III dan strata I.  

Tabel 1.6 
Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan  

No. Uraian Tahun 2020 

1. Jumlah PNS pendidikan terakhir SD 210 

2. Jumlah PNS pendidikan terakhir SMP 342 

3. Jumlah PNS pendidikan terakhir SLTA 2.804 

4. Jumlah PNS pendidikan terakhir Diploma I 17 

5. Jumlah PNS pendidikan terakhir Dilpoma II 245 

6. Jumlah PNS pendidikan terakhir Diploma III 1.100 

7. Jumlah PNS pendidikan terakhir Diploma IV 82 

8. Jumlah PNS pendidikan terakhir Strata I 7.412 

9. Jumlah PNS pendidikan terakhir Strata II 890 

10. Jumlah PNS pendidikan terakhir Strata III 6 
 Jumlah seluruh PNS 13.108 

Sumber: Badan Kepegawaian dan Diklat, 2020 

1.3.4 Kondisi Ekonomi 

a. Pertumbuhan Ekonomi  

Kinerja perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2020 terkontraksi cukup 

signifikan. Perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2020 mengalami kontraksi pada 

angka -4,85 persen, yang mengalami perlambatan cukup signifikan dibanding tahun 2019. 

Terkontraksinya perekonomian secara umum di tahun 2020 juga terjadi di seluruh 

negara-negara di dunia akibat adanya pandemi Covid-19 yang muncul sejak akhir tahun 

2019 dan menyebar di Indonesia pada awal tahun 2020. Berdasarkan data rilis BPS, 

perekonomian nasional dan provinsi pada tahun 2020 tercatat terkontraksi lebih dari 2 

persen sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.4 
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Gambar 1.4 
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional 

Tahun 2016-2020 

 
 Sumber data:  BPS Pusat, BPS Jawa Timur dan BPS Kota Surabaya, 2021, diolah 

 
Dari sisi penawaran, terkontraksinya pertumbuhan ekonomi hampir terjadi di 

seluruh lapangan usaha pembentuk PDRB, terkecuali lapangan usaha informasi dan 

komunikasi; jasa kesehatan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; 

jasa pendidikan; real estate; serta jasa keuangan dan asuransi. Lapangan usaha informasi 

dan komunikasi dan jasa kesehatan pada tahun 2020 menjadi penggerak perekonomian 

ditengah perlambatan lapangan usaha lainnya. Lapangan usaha informasi dan komunikasi 

tetap tumbuh didorong oleh terbatasnya pergerakan masyarakat menuntut akan 

kebutuhan teknologi virtual sehingga permintaan trafik data provider celuler meningkat. 

Ditambah lagi, adanya penerapan bekerja dari rumah (WFH) dan sekolah dari rumah 

(SFH) turut menjadi faktor pendorong pertumbuhan lapangan usaha informasi dan 

komunikasi. 

Lapangan usaha jasa kesehatan juga tumbuh signifikan karena merupakan lapangan 

usaha yang berkaitan langsung dengan upaya penanggulangan Covid-19. Masifnya 

program penanggulanan Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya seperti 

pembukan labkesda untuk melayani swab gratis bagi warga Kota Surabaya, 

penyemprotan desinfektan, pembagian masker dan hand sanitizer mendorong kinerja 

jasa kesehatan tumbuh tinggi. Berdasarkan data BPS Kota Surabaya, lapangan usaha jasa 

kesehatan pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 8,75 persen. Besarnya 

pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan tersebut menjadikan jasa kesehatan sebagai 
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lapangan usaha tertinggi dalam menahan laju kontraksi yang lebih dalam terhadap 

pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2020. 

Untuk lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi masih mengalami pertumbuhan 

positif di tahun 2020 salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan penyaluran dana 

pemulihan ekonomi nasional melalui sektor-sektor jasa keuangan. Disamping itu, 

pertumbuhan kredit juga menunjukkan tren positif seiring mulai kembalinya aktivitas 

perekonomian di Kota Surabaya imbas pelonggaran kebijakan PSBB yang diberlakukan di 

triwulan ketiga. Sementara lapangan usaha real estate juga masih menunjukkan 

pertumbuhan positif dipengaruhi oleh masih tingginya permintaan akan hunian di Kota 

Surabaya meskipun permintaan di tahun 2020 tidak setinggi permintaan sebelum adanya 

Covid-19. 

Sementara pertumbuhan lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, 

limbah dan daur ulang dipengaruhi oleh kebijakan WFH maupun SFH turut mendorong 

peningkatan sampah rumah tangga sebagai dampak meningkatnya kebiasaan masyarakat 

yang gemar berbelanja secara online saat pandemi Covid-19. Di tambah lagi penerapan 

pola hidup sehat untuk mencegah penularan Covid-19 seperti pemakaian masker dan 

mencuci tangan sesering mungkin juga menjadi faktor pendorong laju pertumbuhan 

sektor lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. 

Disisi lain, lapangan usaha yang mengalami kontraksi cukup dalam pada tahun 2020 

yakni lapangan usaha jasa lainnya; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan 

sepeda motor; serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Ketiga kelompok 

lapangan usaha ini mengalami kontraksi cukup dalam sebagai imbas implikasi kebijakan 

pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang menyebabkan terhentinya atau 

terganggunya aktivitas produksi. Pada lapangan usaha perdagangan besar eceran, 

reparasi mobil dan sepeda dengan diberlakukannya kebijakan tersebut secara otomatis 

menganggu rantai distribusi logistik barang dan jasa. Terganggunya arus perdagangan 

selanjutnya berdampak terhadap penurunan kinerja perusahaan yang menurun dan akan 

memberikan efek lanjutan terhadap kesejahteraan tenaga kerja yang terimplikasi dari 

penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan selanjutnya akan mendorong 

penurunan daya beli masyarakat sehingga akan mendorong terkontraksinya lapangan 

usaha perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor. 
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Selanjutnya penurunan pendapatan yang terjadi secara otomatis akan merubah 

pola konsumsi masyarakat. Ketika pendapatan menurun, masyarakat memilih berfikir 

rasional dimana masyarakat akan lebih mengutamakan belanja utama (belanja pokok) 

dan mengurangi belanja leisure time. Pola konsumsi yang berubah tersebut berdampak 

terhadap kinerja lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum. Pada tahun 

2020 lapangan usaha ini tumbuh terkontraksi pada angka 10,87 persen. Umumnya ketika 

kondisi perekonomian stabil kontribusi lapangan usaha ini cukup tinggi mengingat Kota 

Surabaya merupakan tujuan bisnis, wisata belanja maupun kuliner. Besarnya dampak 

pandemi Covid-19 juga mendorong rendahnya okupansi akibat berkurangnya aktivitas 

bisnis, pertemuan maupun wisata sehingga banyaknya hotel maupun restoran yang 

berhenti beroperasi bahkan terdapat hotel mapun rumah makan yang akhirnya gulung 

tikar.  

Tekanan yang lebih berat lagi terjadi pada lapangan usaha jasa lainnya. Sama halnya 

dengan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, pemberlakukan 

kebijakan pembatasan pergerakan manusia mendorong lapangan usaha jasa lainnya 

harus terkontraksi -16,30 persen. Lapangan usaha jasa lainnya sendiri mencakup kegiatan 

yang meliputi kesenian; hiburan dan rekreasi; jasa reparasi komputer dan barang 

keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; jasa perorangan yang melayani 

rumah tangga; jasa swasta; serta jasa usaha yang lainnnya. 

Banyaknya jasa hiburan yang tidak beroperasi kembali menjadi alasan utama 

dalamnya kontraksi pada lapangan usaha ini seperti hiburan malam, bioskop, jasa hiburan 

maupun sektor pariwisata. Belum beroperasi kembali jasa-jasa tersebut memberikan 

dampak luasan yang selanjutnya juga berimbas terhadap kinerja sektor lapangan usaha 

lainya, mengingat sebagian besar penyediaan jasa tersebut membutuhkan barang untuk 

mendukungnya. 

   Dari sisi permintaan, tekanan terjadi pada sisi konsumsi, belanja pemerintah dan 

kinerja ekpor impor. Tekanan terdalam terjadi pada komsumsi rumah tangga yang selama 

ini menjadi faktor dominan yang berkontribusi terhadap perekonomian Kota Surabaya 

dari sisi permintaan. Faktor utama yang dapat memberikan tekanan pada kinerja sektor 

rumah tangga yakni menurunnya tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat akibat 

dampak Covid-19 akibat imbas dari pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala 
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besar sehingga aktivitas ekonomi menurun tajam. Lebih lanjut lagi dampak Covid-19 juga 

berakibat banyaknya masyarakat yang kehilangan lapangan pekerjaannya. Penurunan 

pendapatan dan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan tersebut dapat 

dijelaskan oleh data survey tingkat pengangguran terbuka yang dilakukan oleh Badan 

Pusat Statistik, dimana pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota 

Surabaya pada tahun 2020 meningkat signifikan. Pada tahun 2019 tingkat TPT Kota 

Surabaya sebesar 5,76 persen meningkat pada tahun 2020 menjadi 9,79 persen, atau 

meningkat sebesar 4,03 persen. Data BPS tersebut juga menjelaskan sebanyak 49.982 

terdapat pengangguran baru akibat pandemi Covid-19 di tahun 2020. 

   Kinerja perekonomian yang menurun pada tahun 2020 juga tercermin dari kinerja 

konsumsi pemerintah. Berdasarkan data dari dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pajak Daerah total PAD Kota Surabaya pada tahun 2020 mengalami penurunan, yang 

mulanya sebesar Rp5.381.920.253.809,67 di tahun 2019 menurun menjadi sebesar 

Rp4.289.734.103.124,98 tahun 2020. Penurunan pendapatan pemerintah tersebut 

sejalan dengan adanya pemberian intensif pajak daerah oleh Pemerintah Kota Surabaya, 

khususnya pada objek pajak yang mengalami dampak Covid-19. Beberapa program 

insentif pajak daerah dilakukan selain dalam rangka untuk meringankan beban 

masyarakat dan pelaku usaha akibat dampak Covid-19, melainkan juga untuk menjaga 

stabilitas ekonomi Kota Surabaya. Program insentif pajak tersebut tertuang dalam 

Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2020 antara lain yakni pembebasan pajak hotel, 

pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir. Selanjutnya akibat dari penurunan 

pendapatan asli daerah yang diterima, Pemerintah Kota Surabaya secara otomotasi 

melakukan penyesuaikan terhadap belanja yang dianggarkan. Pada tahun 2019 belanja 

pemerintah sebesar Rp9.162.655.939.831,57 turun Rp8.032.680.988.065,47 pada tahun 

2020. Jika dilihat peruntukkannya, penggunaan belanja pemerintah Kota Surabaya pada 

tahun 2020 juga dialokasikan dalam penanggulanan kasus Covid-19, salah satunya 

tercermin dari belanja bantuan sosial yang mengalami peningkatan signifikan di tahun 

2020 yaitu sebesar Rp8.627.900.535 dibanding tahun 2019 sebesar Rp1.774.968.000. 

Sementara capaian investasi di Kota Surabaya menunjukkan kinerja yang 

menggembirakan. Masih optimisnya perekonomian Kota Surabaya juga ditopang oleh 

kinerja investasi di tahun 2020, dimana berdasarkan data Dinas Penanaman Modal 
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Pelayanan Terpadu Satu Pintu realisasi investasi yang ditamankan di Kota Surabaya 

mencapai Rp64 triliun. Komponen terbesar investasi Kota Surabaya pada tahun 2020 

berasal dari investasi perusahaan non fasilitas Rp41.929.186.976 serta realisasi PMA dan 

PMDN Rp22.152.523.412. 

b. Potensi Unggulan Daerah  

Dampak dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka 

penahan penyebaran Covid-19 juga terlihat pada nilai tambah PDRB Kota Surabaya baik 

PDRB Atas Dasar Berlaku maupun PDRB Atas Dasar Harga Konstan yang mengalami 

penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 Kota Surabaya 

menghasilkan nilai PDRB ADHB sebesar Rp554.509.457,38 juta yang menurun dibanding 

tahun 2019 sebesar Rp580.488.529,01 juta. Sementara untuk PDRB ADHK pada tahun 

2020 Kota Surabaya menghasilkan produktivitas sebesar Rp390.936.424,98 juta yang 

menurun dibanding tahun 2019 sebesar Rp410.879.306,14 juta.  

Tabel 1.7 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya Atas Dasar Harga Berlaku  

Tahun 2019-2020 (dalam Juta Rupiah) 

Kategori Uraian 
Tahun 2019 Tahun 2020 

Juta (Rp) Juta (Rp) 

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 928.398,16 889.331,91 

B Pertambangan dan Penggalian 33.531,33 31.943,80 

C Industri Pengolahan 109.205.137,20 107.416.294,34 

D Pengadaan Listrik dan Gas 2.362.300,29 2.237.615,57 

E 
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 

791.147,83 824.951,94 

F Konstruksi 54.649.310,30 51.969.408,77 

G 
Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

161.032.248,06 149.246.755,05 

H Transportasi dan Pergudangan 31.240.415,60 29.794.090,41 

I 
Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum 

95.519.341,84 85.618.582,64 

J Informasi dan Komunikasi 30.770.585,80 33.247.669,54 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 29.413.339,89 29.183.377,44 

L Real Estate 14.947.568,30 15.354.350,85 

M,N Jasa Perusahaan 14.930.184,77 14.116.912,06 

O 
Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 

8.054.990,77 8.238.304,23 

P Jasa Pendidikan 14.007.607,77 14.540.365,94 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 4.443.228,45 4.880.587,79 

R,S,T,U Jasa lainnya 8.159.192,66 6.918.915,11 
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Kategori Uraian 
Tahun 2019 Tahun 2020 

Juta (Rp) Juta (Rp) 

PDRB 580.488.529,01 554.509.457,38 

     Sumber data : BPS Kota Surabaya, 2021 
 

Tabel 1.8 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan  

Tahun 2019-2020 (Juta Rupiah) 

Kategori Uraian 
Tahun 2019 Tahun 2020 

Juta (Rp) Juta (Rp) 

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 576.221,53 547.994,90 

B Pertambangan dan Penggalian  20.782,09 19.464,04 

C Industri Pengolahan 77.271.868,81 76.384.521,77 

D Pengadaan Listrik dan Gas 1.546.272,08 1.449.668,99 

E 
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 

605.979,60 630.336,37 

F Konstruksi 40.576.452,62 38.387.739,29 

G 
Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

116.305.502,48 106.340.867,71 

H Transportasi dan Pergudangan  20.497.977,43 19.477.422,82 

I 
Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum 

62.886.688,76 56.053.239,21 

J Informasi dan Komunikasi 27.531.903,71 29.511.280,46 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 19.187.832,54 19.231.210,98 

L Real Estate 10.784.959,46 11.000.304,15 

M,N Jasa Perusahaan 9.474.538,92 8.801.216,28 

O 
Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 

4.867.861,44 4.754.525,35 

P Jasa Pendidikan 9.668.100,19 9.934.443,75 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3.254.593,89 3.539.299,11 

R,S,T,U Jasa lainnya 5.821.770,58 4.872.889,81 

PDRB 410.879.306,14 390.936.424,98 

Sumber data : BPS Kota Surabaya, 2021 
 

c. Ekspor Impor Kota Surabaya 

Kota Surabaya sebagai salah satu ibu kota Propinsi yang memiliki fungsi strategis 

dalam perekonomian Indonesia memiliki beragam infrastruktur untuk mendukung 

aktivitas ekonomi termasuk aktivitas perdagangan, baik perdagangan antar pulau 

maupun perdagangan antar negara. Beragam infrastruktur tersedia di Kota Surabaya 

seperti kemudahan aksesibilitas, transportasi, ketersediaan energi dan tersedianya 

kawasan industri. Di samping itu, keberadaan Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan 
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Teluk Lamong turut menjadikan faktor pendorong Kota Surabaya sebagai kota 

penghubung   (city hub) aktivitas perdagangan, baik untuk daerah lain maupun daerah 

sekitar Kota Surabaya. 

Tabel 1.9 
Komoditas Ekspor Non Migas Kota Surabaya Tahun 2019 dan 2020 

Ekspor Non Migas Tahun 2019 Ekspor Non Migas Tahun 2020 

Komoditas 
Nilai 

Komoditas 
Nilai 

(US$) (US$) 

71. Perhiasan dan Permata   3.244.071.633      71. Perhiasan/Permata   2.452.561.212  

44. Kayu dan Barang dari 
Kayu 

  1.331.369.181  
44. Kayu, Barang dari Kayu 

  1.397.433.943  

74. Tembaga  1.140.058.222        74. Tembaga 1.276.700.289  

03. Ikan dan Udang  1.116.009.704       03. Ikan dan Udang 1.121.760.696  

48. Kertas dan Karton 926.473.185               
15. Lemak & minyak 

hewan/nabati 
990.267.259  

15. Lemak dan Minyak 
Nabati 

873.574.182               
48. Kertas/Karton 

874.571.725  

16.Daging dan Ikan Olahan 670.117.991               16. Daging dan Ikan Olahan 782.602.149 

85. Mesin dan Peralatan 
Listrik 

641.841.378               
29. Bahan kimia organik 

625.873.372  

29. Bahan Kimia Organik 638.856.628 
94. Perabot, penerangan 

rumah 
610.277.933  

94. Perabot dan Penerangan 
Rumah 

      581.055.754  
87. Kendaraan dan 

Bagiannya 
494.717.751  

Jumlah 10 Komoditas 12.242.935.237 Jumlah 10 Komoditas 10.262.766.328 

Jumlah Komoditas Lainnya 6.416.883.330 Jumlah Komoditas Lainnya 6.652.208.579 

Nilai Total Ekspor Non 
Migas 

18.120.064.879 Nilai Total Ekspor Non Migas 17.278.974.907 

Sumber data: BPS Jawa Timur dan Bappeko, 2021 diolah 

 
Dampak Covid-19 terhadap perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2020 juga 

nampak pada aktivitas perdagangan Kota Surabaya. Kinerja ekspor Kota Surabaya pada 

tahun 2020 tercatat mengalami penurunan dibanding tahun 2019 sebagaimana 

ditunjukkan pada tabel 1.3. Pada tahun 2020 data BPS menunjukkan kinerja ekspor Kota 

Surabaya sebesar US$17.278.974.907 yang lebih rendah dibandingkan tahun 2019 

sebesar US$18.120.064.879. Terbatasnya distribusi logistik sebagai imbas kebijakan 

pemerintah untuk pembatasan pergerakan atau mobilitas sebagai upaya pencegahan 

penyebaran Covid-19 menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kinerja ekspor Kota 

Surabaya sepanjang tahun 2020. Disamping itu, melemahnya permintaan mitra dagang 
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baik dari domestik maupun luar negeri turut memperlambat kinerja ekspor Kota Surabaya 

di tahun 2020. Berdasarkan komoditasnya, dari 10 (sepuluh) komoditas ekspor tertinggi 

Kota Surabaya, komoditas utama Kota Surabaya yakni Perhiasan/emas mengalami 

penurunan diikuti komoditas bahan kimia organik, perabot penerangan rumah, 

kendaraan dan bagiannya. Perlambatan ekspor untuk komoditas Perhiasan/emas 

dipengaruhi oleh harga emas internasional yang berfluktuatif seiring ketidakpastian 

kondisi ekonomi global. Sementara untuk komoditas kendaraan dan bagiannya 

disebabkan oleh penurunan produksi mobil dan sepeda motor serta perlengkapannya. 

Sama halnya dengan kinerja ekspor Kota Surabaya yang mengalami perlambatan, 

kinerja impor Kota Surabaya menunjukkan perlambatan yang sedikit lebih dalam 

dibanding kinerja ekspor. Pada tahun 2020 kinerja impor Kota Surabaya sebesar 

US$15.382.235.848 lebih rendah dibanding tahun 2019 yang sebesar 

US$17.368.048.068. Berdasarkan jenis komoditasnya, sebagaimana ditunjukkan pada 

tabel 1.4, 10 (sepuluh) komoditas tertinggi yang diimpor di Kota Surabaya sebagian besar 

mengalami perlambatan yang cukup bervariatif. Meskipun demikian masih terdapat 

komoditas yang mengalampi kenaikan. Mengingat karakteristik komoditas impor Kota 

Surabaya sebagian besar merupakan barang modal (input produksi), maka penurunan 

impor yang terjadi pada tahun 2020 juga mencerminkan adanya perlambatan aktivitas 

ekonomi di Kota Surabaya. 

Meskipun demikian, data kinerja ekspor impor kota Surabaya yang selama ini tersaji 

bukan sepenuhnya mencerminkan kondisi ekspor impor Kota Surabaya yang sebenarnya, 

melainkan juga mencerminkan arus perdagangan dari dan ke wilayah sekitar Kota 

Surabaya dan wilayah Indonesia bagian timur. Hal tersebut disebabkan karena letak Kota 

Surabaya yang strategis sebagai kota pelabuhan menjadikan Kota Surabaya menjadi 

penghubung untuk Kota Surabaya sendiri dan wilayah Indonesia bagian timur.  
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Tabel 1.10 
Komoditas Impor Non Migas Kota Surabaya Tahun 2019 dan 2020 

Impor Non Migas Tahun 2019 Impor Non Migas Tahun 2020 

Komoditas 
Nilai 

Komoditas 
Nilai 

(US$) (US$) 

84. Mesin-mesin/Pesawat 
Mekanik 

2.131.632.907 
84. Mesin-mesin/Pesawat 

Mekanik 
   1.959.228.268  

72. Besi dan Baja 1.922.508.372 72. Besi dan Baja    1.148.625.710  

39. Plastik dan Barang dari 
Plastik 

1.380.171.264 
23. Ampas/Sisa Industri 

Makanan 
    1.111.854.871  

23. Ampas/Sisa Industri 
Makanan 

1.006.899.467 
39. Plastik dan Barang dari 

Plastik 
1.056.768.744  

08. Buah-buahan 889.908.548 08. Buah-buahan 837.594.972  

85. Mesin/Peralatan Listrik 758.141.542 10. Gandum-ganduman 711.182.486  

10. Gandum-ganduman 755.959.356 85. Mesin/peralatan listrik 621.899.717  

29. Bahan Kimia Organik 490.123.755 71. Perhiasan/Permata    606.141.073  

12. Biji-bijian Berminyak 448.173.526 29. Bahan kimia organik       475.979.690  

24. Tembakau 396.996.646 12. Biji-bijian berminyak      416.402.964  

Jumlah 11 Komoditas 10.930.939.105 Jumlah 10 Komoditas 8.945.678.495 

Jumlah Komoditas Lainnya 6.812.320.824 Jumlah Komoditas Lainnya 6.436.557.353 

Nilai Total Impor Non 
Migas 

17.368.048.068 Nilai Total Ekspor Non Migas 15.382.235.848 

  Sumber data: BPS Jawa Timur dan Bappeko, 2021, diolah 

 

d. Inflasi Kota Surabaya 

Perkembangan inflasi Kota Surabaya menunjukkan kecendurangan yang terus 

menurun. Pada tahun 2018 inflasi Kota Surabaya sebesar 3,03 persen dan terus 

mengalami penurunan hingga tahun 2019, yakni sebesar 2,21 persen. Penurunan inflasi 

yang semakin dalam terjadi pada tahun 2020, dimana capaian tersebut juga berada 

dibawah target yang telah ditetapkan yakni pada kisaran 3,0 % ± 1. Penurunan inflasi Kota 

Surabaya selama ini juga sejalan dengan inflasi Jawa Timur dan Nasional. Perlambatan 

inflasi selama tahun 2020 tersebut disebabkan oleh melemahnya permintaan masyarakat 

sebagai dampak kebijakan social distancing dalam rangka mencegah penularan virus 

Covid-19.  
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Gambar 1.5 
Pergerakan Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional 

Tahun 2015-2020 

 
Sumber: BPS Pusat, Provinsi Jawa Timur, BPS Kota Surabaya, 2021 

 

Berdasarkan kelompok barang dan jasa pembentuk inflasi, pada tahun 2020 dari 

sebelas kelompok pengeluaran, 9 (Sembilan) kelompok diantaranya mengalami inflasi, 

sisanya 2 (dua) kelompok mengalami deflasi. Tiga besar kelompok dengan inflasi tertinggi 

terjadi pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 5,08 persen, diikuti 

kelompok Kesehatan sebesar 3,19 persen, serta kelompok Makanan, Minuman dan 

Tembakau sebesar 2,18 persen. Sementara untuk kelompok Transportasi serta Informasi, 

Komunikasi, dan Jasa Keuangan memberikan menjadi kelompok yang menahan inflasi 

dengan kontribusi masing-masing sebesar -0.22 persen dan -0,04 persen. 

Dilihat dari kelompok disagregasinya, inflasi Kota Surabaya pada tahun 2020 

terkendali dipengaruhi oleh stabilnya inflasi kelompok volatile food (bahan makanan) dan 

adanya penyesuian harga kelompok administered price yang dilakukan oleh pemerintah 

pusat. Sementara core inflation (inflasi inti) lebih banyak berkontribusi dalam memicu 

inflasi Kota Surabaya selama tahun 2020.  

Jika diuraikan lebih terperinci, inflasi kelompok bahan-bahan makanan cenderung 

mengalami deflasi meskipun beberapa komoditi mengalami kenaikan harga. Komoditas 

dalam kelompok bahan makanan yang meyumbang inflasi tertinggi sepanjang tahun 2020 

yakni: bayam, kangkung, minyak goreng, cabai merah, telur ayam ras dan ayam bakar. 

Komoditas bayam, kangkung dan cabai mengalami inflasi dipengaruhi faktor tingginya 

curah hujan yang berdampak pada menipisnya pasokan sementara permintaan 
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cenderung masih stabil tinggi. Minyak goreng juga menyumbang inflasi di tahun 2020 

sejalan dengan pergerakan harga CPO global yang terus mengalami peningkatan. Untuk 

komoditas telur ayam ras mengalami inflasi disebabkan oleh beberapa faktor, yakni 

karena penggunan telur ayam ras untuk bansos dalam rangka memberikan bantuan 

pangan kepada masyarakat kurang mampu yang terdampak Covid-19 sehingga 

meningkatkan permintaan akan telur ayam ras. Faktor lainnya disebabkan oleh maraknya 

peredaran telur infertile dipasaran. Disamping itu, kenaikan harga pada kelompok bahan 

makanan juga disebabkan terganggunya arus distribusi barang akibat pemberlakuan 

kebijakan penangangan Covid-19. 

Sementara komoditas bahan makanan yang menekan laju inflasi Kota Surabaya 

sepanjang tahun 2020 yakni semangka, jeruk, bawang putih, tahu mentah, mangga dan 

udang basah. Penurunan komoditas tersebut dipengaruhi oleh rendahnya inflasi 

kelompok makanan terjadi karena melimpahnya stok setelah masa penen yang tidak 

diiringi oleh meningkatnya permintaan seiring pemberlakuan kebijakan pembatasan 

sosial berskala besar (PSBB). Deflasi bawang putih terjadi seiring melimpahnya stok 

bawang putih dipasaran dampak adanya kebijakan pemerintah yang melakukan impor 

bawang putih dari Tiongkok. 

Untuk komoditas core inflation, pada tahun 2020 mayoritas menjadi penyumbang 

inflasi Kota Surabaya, yakni emas perhiasan, tukang bukan mandor, mobil dan kontrak 

rumah. Peningkatan inflasi emas perhiasan tersebut sejalan dengan harga emas dunia 

yang masih dalam tren meningkat sebagai dampak masih berlanjutnya ketidakpastian 

global akibat penyebaran Covid-19 yang belum menujukkan penurunan sampai akhir 

tahun 2020 sehingga mendorong permintaan akan emas perhiasan sebagai barang 

investasi masih cukup tinggi. Sementara inflasi yang terjadi pada tukang bukan mandor 

dan kontrak rumah merupakan inflasi yang umumnya terjadi hampir setiap tahunnya di 

wilayah perkotaan seperti di Kota Surabaya seiring peningkatan permintaan hunian di 

Kota Surabaya. Selanjutnya, inflasi pada mobil terjadi seiring meningkatnya pemintaan 

akan kendaraan pribadi sebagai respon masyarakat untuk mencegah penularan virus 

Covid-19 di transportasi publik. 

Untuk kelompok administered price pada tahun 2020 lebih banyak mengalami 

penyesuaian harga sebagai imbas pemberlakuan kebijakan pemerintah pusat dalam 
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pembatasan mobilitas masyarakat. Komoditas kelompok administered price yang 

berkontribusi dalam menahan laju inflasi yakni bensin, tarif angkutan udara dan tarif 

kereta api. Bensin mengalami deflasi disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang 

menurunkan harga bahan bakar minyak jenis bensin dan minyak solar pada awal tahun 

2020. Untuk tarif listrik juga dilakukan penyesuaian harga oleh pemerintah pusat dalam 

rangka maenjaga daya beli masyarakat selama masa pandemi Covid-19 melalui program 

subsidi tagihan biaya listrik gratis pada pelanggan listrik golongan kategori 450 VA dan 

diskon 50% kepada pelanggan kategori daya 900 VA bersubsidi yang telah terdata dalam 

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial. Sementara deflasi pada 

tarif angkutan udara dan kereta api dipengaruhi oleh banyaknya promo harga tiket yang 

ditawarkan oleh berbagai maskapai ditengah terbatasnya mobilitas masyarakat akibat 

masih tingginya kasus Covid-19 di Indonesia turut menyebabkan rendahnya permintaan 

moda transportasi udara dan kereta api. 

Tabel 1.11 
10 Komoditas Tertinggi Penyumbang Inflasi dan Deflasi di Kota Surabaya 

Tahun 2020 

No   Inflasi  Sumbangan (%) Deflasi Sumbangan  (%) 

1 Emas Perhiasan 0,21 Bensin -0,12 

2 Tukang Bukan Mandor 0,13 Angkutan Udara -0,06 

3 Mobil 0,08 Semangka -0,06 

4 Kontrak Rumah  0,08 Tarif Kereta Api -0,02 

5 Bayam 0,06 Jeruk -0,02 

6 Kangkung 0,06 Bawang Putih -0,02 

7 Minyak Goreng 0,05 Tarif Listrik -0,02 

8 Cabai Merah 0,05 Tahu Mentah -0,02 

9 Telur Ayam Ras 0,04 Mangga  -0,02 

10 Ayam Bakar  0,04 Udang Basah -0,02 

                             Sumber: BPS Kota Surabaya, 2021, diolah 

1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan 

Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2020 terdiri dari 3 (tiga) 

kelompok, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain 

pendapatan daerah yang sah. PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi 

daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi 

daerah. Sedangkan dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang 
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berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung 

pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian 

otonomi kepada daerah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan 

masyarakat yang semakin baik. 

Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 terealisasi sebesar 

Rp7.545.200.048.928,- atau 93,02% dari target yang telah ditetapkan hal ini dikarenakan 

dampak pandemi COVID -19 yang terjadi bukan hanya di Kota Surabaya saja tetapi di 

Indonesia maupun di Dunia. Rincian target realisasi dan capaian pendapatan Tahun 2020 

disajikan pada tabel berikut: 

  Tabel 1.12 

Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Daerah Tahun 2020 

No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

1 Pendapatan Asli Daerah 5.035.094.239.075 4.289.743.347.125 85,20% 

2 Dana Perimbangan 2.024.322.342.212 2.045.481.662.469 101,05% 

3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 1.051.944.761.274 1.209.975.039.334 115,02% 

Jumlah 8.111.361.342.561 7.545.200.048.928 93,02% 

         Sumber Data: Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah,2021 
                   

Pendapatan meliputi 3 komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan rincian:   

1. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020 meliputi realisasi pajak daerah sebesar 

Rp3.276.839.649.341,- atau 86,91%, retribusi daerah sebesar Rp301.267.913.472,- atau 

90,88%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp48.541.103.496,- 

atau 28,98% dan  lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp663.094.680.815,-

atau 86,58% dari target yang telah ditetapkan. Rincian target, realisasi dan capaian PAD 

Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 1.13 

Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 

No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

1 Pajak Daerah 3.770.223.284.323 3.276.839.649.341 86,91% 

2 Retribusi Daerah 331.506.679.018 301.267.913.472 90,88% 

3 
Hasil Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang Dipisahkan 

167.501.717.512 48.541.103.496 28,98% 

4 
Lain-lain Pendapatan Asli 
Daerah yang Sah 

765.862.558.222 663.094.680.815 86,58% 

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 5.035.094.239.075 4.289.743.347.125 85,20% 

         Sumber Data: Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah,2021 
 

Realisasi PAD didukung oleh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan 

rincian:      

a. Pajak Daerah  

Realisasi pajak daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp3.276.839.649.341,- 

atau 86,91%. Terjadinya Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan meningkatnya 

beban ekonomi masyarakat sehingga Pemerintah Kota Surabaya memberikan 

kelonggaran atas kewajiban pembayaran pajak daerah agar sektor perekonomian 

segera pulih, dengan menetapkan: 

1. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi 

Administratif terhadap denda Pajak Bumi dan Bangunan kepada Masyarakat 

dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya ke 727, tanggal penetapan 26 Maret 

2020; 

2. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Pajak 

Daerah dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi sebagai akibat 

Penyebaran Wabah Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Surabaya, 

tanggal penetapan 8 Mei 2020; 

3. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi 

Administrasi Denda Pajak Bumi dan Bangunan kepada Masyarakat sebagai 

Dampak Penyebaran Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di Kota 

Surabaya, tanggal penetapan 1 Juli 2020; 
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4. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Pajak 

Daerah berupa Pembebasan Pajak Hotel yang dimanfaatkan untuk Isolasi 

Warga yang Memiliki Potensi Terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19); 

5. Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi 

Administratif Denda Pajak Bumi dan Bangunan kepada Masyarakat sebagai 

Dampak Penyebaran Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota 

Surabaya, tanggal penetapan 1 Desember 2020.  

 
Pajak Daerah belum mencapai target di tahun 2020, karena: 

1. Sejak awal masa pandemi covid-19, berakibat terdampaknya perputaran roda 

perekonomian Kota surabaya, diantaranya terjadinya penurunan omset unit-

unit usaha antara lain hotel, restoran, dan hiburan. Penurunan tersebut 

mengakibatkan penurunan pembayaran pajak daerah; 

2. Terdampaknya perekonomian berakibat menurunnya daya beli masyarakat, 

terutama di sektor properti, transaksi jual beli bumi bangunan terdampak, sehingga 

berakibat menurunnya realisasi pembayaran pajak BPHTB. 

 

Selengkapnya mengenai rincian target, realisasi dan capaian Pajak Daerah 

disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 1.14 

Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 

No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) 

1 Pajak Hotel 170.976.573.680 117.738.094.496 68,86% 

2 Pajak Restoran 402.252.234.557 308.672.027.938 76,74% 

3 Pajak Hiburan 50.276.202.127 25.965.405.877 51,65% 

4 Pajak Reklame 107.729.972.290 110.183.557.050 102,28% 

5 Pajak Penerangan Jalan 422.602.051.679 423.340.178.674 100,17% 

6 Pajak Parkir 59.025.029.589 60.092.547.559 101,81% 

7 Pajak Air Tanah 1.313.579.040 1.422.050.360 108,26% 

8 Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan 

1.247.831.705.255 1.265.821.969.180 101,44% 

9 Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan  

1.308.215.936.106 963.603.818.207 73,66% 

Jumlah 3.770.223.284.323 3.276.839.649.341 86,91% 

      Sumber Data: Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah,2021 
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b. Retribusi Daerah 

Realisasi Retribusi Daerah tahun 2020 sebesar Rp301.267.913.472,- atau 90,88% 

dari target Rp331.506.679.018,- meliputi capaian dari retribusi jasa umum sebesar 

Rp105.444.433.656,- atau 103,87%, retribusi jasa usaha sebesar Rp96.342.822.175,- atau 

104,58% dan retribusi perizinan tertentu sebesar Rp99.480.657.641,- atau 72,15%. 

Retribusi perizinan tertentu tidak tercapai dikarenakan retribusi izin Mendirikan 

Bangunan terealisasi sebesar Rp92.072.924.341,- atau 70,53% dan retribusi ijin trayek 

terealisasi sebesar Rp136.336.000,- atau 31,19%. Retribusi izin Mendirikan Bangunan 

tidak tercapai dikarenakan banyaknya permohonan IMB Non Rumah Tinggal yang 

pelaksanaannya dilapangan sudah berdiri, sehingga dikenakan denda terhadap 

pelaksanaan dilapangan dan Retribusi Izin Trayek tidak tercapai dikarenakan banyak 

kendaraan taksi dan angkot yang tidak beroperasi sehingga terjadi penurunan jumlah 

kendaraan yang melakukan pengurusan ijin trayek. Rincian target, realisasi dan capaian 

retribusi daerah disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 1.15 
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Retribusi Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 

No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

1 Retribusi Jasa Umum       

  a. Retribusi Pelayanan 
Kesehatan 

5.183.056.500 4.006.003.500 77,29% 

  b. Retribusi Pelayanan 
Persampahan / Kebersihan 

41.762.571.509 60.715.280.476 145,38% 

  c. Retribusi Pelayanan 
Pemakaman dan 
Pengabuan Mayat 

2.850.130.000 4.077.780.000 143,07% 

  d. Retribusi Pelayanan Parkir 
di Tepi Jalan Umum 

35.814.000.000 17.708.230.000 49,44% 

  e. Retribusi Pengujian 
Kendaraan Bermotor 

13.220.000.000 16.092.970.000 121,73% 

  f. Retribusi Penggantian 
Biaya Cetak Peta 

- 270.000 - 

  g. Retribusi Pelayanan 
Tera/Tera Ulang 

2.102.355.000 2.298.502.800 109,33% 

  h. Retribusi Pengolahan 
Limbah Cair Dalam Bentuk 
Tinja 

583.200.000 545.396.880 93,52% 

  Jumlah Retribusi Jasa Umum 101.515.313.009 105.444.433.656 103,87% 

2 Retribusi Jasa Usaha       

  a. Retribusi Terminal  8.262.964.000 5.088.252.685 61,58% 
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No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

  b. Retribusi Tempat Khusus 
Parkir 

5.759.966.000 5.040.471.000 87,51% 

  c. Retribusi Tempat Rekreasi 
dan Olah Raga 

6.354.032.189 1.346.597.275 21,19% 

  d. Pemakaian Tanah atau 
Tempat-tempat yang 
dikuasai oleh Pemerintah 
Kota 

67.863.868.119 81.572.356.203 120,20% 

  e. Pemakaian Rumah yang 
dikuasai oleh Pemerintah 
Kota 

1.454.276.000 926.354.713 63,70% 

  f. Pemakaian Gedung Balai 
Pemuda dan GNI  

569.938.000 151.492.500 26,58% 

  g. Penggunaan Gedung 
Gelanggang Remaja 
Surabaya 

106.205.000 2.815.000 2,65% 

  h. Pemakaian Gedung Serba 
Guna 

314.835.000 438.320.000 139,22% 

  i. Retribusi Pemakaian Usaha 
Mikro dan Kecil Koperasi 

649.084.000 562.434.800 86,65% 

  j. Retribusi Pemakaian Usaha 
Mikro dan Kecil Pertanian 

439.933.880 440.196.000 100,06% 

  k. Retribusi Penggunaan 
Sarana Prasarana 
Kebakaran untuk Kegiatan 
Pelatihan 

- 3.000.000 -  

  l. Pemakaian Gelora Bung 
Tomo  

- 336.810.000  - 

  m. Pemakaian Gelora Sepuluh 
Nopember 

- 51.180.000  - 

  n. Pemakaian Gedung Wanita 
Candra Kencana 

345.007.500 335.885.000 97,36% 

  o. Retribusi Pemakaian Toilet 
Umum Objek Penunjang 
Wisata Religi Ampel 

- 33.149.000  - 

  p. Retribusi Pemakaian Stand 
dan Pelataran Penunjang 
Objek Wisata Religi Ampe 

- 13.508.000  - 

  Jumlah Retribusi Jasa Usaha 92.120.109.688 96.342.822.175 104,58% 

3 Retribusi Perizinan Tertentu       

  a. Retribusi Izin Mendirikan 
Bangunan 

130.545.226.321 92.072.924.341 70,53% 

  b. Retribusi Izin Trayek  437.070.000 136.336.000 31,19% 
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No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

  c. Retribusi Perpanjangan Izin 
Mempekerjakan Tenaga 
Kerja Asing 

6.888.960.000 7.271.397.300 105,55% 

  Jumlah Retribusi Perizinan 
Tertentu 

137.871.256.321 99.480.657.641 72,15% 

Jumlah Retribusi Daerah 331.506.679.018 301.267.913.472 90,88% 

          Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, 2021 

 

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 

2020 sebesar Rp48.541.103.496,- atau 28,98% meliputi : 

a. Bagian Laba Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp18.463.905.816,- atau 

13,93% hal ini dikarenakan Realisasi Bagian Laba atas Kinerja Tahun 2019 sebesar 

Rp133.463.905.816,- dan deviden sebesar Rp115.000.000.000,- telah disetor pada 

tahun 2019, sehingga tercapai sebesar 100,72%; 

b. Bagian Laba Perusahaan Daerah Pasar Surya belum ada realisasi dikarenakan masih 

adanya pembayaran utang pajak tahun 2016 sampai dengan 2018 secara 

mengangsur serta pembayaran utang kepada rekanan/pihak ketiga; 

c. Bagian Laba Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan belum ada realisasi 

dikarenakan Proses Pengesahan Laporan Keuangan Tahun 2019; 

d. Bagian Laba Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur tercapai 49,62% hal ini 

dikarenakan Penurunan Laba yang didominasi peningkatan biaya operasional, 

terutama biaya non bunga lebih besar dari peningkatan pendapatan operasional 

dan adanya peningkatan Non Performing Loan (NPL) dari 7,88% menjadi 8,12% 

yang menunjukkan bahwa tingkat kredit macet meningkat; 

e. Bagian Laba PT. Surya Karsa Utama tercapai 1,78% hal ini dikarenakan PT. Surya 

Karsa Utama mempunyai prioritas untuk membayar utang pajak dan biaya 

operasional; 

f. Bagian Laba PT. Surya Artha Utama tercapai 131,03% 

g. Bagian Laba Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang belum ada realisasi 

dikarenakan Proses Pengesahan Laporan Keuangan Tahun 2019; 
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h.  Bagian Laba PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) tercapai 96,39% hal ini 

dikarenakan Pendapatan Perjanjian Penggunaan Tanah Industri (PPTI) Tercapai 

70,85% dari RKAP dikarenakan 1 calon investor (De Heus) yg direncanakan 

melakukan penandatanganan PPTI seluas 3,5 Ha senilai Rp47,25M mengundurkan 

diri di bulan Desember 2020. 

Selengkapnya disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 1.16 
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  

Kota Surabaya Tahun Anggaran 2020 

No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

1 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal 
Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 

153.450.467.512 34.996.426.524 22,81% 

 
a. Bagian Laba Perusahaan Daerah Air 

Minum 
132.510.112.876 18.463.905.816 13,93% 

 
b. Bagian Laba Perusahaan Daerah 

Pasar Surya 
639.987.569 - - 

 
c. Bagian Laba Perusahaan Daerah 

Rumah Potong Hewan 
105.234.668 - - 

 
d. Bagian Laba Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur 
14.972.518.133 15.387.534.627 102,77% 

 
e. Bagian Laba Bank Perkreditan 

Rakyat Jawa Timur 
9.020.000 4.476.000 49,62% 

 
f. Bagian Laba PT. Surya Karsa Utama 561.112.981 10.000.000 1,78%  
g. Bagian Laba PT. Surya Artha Utama 862.804.000 1.130.510.081 131,03%  
h. Bagian Laba Perusahaan Daerah 

Taman Satwa Kebun Binatang 
3.789.677.285 - - 

2 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal 
Pada Perusahaan Milik 
Pemerintah/BUMN 

14.051.250.000 13.544.451.250 96,39% 

 
a. Bagian Laba PT. Surabaya Industrial 

Estate Rungkut (SIER) 
14.051.250.000 13.544.451.250 96,39% 

3 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal 
Pada Perusahaan Milik Swasta 

 - 225.722  - 

  a. Bagian Laba PT. YKP  - 225.722  - 

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
Yang Dipisahkan 

167.501.250.000 48.541.103.496 28,98% 

 Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, 2021 
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d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2020 sebesar                        

Rp663.094.680.815,-  atau 86,58% dari target, hal ini dikarenakan  pemanfaatan SILPA 

tahun lalu dapat terealisasi untuk pembelanjaan secara optimal sehingga dana Pemkot di 

Kas daerah mengalami penurunan yang mengakibatkan pendapatan jasa giro dan bunga 

deposito menurun. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut. 

 
Tabel 1.17  

Rincian Target, Realisasi dan Capaian Lain-lain PAD yang Sah Kota Surabaya 

Tahun Anggaran 2020 

No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

1 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang 
Tidak Dipisahkan 

2.220.924.941 2.272.996.234 102,34% 

2 Jasa Giro 20.245.237.328 4.382.543.990 21,65% 

3 Pendapatan Bunga Deposito 123.115.536.281 17.915.188.085 14,55% 

4 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah  - 31.392.886 -  

5 Pendapatan Denda atas 
Keterlambatan Pelaksanaan 
Pekerjaan 

 - 382.432.267  - 

6 Pendapatan Denda Retribusi  - 2.764.143.065  - 

7 Pendapatan Hasil Eksekusi atas 
Jaminan 

 - 5.498.949.180  - 

8 Pendapatan dari Pengembalian  - 509.658.889  - 

9 Pendapatan Lain-Lain 225.408.298.229 108.513.491.423 48,14% 

10 Pendapatan BLUD 291.611.784.343 409.034.979.891 140,27% 

11 Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 
Nasional 

103.260.777.100 111.357.869.600 107,84% 

12 Dana BOS   421.791.306   

Jumlah 765.862.558.222 663.094.680.815 86,58% 

            Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, 2021 
 

  



 
 

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2020 I-40 

 

PEMERINTAH KOTA SURABAYA 

2. Dana Perimbangan 

Realisasi dana perimbangan tahun 2020 sebesar Rp2.045.481.662.469,-  atau 101,05% 

dari target yang telah ditetapkan. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 1.18 

Rincian Target, Realisasi dan Capaian Dana Perimbangan 

Kota Surabaya Tahun Anggaran 2020 

No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

1 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan 
Pajak 

440.503.214.603 421.978.744.953 95,79% 

 
a. Bagi Hasil Pajak 

   

  
1 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan 

Bangunan 
9.388.161.731 7.178.923.226 76,47% 

  
2 Bagi Hasil dari Pajak 

Penghasilan 
(PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 
Wajib Pajak Orang Pribadi 
dalam Negeri 
dan PPh Pasal 21 

368.518.658.455 350.049.339.586 94,99% 

  
3 Bagi Hasil Cukai Tembakau 21.544.119.769 19.877.395.806 92,26% 

Jumlah Bagi Hasil Pajak 399.450.939.955 377.105.658.618 94,41%  
b. Bagi Hasil Bukan Pajak 

   

  
1 Bagi Hasil dari Pertambangan 

Panas 
Bumi 

44.233.524 31.628.750 71,50% 

  
2 Bagi Hasil dari Pertambangan 

Gas 
Bumi 

4.535.930.996 5.382.490.341 118,66% 

  
3 Bagi Hasil dari Provisi Sumber 

Daya 
Hutan 

360.215.707 194.666.961 54,04% 

  
4 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil 

Perikanan 
1.592.666.192 788.276.289 49,49% 

  
5 Bagi Hasil dari Pertambangan 

Minyak 
Bumi 

33.389.997.442 37.803.687.552 113,22% 

  
6 Bagi Hasil Dari Pertambangan 

Mineral dan Batubara 
1.129.230.787 672.336.442 59,54% 

Jumlah Bagi Hasil Pajak 41.052.274.648 44.873.086.335 109,31% 

2 Dana Alokasi Umum 1.209.468.472.000 1.203.461.956.000 99,50% 

3 Dana Alokasi Khusus 374.350.655.609 420.040.961.516 112,21% 

Jumlah Dana Perimbangan 2.024.322.342.212 2.045.481.662.469 101,05% 

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, 2021 
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3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2020 sebesar 

Rp1.209.975.039.334,-  atau 115,02% dari target yang telah ditetapkan. Selengkapnya disajikan 

pada tabel berikut: 

Tabel 1.19 

Rincian Target, Realisasi dan Capaian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Surabaya 

Tahun Anggaran 2020 

No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

1 Pendapatan Hibah 
   

 
a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah 0 101.721.191.237 0  
b. Pendapatan Hibah dari Badan / 

Lembaga / Organisasi Swasta 
Dalam Negeri 

 
90.000.000.000 0 

 
c. Pendapatan Hibah dari Kelompok 

Masyarakat /Perorangan 

 
7.758.918.276 0 

 
d. Hibah Dana BOS 207.625.000.000 207.450.853.366 99,92%  

Jumlah Pendapatan Hibah 207.625.000.000 406.930.962.879 195,99% 

2 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 
   

 
a. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan 

Bermotor 
265.390.648.014 270.604.209.452 101,96% 

 
b. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor 
163.062.241.135 161.017.435.590 98,75% 

 
c. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor 
187.551.691.941 150.223.170.743 80,10% 

 
d. Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan 1.478.140.614 1.408.218.922 95,27%  
e. Bagi Hasil dari Pajak Rokok 100.507.760.570 93.771.762.748 93,30%  

Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 717.990.482.274 677.024.797.455 94,29% 

3 Bantuan Keuangan dari Provinsi 3.633.400.000 3.323.400.000 91,47% 

4 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 
   

 
a. Dana Insentif Daerah (DID) 122.695.897.000 122.695.879.000 100,00%  

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah 
yang Sah 

122.695.897.000 122.695.879.000 100,00% 

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1.051.944.779.274 1.209.975.039.334 115,02% 

  Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, 2021 

 
  



 
 

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2020 I-42 

 

PEMERINTAH KOTA SURABAYA 

1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja 

Realisasi belanja daerah Kota Surabaya Tahun 2020 sebesar Rp8.032.680.988.065,- 

atau tercapai 90,21%, secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1.20 

Realisasi Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 

Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

Belanja Tidak Langsung    

1 Belanja Pegawai 2.124.008.459.308 2.064.359.901.189 97,19% 

2 Belanja Hibah 342.390.560.891 340.851.516.728 99,55% 

3 
Belanja Bagi Hasil Kepada 
Provinsi/Kota dan Pemerintah 
Desa 

750.000.000 - 0,00% 

4 
Belanja Bantuan Keuangan 
kepada Provinsi/Kabupaten/Kota 
dan Pemerintah Desa 

8.677.850.000 8.627.900.535 99,42% 

5 Belanja Tidak Terduga 15.000.000.000 9.977.942.214 66,52% 

Jumlah Belanja Tidak Langsung 2.490.826.870.199 2.423.817.260.666 97,31% 

Belanja Langsung    

1 Belanja Pegawai 376.204.973.687 335.321.423.891 89,13% 

2 Belanja Barang dan Jasa 4.174.877.780.181 3.689.879.143.903 88,38% 

3 Belanja Modal 1.862.266.772.134 1.583.663.159.605 85,04% 

Jumlah Belanja Langsung 6.413.349.526.002 5.608.863.727.399 87,46% 

Jumlah Belanja Daerah 8.904.176.396.201 8.032.680.988.065 90,21% 

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, 2021 
 

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan belanja daerah khususnya 

belanja langsung antara lain : 

a. Terdapat beberapa pekerjaan yang tidak dapat terlaksana dikarenakan refocussing 

kegiatan dalam rangka memenuhi amanat dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 

tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa 

dalam rangka Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 serta Surat Keputusan Bersama 

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang Percepatan Penyesuaian APBD 

Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19; 

b. Ketidaksesuaian antara alokasi dan kegiatan bantuan keuangan khusus dari provinsi 

dengan kebutuhan pemerintah kota. 

 



 
 

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2020 I-43 

 

PEMERINTAH KOTA SURABAYA 

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan belanja sebagai berikut : 

a. Peningkatan kualitas perencanaan dan percepatan pelaksanaan agar penyelesaian proses 

pengadaan barang dan jasa dapat berjalan tepat waktu, efisien dan efektif; 

b. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi terkait 

dengan Petunjuk Teknis yang ada terkait dengan alokasi anggaran yang diberikan kepada 

Pemerintah Kota Surabaya. 

1.3.7 Realisasi Pembiayaan 

Pada Tahun 2020 pengeluaran pembiayaan untuk Perusahaan Daerah Taman Satwa 

Kebun Binatang Surabaya sebesar Rp10.000.000.000,- masih belum di realisasikan karena 

Pemerintah Kota Surabaya tahun 2020 memprioritaskan untuk penanganan Pandemi 

Covid-19. 

Pengelolaan pembiayaan daerah yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran 

pembiayaan secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1.21 

Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 

No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

1 Penerimaan Pembiayaan 
   

 
a. Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran Tahun Sebelumnya 
(SILPA) 

802.815.053.640 803.850.973.368 100,13% 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 802.815.053.640 803.876.572.132 100,13% 

2 Pengeluaran Pembiayaan 
   

 
a. Penyertaan Modal (Investasi) 

Pemerintah Daerah 
10.000.000.000 0 

 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 10.000.000.000 0 
 

Jumlah Pembiayaan Daerah Neto 792.815.053.640 803.876.572.132 
 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 
Berkenaan (SILPA) 

- 316.395.632.995 
 

 Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, 2021  
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BAB II 

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH 

2.1 PERUBAHAN ASUMSI DASAR KEBIJAKAN UMUM APBD 

Perekonomian tahun 2019 secara umum masih dihadapkan dengan berbagai 

tekanan. Kondisi global yang kurang kondusif itu mendorong perlambatan ekonomi 

dunia. Berdasarkan data International Monetary Fund (IMF), perlambatan ekonomi 

terjadi merata,  baik perekonomian di negara maju dan negara berkembang. 

Perekonomian negara maju tahun 2019 tumbuh sebesar 1,7 persen melambat 

dibandingkan tahun 2018 sebesar 2,2 persen. Sementara perlambatan ekonomi dinegara 

berkembang pada tahun 2019 tumbuh sebesar 3,7 persen, yang mulanya tumbuh 4,5 

persen dibanding 2018. Tekanan perlambatan ekonomi yang merata tersebut 

mendorong capaian pertumbuhan ekonomi global tahun 2019 sebesar 2,9 persen, yang 

melambat dibanding tahun 2018 sebesar 3,6 persen.  

Dengan menganut perekonomian semi terbuka, tekanan ekonomi dunia yang 

terjadi sepanjang tahun 2019 tentunya juga berpengaruh terhadap perekonomian 

domestik. Pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,02 persen di tahun 

2019 patut diaperesiasi ditengah tekanan perlambatan ekonomi dunia. Pertumbuhan 

ekonomi dunia yang melamban tersebut berdampak terhadap melemahnya kinerja 

ekonomi nasional, khususnya dari sisi ekspor. Penurunan kinerja ekspor nasional cukup 

dalam terjadi di semester awal tahun 2019 sebagai dampak penerapan kebijakan yang 

dilakukan oleh beberapa mitra dagang, salah satunya yakni Tiongkok yang menerapkan 

kebijakan tarif impor. Penetapan tarif tersebut membuat produk Indonesia sulit 

memasuki pasar tujuan ekspor. Selanjutnya kebijakan tersebut juga meluas dan 

diterapkan oleh negara-negara lain yang akhirnya membuat perekonomian terganggu.   

Meskipun demikian, ditengah kinerja ekspor yang menurun, permintaan domestik 

yang masih cukup tinggi tetap menjadi menopang perekonomian nasional hingga dapat 

bertahan tumbuh pada angka 5 persen di tahun 2019. Permintaan yang kuat antara lain 

didorong konsumsi tinggi. Tingkat konsumsi nasional pada tahun 2019 tumbuh 5,16 
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persen, yang meningkat dibandingkan tahun 2018, yakni sebesar 5,14 persen. Konsumsi 

yang meningkat didorong oleh daya beli yang tetap terjaga sejalan dengan inflasi yang 

terkendali. Konsumsi yang kuat mendorong beberapa kinerja lapangan usaha 

terakselerasi di tahun 2019.    

Perkembangan yang semakin baik mendorong optimisme prospek perbaikan 

ekonomi di tahun 2020. Perbaikan tersebut ditandai oleh meredanya perang dagang 

antara Amerika dan Tiongkok sejak triwulan ketiga tahun 2019. Optimisme perbaikan itu 

mendorong peningkatan produksi ekonomi sektor riil. Namun perbaikan ekonomi gobal 

tersebut hanya berlangsung sebentar dan harus tertahan semenjak munculnya virus 

Covid-19 yang menyebar di berbagai negara. Penyebaran Covid-19 yang sangat cepat 

berdampak terhadap kinerja ekonomi yang melambat. Hal itu tercermin dari realisasi 

beberapa indikator ekonomi nasional di semester pertama tahun 2020. Kinerja 

perekonomian ekonomi nasional pada triwulan I 2020 hanya tumbuh sebesar 2,97 persen 

bahkan pada triwulan 2 tercatat minus 5,32 persen, lebih rendah dibanding triwulan yang 

sama tahun 2018. Capaian inflasi secara kumulatif hingga Juli 2020 juga tergolong rendah 

mengingat inflasi merupakan insentif bagi para pelaku usaha. Indikator-indikator tersebut 

mencerminkan peringatan dini terjadinya perlambatan ekonomi yang cukup signifikan 

terjadi di tahun 2020.  

Sejalan dengan kondisi ekonomi nasional, perekonomian Kota Surabaya juga 

mengalami tekanan sebagai dampak penyebaran Covid-19. Penyebaran Covid-19 yang 

meluas berpengaruh signifikan terhadap perekonomian di Kota Surabaya. Sebagai kota 

perdagangan dan jasa imbas penanganan Covid-19 cukup besar terhadap arus barang dan 

jasa. Penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang membatasi 

mobilitas manusia maupun barang tentunya menimbulkan efek yang luas. Dampak 

penangan Covid-19 tidak hanya  mengganggu mobilitas manusia dan barang, melainkan 

juga akan memberikan efek lanjutan ekonomi seperti berkurangnya tenaga kerja dan 

pendapatan yang selanjutnya akan mendorong tertahannya konsumsi  yang akhirnya 

mendorong lesunya perekonomian. Tidak berhenti sampai disitu, penurunan permintaan 

domestik akan direspon oleh tertahannya minat investor untuk merealisasikan 

investasinya. Permintaan yang menurun serta investasi yang tersebut diperkirakan juga 

berdampak terhadap kinerja ekspor impor di tahun 2020.  
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Dari sisi sektoral, kategori lapangan usaha perdagangan besar eceran serta reparasi 

mobil dan sepeda motor menjadi sektor terbesar yang terdampak akibat kebijakan 

penanganan Covid-19. Terbatasnya mobiltas barang dan jasa mendorong terganggunya 

supply dan demand. selanjutnya berpengaruh terhadap kinerja sektor industri sebagai 

imbas menurunnya permintaan. Sementara penurunan kinerja akomodasi dan makan 

minum, jasa hiburan dan wisata (wisata belanja) dipengaruhi oleh penurunan kunjungan 

wisata dan aktivitas bepergian sebagai imbas pemberlakukan social distancing dan work 

from home. Kebijakan social distancing pula yang merubah kebiasaan masyarakat yang 

mulanya banyak melalukan wisata kuliner dengan melakukan dine in atau makan 

ditempat berubah menjadi permintaan delivery (take away). Pembatasan aktivitas 

bepergian tersebut tentunya juga berimbas terhadap kinerja sektor transportasi.  

Hal yang berbeda ditunjukkan oleh kinerja lapangan usaha Jasa Kesehatan dan 

lapangan usaha Komunikasi dan Informasi. Kedua lapangan usaha tersebut diperkirakan 

masih bertahan ditengah besarnya dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian. 

Tingginya akan permintaan jasa kesehatan seperti jasa perawatan, obat-obatan serta alat 

kesehatan sebagai aksi penanganan Covid-19 menjadi faktor utamanya. Begitu pula 

dengan tingginya permintaan akan kebutuhan kuota internet selama masa bekerja dan 

belajar di rumah turut meningkatkan kinerja lapangan usaha komunikasi dan informasi. 

Dengan mempertimbangkan pemantauan kondisi terkini tersebut maka perkiraan 

perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh namun mengalami 

perlambatan. 

Dari sisi perkembangan harga,  tingkat inflasi Kota Surabaya sampai dengan Tahun 

2020 diperkirakan sebesar 3,0 + 1 persen. Berdasarkan laporan data Badan Pusat Statistik 

Jawa Timur, capaian inflasi Kota Surabaya secara kumulatif  hingga bulan Juli 2020 sebesar 

0,75 persen. Capaian tersebut tergolong rendah mengingat periode waktu sudah 

memasuki pertengahan tahun  dengan capaiannya kurang dari 1 persen. Bahkan capaian 

tersebut juga lebih rendah dibandingkan kumulatif hingga Juli di tahun 2018 sebesar 1,31 

persen. Berdasarkan sub kelompoknya, inflasi Kota Surabaya secara kumulatif hingga Juli 

2020 dikontribusi oleh sub rokok dan tembakau, sub jasa rawat jalan, jasa kesehatan 

laiinya, pembelian kendaraan, perawatan bribadi lainnya.  
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Berdasarkan perkembangan perekonomian Kota Surabaya tersebut, maka asumsi 

dasar perubahan kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2020 yang akan digunakan pada 

saat penyusunan Perubahan APBD Tahun 2020 adalah sebagai berikut: 

a. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya sampai dengan akhir tahun 2020 diperkirakan 

sekitar 1,71 persen sampai 3,53 persen;  

b. Tingkat inflasi Kota Surabaya sampai dengan akhir tahun 2020 diperkirakan sekitar 3,0 

± 1 persen; 

c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya berdasarkan Atas Dasar Harga 

Konstan (ADHK) sampai dengan akhir tahun 2020 diperkirakan sekitar 

Rp417.956.382,08 juta; 

d. Total Pendapatan Daerah sampai dengan akhir Tahun 2020 diperkirakan sekitar  

Rp8.111.361.342.561,- dari asumsi awal sekitar Rp9.098.485.707.253,-; 

e. Total Belanja Daerah sampai dengan akhir Tahun 2020 diperkirakan sekitar 

Rp8.904.176.396.201,- dari asumsi awal sekitar Rp10.337.624.409.552,-; 

f. Defisit anggaran diperkirakan akan terjadi sekitar Rp802.815.053.640,- dari asumsi 

awal sekitar Rp1.249.138.702.299,-, yang akan ditutup dari SILPA Tahun 2019. 

 

2.2 PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 

Perubahan kebijakan pendapatan daerah Kota Surabaya Tahun 2020 adalah: 

1. Penyesuaian target pendapatan dengan regulasi dari Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Provinsi terkait penanganan pandemi Covid-19; 

2. Pengembangan efisiensi dan transparan; 

3. Peningkatan kualitas pelayanan manajemen Pendapatan Daerah dengan prinsip 

profesionalitas; 

4. Dengan mengembangkan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) 

melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberikan banyak alternatif 

model layanan pembayaran kepada masyarakat;  

5. Optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah 

melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah; 

6. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait 

penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-

lain pendapatan daerah yang sah. 
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Pendapatan daerah pada saat penyusunan Perubahan APBD 2020, mengalami 

perubahan semula sebesar Rp 9.098.485.707.253,- menjadi Rp8.111.361.342.561,- 

mengalami penurunan sebesar Rp987.124.364.692,- atau -10,85% yang meliputi : 

A. Pendapatan Asli Daerah mengalami perubahan  dari Rp5.584.627.122.979,- 

menjadi Rp5.035.094.239.075,- mengalami penurunan sebesar 

Rp549.532.883.904,- atau -9,84%;                                                                           

B. Dana Perimbangan mengalami perubahan dari Rp2.281.725.234.669,- menjadi 

Rp2.024.322.342.212,- mengalami penurunan sebesar Rp257.402.892.457,- atau            

-11,28%;        

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami perubahan dari 

Rp1.232.133.349.605,- menjadi Rp1.051.944.761.274,- mengalami penurunan 

sebesar Rp180.188.588.331,- atau -14,62%. 

 
Adapun perubahan pendapatan daerah tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 

Perubahan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 

No Uraian 
APDB 2020 Bertambah/Berkurang 

Murni Perubahan Rp % 

1 Pendapatan Asli Daerah 
 Pajak Daerah 4.313.465.165.227 3.770.223.284.323 -543.241.880.904 -12,59% 
 Retribusi Daerah 370.797.682.018 331.506.679.018 -39.291.003.000 -10,60% 

 
Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah 
Yang Dipisahkan 

167.501.717.512 167.501.717.512 0 0,00% 

 Lain-lain PAD 
yang sah 

732.862.558.222 765.862.558.222 33.000.000.000 4,50% 

 
Jumlah 
Pendapatan Asli 
Daerah 

5.584.627.122.979 5.035.094.239.075 -549.532.883.904 -9,84% 

2 Dana Perimbangan 

 
Dana Bagi Hasil 
Pajak/Bagi Hasil 
Bukan Pajak 

499.291.555.130 440.503.214.603 -58.788.340.527 -11,77% 

 Dana Alokasi 
Umum 

1.330.442.744.000 1.209.468.472.000 -120.974.272.000 -9,09% 

 Dana Alokasi 
Khusus 

451.990.935.539 374.350.655.609 -77.640.279.930 -17,18% 

 Jumlah Dana 
Perimbangan 

2.281.725.234.669 2.024.322.342.212 -257.402.892.457 -11,28% 

3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 
 Hibah 183.711.200.000 207.625.000.000 23.913.800.000 13,02% 
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No Uraian 
APDB 2020 Bertambah/Berkurang 

Murni Perubahan Rp % 

 

Dana Bagi Hasil 
Pajak dari Provinsi 
dan Pemerintah 
Daerah Lainnya 

950.443.102.605 717.990.482.274 -232.452.620.331 -24,46% 

 

Bantuan 
Keuangan dan 
Propinsi atau 
Pemerintah 
Daerah Lainnya 

4.020.429.000 3.633.400.000 -387.029.000 -9,63% 

 
Lain-lain 
Pendapatan 
Daerah yang Sah 

93.958.618.000 122.695.879.000 28.737.261.000 30,59% 

 
Jumlah Lain-lain 
Pendapatan 
Daerah yang Sah 

1.232.133.349.605 1.051.944.761.274 -180.188.588.331 -14,62% 

Jumlah Pendapatan 
Daerah 

9.098.485.707.253 8.111.361.342.561 -987.124.364.692 -10,85% 

Sumber : BPKPD, Bappeko dan OPD Penghasil 2021, diolah 

 

2.3 PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 

Berdasarkan visi Kota Surabaya Tahun 2016- 2021 yaitu “Surabaya Kota Sentosa 

yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi”, Belanja Daerah Kota 

Surabaya pada Tahun 2020 disesuaikan dengan tema Pembangunan Kota Surabaya Tahun 

2020 yaitu “Percepatan Peningkatan Daya saing Melalui Sumber Daya manusia yang 

Berkualitas dan Infrastruktur Ekologis berkelanjutan” diarahkan untuk : 

1. Penyesuaian belanja untuk penanganan pandemi Covid-19; 

2. Menjamin terlaksananya program skala besar dan prioritas; 

3. Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan dasar pada masyarakat yaitu pembangunan 

infrastruktur, pendidikan, Kesehatan, sesuai dengan prioritas yang sudah 

ditetapkan; 

4. Pemanfaatan Belanja Daerah secara efisien dan efektif yang diarahkan pada 

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga proporsi belanja 

langsung lebih besar dari belanja tidak langsung; 

5. Transparansi pengelolaan Belanja Daerah dengan didukung sistem informasi yang 

terintegrasi, meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan; 
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6. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana 

Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pajak Rokok, Dana Insentif 

Daerah, Bantuan Operasional Sekolah, kapitasi dan BLUD) untuk menstimulasi 

capaian target kinerja sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; 

7. Menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai sebagai dasar  pemberian 

tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil  guru maupun non guru; 

8. Meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik; 

9. Peningkatan kualitas pendidikan melalui pemenuhan biaya operasional kepada 

SD/MI dan SMP/MTs Negeri/Swasta, serta tambahan perbaikan penghasilan bagi 

guru di Sekolah Negeri/Swasta; 

10. Menerapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kecerdasan intelektual, mental 

spiritual dan ketrampilan SDM dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program, 

kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat. 

Belanja Daerah pada saat penyusunan Perubahan APBD Tahun 2020, mengalami 

perubahan dari Rp10.337.624.409.552,- menjadi Rp8.904.176.396.201,- berkurang 

sebesar Rp1.433.448.013.351,- atau 13,87%, yang meliputi: 

1. Belanja Tidak Langsung mengalami perubahan dari Rp2.648.727.476.619,- menjadi 

Rp2.490.826.870.199,- berkurang sebesar Rp157.900.606.420,- atau 5,96%, yang 

meliputi: 

a. Belanja pegawai mengalami perubahan dari Rp2.245.785.024.378,- menjadi 

Rp2.124.008.459.308,- mengalami penurunan sebesar Rp121.776.565.070,- 

atau -5,42%; 

b. Belanja hibah mengalami perubahan dari Rp378.514.602.241,- menjadi 

Rp342.390.560.891,- mengalami penurunan sebesar Rp36.124.041.350,- atau 

-9,45%; 

c. Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota sebesar Rp750.000.000,-;  

d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota sebesar Rp8.677.850.000,-; 

e. Belanja tidak terduga sebesar Rp15.000.000.000,-.   

2. Belanja Langsung mengalami perubahan dari Rp7.688.896.932.933,- menjadi 

Rp6.413.349.526.002,- berkurang sebesar Rp1.275.547.406.931,- atau 16,59% yang 

meliputi: 
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a. Belanja Pegawai mengalami perubahan dari Rp469.234.270.553,- menjadi 

Rp376.204.973.687,- atau berkurang sebesar Rp93.029.296.866,- atau -

19,83%; 

b. Belanja Barang dan Jasa mengalami perubahan dari Rp4.152.585.923.791,- 

menjadi Rp4.174.877.780.181,- atau bertambah sebesar Rp22.291.856.390,- 

atau 0,54%; 

c. Belanja Modal mengalami perubahan dari Rp3.067.076.738.589,- menjadi 

Rp1.862.266.772.134,- berkurang sebesar Rp1.204.809.966.455,- atau -

39,28%. 

Adapun perubahan Belanja Daerah tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.2  

Tabel 2.2 

Perubahan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 

NO URAIAN 
APBD 2020 Bertambah/Berkurang 

Murni Perubahan Rp % 

1 
Belanja Tidak 
Langsung 

        

 Belanja Pegawai 2.245.785.024.378 2.124.008.459.308 -121.776.565.070 -5,42% 
 Belanja Hibah 378.514.602.241 342.390.560.891 -36.124.041.350 -9,54% 

 
Belanja Bagi 
Hasil Kepada 
Prop/Kab/Kota 

750.000.000 750.000.000 0 0,00% 

 Belanja Bantuan 
Keuangan 

8.677.850.000 8.677.850.000 0 0,00% 

 Belanja Tidak 
Terduga 

15.000.000.000 15.000.000.000 0 0,00% 

 Jumlah Belanja 
Tidak Langsung 

2.648.727.476.619 2.490.826.870.199 -157.900.606.420 -5,96% 

2 
Belanja 
Langsung 

        

 Belanja Pegawai 469.234.270.553 376.204.973.687 -93.029.296.866 -19,83% 

  
Belanja Barang 
dan Jasa 

4.152.585.923.791 4.174.877.780.181 22.291.856.390 0,54% 

  Belanja Modal 3.067.076.738.589 1.862.266.772.134 -1.204.809.966.455 -39,28% 

  
Jumlah Belanja 
Langsung 

7.688.896.932.933 6.413.349.526.002 -1.275.547.406.931 -16,59% 

Total Jumlah Belanja 10.337.624.409.552 8.904.176.396.201 -1.433.448.013.351 -13,87% 

Sumber: Tim anggaran, Tahun 2020, diolah 

Selanjutnya perubahan Belanja Daerah yang dialokasikan untuk belanja langsung 

tersebut dilaksanakan melalui urusan dan program-program dalam rangka 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana yang tertuang dalam 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah yang 

kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tersebut 

dilaksanakan dalam program dan kegiatan pembangunan Kota Surabaya dengan target 

dan alokasi anggaran sebagaimana terlampir dalam Lampiran Tabel Rincian Anggaran 

Tiap Program dan Kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2020. 

2.4 PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan Kota Surabaya Tahun 2020 diarahkan agar 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) diupayakan menurun seiring 

dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran. 

Arah kebijakan pengeluaran pembiayaan Kota Surabaya Tahun 2020 diarahkan 

pada penetapan kebijakan penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah 

dan/atau Badan Usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan 

modal. 

Sesuai penerimaan dan target, pada saat penyusunan Perubahan APBD Tahun 

2020, perkiraan penerimaan pembiayaan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 yang 

dicantumkan pada APBD Murni Tahun 2019 sebesar Rp1.249.138.702.299,- sedangkan 

realisasi Silpa Tahun 2019 sebesar Rp802.815.053.640,- maka terjadi penyesuaian 

sebesar Rp 446.323.648.659,-. Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2020 tidak ada 

perubahan yaitu sebesar Rp10.000.000.000,-. 

Adapun perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 
Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 

Uraian 
APBD 2020 Bertambah/Berkurang 

Murni Perubahan Rp % 

Penerimaan Pembiayaan 1.249.138.702.299  802.815.053.640  - 446.323.648.659  -35,73% 

Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran Tahun 
Sebelumnya (SILPA) 

1.249.138.702.299  802.815.053.640  - 446.323.648.659  -35,73% 

Pengeluaran Pembiayaan   10.000.000.000   10.000.000.000  - 0% 

Penyertaan Modal  10.000.000.000   10.000.000.000  - 0% 

Pembiayaan Daerah Neto 1.239.138.702.299 792.815.053.640 -446.323.648.659 -36,02 

Sumber : BPKPD dan Bappeko diolah, 2021 
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BAB III 

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG 

MENJADI KEWENANGAN DAERAH 

 

3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

 Pencapaian penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Surabaya tahun 2020 

diukur dari pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam 

perjanjian kinerja. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud, terbagi dalam 4 bagian, 

yaitu Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Pelaksanaan 

Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Pelaksanaan Urusan Pilihan  

dan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan. 

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan 

UU No.23 Tahun 2014 merupakan pelayanan publik yang wajib dipenuhi oleh 

pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang mencakup 

penyelenggaraan pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan 

ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sosial, serta ketentraman, 

ketertiban dan perlindungan masyarakat.  

Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar di Kota Surabaya pada tahun 2020 telah 

berjalan dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Capaian program dan 

kegiatan dalam urusan wajib pelayanan dasar banyak yang telah mencapai lebih dari 

100%. Penjabaran pencapaian program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan 

pelayanan dasar yang dijabarkan dalam tabel berikut ini. 



NO
URUSAN 

PEMERINTAHAN
OPD PELAKSANA

KEBIJAKAN/ SASARAN 
KOTA

INDIKATOR PROGRAM/ 
KEGIATAN

TARGET REALISASI CAPAIAN PERMASALAHAN
UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN
TINJUT REKOMENDASI DPRD

1.1.1.01 Pendidikan
1.1.1.01.01 Meningkatkan kualitas 

pendidikan
Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Kesenian Olahraga Pendidikan

Dinas Pendidikan Persentase ketuntasan 
pendidikan kesetaraan paket 
A

86,25 % 91,78 % 106,41%
- - -

Dinas Pendidikan Persentase ketuntasan 
pendidikan kesetaraan paket 
B

89,27 % 89,67 % 100,45%
- - -

Dinas Pendidikan Persentase ketuntasan 
pendidikan kesetaraan paket 
C

91,24 % 100 % 109,60%
- - -

Dinas Pendidikan Persentase ketuntasan 
pendidikan lembaga kursus 
dan pelatihan

72,25 % 72,61 % 100,50%
- - -

Dinas Pendidikan Persentase ketuntasan 
pendidikan PAUD

78,5 % 100 % 127,39%
- - -

Dinas Pendidikan Persentase prestasi non 
akademik peserta didik PAUD 
pada lomba tingkat 
kecamatan/kota/provinsi/nas
ional/internasional

0,03 % 0,04 % 120,11%

- - -

Dinas Pendidikan Persentase prestasi non 
akademik peserta didik SD 
pada lomba tingkat 
kota/provinsi/nasional/intern
asional

0,96 % 0,98 % 102,22%

- - -

Dinas Pendidikan Persentase prestasi non 
akademik peserta didik SMP 
pada lomba tingkat 
kota/provinsi/nasional/intern
asional

2,21 % 2,07 % 93,55% Ketidaktercapaian indikator ini 
disebabkan berkurangnya 
pelaksanaan lomba di tahun 2020 
akibat pandemi COVID-19.

Dinas Pendidikan melakukan 
inovasi dengan memperbanyak 
penyelenggaraan event/lomba 
secara online dan meningkatkan 
akses/ literasi digital siswa

-

Dinas Pendidikan Persentase sasaran penerima 
beasiswa pendidikan dari 
kelompok masyarakat 
berpenghasilan rendah

45,71 % 45,73 % 100,05%

- - -

1.1.1.01.01.0001 Dinas Pendidikan Fasilitasi Pelaksanaan 
TPA/TPQ dan Kelas 
Minggu

Jumlah guru TPA/TPQ dan 
kelas minggu yang 
mendapatkan fasilitasi 
pelaksanaan TPA/TPQ dan 
kelas minggu

13000 orang 15895 orang 122,27%

- - -

Tabel 3.1
Capaian Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Kota Surabaya

Tahun 2020

URAIAN PROGRAM/ 
KEGIATAN
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NO
URUSAN 

PEMERINTAHAN
OPD PELAKSANA

KEBIJAKAN/ SASARAN 
KOTA

INDIKATOR PROGRAM/ 
KEGIATAN

TARGET REALISASI CAPAIAN PERMASALAHAN
UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN
TINJUT REKOMENDASI DPRD

URAIAN PROGRAM/ 
KEGIATAN

1.1.1.01.01.0002 Dinas Pendidikan Fasilitasi Pembelajaran 
dan Sumber Belajar 
Pendidikan Keluarga

Jumlah pelaksanaan 
kegiatan pembelajaran dan 
sumber belajar pendidikan 
keluarga

2 kali 2 kali 100,00%

- - -

1.1.1.01.01.0003 Dinas Pendidikan Fasilitasi Pembinaan 
Pendidikan Kesetaraan

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan fasilitasi 
pembinaan pendidikan 
kesetaraan

31 lembaga 31 lembaga 100,00%

- - -

1.1.1.01.01.0004 Dinas Pendidikan Pembinaan Lembaga 
Kursus dan Pelatihan 
serta PKBM

Jumlah lembaga yang 
mengikuti kegiatan 
Pembinaan Lembaga Kursus 
dan Pelatihan serta PKBM

234 lembaga 258 lembaga 110,26%

- - -

1.1.1.01.01.0005 Dinas Pendidikan Pengembangan Minat, 
Bakat, Dan Kreativitas 
Siswa PLS

Jumlah kegiatan 
Pengembangan Minat, 
Bakat, Dan Kreativitas Siswa 
PLS yang dilaksanakan

7 kali 10 kali 142,86%

- - -

1.1.1.01.01.0006 Dinas Pendidikan Pengembangan 
Pendidikan Anak Usia 
Dini

Jumlah Lembaga PAUD yang 
mendapatkan 
Pengembangan Pendidikan 
Anak Usia Dini

1368 lembaga 2666 lembaga 194,88%

- - -

1.1.1.01.01.0007 Dinas Pendidikan Peningkatan Mutu 
Pendidik PAUD

Jumlah pendidik PAUD yang 
mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

8949 orang 9653 orang 107,87%

- - -

1.1.1.01.01.0008 Dinas Pendidikan Penunjang Peningkatan 
Prestasi Pendidikan Luar 
Sekolah

Jumlah kegiatan Penunjang 
Peningkatan Prestasi 
Pendidikan Luar Sekolah 
yang dilaksanakan

18 kali 25 kali 138,89%

- - -

1.1.1.01.01.0009 Dinas Pendidikan Penunjang Peningkatan 
Prestasi Siswa dan 
Masyarakat

Jumlah pelaksanaan 
kegiatan Penunjang 
Peningkatan Prestasi Siswa 
dan Masyarakat

1 kali 1 kali 100,00%

- - -

1.1.1.01.01.0010 Dinas Pendidikan Penyediaan bantuan 
operasional 
penyelenggaraan PAUD 
yang dibiayai dari dana 
alokasi khusus (DAK) Non 
Fisik

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan penyediaan 
bantuan operasional 
penyelenggaraan PAUD yang 
dibiayai dari Dana Alokasi 
Khusus (DAK) Non Fisik 
selama 12 Bulan

2 lembaga 2 lembaga 100,00%

- - -
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NO
URUSAN 

PEMERINTAHAN
OPD PELAKSANA

KEBIJAKAN/ SASARAN 
KOTA

INDIKATOR PROGRAM/ 
KEGIATAN

TARGET REALISASI CAPAIAN PERMASALAHAN
UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN
TINJUT REKOMENDASI DPRD

URAIAN PROGRAM/ 
KEGIATAN

1.1.1.01.01.0011 Dinas Pendidikan Pengadaan Sarana 
Belajar PKBM yang 
dibiayai dari dana alokasi 
khusus (DAK) Fisik Bidang 
Pendidikan

Jumlah PKBM yang 
mendapatkan peningkatan 
sarana

4 lembaga 4 lembaga 100,00%

- - -

1.1.1.01.01.0012 Dinas Pendidikan Penyediaan Sarana dan 
Rehabilitasi PAUD yang 
dibiayai dari dana alokasi 
khusus (DAK) Fisik

Jumlah PAUD yang 
mendapatkan penigkatan 
sarana dan prasarana

2 lembaga 2 lembaga 100,00%

- - -

1.1.1.01.02 Meningkatkan kualitas 
pendidikan

Program Pengembangan Sekolah Dasar

Dinas Pendidikan Persentase daya tampung 
relatif terhadap jumlah 
kebutuhan SD/MI

100 % 101,46 % 101,46%
- - -

Dinas Pendidikan Persentase lembaga 
pendidikan SD yang sarana 
prasarananya sesuai standar

92,01 % 100 % 108,68%

- - -

Dinas Pendidikan Persentase prestasi akademik 
peserta didik SD pada lomba 
tingkat 
kota/provinsi/nasional/intern
asional

0,08 % 0,09 % 115,86%

- - -

1.1.1.01.02.0001 Dinas Pendidikan Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS) untuk SD 
negeri

Jumlah lembaga sekolah 
Dasar Negeri yang 
mendapatkan biaya 
Operasional Sekolah (BOS) 
selama 12 bulan

302 lembaga 302 lembaga 100,00%

- - -

1.1.1.01.02.0002 Dinas Pendidikan Fasilitasi Pelaksanaan 
Ujian Sekolah Dasar

Jumlah peserta yang 
mengikuti Pelaksanaan Ujian 
sekolah dasar dan Calistung 
SD

45724 orang 45724 orang 100,00%

- - -

1.1.1.01.02.0003 Dinas Pendidikan Fasilitasi Pemberian 
Biaya Pendidikan Daerah 
Jenjang Sekolah Dasar 
Sederajat

Jumlah Sekolah Dasar 
sederajat yang mendapatkan 
biaya pendidikan daerah 
selama 12 bulan

302 lembaga 302 lembaga 100,00%

- - -
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NO
URUSAN 

PEMERINTAHAN
OPD PELAKSANA

KEBIJAKAN/ SASARAN 
KOTA

INDIKATOR PROGRAM/ 
KEGIATAN

TARGET REALISASI CAPAIAN PERMASALAHAN
UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN
TINJUT REKOMENDASI DPRD

URAIAN PROGRAM/ 
KEGIATAN

1.1.1.01.02.0004 Dinas Pendidikan Fasilitasi 
Penyelenggaraan 
Pendidikan inklusi, 
Pendidikan Layanan 
Khusus Sekolah Dasar 
dan unit layanan 
disabilitas

Jumlah Pendidikan inklusi, 
Pendidikan Layanan Khusus 
Sekolah Dasar dan unit 
layanan disabilitas yang 
diselenggarakan dan dibina 
selama 12 bulan

55 lembaga 55 lembaga 100,00%

- - -

1.1.1.01.02.0005 Dinas Pendidikan Peningkatan dan 
Pemetaan Mutu 
Kelembagaan Sekolah 
Dasar

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan Peningkatan 
dan Pemetaan Mutu 
Kelembagaan Sekolah Dasar

217 lembaga 237 lembaga 109,22%

- - -

1.1.1.01.02.0006 Dinas Pendidikan Peningkatan Kualitas 
Kegiatan Belajar 
Mengajar Sekolah Dasar

Jumlah lembaga yang 
mengikuti kegiatan 
Peningkatan Kualitas 
Kegiatan Belajar Mengajar 
Sekolah Dasar

658 lembaga 658 lembaga 100,00%

- - -

1.1.1.01.02.0007 Dinas Pendidikan Peningkatan 
Perlengkapan Sekolah 
Dasar

Jumlah SD yang menerima 
peningkatan perlengkapan 
sekolah dasar

285 lembaga 358 lembaga 125,61%

- - -

1.1.1.01.02.0008 Dinas Pendidikan Penunjang Peningkatan 
Prestasi Jenjang Sekolah 
Dasar

Jumlah pelaksanaan 
kegiatan Penunjang 
Peningkatan Prestasi Jenjang 
Sekolah Dasar

1 kali 1 kali 100,00%

- - -

1.1.1.01.02.0009 Dinas Pendidikan Penyediaan Sarana dan 
Rehabilitasi Gedung 
Pendidikan Sekolah Dasar 
yang dibiayai dari dana 
alokasi khusus (DAK) Fisik 
Bidang Pendidikan

Jumlah lembaga penerima 
sarana pendidikan sekolah 
dasar yang dibiayai dari 
dana alokasi khusus (DAK) 
Fisik Bidang Pendidikan

17 lembaga 16 lembaga 94,12% Penyesuaian alokasi anggaran DAK 
Fisik sesuai Peraturan Menteri 
Keuangan No. 35/PMK.07/2020), 
sehingga dilakukan penyesuaian 
pekerjaan yang dibiayai DAK hanya 
pada 16 lembaga.

Perlu meningkatkan koordinasi 
secara intens dengan pemerintah 
pusat terkait pelaksanaan kegiatan 
yang dibiayai DAK.

-

1.1.1.01.03 Meningkatkan kualitas 
pendidikan

Program Pengembangan Sekolah Menengah

Dinas Pendidikan Persentase daya tampung 
relatif terhadap jumlah 
kebutuhan SMP/MTS

100 % 102,31 % 102,31%
- - -

Dinas Pendidikan Persentase lembaga 
pendidikan SMP yang sarana 
prasarananya sesuai standar

95,73 % 95,98 % 100,26%

- - -
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NO
URUSAN 

PEMERINTAHAN
OPD PELAKSANA

KEBIJAKAN/ SASARAN 
KOTA

INDIKATOR PROGRAM/ 
KEGIATAN

TARGET REALISASI CAPAIAN PERMASALAHAN
UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN
TINJUT REKOMENDASI DPRD

URAIAN PROGRAM/ 
KEGIATAN

Dinas Pendidikan Persentase prestasi akademik 
SMP pada event tingkat 
provinsi/nasional/internasion
al

0,14 % 0,16 % 111,76%

- - -

1.1.1.01.03.0001 Dinas Pendidikan Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS) untuk SMP 
Negeri

Jumlah lembaga sekolah 
Menengah Negeri yang 
mendapatkan biaya 
Operasional Sekolah (BOS) 
selama 12 bulan

63 lembaga 63 lembaga 100,00%

- - -

1.1.1.01.03.0002 Dinas Pendidikan Fasilitasi Pelaksanaan 
Ujian Nasional Sekolah 
Menengah

Jumlah peserta yang 
mengikuti Ujian Nasional 
Sekolah Menengah

40993 orang 39056 orang 95,27% Jumlah peserta didik yang 
mengikuti Ujian Nasional 
berkurang karena mutasi dan 
meninggal serta pelaksanaan 
ujian sekolah dilaksanakan oleh 
satuan pendidikan masing-
masing.

- Mengupayakan update 
pendataan siswa secara periodik / 
berkala.
- Peningkatan monitoring dan 
pengawasan melekat terutama 
pada saat pandemi, serta 
berkoordinasi dengan Sekolah 
penyelanggara Ujian, untuk 
memastikan siswa mengikuti ujian.

-

1.1.1.01.03.0003 Dinas Pendidikan Fasilitasi Pemberian 
Biaya Pendidikan Daerah 
Jenjang Sekolah 
Menengah Sederajat

Jumlah sekolah Menengah 
sederajat yang mendapatkan 
biaya pendidikan daerah 
selama 12 bulan

63 lembaga 63 lembaga 100,00%

- - -

1.1.1.01.03.0004 Dinas Pendidikan Fasilitasi 
Penyelenggaraan Sekolah 
Menengah Inklusi dan 
Sekolah Terbuka

Jumlah Pendidikan Sekolah 
Menengah inklusi dan 
Sekolah Terbuka yang 
diselenggarakan dan dibina 
selama 12 bulan

37 lembaga 37 lembaga 100,00%

- - -

1.1.1.01.03.0005 Dinas Pendidikan Peningkatan dan 
Pemetaan Mutu 
Kelembagaan Sekolah 
Menengah

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan peningkatan 
dan pemetaan mutu 
kelembagaan sekolah 
menengah

294 lembaga 519 lembaga 176,53%

- - -

1.1.1.01.03.0006 Dinas Pendidikan Peningkatan Kualitas 
Kegiatan Belajar 
Mengajar Sekolah 
Menengah

Jumlah lembaga yang 
mengikuti kegiatan 
Peningkatan Kualitas 
Kegiatan Belajar Mengajar 
Sekolah Menengah

245 lembaga 305 lembaga 124,49%

- - -

1.1.1.01.03.0007 Dinas Pendidikan Peningkatan 
Perlengkapan Sekolah 
Menengah

Jumlah SMP yang menerima 
peningkatan perlengkapan 
sekolah menengah

63 lembaga 63 lembaga 100,00%

- - -
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NO
URUSAN 

PEMERINTAHAN
OPD PELAKSANA

KEBIJAKAN/ SASARAN 
KOTA

INDIKATOR PROGRAM/ 
KEGIATAN

TARGET REALISASI CAPAIAN PERMASALAHAN
UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN
TINJUT REKOMENDASI DPRD

URAIAN PROGRAM/ 
KEGIATAN

1.1.1.01.03.0008 Dinas Pendidikan Penunjang Peningkatan 
Prestasi Jenjang Sekolah 
Menengah

Jumlah pelaksanaan 
kegiatan Penunjang 
Peningkatan Prestasi Jenjang 
Sekolah Menengah

1 kali 1 kali 100,00%

- - -

1.1.1.01.03.0009 Dinas Pendidikan Penyediaan Sarana 
Sekolah Menengah yang 
dibiayai dari dana alokasi 
khusus (DAK) Fisik Bidang 
Pendidikan

Jumlah lembaga penerima 
sarana sekolah menengah 
yang dibiayai dari dana 
alokasi khusus (DAK) Fisik 
Bidang Pendidikan

6 lembaga 6 lembaga 100,00%

- - -

1.1.1.01.04 Meningkatkan 
cakupan ketersediaan 
pelayanan prasarana 
pendidikan yang 
memenuhi standar

Program Peningkatan dan Perbaikan Prasarana Pendidikan

Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Persentase prasarana 
pendidikan dalam kondisi 
baik

88,94 % 100 % 112,44%

- - -

1.1.1.01.04.0001 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Pembangunan / 
Rehabilitasi Fasilitas 
Gedung Pendidikan

Jumlah Fasilitas/Gedung 
Pendidikan yang dibangun 
dan direhabilitasi

105 bangunan 140 bangunan 133,33%

- - -

1.1.1.01.04.0002 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Pemeliharaan Fasilitas 
Gedung Pendidikan

Jumlah Gedung/Fasilitas 
Pendidikan yang dipelihara

160 bangunan 364 bangunan 227,50%

- - -

1.1.1.01.04.0003 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Fasilitas 
Gedung Pendidikan

Jumlah dokumen 
perencanaan 
Fasilitas/Gedung Pendidikan 
yang disusun

34 dokumen 42 dokumen 123,53%

- - -
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NO
URUSAN 

PEMERINTAHAN
OPD PELAKSANA

KEBIJAKAN/ SASARAN 
KOTA

INDIKATOR PROGRAM/ 
KEGIATAN

TARGET REALISASI CAPAIAN PERMASALAHAN
UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN
TINJUT REKOMENDASI DPRD

URAIAN PROGRAM/ 
KEGIATAN

1.1.1.01.05 Meningkatkan kualitas 
pendidikan

Program Peningkatan Manajemen Sekolah

Dinas Pendidikan Persentase lembaga 
pendidikan SD/MI yang tertib 
administrasi

81,86 % 100 % 122,16%
- - -

Dinas Pendidikan Persentase lembaga 
pendidikan SMP/MTs yang 
tertib administrasi

87,38 % 100 % 114,44%
- - -

1.1.1.01.05.0001 Dinas Pendidikan Fasilitasi Penerimaan 
Peserta Didik Baru

Jumlah kegiatan fasilitasi 
penerimaan peserta didik 
baru yang dilaksanakan

2 kali 2 kali 100,00%

- - -

1.1.1.01.05.0002 Dinas Pendidikan Fasilitasi Pengelolaan 
Manajemen Sekolah

jumlah lembaga pendidikan 
yang mengikuti kegiatan 
fasilitasi pengelolaan 
manajemen sekolah

942 lembaga 1102 lembaga 116,99%

- - -

1.1.1.01.05.0003 Dinas Pendidikan Penunjang Operasional 
Sekolah Dasar dan 
Sekolah Menengah

Jumlah sekolah yang 
mendapatkan fasilitas 
operasional selama 12 bulan

365 lembaga 367 lembaga 100,55%

- - -

1.1.1.01.06 Meningkatkan kualitas 
pendidikan

Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan

Dinas Pendidikan Persentase guru PAUD yang 
kompeten

100 % 100 % 100,00%
- - -

Dinas Pendidikan Persentase guru SD yang 
kompeten

100 % 100 % 100,00%
- - -

Dinas Pendidikan Persentase guru SD yang 
memiliki kesesuaian 
kualifikasi akademik yang 
dibuktikan melalui ijazah S1 
dari fakultas keguruan dan 
ilmu pendidikan atau AKTA 4

100 % 95,72 % 95,72% Masa penyelesaian studi tidak 
tepat waktu 

Pemantauan studi pada guru yang 
sedang menempuh studi dan 
mempercepat masa penyelesaian 
studi -

Dinas Pendidikan Persentase guru SMP yang 
kompeten

100 % 100 % 100,00%
- - -

Dinas Pendidikan Persentase guru SMP yang 
memiliki kesesuaian 
kualifikasi akademik dengan 
mata pelajaran yang diajar

100 % 98,19 % 98,19% Kualifikasi guru yang tersedia, 
terdapat beberapa yang kurang 
sesuai dengan kebutuhan pada 
mata pelajaran tertentu. 

Rekrutmen guru dilakukan dengan 
mempertimbangkan kebutuhan 
pada mata pelajaran tertentu. -

Dinas Pendidikan Persentase tenaga 
kependidikan (administrasi) 
SD yang berkualitas

85 % 91,24 % 107,35%

- - -
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URUSAN 
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OPD PELAKSANA

KEBIJAKAN/ SASARAN 
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INDIKATOR PROGRAM/ 
KEGIATAN

TARGET REALISASI CAPAIAN PERMASALAHAN
UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN
TINJUT REKOMENDASI DPRD

URAIAN PROGRAM/ 
KEGIATAN

Dinas Pendidikan Persentase tenaga 
kependidikan (administrasi) 
SMP yang berkualitas

90 % 87,51 % 97,24% Indikator ini tidak tercapai 
dikarenakan tenaga kependidikan 
dengan kualifikasi di bawah 
standar adalah pegawai yang 
memiliki masa tugas lama 
sehingga mengalami kendala usia 
untuk menempuh jenjang 
pendidikan berikutnya

Melakukan update pendataan 
tenaga kependidikan secara 
berkala dan melakukan pelatihan 
untuk mengupgrade kemampuan 
tenaga tersebut di bidang 
administrasi.

-

Dinas Pendidikan Persentase tenaga 
kependidikan PAUD jenjang 
TK yang kompeten

100 % 100 % 100,00%

- - -

1.1.1.01.06.0001 Dinas Pendidikan Apresiasi Guru dan 
Tenaga Kependidikan 
(APBD / BKK)

Jumlah kegiatan Apresiasi 
Guru dan Tenaga 
Kependidikan yang 
dilaksanakan

1 kali 1 kali 100,00%

- - -

1.1.1.01.06.0002 Dinas Pendidikan Fasilitasi Pengembangan 
Guru dan Tenaga 
Kependidikan

Jumlah guru dan tenaga 
kependidikan yang mengikuti 
kegiatan fasilitasi 
pengembangan kompetensi 
guru dan tenaga 
kependidikan

2031 orang 2115 orang 104,14%

- - -

1.1.1.01.06.0003 Dinas Pendidikan Pengawasan serta 
Penilaian Kinerja Guru 
dan Tenaga Kependidikan 
(APBD / BKK)

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan pengawasan 
serta penilaian kinerja guru 
dan tenaga kependidikan

957 lembaga 1193 lembaga 124,66%

- - -

1.1.1.01.06.0004 Dinas Pendidikan Perencanaan 
Penempatan serta 
Formasi Guru dan 
Tenaga Kependidikan

Jumlah dokumen 
Perencanaan Penempatan 
serta Formasi Guru dan 
Tenaga Kependidikan

2 dokumen 2 dokumen 100,00%

- - -

1.1.1.02 Kesehatan
1.1.1.02.01 Meningkatkan derajat 

kesehatan
Program Jaminan Kesehatan

Dinas Kesehatan Persentase Kepemilikan 
Jaminan Kesehatan

100 % 102,53 % 102,53%
- - -

1.1.1.02.01.0001 Dinas Kesehatan Pelayanan Jaminan 
Kesehatan Masyarakat

Jumlah orang yang 
mendapatkan pelayanan 
jaminan kesehatan

413639 orang 789715 orang 190,92%

- - -
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1.1.1.02.01.0002 Dinas Kesehatan Pembayaran Iuran 
Jaminan Kesehatan bagi 
Penduduk yang 
didaftarkan oleh 
Pemerintah Daerah 
dan/atau Pembayaran 
Iuran Jaminan Kesehatan 
bagi Pekerja yang 
terkena Pemutusan 
Hubungan Kerja

Jumlah orang yang 
mendapatkan pelayanan 
jaminan kesehatan

200160 orang 200160 orang 100,00%

- - -

1.1.1.02.02 Meningkatkan derajat 
kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu

Dinas Kesehatan Persentase ketersediaan obat 
dan perbekalan kesehatan 
Dinas Kesehatan

100 % 100 % 100,00%

- - -

1.1.1.02.02.0001 Dinas Kesehatan Pelayanan Kefarmasian 
dan Perbekalan 
Kesehatan

Jumlah Obat dan Perbekalan 
Kesehatan yang diadakan

93 jenis 93 jenis 100,00%

- - -

1.1.1.02.02.0002 Dinas Kesehatan Pengadaan Obat dan 
Pelayanan Kesehatan 
Dasar di Puskesmas (DAK 
Bidang Kesehatan)

Jumlah obat dan perbekalan 
kesehatan dasar di 
Puskesmas yang diadakan

16 jenis 17 jenis 106,25%

- - -

1.1.1.02.03 Meningkatkan derajat 
kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada

RSUD Bhakti 
Dharma Husada

Persentase ketersediaan obat 
dan perbekalan kesehatan 
RSUD Bhakti Dharma Husada

100 % 100 % 100,00%

- - -

1.1.1.02.03.0001 RSUD Bhakti 
Dharma Husada

Penyediaan Obat dan 
Perbekalan Kesehatan

Jumlah jenis Obat dan 
perbekalan Kesehatan RS 
yang disediakan

2 jenis 2 jenis 100,00%
- - -

1.1.1.02.04 Meningkatkan derajat 
kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie

RSUD dr. 
Mohamad 
Soewandhie

Persentase ketersediaan obat 
dan perbekalan kesehatan 
RSUD dr. Mohammad 
Soewandhie

100 % 100 % 100,00%

- - -
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1.1.1.02.04.0001 RSUD dr. 
Mohamad 
Soewandhie

Penyediaan Obat dan 
Perbekalan Kesehatan

Jumlah jenis obat dan 
perbekalan kesehatan rumah 
sakit yang disediakan

2 jenis 2 jenis 100,00%

- - -

1.1.1.02.05 Meningkatkan derajat 
kesehatan

Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Dinas Kesehatan Cakupan kunjungan ibu hamil 
K4

99 % 99,01 % 100,01%
- - -

Dinas Kesehatan Cakupan kunjungan neonatal 
lengkap

100 % 100 % 100,00%
- - -

Dinas Kesehatan Cakupan pertolongan 
persalinan oleh tenaga 
kesehatan (Tolinakes)

97,72 % 99,08 % 101,39%
- - -

Dinas Kesehatan Prevalensi balita gizi buruk 0,11 % 0,11 % 100,00%
- - -

Dinas Kesehatan Prevalensi balita gizi kurang 8,24 % 8,21 % 100,37%
- - -

Dinas Kesehatan Prevalensi balita stunting 8,9 % 7,18 % 119,30%
- - -

1.1.1.02.05.0001 Dinas Kesehatan Jaminan Persalinan (DAK 
Bidang Kesehatan)

Jumlah Kunjungan Ibu yang 
mendapatkan perawatan 
kehamilan, persalinan dan 
nifas serta perawatan bayi 
baru lahir di Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan

691 kunjungan 724 kunjungan 104,78%

- - -

1.1.1.02.05.0002 Dinas Kesehatan Pelayanan kesehatan 
keluarga

Jumlah Lembaga yang 
melakukan Upaya Pelayanan 
Kesehatan Keluarga

64 Lembaga 64 Lembaga 100,00%

- - -

1.1.1.02.05.0003 Dinas Kesehatan Peningkatan Dan 
Perbaikan Gizi 
Masyarakat

Jumlah ibu, calon pengantin 
wanita (CPW), dan balita 
yang mendapatkan layanan 
perbaikan gizi

366 orang 366 orang 100,00%

- - -

1.1.1.02.06 Meningkatkan derajat 
kesehatan

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Dinas Kesehatan Cakupan imunisasi dasar 
lengkap

97,79 % 94,38 % 96,52% Adanya Pandemi COVID-19 
menyebabkan kunjungan 
masyarakat ke Puskesmas / faskes 
lainnya untuk melakukan imunisasi 
berkurang. 

Menggiatkan imunisasi melalui 
posyandu dengan pelaksanaan 
protokol kesehatan secara ketat.

-

Dinas Kesehatan Cakupan kelurahan 
mengalami KLB yang 
ditangani <20 jam

100 % 100 % 100,00%
- - -

Dinas Kesehatan Cakupan kelurahan yang 
memiliki Pembinaan Terpadu 
(Bindu)

100 % 100 % 100,00%
- - -
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1.1.1.02.06.0001 Dinas Kesehatan Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit 
Menular

Jumlah Kelurahan yang 
melaksanakan kegiatan 
pencegahan dan 
pengendalian penyakit 
menular

154 lembaga 154 lembaga 100,00%

- - -

1.1.1.02.06.0002 Dinas Kesehatan Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit 
Tidak Menular

Jumlah lembaga yang 
melaksanakan Pembinaan 
Terpadu Penyakit Tidak 
Menular

154 lembaga 154 lembaga 100,00%

- - -

1.1.1.02.06.0003 Dinas Kesehatan Surveilans dan Imunisasi Jumlah Puskesmas yang 
melaksanakan Surveilans 
Terpadu dan Pembinaan 
Imunisasi

63 lembaga 63 lembaga 100,00%

- - -

1.1.1.02.07 Meningkatkan derajat 
kesehatan

Program Pengembangan Pola Hidup Bersih Sehat Masyarakat

Dinas Kesehatan Persentase kelurahan siaga 
aktif minimal strata madya

100 % 100 % 100,00%
- - -

Dinas Kesehatan Persentase rumah sehat 86,42 % 87,3 % 101,01%
- - -

Dinas Kesehatan Persentase TPM memenuhi 
syarat higienis sanitasi

84,88 % 92,09 % 108,49%
- - -

1.1.1.02.07.0001 Dinas Kesehatan Bantuan Operasional 
Kesehatan (DAK Bidang 
Kesehatan)

Jumlah lembaga yang 
melaksanakan kegiatan 
Bantuan Operasional 
Kesehatan

64 lembaga 64 lembaga 100,00%

- - -

1.1.1.02.07.0002 Dinas Kesehatan Pembinaan dan 
Pengembangan Upaya 
Kesehatan 
Bersumberdaya 
Masyarakat

Jumlah lembaga yang 
melakukan Upaya Kesehatan 
Bersumberdaya Masyarakat

63 lembaga 63 lembaga 100,00%

- - -

1.1.1.02.07.0003 Dinas Kesehatan Penyelenggaraan 
Promosi Kesehatan

Jumlah puskesmas dengan 
Penyelenggaraan Promosi 
Kesehatan

63 lembaga 63 lembaga 100,00%

- - -

1.1.1.02.07.0004 Dinas Kesehatan Penyelenggaraan Upaya 
Penyehatan Lingkungan, 
Kesehatan Kerja dan 
Olahraga

Jumlah Puskesmas yang 
melakukan Upaya 
Penyehatan Lingkungan, 
Kesehatan Kerja dan 
Olahraga

63 lembaga 63 lembaga 100,00%

- - -

1.1.1.02.08 Meningkatkan derajat 
kesehatan

Program Pengembangan SDM dan Promosi Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada

RSUD Bhakti 
Dharma Husada

Persentase pelaksanaan 
kegiatan PKRS sesuai standar

80 % 155,32 % 194,15%
- - -
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RSUD Bhakti 
Dharma Husada

Persentase SDM RSUD Bhakti 
Dharma Husada yang 
mendapatkan peningkatan 
kompetensi sesuai standar

55 % 56,8 % 103,28%

- - -

1.1.1.02.08.0001 RSUD Bhakti 
Dharma Husada

Pengembangan dan 
Peningkatan SDM Rumah 
Sakit

Jumlah kegiatan 
Pengembangan dan 
Peningkatan SDM Kesehatan

56 kali 82 kali 146,43%

- - -

1.1.1.02.08.0002 RSUD Bhakti 
Dharma Husada

Promosi Kesehatan 
Rumah Sakit

Jumlah kegiatan Promosi 
Kesehatan yang 
Dilaksanakan

98 kali 127 kali 129,59%
- - -

1.1.1.02.09 Meningkatkan derajat 
kesehatan

Program Pengembangan SDM dan Sistem Pengelolaan RSUD dr. Mohamad Soewandhie

RSUD dr. 
Mohamad 
Soewandhie

Persentase SDM RSUD dr. 
Mohammad Soewandhie 
yang memiliki kompetensi 
sesuai standar

50 % 81,82 % 163,64%

- - -

1.1.1.02.09.0001 RSUD dr. 
Mohamad 
Soewandhie

Pengembangan 
Manajemen Rumah Sakit

Jumlah jenis kegiatan 
pengembangan manajemen 
rumah sakit yang 
dilaksanakan

2 jenis 2 jenis 100,00%

- - -

1.1.1.02.09.0002 RSUD dr. 
Mohamad 
Soewandhie

Peningkatan Kinerja SDM 
Kesehatan

Jumlah SDM kesehatan yang 
mendapatkan peningkatan 
kinerja

86 orang 104 orang 120,93%
- - -

1.1.1.02.10 Meningkatkan 
cakupan ketersediaan 
pelayanan prasarana 
kesehatan

Program Peningkatan dan Perbaikan Prasarana Layanan Kesehatan

Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Persentase prasarana layanan 
kesehatan dalam kondisi baik

88,17 % 100 % 113,42%

- - -

1.1.1.02.10.0001 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Pembangunan / 
Rehabilitasi dan 
Pengawasan Prasarana 
Bangunan Layanan 
Kesehatan

Jumlah Bangunan Layanan 
Kesehatan yang 
dibangun/direhabilitasi

9 bangunan 15 bangunan 166,67%

- - -
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1.1.1.02.10.0002 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Pembangunan/ 
Rehabilitasi Gedung 
RSUD beserta 
peralatannya (Tahun 
Jamak / Multiyears)

Jumlah bangunan gedung 
RSUD berserta peralatannya 
yang dibangun/ direhab 
(Tahun Jamak / Multiyears)

1 bangunan 1 bangunan 100,00%

- - -

1.1.1.02.10.0003 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Prasarana 
Bangunan Layanan 
Kesehatan

Jumlah dokumen 
perencanaan Prasarana 
Bangunan Layanan 
Kesehatan

8 Dokumen 9 Dokumen 112,50%

- - -

1.1.1.02.11 Meningkatkan derajat 
kesehatan

Program Peningkatan Keamanan Pangan Olahan dan Siap Saji

Dinas Kesehatan Persentase sample yang 
memenuhi syarat keamanan 
makanan

98,06 % 100 % 101,98%
- - -

1.1.1.02.11.0001 Dinas Kesehatan Peningkatan Pengawasan 
Makanan Olahan dan 
siap saji

Jumlah Sampel Yang 
Diperiksa

1805 sampel 1805 sampel 100,00%

- - -

1.1.1.02.12 Meningkatkan derajat 
kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada

RSUD Bhakti 
Dharma Husada

Average Length of Stay 
(AvLOS)

4 hari 4,46 hari 111,43%
- - -

RSUD Bhakti 
Dharma Husada

Bed Turn Over Ratio (BTO) 45 kali 39,15 kali 86,99% 1. Segmentasi ruang perawatan 
COVID-19 sebagai implikasi 
penunjukan RS rujukan COVID-19, 
sehingga  diestimasikan terjadi 
penurunan pasien non Covid 
2.Tempat Tidur pasien yang 
ditetapkan sebagai Ruang Isolasi 
Khusus hanya bisa digunakan 
untuk pasien COVID19 dengan rata-
rata perawatan yang lama

Mempersiapkan unit pelayanan/RS 
khusus infeksi yang terpisah 
dengan RSU

-

RSUD Bhakti 
Dharma Husada

Turn Over Interval (TOI) 3 hari 4,24 hari 58,55% Era pandemi dan stigmatisasi RS 
rujukan membuat masyarakat 
enggan untuk segera 
memeriksakan diri saat sakit

Edukasi masyarakat, peningkatan 
kualitas pelayanan kesehatan 
tingat pertama (puskesmas) dan 
peningkatan standar keamanan 
dan kenyamanan pasien non-covid

-

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2020     III-14



NO
URUSAN 

PEMERINTAHAN
OPD PELAKSANA

KEBIJAKAN/ SASARAN 
KOTA

INDIKATOR PROGRAM/ 
KEGIATAN

TARGET REALISASI CAPAIAN PERMASALAHAN
UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN
TINJUT REKOMENDASI DPRD

URAIAN PROGRAM/ 
KEGIATAN

1.1.1.02.12.0001 RSUD Bhakti 
Dharma Husada

Pelayanan Keperawatan 
Rumah Sakit

Jumlah pasien yang 
mendapatkan pelayanan 
keperawatan

11751 orang 6872 orang 58,48% - Kecepatan pelayanan dan 
kesiapan rumah sakit dalam 
menghadapi kondisi 
darurat/pandemi Covid  19 masih 
kurang optimal 
- Waktu rawat pasien covid-19 
dengan durasi waktu cukup lama
- Keengganan masyarakat untuk 
mengunjungi pusat layanan 
kesehatan (RS) karena kekuatiran 
terpapar virus

Peningkatan kesiapan rumah sakit 
dalam menghadapi kondis/situasi 
darurat (pandemi Covid-19), 
mempersiapkan unit pelayanan/RS 
khusus infeksi yang terpisah 
dengan RSU dan edukasi 
masyarakat -

1.1.1.02.12.0002 RSUD Bhakti 
Dharma Husada

Pelayanan Medik Rumah 
Sakit

Jumlah Pasien RS yang 
Mendapatkan Pelayanan 
Medik

2494 orang 2646 orang 106,09%
- - -

1.1.1.02.13 Meningkatkan derajat 
kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie

RSUD dr. 
Mohamad 
Soewandhie

Angka Kejadian Infeksi 
Nosokomial

1,1 % 0,24 % 178,24%
- - -

RSUD dr. 
Mohamad 
Soewandhie

Angka Kejadian Infeksi Pasca 
Operasi

1,25 % 0,09 % 193,03%
- - -

1.1.1.02.13.0001 RSUD dr. 
Mohamad 
Soewandhie

Pelayanan Gizi Rumah 
Sakit

Jumlah pasien yang 
mendapatkan pelayanan gizi 
rumah sakit

23343 orang 15876 orang 68,01% Penurunan jumlah pasien rawat 
inap selama masa Covid -19

Peningkatan derajad keamanan 
dan kenyamana rumah sakit 
terutama bagi pasien umum (non-
covid)

1.1.1.02.13.0002 RSUD dr. 
Mohamad 
Soewandhie

Pelayanan Keperawatan 
Rumah Sakit

Jumlah kegiatan monitoring 
dan evaluasi pelayanan 
keperawatan yang diadakan

180 kali 183 kali 101,67%

- - -

1.1.1.02.13.0003 RSUD dr. 
Mohamad 
Soewandhie

Penyelenggaraan 
Layanan Medik Rumah 
Sakit

Jumlah kegiatan layanan 
medik Rumah Sakit yang 
diselenggarakan

99 kali 101 kali 102,02%
- - -

1.1.1.02.14 Meningkatkan derajat 
kesehatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan Persentase ketersediaan 
sarana dan prasarana 
puskesmas dan puskesmas 
pembantu

83,7 % 100 % 119,47%

- - -

1.1.1.02.14.0001 Dinas Kesehatan Pengadaan Sarana 
Kesehatan Dasar (DAK 
Bidang Kesehatan)

Jumlah Sarana Kesehatan 
Dasar yang diadakan

1 jenis 1 jenis 100,00%

- - -

1.1.1.02.14.0002 Dinas Kesehatan Pengembangan Sistem 
Informasi Manajemen 
Kesehatan

Jumlah sistem informasi 
manajemen kesehatan yang 
dikembangkan

1 aplikasi 1 aplikasi 100,00%

- - -
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1.1.1.02.14.0003 Dinas Kesehatan Penunjang Operasional 
Pelayanan Kesehatan

Jumlah Fasilitas Kesehatan 
Yang Terpenuhi Penunjang 
Operasionalnya

63 Lembaga 63 Lembaga 100,00%

- - -

1.1.1.02.15 Meningkatkan derajat 
kesehatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie

RSUD dr. 
Mohamad 
Soewandhie

Persentase ketersediaan 
sarana dan prasarana RSUD 
dr. Mohammad Soewandhie 
sesuai standar tipe rumah 
sakit

96,25 % 98,08 % 101,91%

- - -

1.1.1.02.15.0001 RSUD dr. 
Mohamad 
Soewandhie

Pengadaan dan 
Pemeliharaan Alat 
Kesehatan/Kedokteran

Jumlah jenis alat 
kesehatan/kedokteran yang 
diadakan dan dipelihara

3 jenis 3 jenis 100,00%

- - -

1.1.1.02.15.0002 RSUD dr. 
Mohamad 
Soewandhie

Pengadaan Sarana 
Kesehatan yang 
bersumber dari DAK 
Kesehatan

Jumlah jenis alat kesehatan 
yang bersumber dari DAK 
Kesehatan yang diadakan

1 jenis 1 jenis 100,00%

- - -

1.1.1.02.16 Meningkatkan derajat 
kesehatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit RSUD Bhakti Dharma Husada

RSUD Bhakti 
Dharma Husada

Persentase ketersediaan 
sarana dan prasarana RSUD 
Bhakti Dharma Husada sesuai 
standar tipe rumah sakit

90 % 99,76 % 110,85%

- - -

1.1.1.02.16.0001 RSUD Bhakti 
Dharma Husada

Pengadaan dan 
Pemeliharaan Alat 
Kesehatan/Kedokteran

Jumlah jenis pengadaan dan 
pemeliharaan alat 
kesehatan/Kedokteran

3 jenis 3 jenis 100,00%

- - -

1.1.1.02.16.0002 RSUD Bhakti 
Dharma Husada

Penyediaan/peningkatan
/pemeliharaan 
sarana/prasarana 
fasilitas kesehatan yang 
bekerjasama dengan 
Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial

Jumlah jenis 
Penyediaan/peningkatan/pe
meliharaan 
sarana/prasarana fasilitas 
kesehatan yang bekerjasama 
dengan Badan 
Penyelenggara Jaminan 
Sosial

1 jenis 1 jenis 100,00%

- - -

1.1.1.02.17 Meningkatkan derajat 
kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan Persentase puskesmas yang 
terakreditasi

85,71 % 100 % 116,67%
- - -
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KEBIJAKAN/ SASARAN 
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KEGIATAN

TARGET REALISASI CAPAIAN PERMASALAHAN
UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN
TINJUT REKOMENDASI DPRD

URAIAN PROGRAM/ 
KEGIATAN

1.1.1.02.17.0001 Dinas Kesehatan Akreditasi Puskesmas 
(DAK Bidang Kesehatan)

Jumlah Puskesmas yang 
melaksanakan akreditasi

40 lembaga 40 lembaga 100,00%

- - -

1.1.1.02.17.0002 Dinas Kesehatan Pelayanan Kesehatan 
Primer

Jumlah lembaga yang 
melaksanakan pelayanan 
kesehatan primer

64 lembaga 64 lembaga 100,00%

- - -

1.1.1.02.17.0003 Dinas Kesehatan Pembinaan dan 
Pengawasan Sarana 
Kesehatan Rujukan

Jumlah Sarana Kesehatan 
yang Dibina dan Diawasi

32 lembaga 59 lembaga 184,38%

- - -

1.1.1.02.17.0004 Dinas Kesehatan Penanggulangan 
Kejadian Darurat dan 
Pasca Kejadian Darurat

Jumlah lokasi kejadian 
kegawatdaruratan yang 
dilayani

900 lokasi 900 lokasi 100,00%

- - -

1.1.1.02.17.0005 Dinas Kesehatan Peningkatan Pelayanan 
Kesehatan Khusus dan 
Tradisional

Jumlah lembaga yang 
melaksanakan upaya 
pelayanan kesehatan khusus 
dan tradisional

46 lembaga 46 lembaga 100,00%

- - -

1.1.1.02.18 Meningkatkan derajat 
kesehatan

Program Sumber Daya Kesehatan

Dinas Kesehatan Persentase puskesmas 
dengan alat kesehatan sesuai 
standard

98,84 % 100 % 101,17%
- - -

Dinas Kesehatan Persentase tenaga kesehatan 
yang memiliki izin

98,17 % 99,16 % 101,01%
- - -

1.1.1.02.18.0001 Dinas Kesehatan Analisa Pengembangan 
Sarana Kesehatan

Jumlah dokumen analisa 
pengembangan sarana dan 
prasarana kesehatan

4 dokumen 4 dokumen 100,00%

- - -

1.1.1.02.18.0002 Dinas Kesehatan Pembinaan dan 
pengembangan SDM 
Kesehatan

Jumlah Kegiatan pembinaan 
dan pengembangan SDM di 
bidang kesehatan

9 kali 9 kali 100,00%

- - -

1.1.1.02.18.0003 Dinas Kesehatan Pengadaan dan 
Pemeliharaan Alat 
Kesehatan

Jumlah Alat Kesehatan Yang 
Diadakan

36 jenis 36 jenis 100,00%
- - -

1.1.1.02.18.0004 Dinas Kesehatan Penyediaan Alat 
Kesehatan Pengendalian 
Penyakit (DAK)

Jumlah alat kesehatan 
pengendalian penyakit yang 
diadakan

2 item 2 item 100,00%

- - -
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1.1.1.02.18.0005 Dinas Kesehatan Penyediaan/Peningkatan
/Pemeliharaan 
Sarana/Prasarana 
Fasilitas Kesehatan yang 
bekerjasama dengan 
Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Kesehatan

Jumlah Alat Kesehatan Yang 
Diadakan

1 Jenis 1 Jenis 100,00%

- - -

1.1.1.02.18.0006 Dinas Kesehatan Pengadaan bahan habis 
pakai penanggulangan 
TBC (DAK bidang 
kesehatan)

Jumlah bahan habis pakai 
penanggulangan TBC

3 Item 3 Item 100,00%

- - -

1.1.1.02.18.0007 Dinas Kesehatan Pengadaan Alat 
Kesehatan penurunan 
stunting (DAK Bidang 
Kesehatan)

Jumlah alat kesehatan yang 
diadakan

3 item 3 item 100,00%

- - -

1.1.1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.1.1.03.01 Meningkatkan kualitas 

pelayanan publik
Program Pelayanan Rekomendasi Teknis Infrastruktur

Dinas Pekerjaan 
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan

Persentase rekomendasi 
teknis yang dikeluarkan 
dibanding permohonan 
rekomendasi teknis yang 
memenuhi syarat

100 % 100,56 % 100,56%

- - -

1.1.1.03.01.0001 Dinas Pekerjaan 
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan

Fasilitasi dan 
Rekomendasi Teknis 
Sarana dan Prasarana 
Infrastruktur Perkotaan

Jumlah rekomendasi teknis 
pendukung penunjang 
ifrastruktur

180 
rekomendasi

180 
rekomendasi

100,00%

- - -

1.1.1.03.02 Meningkatkan 
efektivitas 
perwujudan penataan 
ruang dan bangunan

Program Penataan Ruang

Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Indeks Pelayanan Tata Ruang 94 % 96,36 % 102,51%

- - -
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1.1.1.03.02.0001 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Pemanfaatan Rencana 
Ruang Kota

Jumlah dokumen 
pemanfaatan rencana ruang 
kota

2 dokumen 2 dokumen 100,00%

- - -

1.1.1.03.02.0002 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Pendataan dan 
Pemetaan Pemanfaatan 
Ruang serta Infrastruktur 
Kota

Jumlah pemanfaatan ruang 
dan infrastruktur kota yang 
didata dan dipetakan

12250 Persil 12256 Persil 100,05%

- - -

1.1.1.03.02.0003 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Pendukung perencanaan 
tata ruang wilayah kota

Jumlah dokumen 
perencanaan tata ruang 
wilayah kota yang dibuat

2 dokumen 2 dokumen 100,00%

- - -

1.1.1.03.02.0004 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Penyusunan Dokumen 
Penyerahan Prasarana, 
Sarana, dan Utilitas 
Kawasan Industri, 
Perdagangan, 
Perumahan dan 
Permukiman

Jumlah dokumen Penyerahan 
Prasarana, Sarana, dan 
Utilitas Kawasan Industri, 
Perdagangan, Perumahan 
dan Permukiman yang 
disusun

9 Dokumen 11 Dokumen 122,22%

- - -
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1.1.1.03.03 Menyediakan dan 
meningkatkan kinerja 
jaringan jalan

Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan

Dinas Pekerjaan 
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan

Persentase jalan yang 
mendapatkan perbaikan

12,9 % 17,7 % 137,22%

- -

Terkait rekomendasi untuk 
peningkatan kualitas 
pedestrian Pemerintah Kota 
Surabaya akan terus 
berupaya menjamin kualitas 
pembangunan dengan 
melaksanakan beberapa 
kegiatan dalam program 
sebagai berikut:
1. Program Pengelolaan dan 
Pembangunan Jalan dan 
Jembatan dengan kegiatan: 
• Pembangunan Jalan, 
Jembatan dan 
Kelengkapannya
• Pemeliharaan/Rehab Jalan, 
Jembatan dan 
Kelengkapannya
2. Program Perancangan dan 
Pengawasan Jalan dan 
Jembatan dengan kegiatan:
• Monitoring dan Evaluasi 
Pembangunan/Rehab Jalan, 
Jembatan dan 
Kelengkapannya
• Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Dan Rehabilitasi Jalan Dan 
Jembatan

Dinas Pekerjaan 
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan

Persentase jaringan jalan 
yang terbangun

0,33 % 0,36 % 110,59%

- - -

Dinas Pekerjaan 
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan

Persentase penyediaan 
prasarana pejalan kaki

12,7 % 14,31 % 112,66%

- - -
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1.1.1.03.03.0001 Dinas Pekerjaan 
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan

Fasilitasi Penunjang 
Penyediaan Jaringan Air 
Bersih/Air Minum

Jumlah dokumen fasilitasi 
penunjang penyediaan 
jaringan air bersih/air minum

2 dokumen 0 dokumen 0,00% Refocusing kegiatan untuk 
penanganan pandemi covid-19, 
sehingga dokumen fasilitasi 
penyediaan jaringan air bersih 
masih dapat ditangguhkan 
mempertimbangkan jaringan 
PDAM telah dapat dilayani oleh 
PDAM dengan cukup baik.

Melakukan koordinasi secara 
langsung dengan PDAM terkait 
permasalahan jaringan air bersih 
dan air minum.

-

1.1.1.03.03.0002 Dinas Pekerjaan 
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan

Operasional Dan 
Pemeliharaan Peralatan 
Dan Alat Angkut

Jumlah peralatan dan alat 
angkut yang dioperasikan 
dan dipelihara selama 12 
bulan sebanyak

220 unit 258 unit 117,27%

- - -

1.1.1.03.03.0003 Dinas Pekerjaan 
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan

Pembangunan dan 
Rehabilitasi Jalan (DAK 
FISIK)

Jumlah lokasi Pembangunan 
dan Rehabilitasi Jalan (DAK 
FISIK)

0 lokasi 0 lokasi 0,00% Penyesuaian alokasi anggaran DAK 
Fisik sesuai Peraturan Menteri 
Keuangan No. 35/PMK.07/2020

Perlu meningkatkan koordinasi 
secara intens dengan pemerintah 
pusat terkait pelaksanaan kegiatan 
yang dibiayai DAK. -

1.1.1.03.03.0004 Dinas Pekerjaan 
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan

Pembangunan Jalan, 
Jembatan dan 
Kelengkapannya

Jumlah lokasi Jalan, 
Jembatan dan 
Kelengkapannya yang 
dibangun

24 lokasi 34 lokasi 141,67%

- - -

1.1.1.03.03.0005 Dinas Pekerjaan 
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan

Pembangunan Jalan, 
Jembatan dan 
Kelengkapannya (Tahun 
Jamak/Multiyears 2019-
2020)

Jumlah lokasi Jembatan yang 
dibangun

1 lokasi 1 lokasi 100,00%

- - -

1.1.1.03.03.0006 Dinas Pekerjaan 
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan

Pemeliharaan/Rehabilitas
i Jalan, Jembatan dan 
Kelengkapannya

Jumlah lokasi Jalan, 
Jembatan dan 
Kelengkapannya yang 
dipelihara/direhabilitasi

1222 lokasi 1941 lokasi 158,84%

- - -
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1.1.1.03.04 Meningkatnya sistem 
jaringan dan kualitas 
PJU hemat energi

Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU Hemat Energi

Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau

Persentase titik pemasangan 
PJU hemat energi

83,39 % 107,99 % 129,50%

- - -

1.1.1.03.04.0001 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau

Pemasangan Penerangan 
Jalan Umum Hemat 
Energi

Jumlah PJU hemat energi 
yang terpasang

4550 titik 4405 titik 96,81% Pekerjaan pemasangan PJU 
memperhatikan efisiensi dan 
refocusing anggaran karena 
dampak pandemi Covid 19

Efisiensi dilakukan antara lain 
dengan:
- Mengutamakan pemasangan 
lampu hemat energi pada 
perkampungan padat penduduk 
untuk mencegah kriminalitas.
- Pada kawanan perumahan yang 
belum menyerahkan PSU, 
berkoordinasi dg pengembang 
perumahan untuk membantu 
pemasangan PJU hemat energi

Berkaitan dengan 
rekomendasi penambahan 
PJU dan konversi jenis lampu 
PJU dari semula HPS menjadi 
LED, Pemerintah Kota telah 
melaksanakan kegiatan 
Pemasangan Penerangan 
Jalan Umum Hemat Energi 
dalam Program Pengelolaan 
dan Peningkatan Pelayanan 
PJU Hemat Energi

1.1.1.03.04.0002 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau

Pembayaran Rekening 
Penerangan Jalan Umum

Jumlah rekening listrik PJU 
yang dibayarkan

6674 rekening 7030 rekening 105,33%

- - -

1.1.1.03.04.0003 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau

Pemeliharaan 
Penerangan Jalan Umum

Jumlah titik PJU yang 
dipelihara

73680 titik 85847 titik 116,51%

- - -
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1.1.1.03.05 Penyediaan sistem 
drainase kota yang 
terpadu, efektif dan 
efisien

Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota

Dinas Pekerjaan 
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan

Lama genangan 22,3 menit 22,22 menit 100,37%

- -

Terkait rekomendasi untuk 
mengantisipasi genangan, 
Pemerintah Kota Surabaya 
melalui Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga dan 
Pematusan terus berupaya 
meningkatkan kinerja sistem 
drainase kota melalui:
1. Program Pengembangan 
dan Pengelolaan Sistem 
Drainase Kota dengan 
kegiatan:
• Pembangunan Sarana 
Prasarana Pematusan
• Pemeliharaan/Rehab 
Saluran Drainase
• Operasional dan 
Pemeliharaan Sarana 
Pematusan
2. Program Perancangan dan 
Pengawasan Pematusan 
dengan kegiatan:
• Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pematusan 
Kota
Monitoring dan Evaluasi 
Pembangunan/Rehab Sarana 
Prasarana Pematusan

Dinas Pekerjaan 
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan

Luas genangan 600 hektar 462,64 hektar 122,89%

- - -

Dinas Pekerjaan 
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan

Tinggi genangan 12,3 cm 10,92 cm 111,20%

- - -

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2020     III-23



NO
URUSAN 

PEMERINTAHAN
OPD PELAKSANA

KEBIJAKAN/ SASARAN 
KOTA

INDIKATOR PROGRAM/ 
KEGIATAN

TARGET REALISASI CAPAIAN PERMASALAHAN
UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN
TINJUT REKOMENDASI DPRD

URAIAN PROGRAM/ 
KEGIATAN

1.1.1.03.05.0001 Dinas Pekerjaan 
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan

Operasional Dan 
Pemeliharaan Sarana 
Pematusan

Jumlah unit pompa yang 
dipelihara selama 12 bulan 
sebanyak

56 unit 69 unit 123,21%

- - -

1.1.1.03.05.0002 Dinas Pekerjaan 
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan

Pembangunan dan 
Penyediaan Sarana 
Prasarana Pematusan

Jumlah Lokasi Pembangunan 
dan Penyediaan Sarana 
Prasarana Pematusan

17 lokasi 20 lokasi 117,65%

- - -

1.1.1.03.05.0003 Dinas Pekerjaan 
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan

Pembangunan dan 
Penyediaan Sarana 
Prasarana Pematusan 
(Tahun Jamak/Multiyears 
2019-2020)

Jumlah Lokasi Prasarana 
Pematusan beserta sarana 
kelengkapannya yang 
dibangun dan disediakan

2 lokasi 2 lokasi 100,00%

- - -

1.1.1.03.05.0004 Dinas Pekerjaan 
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan

Pemeliharaan/Rehabilitas
i Saluran Drainase dan 
Boezem

Jumlah Lokasi 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Saluran Drainase dan 
Boezem

1025 lokasi 1309 lokasi 127,71%

- - -

1.1.1.03.06 Meningkatkan 
efektivitas 
perwujudan penataan 
ruang dan bangunan

Program Pengendalian Bidang Bangunan

Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Persentase jumlah bangunan 
yang ber IMB

58,81 % 58,94 % 100,22%

- - -

Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Persentase tindak lanjut 
terhadap laporan 
pelanggaran IMB

100 % 100 % 100,00%

- - -

1.1.1.03.06.0001 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Pendataan 
Penyelenggaraan 
Bangunan

Jumlah pendataan 
penyelenggaraan bangunan

6517 data 8031 data 123,23%

- - -
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1.1.1.03.06.0002 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Pengawasan Bangunan Jumlah lokasi pengawasan 
bangunan yang dilaksanakan

240 lokasi 461 lokasi 192,08%

- - -

1.1.1.03.06.0003 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Penyusunan Dokumen 
Penataan Bangunan

jumlah dokumen penataan 
bangunan yang disusun

4 dokumen 5 dokumen 125,00%

- - -

1.1.1.03.07 Menyediakan dan 
meningkatkan kinerja 
jaringan jalan

Program Perancangan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan

Dinas Pekerjaan 
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan

Persentase dokumen 
perancangan dan 
pengawasan jalan dan 
jembatan yang tepat waktu

100 % 100 % 100,00%

- -

Pemerintah Kota Surabaya 
melalui Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga dan 
Pematusan terus berupaya 
meningkatkan kinerja sistem 
drainase kota melalui:
1. Program Pengembangan 
dan Pengelolaan Sistem 
Drainase Kota dengan 
kegiatan:
• Pembangunan Sarana 
Prasarana Pematusan
• Pemeliharaan/Rehab 
Saluran Drainase
• Operasional dan 
Pemeliharaan Sarana 
Pematusan
2. Program Perancangan dan 
Pengawasan Pematusan 
dengan kegiatan:
• Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pematusan 
Kota
Monitoring dan Evaluasi 
Pembangunan/Rehab Sarana 
Prasarana Pematusan
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1.1.1.03.07.0001 Dinas Pekerjaan 
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan

Monitoring dan Evaluasi 
Pembangunan/Rehab 
Jalan, Jembatan dan 
Kelengkapannya

jumlah dokumen Monitoring 
dan Evaluasi 
Pembangunan/Rehab Jalan 
Dan Jembatan

10 dokumen 10 dokumen 100,00%

- - -

1.1.1.03.07.0002 Dinas Pekerjaan 
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan

Monitoring, Evaluasi Dan 
Pelaporan 
Pembangunan/Rehab 
Jalan Dan Jembatan 
(Tahun Jamak/Multiyears 
2019 - 2020)

Jumlah dokumen Monitoring, 
Evaluasi Dan Pelaporan 
Pembangunan/Rehab 
Jembatan yang disusun

1 dokumen 1 dokumen 100,00%

- - -

1.1.1.03.07.0003 Dinas Pekerjaan 
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan 
Pembangunan Dan 
Rehabilitasi Jalan Dan 
Jembatan

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
dan Rehabilitasi Jalan dan 
Jembatan yang disusun

28 dokumen 37 dokumen 132,14%

- - -

1.1.1.03.08 Penyediaan sistem 
drainase kota yang 
terpadu, efektif dan 
efisien

Program Perancangan dan Pengawasan Pematusan

Dinas Pekerjaan 
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan

Persentase dokumen 
perancangan dan 
pengawasan pematusan yang 
tepat waktu

100 % 100 % 100,00%

- - -

1.1.1.03.08.0001 Dinas Pekerjaan 
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan

Monitoring dan Evaluasi 
Pembangunan/Rehab 
Sarana Prasarana 
Pematusan

Jumlah dokumen Monitoring 
dan Evaluasi 
Pembangunan/Rehab 
Saluran Drainase/Gorong-
gorong

12 dokumen 13 dokumen 108,33%

- - -

1.1.1.03.08.0002 Dinas Pekerjaan 
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan

Monitoring, Evaluasi Dan 
Pelaporan Pembangunan 
dan Penyediaan Sarana 
Prasarana Pematusan 
(Tahun Jamak/Multiyears 
2019-2020)

Jumlah dokumen Monitoring, 
Evaluasi Dan Pelaporan 
Pembangunan/Rehab 
Saluran Drainase/Gorong-
gorong

2 dokumen 2 dokumen 100,00%

- - -
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1.1.1.03.08.0003 Dinas Pekerjaan 
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pematusan 
Kota

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Pematusan 
Kota yang disusun

35 dokumen 43 dokumen 122,86%

- -

Terkait rekomendasi untuk 
menyusun aturan tentang 
penanggulangan banjir, 
Pemerintah Kota akan 
berkoordinasi dengan para 
pihak, berkaitan dengan 
penyusunan Peraturan 
Daerah tentang 
penanggulangan genangan di 
Kota Surabaya, yang akan 
dilaksanakan melalui kegiatan 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pematusan 
Kota dalam Program 
Perancangan dan 
Pengawasan Pematusan

1.1.1.03.09 Meningkatnya 
pelayanan utilitas kota 
lainnya

Program Sinkronisasi Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas

Dinas Pekerjaan 
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan

Persentase rekomendasi 
utilitas yang dikeluarkan 
dibanding permohonan 
utilitas yang memenuhi 
syarat

100 % 100 % 100,00%

- - -

1.1.1.03.09.0001 Dinas Pekerjaan 
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan

Fasilitasi Perijinan 
Pemanfaatan Jalan, 
Saluran dan Utilitas

Jumlah ijin Pemanfaatan 
Jalan, Saluran dan Utilitas 
yang diterbitkan

10 izin 25 izin 250,00%

- - -

1.1.1.04 Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.1.1.04.01 Meningkatkan kualitas 

pelayanan publik
Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Bangunan

Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Persentase ketepatan waktu 
pelayanan perizinan dan non 
perizinan lingkup bangunan

70 % 94,64 % 135,20%

- - -
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1.1.1.04.01.0001 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Pelayanan Perijinan 
Bidang Tata Bangunan

Jumlah berkas Perijinan 
Bidang Tata Bangunan yang 
diproses

6517 berkas 8206 berkas 125,92%

- - -

1.1.1.04.01.0002 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Pelayanan Sertifikat Laik 
Fungsi (SLF)

jumlah berkas permohonan 
SLF yang diproses

50 berkas 89 berkas 178,00%

- - -

1.1.1.04.02 Meningkatkan kualitas 
pelayanan publik

Program Pelayanan Perizinan Konstruksi

Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Persentase ketepatan waktu 
pelayanan perizinan dan non 
perizinan lingkup konstruksi

90 % 100 % 111,11%

- - -

1.1.1.04.02.0001 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Pelayanan Perizinan Jasa 
Konstruksi (IUJK)

Jumlah ijin usaha jasa 
konstruksi yang diterbitkan

700 berkas 958 berkas 136,86%

- - -

1.1.1.04.03 Meningkatkan 
cakupan ketersediaan 
prasarana 
pemerintahan dan 
pelayanan publik

Program Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung

Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Persentase gedung 
pemerintahan dan pelayanan 
publik yang berfungsi baik

90,59 % 124,89 % 137,86%

- - -
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1.1.1.04.03.0001 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Pembangunan/Rehabilita
si Dan Pengawasan 
Fasilitas Gedung 
Pemerintah Dan 
Pemerintah Daerah 
(Tahun Jamak / 
Multiyears)

Jumlah gedung pemerintah 
dan pemerintah daerah 
(tahun jamak/multiyears) 
yang dibangun/direhab

1 bangunan 1 bangunan 100,00%

- - -

1.1.1.04.03.0002 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Pembangunan / 
Rehabilitasi dan 
Pengawasan Prasarana 
Bangunan Pemerintah di 
Daerah

Jumlah Bangunan 
Pemerintah Daerah yang 
prasarananya 
dibangun/direhabilitasi

130 Bangunan 167 Bangunan 128,46%

- - -

1.1.1.04.03.0003 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Pemeliharaan Fasilitas 
Gedung Pemerintah 
Daerah

Jumlah Gedung Pemerintah 
yang dipelihara

305 bangunan 372 bangunan 121,97%

- - -

1.1.1.04.03.0004 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Prasarana 
Bangunan Pemerintah di 
Daerah

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Prasarana 
Bangunan Pemerintah 
Daerah

57 Dokumen 102 Dokumen 178,95%

- - -

1.1.1.04.04 Meningkatkan 
efektivitas 
pemanfaatan 
perumahan layak huni

Program Pengelolaan Rusunawa

Dinas 
Pengelolaan 
Bangunan dan 
Tanah

Tingkat kesesuaian penghuni 
rusunawa

100 % 100 % 100,00%

- -

Terkait rekomendasi 
pengelolaan rusunawa dan 
ketepatan sasaran pendhuni 
rusunawa, Pemerintah Kota 
telah melakukan kegiatan 
Pengelolaan Rumah Susun 
melalui Program Pengelolaan 
Rusunawa

1.1.1.04.04.0001 Dinas 
Pengelolaan 
Bangunan dan 
Tanah

Pemanfaatan dan 
Pengawasan Rumah dan 
Rumah Bertingkat

Jumlah persil rumah ber-SIP 
dan rumah sewa aset 
Pemerintah Kota Surabaya 
yang dikelola

3977 lokasi 3977 lokasi 100,00%

- - -
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1.1.1.04.04.0002 Dinas 
Pengelolaan 
Bangunan dan 
Tanah

Pengelolaan Rumah 
Susun

Jumlah blok rumah susun 
sederhana yang dikelola

101 blok 101 blok 100,00%

- - -

1.1.1.04.05 Meningkatkan 
penyediaan serta 
pengelolaan 
lingkungan 
perumahan dan 
kawasan permukiman 
layak huni

Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Persentase 
pembangunan/rehabilitasi 
jalan lingkungan dan 
kelengkapannya

67,65 % 120,29 % 177,82%

- - -

Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Persentase pemenuhan 
kebutuhan rumah layak huni

47 % 47,37 % 100,79%

- - -

1.1.1.04.05.0001 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Pembangunan 
Infrastruktur dan 
Pengembangan Kawasan 
Permukiman

Jumlah lokasi infrastruktur 
kawasan permukiman yang 
ditingkatkan

120 lokasi 301 lokasi 250,83%

- - -

1.1.1.04.05.0002 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Pembangunan Prasarana 
Sanitasi (DAK Bidang 
Sanitasi)

Jumlah Prasarana Sanitasi 
(DAK Bidang Sanitasi) yang 
dibangun

2 Lokasi 2 Lokasi 100,00%

- - -

1.1.1.04.05.0003 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Pembangunan / 
Rehabilitasi Rumah

Jumlah rumah yang 
dibangun

8 bangunan 11 bangunan 137,50%

- - -
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1.1.1.04.05.0004 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Pemeliharaan Prasarana 
Perumahan dan Kawasan 
Permukiman

Jumlah Lokasi Infrastruktur 
dan Rumah yang di 
Rehabilitasi

235 Lokasi 475 Lokasi 202,13%

- - -

1.1.1.04.05.0005 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan 
Infrastruktur Perumahan 
dan Kawasan 
Permukiman

Jumlah dokumen 
perencanaan pengembangan 
Infrastruktur Perumahan dan 
Kawasan Permukiman

97 dokumen 105 dokumen 108,25%

- - -

1.1.1.04.05.0006 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan 
Pembangunan / 
Rehabilitasi Rumah

Jumlah dokumen 
Perencanaan Penyediaan 
Perumahan yang disusun

5 dokumen 6 dokumen 120,00%

- - -

1.1.1.05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.01 Meningkatkan kualitas 

pelaksanaan norma, 
toleransi, dan 
kerukunan 
masyarakat

Program Kesatuan Bangsa

Badan Kesatuan 
Bangsa, Politik 
dan Perlindungan 
Masyarakat

Persentase organisasi 
masyarakat dan partai politik 
yang mendukung 
pengendalian keamanan dan 
kenyamanan lingkungan

32 % 59,52 % 186,01%

- - -

1.1.1.05.01.0001 Badan Kesatuan 
Bangsa, Politik 
dan Perlindungan 
Masyarakat

Komunikasi, Informasi 
dan Edukasi Peningkatan 
Wawasan Kebangsaan

Jumlah peserta komunikasi, 
informasi dan edukasi 
peningkatan wawasan 
kebangsaan

150 orang 93 orang 62,00% Menurunnya tingkat partisipasi 
peserta (siswa dan guru) di masa 
pandemi Covid-19

Melakukan inovasi agar edukasi 
dan peningkatan wawasan 
kebangsaan  berbasis teknologi 
digital (daring/online) -

1.1.1.05.01.0002 Badan Kesatuan 
Bangsa, Politik 
dan Perlindungan 
Masyarakat

Pengawasan dan 
pengendalian di bidang 
fasilitasi sosial politik

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan 
pemberdayaan

10 lembaga 10 lembaga 100,00%

- - -
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1.1.1.05.01.0003 Badan Kesatuan 
Bangsa, Politik 
dan Perlindungan 
Masyarakat

Peningkatan toleransi 
dan kehidupan beragama

Jumlah kegiatan peningkatan 
toleransi dan kehidupan 
beragama

17 kali 19 kali 111,76%

- - -

1.1.1.05.02 Meningkatkan kualitas 
pelaksanaan norma, 
toleransi, dan 
kerukunan 
masyarakat

Program Penanganan Strategis Gangguan Ketenteraman Umum

Badan Kesatuan 
Bangsa, Politik 
dan Perlindungan 
Masyarakat

Persentase gangguan 
ketenteraman umum yang 
ditangani

100 % 100 % 100,00%

- - -

1.1.1.05.02.0001 Badan Kesatuan 
Bangsa, Politik 
dan Perlindungan 
Masyarakat

Kerjasama pengendalian 
keamanan kota

Jumlah kegiatan kerjasama 
pengendalian keamanan 
kota

140 kali 236 kali 168,57%

- - -

1.1.1.05.02.0002 Badan Kesatuan 
Bangsa, Politik 
dan Perlindungan 
Masyarakat

Kewaspadaan Nasional 
Dalam Kegiatan 
Pemantauan, 
Pengendalian dan 
Ketenteraman Kota

Jumlah kegiatan 
pemantauan dan 
pengendalian ketenteraman 
kota

15 kali 22 kali 146,67%

- - -

1.1.1.05.03 Pengembangan sistem 
penanggulangan 
bencana yang 
antisipatif dan 
tanggap

Program Penanggulangan Bencana Alam

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Dan 
Perlindungan 
Masyarakat

Persentase penanggulangan 
kejadian bencana alam ≤ 24 
jam

100 % 100 % 100,00%

- - -

1.1.1.05.03.0001 Badan 
Penanggulangan 
Bencana Dan 
Perlindungan 
Masyarakat

Pengadaan Sarana 
Penanggulangan 
Bencana

Jumlah jenis sarana 
penanggulangan bencana 
yang diadakan

8 jenis 18 jenis 225,00%

- - -
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1.1.1.05.03.0002 Badan 
Penanggulangan 
Bencana Dan 
Perlindungan 
Masyarakat

Pengembangan 
Manajemen Tanggap 
Bencana

Jenis kejadian yang 
manajemen tanggap 
bencananya dikembangkan

10 Jenis 11 Jenis 110,00%

- - -

1.1.1.05.03.0003 Badan 
Penanggulangan 
Bencana Dan 
Perlindungan 
Masyarakat

Penyediaan Kebutuhan 
Pokok Korban Bencana

Terpenuhinya Kebutuhan 
Pokok Korban Bencana

100 % 100 % 100,00%

- - -

1.1.1.05.04 Pengembangan sistem 
penanggulangan 
bencana kebakaran 
yang antisipatif dan 
tanggap

Program Penanggulangan Bencana Kebakaran

Dinas Pemadam 
Kebakaran

Angka Kejadian Kebakaran 
Gedung/Bangunan per 1 Juta 
Penduduk Surabaya

51 46,79 108,26%

- - -

Dinas Pemadam 
Kebakaran

Persentase waktu tanggap 
kejadian kebakaran kurang 
dari 15 menit

100 % 100 % 100,00%

- - -

1.1.1.05.04.0001 Dinas Pemadam 
Kebakaran

Operasional Pemadaman 
Kebakaran

Jumlah pelaksana 
operasional pemadaman 
kebakaran yang dipenuhi 
kebutuhannya

756 orang 756 orang 100,00%

- - -

1.1.1.05.04.0002 Dinas Pemadam 
Kebakaran

Pengendalian Bahaya 
Kebakaran

Jumlah kegiatan sosialisasi 
dan simulasi yang 
dilaksanakan

120 kali 120 kali 100,00%
- - -

1.1.1.05.04.0003 Dinas Pemadam 
Kebakaran

Peningkatan Kompetensi 
Aparatur Pemadam 
Kebakaran dan Peran 
Serta Masyarakat

Jumlah kegiatan peningkatan 
kompetensi aparatur dan 
peran serta masyarakat

10 kali 10 kali 100,00%

- - -

1.1.1.05.05 Pengembangan sistem 
penanggulangan 
bencana yang 
antisipatif dan 
tanggap

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Alam

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Dan 
Perlindungan 
Masyarakat

Persentase kelurahan 
tangguh bencana

88 % 100 % 113,64%

- - -
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1.1.1.05.05.0001 Badan 
Penanggulangan 
Bencana Dan 
Perlindungan 
Masyarakat

Pelatihan Pencegahan 
dan Pengurangan Risiko 
Bencana

Jumlah peserta Pelatihan 
Pencegahan dan 
Pengurangan Resiko 
Bencana

232 orang 232 orang 100,00%

- - -

1.1.1.05.05.0002 Badan 
Penanggulangan 
Bencana Dan 
Perlindungan 
Masyarakat

Peningkatan Kapabilitas 
Kesiapsiagaan 
Menghadapi Bencana

Jumlah peserta peningkatan 
kapabilitas kesiapsiagaan 
menghadapi bencana

40 orang 40 orang 100,00%

- - -

1.1.1.05.06 Meningkatkan 
ketertiban umum

Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Ekonomi

Satuan Polisi 
Pamong Praja

Persentase pelanggaran 
Perda terkait reklame yang 
ditemukan/dilaporkan dan 
ditindaklanjuti

100 % 100 % 100,00%

- - -

1.1.1.05.06.0001 Satuan Polisi 
Pamong Praja

Penertiban, Pengawasan, 
Pengendalian Dan 
Evaluasi Pamong Praja 
Bidang Ekonomi

Jumlah Penertiban, 
Pengawasan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pamong Praja 
Bidang Ekonomi

389 kali 397 kali 102,06%

- - -

1.1.1.05.07 Meningkatkan 
ketertiban umum

Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Sarana Prasarana Wilayah

Satuan Polisi 
Pamong Praja

Persentase pelanggaran 
Perda terkait IMB, 
kebersihan, parkir umum, 
Perda lainnya yang 
ditemukan/dilaporkan dan 
ditindaklanjuti

100 % 100 % 100,00%

- - -

1.1.1.05.07.0001 Satuan Polisi 
Pamong Praja

Penertiban, Pengawasan, 
Pengendalian Dan 
Evaluasi Pamong Praja 
Bidang Sarana Prasarana 
Wilayah

Jumlah Penertiban, 
Pengawasan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pamong Praja 
Bidang Sarana Prasarana 
Wilayah

164 Kali 164 Kali 100,00%

- - -

1.1.1.05.07.0002 Satuan Polisi 
Pamong Praja

Penindakan Hasil 
Evaluasi Pelanggaran 
Perda

Jumlah penindakan 
pelanggaran Perda

65 Kali 65 Kali 100,00%

- - -
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1.1.1.05.08 Meningkatkan 
ketertiban umum

Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Sosial

Satuan Polisi 
Pamong Praja

Persentase pelanggaran 
Perda bidang terkait PKL, PSK, 
anjal dan gepeng, dan RHU 
yang ditemukan/dilaporkan 
dan ditindaklanjuti

100 % 100 % 100,00%

- - -

1.1.1.05.08.0001 Satuan Polisi 
Pamong Praja

Pelaksanaan 
pengawasan hasil 
operasi penertiban 
pelanggaran ketertiban 
umum dan ketentraman 
masyarakat

Jumlah pelaksanaan 
pengawasan hasil operasi 
penertiban pelanggaran 
ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat

1368 kali 1544 kali 112,87%

- - -

1.1.1.05.08.0002 Satuan Polisi 
Pamong Praja

Penertiban, Pengawasan, 
Pengendalian Dan 
Evaluasi Pamong Praja 
Bidang Sosial

Jumlah Penertiban, 
Pengawasan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pamong Praja 
Bidang Sosial

1368 Kali 1760 Kali 128,65%

- - -

1.1.1.05.09 Meningkatkan 
ketertiban umum

Program Pengembangan Kapasitas Aparatur Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi 
Pamong Praja

Persentase aparatur yang 
ditingkatkan kapasitasnya 
sesuai tugas dan fungsi

100 % 100 % 100,00%
- - -

1.1.1.05.09.0001 Satuan Polisi 
Pamong Praja

Pelaksanaan pembinaan 
dan pelatihan bagi 
anggota Satpol PP

Jumlah pelaksanaan 
pembinaan dan pelatihan 
bagi anggota Satpol PP

44 kali 44 kali 100,00%

- - -

1.1.1.05.09.0002 Satuan Polisi 
Pamong Praja

Peningkatan Kapasitas 
Aparat Dalam Rangka 
Pelaksanaan 
Siskamswakarsa

Jumlah Kegiatan 
Peningkatan Kapasitas 
Aparat Dalam Rangka 
Pelaksanaan 
Siskamswakarsa

58 Kali 58 Kali 100,00%

- - -

1.1.1.05.10 Meningkatkan 
perlindungan 
masyarakat

Program Pengembangan Kapasitas Petugas Perlindungan Masyarakat

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Dan 
Perlindungan 
Masyarakat

Persentase petugas 
perlindungan masyarakat 
yang ditingkatkan 
kapasitasnya sesuai tugas 
dan fungsi

76,85 % 75,6 % 98,37% Keterbatasan jumlah sumber daya/ 
petugas linmas yang tersedia 
untuk  dilakukan peningkatan  
kapasitasnya di masa pandemi 
Covid-19

Peningkatan efisiensi alokasi 
sumber daya (deployment)

-
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1.1.1.05.10.0001 Badan 
Penanggulangan 
Bencana Dan 
Perlindungan 
Masyarakat

Pelatihan kader 
perlindungan masyarakat

Jumlah peserta pelatihan 
kader perlindungan 
masyarakat

100 orang 100 orang 100,00%

- - -

1.1.1.05.10.0002 Badan 
Penanggulangan 
Bencana Dan 
Perlindungan 
Masyarakat

Pembinaan Potensi 
Masyarakat

Jumlah kegiatan pembinaan 
potensi masyarakat

44 kali 44 kali 100,00%

- - -

1.1.1.05.10.0003 Badan 
Penanggulangan 
Bencana Dan 
Perlindungan 
Masyarakat

Pengendalian 
Perlindungan 
Masyarakat

Jumlah orang yang 
mendukung pengendalian 
keamanan, ketenteraman, 
dan perlindungan 
masyarakat

793 orang 784 orang 98,87% Terbatasnya mobilitas, aktivitas, 
dan jumlah petugas pengendalian 
perlindungan masyarakat sebagai 
dampak pandemi Covid 19

- Berkoordinasi dan bekerja sama 
dengan pihak atau instansi terkait 
yang bersama-sama memiliki tugas 
untuk mendukung pengendalian 
keamanan, ketentraman dan 
perlindungan masyarakat, antara 
lain Satpol PP dan Kepolisian. 
- Edukasi dan peningkatan 
keterlibatan dari lingkup kelompok 
masyarakat terkecil (RT/RW)

-

1.1.1.05.11 Pengembangan sistem 
penanggulangan 
bencana kebakaran 
yang antisipatif dan 
tanggap

Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Kebakaran

Dinas Pemadam 
Kebakaran

Persentase sarana dan 
prasarana pemadam 
kebakaran dalam kondisi baik

80 % 100 % 125,00%

- - -

1.1.1.05.11.0001 Dinas Pemadam 
Kebakaran

Pemeliharaan sarana dan 
prasarana 
penanggulangan bahaya 
kebakaran

Jumlah sarana dan 
prasarana penanggulangan 
bahaya kebakaran yang 
terpelihara

250 unit 354 unit 141,60%

- - -

1.1.1.05.11.0002 Dinas Pemadam 
Kebakaran

Pemeriksaan Tingkat 
Resiko Kebakaran pada 
Bangunan Gedung dan 
Lingkungan

Jumlah bangunan gedung 
dan lingkungan yang 
dilaksanakan pemeriksaan

264 bangunan 264 bangunan 100,00%

- - -
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1.1.1.05.11.0003 Dinas Pemadam 
Kebakaran

Perencanaan dan 
Pengadaan/pembanguna
n sarana dan prasarana 
penanggulangan bahaya 
kebakaran

Jumlah unit sarana dan 
prasarana penanggulangan 
bahaya kebakaran yang 
diadakan/dibangun

579 unit 579 unit 100,00%

- - -

1.1.1.06 Sosial
1.1.1.06.01 Meningkatkan 

kesejahteraan PMKS
Program Bantuan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Dinas Sosial Persentase bantuan pangan 
non tunai dan program 
keluarga harapan yang 
tersalurkan

100 % 100 % 100,00%

- - -

Dinas Sosial Persentase sasaran penerima 
layanan pemakaman dan 
ambulance gratis dari 
kelompok masyarakat 
berpenghasilan rendah

32 % 26,42 % 82,57% Dasar hukum terkait bantuan 
perlengkapan pemakaman secara 
gratis  masih dalam tahap 
penyusunan perubahan.

Untuk percepatan penyusunan 
perubahan dasar hukum terkait 
bantuan perlengkapan 
pemakaman. -

1.1.1.06.01.0001 Dinas Sosial Fasilitasi Pemakaman Jumlah Orang Yang 
Mendapat Fasilitasi 
Pemakaman

300 Orang 0 Orang 0,00% Kegiatan tidak berjalan karena 
Perwali pelaksanaan kegiatan 
Pemakaman masih dalam proses 
penyusunan.

Mempercepat proses 
penyelesaian Perwali 

-

1.1.1.06.01.0002 Dinas Sosial Koordinasi Pelaksanaan 
Program Bantuan 
Pangan Non Tunai dan 
Program Keluarga 
Harapan

Jumlah Kegiatan Koordinasi 
Pelaksanaan Program 
Bantuan Pangan Non Tunai 
dan Program Keluarga 
Harapan Yang Dilaksanakan

22 Kali 22 Kali 100,00%

- - -

1.1.1.06.01.0003 Dinas Sosial Penyelenggaraan 
Layanan Ambulance 
Gratis

Jumlah Kegiatan Layanan 
Ambulance Gratis Yang 
Diselenggarakan

4416 Kali 4294 Kali 97,24% Pada situasi pandemi Covid 19 
kesadaran masyarakat 
meminimalkan kunjungan ke 
rumah sakit kecuali pada situasi 
darurat dan mendesak 
menyebabkan penurunan jumlah 
klien yang menggunakan 
ambulans gratis.

Peningkatan kualitas pelayanan, 
keamanan dan kenyamaan pada 
pusat layanan kesehatan (rumah 
sakit)

-
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1.1.1.06.02 Meningkatkan nilai-
nilai keagamaan 
dalam kehidupan 
bermasyarakat

Program Partisipasi Keagamaan

Dinas Sosial Persentase 
lembaga/organisasi/kelompo
k keagamaan yang 
berpartisipasi dalam kegiatan 
keagamaan

100 % 75 % 75,00% Sesuai anjuran Pemerintah selama 
masa pandemi Covid 19 untuk 
mengurangi kegiatan yang bersifat 
mengumpulkan massa.

- -

1.1.1.06.02.0001 Dinas Sosial Fasilitasi 
Penyelenggaraan 
kegiatan keagamaan

Jumlah fasilitasi 
penyelenggaraan kegiatan 
keagamaan

43 kali 43 kali 100,00%

- - -

1.1.1.06.03 Meningkatkan 
pemahaman nilai-nilai 
kepahlawanan dalam 
kehidupan 
bermasyarakat

Program Partisipasi Kepahlawanan

Dinas Sosial Persentase 
lembaga/organisasi/kelompo
k kepahlawanan yang 
berpartisipasi dalam kegiatan 
kepahlawanan

100 % 100 % 100,00%

- - -

1.1.1.06.03.0001 Dinas Sosial Fasilitasi kegiatan 
organisasi sosial 
kepahlawanan

Jumlah fasilitasi kegiatan 
organisasi sosial 
kepahlawanan

30 kali 22 kali 73,33% Sesuai anjuran Pemerintah selama 
masa pandemi Covid 19 untuk 
mengurangi kegiatan yang bersifat 
mengumpulkan massa.

Kegiatan diupayakan melalui on 
line atau webinar

-

1.1.1.06.03.0002 Dinas Sosial Pemeliharaan TMP dan 
MPN

Jumlah TMP dan MPN yang 
dipelihara

7 lokasi 7 lokasi 100,00%
- - -

1.1.1.06.04 Meningkatkan 
kesejahteraan PMKS

Program Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Sosial

Dinas Sosial Persentase pemulangan 
PMKS

20 % 31,49 % 157,43%
- - -

Dinas Sosial Persentase sasaran penerima 
intervensi sosial dari 
kelompok masyarakat 
berpenghasilan rendah

66,5 % 66,62 % 100,18%

- - -

1.1.1.06.04.0001 Dinas Sosial Pembinaan dan 
Pemulangan PMKS

Jumlah PMKS yang 
Mendapat Pelayanan

1025 orang 414 orang 40,39% Dengan adanya pandemi, PMKS 
yang mendapat pelayanan kurang 
optimal.

Pelayanan dilakukan secara 
bertahap dengan menerapkan 
protokol kesehatan secara ketat. -
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1.1.1.06.04.0002 Dinas Sosial Pemenuhan kebutuhan 
dasar permakanan bagi 
anak

Jumlah pelaksanaan 
kegiatan monitoring dan 
evaluasi

12 Kali 12 Kali 100,00%

- - -

1.1.1.06.04.0003 Dinas Sosial Pemenuhan kebutuhan 
dasar permakanan bagi 
lanjut usia

Jumlah pelaksanaan 
kegiatan monitoring dan 
evaluasi

12 Kali 12 Kali 100,00%

- - -

1.1.1.06.04.0004 Dinas Sosial Pemenuhan kebutuhan 
dasar permakanan bagi 
penyandang disabilitas 
dan penyakit tertentu

Jumlah pelaksanaan 
kegiatan monitoring dan 
evaluasi

12 Kali 12 Kali 100,00%

- - -

1.1.1.06.04.0005 Dinas Sosial Peningkatan kualitas 
pelayanan, sarana dan 
prasarana rehabilitasi 
kesejahteraan sosial di 
UPTD Babat Jerawat

Jumlah penghuni yang 
menerima pelayanan 
rehabilitasi kesejahteraan 
sosial di UPTD Babat Jerawat

93 orang 91 orang 97,85% Adanya penghuni yang sembuh 
dan diterima kembali oleh 
masyarakat sehingga berhasil 
dipulangkan ke daerah asalnya. 
Serta belum ada tambahan 
penghuni bnaru eks kusta yang 
masuk di UPTD Babat Jerawat.

Melakukan update pendataan 
progres penghuni rehabilitasi 
UPTD Babat Jerawat maupun 
update pendataan masyarakat 
yang seharusnya memerlukan 
rehabilitasi di UPTD babat Jerawat.

-

1.1.1.06.04.0006 Dinas Sosial Peningkatan kualitas 
pelayanan, sarana dan 
prasarana rehabilitasi 
kesejahteraan sosial di 
UPTD Griya Werdha

Jumlah penghuni yang 
menerima pelayanan 
rehabilitasi kesejahteraan 
sosial di UPTD Griya Werdha

150 orang 191 orang 127,33%

- - -

1.1.1.06.04.0007 Dinas Sosial Peningkatan kualitas 
pelayanan, sarana dan 
prasarana rehabilitasi 
kesejahteraan sosial di 
UPTD Kampung Anak 
Negeri

Jumlah penghuni yang 
menerima pelayanan 
rehabilitasi kesejahteraan 
sosial di UPTD Kampung 
Anak Negeri

45 orang 34 orang 75,56% Belum ada tambahan penghuni di 
UPTD Kampung Anak Negeri.

- -
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1.1.1.06.04.0008 Dinas Sosial Peningkatan kualitas 
pelayanan, sarana dan 
prasarana rehabilitasi 
kesejahteraan sosial di 
UPTD Lingkungan Pondok 
Sosial Keputih

Jumlah penghuni yang 
menerima pelayanan 
rehabilitasi kesejahteraan 
sosial di UPTD Lingkungan 
Pondok Sosial Keputih

1100 orang 1137 orang 103,36%

- - -

1.1.1.06.04.0009 Dinas Sosial Peningkatan kualitas 
pelayanan, sarana dan 
prasarana rehabilitasi 
kesejahteraan sosial di 
UPTD Pondok Sosial 
Kalijudan

Jumlah penghuni yang 
menerima pelayanan 
rehabilitasi kesejahteraan 
sosial di UPTD Pondok Sosial 
Kalijudan

65 orang 53 orang 81,54% Penghuni UPTD Kalijudan 
berkurang karena penghuni dari 
mahasiswa berprestasi banyak 
yang sudah lulus.

- -

1.1.1.06.04.0010 Dinas Sosial Peningkatan peran serta 
lanjut usia

Jumlah kegiatan peningkatan 
peran serta lanjut usia

10 kali 7 kali 70,00% Sesuai anjuran Pemerintah selama 
masa pandemi Covid 19 untuk 
mengurangi kegiatan yang bersifat 
mengumpulkan massa, sehingga 
Dinas Sosial mengurangi kegiatan-
kegiatan peningkatan peran serta 
lansia sampai batas waktu yang 
belum bisa ditentukan.

Pelaksanaan kegiatan dengan 
bertahap dan menerapkan 
protokol kesehatan yang ketat.

-

1.1.1.06.05 Meningkatkan 
kesejahteraan PMKS

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Dinas Sosial Persentase PSKS yang 
berpartisipasi dalam 
penanganan masalah 
kesejahteraan sosial

51 % 59,23 % 116,13%

- - -

1.1.1.06.05.0001 Dinas Sosial Pemberian bahan pokok 
kepada panti sosial

Jumlah panti sosial yang 
mendapat bantuan

17 lembaga 17 lembaga 100,00%
- - -

1.1.1.06.05.0002 Dinas Sosial Pembinaan dan 
pemberdayaan Potensi 
Sumber Kesejahteraan 
Sosial (PSKS)

Jumlah kegiatan PSKS yang 
dibina

21 kali 10 kali 47,62% Sesuai anjuran Pemerintah selama 
masa pandemi Covid 19 untuk 
mengurangi kegiatan yang bersifat 
mengumpulkan massa, sehingga 
Dinas Sosial mengurangi kegiatan-
kegiatan pembinaan dan 
pemberdayaan kepada PSKS.

Pelaksanaan kegiatan dengan 
bertahap dan menerapkan 
protokol kesehatan yang ketat.

-
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1.1.1.06.06 Meningkatkan 
kesejahteraan PMKS

Program Pengendalian Layanan Sosial

Dinas Sosial Persentase data 
kesejahteraan sosial yang 
termanfaatkan

100 % 89,3 % 89,30% Adanya beberapa data yang masih 
diperlukan update, agar sesuai 
dengan sasaran intervensi.  

Update dan dan Intervensi 
kesejahteraan sosial dilakukan 
melalui pemanfaatan satu data 
melalui sistem e-pemutakhiran 
data.

Terkait rekomendasi agar 
data MBR lebih akurat, telah 
dilakukan updating data 
Masyarakat Berpenghasilan 
Rendah (MBR) melalui Sistem 
e-pemutakhiran data di 
bawah pengelolaan Dinas 
Sosial pada Program 
Pengendalian Layanan Sosial 
di  kegiatan Pemutakhiran 
data PMKS dan PSKS

1.1.1.06.06.0001 Dinas Sosial Monitoring dan Evaluasi 
Penanganan Masalah 
Sosial

Jumlah pelaksanaan 
monitoring dan evaluasi

4 kali 4 kali 100,00%

- - -

1.1.1.06.06.0002 Dinas Sosial Pemutakhiran data PMKS 
dan PSKS

Jumlah lokasi pemutakhiran 
data PMKS dan PSKS

154 Kelurahan 154 Kelurahan 100,00%
- - -

1.1.1.06.07 Menurunkan potensi 
wilayah perumahan 
kumuh

Program Rehabilitasi Rumah Tapak Tidak Layak Huni

Dinas Sosial Persentase rumah tapak tidak 
layak huni yang diperbaiki

46 % 46,19 % 100,42%
- - -

1.1.1.06.07.0001 Dinas Sosial Perbaikan Rumah Tidak 
Layak Huni

Jumlah Rumah Tidak Layak 
Huni yang Diperbaiki

463 Unit 461 Unit 99,57% Terdapat beberapa rumah yang 
masih perlu diklarifikasi 
legalitasnya

Sebelum pelaksanaan, terkait 
legalitas perlu dijadikan 
persyaratan awal untuk perbaikan  
rumah tidak layak huni

-
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA 

3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Urusan wajib non pelayanan dasar berkaitan dengan penyelenggaraan pada bidang 

tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana; pangan; pertanian; lingkungan hidup; administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian 

perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil dan menengah; 

penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; statistik; persandian; kebudayaan; 

perpuastakaan; serta kearsipan.  

Penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar di Kota Surabaya telah 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari capaian program dan 

kegiatan yang berkaitan hampir seluruhnya mencapai bahkan melebihi target yang telah 

ditetapkan. Berikut ini merupakan penjabaran pencapaian pelaksanaan urusan wajib non 

pelayanan dasar Pemerintah Kota Surabaya tahun 2020.



NO
URUSAN 

PEMERINTAHAN
OPD PELAKSANA KEBIJAKAN

INDIKATOR PROGRAM/ 
KEGIATAN

TARGET REALISASI CAPAIAN PERMASALAHAN
UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN
TINJUT REKOMENDASI DPRD

1.1.2.01 Tenaga Kerja
1.1.2.01.01 Meningkatkan kualitas 

pelayanan publik
Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Ketenagakerjaan

Dinas Tenaga 
Kerja

Persentase ketepatan waktu 
pelayanan perizinan dan non 
perizinan lingkup 
ketenagakerjaan

78 % 100 % 128,21% - - -

1.1.2.01.01.0001 Dinas Tenaga 
Kerja

Pelayanan Perizinan dan 
Non Perizinan 
Ketenagakerjaan

Jumlah berkas perizinan dan 
non perizinan 
ketenagakerjaan yang 
diproses

1000 berkas 720 berkas 72,00% 1. Kurang lengkapnya persyaratan 
administrasi dari pengguna 
layanan. 2. Masih adanya 
ketidakpahaman dari pengguna 
layanan terhadap ketentuan dan 
prosedur pengajuan perizinan dan 
non perizinan. 3. Setelah proses 
verifikasi dan apabila ada 
pengembalian berkas persyaratan 
yang dinyatakan kurang lengkap, 
proses pengembalian berkas dari 
pemohon tidak langsung tertindak 
lanjuti (tidak ada notifikasi kepada 
pemohon jika ada penolakan 
berkas/berkas pending 
dikarenakan kurang lengkapnya 
persyaratan yang diminta). 4. 
Masih adanya pemohon yang 
belum menindaklanjuti hasil 
koreksi petugas pelayanan setelah 
proses verifikasi kelengkapan 
berkas persyaratan. 5. Banyak 
perusahaan yang masa berlaku 
perizinannya telah berakhir, 
namun tidak memperpanjang 
perizinannya dikarenakan 
perusahaan tersebut tutup atau 
tidak lagi operasional di masa 
Pandemi Covid-19.

1. Melakukan edukasi dan 
sosialisasi yang berkelanjutan 
terkait prosedur dan syarat 
perizinan dengan menggunakan 
media yang effektif berbasis 
teknologi digital.
2. Melengkapi fitur notifikasi 
berbasis teknologi informasi yang 
bisa langsung diterima atau 
diakses oleh pemohon.
3. Sosialisasi dan pemberian 
reward and punisment untuk 
perusahaan agar melakukan 
perpanjangan perijinan.
4. Melakukan pendataan perijinan 
perusahaan.

-

URAIAN PROGRAM/ 
KEGIATAN

Tabel 3.2
Capaian Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Kota Surabaya

Tahun 2020
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NO
URUSAN 

PEMERINTAHAN
OPD PELAKSANA KEBIJAKAN

INDIKATOR PROGRAM/ 
KEGIATAN

TARGET REALISASI CAPAIAN PERMASALAHAN
UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN
TINJUT REKOMENDASI DPRD

URAIAN PROGRAM/ 
KEGIATAN

1.1.2.01.02 Meningkatkan 
kesempatan kerja dan 
kompetensi angkatan 
kerja, serta 
menciptakan 
hubungan industrial 
yang harmonis

Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

Dinas Tenaga 
Kerja

Persentase perusahaan yang 
memiliki Peraturan 
Perusahaan/Perjanjian Kerja 
Bersama

7,77 % 9,32 % 119,92% - -

1.1.2.01.02.0001 Dinas Tenaga 
Kerja

Bimtek Harmonisasi 
Hubungan Industrial

Jumlah peserta bimtek 
harmonisasi hubungan 
industrial

160 orang 155 orang 96,88% Tidak hadirnya beberapa peserta 
bimtek sehingga menjadi tidak 
tercapainya output kegiatan 
tersebut.

Melakukan verifikasi dan 
konfirmasi kepesertaan secara 
berjenjang serta meningkatkan 
kualitas dan daya tarik 
pelaksanaan BIMTEK yang 
memungkinkan kepesertaan 
secara daring dan luring (blended 
system)

1.1.2.01.02.0002 Dinas Tenaga 
Kerja

Fasilitasi Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan 
Industrial

Jumlah perselisihan 
hubungan industrial yang 
diselesaikan dengan 
Perjanjian Bersama (PB)

110 Kasus 131 Kasus 119,09% - -

1.1.2.01.02.0003 Dinas Tenaga 
Kerja

Pembinaan Syarat Kerja 
di Perusahaan

Jumlah perusahaan yang 
mendapat pembinaan syarat 
kerja

200 lembaga 181 lembaga 90,50% Kurangnya pemahaman 
perusahaan mengenai pentingnya 
syarat kerja untuk meminimalisir 
konflik di perusahaan

Koordinasi, sosialisasi dan edukasi 
yang lebih efektif kepada 
perusahaan untuk mendorong 
pemahaman pentingnya pembinaa 
syarat kerja

1.1.2.01.02.0004 Dinas Tenaga 
Kerja

Penyusunan Dokumen 
Perhitungan Kebutuhan 
Hidup Layak (KHL) Kota 
Surabaya

Jumlah dokumen 
perhitungan Kebutuhan 
Hidup Layak (KHL) Kota 
Surabaya yang disusun

1 dokumen 1 dokumen 100,00% - -
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NO
URUSAN 

PEMERINTAHAN
OPD PELAKSANA KEBIJAKAN

INDIKATOR PROGRAM/ 
KEGIATAN

TARGET REALISASI CAPAIAN PERMASALAHAN
UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN
TINJUT REKOMENDASI DPRD

URAIAN PROGRAM/ 
KEGIATAN

1.1.2.01.03 Meningkatkan 
kesempatan kerja dan 
kompetensi angkatan 
kerja, serta 
menciptakan 
hubungan industrial 
yang harmonis

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Dinas Tenaga 
Kerja

Persentase pertumbuhan 
kesempatan kerja yang dapat 
diinformasikan

0,5 % -28,76 % 0,00% Dalam masa pandemi Covid 19 
perusahaan banyak yang 
merumahkan dan mem PHK 
Karyawannya sehingga kebutuhan 
tenaga kerja atau lowongan kerja 
sangat berkurang (menurun)

- Indikator tidak ditetapkan 
pertumbuhan namun lebih pada 
angka informasi lowongan 
pekerjaan.
- Menumbuh- kembangkan 
peluang kerja dan kesempatan 
berusaha yang berkembanag di 
masa dan pasca pandemi

1.1.2.01.03.0001 Dinas Tenaga 
Kerja

Bimtek bagi Lembaga 
Penempatan Tenaga 
Kerja

Jumlah Lembaga 
Penempatan Tenaga Kerja 
yang mengikuti bimtek

20 lembaga 30 lembaga 150,00% - - -

1.1.2.01.03.0003 Dinas Tenaga 
Kerja

Bimtek Pengembangan 
Softskill Kerja bagi 
Pencari Kerja

Jumlah pencari kerja yang 
mengikuti bimtek 
pengembangan softskill kerja

330 orang 301 orang 91,21% Banyak Peserta yang membatalkan 
diri hadir pada hari H karena masih 
dalam masa Pandemi Covid 19 dan 
ada beberapa peserta yang 
membatalkan Hadir karena 
mendapat panggilan interview.

Melakukan verifikasi dan 
konfirmasi kepesertaan secara 
berjenjang serta meningkatkan 
kualitas dan daya tarik 
pelaksanaan BIMTEK yang 
memungkinkan kepesertaan 
secara daring dan luring (blended 
system)

-

1.1.2.01.03.0004 Dinas Tenaga 
Kerja

Bimtek Persiapan Pra 
Purna Kerja

Jumlah masyarakat pra 
purna kerja yang mengikuti 
bimtek persiapan usaha

25 orang 32 orang 128,00%

1.1.2.01.03.0005 Dinas Tenaga 
Kerja

Fasilitasi Pendampingan 
Pemilihan Bidang Kerja

Jumlah siswa SMK yang 
mendapatkan 
pendampingan pemilihan 
bidang kerja

200 orang 200 orang 100,00% - - -

1.1.2.01.03.0006 Dinas Tenaga 
Kerja

Fasilitasi Perluasan 
Kesempatan Kerja bagi 
Wirausaha Baru

Jumlah pelaku usaha yang 
mendapatkan fasilitasi 
perluasan kesempatan kerja

150 orang 150 orang 100,00% - - -
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NO
URUSAN 

PEMERINTAHAN
OPD PELAKSANA KEBIJAKAN

INDIKATOR PROGRAM/ 
KEGIATAN

TARGET REALISASI CAPAIAN PERMASALAHAN
UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN
TINJUT REKOMENDASI DPRD

URAIAN PROGRAM/ 
KEGIATAN

1.1.2.01.03.0007 Dinas Tenaga 
Kerja

Penyebarluasan 
Informasi Pasar Kerja

Jumlah even job fair yang 
diselenggarakan

3 kali 3 kali 100,00% - - Terkait rekomendasi agar 
penyerapan tenaga kerja 
hasil pelatihan lebih efektif 
dan mengurangi 
pengangguran secara masiv, 
dilakukan melalui kegiatan 
Penyebarluasan Informasi 
Pasar Kerja. Kegiatan ini 
berupa bursa kerja yang rutin 
dilakukan tiap tahun. Ada 7 
kali pelaksanaan bursa kerja 
dalam 1 tahun tujuannya 
mempertemukan antara 
pencari kerja (termasuk 
peserta pelatihan yang telah 
lulus) dengan perusahaan 
yang membutuhkan tenaga 
kerja

1.1.2.01.03.0008 Dinas Tenaga 
Kerja

Sosialisasi Bidang dan 
Standar Kerja di Luar 
Negeri

Jumlah peserta sosialisasi 
bidang dan standar kerja di 
luar negeri

25 orang 25 orang 100,00% - - -

1.1.2.01.04 Meningkatkan 
kesempatan kerja dan 
kompetensi angkatan 
kerja, serta 
menciptakan 
hubungan industrial 
yang harmonis

Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja

Dinas Tenaga 
Kerja

Persentase angkatan kerja 
yang lulus sertifikasi

75 % 100 % 133,33% - - -

Dinas Tenaga 
Kerja

Persentase peserta pelatihan 
berbasis kompetensi yang 
lulus pelatihan

85 % 100 % 117,65% - - -

1.1.2.01.04.0002 Dinas Tenaga 
Kerja

Fasilitasi Magang bagi 
Pencari Kerja

Jumlah pencari kerja yang 
difasilitasi magang

40 orang 9 orang 22,50% Berkurangnya kesempatan 
magang yang diberikan oleh 
perusahaan akibat pandemi

- Meningkatkan koordinasi dengan 
perusahaan untuk membantu 
fasilitasi magang yang justru 
menguntungkan bagi perusahaan 
karena mendapat tenaga 
tambahan.
- Mengoptimalkan peluang 
magang yang dapat dilaksanakan 
secara online/daring.

-
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1.1.2.01.04.0003 Dinas Tenaga 
Kerja

Fasilitasi Sertifikasi 
Profesi bagi Angkatan 
Kerja

Jumlah angkatan kerja yang 
mengikuti sertifikasi profesi

384 orang 92 orang 23,96% Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi 
Profesi bagi Angkatan Kerja belum 
dapat dilaksanakan akibat 
Pandemi Covid-19

Memfasilitasi pelaksanaan  
sertifikasi secara online/daring.

-

1.1.2.01.04.0004 Dinas Tenaga 
Kerja

Pembinaan dan Pelatihan 
Keterampilan Kerja bagi 
Tenaga Kerja dan 
Masyarakat

Jumlah pencari kerja yang 
mengikuti pembinaan, 
pelatihan, dan sertifikasi 
keterampilan kerja

384 orang 126 orang 32,81% Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan 
Keterampilan Kerja bagi Tenaga 
Kerja dan masyarakat belum dapat 
dilaksanakan akibat Pandemi Covid-
19

Memfasilitasi pelaksanaan 
pelatihan ketrampilan kerja 
sertifikasi secara online/daring.

-

1.1.2.01.04.0005 Dinas Tenaga 
Kerja

Penyusunan Dokumen 
Pengukuran Tingkat 
Produktivitas Skala Kota

Jumlah dokumen 
pengukuran tingkat 
produktivitas skala kota yang 
disusun

1 dokumen 1 dokumen 100,00% - - -

1.1.2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.02.01 Meningkatnya 

pengarusutamaan 
gender, 
pemberdayaan dan 
perlindungan 
perempuan dan anak

Program Keadilan dan Kesetaraan Gender serta Pemberdayaan Perempuan

Dinas 
Pengendalian 
Penduduk, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak

Persentase kelurahan yang 
responsif gender

20,13 % 20,13 % 100,00% - - -

Dinas 
Pengendalian 
Penduduk, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak

Persentase Perangkat Daerah 
Pemerintah Kota Surabaya 
yang telah menerapkan 
responsif gender dalam 
pelaksanaan kegiatan

100 % 100 % 100,00% - - -

1.1.2.02.01.0001 Dinas 
Pengendalian 
Penduduk, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak

Fasilitasi Pembinaan 
Organisasi Perempuan

Jumlah fasilitasi pembinaan 
organisasi perempuan

16 kali 16 kali 100,00% - - -
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1.1.2.02.01.0002 Dinas 
Pengendalian 
Penduduk, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak

Penguatan dan 
Pengembangan Jaringan 
Pengarusutamaan 
Gender

jumlah lembaga yang 
mengikuti Penguatan dan 
Pengembangan Jaringan 
Pengarusutamaan Gender

72 lembaga 72 lembaga 100,00% - - -

1.1.2.02.01.0003 Dinas 
Pengendalian 
Penduduk, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak

Penyusunan Profil 
Gender dan Evaluasi Atas 
Implementasi 
Pengarusutamaan 
Gender di Kota Surabaya

Jumlah dokumen yang 
disusun

2 dokumen 2 dokumen 100,00% - - -

1.1.2.02.02 Meningkatnya 
pengarusutamaan 
gender, 
pemberdayaan dan 
perlindungan 
perempuan dan anak

Program Perlindungan Perempuan dan Anak

Dinas 
Pengendalian 
Penduduk, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak

Persentase efektivitas pusat 
pelayanan terpadu 
perlindungan perempuan 
dan anak (PPTP2A)

73,84 % 84 % 113,76% - - -

Dinas 
Pengendalian 
Penduduk, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak

Persentase kelurahan ramah 
anak

84,42 % 77,27 % 91,53% Adanya keterbatasan lahan 
terutama pada kelurahan yang 
padat penduduk, untuk 
penyediaan fasilitas / sarana 
prasarana mendukung ramah anak 
antara lain taman bermain, 
lapangan olah raga, taman baca 
dsb

Perlu pembebasan lahan atau 
bersinergi dg fasilitas umum yang 
telah ada, untuk mengoptimalkan 
pengembangan sarana prasarana 
di Wilayah Kelurahan yang 
mendukung fasilitas ramah anak.

-

Dinas 
Pengendalian 
Penduduk, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak

Persentase permasalahan 
perempuan dan anak yang 
ditangani

100 % 100 % 100,00% - - -
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1.1.2.02.02.0001 Dinas 
Pengendalian 
Penduduk, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak

Capacity Building bagi 
relawan Pusat Krisis 
Berbasis Masyarakat 
(PKBM) dan Satuan 
Petugas Perlindungan 
Perempuan dan Anak

Jumlah orang yang 
mengikuti Capacity Building

926 orang 942 orang 101,73% - - Sebagai tindaklanjut 
rekomendasi untuk 
melakukan sosialisasi 
program-program 
pencegahan dan 
perlindungan perempuan 
dan anak, telah dilaksanakan 
melalui : 
• Program Perlindungan 
Perempuan dan Anak melalui 
kegiatan Capacity Building 
bagi relawan Pusat Krisis 
Berbasis Masyarakat (PKBM) 
dan Satuan Petugas 
Perlindungan Perempuan dan 
Anak serta  kegiatan 
Pendampingan dan 
Pembinaan Penanganan 
Permasalahan Perempuan 
Dan Anak
• Program Perlindungan 
Perempuan dan Anak melalui 
kegiatan Pendampingan dan 
Pembinaan Penanganan 
Permasalahan Perempuan 
Dan Anak;
• Program Peningkatan 
Ketahanan Keluarga melalui 
kegiatan Pusat Pembelajaran 
Keluarga (PUSPAGA)

1.1.2.02.02.0002 Dinas 
Pengendalian 
Penduduk, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak

Fasilitasi Pencapaian 
Indikator Kota Layak 
Anak

jumlah lembaga yang 
difasilitasi dalam pencapaian 
indikator kota layak anak

279 lembaga 279 lembaga 100,00% - - -

1.1.2.02.02.0003 Dinas 
Pengendalian 
Penduduk, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak

Pembinaan 
Pengembangan 
Kampunge Arek 
Suroboyo

Jumlah kampung Kampunge 
Arek Suroboyo yang dibina 
dan dikembangkan

154 kampung 154 kampung 100,00% - - -
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1.1.2.02.02.0004 Dinas 
Pengendalian 
Penduduk, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak

Pendampingan dan 
Pembinaan Penanganan 
Permasalahan 
Perempuan Dan Anak

Jumlah Pendampingan dan 
Pembinaan Penanganan 
Permasalahan Perempuan 
Dan Anak

200 kasus 233 kasus 116,50% - - Dalam rangka sosialisasi 
program-program 
pencegahan dan 
perlindungan perempuan 
dan anak, dilaksanakan 
melalui : 
• Program Perlindungan 
Perempuan dan Anak melalui 
kegiatan Capacity Building 
bagi relawan Pusat Krisis 
Berbasis Masyarakat (PKBM) 
dan Satuan Petugas 
Perlindungan Perempuan dan 
Anak serta  kegiatan 
Pendampingan dan 
Pembinaan Penanganan 
Permasalahan Perempuan 
Dan Anak
• Program Perlindungan 
Perempuan dan Anak melalui 
kegiatan Pendampingan dan 
Pembinaan Penanganan 
Permasalahan Perempuan 
Dan Anak;
• Program Peningkatan 
Ketahanan Keluarga melalui 
kegiatan Pusat Pembelajaran 
Keluarga (PUSPAGA)

1.1.2.02.02.0005 Dinas 
Pengendalian 
Penduduk, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak

Penyelenggaraan 
Operasional Shelter

jumlah shelter yang 
diselenggarakan 
operasionalnya selama 12 
bulan

2 lembaga 2 lembaga 100,00% - - -

1.1.2.03 Pangan
1.1.2.03.01 Meningkatkan 

ketahanan pangan
Program Ketersediaan Informasi Komoditas Pangan

Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian

Persentase informasi OD 
yang diperoleh berdasarkan 
origin (asal) komoditas 
pangan

36,4 % 36,36 % 100,00% - - -

1.1.2.03.01.0001 Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian

Monitoring Bidang 
Ketahanan Pangan

Jumlah laporan pelaksanaan 
monitoring

15 laporan 15 laporan 100,00% - - -
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1.1.2.03.02 Meningkatkan 
ketahanan pangan

Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan

Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian

Tingkat/Indeks Kecukupan 
Pangan

1 3,42 341,77% - - -

Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian

Tingkat keamanan bahan 
pangan segar yang beredar

89,5 % 97,86 % 109,35% - - -

Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian

Tingkat keanekaragaman 
konsumsi masyarakat (PPH)

95 % 96,25 % 101,32% - - -

1.1.2.03.02.0001 Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian

Pembinaan dan 
Pengawasan Keamanan 
Pangan yang Beredar

Jumlah sampel produk 
pangan segar yang diperiksa

2060 sampel 2060 sampel 100,00% - - -

1.1.2.03.02.0002 Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian

Pengelolaan Sentra 
Olahan Pangan

Jumlah Kegiatan Pelatihan 
Olahan Pangan Yang 
Dilaksanakan

11 kali 19 kali 172,73% - - -

1.1.2.03.02.0003 Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian

Pengembangan 
Diversifikasi Pangan

Jumlah pelaksanaan 
Pengembangan Diversifikasi 
Pangan

28 kali 31 kali 110,71% - - -

1.1.2.04 Pertanahan
1.1.2.04.01 Meningkatnya 

pengamanan dan 
pengelolaan aset 
tanah dan/atau 
bangunan

Program Penanganan Sengketa Tanah dan Bangunan

Dinas 
Pengelolaan 
Bangunan dan 
Tanah

Persentase kasus tanah 
dan/atau bangunan yang 
ditangani

100 % 100 % 100,00% - - -

1.1.2.04.01.0001 Dinas 
Pengelolaan 
Bangunan dan 
Tanah

Penanganan Sengketa 
Bangunan Aset 
Pemerintah Kota 
Surabaya

Jumlah sengketa bangunan 
aset Pemerintah Kota 
Surabaya yang ditangani

12 Kasus 12 Kasus 100,00% - - -

1.1.2.04.01.0002 Dinas 
Pengelolaan 
Bangunan dan 
Tanah

Penanganan Sengketa 
Tanah Aset Pemerintah 
Kota Surabaya

Jumlah sengketa tanah aset 
Pemerintah Kota Surabaya 
yang ditangani

18 obyek 18 obyek 100,00% - - -
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1.1.2.04.01.0003 Dinas 
Pengelolaan 
Bangunan dan 
Tanah

Pengendalian dan 
Penyuluhan Pemanfaatan 
Tanah dan/atau 
Bangunan Aset 
Pemerintah Kota 
Surabaya

Jumlah kegiatan penyuluhan 
pemanfaatan tanah 
dan/atau bangunan aset 
Pemerintah Kota Surabaya

7 kali 7 kali 100,00% - - -

1.1.2.04.02 Mewujudkan 
penyediaan lahan bagi 
kepentingan umum

Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan Infrastruktur untuk Kepentingan Umum

Dinas Pekerjaan 
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan

Akumulasi luas tanah 
dan/atau bangunan bagi 
pembangunan infrastruktur 
untuk kepentingan umum

15,77 hektar 28,92 hektar 183,37% - - -

1.1.2.04.02.0001 Dinas Pekerjaan 
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan

Pengadaan Tanah 
dan/atau Bangunan 
untuk infrastruktur

Jumlah lokasi tanah dan / 
atau bangunan yang 
disediakan bagi 
pembangunan infrastruktur

5 lokasi 8 lokasi 160,00% - - -

1.1.2.04.03 Mewujudkan 
penyediaan lahan bagi 
kepentingan umum

Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan Non Infrastruktur untuk Kepentingan Umum

Dinas 
Pengelolaan 
Bangunan dan 
Tanah

Akumulasi luas tanah 
dan/atau bangunan yang 
disediakan bagi 
pembangunan non 
infrastruktur untuk 
kepentingan umum

44,9 hektar 41,96 hektar 93,46% Adanya Refocusing dan efisiensi 
anggaran program dan kegiatan 
karena pandemi Covid-19

Pembabasan lahan pada masa 
pandemi, diutamakan yang 
mendukung program kota dan 
bersifat prioritas.

-

1.1.2.04.03.0001 Dinas 
Pengelolaan 
Bangunan dan 
Tanah

Pendataan dan Persiapan 
Pengadaan Tanah 
dan/atau Bangunan

Jumlah dokumen pendataan 
dan persiapan pengadaan 
tanah dan/atau bangunan

3 dokumen 3 dokumen 100,00% - - -
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1.1.2.04.03.0002 Dinas 
Pengelolaan 
Bangunan dan 
Tanah

Pengadaan/Pembelian 
Tanah dan/atau 
Bangunan untuk 
Kepentingan Umum guna 
Pembangunan Non 
Infrastruktur

Lokasi tanah dan/atau 
bangunan untuk kepentingan 
umum guna pembangunan 
non infrastruktur yang 
diadakan

3 lokasi 3 lokasi 100,00% - - Terkait rekomendasi untuk 
menambah lahan Tempat 
Pemakaman Umum (TPU) 
Pemerintah Kota 
melaksanakan kegiatan 
Pengadaan/Pembelian Tanah 
dan/atau Bangunan untuk 
Kepentingan Umum guna 
Pembangunan Non 
Infrastruktur melalui Program 
Pengadaan Tanah dan/atau 
Bangunan bagi 
Pembangunan Non 
Infrastruktur untuk 
Kepentingan Umum yang 
dilaksanakan oleh Dinas 
Pengelolaan Bangunan dan 
Tanah. Sedangkan 
pengelolaan TPU 
dilaksanakan oleh Dinas 
Kebersihan dan Ruang 
Terbuka Hijau

1.1.2.04.04 Meningkatnya 
pengamanan dan 
pengelolaan aset 
tanah dan/atau 
bangunan

Program Pengamanan Aset

Dinas 
Pengelolaan 
Bangunan dan 
Tanah

Persentase tanah aset yang 
telah dilakukan pemagaran, 
papan, patok

36,8 % 36,83 % 100,08% - - -

Dinas 
Pengelolaan 
Bangunan dan 
Tanah

Persentase tanah aset yang 
tersertifikasi

43,08 % 44,2 % 102,60% - - -

1.1.2.04.04.0001 Dinas 
Pengelolaan 
Bangunan dan 
Tanah

Pengamanan Aset 
Pemerintah Kota 
Surabaya

Jumlah tanah aset yang 
diamankan

100 bidang 100 bidang 100,00% - - -

1.1.2.04.04.0002 Dinas 
Pengelolaan 
Bangunan dan 
Tanah

Perencanaan 
Pemanfaatan Tanah Aset 
Pemerintah Kota 
Surabaya

Perencanaan Pemanfaatan 
Tanah Aset Pemerintah Kota 
Surabaya

1 dokumen 1 dokumen 100,00% - - -
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1.1.2.04.04.0003 Dinas 
Pengelolaan 
Bangunan dan 
Tanah

Sertifikasi Tanah Aset 
Pemerintah Kota 
Surabaya

Jumlah dokumen sertifikasi 
tanah aset yang diajukan

75 dokumen 75 dokumen 100,00% - - -

1.1.2.04.05 Meningkatkan 
pengamanan dan 
pengelolaan aset 
tanah untuk 
pembangunan 
infastruktur

Program Pengamanan Aset Infrastruktur

Dinas Pekerjaan 
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan

Persentase aset tanah, 
saluran, jalan dan 
kelengkapannya yang 
diamankan

2,5 % 2,56 % 102,37% - - -

1.1.2.04.05.0001 Dinas Pekerjaan 
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan

Pengamanan Aset 
Infrastruktur Pemerintah 
Kota Surabaya

Jumlah tanah aset 
infrastruktur yang 
diamankan

40 bidang 109 bidang 272,50% - - -

1.1.2.04.06 Meningkatnya 
pengamanan dan 
pengelolaan aset 
tanah dan/atau 
bangunan

Program Pengelolaan Aset Tanah

Dinas 
Pengelolaan 
Bangunan dan 
Tanah

Persentase aset tanah yang 
tercatat pemanfaatannya

81,3 % 100 % 123,00% - - -

1.1.2.04.06.0001 Dinas 
Pengelolaan 
Bangunan dan 
Tanah

Pelayanan Pemanfaatan 
Tanah Aset

Jumlah izin yang diterbitkan 
atas pemanfaatan tanah 
aset Pemerintah Kota 
Surabaya

7000 izin 7032 izin 100,46% - - -

1.1.2.04.06.0002 Dinas 
Pengelolaan 
Bangunan dan 
Tanah

Pendataan dan Penataan 
Tanah Aset Pemerintah 
Kota

Pendataan dan penataan 
terhadap tanah aset 
Pemerintah Kota Surabaya 
yang dilaksanakan

1 dokumen 1 dokumen 100,00% - - -
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1.1.2.04.06.0003 Dinas 
Pengelolaan 
Bangunan dan 
Tanah

Pengukuran dan 
Pemetaan Tanah Aset 
Pemerintah Kota 
Surabaya

Jumlah lokasi tanah aset 
Pemerintah Kota Surabaya 
yang diukur dan dipetakan

8000 lokasi 8012 lokasi 100,15% - - Dalam rangka tindaklanjut 
agar melakukan pemetaan 
lahan terutama RTH, 
Pemerintah Kota telah 
melakukan pemetaan tanah 
aset tersebut berbasis 
aplikasi melalui kegiatan 
Pengukuran dan Pemetaan 
Tanah Aset Pemerintah Kota 
Surabaya pada Program 
Pengelolaan Aset Tanah.

1.1.2.05 Lingkungan Hidup
1.1.2.05.01 Optimalisasi sistem 

pengelolaan dan 
pelayanan kebersihan 
secara terpadu yang 
berbasis masyarakat 
dengan penerapan 
teknologi tepat guna 
dan ramah lingkungan

Program Kebersihan

Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau

Persentase pengangkutan 
sampah dari TPS ke TPA ≤ 1 
hari

84,86 % 100 % 117,84% - - -

1.1.2.05.01.0001 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau

Operasional dan 
Penyediaan Sarana Posko 
Kebersihan

Jumlah operasional 
peningkatan pelayanan 
posko kebersihan yang 
dilaksanakan

104 Kegiatan 236 Kegiatan 226,92% - - -

1.1.2.05.01.0002 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau

Operasional Pembersihan 
Jalan dan Jalur 
Pedestrian

Jumlah lokasi pelaksanaan 
pembersihan jalan dan jalur 
pedestrian

364 lokasi 364 lokasi 100,00% - - -

1.1.2.05.01.0003 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau

Operasional Pembersihan 
Sampah di Saluran

Jumlah lokasi operasional 
pembersihan sampah di 
saluran

450 lokasi 1052 lokasi 233,78% - - -
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1.1.2.05.01.0004 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau

Operasional 
Pengangkutan Sampah

Jumlah lokasi pelaksanaan 
operasional pengangkutan 
sampah

267 lokasi 267 lokasi 100,00% - - Sebagai tindaklanjut 
rekomendasi untuk 
melakukan perawatan mobil 
operasional sampah, 
Pemerintah Kota telah 
melaksanakan secara rutin 
pemeliharaan kendaraan 
angkutan sampah melalui 
kegiatan Operasional 
Pengangkutan Sampah pada 
Program Kebersihan

1.1.2.05.02 Meningkatkan kualitas 
pelayanan publik

Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan 
Hidup

Persentase ketepatan waktu 
pelayanan perizinan dan non 
perizinan lingkup lingkungan 
hidup

78 % 79,27 % 101,63% - - -

1.1.2.05.02.0001 Dinas Lingkungan 
Hidup

Pelayanan Perijinan 
Pembuangan Air Limbah

Jumlah Ijin Pembuangan Air 
Limbah yang diterbitkan

100 izin 157 izin 157,00% - - -

1.1.2.05.02.0002 Dinas Lingkungan 
Hidup

Pelayanan Rekomendasi 
dan Izin Lingkungan

Jumlah rekomendasi dan izin 
lingkungan yang diterbitkan

2000 berkas 2565 berkas 128,25% - - Sesuai rekomendasi untuk 
pengendalian izin lingkungan, 
Pemerintah Kota telah 
melaksanakan kegiatan 
Pelayanan Rekomendasi dan 
Izin Lingkungan melalui 
Program Pelayanan Perizinan 
dan Non Perizinan Lingkup 
Lingkungan Hidup, dengan 
mengacu pada peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku.

1.1.2.05.02.0003 Dinas Lingkungan 
Hidup

Peningkatan Pelayanan 
Perijinan Limbah B3

Jumlah pelayanan ijin 
penyimpanan sementara 
limbah bahan berbahaya dan 
beracun yang terlayani dan 
terverifikasi

100 izin 169 izin 169,00% - - -
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1.1.2.05.03 Optimalisasi sistem 
pengelolaan dan 
pelayanan kebersihan 
secara terpadu yang 
berbasis masyarakat 
dengan penerapan 
teknologi tepat guna 
dan ramah lingkungan

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Mandiri

Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau

Tingkat pertumbuhan peran 
serta masyarakat dalam 
pengelolaan sampah

8,75 % 25,03 % 286,06% - - -

1.1.2.05.03.0001 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau

Penyelenggaraan 
Kompetisi Pengelolaan 
Lingkungan

Jumlah kompetisi 
pengelolaan kebersihan yang 
diselenggarakan

3 kali 3 kali 100,00% - - -

1.1.2.05.04 Meningkatkan kualitas 
udara dan air

Program Pengadaan Prasarana Air Limbah Domestik Rumah Tangga

Dinas Lingkungan 
Hidup

Persentase jamban yang 
memenuhi standar minimal 
ramah lingkungan

80 % 100 % 125,00% - - -

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2020     III-57



NO
URUSAN 

PEMERINTAHAN
OPD PELAKSANA KEBIJAKAN

INDIKATOR PROGRAM/ 
KEGIATAN

TARGET REALISASI CAPAIAN PERMASALAHAN
UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN
TINJUT REKOMENDASI DPRD

URAIAN PROGRAM/ 
KEGIATAN

1.1.2.05.04.0001 Dinas Lingkungan 
Hidup

Peningkatan Kualitas 
Sarana Sanitasi 
Permukiman

Jumlah lokasi rumah yang 
terpasang jamban

250 Unit 250 Unit 100,00% - - Untuk rekomenasi 
pelaksanaan program 
jamban, Pemerintah Kota 
telah melaksanakan 
pengelolaan lingkungan 
untuk menekan pencemaran 
air melalui Program 
Pengadaan Prasarana Air 
Limbah Domestik Rumah 
Tangga, dengan 
melaksanakan kegiatan 
Peningkatan Kualitas Sarana 
Sanitasi Permukiman, dalam 
bentuk pembangunan 
jamban bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah. 
Sedangkan terhadap jamban 
yang tidak memiliki legalitas, 
Pemerintah Kota akan 
berkoordinasi dengan 
instansi / pihak pemilik lahan 
terkait penyediaan jamban 
komunal bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah.

1.1.2.05.05 Peningkatan kapasitas 
pelayanan pengolahan 
air limbah

Program Pengelolaan Air Limbah Kota

Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau

Persentase instalasi 
pengolahan air limbah yang 
beroperasi dengan baik

100 % 100 % 100,00% - - -

1.1.2.05.05.0001 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau

Operasional, 
Pemeliharaan dan 
Pengembangan Sarana 
Prasarana Pengolahan 
Air Limbah

Jumlah IPAL yang dipelihara 
dan berfungsi baik

96 lokasi 96 lokasi 100,00% - - -

1.1.2.05.05.0002 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau

Penyediaan Sarana, 
Operasional dan 
Pemeliharaan 
Pengelolaan Rumah 
Kompos/PLTSa/TPS 3R

Jumlah Rumah 
Kompos/PLTSa/TPS 3R yang 
dikelola

34 lokasi 34 lokasi 100,00% - - -
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1.1.2.05.06 Meningkatkan kualitas 
lingkungan hidup kota 
yang bersih dan hijau

Program Pengelolaan dan Peningkatan Taman Hutan Raya

Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian

Persentase pertumbuhan 
luas taman hutan raya yang 
dipelihara dan diawasi

54,76 % 100 % 182,61% - - -

1.1.2.05.06.0001 Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian

Pembangunan dan 
Pemeliharaan Taman 
Hutan Raya

Jumlah Taman Hutan Raya 
yang dibangun dan 
dipelihara

12 lokasi 12 lokasi 100,00% - - -

1.1.2.05.07 Meningkatkan kualitas 
lingkungan hidup kota 
yang bersih dan hijau

Program Pengelolaan dan Peningkatan Taman dan Jalur Hijau

Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau

Persentase pertumbuhan 
luas taman dan jalur hijau 
yang dipelihara dan diawasi

8,68 % 12,96 % 149,29% - - -

1.1.2.05.07.0001 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau

Pemeliharaan, 
Penyediaan dan 
Penataan Sarana Taman 
dan Jalur Hijau

Jumlah lokasi taman dan 
jalur hijau yang ditata dan 
dipelihara

425 lokasi 425 lokasi 100,00% - - Agar pelaksanaan 
perantingan pohon lebih 
efisien, Pemerintah Kota 
secara rutin melakukan 
perantingan pohon melalui 
kegiatan Pemeliharaan, 
Penyediaan dan Penataan 
Sarana Taman dan Jalur Hijau 
dalam Program Pengelolaan 
dan Peningkatan Taman dan 
Jalur Hijau

1.1.2.05.07.0002 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau

Pengembangan Dekorasi 
Kota

Jumlah Pengembangan 
Dekorasi Kota yang 
Difasilitasi

15 lokasi 18 lokasi 120,00% - - -

1.1.2.05.07.0003 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau

Penyediaan dan 
Pemeliharaan Sarana 
Taman Kota

Jumlah taman yang 
dipelihara

39 lokasi 39 lokasi 100,00% - - -
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1.1.2.05.08 Optimalisasi sistem 
pengelolaan dan 
pelayanan kebersihan 
secara terpadu yang 
berbasis masyarakat 
dengan penerapan 
teknologi tepat guna 
dan ramah lingkungan

Program Pengelolaan Sampah dan Limbah

Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau

Persentase fasilitas 
pengolahan sampah dengan 
teknologi 3R yang beroperasi 
dengan baik

30,77 % 32,26 % 104,84% - - -

1.1.2.05.08.0001 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau

Penanganan Limbah B3 Jumlah kegiatan 
penanganan limbah B3 yang 
dilakukan

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100,00% - - -

1.1.2.05.09 Meningkatkan kualitas 
udara dan air

Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan

Dinas Lingkungan 
Hidup

Persentase 
ketaatan/kepatuhan 
terhadap aspek lingkungan

80 % 90 % 112,50% - - -

1.1.2.05.09.0001 Dinas Lingkungan 
Hidup

Monitoring Sarana dan 
Prasarana Pengelolaan 
Air Limbah

Jumlah titik IPAL kegiatan 
monitoring pengelolaan air 
limbah

96 lokasi 99 lokasi 103,13% - - -

1.1.2.05.09.0002 Dinas Lingkungan 
Hidup

Operasional dan 
Pemeliharaan Stasiun 
Monitoring Udara 
Ambien dan Data Display

Jumlah Indeks Standard 
Pencemar Udara (ISPU) yang 
terpublish dari 2 Stasiun 
Pemantau Kualitas Udara 
Ambien (SPKUA) dalam 1 
tahun sebanyak

365 data 366 data 100,27% - - -

1.1.2.05.09.0003 Dinas Lingkungan 
Hidup

Pemantauan Kualitas Air 
Laut di Kawasan Pesisir

Jumlah data air laut (dari 48 
sampel) dan 
kuantitas/kualitas Air Bawah 
Tanah (730 data dari 2 
sumur pantau selama satu 
tahun) yang didapat 
sebanyak

754 data 754 data 100,00% - - -
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1.1.2.05.09.0004 Dinas Lingkungan 
Hidup

Penanganan 
Permasalahan 
Lingkungan Hidup

Jumlah permasalahan 
lingkungan hidup yang 
ditangani

50 obyek 44 obyek 88,00% Jumlah pengaduan pencemaran 
lingkungan yang diterima dari 
masyarakat mengalami penurunan 
akibat menurunnya aktivitas 
industri sebagai dampak dari 
adanya pandemi.

Mengembangkan sistem 
pelaporan berbasis digital

1.1.2.05.09.0005 Dinas Lingkungan 
Hidup

Pengawasan Pengelolaan 
dan Pemantauan 
Lingkungan

Jumlah kegiatan usaha yang 
diawasi pengelolaan dan 
pemantauan lingkungannya

254 lembaga 254 lembaga 100,00% - - -

1.1.2.05.09.0006 Dinas Lingkungan 
Hidup

Pengujian Kualitas Air 
dan Udara Ambien

Jumlah sampel air dan udara 
ambien yang diuji dan 
dianalisa

224 sampel 244 sampel 108,93% - - -

1.1.2.05.10 Meningkatkan kualitas 
udara dan air

Program Peningkatan Kapasitas Pemahaman dan Evaluasi Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan 
Hidup

Persentase aspek lingkungan 
hidup yang dievaluasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Dinas Lingkungan 
Hidup

Persentase masyarakat yang 
kapasitas pemahaman 
lingkungan hidupnya 
meningkat

70 % 96,76 % 138,23% - - -

1.1.2.05.10.0001 Dinas Lingkungan 
Hidup

Pelaksanaan Car Free 
Day

Jumlah pelaksanaan Car Free 
Day

28 kali 28 kali 100,00% - - Pelaksanaan kegiatan Car 
Free Day, akan 
dikoordinasikan secara 
intensif  dengan Gugus Tugas 
Percepatan Penanganan 
COVID-19, sebagai 
tindaklanjut rekomendasi 
agar car free day memenuhi 
protokol kesehatan.

1.1.2.05.10.0002 Dinas Lingkungan 
Hidup

Penyelenggaraan Edukasi 
dan Komunikasi 
Masyarakat di bidang 
lingkungan

Jumlah kegiatan edukasi dan 
komunikasi masyarakat di 
bidang lingkungan yang 
diselenggarakan

6 kali 8 kali 133,33% - - -

1.1.2.05.10.0003 Dinas Lingkungan 
Hidup

Penyusunan Kajian 
Pemeliharaan 
Lingkungan Hidup 
Daerah

Jumlah dokumen kajian 
pemeliharaan lingkungan 
hidup daerah yang disusun

5 dokumen 5 dokumen 100,00% - - -
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1.1.2.05.11 Optimalisasi sistem 
pengelolaan dan 
pelayanan kebersihan 
secara terpadu yang 
berbasis masyarakat 
dengan penerapan 
teknologi tepat guna 
dan ramah lingkungan

Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau

Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau

Persentase pembangunan 
fasilitas pengelolaan sampah 
yang menerapkan teknologi 
3R

30,77 % 32,26 % 104,84% - - -

1.1.2.05.11.0002 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau

Operasional sarana dan 
prasarana Kebersihan

Jumlah sarana kebersihan 
yang dikelola

21 unit 39 unit 185,71% - - -

1.1.2.05.11.0003 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau

Pembangunan dan 
Penyediaan Sarana 
Prasarana Kebersihan 
dan RTH

Jumlah sarana dan 
prasarana kebersihan dan 
RTH yang disediakan

2750 unit 2880 unit 104,73% - - -

1.1.2.05.11.0004 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau

Pembayaran Operasional 
Pengolahan Sampah

Jumlah Rekening Pengolahan 
Sampah yang Dibayar

1 rekening 1 rekening 100,00% - - Pemerintah Kota Surabaya 
secara intensif telah 
melakukan berbagai upaya 
sebagai tindaklanjut 
rekomendasi untuk 
percepatan pengoperasian 
PLTSa, termasuk 
berkoordinasi dengan para 
pihak serta melaksanakan 
secara berkelanjutan 
kegiatan Pembayaran 
Operasional Pengolahan 
Sampah dalam Program 
Peningkatan Sarana 
Prasarana Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau

1.1.2.05.11.0005 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau

Pemeliharaan prasarana 
kebersihan dan sarana 
pendukungnya

Jumlah lokasi prasarana 
kebersihan yang dikelola

183 lokasi 183 lokasi 100,00% - -
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1.1.2.05.11.0006 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau

Penyediaan Sarana dan 
Prasarana, Operasional 
dan Pemeliharaan 
Makam

Jumlah Pemakaman yang 
dibangun/rehab dan 
dipelihara

14 lokasi 14 lokasi 100,00% - - Terkait rekomendasi untuk 
menambah lahan Tempat 
Pemakaman Umum (TPU) 
Pemerintah Kota 
melaksanakan kegiatan 
Pengadaan/Pembelian Tanah 
dan/atau Bangunan untuk 
Kepentingan Umum guna 
Pembangunan Non 
Infrastruktur melalui Program 
Pengadaan Tanah dan/atau 
Bangunan bagi 
Pembangunan Non 
Infrastruktur untuk 
Kepentingan Umum yang 
dilaksanakan oleh Dinas 
Pengelolaan Bangunan dan 
Tanah. Sedangkan 
pengelolaan TPU 
dilaksanakan oleh Dinas 
Kebersihan dan Ruang 
Terbuka Hijau melalui 
kegiatan Penyediaan Sarana 
dan Prasarana, Operasional 
dan Pemeliharaan Makam 
pada Program Peningkatan 
Sarana Prasarana Kebersihan 
dan Ruang Terbuka Hijau

1.1.2.06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.01 Meningkatkan Kualitas 

Pelayanan Publik 
dalam Bidang 
Administrasi 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil

Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil

Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil

Cakupan penerbitan akte 
kelahiran

99,75 % 100 % 100,25% - - -
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Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil

Cakupan penerbitan akte 
kematian

88 % 100 % 113,64% - - -

Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil

Persentase ketepatan waktu 
pelayanan dokumen 
pencatatan sipil (akta 
kelahiran dan akta kematian)

100 % 88,98 % 88,98% Dikarenakan kondisi pandemic 
sehingga tidak dapat tepat waktu 
secara maksimal

- Mengembangkan sistem 
pelayanan berbasis teknologi 
digital (remote working)yang lebih 
efektif. 
- Peningkatan kapasitas SDM dan 
sarana prasarana pendukung 
pelayanan secara on line.

Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil

Persentase ketepatan waktu 
pengurusan dokumen 
pencatatan sipil (akta 
kelahiran dan akta kematian)

100 % 100 % 100,00% - - -

1.1.2.06.01.0001 Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil

Pelayanan Akta Kelahiran 
dan Kematian

Jumlah berkas permohonan 
akta kelahiran dan kematian 
yang dilayani

101011 berkas 92597 berkas 91,67% Dalam masa pandemi yang 
mengharuskan permohonan 
kelahiran dan kematian dilakukan 
dengan cara Online, yang tidak 
semua element masyarakat 
(penduduk Surabaya) dapat 
memanfaatkan layanan Online 
tersebut dengan maksimal.

- Perlunya sosialisasi kepada 
masyarakat untuk terbiasa 
mendapatkan pelayanan secara on 
line.
- Peningkatan kapasitas SDM dan 
sarana prasarana pendukung 
pelayanan secara on line.

-

1.1.2.06.01.0002 Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil

Pelayanan Perkawinan, 
Perceraian, Perubahan 
Status Anak dan 
Kewarganegaraan

Jumlah berkas permohonan 
Perkawinan, Perceraian, 
Perubahan Status Anak dan 
Kewarganegaraan yang 
dilayani

3250 berkas 3928 berkas 120,86% - - -

1.1.2.06.02 Meningkatkan Kualitas 
Pelayanan Publik 
dalam Bidang 
Administrasi 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil

Program Pelayanan Administrasi Pendaftaran Penduduk

Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil

Cakupan penerbitan KTP 92 % 98,11 % 106,64% - - -
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Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil

Persentase ketepatan waktu 
pelayanan dokumen 
pendaftaran penduduk (KTP 
dan KK)

100 % 100 % 100,00% - - -

1.1.2.06.02.0001 Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil

Pelayanan administrasi 
kependudukan dan 
pencatatan sipil yang 
bersumber dari Dana 
Alokasi Khusus (DAK)

Jumlah Blanko dan Formulir 
Pelayanan administrasi 
kependudukan dan 
pencatatan sipil yang 
bersumber dari DAK yang 
disediakan

200000 berkas 352000 berkas 176,00% - - -

1.1.2.06.02.0002 Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil

Pelayanan Kartu 
Keluarga dan KTP-el

Jumlah berkas permohonan 
kartu keluarga dan KTP-el 
yang dilayani

398986 berkas 581166 berkas 145,66% - - -

1.1.2.06.02.0003 Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil

Pelayanan Pindah 
Datang dan Pendataan 
Penduduk Non Permanen

Jumlah permohonan berkas 
pindah datang dan 
pendataan penduduk Non 
Permanen

34930 berkas 41203 berkas 117,96% - - -

1.1.2.06.03 Meningkatkan Kualitas 
Pelayanan Publik 
dalam Bidang 
Administrasi 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil

Program Pemanfaatan Data Kependudukan

Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil

Persentase peningkatan 
inovasi pelayanan

33,33 % 50 % 150,02% - - -

Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil

Persentase sistem informasi 
intervensi masyarakat yang 
telah menggunakan data 
kependudukan

10 % 10,09 % 100,95% - - -

1.1.2.06.03.0001 Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil

Monitoring dan Evaluasi 
Pemanfaatan Data 
Kependudukan

Jumlah pelaksanaan 
monitoring pemanfaatan 
data kependudukan yang 
dilaksanakan

2 kali 2 kali 100,00% - - -
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1.1.2.06.03.0002 Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil

Pelayanan kerjasama 
pemanfaatan data dan 
rekomendasi inovasi 
pelayanan Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil

Jumlah dokumen Pelayanan 
kerjasama pemanfaatan 
data dan rekomendasi 
inovasi pelayanan 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil

3 dokumen 3 dokumen 100,00% - - -

1.1.2.06.04 Meningkatkan Kualitas 
Pelayanan Publik 
dalam Bidang 
Administrasi 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil

Program Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan

Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil

Persentase penurunan data 
ganda pada database SIAK

70 % 81,28 % 116,12% - - -

1.1.2.06.04.0001 Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil

Pemutakhiran Data 
Kependudukan

data kependudukan yang di 
mutakhirkan

146684 data 182322 data 124,30% - - -

1.1.2.06.04.0002 Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil

Pengembangan dan 
Pemeliharaan Sistem 
Informasi Administrasi 
Kependudukan

Jumlah sistem informasi 
administrasi kependudukan 
yang dikembangkan dan 
dipelihara

8 sistem 8 sistem 100,00% - - -

1.1.2.07 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.1.2.07.01 Meningkatnya 

pengarusutamaan 
gender, 
pemberdayaan dan 
perlindungan 
perempuan dan anak

Program Keluarga Berencana

Dinas 
Pengendalian 
Penduduk, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak

Persentase kebutuhan ber KB 
yang tidak terpenuhi (unmeet 
need)

19,47 % 17,63 % 109,45% - - -
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Dinas 
Pengendalian 
Penduduk, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak

Persentase peserta KB aktif 80,89 % 82,37 % 101,83% - - -

Dinas 
Pengendalian 
Penduduk, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak

Persentase peserta KB aktif 
yang drop out kontrasepsi

2,99 % 0,16 % 194,53% - - -

Dinas 
Pengendalian 
Penduduk, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak

Persentase peserta KB baru 53,25 % 50,76 % 95,32% Metode Kontrasepsi Jangka 
Panjang terdiri dari IUD, Implant, 
MOP dan MOW telah mencapai 
target dari BKKBN Prov. Jatim 
karena Pasangan Usia Subur dari 
Peserta KB Aktif dan KB Baru 
beralih dari pemakaian KB Jangka 
Pendek ke pemakaian kontrasepsi 
mantap atau MKJP. Sementara 
untuk target KB Jangka Pendek 
seperti Suntik, Pil dan Kondom 
belum tercapai karena PUS belum 
mantap memilih alat kontrasepsi 
Jangka Panjang dan dikarenakan 
pandemi covid-19 PUS khawatir 
untuk datang ke faskes layanan KB 
untuk mendapatkan layanan KB 
Jangka Pendek.

- Mengefektifkan peran edukasi 
dan sosisalisasi metode 
kontrasepsi jangka pendek.
- Perlu dilakukan KB keliling atau 
melalui posyandu dengan 
diberlakukan protokol kesehatan, 
sehingga masyarakat tidak perlu ke 
puskesmas.

-

1.1.2.07.01.0001 Dinas 
Pengendalian 
Penduduk, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak

Bantuan Operasional 
Keluarga Berencana (DAK 
Bidang Keluarga 
Berencana)

jumlah lembaga yang 
mendapat Bantuan 
Operasional Keluarga 
Berencana (DAK Bidang 
Keluarga Berencana)

31 lembaga 31 lembaga 100,00% - - -
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1.1.2.07.01.0002 Dinas 
Pengendalian 
Penduduk, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak

Fasilitasi Penggerakan 
Program Kependudukan 
dan Masyarakat Peduli 
Keluarga Berencana

Jumlah orang Yang 
Mengikuti Penggerakan 
Program Kependudukan dan 
Masyarakat Peduli Keluarga 
Berencana

1566 orang 1566 orang 100,00% - - -

1.1.2.07.01.0003 Dinas 
Pengendalian 
Penduduk, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak

Penyediaan Pelayanan KB 
Bagi Keluarga

Jumlah akseptor KB yang 
mendapatkan pelayanan KB

290 orang 149 orang 51,38% 1. Karena masih dalam masa 
pandemi sehingga banyak fasilitas 
kesehatan KB yang masih belum 
maksimal melayani serta 
pelayanan KB MOP dan MOW 
tidak optimal dilaksanakan. 
2. Karena pandemi covid 19 
sehingga banyak calon akseptor 
yang ragu dan mundur tidak jadi 
dilayani KB karena diwajibkan tes 
swab dan tes darah.

- Perlu pendekatan dan sosialisasi 
ke masyrakat pentingnya ber KB 
baik jangka panjang maupun 
jangka pendek.
- Perlu dilakukan KB keliling atau 
melalui posyandu dengan 
diberlakukan protokol kesehatan, 
sehingga masyarakat tidak perlu ke 
puskesmas.

1.1.2.07.01.0004 Dinas 
Pengendalian 
Penduduk, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak

Penyediaan sarana dan 
prasarana pelayanan KB 
yang disediakan melalui 
Dana Alokasi Khusus 
(DAK) Bidang Keluarga 
Berencana

jumlah sarana dan 
prasarana pelayanan KB 
yang disediakan melalui 
Dana Alokasi Khusus (DAK) 
Bidang Keluarga Berencana

62 Paket 64 Paket 103,23% - - -

1.1.2.07.01.0006 Dinas 
Pengendalian 
Penduduk, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak

Pengadaan Sarana 
Penurunan Stunting 
(DAK) Bidang Keluarga 
Berencana

Jumlah Sarana BKB Kit yang 
disediakan

4 unit 4 unit 100,00% - - -
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1.1.2.07.02 Meningkatnya 
pengarusutamaan 
gender, 
pemberdayaan dan 
perlindungan 
perempuan dan anak

Program Peningkatan Ketahanan Keluarga

Dinas 
Pengendalian 
Penduduk, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak

Persentase kelompok Bina 
Keluarga Balita, Bina Keluarga 
Remaja, dan Bina Keluarga 
Lansia yang aktif

100 % 100 % 100,00% - - Intervensi yang dilaksanakan 
dalam rangka meningkatkan 
ketahanan keluarga, 
dilakukakn pada Program 
Peningkatan Ketahanan 
Keluarga melalui kegiatan : 
• Fasilitasi dan 
Pendampingan Inkubasi 
Usaha Mandiri
• Fasilitasi Pengembangan 
Usaha Ekonomi
• Pembinaan Keluarga 
Sejahtera
• Pembinaan terhadap 
Pendamping Bina Keluarga 
Balita / Bina Keluarga Remaja 
/ Bina Keluarga Lansia
• Pengelolaan Rumah Kreatif 
Handycraft
• Penyelenggaraan 
Operasional PUSPAGA.

Dinas 
Pengendalian 
Penduduk, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak

Persentase perempuan usia 
produktif dari hasil 
pendampingan yang 
berproduksi

19,67 % 21,74 % 110,52% - - -

1.1.2.07.02.0001 Dinas 
Pengendalian 
Penduduk, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak

Fasilitasi dan 
Pendampingan Inkubasi 
Usaha Mandiri

Jumlah orang yang 
difasilitasi dan mendapatkan 
pendampingan inkubasi 
usaha mandiri

22 orang 23 orang 104,55% - - -
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1.1.2.07.02.0002 Dinas 
Pengendalian 
Penduduk, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak

Fasilitasi Pengembangan 
Usaha Ekonomi

Jumlah lembaga yang 
mendapat fasilitasi 
pengembangan usaha 
ekonomi

5 lembaga 5 lembaga 100,00% - - -

1.1.2.07.02.0003 Dinas 
Pengendalian 
Penduduk, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak

Pembinaan Keluarga 
Sejahtera

Jumlah orang yang 
mengikuti pembinaan 
keluarga sejahtera

180 orang 180 orang 100,00% - - -

1.1.2.07.02.0004 Dinas 
Pengendalian 
Penduduk, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak

Pembinaan terhadap 
Pendamping Bina 
Keluarga Balita/Bina 
Keluarga Remaja/Bina 
Keluarga Lansia

Jumlah pendamping yang 
mengikuti pembinaan Bina 
Keluarga Balita/Bina 
Keluarga Remaja/Bina 
Keluarga Lansia yang 
didampingi

978 orang 978 orang 100,00% - - -

1.1.2.07.02.0005 Dinas 
Pengendalian 
Penduduk, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak

Pengelolaan Rumah 
Kreatif Handycraft

Jumlah rumah kreatif yang 
dikelola selama 12 bulan

1 bangunan 1 bangunan 100,00% - - -
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1.1.2.07.02.0006 Dinas 
Pengendalian 
Penduduk, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak

Penyelenggaraan 
Operasional PUSPAGA

Jumlah Puspaga yang 
diselenggarakan 
operasionalnya selama 12 
bulan

2 lembaga 2 lembaga 100,00% - - Dalam rangka sosialisasi 
program-program 
pencegahan dan 
perlindungan perempuan 
dan anak, dilaksanakan 
melalui : 
• Program Perlindungan 
Perempuan dan Anak melalui 
kegiatan Capacity Building 
bagi relawan Pusat Krisis 
Berbasis Masyarakat (PKBM) 
dan Satuan Petugas 
Perlindungan Perempuan dan 
Anak serta  kegiatan 
Pendampingan dan 
Pembinaan Penanganan 
Permasalahan Perempuan 
Dan Anak
• Program Perlindungan 
Perempuan dan Anak melalui 
kegiatan Pendampingan dan 
Pembinaan Penanganan 
Permasalahan Perempuan 
Dan Anak;
• Program Peningkatan 
Ketahanan Keluarga melalui 
kegiatan Pusat Pembelajaran 
Keluarga (PUSPAGA)

1.1.2.08 Perhubungan
1.1.2.08.01 Meningkatkan kualitas 

pelayanan publik
Program Pelayanan Publik Lingkup Perhubungan

Dinas 
Perhubungan

Persentase ketepatan waktu 
pelayanan perizinan dan non 
perizinan lingkup 
perhubungan

78 % 100 % 128,21% - - -

1.1.2.08.01.0001 Dinas 
Perhubungan

Penyediaan Pelayanan 
Perizinan dan Non 
Perizinan Bidang 
Perhubungan

Kebutuhan Pelayanan 
Perizinan dan Non Perizinan 
Bidang Perhubungan yang 
Diadakan

3 Jenis 3 Jenis 100,00% - - -
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1.1.2.08.02 Penyediaan dan 
peningkatan sarana 
dan prasarana 
angkutan

Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi

Dinas 
Perhubungan

Persentase penyediaan 
prasarana pendukung 
transportasi berkelanjutan 
dalam kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

1.1.2.08.02.0001 Dinas 
Perhubungan

Pembangunan Prasarana 
Transportasi

Jumlah Bangunan Prasarana 
Transportasi Yang Dibangun

1 bangunan 1 bangunan 100,00% - - -

1.1.2.08.02.0002 Dinas 
Perhubungan

Pemeliharaan Prasarana 
Transportasi

Jumlah Lokasi Prasarana 
Transportasi yang Dipelihara

30 lokasi 30 lokasi 100,00% - - -

1.1.2.08.02.0003 Dinas 
Perhubungan

Pengelolaan Terminal 
Angkutan Umum

Jumlah Terminal Angkutan 
Umum yang Dikelola selama 
12 bulan

14 Lokasi 14 Lokasi 100,00% - - -

1.1.2.08.02.0004 Dinas 
Perhubungan

Perencanaan dan 
Pengawasan Prasarana 
Transportasi

Jumlah Paket Perencanaan 
dan Pengawasan Prasarana 
Transportasi

2 Paket 2 Paket 100,00% - - -

1.1.2.08.03 Penyediaan sistem 
lalu lintas yang 
berkualitas

Program Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dinas 
Perhubungan

Persentase kelulusan uji 
emisi kendaraan bermotor

93 % 95,53 % 102,73% - - -

1.1.2.08.03.0001 Dinas 
Perhubungan

Pelaksanaan Pengujian 
Kendaraan Bermotor 
Wajib Uji

Jumlah Kendaraan Bermotor 
Wajib Uji yang 
Melaksanakan Uji KIR 
dilokasi pengujian kendaraan 
Bermotor

147069 unit 147069 unit 100,00% - - -

1.1.2.08.03.0002 Dinas 
Perhubungan

Pengawasan dan 
Pengendalian Lalu Lintas 
Jalan

Pelaksanaan Pengawasan 
dan Pengendalian Lalu Lintas 
selama 12 bulan

365 Kali 366 Kali 100,27% - - -

1.1.2.08.03.0003 Dinas 
Perhubungan

Pengawasan dan 
Pengendalian Sarana 
Angkutan Jalan

Jenis Sarana Angkutan Jalan 
yang Diawasai dan 
Dikendalikan selama 12 
bulan

7 Jenis 7 Jenis 100,00% - - -

1.1.2.08.03.0004 Dinas 
Perhubungan

Pengendalian 
Pencemaran Udara 
Melalui Uji Emisi Gas 
Buang

Jumlah Pelaksanaan Uji 
Emisi Gas Buang Kendaraan 
Bermotor yang Dilaksanakan

48 kali 48 kali 100,00% - - -
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1.1.2.08.04 Penyediaan dan 
peningkatan sarana 
dan prasarana 
angkutan

Program Pengembangan Sistem Transportasi yang Berkelanjutan

Dinas 
Perhubungan

Cakupan layanan angkutan 
trunk Suroboyo Bus

100 % 100 % 100,00% - - -

Dinas 
Perhubungan

Persentase angkutan umum 
dalam trayek yang memenuhi 
ketentuan perijinan

40 % 48,61 % 121,53% - - -

Dinas 
Perhubungan

Rata-rata waktu tempuh 
kendaraan barang pada rute 
tertentu

95,05 menit 92,99 menit 102,17% - - -

1.1.2.08.04.0001 Dinas 
Perhubungan

Pengelolaan Transportasi 
Umum

Jumlah Unit Transportasi 
Umum yang 
Diselenggarakan

20 Unit 20 Unit 100,00% - - Agar operasional Suroboyo 
Bus lebih baik dan memiliki 
performa prima dalam 
meningkatkan pelayanannya 
terhadap kebutuhan 
transportasi umum warga 
Surabaya, dilaksanakan 
melalui kegiatan Pengelolaan 
Transportasi Umum di Dinas 
Perhubungan.

1.1.2.08.04.0002 Dinas 
Perhubungan

Pengembangan 
Angkutan Rel, Perairan, 
Udara, Barang dan Tidak 
Bermotor

Jumlah Kegiatan 
Pengembangan Angkutan 
Rel, Perairan, Udara, Barang 
dan Tidak Bermotor

2 Kali 4 Kali 200,00% - - -

1.1.2.08.04.0003 Dinas 
Perhubungan

Penyelenggaraan 
Pelayanan Aksesibilitas 
Angkutan Barang

Jumlah Pelaksanaan 
Kegiatan Survey Aksesibilitas 
Angkutan Barang

2 kali 2 kali 100,00% - - -

1.1.2.08.04.0004 Dinas 
Perhubungan

Penyelenggaraan Sarana 
Transportasi Bagi Pelajar

Transportasi Pelajar yang 
Diselenggarakan selama 12 
Bulan

8 unit 8 unit 100,00% - - -

1.1.2.08.04.0005 Dinas 
Perhubungan

Penyelenggaraan 
Transportasi Umum 
Perkotaan

Transportasi Umum 
Perkotaan yang 
Diselenggarakan

365 kali 365 kali 100,00% - - -

1.1.2.08.04.0006 Dinas 
Perhubungan

Perencanaan Angkutan 
Umum Perkotaan

Perencanaan Angkutan 
Umum Perkotaan yang 
Dilaksanakan

7 Dokumen 7 Dokumen 100,00% - - -
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1.1.2.08.05 Penyediaan sistem 
lalu lintas yang 
berkualitas

Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Dinas 
Perhubungan

Kecepatan rata-rata 
kendaraan di jalan 
kewenangan kota

39 kilometer 
per jam

39,63 kilometer 
per jam

101,62% - - -

Dinas 
Perhubungan

Persentase selisih tingkat 
kecelakaan lalu lintas

2 % 5,41 % 270,27% - - -

1.1.2.08.05.0001 Dinas 
Perhubungan

Pemeliharaan 
Perlengkapan Jalan

Jenis Perlengkapan Jalan 
yang Dipelihara

5 Jenis 5 Jenis 100,00% - - -

1.1.2.08.05.0002 Dinas 
Perhubungan

Pengadaan Perlengkapan 
Jalan

Jumlah Perlengkapan Jalan 
yang DIadakan

1037 unit 1166 unit 112,44% - - -

1.1.2.08.05.0003 Dinas 
Perhubungan

Penyelenggaraan 
Manajemen dan 
Rekayasa Lalu Lintas

Jumlah Dokumen 
Manajemen dan Rekayasa 
Lalu Lintas Yang Tersusun

5 dokumen 3 dokumen 60,00% Refocusing anggaran pada saat 
pandemi covid-19 dengan 
memprioritaskan penyusunan 
dokumen yang bersifat urgent.

Refocusing dilakukan dengan 
melakukan pemilahan dokumen 
yang prioritas tetap dibutuhkan 
untuk mendukung manajemen 
dan rekayasa lalu lintas.

-

1.1.2.08.05.0004 Dinas 
Perhubungan

Penyelenggaraan 
Perparkiran

Jumlah Tempat Parkir yang 
Diselenggarakan selama 12 
bulan

1821 Lokasi 1824 Lokasi 100,16% - - -

1.1.2.08.05.0005 Dinas 
Perhubungan

Pemasangan Alat 
Keselamatan Jalan (DAK)

Jenis alat keselamatan jalan 
yang diadakan dalam satu 
tahun

0 jenis 0 jenis 0,00% Penyesuaian anggaran alokasi DAK 
Fisik sesuai Peraturan Menteri 
Keuangan No. 35/PMK.07/2020

- Perlu meningkatkan koordinasi 
secara intens dengan pemerintah 
pusat terkait pelaksanaan kegiatan 
yang dibiayai DAK.

-

1.1.2.09 Komunikasi dan Informatika serta Persandian
1.1.2.09.01 Meningkatkan kualitas 

pelayanan publik
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Dinas Komunikasi 
dan Informatika

Persentase layanan publik 
administratif yang berbasis 
TIK

53,85 % 54,3 % 100,83% - - -

1.1.2.09.01.0001 Dinas Komunikasi 
dan Informatika

Layanan Sistem 
Informasi Pemerintahan 
dan Publik

Jumlah layanan sistem 
informasi pemerintahan dan 
publik yang disediakan

396 lokasi 396 lokasi 100,00% - - -

1.1.2.09.01.0002 Dinas Komunikasi 
dan Informatika

Monitoring dan Evaluasi 
Pelaksanaan 
Pemanfaatan Teknologi 
Informasi

Jumlah kegiatan monitoring 
dan evaluasi pelaksanaan 
pemanfaatan teknologi 
Informasi yang dilaksanakan

72 lokasi 72 lokasi 100,00% - - -
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1.1.2.09.01.0003 Dinas Komunikasi 
dan Informatika

Pembangunan Sistem 
Informasi Pelayanan 
Publik Dan Sistem 
Informasi Manajemen

Jumlah Aplikasi Pelayanan 
Publik dan Sistem Informasi 
Manejemen yang Dibangun

15 aplikasi 15 aplikasi 100,00% - - -

1.1.2.09.01.0004 Dinas Komunikasi 
dan Informatika

Pemeliharaan Dan 
Pengembangan Sistem 
Informasi Pelayanan 
Publik dan Sistem 
Informasi Manajemen

Jumlah Sistem Informasi 
Pelayanan Publik dan Sistem 
Informasi Manajemen yang 
dipelihara dan 
dikembangkan

150 Aplikasi 150 Aplikasi 100,00% - - -

1.1.2.09.02 Meningkatkan kualitas 
pelayanan publik

Program Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik

Dinas Komunikasi 
dan Informatika

Rata-rata pemanfaatan publik 
terhadap berbagai saluran 
komunikasi informasi yang 
disediakan oleh Pemerintah 
Kota Surabaya

32000 
kunjungan

65441 
kunjungan

204,50% - - -

1.1.2.09.02.0001 Dinas Komunikasi 
dan Informatika

Pelayanan Keluhan dan 
Pengaduan Masyarakat, 
Permohonan Informasi 
dan Dokumentasi Publik

Jumlah keluhan dan 
pengaduan masyarakat, 
permohonan informasi dan 
dokumentasi publik yang 
dilayani

3000 berkas 4058 berkas 135,27% - - -

1.1.2.09.02.0002 Dinas Komunikasi 
dan Informatika

Pengelolaan Saluran 
Komunikasi

Jumlah saluran komunikasi 
yang dikelola

19 Saluran 19 Saluran 100,00% - - -

1.1.2.09.02.0003 Dinas Komunikasi 
dan Informatika

Pengembangan dan 
Pemberdayaan Lembaga 
Komunikasi Sosial

Jumlah pelaksanaan 
pengembangan dan 
pemberdayaan lembaga 
komunikasi sosial

6 kali 6 kali 100,00% - - -

1.1.2.09.02.0004 Dinas Komunikasi 
dan Informatika

Penyusunan Dokumen 
Analisa Data dan 
Informasi Pemerintah 
Daerah

Jumlah Dokumen Analisa 
Data Dan Informasi 
Pemerintah Daerah yang 
disusun

1 dokumen 1 dokumen 100,00% - - -

1.1.2.09.02.0005 Dinas Komunikasi 
dan Informatika

Publikasi 
Penyelenggaraan 
Pembangunan Daerah

Jumlah Publikasi 
Penyelenggaraan 
Pembangunan Daerah

3 Jenis 3 Jenis 100,00% - - -
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1.1.2.09.03 Meningkatkan kualitas 
pelayanan publik

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dinas Komunikasi 
dan Informatika

Persentase pengelolaan 
sarana TIK pendukung 
pelayanan publik

100 % 100 % 100,00% - - -

1.1.2.09.03.0001 Dinas Komunikasi 
dan Informatika

Pelaksanaan Sistem 
Persandian Perkotaan

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Sistem Persandian 
Perkotaan yang dikelola

1289 unit 1364 unit 105,82% - - -

1.1.2.09.03.0002 Dinas Komunikasi 
dan Informatika

Pembangunan Sarana 
Prasarana TIK

Jumlah Pembangunan 
Sarana Prasarana TIK

4 lokasi 4 lokasi 100,00% - - -

1.1.2.09.03.0003 Dinas Komunikasi 
dan Informatika

Pemeliharaan dan 
Pengembangan Sarana 
Prasarana TIK

Jumlah Pemeliharaan dan 
Pengembangan Sarana 
Prasarana TIK

4 Jenis 4 Jenis 100,00% - - -

1.1.2.09.03.0004 Dinas Komunikasi 
dan Informatika

Penanganan Serangan 
terhadap Sistem 
Keamanan Informasi

Persentase Serangan 
terhadap Sistem Keamanan 
Informasi yang ditangani

100 persen 100 persen 100,00% - - -

1.1.2.09.03.0005 Dinas Komunikasi 
dan Informatika

Pengelolaan Pusat Data Jumlah Pusat Data yang 
dikelola

2 Lokasi 2 Lokasi 100,00% - - -

1.1.2.10 Penanaman Modal
1.1.2.10.01 Meningkatkan 

realisasi investasi
Program Pengolahan Data dan Pengendalian Penanaman Modal

Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu

Persentase perusahaan 
penanaman modal yang 
menyusun dan membuat 
LKPM

40 % 42,21 % 105,54% - - -

1.1.2.10.01.0001 Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu

Penyelenggaraan 
Pengendalian 
Pelaksanaan Penanaman 
Modal

Jumlah perusahaan 
penanam modal yang 
dimonitor dan dievaluasi

2100 
perusahaan

2102 
perusahaan

100,10% - - -

1.1.2.10.01.0003 Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu

Pengelolaan Data 
Investasi

Jumlah data investasi yang 
dikelola

41751 data 44839 data 107,40% - - -

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2020     III-76



NO
URUSAN 

PEMERINTAHAN
OPD PELAKSANA KEBIJAKAN

INDIKATOR PROGRAM/ 
KEGIATAN

TARGET REALISASI CAPAIAN PERMASALAHAN
UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN
TINJUT REKOMENDASI DPRD

URAIAN PROGRAM/ 
KEGIATAN

1.1.2.10.02 Meningkatkan 
realisasi investasi

Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi

Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu

Tingkat pertumbuhan izin 
realisasi investasi

20 % 24,9 % 124,51% - - -

1.1.2.10.02.0001 Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu

Pengembangan Potensi 
Penanaman Modal

Jumlah dokumen 
pengembangan potensi 
penanaman modal

8 dokumen 9 dokumen 112,50% - - -

1.1.2.10.02.0002 Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu

Penyelenggaraan 
Promosi Investasi

Jumlah promosi investasi 
yang dilaksanakan

2 kali 2 kali 100,00% - - -

1.1.2.10.03 Meningkatkan kualitas 
pelayanan publik

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Penanaman Modal

Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu

Persentase 
industri/perusahaan yang 
dibina dan diawasi perizinan 
dan pelaporannya

72 % 75,1 % 104,31% - - -

Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu

Persentase ketepatan waktu 
pelayanan perizinan dan non 
perizinan lingkup penanaman 
modal

78 % 100 % 128,21% - - -

1.1.2.10.03.0004 Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu

Pendataan dan 
Pengawasan Kepemilikan 
atau Penggunaan Mesin 
Pelinting Rokok dan 
Pemberian Sertifikat / 
Kode Registrasi Mesin 
Pelinting Rokok 
(DBHCHT)

Jumlah pendataan dan 
pengawasan kepemilikan 
atau penggunaan mesin 
pelinting rokok dan 
pemberian sertifikat / kode 
registrasi mesin pelinting 
rokok yang dilaksanakan

2 kali 2 kali 100,00% - - -
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1.1.2.10.03.0005 Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu

Pengawasan Perijinan 
Industri dan SIUP

Jumlah pelaku usaha yang 
ijin usahanya diawasi

11500 pelaku 
usaha

12509 pelaku 
usaha

108,77% - - Untuk pembenahan 
perijinan, dilakukan melalui 
Program : Peningkatan 
Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan Lingkup 
Penanaman Modal
Kegiatan : 
1. Pengawasan Perijinan 
Industri dan SIUP
2. Pengelolaan Pelayanan 
Perizinan dan Non Perizinan 
Terpadu

1.1.2.10.03.0006 Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu

Pengelolaan Pelayanan 
Perizinan dan Non 
Perizinan Terpadu

Jumlah berkas pelayanan 
perizinan dan non perizinan 
terpadu yang dihasilkan

60000 berkas 94367 berkas 157,28% - - Untuk pembenahan 
perijinan, dilakukan melalui 
Program : Peningkatan 
Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan Lingkup 
Penanaman Modal
Kegiatan : 
1. Pengawasan Perijinan 
Industri dan SIUP
2. Pengelolaan Pelayanan 
Perizinan dan Non Perizinan 
Terpadu

1.1.2.10.03.0007 Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu

Pengumpulan Informasi 
Hasil Tembakau 
(DBHCHT)

Jumlah pelaksanaan 
pengumpulan informasi hasil 
tembakau

2 kali 2 kali 100,00% - - -

1.1.2.10.03.0008 Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu

Penyampaian Informasi 
Ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan di 
Bidang Cukai Kepada 
Masyarakat dan atau 
Pemangku Kepentingan 
(DBHCHT)

Jumlah penyampaian 
informasi ketentuan 
peraturan cukai yang 
dilakukan

4 kali 4 kali 100,00% - - -
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1.1.2.11 Kepemudaan dan Olahraga
1.1.2.11.01 Meningkatkan dan 

mempertahankan 
prestasi atlit di tingkat 
regional, nasional 
dan/atau 
internasional

Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Dinas 
Kepemudaan dan 
Olah Raga

Cakupan/sebaran fasilitas 
olahraga

140 kelurahan 140 kelurahan 100,00% - - -

1.1.2.11.01.0001 Dinas 
Kepemudaan dan 
Olah Raga

Operasional Sarana dan 
Prasarana Olahraga

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Olahraga yang 
difasilitasi

12 unit 12 unit 100,00% - - -

1.1.2.11.01.0002 Dinas 
Kepemudaan dan 
Olah Raga

Pembangunan dan 
Peningkatan Prasarana 
Olahraga

Jumlah Prasarana Olahraga 
yang dibangun dan 
ditingkatkan

21 unit 21 unit 100,00% - - -

1.1.2.11.01.0003 Dinas 
Kepemudaan dan 
Olah Raga

Penyediaan Sarana 
Olahraga

Jumlah Sarana Olahraga 
yang Disediakan

6 jenis 6 jenis 100,00% - - -

1.1.2.11.01.0004 Dinas 
Kepemudaan dan 
Olah Raga

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan dan 
Pengawasan Penyediaan 
Sarana dan Prasarana 
Olahraga

Jumlah dokumen 
perencanaan prasarana 
olahraga yang disusun

58 dokumen 58 dokumen 100,00% - - -

1.1.2.11.01.0005 Dinas 
Kepemudaan dan 
Olah Raga

Perbaikan Prasarana 
Olahraga

Jumlah Prasarana Olahraga 
yang Diperbaiki

90 unit 90 unit 100,00% - - -

1.1.2.11.02 Meningkatkan dan 
mempertahankan 
prestasi atlit di tingkat 
regional, nasional 
dan/atau 
internasional

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Dinas 
Kepemudaan dan 
Olah Raga

Akumulasi prestasi atlit di 
tingkat regional, nasional 
dan/atau internasional

1660 medali 2985 medali 179,82% - - -

1.1.2.11.02.0001 Dinas 
Kepemudaan dan 
Olah Raga

Fasilitasi Kegiatan 
Pembinaan Olahraga 
Prestasi

Jumlah Kegiatan Pembinaan 
Olahraga Prestasi yang 
difasilitasi

4 kali 4 kali 100,00% - - -
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1.1.2.11.02.0002 Dinas 
Kepemudaan dan 
Olah Raga

Fasilitasi Kegiatan 
Pembinaan Olahraga 
Rekreasi

Jumlah kegiatan 
pengembangan dan 
peningkatan kualitas SDM 
olahraga rekreasi dan 
tradisional

2 kali 2 kali 100,00% - - -

1.1.2.11.02.0003 Dinas 
Kepemudaan dan 
Olah Raga

Pengembangan dan 
Peningkatan Kualitas 
SDM Olahraga Anak

Jumlah Kegiatan 
Pengembangan dan 
Peningkatan Kualitas SDM 
Olahraga Anak

4 kali 4 kali 100,00% - - -

1.1.2.11.02.0004 Dinas 
Kepemudaan dan 
Olah Raga

Pengembangan dan 
Peningkatan Kualitas 
SDM Olahraga Prestasi

Jumlah Kegiatan 
Pengembangan dan 
Peningkatan Kualitas SDM 
Olahraga Prestasi yang 
diselenggarakan

2 kali 2 kali 100,00% - - -

1.1.2.11.02.0005 Dinas 
Kepemudaan dan 
Olah Raga

Pengembangan dan 
Peningkatan Kualitas 
SDM Olahraga Rekreasi

Jumlah Kegiatan 
Pengembangan dan 
Peningkatan Kualitas SDM 
Olahraga Rekreasi yang 
diselenggarakan

2 kali 2 kali 100,00% - - -

1.1.2.11.03 Meningkatkan 
partisipasi aktif 
pemuda dalam 
pembangunan 
kepemudaan

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Dinas 
Kepemudaan dan 
Olah Raga

Persentase pemuda yang 
aktif memberikan 
penyuluhan sebagai kader 
anti kenakalan remaja

2 % 2,39 % 119,35% - - -

1.1.2.11.03.0001 Dinas 
Kepemudaan dan 
Olah Raga

Pembentukan Pemuda 
Kader Anti Kenakalan 
Remaja

Jumlah Peserta Pemuda yang 
mendapatkan pembinaan 
untuk menjadi Kader Anti 
Kenakalan Remaja

870 peserta 798 peserta 91,72% beberapa kali pelaksanaan 
sosialisasi bersamaan dengan 
kegiatan para peserta undangan

Melakukan verifikasi dan 
konfirmasi kepesertaan secara 
berjenjang serta meningkatkan 
kualitas dan daya tarik 
pelaksanaan pembinaan yang 
memungkinkan kepesertaan 
secara daring dan luring (blended 
system)

-

1.1.2.11.03.0002 Dinas 
Kepemudaan dan 
Olah Raga

Peningkatan Jiwa 
Kepemimpinan dan 
Kepeloporan Pemuda

Jumlah Kegiatan 
Peningkatan Jiwa 
Kepemimpinan dan 
Kepeloporan Pemuda yang 
diselenggarakan

11 kali 8 kali 72,73% tidak datangnya peserta 
dikarenakan jadwal selalu 
berbenturan dengan jadwal 
sekolah atau kuliah

- Melakukan verifikasi dan 
konfirmasi kepesertaan secara 
berjenjang serta meningkatkan 
kualitas dan daya tarik 
pelaksanaan pembinaan yang 
memungkinkan kepesertaan 
secara daring dan luring (blended 
system)
- Pelaksanaan pada saat week end

-
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1.1.2.11.04 Meningkatkan 
partisipasi aktif 
pemuda dalam 
pembangunan 
kepemudaan

Program Peningkatan Prestasi Pemuda

Dinas 
Kepemudaan dan 
Olah Raga

Persentase 
individu/kelompok yang 
mengaplikasikan keahlian 
yang didapat dari proses 
pembelajaran seni kreatif

6,82 % 7,58 % 111,08% - - -

Dinas 
Kepemudaan dan 
Olah Raga

Persentase pemuda yang 
membuka wirausaha mandiri

6,67 % 6,5 % 97,45% - peserta berbenturan dengan 
jadwal sekolah dan kuliah 
- kesulitan tempat pelaksanaan 
kegiatan atau ruang khusus 
pemuda

- Teknis dan strategi 
trainin/coaching berbasis 
digital/virtual untuk milenial.
- Dilaksanakan pada waktu week 
end.

-

1.1.2.11.04.0001 Dinas 
Kepemudaan dan 
Olah Raga

Pelatihan Seni Musik 
Modern di Rumah Kreatif

Jumlah peserta yang 
mengikuti pelatihan seni 
musik modern di rumah 
kreatif

15 orang 14 orang 93,33% - karena yang diprioritaskan adalah 
peserta yang sudah mempunyai 
dasar dalam menggunakan alat 
musik 
- seringkali pada saat kegiatan para 
peserta yang sudah mendaftar 
terkadang ada yang tidak bisa 
hadir di kegiatan

- Teknis dan strategi 
trainin/coaching berbasis 
digital/virtual untuk milenial.
- Dilaksanakan pada waktu week 
end.

-

1.1.2.11.04.0002 Dinas 
Kepemudaan dan 
Olah Raga

Pengembangan 
Keterampilan dan 
Kewirausahaan Pemuda

Jumlah Pemuda yang 
mendapatkan 
Pengembangan 
Keterampilan dan 
Kewirausahaan

250 Orang 250 Orang 100,00% - - Rekomendasi untuk melatih 
pemuda menjadi 
enterpreneur dilaksanakan 
melalui kegiatan 
Pengembangan Keterampilan 
dan Kewirausahaan Pemuda 
di Dinas Kepemudaan dan 
Olahraga. Pada kegiatan ini, 
pemuda dilatih beberapa 
ketrampilan wirausaha 
(fotografi, make up artist dll).  
Untuk permodalan, terdapat 
di kegiatan Fasilitasi 
Kemitraan dan 
Pengembangan Usaha Mikro 
di Dinas Koperasi dan Usaha 
Mikro dimana Pemkot 
Surabaya menjembatani 
antara kebutuhan modal 
usaha mikro dengan 
penyedia modal, Untuk 
pemasaran, terdapat di 
kegiatan Fasilitasi Pemasaran 
Usaha Mikro di Dinas 
Perdagangan

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2020     III-81



NO
URUSAN 

PEMERINTAHAN
OPD PELAKSANA KEBIJAKAN

INDIKATOR PROGRAM/ 
KEGIATAN

TARGET REALISASI CAPAIAN PERMASALAHAN
UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN
TINJUT REKOMENDASI DPRD

URAIAN PROGRAM/ 
KEGIATAN

1.1.2.12 Kebudayaan
1.1.2.12.01 Meningkatnya 

pelestarian seni dan 
cagar budaya

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal

Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata

Persentase hotel, restoran, 
dan ruang publik yang 
menampilkan budaya lokal 
pada 20 lokasi

95 % 150 % 157,89% - - -

Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata

Persentase kelompok seni 
terdaftar yang layak tampil

58,5 % 81,53 % 139,36% - - -

1.1.2.12.01.0001 Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata

Fasilitasi 
penyelenggaraan even 
budaya daerah

Jumlah penyelenggaraan 
event budaya daerah

125 kali 190 kali 152,00% - - -

1.1.2.12.01.0002 Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata

Fasilitasi 
Penyelenggaraan Festival 
Budaya Lokal

Jumlah pelaksaan festival 
budaya lokal

1 kali 1 kali 100,00% - - -

1.1.2.12.01.0003 Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata

Monitoring 
penyelenggaraan seni 
budaya lokal pada ruang 
publik dan usaha 
pariwisata

Jumlah ruang publik dan 
usaha pariwisata yang 
dimonitoring

14 lokasi 14 lokasi 100,00% - - -

1.1.2.12.02 Meningkatnya 
pelestarian seni dan 
cagar budaya

Program Perlindungan Budaya Lokal

Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata

Persentase cagar budaya 
yang terpelihara

91,6 % 92,01 % 100,45% - - -

1.1.2.12.02.0001 Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata

Monitoring dan evaluasi 
cagar budaya

Jumlah cagar budaya yang 
dimonitoring dan dievaluasi 
sesuai dengan kaidah 
pelestarian

250 lokasi 250 lokasi 100,00% - - -

1.1.2.12.02.0002 Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata

Pelestarian Nilai-Nilai 
Sejarah

Jumlah pelaksanaan event 
peningkatan nilai-nilai 
sejarah

1 kali 1 kali 100,00% - - -

1.1.2.13 Perpustakaan
1.1.2.13.01 Meningkatkan minat 

baca masyarakat
Program Pembinaan Layanan Baca

Dinas 
Perpustakaan 
dan Kearsipan

Persentase perpustakaan 
yang berhasil dibina

46,6 % 48,79 % 104,70% - - -

1.1.2.13.01.0001 Dinas 
Perpustakaan 
dan Kearsipan

Pembinaan Pengelolaan 
Layanan Baca

Jumlah layanan baca yang 
dilakukan pembinaan

500 lembaga 539 lembaga 107,80% - - -
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1.1.2.13.02 Meningkatkan minat 
baca masyarakat

Program Peningkatan Informasi dan Layanan Perpustakaan

Dinas 
Perpustakaan 
dan Kearsipan

Persentase peningkatan 
jumlah kegiatan petugas 
pengelola layanan baca

8 % 8,13 % 101,57% - - -

Dinas 
Perpustakaan 
dan Kearsipan

Persentase pertumbuhan 
event literasi yang 
diselenggarakan

10 % 15,35 % 153,47% - - -

1.1.2.13.02.0001 Dinas 
Perpustakaan 
dan Kearsipan

Pengelolaan Layanan 
Baca

Jumlah layanan baca yang 
dikelola

1494 lokasi 1494 lokasi 100,00% - - -

1.1.2.13.02.0002 Dinas 
Perpustakaan 
dan Kearsipan

Pengembangan Minat 
dan Budaya Baca

Jumlah kegiatan 
pengembangan minat dan 
budaya baca

222 kali 237 kali 106,76% - - -

1.1.2.13.03 Meningkatkan minat 
baca masyarakat

Program Peningkatan Minat dan Baca Masyarakat

Dinas 
Perpustakaan 
dan Kearsipan

Persentase penambahan 
koleksi buku

90,41 % 88,47 % 97,85% prioritas penanganan pandemi 
covid 19

Pengembangan koleksi elektronik 
book yang lebih efisien

-

1.1.2.13.03.0001 Dinas 
Perpustakaan 
dan Kearsipan

Penyediaan dan 
Perawatan Sarana 
Layanan Baca

Jumlah sarana layanan baca 
yang disediakan dan dirawat

1581 Buku 1051 Buku 66,48% Prioritas penanganan pandemi 
Covid-19

Pengembangan koleksi elektronik 
book yang lebih efisien

-

1.1.2.14 Kearsipan
1.1.2.14.01 Meningkatkan kualitas 

pelayanan publik
Program Pembinaan Penataan Kearsipan

Dinas 
Perpustakaan 
dan Kearsipan

Persentase perangkat daerah, 
unit kerja, BUMD dan sekolah 
negeri yang berhasil dibina 
sistem tata kearsipan sesuai 
ketentuan

79,9 % 91,08 % 113,99% - - -

1.1.2.14.01.0001 Dinas 
Perpustakaan 
dan Kearsipan

Pembinaan Sistem 
Kearsipan

Jumlah PD/unit kerja dan 
sekolah yang mendapatkan 
pembinaan sistem kearsipan

130 lembaga 130 lembaga 100,00% - - -

1.1.2.14.02 Meningkatkan kualitas 
pelayanan publik

Program Peningkatan Informasi dan Layanan Kearsipan

Dinas 
Perpustakaan 
dan Kearsipan

Indeks Kepuasan Pelayanan 
Kearsipan

81 86,01 106,19% - - -

1.1.2.14.02.0001 Dinas 
Perpustakaan 
dan Kearsipan

Layanan Informasi 
Kearsipan

Jumlah pelaksanaan layanan 
informasi kearsipan

40 kali 40 kali 100,00% - - -
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1.1.2.14.03 Meningkatkan kualitas 
pelayanan publik

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Dinas 
Perpustakaan 
dan Kearsipan

Persentase arsip sejarah yang 
didigitalisasi

85,19 % 100 % 117,38% - - -

Dinas 
Perpustakaan 
dan Kearsipan

Persentase jumlah arsip yang 
diakuisisi

80 % 129,74 % 162,17% - - -

1.1.2.14.03.0001 Dinas 
Perpustakaan 
dan Kearsipan

Pendataan dan Penataan 
Sistem Kearsipan

Jumlah kegiatan pendataan 
dan penataan sistem 
kearsipan

52 kali 52 kali 100,00% - - -

1.1.2.14.03.0002 Dinas 
Perpustakaan 
dan Kearsipan

Pengadaan Sarana 
Penyimpanan, 
Pengolahan, 
Pemeliharaan dan 
Penyelamatan Kearsipan

Jumlah sarana penyimpanan, 
pengolahan, pemeliharaan 
dan penyelamatan kearsipan 
yang diadakan

13 item 13 item 100,00% - - -

1.1.2.15 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
1.1.2.15.01 Mendorong 

pemantapan daya 
saing usaha mikro dan 
koperasi

Program Pemasaran Produk Usaha Mikro

Dinas 
Perdagangan

Persentase usaha mikro 
binaan yang mendapatkan 
fasilitasi pemasaran produk

90 % 100 % 111,11% - - -
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1.1.2.15.01.0001 Dinas 
Perdagangan

Fasilitasi Pemasaran 
Usaha Mikro

Jumlah UKM Yang 
Terfasilitasi Pengembangan 
Usaha Mikro

330 Orang 480 Orang 145,45% - - Rekomendasi untuk melatih 
pemuda menjadi 
enterpreneur dilaksanakan 
melalui kegiatan 
Pengembangan Keterampilan 
dan Kewirausahaan Pemuda 
di Dinas Kepemudaan dan 
Olahraga. Pada kegiatan ini, 
pemuda dilatih beberapa 
ketrampilan wirausaha 
(fotografi, make up artist dll).  
Untuk permodalan, terdapat 
di kegiatan Fasilitasi 
Kemitraan dan 
Pengembangan Usaha Mikro 
di Dinas Koperasi dan Usaha 
Mikro dimana Pemkot 
Surabaya menjembatani 
antara kebutuhan modal 
usaha mikro dengan 
penyedia modal, Untuk 
pemasaran, terdapat di 
kegiatan Fasilitasi Pemasaran 
Usaha Mikro di Dinas 
Perdagangan

1.1.2.15.01.0003 Dinas 
Perdagangan

Pengelolaan Sentra dan 
Stand Usaha Mikro

Jumlah sentra dan Stand 
Usaha Mikro yang dikelola

12 lokasi 12 lokasi 100,00% - - -

1.1.2.15.01.0004 Dinas 
Perdagangan

Penyediaan Sarana dan 
Prasarana Penunjang 
Pembinaan UKM (DAK)

Jumlah sarana dan 
prasarana penunjang 
pembinaan UKM yang 
disediakan

11 Jenis 7 Jenis 63,64% Menindaklanjuti adanya surat dari 
Menterı Keuangan RI nomor :S-
247/Mk.07/2020 tgl 27 Maret 
2020 perıhal Penghentıan Proses 
Pengadaan Barang / Jasa yang 
dibiayai melalui Dana alokasi 
khusus Fisık TA 2020, sehingga 
Paket Pekerjaan yang realisasinya 
dijadwalkan setelah tanggal 27 
Maret 2020 tidak dapat 
dilaksanakan.

- Perlu meningkatkan koordinasi 
secara intens dengan pemerintah 
pusat terkait pelaksanaan kegiatan 
yang dibiayai DAK.

-

1.1.2.15.02 Mendorong 
pemantapan daya 
saing usaha mikro dan 
koperasi

Program Pengembangan Produk Usaha Mikro

Dinas Koperasi 
dan Usaha Mikro

Persentase pelaku usaha 
mikro yang produknya layak 
diujimutukan

35,11 % 36,12 % 102,86% - - -
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1.1.2.15.02.0002 Dinas Koperasi 
dan Usaha Mikro

Pembinaan Pelaku Usaha 
Mikro

Jumlah pelaku usaha mikro 
yang mendapatkan 
pembinaan

587 orang 587 orang 100,00% - - -

1.1.2.15.03 Mendorong 
pemantapan daya 
saing usaha mikro dan 
koperasi

Program Pengembangan Sentra Usaha

Dinas Koperasi 
dan Usaha Mikro

Persentase sentra usaha 
makanan dan minuman yang 
beroperasi secara optimal

58 % 69,39 % 119,63% - - -

1.1.2.15.03.0001 Dinas Koperasi 
dan Usaha Mikro

Fasilitasi 
Penyelenggaraan 
Kegiatan di Sentra Usaha

Jumlah sentra usaha yang 
difasilitasi

21 sentra usaha 23 sentra usaha 109,52% - - -

1.1.2.15.03.0003 Dinas Koperasi 
dan Usaha Mikro

Pembinaan Pelaku Usaha 
di Sentra Usaha

Jumlah sentra usaha yang 
pelaku usahanya 
mendapatkan pembinaan

49 sentra usaha 49 sentra usaha 100,00% - - -

1.1.2.15.04 Mendorong 
pemantapan daya 
saing usaha mikro dan 
koperasi

Program Pengembangan Usaha Koperasi

Dinas Koperasi 
dan Usaha Mikro

Tingkat pertumbuhan 
koperasi yang meningkat 
volume usahanya

55 % 55,61 % 101,10% - - -

1.1.2.15.04.0001 Dinas Koperasi 
dan Usaha Mikro

Fasilitasi Peningkatan 
dan Pengembangan 
Usaha Koperasi

Jumlah koperasi yang 
difasilitasi untuk 
meningkatkan dan 
mengembangkan usaha 
bisnis

100 koperasi 100 koperasi 100,00% - - -

1.1.2.15.04.0003 Dinas Koperasi 
dan Usaha Mikro

Peningkatan Kapasitas 
Koperasi dan UKM (DAK)

Jumlah peserta yang 
mengikuti kegiatan 
peningkatan kapasitas 
koperasi dan UKM

210 Orang 210 Orang 100,00% - - -

1.1.2.15.05 Mendorong 
pemantapan daya 
saing usaha mikro dan 
koperasi

Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

Dinas Koperasi 
dan Usaha Mikro

Persentase koperasi 
berklasifikasi AAB

69,95 % 72,18 % 103,19% - - -

1.1.2.15.05.0001 Dinas Koperasi 
dan Usaha Mikro

Fasilitasi Pembentukan 
dan Peningkatan Kualitas 
Lembaga Koperasi

Jumlah kelompok yang 
mendapatkan fasilitasi 
pembentukan dan 
peningkatan kualitas 
koperasi

44 kelompok 44 kelompok 100,00% - - -
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1.1.2.15.05.0002 Dinas Koperasi 
dan Usaha Mikro

Pengawasan Koperasi Jumlah koperasi yang 
mendapatkan pengawasan

629 koperasi 629 koperasi 100,00% - - -

1.1.2.15.05.0003 Dinas Koperasi 
dan Usaha Mikro

Penilaian Kinerja 
Koperasi

Jumlah koperasi yang dinilai 
kinerjanya

35 koperasi 35 koperasi 100,00% - - -

1.1.2.15.06 Mendorong 
pemantapan daya 
saing usaha mikro dan 
koperasi

Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro

Dinas Koperasi 
dan Usaha Mikro

Persentase pelaku usaha 
mikro yang berhasil 
mendapatkan bantuan 
permodalan

8,31 % 8,97 % 107,90% - - -

1.1.2.15.06.0001 Dinas Koperasi 
dan Usaha Mikro

Fasilitasi Kemitraan dan 
Pengembangan Usaha 
Mikro

Jumlah pelaku usaha skala 
mikro yang mendapatkan 
fasilitasi kemitraan

173 orang/ 
kelompok

173 orang/ 
kelompok

100,00% - - Rekomendasi untuk melatih 
pemuda menjadi 
enterpreneur dilaksanakan 
melalui kegiatan 
Pengembangan Keterampilan 
dan Kewirausahaan Pemuda 
di Dinas Kepemudaan dan 
Olahraga. Pada kegiatan ini, 
pemuda dilatih beberapa 
ketrampilan wirausaha 
(fotografi, make up artist dll).  
Untuk permodalan, terdapat 
di kegiatan Fasilitasi 
Kemitraan dan 
Pengembangan Usaha Mikro 
di Dinas Koperasi dan Usaha 
Mikro dimana Pemkot 
Surabaya menjembatani 
antara kebutuhan modal 
usaha mikro dengan 
penyedia modal, Untuk 
pemasaran, terdapat di 
kegiatan Fasilitasi Pemasaran 
Usaha Mikro di Dinas 
Perdagangan
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NO
URUSAN 

PEMERINTAHAN
OPD PELAKSANA KEBIJAKAN

INDIKATOR PROGRAM/ 
KEGIATAN

TARGET REALISASI CAPAIAN PERMASALAHAN
UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN
TINJUT REKOMENDASI DPRD

URAIAN PROGRAM/ 
KEGIATAN

1.1.2.16 Statistik
1.1.2.16.01 Meningkatkan kualitas 

pelayanan publik
Program Pengelolaan Data Statistik Daerah

Dinas Komunikasi 
dan Informatika

Tersedianya data statistik 
daerah yang terintegrasi

100 % 100 % 100,00% - - -

1.1.2.16.01.0001 Dinas Komunikasi 
dan Informatika

Penyusunan Data 
Statistik Daerah

Jumlah dokumen data 
statistik daerah yang disusun

1 dokumen 1 dokumen 100,00% - - -
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA 

3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan 

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan 

adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk 

diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core 

competence) yang menjadi kekhasan daerah. Pemerintah Kota Surabaya menjalankan 

urusan pilihan diantaranya pariwisata; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; 

kelautan dan perikanan; dan pertanian.  

Pada tahun 2020, meskipun terkendala dengan adanya pandemi Covid-19 

Pemerintah Kota Surabaya telah berhasil memaksimalkan pengembangan potensi dan 

kekhasan daerah dimana terlihat dari banyaknya program dan kegiatan yang telah 

mencapai target yang ditentukan dan capaiannya lebih dari 100%. Berikut merupakan 

penjabaran pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan pilihan pada 

tahun 2020. 



NO
URUSAN 

PEMERINTAHAN
OPD PELAKSANA KEBIJAKAN

INDIKATOR PROGRAM/ 
KEGIATAN

TARGET REALISASI CAPAIAN PERMASALAHAN
UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN
TINJUT REKOMENDASI DPRD

1.2.2.01 Pariwisata
1.2.2.01.01 Meningkatkan kualitas 

pelayanan publik
Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Pariwisata

Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata

Persentase ketepatan waktu 
pelayanan perizinan dan non 
perizinan lingkup pariwisata

60 % 65,81 % 109,69%

- - -

1.2.2.01.01.0001 Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata

Pelayanan Perizinan dan 
Non Perizinan Usaha Jasa 
dan Sarana Pariwisata

Jumlah TDUP Usaha Jasa dan 
Sarana Pariwisata yang 
diproses

400 berkas 561 berkas 140,25%

- - -

1.2.2.01.01.0002 Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata

Pelayanan perizinan dan 
non perizinan usaha 
rekreasi dan Hiburan 
Umum

Jumlah Tanda Daftar Usaha 
Rekreasi dan Hiburan Umum 
yang diproses

169 berkas 128 berkas 75,74% Dengan adanya pandemi Covid 19 
mengakibatkan banyak usaha RHU 
yang tidak diperbolehkan untuk 
beroperasional

Sebagai bahan evaluasi 
rasionalisasi target

-

1.2.2.01.02 Meningkatkan sistem 
logistik perdagangan 
serta produktivitas 
sektor pariwisata 
dalam upaya 
menambah nilai 
kekayaan ekonomi

Program Pemasaran Pariwisata

Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata

Persentase kunjungan di 
objek wisata terhadap 
kunjungan wisatawan

10,6 % 22,35 % 210,83%
- - -

1.2.2.01.02.0001 Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata

Fasilitasi promosi wisata Jumlah fasilitasi promosi 
wisata

77 kali 77 kali 100,00%
- - -

Tabel 3.3
Capaian Pelaksanaan Urusan Pilihan Kota Surabaya

Tahun 2020

URAIAN PROGRAM/ 
KEGIATAN
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URUSAN 

PEMERINTAHAN
OPD PELAKSANA KEBIJAKAN

INDIKATOR PROGRAM/ 
KEGIATAN

TARGET REALISASI CAPAIAN PERMASALAHAN
UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN
TINJUT REKOMENDASI DPRD

URAIAN PROGRAM/ 
KEGIATAN

1.2.2.01.02.0002 Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata

Penyelenggaraan even di 
UPTD THP Kenjeran dan 
WIsata Religi Ampel

Jumlah Penyelenggaraan 
event di UPTD THP Kenjeran 
dan WIsata Religi Ampel

51 kali 22 kali 43,14% Penyelenggaraan even di UPTD 
THP Kenjeran dan Wisata Religi 
Ampel tidak dapat terlaksana 
dengan baik akibat terjadinya 
wabah pandemi covid-19. Sesuai 
dengan aturan protokol kesehatan 
maka kegiatan pariwisata yang 
dapat mendatangkan kerumunan 
orang/pengunjung, ditiadakan.

Mengembangkan konsep event 
virtual (virtual concert, virtual 
traveling, virtual tourism) dengan 
tujuan tetap meberikan kegiatan 
pada seniman dan tetap 
mensosialisasikan tempat wisata 
di Kota Surabaya.

-

1.2.2.01.02.0003 Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata

Penyelenggaraan even di 
UPTD Tugu Pahlawan 
Balai Pemuda dan THR

Jumlah penyelenggaraan 
event di UPTD Tugu 
Pahlawan dan Balai Pemuda

24 kali 17 kali 70,83% Kegiatan event di UPTD Tugu 
Pahlawan yakni pentas teatrikal 
dan di Balai Pemuda seperti: 
Ludruk, wayang Orang, dan 
ketoprak tidak dapat terlaksana 
secara maksimal, karena terjadi 
bencana nasional non alam yakni 
penyebaran Corona Virus yang 
berakibat semua aktivitas yang 
mengumpulkan massa 
diberhentikan.

Mengembangkan konsep event 
virtual (virtual concert, virtual 
traveling, virtual tourism) dengan 
tujuan tetap meberikan kegiatan 
pada seniman dan tetap 
mensosialisasikan tempat wisata 
di Kota Surabaya. -

1.2.2.01.02.0004 Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata

Penyelenggaraan 
pemilihan dan 
pengiriman duta wisata

Jumlah kegiatan pemilihan 
dan pengiriman duta wisata 
yang diselenggarakan dan 
diikuti

22 kali 22 kali 100,00%

-

1.2.2.01.03 Meningkatkan sistem 
logistik perdagangan 
serta produktivitas 
sektor pariwisata 
dalam upaya 
menambah nilai 
kekayaan ekonomi

Program Pengembangan Destinasi Wisata

Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata

Persentase ODTW yang 
berhasil dikembangkan

69,23 % 78,57 % 113,49%
- - -

1.2.2.01.03.0001 Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata

Fasilitasi Pelatihan dan 
Pertunjukan di Destinasi 
Wisata

Jumlah Pelatihan dan 
pertunjukan seni budaya di 
destinasi wisata yg 
difasilitasi

150 kali 288 kali 192,00%

- - -

1.2.2.01.03.0002 Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata

Pelatihan Peningkatan 
Kapasitas SDM di sektor 
Pariwisata

Jumlah kegiatan Pelatihan 
Peningkatan Kapasitas SDM 
di sektor pariwisata yang 
dilaksanakan

1 kali 2 kali 200,00%

- - -
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URUSAN 

PEMERINTAHAN
OPD PELAKSANA KEBIJAKAN

INDIKATOR PROGRAM/ 
KEGIATAN

TARGET REALISASI CAPAIAN PERMASALAHAN
UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN
TINJUT REKOMENDASI DPRD

URAIAN PROGRAM/ 
KEGIATAN

1.2.2.01.03.0003 Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata

Pemeliharaan dan 
penyediaan Sarana 
Penunjang obyek wisata 
THP Kenjeran, wisata air 
kalimas dan Wisata Religi 
Ampel

Jumlah obyek wisata yang 
dipelihara dan disediakan 
sarana penunjang

3 lokasi 3 lokasi 100,00%

- - -

1.2.2.01.03.0004 Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata

Pemeliharaan dan 
penyediaan Sarana 
Penunjang obyek wisata 
Tugu Pahlawan, Balai 
Pemuda dan THR

Jumlah obyek wisata yang 
dipelihara dan disediakan 
sarana penunjang

2 lokasi 4 lokasi 200,00%

- - -

1.2.2.01.03.0005 Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata

Peningkatan Destinasi 
Wisata

Jumlah Penyelenggaraan 
Event Peningkatan Destinasi 
Wisata

1 kali 1 kali 100,00%

- - -

1.2.2.01.03.0006 Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata

Bantuan Operasional 
Penyelenggaraan 
Museum (DAK)

Jumlah museum yang 
dipelihara

6 lokasi 9 lokasi 150,00%

- - -

1.2.2.01.03.0007 Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata

Peningkatan Kualitas 
Tata Kelola Destinasi 
Pariwisata dan Kapasitas 
Masyarakat Pelaku 
Usaha Bidang 
Kepariwisataan (DAK)

Jumlah peserta yang 
mengikuti Peningkatan 
Kualitas Tata Kelola Destinasi 
Pariwisata dan Kapasitas 
Masyarakat Pelaku Usaha 
Bidang Kepariwisataan

85 orang 85 orang 100,00%

- - -

1.2.2.01.04 Meningkatkan sistem 
logistik perdagangan 
serta produktivitas 
sektor pariwisata 
dalam upaya 
menambah nilai 
kekayaan ekonomi

Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata

Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata

Tingkat capaian kesepakatan 
dengan stakeholder bidang 
pariwisata yang dilaksanakan 
5 kesepakatan

80 % 140 % 175,00%

- - -
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NO
URUSAN 

PEMERINTAHAN
OPD PELAKSANA KEBIJAKAN

INDIKATOR PROGRAM/ 
KEGIATAN

TARGET REALISASI CAPAIAN PERMASALAHAN
UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN
TINJUT REKOMENDASI DPRD

URAIAN PROGRAM/ 
KEGIATAN

1.2.2.01.04.0001 Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata

Forum komunikasi pelaku 
usaha industri pariwisata

Jumlah pelaksanaan forum 
komunikasi pelaku usaha 
industri pariwisata

12 kali 4 kali 33,33% Adanya himbauan untuk 
mengurangi kegiatan yang 
menghadirkan banyak orang 
selama pandemi covid 19

Mengembangkan forum 
komunikasi secara virtual bagi 
pelaku usaha wisata, agar bisa 
survive di masa pandemi.

-

1.2.2.01.04.0002 Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata

Monitoring dan evaluasi 
kemitraan usaha jasa 
dan sarana pariwisata 
serta usaha rekreasi dan 
hiburan umum 
pariwisata

Jumlah lokasi usaha jasa dan 
sarana pariwisata yang 
dimonitor dan dievaluasi

6 lokasi 9 lokasi 150,00%

- - -

1.2.2.02 Energi dan Sumber Daya Mineral
1.2.2.02.01 Meningkatkan kualitas 

udara dan air
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif

Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau

Akumulasi entitas lingkungan 
yang berperan serta dalam 
pengembangan dan 
pemanfaatan energi 
alternatif

11 lingkungan 20 lingkungan 181,82%

- - -

1.2.2.02.01.0001 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau

Pendampingan 
Pengembangan Energi 
Alternatif di Masyarakat

Jumlah lokasi pendampingan 
dalam pengembangan dan 
pemanfaatan energi 
alternatif

3 Lingkungan 3 Lingkungan 100,00%

- - -

1.2.2.02.02 Meningkatkan kualitas 
udara dan air

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif di Gedung Milik Pemerintah Kota

Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Akumulasi penerapan 
teknologi dalam 
pengembangan dan 
pemanfaatan energi 
alternatif terbarukan di 
gedung milik pemerintah 
kota

45 unit 74 unit 164,44%

- - -

1.2.2.02.02.0001 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Penyediaan Sarana 
dalam rangka Konservasi 
Energi Pada Sektor 
Bangunan Gedung dan 
Permukiman

Jumlah Sarana dalam rangka 
Konservasi Energi Pada 
Sektor Bangunan Gedung 
dan Permukiman yang 
disediakan

6 unit 6 unit 100,00%

- - -
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KEGIATAN
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1.2.2.02.02.0002 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Konservasi 
Energi Pada Sektor 
Bangunan Gedung Dan 
Permukiman

Jumlah dokumen 
Perencanaan Konservasi 
Energi Pada Sektor 
Bangunan Gedung Dan 
Permukiman yang disusun

2 dokumen 2 dokumen 100,00%

- - -

1.2.2.02.03 Meningkatkan kualitas 
udara dan air

Program Upaya Konservasi Energi

Dinas Lingkungan 
Hidup

Akumulasi kegiatan dan/atau 
usaha yang telah 
menerapkan konservasi 
energi

154 kegiatan 
dan/atau usaha

154 kegiatan 
dan/atau usaha

100,00%

- - -

1.2.2.02.03.0001 Dinas Lingkungan 
Hidup

Pembinaan Pengusahaan 
Konservasi Energi

Jumlah kegiatan/usaha yang 
mendapatkan pembinaan 
pengusahaan konservasi 
energi

120 lembaga 120 lembaga 100,00%

- - -

1.2.2.03 Perdagangan
1.2.2.03.01 Meningkatkan sistem 

logistik perdagangan 
serta produktivitas 
sektor pariwisata 
dalam upaya 
menambah nilai 
kekayaan ekonomi

Program Distribusi Perdagangan

Dinas 
Perdagangan

Frekuensi fasilitasi pelaku 
distribusi perdagangan

17 kali 20 kali 117,65%
- - -

Dinas 
Perdagangan

Frekuensi intervensi 
ketersediaan komoditas

31 kali per 
kejadian

45 kali per 
kejadian

145,16%
- - -

Dinas 
Perdagangan

Tingkat kelengkapan data 
gudang terdaftar

80 % 83,5 % 104,38%
- - -

1.2.2.03.01.0001 Dinas 
Perdagangan

Monitoring Kelengkapan 
Data Gudang Terdaftar

Jumlah gudang yang 
dimonitor

250 lokasi 475 lokasi 190,00%
- - -

1.2.2.03.01.0002 Dinas 
Perdagangan

Pembinaan terhadap 
pelaku distribusi 
perdagangan

Jumlah Pelaku Distribusi 
Perdagangan yang dibina

31 Kelompok 31 Kelompok 100,00%

- - -

1.2.2.03.01.0003 Dinas 
Perdagangan

Stabilisasi Harga Barang 
Kebutuhan Pokok dan 
Barang Penting

Jumlah kegiatan stabilisasi 
harga barang kebutuhan 
pokok dan penting lainnya 
yang diselenggarakan

200 kali 307 kali 153,50%

- - -
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KEGIATAN

1.2.2.03.02 Meningkatkan kualitas 
pelayanan publik

Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Perdagangan

Dinas 
Perdagangan

Persentase ketepatan waktu 
pelayanan perizinan dan non 
perizinan lingkup 
perdagangan

78 % 93,41 % 119,76%

- - -

1.2.2.03.02.0001 Dinas 
Perdagangan

Pelayanan Perijinan di 
Bidang Perdagangan

Jumlah ijin bidang 
perdagangan yang 
diterbitkan

350 berkas 591 berkas 168,86%

- - -

1.2.2.03.02.0002 Dinas 
Perdagangan

Pengawasan Perijinan di 
Bidang Perdagangan

Jumlah usaha di bidang 
perdagangan yang diawasi 
perijinannya

1552 Lembaga 1608 Lembaga 103,61%

- - -

1.2.2.03.03 Meningkatkan kualitas 
pelayanan publik

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Dinas 
Perdagangan

Persentase temuan yang 
ditindaklanjuti

85 % 100 % 117,65%
- - -

1.2.2.03.03.0001 Dinas 
Perdagangan

Operasional UPTD 
Metrologi legal

Jumlah Sarana Pendukung 
Pelayanan UPTD Metrologi 
Legal yang dipelihara dan 
disediakan

16 Jenis 16 Jenis 100,00%

- - -

1.2.2.03.03.0002 Dinas 
Perdagangan

Pelayanan Tera/Tera 
Ulang Alat Ukur Takar 
Timbang dan 
Perlengkapannya (UTTP)

Jumlah alat UTTP yang 
dilayani

20879 unit 21560 unit 103,26%

- - -

1.2.2.03.03.0003 Dinas 
Perdagangan

Pengawasan Alat Ukur 
Takar Timbang dan 
Perlengkapannya (UTTP)

Jumlah alat UTTP yang 
diawasi

4500 unit 4716 unit 104,80%

- - -

1.2.2.04 Kelautan dan Perikanan
1.2.2.04.01 Meningkatkan 

ketahanan pangan
Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Perikanan dan Kelautan

Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian

Persentase pembudidaya 
perikanan dan kelautan yang 
mengaplikasikan teknologi 
tepat guna dalam proses 
budidaya

50 % 50 % 100,00%

- - -
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INDIKATOR PROGRAM/ 
KEGIATAN
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KEGIATAN

1.2.2.04.01.0001 Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian

Pelatihan dan 
pendampingan teknologi 
tepat guna budidaya 
perikanan dan kelautan

Jumlah pelaksanaan 
pelatihan teknologi tepat 
guna budidaya perikanan 
dan kelautan

18 kali 18 kali 100,00%

- - -

1.2.2.04.02 Meningkatkan 
ketahanan pangan

Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan

Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian

Persentase pembudidaya 
yang memanfaatkan fasilitas 
sarana dan prasarana 
perikanan dan kelautan

10 % 14,29 % 142,86%

- - -

1.2.2.04.02.0001 Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian

Pengadaan dan 
Pemeliharaan Sarana 
dan Prasarana Perikanan 
Budidaya

Jumlah unit sarana dan 
prasarana perikanan 
budidaya yang dipelihara 
dan diadakan

645 unit 645 unit 100,00%

- - -

1.2.2.04.02.0002 Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian

Pengadaan dan 
Pemeliharaan Sarana 
dan Prasarana Perikanan 
Tangkap

Jumlah unit sarana dan 
prasarana perikanan 
tangkap yang dipelihara dan 
diadakan

47 unit 47 unit 100,00%

- - -

1.2.2.04.02.0003 Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian

Pengawasan dan 
Rehabilitasi Kawasan 
Pesisir

Jumlah laporan kegiatan 
pengawasan dan rehabilitasi 
kawasan pesisir

12 laporan 12 laporan 100,00%

- - -

1.2.2.05 Pertanian
1.2.2.05.01 Meningkatkan kualitas 

pelayanan publik
Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Pertanian

Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian

Persentase ketepatan waktu 
pelayanan perizinan dan non 
perizinan lingkup pertanian

78 % 100 % 128,21%

- - -

1.2.2.05.01.0001 Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian

Pelayanan Perizinan dan 
Non Perizinan Bidang 
Pertanian

Jumlah berkas perizinan dan 
non perizinan bidang 
pertanian yang diproses

180 berkas 293 berkas 162,78%

- - -

1.2.2.05.02 Meningkatkan 
ketahanan pangan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak

Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian

Persentase populasi hewan 
ternak yang mendapatkan 
vaksinasi dan pengobatan

88 % 89,38 % 101,57%

- - -
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1.2.2.05.02.0001 Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian

Pelayanan Kesehatan dan 
Pencegahan Penyakit 
Hewan serta Zoonosis

Jumlah pelaksanaan 
pelayanan kesehatan dan 
pencegahan penyakit hewan 
serta Zoonosis

1562 kali 1562 kali 100,00%

- - -

1.2.2.05.03 Meningkatkan 
ketahanan pangan

Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan

Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian

Persentase pembudidaya 
ternak yang mengaplikasikan 
teknologi tepat guna dalam 
proses budidaya

65 % 67,24 % 103,45%

- - -

1.2.2.05.03.0001 Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian

Pelatihan dan 
pendampingan teknologi 
tepat guna budidaya 
peternakan

Jumlah pelaksanaan 
pelatihan dan pendampingan 
teknologi tepat guna 
budidaya peternakan

4 kali 4 kali 100,00%

- - -

1.2.2.05.03.0002 Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian

Penyediaan Sarana 
Budidaya Peternakan

Jumlah Jenis Sarana 
Budidaya Peternakan yang 
disediakan

6 jenis 6 jenis 100,00%

- - -

1.2.2.05.04 Meningkatkan 
ketahanan pangan

Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura

Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian

Persentase pembudidaya 
tanaman pangan dan 
hortikultura yang 
mengaplikasikan teknologi 
tepat guna dalam proses 
budidaya

65 % 66,4 % 102,15%

- - -

1.2.2.05.04.0001 Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian

Pelatihan dan 
pendampingan 
pemanfaatan teknologi 
tepat guna budidaya 
tanaman pangan dan 
hortikultura

Jumlah peserta pelatihan 
dan pendampingan 
pemanfaatan Teknologi 
Tepat Guna Budidaya 
Pangan dan Hortikultura

300 orang 300 orang 100,00%

- - -

1.2.2.05.04.0002 Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian

Pembibitan Jumlah bahan pembibitan 
yang disediakan

12 jenis 12 jenis 100,00%

- - -

1.2.2.05.04.0003 Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian

Peningkatan Kapasitas 
SDM Pertanian

Jumlah peserta pelaksanaan 
Peningkatan Kapasitas SDM 
Pertanian

100 orang 100 orang 100,00%

- - -
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PEMERINTAHAN
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1.2.2.05.05 Meningkatkan 
ketahanan pangan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian dan Perikanan Kelautan

Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian

Persentase pembudidaya 
yang omzetnya meningkat

50 % 84,79 % 169,59%

- - -

1.2.2.05.05.0001 Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian

Promosi Pemasaran 
Produk Pertanian

Jumlah kegiatan promosi 
pemasaran produk pertanian 
yang dilaksanakan

59 kali 59 kali 100,00%

- - -

1.2.2.05.06 Meningkatkan 
ketahanan pangan

Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura

Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian

Persentase pembudidaya 
tanaman pangan dan 
hortikultura yang 
memanfaatkan fasilitas 
sarana dan prasarana 
produksi

16 % 30,19 % 188,67%

- - -

1.2.2.05.06.0001 Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian

Pembinaan Pemanfaatan 
Lahan Pekarangan

Jumlah peserta pembinaan 
pemanfaatan lahan 
pekarangan

184 orang 184 orang 100,00%

- - -

1.2.2.05.06.0002 Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian

Pengadaan dan 
Pemeliharaan Sarana 
dan Prasarana Produksi 
Budidaya Tanaman 
Pangan dan Hortikultura

Jumlah Jenis Sarana dan 
Prasarana Produksi Budidaya 
Tanaman Pangan dan 
Hortikultura yang disediakan 
dan dipelihara

5 Jenis 5 Jenis 100,00%

- - -
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA 

3.1.4 Pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 

Unsur penunjang urusan pemerintahan dilaksanakan dengan tujuan untuk 

menunjang kinerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan yang meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, 

penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta fungsi lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan di Kota Surabaya pada tahun 

2020 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang ditentukan. Adanya 

pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menjadi salah satu penyebab beberapa program dan 

kegiatan yang tidak tercapai, namun pelaksanaan administrasi pemerintahan tetap 

berjalan dengan baik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. 

Pencapaian pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan Kota Surabaya tahun 

2020 dijabarkan sebagai berikut.



NO
URUSAN 

PEMERINTAHAN
OPD PELAKSANA KEBIJAKAN

INDIKATOR PROGRAM/ 
KEGIATAN

TARGET REALISASI CAPAIAN PERMASALAHAN
UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN
TINJUT REKOMENDASI DPRD

2.1.2.01 Kebijakan, Pelayanan Publik, dan Koordinasi Perangkat Daerah
2.1.2.01.01 Meningkatkan peran 

serta DPRD dalam 
penyelenggaraan 
pemerintahan

Program Fasilitasi Informasi dan Protokol DPRD

Sekretariat DPRD Persentase kegiatan DPRD 
terkait informasi dan 
protokol yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

2.1.2.01.01.0001 Sekretariat DPRD Fasilitasi Reses DPRD Jumlah Fasilitasi Reses 3 kali 3 kali 100,00% - - -

2.1.2.01.01.0002 Sekretariat DPRD Kunjungan Kerja dan 
Peningkatan Kapasitas 
Pimpinan dan Anggota 
DPRD

Jumlah Kegiatan Kunjungan 
Kerja dan Peningkatan 
Kapasitas Pimpinan dan 
Anggota DPRD

185 kali 209 kali 112,97% - - -

2.1.2.01.01.0003 Sekretariat DPRD Penerimaan Studi 
Banding

Jumlah studi banding yang 
difasilitasi

240 kali 217 kali 90,42% Berkurangnya kedatangan tamu 
studi banding dari luar daerah 
karena pandemi Covid-19

Kunjungan Kerja disarankan 
dilakukan secara on line.

-

2.1.2.01.01.0004 Sekretariat DPRD Pengendalian Keamanan Jumlah kegiatan 
pengendalian keamanan 
yang dilaksanakan

264 kali 254 kali 96,21% Adanya perubahan kebijakan hari 
libur sehingga jumlah hari 
pengamanan tidak terpenuhi

- -

2.1.2.01.01.0005 Sekretariat DPRD Publikasi Kegiatan DPRD Jumlah pelaksanaan 
publikasi kegiatan DPRD

5 media 5 media 100,00% - - -

2.1.2.01.02 Meningkatkan 
akuntabililitas 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah

Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan

Kec. Genteng Terfasilitasinya kegiatan 
kewilayahan sesuai dengan 
Berita Acara kesepakatan

100 % 65,16 % 65,16% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelaksanaan kegiatan 
karena adanya wabah / pandemi 
covid 19 

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Simokerto Terfasilitasinya kegiatan 
kewilayahan sesuai dengan 
Berita Acara kesepakatan

100 % 59,61 % 59,61% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelaksanaan kegiatan 
karena adanya wabah / pandemi 
covid 19 

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Tegalsari Terfasilitasinya kegiatan 
kewilayahan sesuai dengan 
Berita Acara kesepakatan

100 % 55,98 % 55,98% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelaksanaan kegiatan 
karena adanya wabah / pandemi 
covid 19 

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Tabel 3.4
Capaian Pelaksanaan Urusan Penunjang Kota Surabaya

Tahun 2020

URAIAN PROGRAM/ 
KEGIATAN
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NO
URUSAN 

PEMERINTAHAN
OPD PELAKSANA KEBIJAKAN

INDIKATOR PROGRAM/ 
KEGIATAN

TARGET REALISASI CAPAIAN PERMASALAHAN
UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN
TINJUT REKOMENDASI DPRD

URAIAN PROGRAM/ 
KEGIATAN

Kec. Bubutan Terfasilitasinya kegiatan 
kewilayahan sesuai dengan 
Berita Acara kesepakatan

100 % 46,12 % 46,12% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelaksanaan kegiatan 
karena adanya wabah / pandemi 
covid 19 

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Kenjeran Terfasilitasinya kegiatan 
kewilayahan sesuai dengan 
Berita Acara kesepakatan

100 % 50,05 % 50,05% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelaksanaan kegiatan 
karena adanya wabah / pandemi 
covid 19 

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Pabean 
Cantian

Terfasilitasinya kegiatan 
kewilayahan sesuai dengan 
Berita Acara kesepakatan

100 % 53,31 % 53,31% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelaksanaan kegiatan 
karena adanya wabah / pandemi 
covid 19 

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Semampir Terfasilitasinya kegiatan 
kewilayahan sesuai dengan 
Berita Acara kesepakatan

100 % 65,67 % 65,67% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelaksanaan kegiatan 
karena adanya wabah / pandemi 
covid 19 

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Krembangan Terfasilitasinya kegiatan 
kewilayahan sesuai dengan 
Berita Acara kesepakatan

100 % 48,15 % 48,15% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelaksanaan kegiatan 
karena adanya wabah / pandemi 
covid 19 

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Tambaksari Terfasilitasinya kegiatan 
kewilayahan sesuai dengan 
Berita Acara kesepakatan

100 % 53,2 % 53,20% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelaksanaan kegiatan 
karena adanya wabah / pandemi 
covid 19 

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Gubeng Terfasilitasinya kegiatan 
kewilayahan sesuai dengan 
Berita Acara kesepakatan

100 % 50,37 % 50,37% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelaksanaan kegiatan 
karena adanya wabah / pandemi 
covid 19 

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Rungkut Terfasilitasinya kegiatan 
kewilayahan sesuai dengan 
Berita Acara kesepakatan

100 % 42,37 % 42,37% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelaksanaan kegiatan 
karena adanya wabah / pandemi 
covid 19 

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Gunung 
Anyar

Terfasilitasinya kegiatan 
kewilayahan sesuai dengan 
Berita Acara kesepakatan

100 % 60,63 % 60,63% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelaksanaan kegiatan 
karena adanya wabah / pandemi 
covid 19 

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Tenggilis 
Mejoyo

Terfasilitasinya kegiatan 
kewilayahan sesuai dengan 
Berita Acara kesepakatan

100 % 52,52 % 52,52% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelaksanaan kegiatan 
karena adanya wabah / pandemi 
covid 19 

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-
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NO
URUSAN 

PEMERINTAHAN
OPD PELAKSANA KEBIJAKAN

INDIKATOR PROGRAM/ 
KEGIATAN

TARGET REALISASI CAPAIAN PERMASALAHAN
UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN
TINJUT REKOMENDASI DPRD

URAIAN PROGRAM/ 
KEGIATAN

Kec. Sukolilo Terfasilitasinya kegiatan 
kewilayahan sesuai dengan 
Berita Acara kesepakatan

100 % 46,68 % 46,68% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelaksanaan kegiatan 
karena adanya wabah / pandemi 
covid 19 

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Mulyorejo Terfasilitasinya kegiatan 
kewilayahan sesuai dengan 
Berita Acara kesepakatan

100 % 42,22 % 42,22% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelaksanaan kegiatan 
karena adanya wabah / pandemi 
covid 19 

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Wonokromo Terfasilitasinya kegiatan 
kewilayahan sesuai dengan 
Berita Acara kesepakatan

100 % 64,08 % 64,08% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelaksanaan kegiatan 
karena adanya wabah / pandemi 
covid 19 

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. 
Karangpilang

Terfasilitasinya kegiatan 
kewilayahan sesuai dengan 
Berita Acara kesepakatan

100 % 40,14 % 40,14% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelaksanaan kegiatan 
karena adanya wabah / pandemi 
covid 19 

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Dukuh Pakis Terfasilitasinya kegiatan 
kewilayahan sesuai dengan 
Berita Acara kesepakatan

100 % 37,24 % 37,24% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelaksanaan kegiatan 
karena adanya wabah / pandemi 
covid 19 

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Gayungan Terfasilitasinya kegiatan 
kewilayahan sesuai dengan 
Berita Acara kesepakatan

100 % 40,41 % 40,41% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelaksanaan kegiatan 
karena adanya wabah / pandemi 
covid 19 

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Jambangan Terfasilitasinya kegiatan 
kewilayahan sesuai dengan 
Berita Acara kesepakatan

100 % 47,51 % 47,51% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelaksanaan kegiatan 
karena adanya wabah / pandemi 
covid 19 

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Wonocolo Terfasilitasinya kegiatan 
kewilayahan sesuai dengan 
Berita Acara kesepakatan

100 % 48,05 % 48,05% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelaksanaan kegiatan 
karena adanya wabah / pandemi 
covid 19 

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Sawahan Terfasilitasinya kegiatan 
kewilayahan sesuai dengan 
Berita Acara kesepakatan

100 % 61,26 % 61,26% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelaksanaan kegiatan 
karena adanya wabah / pandemi 
covid 19 

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Wiyung Terfasilitasinya kegiatan 
kewilayahan sesuai dengan 
Berita Acara kesepakatan

100 % 45,09 % 45,09% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelaksanaan kegiatan 
karena adanya wabah / pandemi 
covid 19 

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-
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KEGIATAN
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Kec. Tandes Terfasilitasinya kegiatan 
kewilayahan sesuai dengan 
Berita Acara kesepakatan

100 % 45,04 % 45,04% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelaksanaan kegiatan 
karena adanya wabah / pandemi 
covid 19 

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Asemrowo Terfasilitasinya kegiatan 
kewilayahan sesuai dengan 
Berita Acara kesepakatan

100 % 60,26 % 60,26% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelaksanaan kegiatan 
karena adanya wabah / pandemi 
covid 19 

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. 
Sukomanunggal

Terfasilitasinya kegiatan 
kewilayahan sesuai dengan 
Berita Acara kesepakatan

100 % 38,55 % 38,55% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelaksanaan kegiatan 
karena adanya wabah / pandemi 
covid 19 

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Benowo Terfasilitasinya kegiatan 
kewilayahan sesuai dengan 
Berita Acara kesepakatan

100 % 50,07 % 50,07% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelaksanaan kegiatan 
karena adanya wabah / pandemi 
covid 19 

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Lakarsantri Terfasilitasinya kegiatan 
kewilayahan sesuai dengan 
Berita Acara kesepakatan

100 % 53,57 % 53,57% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelaksanaan kegiatan 
karena adanya wabah / pandemi 
covid 19 

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Sambikerep Terfasilitasinya kegiatan 
kewilayahan sesuai dengan 
Berita Acara kesepakatan

100 % 48,95 % 48,95% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelaksanaan kegiatan 
karena adanya wabah / pandemi 
covid 19 

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Pakal Terfasilitasinya kegiatan 
kewilayahan sesuai dengan 
Berita Acara kesepakatan

100 % 53,57 % 53,57% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelaksanaan kegiatan 
karena adanya wabah / pandemi 
covid 19 

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Bulak Terfasilitasinya kegiatan 
kewilayahan sesuai dengan 
Berita Acara kesepakatan

100 % 51,03 % 51,03% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelaksanaan kegiatan 
karena adanya wabah / pandemi 
covid 19 

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

2.1.2.01.02.0001 Kec. Asemrowo Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Asem Rowo

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

7 Lembaga 8 Lembaga 114,29% - - -
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2.1.2.01.02.0002 Kec. Asemrowo Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Genting Kalianak

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

4 Lembaga 4 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0003 Kec. Asemrowo Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Tambak Sarioso

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

6 Lembaga 6 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0004 Kec. Benowo Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Kandangan

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 9 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0005 Kec. Benowo Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Romokalisari

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

3 Lembaga 3 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0006 Kec. Benowo Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Sememi

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

7 Lembaga 10 Lembaga 142,86% - - -

2.1.2.01.02.0007 Kec. Benowo Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Tambak Oso Wilangon

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

4 Lembaga 4 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0008 Kec. Bubutan Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Alun-alun Contong

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

6 Lembaga 6 Lembaga 100,00% - - -
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2.1.2.01.02.0009 Kec. Bubutan Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Bubutan

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 9 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0010 Kec. Bubutan Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Gundih

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 11 Lembaga 110,00% - - -

2.1.2.01.02.0011 Kec. Bubutan Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Jepara

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 9 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0012 Kec. Bubutan Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Tembok Dukuh

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 10 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0013 Kec. Bulak Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Bulak

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

7 Lembaga 7 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0014 Kec. Bulak Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Kedung Cowek

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

3 Lembaga 3 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0015 Kec. Bulak Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Kenjeran

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

3 Lembaga 3 Lembaga 100,00% - - -
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2.1.2.01.02.0016 Kec. Bulak Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Sukolilo Baru

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

7 Lembaga 7 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0017 Kec. Dukuh Pakis Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Dukuh Kupang

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

6 Lembaga 6 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0018 Kec. Dukuh Pakis Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Dukuh Pakis

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

5 Lembaga 5 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0019 Kec. Dukuh Pakis Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Gunung Sari

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

6 Lembaga 6 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0020 Kec. Dukuh Pakis Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Pradah Kalikendal

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

7 Lembaga 12 Lembaga 171,43% - - -

2.1.2.01.02.0021 Kec. Gayungan Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Dukuh Menanggal

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 9 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0022 Kec. Gayungan Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Gayungan

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

4 Lembaga 4 Lembaga 100,00% - - -
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2.1.2.01.02.0023 Kec. Gayungan Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Ketintang

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 8 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0024 Kec. Gayungan Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Menanggal

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

6 Lembaga 6 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0025 Kec. Genteng Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Embong Kaliasin

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

5 Lembaga 5 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0026 Kec. Genteng Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Genteng

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 11 Lembaga 110,00% - - -

2.1.2.01.02.0027 Kec. Genteng Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Kapasari

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

11 Lembaga 11 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0028 Kec. Genteng Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Ketabang

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

6 Lembaga 8 Lembaga 133,33% - - -

2.1.2.01.02.0029 Kec. Genteng Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Peneleh

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

15 Lembaga 15 Lembaga 100,00% - - -
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2.1.2.01.02.0030 Kec. Gubeng Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Airlangga

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 8 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0031 Kec. Gubeng Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Baratajaya

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 8 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0032 Kec. Gubeng Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Gubeng

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

3 Lembaga 3 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0033 Kec. Gubeng Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Kertajaya

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

11 Lembaga 11 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0034 Kec. Gubeng Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Mojo

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

12 Lembaga 13 Lembaga 108,33% - - -

2.1.2.01.02.0035 Kec. Gubeng Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Pucang Sewu

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 8 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0036 Kec. Gunung 
Anyar

Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Gunung Anyar

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 8 Lembaga 100,00% - - -
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2.1.2.01.02.0037 Kec. Gunung 
Anyar

Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Gunung Anyar Tambak

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 8 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0038 Kec. Gunung 
Anyar

Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Rungkut Menanggal

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

4 Lembaga 4 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0039 Kec. Gunung 
Anyar

Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Rungkut Tengah

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 9 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0040 Kec. Jambangan Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Jambangan

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

7 Lembaga 7 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0041 Kec. Jambangan Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Karah

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

12 Lembaga 12 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0042 Kec. Jambangan Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Kebonsari

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

3 Lembaga 3 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0043 Kec. Jambangan Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Pagesangan

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

4 Lembaga 4 Lembaga 100,00% - - -
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2.1.2.01.02.0044 Kec. 
Karangpilang

Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Karang Pilang

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

4 Lembaga 4 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0045 Kec. 
Karangpilang

Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Kebraon

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

12 Lembaga 13 Lembaga 108,33% - - -

2.1.2.01.02.0046 Kec. 
Karangpilang

Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Kedurus

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 9 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0047 Kec. 
Karangpilang

Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Waru Gunung

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

3 Lembaga 3 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0048 Kec. Kenjeran Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Bulak Banteng

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 8 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0049 Kec. Kenjeran Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Sidotopo Wetan

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

13 Lembaga 14 Lembaga 107,69% - - -

2.1.2.01.02.0050 Kec. Kenjeran Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Tambak Wedi

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

4 Lembaga 4 Lembaga 100,00% - - -
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2.1.2.01.02.0051 Kec. Kenjeran Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Tanah Kali Kedinding

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 10 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0052 Kec. Krembangan Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Dupak

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

5 Lembaga 5 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0053 Kec. Krembangan Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Kemayoran

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 8 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0054 Kec. Krembangan Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Krembangan Selatan

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

13 Lembaga 13 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0055 Kec. Krembangan Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Morokrembangan

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 9 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0056 Kec. Krembangan Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Perak Barat

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

7 Lembaga 7 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0057 Kec. Lakarsantri Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Bangkingan

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

5 Lembaga 5 Lembaga 100,00% - - -
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2.1.2.01.02.0058 Kec. Lakarsantri Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Jeruk

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

3 Lembaga 3 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0059 Kec. Lakarsantri Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Lakarsantri

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

4 Lembaga 4 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0060 Kec. Lakarsantri Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Lidah Kulon

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

7 Lembaga 7 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0061 Kec. Lakarsantri Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Lidah Wetan

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

5 Lembaga 6 Lembaga 120,00% - - -

2.1.2.01.02.0062 Kec. Lakarsantri Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Sumurwelut

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

3 Lembaga 3 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0063 Kec. Mulyorejo Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Dukuh Sutorejo

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 9 Lembaga 90,00% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelaksanaan kegiatan 
karena adanya wabah / pandemi 
covid 19 

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

2.1.2.01.02.0064 Kec. Mulyorejo Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Kalijudan

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 6 Lembaga 60,00% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelaksanaan kegiatan 
karena adanya wabah / pandemi 
covid 19 

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-
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2.1.2.01.02.0065 Kec. Mulyorejo Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Kalisari

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 7 Lembaga 87,50% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelaksanaan kegiatan 
karena adanya wabah / pandemi 
covid 19 

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

2.1.2.01.02.0066 Kec. Mulyorejo Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Kejawan Putih Tambak

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

4 Lembaga 4 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0067 Kec. Mulyorejo Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Manyar Sabrangan

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

13 Lembaga 13 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0068 Kec. Mulyorejo Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Mulyorejo

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

11 Lembaga 11 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0069 Kec. Pabean 
Cantian

Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Bongkaran

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 10 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0070 Kec. Pabean 
Cantian

Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Krembangan Utara

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 10 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0071 Kec. Pabean 
Cantian

Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Nyamplungan

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 8 Lembaga 100,00% - - -
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2.1.2.01.02.0072 Kec. Pabean 
Cantian

Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Perak Timur

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 9 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0073 Kec. Pabean 
Cantian

Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Perak Utara

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 10 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0074 Kec. Pakal Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Babat Jerawat

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 14 Lembaga 140,00% - - -

2.1.2.01.02.0075 Kec. Pakal Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Benowo

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

5 Lembaga 6 Lembaga 120,00% - - -

2.1.2.01.02.0076 Kec. Pakal Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Pakal

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

6 Lembaga 6 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0077 Kec. Pakal Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Sumber Rejo

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 7 Lembaga 87,50% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelaksanaan kegiatan 
karena adanya wabah / pandemi 
covid 19 

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

2.1.2.01.02.0078 Kec. Rungkut Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Kalirungkut

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

13 Lembaga 13 Lembaga 100,00% - - -
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2.1.2.01.02.0079 Kec. Rungkut Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Kedung Baruk

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 10 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0080 Kec. Rungkut Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Medokan Ayu

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

15 Lembaga 15 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0081 Kec. Rungkut Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Penjaringansari

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

15 Lembaga 9 Lembaga 60,00% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelaksanaan kegiatan 
karena adanya wabah / pandemi 
covid 19 

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

2.1.2.01.02.0082 Kec. Rungkut Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Rungkut Kidul

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

12 Lembaga 12 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0083 Kec. Rungkut Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Wonorejo

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 10 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0084 Kec. Sambikerep Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Bringin

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

3 Lembaga 4 Lembaga 133,33% - - -

2.1.2.01.02.0085 Kec. Sambikerep Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Lontar

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

11 Lembaga 12 Lembaga 109,09% - - -
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2.1.2.01.02.0086 Kec. Sambikerep Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Made

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

6 Lembaga 7 Lembaga 116,67% - - -

2.1.2.01.02.0087 Kec. Sambikerep Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Sambikerep

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

6 Lembaga 7 Lembaga 116,67% - - -

2.1.2.01.02.0088 Kec. Sawahan Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Banyu Urip

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 9 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0089 Kec. Sawahan Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Kupang Krajan

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

7 Lembaga 7 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0090 Kec. Sawahan Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Pakis

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 10 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0091 Kec. Sawahan Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Petemon

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

18 Lembaga 18 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0092 Kec. Sawahan Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Putat Jaya

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

15 Lembaga 15 Lembaga 100,00% - - -
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2.1.2.01.02.0093 Kec. Sawahan Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Sawahan

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 11 Lembaga 110,00% - - -

2.1.2.01.02.0094 Kec. Semampir Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Ampel

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

17 Lembaga 17 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0095 Kec. Semampir Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Pegirian

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

11 Lembaga 11 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0096 Kec. Semampir Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Sidotopo

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

11 Lembaga 12 Lembaga 109,09% - - -

2.1.2.01.02.0097 Kec. Semampir Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Ujung

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

14 Lembaga 14 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0098 Kec. Semampir Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Wonokusumo

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

16 Lembaga 16 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0099 Kec. Simokerto Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Kapasan

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 10 Lembaga 111,11% - - -
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2.1.2.01.02.0100 Kec. Simokerto Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Sidodadi

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

7 Lembaga 7 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0101 Kec. Simokerto Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Simokerto

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

14 Lembaga 14 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0102 Kec. Simokerto Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Simolawang

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 8 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0103 Kec. Simokerto Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Tambakrejo

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 11 Lembaga 110,00% - - -

2.1.2.01.02.0104 Kec. Sukolilo Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Gebang Putih

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

7 Lembaga 7 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0105 Kec. Sukolilo Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Keputih

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

5 Lembaga 6 Lembaga 120,00% - - -

2.1.2.01.02.0106 Kec. Sukolilo Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Klampis Ngasem

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 9 Lembaga 100,00% - - -
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2.1.2.01.02.0107 Kec. Sukolilo Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Medokan Semampir

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 10 Lembaga 111,11% - - -

2.1.2.01.02.0108 Kec. Sukolilo Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Menur Pumpungan

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 10 Lembaga 111,11% - - -

2.1.2.01.02.0109 Kec. Sukolilo Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Nginden Jangkungan

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 11 Lembaga 122,22% - - -

2.1.2.01.02.0110 Kec. Sukolilo Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Semolowaru

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

13 Lembaga 13 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0111 Kec. 
Sukomanunggal

Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Putat Gede

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

4 Lembaga 4 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0112 Kec. 
Sukomanunggal

Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Simomulyo

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

7 Lembaga 7 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0113 Kec. 
Sukomanunggal

Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Simomulyo Baru

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 10 Lembaga 100,00% - - -
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2.1.2.01.02.0114 Kec. 
Sukomanunggal

Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Sonokwijenan

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

4 Lembaga 5 Lembaga 125,00% - - -

2.1.2.01.02.0115 Kec. 
Sukomanunggal

Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Sukomanunggal

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

5 Lembaga 5 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0116 Kec. 
Sukomanunggal

Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Tanjungsari

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

4 Lembaga 5 Lembaga 125,00% - - -

2.1.2.01.02.0117 Kec. Tambaksari Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Dukuh Setro

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

5 Lembaga 7 Lembaga 140,00% - - -

2.1.2.01.02.0118 Kec. Tambaksari Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Gading

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

11 Lembaga 11 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0119 Kec. Tambaksari Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Kapasmadya Baru

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 8 Lembaga 88,89% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelaksanaan kegiatan 
karena adanya wabah / pandemi 
covid 19 

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

2.1.2.01.02.0120 Kec. Tambaksari Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Pacarkeling

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

11 Lembaga 12 Lembaga 109,09% - - -
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2.1.2.01.02.0121 Kec. Tambaksari Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Pacarkembang

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

11 Lembaga 11 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0122 Kec. Tambaksari Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Ploso

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

11 Lembaga 11 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0123 Kec. Tambaksari Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Rangkah

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 9 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0124 Kec. Tambaksari Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Tambaksari

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 9 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0125 Kec. Tandes Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Balongsari

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

7 Lembaga 7 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0126 Kec. Tandes Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Banjar Sugihan

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

4 Lembaga 4 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0127 Kec. Tandes Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Karang Poh

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 9 Lembaga 100,00% - - -
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2.1.2.01.02.0128 Kec. Tandes Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Manukan Kulon

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

14 Lembaga 15 Lembaga 107,14% - - -

2.1.2.01.02.0129 Kec. Tandes Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Manukan wetan

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

6 Lembaga 7 Lembaga 116,67% - - -

2.1.2.01.02.0130 Kec. Tandes Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Tandes

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 9 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0131 Kec. Tegalsari Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Dr. Soetomo

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

14 Lembaga 14 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0132 Kec. Tegalsari Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Kedungdoro

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 10 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0133 Kec. Tegalsari Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Keputran

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

6 Lembaga 6 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0134 Kec. Tegalsari Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Tegalsari

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

6 Lembaga 6 Lembaga 100,00% - - -
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2.1.2.01.02.0135 Kec. Tegalsari Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Wonorejo

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

11 Lembaga 11 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0136 Kec. Tenggilis 
Mejoyo

Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Kendangsari

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

5 Lembaga 5 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0137 Kec. Tenggilis 
Mejoyo

Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Kutisari

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

6 Lembaga 6 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0138 Kec. Tenggilis 
Mejoyo

Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Panjang Jiwo

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 8 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0139 Kec. Tenggilis 
Mejoyo

Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Tenggilis Mejoyo

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

6 Lembaga 6 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0140 Kec. Wiyung Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Babatan

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 9 Lembaga 112,50% - - -

2.1.2.01.02.0141 Kec. Wiyung Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Balas Klumprik

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 7 Lembaga 77,78% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelaksanaan kegiatan 
karena adanya wabah / pandemi 
covid 19 

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-
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2.1.2.01.02.0142 Kec. Wiyung Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Jajar Tunggal

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

5 Lembaga 5 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0143 Kec. Wiyung Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Wiyung

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

11 Lembaga 8 Lembaga 72,73% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelaksanaan kegiatan 
karena adanya wabah / pandemi 
covid 19 

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

2.1.2.01.02.0144 Kec. Wonocolo Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Bendul Merisi

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

12 Lembaga 12 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0145 Kec. Wonocolo Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Jemur Wonosari

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 6 Lembaga 66,67% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelaksanaan kegiatan 
karena adanya wabah / pandemi 
covid 19 

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

2.1.2.01.02.0146 Kec. Wonocolo Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Margorejo

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 7 Lembaga 87,50% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelaksanaan kegiatan 
karena adanya wabah / pandemi 
covid 19 

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

2.1.2.01.02.0147 Kec. Wonocolo Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Sidosermo

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

6 Lembaga 8 Lembaga 133,33% - - -

2.1.2.01.02.0148 Kec. Wonocolo Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Siwalankerto

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

6 Lembaga 6 Lembaga 100,00% - - -
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2.1.2.01.02.0149 Kec. Wonokromo Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Darmo

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 10 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0150 Kec. Wonokromo Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Jagir

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

11 Lembaga 11 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0151 Kec. Wonokromo Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Ngagel

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

5 Lembaga 5 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0152 Kec. Wonokromo Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Ngagel Rejo

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

12 Lembaga 12 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0153 Kec. Wonokromo Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Sawunggaling

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

12 Lembaga 12 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.02.0154 Kec. Wonokromo Pembangunan Sarana 
Prasarana Wilayah dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan 
Wonokromo

Jumlah lembaga yang 
mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana 
prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 9 Lembaga 112,50% - - -

2.1.2.01.03 Meningkatkan 
akuntabililitas 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah

Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat

Kec. Genteng Persentase kegiatan 
pemberdayaan masyarakat 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -
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Kec. Simokerto Persentase kegiatan 
pemberdayaan masyarakat 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Tegalsari Persentase kegiatan 
pemberdayaan masyarakat 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Bubutan Persentase kegiatan 
pemberdayaan masyarakat 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Kenjeran Persentase kegiatan 
pemberdayaan masyarakat 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Pabean 
Cantian

Persentase kegiatan 
pemberdayaan masyarakat 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Semampir Persentase kegiatan 
pemberdayaan masyarakat 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Krembangan Persentase kegiatan 
pemberdayaan masyarakat 
yang terfasilitasi

100 % 83,33 % 83,33% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelaksanaan kegiatan 
karena adanya wabah / pandemi 
covid 19 

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Tambaksari Persentase kegiatan 
pemberdayaan masyarakat 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Gubeng Persentase kegiatan 
pemberdayaan masyarakat 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Rungkut Persentase kegiatan 
pemberdayaan masyarakat 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Gunung 
Anyar

Persentase kegiatan 
pemberdayaan masyarakat 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Tenggilis 
Mejoyo

Persentase kegiatan 
pemberdayaan masyarakat 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -
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Kec. Sukolilo Persentase kegiatan 
pemberdayaan masyarakat 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Mulyorejo Persentase kegiatan 
pemberdayaan masyarakat 
yang terfasilitasi

100 % 83,33 % 83,33% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelaksanaan kegiatan 
karena adanya wabah / pandemi 
covid 19 

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Wonokromo Persentase kegiatan 
pemberdayaan masyarakat 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. 
Karangpilang

Persentase kegiatan 
pemberdayaan masyarakat 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Dukuh Pakis Persentase kegiatan 
pemberdayaan masyarakat 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Gayungan Persentase kegiatan 
pemberdayaan masyarakat 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Jambangan Persentase kegiatan 
pemberdayaan masyarakat 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Wonocolo Persentase kegiatan 
pemberdayaan masyarakat 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Sawahan Persentase kegiatan 
pemberdayaan masyarakat 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Wiyung Persentase kegiatan 
pemberdayaan masyarakat 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Tandes Persentase kegiatan 
pemberdayaan masyarakat 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Asemrowo Persentase kegiatan 
pemberdayaan masyarakat 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -
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Kec. 
Sukomanunggal

Persentase kegiatan 
pemberdayaan masyarakat 
yang terfasilitasi

100 % 83,33 % 83,33% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelaksanaan kegiatan 
karena adanya wabah / pandemi 
covid 19 

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Benowo Persentase kegiatan 
pemberdayaan masyarakat 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Lakarsantri Persentase kegiatan 
pemberdayaan masyarakat 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Sambikerep Persentase kegiatan 
pemberdayaan masyarakat 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Pakal Persentase kegiatan 
pemberdayaan masyarakat 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Bulak Persentase kegiatan 
pemberdayaan masyarakat 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0001 Kec. Asemrowo Operasional pengelolaan 
Administrasi 
LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan 
administrasi 
kemasyarakatan yang 
mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

139 Lembaga 139 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0002 Kec. Asemrowo Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data 
Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

40 Kali 40 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0003 Kec. Benowo Operasional pengelolaan 
Administrasi 
LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan 
administrasi 
kemasyarakatan yang 
mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

188 Lembaga 188 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0004 Kec. Benowo Pengembangan Kampung 
Edukasi (Jamur, Anggrek 
dan Hidroponik)

Pengembangan Kampung 
Edukasi

3 kali 3 kali 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0005 Kec. Benowo Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data 
Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 48 Kali 100,00% - - -
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2.1.2.01.03.0006 Kec. Bubutan Operasional pengelolaan 
Administrasi 
LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan 
administrasi 
kemasyarakatan yang 
mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

414 Lembaga 414 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0007 Kec. Bubutan Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data 
Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

36 Kali 40 Kali 111,11% - - -

2.1.2.01.03.0008 Kec. Bulak Operasional pengelolaan 
Administrasi 
LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan 
administrasi 
kemasyarakatan yang 
mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

158 Lembaga 158 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0009 Kec. Bulak Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data 
Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 48 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0010 Kec. Dukuh Pakis Operasional pengelolaan 
Administrasi 
LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan 
administrasi 
kemasyarakatan yang 
mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

195 Lembaga 195 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0011 Kec. Dukuh Pakis Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data 
Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

40 Kali 40 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0012 Kec. Gayungan Operasional pengelolaan 
Administrasi 
LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan 
administrasi 
kemasyarakatan yang 
mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

197 Lembaga 197 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0013 Kec. Gayungan Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data 
Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 48 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0014 Kec. Genteng Operasional pengelolaan 
Administrasi 
LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan 
administrasi 
kemasyarakatan yang 
mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

364 Lembaga 364 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0015 Kec. Genteng Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data 
Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

33 Kali 33 Kali 100,00% - - -
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2.1.2.01.03.0016 Kec. Gubeng Operasional pengelolaan 
Administrasi 
LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan 
administrasi 
kemasyarakatan yang 
mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

480 Lembaga 480 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0017 Kec. Gubeng Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data 
Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 48 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0018 Kec. Gunung 
Anyar

Operasional pengelolaan 
Administrasi 
LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan 
administrasi 
kemasyarakatan yang 
mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

217 Lembaga 217 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0019 Kec. Gunung 
Anyar

Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data 
Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

24 Kali 42 Kali 175,00% - - -

2.1.2.01.03.0020 Kec. Jambangan Operasional pengelolaan 
Administrasi 
LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan 
administrasi 
kemasyarakatan yang 
mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

168 Lembaga 168 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0021 Kec. Jambangan Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data 
Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

40 Kali 56 Kali 140,00% - - -

2.1.2.01.03.0022 Kec. 
Karangpilang

Operasional pengelolaan 
Administrasi 
LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan 
administrasi 
kemasyarakatan yang 
mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

220 Lembaga 220 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0023 Kec. 
Karangpilang

Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data 
Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 48 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0024 Kec. Kenjeran Operasional pengelolaan 
Administrasi 
LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan 
administrasi 
kemasyarakatan yang 
mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

456 Lembaga 456 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0025 Kec. Kenjeran Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data 
Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

40 Kali 40 Kali 100,00% - - -
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2.1.2.01.03.0026 Kec. Krembangan Operasional pengelolaan 
Administrasi 
LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan 
administrasi 
kemasyarakatan yang 
mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

431 Lembaga 432 Lembaga 100,23% - - -

2.1.2.01.03.0027 Kec. Krembangan Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data 
Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 40 Kali 83,33% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya Pendataan,Survey dan 
Validasi data yang terhambat 
karena adanya Pandemi Covid - 19

- Normalisasi anggaran dan 
kegiatan pasca pandemi.
- Mengembangkan perangkat e-
survey.

-

2.1.2.01.03.0028 Kec. Lakarsantri Operasional pengelolaan 
Administrasi 
LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan 
administrasi 
kemasyarakatan yang 
mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

200 Lembaga 200 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0029 Kec. Lakarsantri Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data 
Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 48 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0030 Kec. Mulyorejo Operasional pengelolaan 
Administrasi 
LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan 
administrasi 
kemasyarakatan yang 
mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

346 Lembaga 346 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0031 Kec. Mulyorejo Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data 
Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 40 Kali 83,33% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya Pendataan,Survey dan 
Validasi data yang terhambat 
karena adanya Pandemi Covid - 19

- Normalisasi anggaran dan 
kegiatan pasca pandemi.
- Mengembangkan perangkat e-
survey.

-

2.1.2.01.03.0032 Kec. Pabean 
Cantian

Operasional pengelolaan 
Administrasi 
LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan 
administrasi 
kemasyarakatan yang 
mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

376 Lembaga 376 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0033 Kec. Pabean 
Cantian

Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data 
Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 48 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0034 Kec. Pakal Operasional pengelolaan 
Administrasi 
LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan 
administrasi 
kemasyarakatan yang 
mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

229 Lembaga 229 Lembaga 100,00% - - -
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2.1.2.01.03.0035 Kec. Pakal Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data 
Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

40 Kali 44 Kali 110,00% - - -

2.1.2.01.03.0036 Kec. Rungkut Operasional pengelolaan 
Administrasi 
LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan 
administrasi 
kemasyarakatan yang 
mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

488 Lembaga 488 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0037 Kec. Rungkut Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data 
Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 48 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0038 Kec. Sambikerep Operasional pengelolaan 
Administrasi 
LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan 
administrasi 
kemasyarakatan yang 
mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

259 Lembaga 259 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0039 Kec. Sambikerep Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data 
Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 48 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0040 Kec. Sawahan Operasional pengelolaan 
Administrasi 
LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan 
administrasi 
kemasyarakatan yang 
mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

627 Lembaga 627 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0041 Kec. Sawahan Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data 
Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

40 Kali 40 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0042 Kec. Semampir Operasional pengelolaan 
Administrasi 
LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan 
administrasi 
kemasyarakatan yang 
mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

636 Lembaga 636 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0043 Kec. Semampir Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data 
Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 48 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0044 Kec. Simokerto Operasional pengelolaan 
Administrasi 
LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan 
administrasi 
kemasyarakatan yang 
mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

356 Lembaga 356 Lembaga 100,00% - - -
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2.1.2.01.03.0045 Kec. Simokerto Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data 
Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

36 Kali 36 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0046 Kec. Sukolilo Operasional pengelolaan 
Administrasi 
LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan 
administrasi 
kemasyarakatan yang 
mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

439 Lembaga 439 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0047 Kec. Sukolilo Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data 
Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

30 Kali 66 Kali 220,00% - - -

2.1.2.01.03.0048 Kec. 
Sukomanunggal

Operasional pengelolaan 
Administrasi 
LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan 
administrasi 
kemasyarakatan yang 
mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

323 Lembaga 323 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0049 Kec. 
Sukomanunggal

Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data 
Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 40 Kali 83,33% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya Pendataan,Survey dan 
Validasi data yang terhambat 
karena adanya Pandemi Covid - 19

- Normalisasi anggaran dan 
kegiatan pasca pandemi.
- Mengembangkan perangkat e-
survey.

-

2.1.2.01.03.0050 Kec. Tambaksari Operasional pengelolaan 
Administrasi 
LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan 
administrasi 
kemasyarakatan yang 
mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

749 Lembaga 749 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0051 Kec. Tambaksari Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data 
Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 48 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0052 Kec. Tandes Operasional pengelolaan 
Administrasi 
LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan 
administrasi 
kemasyarakatan yang 
mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

371 Lembaga 371 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0053 Kec. Tandes Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data 
Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

40 Kali 52 Kali 130,00% - - -

2.1.2.01.03.0054 Kec. Tegalsari Operasional pengelolaan 
Administrasi 
LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan 
administrasi 
kemasyarakatan yang 
mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

365 Lembaga 365 Lembaga 100,00% - - -
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2.1.2.01.03.0055 Kec. Tegalsari Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data 
Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

36 Kali 38 Kali 105,56% - - -

2.1.2.01.03.0056 Kec. Tenggilis 
Mejoyo

Operasional pengelolaan 
Administrasi 
LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan 
administrasi 
kemasyarakatan yang 
mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

185 Lembaga 185 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0057 Kec. Tenggilis 
Mejoyo

Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data 
Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

40 Kali 40 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0058 Kec. Wiyung Operasional pengelolaan 
Administrasi 
LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan 
administrasi 
kemasyarakatan yang 
mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

210 Lembaga 210 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0059 Kec. Wiyung Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data 
Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

40 Kali 40 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0060 Kec. Wonocolo Operasional pengelolaan 
Administrasi 
LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan 
administrasi 
kemasyarakatan yang 
mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

280 Lembaga 280 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0061 Kec. Wonocolo Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data 
Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 48 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0062 Kec. Wonokromo Operasional pengelolaan 
Administrasi 
LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan 
administrasi 
kemasyarakatan yang 
mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

568 Lembaga 568 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.03.0063 Kec. Wonokromo Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data 
Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 48 Kali 100,00% - - -
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2.1.2.01.04 Meningkatkan peran 
serta DPRD dalam 
penyelenggaraan 
pemerintahan

Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Persentase kegiatan 
peningkatan kapasitas 
Sekretariat DPRD yang 
terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

2.1.2.01.04.0001 Sekretariat DPRD Fasilitasi Peningkatan 
Kapasitas Sekretariat 
Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah

Jumlah kegiatan Fasilitasi 
Peningkatan Kapasitas 
Sekretariat DPRD

38 kali 26 kali 68,42% Kurang optimalnya fasilitasi 
peningkatan kapasitas Sekretariat 
DPRD yang terhambat karena 
adanya Pandemi Covid - 19

Desain kegiatan berbasis IT -

2.1.2.01.05 Meningkatkan 
akuntabililitas 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah

Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Kec. Genteng Persentase kegiatan kesra 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Simokerto Persentase kegiatan kesra 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Tegalsari Persentase kegiatan kesra 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Bubutan Persentase kegiatan kesra 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Kenjeran Persentase kegiatan kesra 
yang terfasilitasi

100 % 98,65 % 98,65% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya kegiatan yang 
terhambat karena adanya Pandemi 
Covid - 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Pabean 
Cantian

Persentase kegiatan kesra 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Semampir Persentase kegiatan kesra 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Krembangan Persentase kegiatan kesra 
yang terfasilitasi

100 % 94,83 % 94,83% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya kegiatan yang 
terhambat karena adanya Pandemi 
Covid - 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Tambaksari Persentase kegiatan kesra 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Gubeng Persentase kegiatan kesra 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Rungkut Persentase kegiatan kesra 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Gunung 
Anyar

Persentase kegiatan kesra 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -
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Kec. Tenggilis 
Mejoyo

Persentase kegiatan kesra 
yang terfasilitasi

100 % 84,05 % 84,05% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya kegiatan yang 
terhambat karena adanya Pandemi 
Covid - 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Sukolilo Persentase kegiatan kesra 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Mulyorejo Persentase kegiatan kesra 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Wonokromo Persentase kegiatan kesra 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. 
Karangpilang

Persentase kegiatan kesra 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Dukuh Pakis Persentase kegiatan kesra 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Gayungan Persentase kegiatan kesra 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Jambangan Persentase kegiatan kesra 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Wonocolo Persentase kegiatan kesra 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Sawahan Persentase kegiatan kesra 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Wiyung Persentase kegiatan kesra 
yang terfasilitasi

100 % 96,52 % 96,52% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya kegiatan yang 
terhambat karena adanya Pandemi 
Covid - 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Tandes Persentase kegiatan kesra 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Asemrowo Persentase kegiatan kesra 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. 
Sukomanunggal

Persentase kegiatan kesra 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Benowo Persentase kegiatan kesra 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Lakarsantri Persentase kegiatan kesra 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Sambikerep Persentase kegiatan kesra 
yang terfasilitasi

100 % 98,67 % 98,67% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya kegiatan yang 
terhambat karena adanya Pandemi 
Covid - 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Pakal Persentase kegiatan kesra 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Bulak Persentase kegiatan kesra 
yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Genteng Persentase terlayaninya 
administrasi kependudukan 
di kecamatan

100 % 100 % 100,00% - - -
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Kec. Simokerto Persentase terlayaninya 
administrasi kependudukan 
di kecamatan

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Tegalsari Persentase terlayaninya 
administrasi kependudukan 
di kecamatan

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Bubutan Persentase terlayaninya 
administrasi kependudukan 
di kecamatan

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Kenjeran Persentase terlayaninya 
administrasi kependudukan 
di kecamatan

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Pabean 
Cantian

Persentase terlayaninya 
administrasi kependudukan 
di kecamatan

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Semampir Persentase terlayaninya 
administrasi kependudukan 
di kecamatan

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Krembangan Persentase terlayaninya 
administrasi kependudukan 
di kecamatan

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Tambaksari Persentase terlayaninya 
administrasi kependudukan 
di kecamatan

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Gubeng Persentase terlayaninya 
administrasi kependudukan 
di kecamatan

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Rungkut Persentase terlayaninya 
administrasi kependudukan 
di kecamatan

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Gunung 
Anyar

Persentase terlayaninya 
administrasi kependudukan 
di kecamatan

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Tenggilis 
Mejoyo

Persentase terlayaninya 
administrasi kependudukan 
di kecamatan

100 % 100 % 100,00% - - -
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Kec. Sukolilo Persentase terlayaninya 
administrasi kependudukan 
di kecamatan

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Mulyorejo Persentase terlayaninya 
administrasi kependudukan 
di kecamatan

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Wonokromo Persentase terlayaninya 
administrasi kependudukan 
di kecamatan

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. 
Karangpilang

Persentase terlayaninya 
administrasi kependudukan 
di kecamatan

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Dukuh Pakis Persentase terlayaninya 
administrasi kependudukan 
di kecamatan

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Gayungan Persentase terlayaninya 
administrasi kependudukan 
di kecamatan

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Jambangan Persentase terlayaninya 
administrasi kependudukan 
di kecamatan

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Wonocolo Persentase terlayaninya 
administrasi kependudukan 
di kecamatan

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Sawahan Persentase terlayaninya 
administrasi kependudukan 
di kecamatan

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Wiyung Persentase terlayaninya 
administrasi kependudukan 
di kecamatan

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Tandes Persentase terlayaninya 
administrasi kependudukan 
di kecamatan

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Asemrowo Persentase terlayaninya 
administrasi kependudukan 
di kecamatan

100 % 100 % 100,00% - - -
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Kec. 
Sukomanunggal

Persentase terlayaninya 
administrasi kependudukan 
di kecamatan

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Benowo Persentase terlayaninya 
administrasi kependudukan 
di kecamatan

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Lakarsantri Persentase terlayaninya 
administrasi kependudukan 
di kecamatan

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Sambikerep Persentase terlayaninya 
administrasi kependudukan 
di kecamatan

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Pakal Persentase terlayaninya 
administrasi kependudukan 
di kecamatan

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Bulak Persentase terlayaninya 
administrasi kependudukan 
di kecamatan

100 % 100 % 100,00% - - -

2.1.2.01.05.0001 Kec. Asemrowo Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan 
Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

70 Kali 70 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.05.0004 Kec. Benowo Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan 
Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

28 Kali 47 Kali 167,86% - - -

2.1.2.01.05.0007 Kec. Bubutan Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan 
Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

90 Kali 90 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.05.0010 Kec. Bulak Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan 
Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

75 Kali 75 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.05.0013 Kec. Dukuh Pakis Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan 
Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

80 Kali 80 Kali 100,00% - - -
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2.1.2.01.05.0016 Kec. Gayungan Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan 
Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

76 Kali 76 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.05.0019 Kec. Genteng Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan 
Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

69 Kali 69 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.05.0022 Kec. Gubeng Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan 
Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

19 Kali 19 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.05.0025 Kec. Gunung 
Anyar

Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan 
Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

64 Kali 101 Kali 157,81% - - -

2.1.2.01.05.0028 Kec. Jambangan Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan 
Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

109 Kali 109 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.05.0031 Kec. 
Karangpilang

Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan 
Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

116 Kali 122 Kali 105,17% - - -

2.1.2.01.05.0034 Kec. Kenjeran Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan 
Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

74 Kali 72 Kali 97,30% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya kegiatan yang 
terhambat karena adanya Pandemi 
Covid - 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

2.1.2.01.05.0037 Kec. Krembangan Penguatan Kelembagaan 
Pengarusutamaan 
Gender Dan Anak

Jumlah Pelaksanaan 
Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

116 Kali 104 Kali 89,66% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya kegiatan yang 
terhambat karena adanya Pandemi 
Covid - 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

2.1.2.01.05.0040 Kec. Lakarsantri Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan 
Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

115 Kali 115 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.05.0043 Kec. Mulyorejo Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan 
Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

116 Kali 116 Kali 100,00% - - -
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2.1.2.01.05.0046 Kec. Pabean 
Cantian

Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan 
Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

116 Kali 116 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.05.0049 Kec. Pakal Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan 
Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

72 Kali 105 Kali 145,83% - - -

2.1.2.01.05.0052 Kec. Rungkut Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan 
Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

83 Kali 83 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.05.0055 Kec. Sambikerep Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan 
Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

113 Kali 113 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.05.0058 Kec. Sawahan Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan 
Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

53 Kali 60 Kali 113,21% - - -

2.1.2.01.05.0061 Kec. Semampir Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan 
Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

116 Kali 116 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.05.0064 Kec. Simokerto Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan 
Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

116 Kali 116 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.05.0067 Kec. Sukolilo Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan 
Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

72 Kali 85 Kali 118,06% - - -

2.1.2.01.05.0070 Kec. 
Sukomanunggal

Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan 
Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

54 Kali 90 Kali 166,67% - - -

2.1.2.01.05.0073 Kec. Tambaksari Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan 
Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

116 Kali 116 Kali 100,00% - - -
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2.1.2.01.05.0076 Kec. Tandes Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan 
Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

71 Kali 71 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.05.0079 Kec. Tegalsari Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan 
Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

92 Kali 92 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.05.0082 Kec. Tenggilis 
Mejoyo

Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan 
Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

116 Kali 79 Kali 68,10% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya kegiatan yang 
terhambat karena adanya Pandemi 
Covid - 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

2.1.2.01.05.0085 Kec. Wiyung Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan 
Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

115 Kali 107 Kali 93,04% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya kegiatan yang 
terhambat karena adanya Pandemi 
Covid - 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

2.1.2.01.05.0088 Kec. Wonocolo Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan 
Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

116 Kali 116 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.05.0091 Kec. Wonokromo Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan 
Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak

94 Kali 95 Kali 101,06% - - -

2.1.2.01.06 Meningkatkan 
akuntabililitas 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah

Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah

Kec. Genteng Persentase kegiatan sarana 
prasarana wilayah yang 
terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Simokerto Persentase kegiatan sarana 
prasarana wilayah yang 
terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Tegalsari Persentase kegiatan sarana 
prasarana wilayah yang 
terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Bubutan Persentase kegiatan sarana 
prasarana wilayah yang 
terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Kenjeran Persentase kegiatan sarana 
prasarana wilayah yang 
terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -
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Kec. Pabean 
Cantian

Persentase kegiatan sarana 
prasarana wilayah yang 
terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Semampir Persentase kegiatan sarana 
prasarana wilayah yang 
terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Krembangan Persentase kegiatan sarana 
prasarana wilayah yang 
terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Tambaksari Persentase kegiatan sarana 
prasarana wilayah yang 
terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Gubeng Persentase kegiatan sarana 
prasarana wilayah yang 
terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Rungkut Persentase kegiatan sarana 
prasarana wilayah yang 
terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Gunung 
Anyar

Persentase kegiatan sarana 
prasarana wilayah yang 
terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Tenggilis 
Mejoyo

Persentase kegiatan sarana 
prasarana wilayah yang 
terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Sukolilo Persentase kegiatan sarana 
prasarana wilayah yang 
terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Mulyorejo Persentase kegiatan sarana 
prasarana wilayah yang 
terfasilitasi

100 % 91,01 % 91,01% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya kegiatan yang 
terhambat karena adanya Pandemi 
Covid - 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Wonokromo Persentase kegiatan sarana 
prasarana wilayah yang 
terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. 
Karangpilang

Persentase kegiatan sarana 
prasarana wilayah yang 
terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Dukuh Pakis Persentase kegiatan sarana 
prasarana wilayah yang 
terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Gayungan Persentase kegiatan sarana 
prasarana wilayah yang 
terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Jambangan Persentase kegiatan sarana 
prasarana wilayah yang 
terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Wonocolo Persentase kegiatan sarana 
prasarana wilayah yang 
terfasilitasi

100 % 98,89 % 98,89% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya kegiatan yang 
terhambat karena adanya Pandemi 
Covid - 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-
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Kec. Sawahan Persentase kegiatan sarana 
prasarana wilayah yang 
terfasilitasi

100 % 98,15 % 98,15% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya kegiatan yang 
terhambat karena adanya Pandemi 
Covid - 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Wiyung Persentase kegiatan sarana 
prasarana wilayah yang 
terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Tandes Persentase kegiatan sarana 
prasarana wilayah yang 
terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Asemrowo Persentase kegiatan sarana 
prasarana wilayah yang 
terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. 
Sukomanunggal

Persentase kegiatan sarana 
prasarana wilayah yang 
terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Benowo Persentase kegiatan sarana 
prasarana wilayah yang 
terfasilitasi

100 % 94,44 % 94,44% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya kegiatan yang 
terhambat karena adanya Pandemi 
Covid - 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Lakarsantri Persentase kegiatan sarana 
prasarana wilayah yang 
terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Sambikerep Persentase kegiatan sarana 
prasarana wilayah yang 
terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Pakal Persentase kegiatan sarana 
prasarana wilayah yang 
terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Bulak Persentase kegiatan sarana 
prasarana wilayah yang 
terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0001 Kec. Asemrowo Pengawasan 
Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi 
Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan 
pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi 
Pamong Praja

360 kali 360 kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0002 Kec. Asemrowo Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

50 Kali 50 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0004 Kec. Asemrowo Penyelenggaraan 
Musrenbang RKPD 
Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari 
seluruh kelurahan di wilayah 
kecamatan yang mengikuti 
Musrenbang RKPD tingkat 
Kecamatan

4 lembaga 4 lembaga 100,00% - - -
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2.1.2.01.06.0005 Kec. Benowo Pengawasan 
Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi 
Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan 
pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi 
Pamong Praja

360 kali 360 kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0006 Kec. Benowo Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

60 Kali 50 Kali 83,33% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya Pendataan,Survey dan 
Validasi data yang terhambat 
karena adanya Pandemi Covid - 19

- Normalisasi anggaran dan 
kegiatan pasca pandemi.
- Mengembangkan perangkat e-
survey.

-

2.1.2.01.06.0008 Kec. Benowo Penyelenggaraan 
Musrenbang RKPD 
Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari 
seluruh kelurahan di wilayah 
kecamatan yang mengikuti 
Musrenbang RKPD tingkat 
Kecamatan

4 lembaga 4 lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0009 Kec. Bubutan Pengawasan 
Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi 
Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan 
pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi 
Pamong Praja

360 kali 361 kali 100,28% - - -

2.1.2.01.06.0010 Kec. Bubutan Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

45 Kali 50 Kali 111,11% - - -

2.1.2.01.06.0012 Kec. Bubutan Penyelenggaraan 
Musrenbang RKPD 
Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari 
seluruh kelurahan di wilayah 
kecamatan yang mengikuti 
Musrenbang RKPD tingkat 
Kecamatan

4 lembaga 4 lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0013 Kec. Bulak Pengawasan 
Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi 
Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan 
pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi 
Pamong Praja

360 kali 360 kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0014 Kec. Bulak Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

60 Kali 60 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0016 Kec. Bulak Penyelenggaraan 
Musrenbang RKPD 
Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari 
seluruh kelurahan di wilayah 
kecamatan yang mengikuti 
Musrenbang RKPD tingkat 
Kecamatan .

4 Lembaga 4 Lembaga 100,00% - - -
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2.1.2.01.06.0017 Kec. Dukuh Pakis Pengawasan 
Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi 
Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan 
pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi 
Pamong Praja

360 kali 360 kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0018 Kec. Dukuh Pakis Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

54 Kali 54 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0020 Kec. Dukuh Pakis Penyelenggaraan 
Musrenbang RKPD 
Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari 
seluruh kelurahan di wilayah 
kecamatan yang mengikuti 
Musrenbang RKPD tingkat 
Kecamatan

4 lembaga 4 lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0021 Kec. Gayungan Pengawasan 
Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi 
Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan 
pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi 
Pamong Praja

360 kali 360 kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0022 Kec. Gayungan Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

50 kali 50 kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0024 Kec. Gayungan Penyelenggaraan 
Musrenbang RKPD 
Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari 
seluruh kelurahan di wilayah 
kecamatan yang mengikuti 
Musrenbang RKPD tingkat 
Kecamatan

4 lembaga 4 lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0025 Kec. Genteng Pengawasan 
Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi 
Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan 
pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi 
Pamong Praja

360 kali 360 kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0026 Kec. Genteng Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

38 Kali 38 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0028 Kec. Genteng Penyelenggaraan 
Musrenbang RKPD 
Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari 
seluruh kelurahan di wilayah 
kecamatan yang mengikuti 
Musrenbang RKPD tingkat 
Kecamatan

4 lembaga 4 lembaga 100,00% - - -

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2020     III-146



NO
URUSAN 

PEMERINTAHAN
OPD PELAKSANA KEBIJAKAN

INDIKATOR PROGRAM/ 
KEGIATAN

TARGET REALISASI CAPAIAN PERMASALAHAN
UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN
TINJUT REKOMENDASI DPRD

URAIAN PROGRAM/ 
KEGIATAN

2.1.2.01.06.0029 Kec. Gubeng Pengawasan 
Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi 
Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan 
pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi 
Pamong Praja

360 kali 360 kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0030 Kec. Gubeng Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

60 Kali 60 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0032 Kec. Gubeng Penyelenggaraan 
Musrenbang RKPD 
Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari 
seluruh kelurahan di wilayah 
kecamatan yang mengikuti 
Musrenbang RKPD tingkat 
Kecamatan

4 lembaga 4 lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0033 Kec. Gunung 
Anyar

Pengawasan 
Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi 
Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan 
pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi 
Pamong Praja

408 kali 408 kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0034 Kec. Gunung 
Anyar

Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

30 Kali 45 Kali 150,00% - - -

2.1.2.01.06.0036 Kec. Gunung 
Anyar

Penyelenggaraan 
Musrenbang RKPD 
Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari 
seluruh kelurahan di wilayah 
kecamatan yang mengikuti 
Musrenbang RKPD tingkat 
Kecamatan

4 lembaga 4 lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0037 Kec. Jambangan Pengawasan 
Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi 
Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan 
pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi 
Pamong Praja

360 kali 360 kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0038 Kec. Jambangan Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

60 Kali 60 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0040 Kec. Jambangan Penyelenggaraan 
Musrenbang RKPD 
Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari 
seluruh kelurahan di wilayah 
kecamatan yang mengikuti 
Musrenbang RKPD tingkat 
Kecamatan

4 lembaga 4 lembaga 100,00% - - -
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2.1.2.01.06.0041 Kec. 
Karangpilang

Pengawasan 
Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi 
Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan 
pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi 
Pamong Praja

360 kali 360 kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0042 Kec. 
Karangpilang

Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

60 Kali 60 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0044 Kec. 
Karangpilang

Penyelenggaraan 
Musrenbang RKPD 
Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari 
seluruh kelurahan di wilayah 
kecamatan yang mengikuti 
Musrenbang RKPD tingkat 
Kecamatan

4 lembaga 4 lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0045 Kec. Kenjeran Pengawasan 
Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi 
Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan 
pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi 
Pamong Praja

360 kali 360 kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0046 Kec. Kenjeran Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

50 Kali 50 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0048 Kec. Kenjeran Penyelenggaraan 
Musrenbang RKPD 
Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari 
seluruh kelurahan di wilayah 
kecamatan yang mengikuti 
Musrenbang RKPD tingkat 
Kecamatan

4 lembaga 4 lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0049 Kec. Krembangan Pengawasan 
Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi 
Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan 
pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi 
Pamong Praja

360 kali 360 kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0050 Kec. Krembangan Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

60 kali 60 kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0052 Kec. Krembangan Penyelenggaraan 
Musrenbang RKPD 
Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari 
seluruh kelurahan di wilayah 
kecamatan yang mengikuti 
Musrenbang RKPD tingkat 
Kelurahan dan Kecamatan

4 lembaga 4 lembaga 100,00% - - -
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2.1.2.01.06.0053 Kec. Lakarsantri Pengawasan 
Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi 
Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan 
pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi 
Pamong Praja

360 kali 360 kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0054 Kec. Lakarsantri Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

60 Kali 82 Kali 136,67% - - -

2.1.2.01.06.0056 Kec. Lakarsantri Penyelenggaraan 
Musrenbang RKPD 
Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari 
seluruh kelurahan di wilayah 
kecamatan yang mengikuti 
Musrenbang RKPD tingkat 
Kecamatan

4 lembaga 4 lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0057 Kec. Mulyorejo Pengawasan 
Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi 
Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan 
pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi 
Pamong Praja

408 kali 366 kali 89,71% Refocusing Anggaran dan 
mobilitas terkendala karena 
adanya pandemi covid 19

Efisiensi alokasi SDM untuk 
pelaksanaan pengawasan dan 
memanfaatkan model 
pengawasan berbasis IT serta 
melibatkan komponen masyarakat

-

2.1.2.01.06.0058 Kec. Mulyorejo Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

60 Kali 50 Kali 83,33% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya Pendataan,Survey dan 
Validasi data yang terhambat 
karena adanya Pandemi Covid - 19

- Normalisasi anggaran dan 
kegiatan pasca pandemi.
- Mengembangkan perangkat e-
survey.

-

2.1.2.01.06.0060 Kec. Mulyorejo Penyelenggaraan 
Musrenbang RKPD 
Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari 
seluruh kelurahan di wilayah 
kecamatan yang mengikuti 
Musrenbang RKPD tingkat 
Kecamatan

4 lembaga 4 lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0061 Kec. Pabean 
Cantian

Pengawasan 
Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi 
Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan 
pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi 
Pamong Praja

360 kali 360 kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0062 Kec. Pabean 
Cantian

Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

60 Kali 60 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0064 Kec. Pabean 
Cantian

Penyelenggaraan 
Musrenbang RKPD 
Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari 
seluruh kelurahan di wilayah 
kecamatan yang mengikuti 
Musrenbang RKPD tingkat 
Kecamatan

4 lembaga 4 lembaga 100,00% - - -
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2.1.2.01.06.0065 Kec. Pakal Pengawasan 
Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi 
Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan 
pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi 
Pamong Praja

360 kali 360 kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0066 Kec. Pakal Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

50 Kali 50 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0068 Kec. Pakal Penyelenggaraan 
Musrenbang RKPD 
Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari 
seluruh kelurahan di wilayah 
kecamatan yang mengikuti 
Musrenbang RKPD tingkat 
Kecamatan

4 lembaga 4 lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0069 Kec. Rungkut Pengawasan 
Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi 
Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan 
pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi 
Pamong Praja

408 kali 408 kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0070 Kec. Rungkut Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

60 Kali 60 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0072 Kec. Rungkut Penyelenggaraan 
Musrenbang RKPD 
Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari 
seluruh kelurahan di wilayah 
kecamatan yang mengikuti 
Musrenbang RKPD tingkat 
Kecamatan

4 lembaga 4 lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0073 Kec. Sambikerep Pengawasan 
Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi 
Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan 
pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi 
Pamong Praja

360 kali 360 kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0074 Kec. Sambikerep Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

60 Kali 60 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0076 Kec. Sambikerep Penyelenggaraan 
Musrenbang RKPD 
Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari 
seluruh kelurahan di wilayah 
kecamatan yang mengikuti 
Musrenbang RKPD tingkat 
Kecamatan

4 lembaga 4 lembaga 100,00% - - -
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2.1.2.01.06.0077 Kec. Sawahan Pengawasan 
Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi 
Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan 
pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi 
Pamong Praja

360 kali 340 kali 94,44% Refocusing Anggaran dan 
Mobilitas terkendala karena 
adanya pandemi covid 19

Efisiensi alokasi SDM untuk 
pelaksanaan pengawasan dan 
memanfaatkan model 
pengawasan berbasis IT serta 
melibatkan komponen masyarakat

-

2.1.2.01.06.0078 Kec. Sawahan Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

50 Kali 50 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0080 Kec. Sawahan Penyelenggaraan 
Musrenbang RKPD 
Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari 
seluruh kelurahan di wilayah 
kecamatan yang mengikuti 
Musrenbang RKPD tingkat 
Kecamatan

4 lembaga 4 lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0081 Kec. Semampir Pengawasan 
Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi 
Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan 
pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi 
Pamong Praja

360 kali 360 kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0082 Kec. Semampir Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

60 Kali 60 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0084 Kec. Semampir Penyelenggaraan 
Musrenbang RKPD 
Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari 
seluruh kelurahan di wilayah 
kecamatan yang mengikuti 
Musrenbang RKPD tingkat 
Kecamatan

4 lembaga 4 lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0085 Kec. Simokerto Pengawasan 
Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi 
Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan 
pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi 
Pamong Praja

312 kali 312 kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0086 Kec. Simokerto Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

60 Kali 60 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0088 Kec. Simokerto Penyelenggaraan 
Musrenbang RKPD 
Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari 
seluruh kelurahan di wilayah 
kecamatan yang mengikuti 
Musrenbang RKPD tingkat 
Kecamatan

4 lembaga 4 lembaga 100,00% - - -
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2.1.2.01.06.0089 Kec. Sukolilo Pengawasan 
Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi 
Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan 
pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi 
Pamong Praja

408 kali 408 kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0090 Kec. Sukolilo Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

45 Kali 45 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0092 Kec. Sukolilo Penyelenggaraan 
Musrenbang RKPD 
Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari 
seluruh kelurahan di wilayah 
kecamatan yang mengikuti 
Musrenbang RKPD tingkat 
Kecamatan

4 lembaga 4 lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0093 Kec. 
Sukomanunggal

Pengawasan 
Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi 
Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan 
pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi 
Pamong Praja

360 kali 364 kali 101,11% - - -

2.1.2.01.06.0094 Kec. 
Sukomanunggal

Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

60 Kali 66 Kali 110,00% - - -

2.1.2.01.06.0096 Kec. 
Sukomanunggal

Penyelenggaraan 
Musrenbang RKPD 
Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari 
seluruh kelurahan di wilayah 
kecamatan yang mengikuti 
Musrenbang RKPD tingkat 
Kecamatan

4 lembaga 4 lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0097 Kec. Tambaksari Pengawasan 
Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi 
Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan 
pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi 
Pamong Praja

360 kali 366 kali 101,67% - - -

2.1.2.01.06.0098 Kec. Tambaksari Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

60 Kali 72 Kali 120,00% - - -

2.1.2.01.06.0100 Kec. Tambaksari Penyelenggaraan 
Musrenbang RKPD 
Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari 
seluruh kelurahan di wilayah 
kecamatan yang mengikuti 
Musrenbang RKPD tingkat 
Kecamatan

4 lembaga 4 lembaga 100,00% - - -
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2.1.2.01.06.0101 Kec. Tandes Pengawasan 
Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi 
Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan 
pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi 
Pamong Praja

360 kali 360 kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0102 Kec. Tandes Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

15 Kali 50 Kali 333,33% - - -

2.1.2.01.06.0104 Kec. Tandes Penyelenggaraan 
Musrenbang RKPD 
Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari 
seluruh kelurahan di wilayah 
kecamatan yang mengikuti 
Musrenbang RKPD tingkat 
Kecamatan

4 lembaga 4 lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0105 Kec. Tegalsari Pengawasan 
Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi 
Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan 
pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi 
Pamong Praja

360 kali 360 kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0106 Kec. Tegalsari Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

48 Kali 48 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0108 Kec. Tegalsari Penyelenggaraan 
Musrenbang RKPD 
Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari 
seluruh kelurahan di wilayah 
kecamatan yang mengikuti 
Musrenbang RKPD tingkat 
Kecamatan

4 lembaga 4 lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0109 Kec. Tenggilis 
Mejoyo

Pengawasan 
Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi 
Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan 
pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi 
Pamong Praja

360 kali 360 kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0110 Kec. Tenggilis 
Mejoyo

Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

50 Kali 50 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0112 Kec. Tenggilis 
Mejoyo

Penyelenggaraan 
Musrenbang RKPD 
Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari 
seluruh kelurahan di wilayah 
kecamatan yang mengikuti 
Musrenbang RKPD tingkat 
Kecamatan

4 lembaga 4 lembaga 100,00% - - -
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2.1.2.01.06.0113 Kec. Wiyung Pengawasan 
Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi 
Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan 
pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi 
Pamong Praja

360 kali 360 kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0114 Kec. Wiyung Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

50 Kali 60 Kali 120,00% - - -

2.1.2.01.06.0116 Kec. Wiyung Penyelenggaraan 
Musrenbang RKPD 
Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari 
seluruh kelurahan di wilayah 
kecamatan yang mengikuti 
Musrenbang RKPD tingkat 
Kecamatan

4 lembaga 4 lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0117 Kec. Wonocolo Pengawasan 
Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi 
Pamong Praja

Jumlah Pelaksanaan 
Pengawasan Pengendalian 
dan Evaluasi Kegiatan Polisi 
Pamong Praja

360 kali 365 kali 101,39% - - -

2.1.2.01.06.0118 Kec. Wonocolo Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan,Verifikasi dam 
Validasi Data Sarana

60 Kali 60 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0120 Kec. Wonocolo Penyelenggaraan 
Musrenbang RKPD 
Tingkat Kecamatan

Jumlah Lembaga Peserta 
dari seluruh Kelurahan di 
wilayah Kecamatan 
Wonocolo

4 Lembaga 4 Lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0121 Kec. Wonokromo Pengawasan 
Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi 
Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan 
pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi 
Pamong Praja

360 kali 362 kali 100,56% - - -

2.1.2.01.06.0122 Kec. Wonokromo Pengumpulan, Verifikasi, 
dan Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan 
Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana 
Prasarana Wilayah

60 Kali 60 Kali 100,00% - - -

2.1.2.01.06.0124 Kec. Wonokromo Penyelenggaraan 
Musrenbang RKPD 
Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari 
seluruh kelurahan di wilayah 
kecamatan yang mengikuti 
Musrenbang RKPD tingkat 
Kecamatan

4 lembaga 4 lembaga 100,00% - - -
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2.1.2.01.07 Meningkatkan peran 
serta DPRD dalam 
penyelenggaraan 
pemerintahan

Program Fasilitasi Rapat dan Perundang-Undangan DPRD

Sekretariat DPRD Persentase kegiatan DPRD 
terkait rapat dan perundang-
undangan yang terfasilitasi

100 % 100 % 100,00% - - -

2.1.2.01.07.0001 Sekretariat DPRD Pembahasan dan 
Penyusunan Kajian 
Kebijakan dan 
Rancangan Peraturan 
Daerah

Jumlah dokumen kajian 
kebijakan dan rancangan 
peraturan daerah yang 
dibahas

6 dokumen 3 dokumen 50,00% terbatasnya kesesuaian jadwal 
pimpinan & anggota DPRD dalam 
melaksanakan pembahasan dan 
penyusunan kajian kebijakan dan 
raperda

Meningkatkan koordinasi dengan 
DPRD dan optimalisasi 
pembahasan melalui virtual.

-

2.1.2.01.07.0002 Sekretariat DPRD Penyelenggaraan Rapat-
Rapat Alat Kelengkapan 
Dewan

Jumlah rapat-rapat alat 
kelengkapan Dewan yang 
diselenggarakan

930 kali 800 kali 86,02% Terbatasnya kesesuaian jadwal 
Alat Kelengkapan Dewan dalam 
melaksanakan Rapat Alat 
Kelengkapan Dewan.

Meningkatkan koordinasi dengan 
DPRD dan optimalisasi 
pembahasan melalui virtual.

-

2.1.2.01.07.0003 Sekretariat DPRD Penyelenggaraan Rapat-
Rapat Paripurna

jumlah rapat paripurna yang 
diselenggarakan

45 kali 34 kali 75,56% Menyesuaikan produk hukum yang 
telah dibahas ditingkat Panitia 
Khusus / Alat Kelengkapan Dewan 
lainnya.

Meningkatkan koordinasi dengan 
DPRD dan optimalisasi 
pembahasan melalui virtual.

-

2.1.2.01.08 Meningkatkan 
akuntabililitas 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah

Program Pembinaan Peningkatan Kinerja BUMD

Bagian 
Administrasi 
Perekonomian 
Dan Usaha 
Daerah

Persentase BUMD yang 
berhasil dibina

67 % 100 % 149,25% - - Untuk meningkatkan 
pengelolaan dan pengawasan 
BUMD, dilakukan melalui 
Program
Pembinaan dan peningkatan 
Kinerja BUMD, dengan 
kegiatan:
Monitoring dan evaluasi 
Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) pada Bagian 
Administrasi Perekonomian 
dan Usaha Daerah

2.1.2.01.08.0001 Bagian 
Administrasi 
Perekonomian 
Dan Usaha 
Daerah

Monitoring dan Evaluasi 
Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD)

Jumlah BUMD yang 
dimonitor dan dievaluasi

9 BUMD 9 BUMD 100,00% - - -
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2.1.2.01.09 Meningkatkan 
akuntabililitas 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah

Program Penataan Daerah Otonom

Bagian 
Administrasi 
Pemerintahan 
Dan Otonomi 
Daerah

Persentase kelurahan yang 
data profil kelurahannya 
update

100 % 100 % 100,00% - - -

Bagian 
Administrasi 
Pemerintahan 
Dan Otonomi 
Daerah

Persentase nama rupabumi 
yang memenuhi syarat untuk 
diajukan pembakuan

85,65 % 89,63 % 104,64% - - -

Bagian 
Administrasi 
Pemerintahan 
Dan Otonomi 
Daerah

Persentase pendataan batas 
wilayah kecamatan

32,26 % 32,26 % 100,00% - - -

Bagian 
Administrasi 
Pemerintahan 
Dan Otonomi 
Daerah

Persentase permasalahan 
tanah yang terfasilitasi

60 % 100 % 166,67% - - -

2.1.2.01.09.0001 Bagian 
Administrasi 
Pemerintahan 
Dan Otonomi 
Daerah

Evaluasi 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah

Jumlah dokumen Evaluasi 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah

2 dokumen 2 dokumen 100,00% - - -

2.1.2.01.09.0002 Bagian 
Administrasi 
Pemerintahan 
Dan Otonomi 
Daerah

Evaluasi Perkembangan 
Kelurahan

Jumlah pelaksanaan evaluasi 
perkembangan kelurahan

1 kali 1 kali 100,00% - - -

2.1.2.01.09.0003 Bagian 
Administrasi 
Pemerintahan 
Dan Otonomi 
Daerah

Fasilitasi Permasalahan 
Pertanahan Kota 
Surabaya

Jumlah fasilitasi 
permasalahan pertanahan 
Kota Surabaya

200 kali 287 kali 143,50% - - -

2.1.2.01.09.0004 Bagian 
Administrasi 
Pemerintahan 
Dan Otonomi 
Daerah

Pembakuan Nama 
Rupabumi di Kota 
Surabaya

Jumlah objek rupabumi yang 
berpotensi diajukan 
pembakuan

30 objek 70 objek 233,33% - - -

2.1.2.01.09.0005 Bagian 
Administrasi 
Pemerintahan 
Dan Otonomi 
Daerah

Pembinaan Administrasi 
Lembaga 
Kemasyarakatan

Jumlah Pembinaan 
Administrasi Lembaga 
Kemasyarakatan

16 kali 16 kali 100,00% - - -
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2.1.2.01.09.0006 Bagian 
Administrasi 
Pemerintahan 
Dan Otonomi 
Daerah

Pembinaan Administrasi 
Umum Pemerintahan

Jumlah kecamatan dan 
kelurahan yang mengikuti 
pembinaan administrasi 
umum pemerintahan

185 lembaga 185 lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.09.0007 Bagian 
Administrasi 
Pemerintahan 
Dan Otonomi 
Daerah

Penataan, Pembinaan 
dan Penegasan Wilayah 
Kecamatan

Jumlah dokumen Penataan, 
Pembinaan dan Penegasan 
Wilayah Kecamatan

1 dokumen 1 dokumen 100,00% - - -

2.1.2.01.10 Meningkatkan 
akuntabililitas 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Bagian Organisasi Persentase instansi yang 
memiliki POS sesuai probis

74,29 % 100 % 134,61% - - -

Bagian Organisasi Persentase instansi yang 
probisnya telah 
menggambarkan 
keterhubungan antar proses

50 % 62,86 % 125,71% - - -

Bagian Organisasi Persentase kinerja unit 
penyelenggara pelayanan 
yang minimal mutu 
pelayanannya kategori baik

70 % 96,46 % 137,80% - - -

2.1.2.01.10.0001 Bagian Organisasi Monitoring Kinerja 
Pelayanan Publik

Jumlah penyelenggara 
pelayanan publik yang 
dilakukan monitoring

254 lembaga 254 lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.10.0002 Bagian Organisasi Pelaksanaan Analisis 
Jabatan dan Analisis 
Beban Kerja serta 
Penyusunan Standar 
Kompetensi

Jumlah dokumen 
pelaksanaan analisis jabatan 
dan analisis beban kerja 
serta standar kompetensi 
yang disusun

1 dokumen 1 dokumen 100,00% - - -

2.1.2.01.10.0003 Bagian Organisasi Pelaksanaan Analisis 
Kelembagaan

Jumlah dokumen 
pelaksanaan analisis 
kelembagaan yang disusun

1 dokumen 1 dokumen 100,00% - - -

2.1.2.01.10.0004 Bagian Organisasi Pembinaan 
Ketatalaksanaan 
Perangkat Daerah

Jumlah POS perangkat 
daerah yang dilakukan 
monitoring dan evaluasi

155 POS 340 POS 219,35% - - -

2.1.2.01.10.0005 Bagian Organisasi Survey Kepuasan 
Masyarakat

Jumlah unit layanan publik 
yang dilakukan Survey 
Kepuasan Masyarakat

254 lembaga 254 lembaga 100,00% - - -
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2.1.2.01.11 Meningkatkan 
akuntabililitas 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Bagian Hukum Persentase permasalahan 
hukum yang ditindaklanjuti

100 % 100 % 100,00% - - -

Bagian Hukum Persentase produk hukum 
daerah yang dievaluasi

100 % 100 % 100,00% - - -

Bagian Hukum Persentase produk hukum 
yang disebarluaskan

100 % 100 % 100,00% - - -

Bagian Hukum Persentase realisasi produk 
hukum daerah yang 
dihasilkan

100 % 100 % 100,00% - - -

2.1.2.01.11.0001 Bagian Hukum Evaluasi Produk Hukum 
Daerah

Jumlah dokumen hasil 
evaluasi produk hukum 
daerah

12 dokumen 12 dokumen 100,00% - - -

2.1.2.01.11.0002 Bagian Hukum Penanganan 
Permasalahan Bidang 
Hukum

Jumlah permasalahan 
hukum yang ditangani

65 
permasalahan 

hukum

65 
permasalahan 

hukum

100,00% - - -

2.1.2.01.11.0003 Bagian Hukum Penyusunan Rancangan 
Produk Hukum Daerah

Jumlah rancangan produk 
hukum daerah yang disusun

70 rancangan 
produk hukum

72 rancangan 
produk hukum

102,86% - - -

2.1.2.01.11.0004 Bagian Hukum Publikasi Produk Hukum Jumlah produk hukum yang 
dipublikasi

70 produk 
hukum

72 produk 
hukum

102,86% - - -

2.1.2.01.12 Meningkatkan 
akuntabililitas 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah

Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Bagian Umum 
Dan Protokol

Persentase terlaksananya 
urusan kedinasan Kepala 
Daerah/Wakil Kepala Daerah 
sesuai dengan standar

100 % 100 % 100,00% - - -

2.1.2.01.12.0001 Bagian Umum 
Dan Protokol

Penyediaan Pelayanan 
Kedinasan Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah

Persentase Keberhasilan 
Penyediaan Pelayanan 
Kedinasan Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah

100 % 100 % 100,00% - - -
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2.1.2.01.13 Meningkatnya 
pengamanan dan 
pengelolaan aset 
tanah dan/atau 
bangunan

Program Pengelolaan Bangunan Gedung

Dinas 
Pengelolaan 
Bangunan dan 
Tanah

Persentase bangunan gedung 
yang dipelihara

100 % 100 % 100,00% - - -

2.1.2.01.13.0001 Dinas 
Pengelolaan 
Bangunan dan 
Tanah

Pengawasan dan 
Pengelolaan Bangunan 
Sewa

Jumlah bangunan yang 
diawasi dan dikelola

24 lokasi 24 lokasi 100,00% - - -

2.1.2.01.14 Meningkatkan 
akuntabililitas 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah

Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat

Bagian 
Administrasi 
Kesejahteraan 
Rakyat

Persentase rekomendasi 
kajian/evaluasi yang 
mendapat arahan dari 
pimpinan

100 % 100 % 100,00% - - -

2.1.2.01.14.0001 Bagian 
Administrasi 
Kesejahteraan 
Rakyat

Evaluasi bidang 
kesejahteraan 
masyarakat

Jumlah dokumen hasil 
pelaksanaan Evaluasi bidang 
kesejahteraan masyarakat 
yang disusun

2 dokumen 2 dokumen 100,00% - - -

2.1.2.01.14.0002 Bagian 
Administrasi 
Kesejahteraan 
Rakyat

Evaluasi Bidang 
Ketahanan Masyarakat

Jumlah dokumen hasil 
pelaksanaan Evaluasi bidang 
ketahanan masyarakat yang 
disusun

1 dokumen 1 dokumen 100,00% - - -

2.1.2.01.14.0003 Bagian 
Administrasi 
Kesejahteraan 
Rakyat

Evaluasi Bidang 
Pengembangan Potensi 
Masyarakat

Jumlah dokumen hasil 
pelaksanaan Evaluasi Bidang 
Pengembangan Potensi 
Masyarakat yang disusun

1 dokumen 1 dokumen 100,00% - - -

2.1.2.01.15 Meningkatkan 
akuntabililitas 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah

Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Kehumasan

Bagian Hubungan 
Masyarakat

Persentase berita positif 
Pemerintah Kota Surabaya 
yang terinformasikan kepada 
masyarakat

85 % 90,13 % 106,04% - - -
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2.1.2.01.15.0001 Bagian Hubungan 
Masyarakat

Pelaksanaan Komunikasi 
Informasi Media Massa

Jumlah Pelaksanaan 
Komunikasi Media Massa

2238 kali 2238 kali 100,00% - - -

2.1.2.01.15.0002 Bagian Hubungan 
Masyarakat

Penyelenggaraan 
Komunikasi Kehumasan

Jumlah Penyelenggaraan 
Komunikasi Kehumasan

75 kali 75 kali 100,00% - - -

2.1.2.01.15.0003 Bagian Hubungan 
Masyarakat

Penyusunan 
Dokumentasi, Data dan 
Informasi

Jumlah Dokumentasi, Data 
dan Informasi disusun

7 dokumen 7 dokumen 100,00% - - -

2.1.2.01.16 Meningkatkan 
akuntabililitas 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah

Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Pembangunan

Bagian 
Administrasi 
Pembangunan

Persentase kegiatan yang 
penyerapan anggarannya ≥ 
76%

94 % 83,05 % 88,35% - Refocusing anggaran pada 
kegiatan-kegiatan yang prioritas.
- Adanya penyesuaian alokasi 
anggaran kegiatan yang dibiayai 
DAK.
- Adanya kegiatan yang tidak 
optimal dilaksanakan terkendala 
mobilitas, prokes dan jumalh SDM 
karena pandemi Covid-19.

- Berkoordinasi secara intens 
dengan PD, untuk Optimliasasi 
serapan anggaran

-

2.1.2.01.16.0001 Bagian 
Administrasi 
Pembangunan

Evaluasi Kinerja APBD 
Perangkat Daerah

Jumlah dokumen hasil 
evaluasi kinerja APBD yang 
disusun

16 dokumen 17 dokumen 106,25% - - Dalam hal tindak lanjut agar 
melakukan koordinasi untuk 
pengendalian pelaksanaan 
kegiatan,  difasilitasi pada 
kegiatan Evaluasi Kinerja 
APBD Perangkat Daerah, 
pada Program Pengendalian 
Pelaksanaan Kebijakan Kepala 
Daerah Lingkup 
Pembangunan

2.1.2.01.16.0002 Bagian 
Administrasi 
Pembangunan

Monitoring Dan 
Pengendalian Kegiatan 
Pembangunan

Jumlah Perangkat Daerah 
yang dimonitoring kegiatan 
pembangunannya

72 lembaga 72 lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.16.0003 Bagian 
Administrasi 
Pembangunan

Pengendalian Sistem 
Informasi Manajemen 
Sumber Daya 
Pemerintahan

Jumlah sistem informasi 
manajemen sumber daya 
pemerintahan yang 
dikembangkan dan 
dipelihara

6 sistem 6 sistem 100,00% - - -

2.1.2.01.16.0004 Bagian 
Administrasi 
Pembangunan

Penyusunan Bahan 
RAPBD Dan Perubahan 
APBD

Jumlah dokumen bahan 
RAPBD dan perubahan APBD 
yang disusun

6 dokumen 7 dokumen 116,67% - - -
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2.1.2.01.17 Meningkatkan 
akuntabililitas 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah

Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah lingkup Pengelolaan Aset

Bagian Layanan 
Pengadaan dan 
Pengelolaan Aset

Persentase kendaraan yang 
berfungsi dengan baik

88 % 92,56 % 105,18% - - -

Bagian Layanan 
Pengadaan dan 
Pengelolaan Aset

Persentase pemanfaatan aset 96 % 100 % 104,17% - - -

Bagian Layanan 
Pengadaan dan 
Pengelolaan Aset

Persentase sistem informasi 
pemerintah kota surabaya 
yang diintegrasikan dengan 
sistem informasi barang 
daerah

80 % 80 % 100,00% - - -

2.1.2.01.17.0001 Bagian Layanan 
Pengadaan dan 
Pengelolaan Aset

Evaluasi dan 
Penghapusan 
Aset/Barang Daerah

Jumlah berkas penetapan 
Penghapusan Aset/Barang 
Daerah

3 Berkas 3 Berkas 100,00% - - -

2.1.2.01.17.0002 Bagian Layanan 
Pengadaan dan 
Pengelolaan Aset

Monitoring Pencatatan 
Barang Milik Daerah

Jumlah perangkat daerah 
yang pencatatan Barang 
Milik Daerah nya dimonitor

72 lembaga 72 lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.17.0003 Bagian Layanan 
Pengadaan dan 
Pengelolaan Aset

Pelayanan Unit Kerja 
Pengadaan Barang dan 
Jasa

Jumlah dokumen pengadaan 
lelang barang/jasa yang 
terselesaikan

500 dokumen 536 dokumen 107,20% - - -

2.1.2.01.17.0004 Bagian Layanan 
Pengadaan dan 
Pengelolaan Aset

Pemeliharaan Kendaraan 
Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan 
Dinas/Operasional yang 
dipelihara dan diurus 
administrasinya

2346 unit 2627 unit 111,98% - - -

2.1.2.01.17.0005 Bagian Layanan 
Pengadaan dan 
Pengelolaan Aset

Pengadaan Pakaian 
Dinas dan 
Kelengkapannya

Jumlah pakaian dinas dan 
kelengkapannya yang 
diadakan

7684 stel 8011 stel 104,26% - - -

2.1.2.01.17.0006 Bagian Layanan 
Pengadaan dan 
Pengelolaan Aset

Pengadaan Sarana 
Kedinasan

Jumlah sarana kedinasan 
yang diadakan

48787 unit 49424 unit 101,31% - - -
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2.1.2.01.18 Meningkatkan 
akuntabililitas 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah

Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Perekonomian

Bagian 
Administrasi 
Perekonomian 
Dan Usaha 
Daerah

Persentase 
kajian/rekomendasi terkait 
perekonomian yang 
termanfaatkan sebagai dasar 
kebijakan/keputusan

100 % 100 % 100,00% - - -

2.1.2.01.18.0001 Bagian 
Administrasi 
Perekonomian 
Dan Usaha 
Daerah

Analisa dan Evaluasi 
Stabilitas Harga dan 
Ketersediaan Bahan 
Pangan Daerah

Jumlah Laporan Analisa 
Stabilitas Harga dan 
Ketersediaan Bahan Pangan 
Daerah

12 laporan 12 laporan 100,00% - - -

2.1.2.01.18.0002 Bagian 
Administrasi 
Perekonomian 
Dan Usaha 
Daerah

Evaluasi Pelaksanaan 
Program Pengembangan 
Ekonomi Mikro

Jumlah dokumen Evaluasi 
Pelaksanaan Program 
Pengembangan Ekonomi 
Mikro

3 dokumen 3 dokumen 100,00% - - -

2.1.2.01.19 Meningkatkan 
akuntabililitas 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah

Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Bagian Organisasi Persentase instansi yang nilai 
akuntabilitas kinerjanya 
minimal BB

84,72 % 97,22 % 114,76% - - -

2.1.2.01.19.0001 Bagian Organisasi Peningkatan 
Akuntabilitas Kinerja

Jumlah dokumen 
pendampingan penyusunan 
laporan kinerja dan 
monitoring implementasi 
reformasi birokrasi yang 
disusun

2 dokumen 2 dokumen 100,00% - - -

2.1.2.01.20 Meningkatkan 
akuntabililitas 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah

Program Peningkatan Kerjasama Daerah

Bagian 
Administrasi 
Kerjasama

Persentase MoU kerjasama 
antar pemerintah daerah dan 
pihak ketiga yang 
ditindaklanjuti

95 % 97,01 % 102,12% - - -

Bagian 
Administrasi 
Kerjasama

Persentase MoU kerjasama 
luar negeri yang 
ditindaklanjuti

87,5 % 88,89 % 101,59% - - -
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Bagian 
Administrasi 
Kerjasama

Persentase MoU kerjasama 
yang dievaluasi

85 % 165,71 % 194,96% - - -

2.1.2.01.20.0001 Bagian 
Administrasi 
Kerjasama

Fasilitasi Kerjasama 
Dalam Negeri

Jumlah mitra kerjasama 
dalam negeri yang difasilitasi

20 lembaga 30 lembaga 150,00% - - -

2.1.2.01.20.0002 Bagian 
Administrasi 
Kerjasama

Fasilitasi Kerjasama Luar 
Negeri

Jumlah mitra kerjasama luar 
negeri yang difasilitasi

10 lembaga 10 lembaga 100,00% - - -

2.1.2.01.20.0003 Bagian 
Administrasi 
Kerjasama

Fasilitasi Pengiriman 
Delegasi Pendidikan ke 
Luar Negeri

Jumlah delegasi pendidikan 
yang difasilitasi

63 orang 63 orang 100,00% - - -

2.1.2.01.20.0004 Bagian 
Administrasi 
Kerjasama

Monitoring dan evaluasi 
kerjasama daerah

Jumlah mitra kerjasama 
daerah yang dilakukan 
monitoring dan evaluasi

29 lembaga 29 lembaga 100,00% - - -

2.1.2.02 Keuangan
2.1.2.02.01 Meningkatkan 

pengelolaan keuangan 
daerah

Program Penagihan Pajak Daerah

Badan 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Pajak Daerah

Persentase tagihan piutang 
pajak daerah yang terbayar

84,5 % 71,78 % 84,95% 1. Adanya pandemi Covid 19 2. 
Wajib Pajak tidak mampu 
membayar bajak, hanya untuk 
operasional 3. Banyak objek pajak 
tutup 4. Pengunjung dibatasi 5. 
Meja kursi dibatasi dalam 
penyajian 6. Wajib pajak 
mengajukan penundaan 
pembayaran dan angsuran 7. 
Perusahan banyak yang tutup dan/ 
atau pailit

- Intensifikasi pelayanan pajak
- Pengembangan pajak on-line.

-

2.1.2.02.01.0001 Badan 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Pajak Daerah

Penagihan, Pelayanan 
Pengurangan, Angsuran, 
Restitusi, Kompensasi, 
Keberatan dan 
Penghapusan Piutang 
Pajak Hotel, Restoran, 
PPJ dan Parkir

Jumlah berkas Penagihan 
dan Pengurangan, angsuran, 
restitusi, kompensasi, 
keberatan dan Penghapusan 
Piutang Pajak Hotel, 
Restoran, PPJ dan Parkir 
yang ditagih dan dilayani

7201 berkas 11114 berkas 154,34% - - -
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2.1.2.02.01.0002 Badan 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Pajak Daerah

Penagihan, Pelayanan 
Pengurangan, Angsuran, 
Restitusi, Kompensasi, 
Keberatan dan 
Penghapusan Piutang 
Pajak Reklame, Pajak 
Hiburan dan Air Tanah

Jumlah berkas Penagihan 
dan pengurangan, angsuran, 
restitusi, kompensasi, 
keberatan dan Penghapusan 
Piutang Pajak Reklame, Pajak 
Hiburan dan Air Tanah yang 
ditagih dan dilayani

10756 berkas 10306 berkas 95,82% 1. Pada kondisi Pandemi Covid-19 
berdasarkan Perwali Nomor 33 
Tahun 2020 dansurat himbauan 
dari Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kota Surabaya, Hiburan 
selain tempat hiburan, arena 
permainan dan gelanggang 
olahraga dilarang beroperasi. 2. 
Kurang lebih sebanyak 75% 
tempat hiburan tutup. 3. Dampak 
dari Pandemi C-19, berakibat 
banyaknya wajib pajak reklame 
yang mengajukan permohonan 
untuk penundaan pembayaran 
dan pembayaran secara angsuran

Intensifikasi pelayanan pajak -

2.1.2.02.01.0003 Badan 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Pajak Daerah

Penagihan, Pelayanan 
Pengurangan, Angsuran, 
Restitusi, Kompensasi, 
Keberatan dan 
Penghapusan Piutang 
PBB dan BPHTB

Jumlah berkas Penagihan 
dan pengurangan, angsuran, 
restitusi, kompensasi, 
keberatan dan Penghapusan 
Piutang PBB dan BPHTB yang 
ditagih dan dilayani

195752 berkas 298137 berkas 152,30% - - -

2.1.2.02.02 Meningkatkan 
pengelolaan keuangan 
daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Badan 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Pajak Daerah

Persentase ketepatan waktu 
penyusunan dokumen 
pertanggungjawaban 
keuangan

90 % 100 % 111,11% - - -

2.1.2.02.02.0001 Badan 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Pajak Daerah

Pelayanan Pencairan 
Dana secara Elektronik 
dan Penatausahaan 
Surat Keterangan 
Pemberhentian 
Pembayaran

Jumlah Berkas Pencairan 
Dana secara Elektronik dan 
Penatausahaan Surat 
Keterangan Pemberhentian 
Pembayaran yang dilayani

72000 berkas 100686 berkas 139,84% - - -
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2.1.2.02.02.0002 Badan 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Pajak Daerah

Pengelolaan dan 
Penatausahaan 
Penerimaan serta 
Pengeluaran Daerah

Jumlah dokumen 
Penerimaan serta 
Pengeluaran Daerah yang 
dikelola

245 dokumen 243 dokumen 99,18% Dikarenakan output dokumen 
penerimaan dan pengeluaran 
daerah yang dikelola sesuai 
dengan hari kerja dimana pada 
tahun 2020 ada perubahan jumlah 
hari libur cuti bersama dan adanya 
Pilkada maka realisasi output 
belum tercapai

Koordinasi terkait ketentuan 
dokumen penerimaan dan 
pengeluaran daerah yang dikelola.

-

2.1.2.02.02.0003 Badan 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Pajak Daerah

Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen Laporan 
Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD yang 
disusun

22 dokumen 22 dokumen 100,00% - - -

2.1.2.02.03 Meningkatkan 
pengelolaan keuangan 
daerah

Program Peningkatan Pendataan dan Penetapan Objek Pajak Daerah

Badan 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Pajak Daerah

Persentase objek pajak 
daerah yang telah ditetapkan

84 % 100 % 119,05% - - -

2.1.2.02.03.0001 Badan 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Pajak Daerah

Intensifikasi dan 
Ekstensifikasi Pajak 
Hiburan, Reklame dan Air 
Tanah

Jumlah Objek Pajak Hiburan, 
Reklame dan Air Tanah hasil 
Intensifikasi dan 
Ekstensifikasi

34900 objek 
pajak

47383 objek 
pajak

135,77% - - -

2.1.2.02.03.0002 Badan 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Pajak Daerah

Intensifikasi dan 
Ekstensifikasi Pajak 
Hotel, Restoran, PPJ dan 
Parkir

Jumlah Objek Pajak Hotel, 
Restoran, PPJ dan Parkir hasil 
Intensifikasi dan 
Ekstensifikasi

5138 objek 
pajak

6500 objek 
pajak

126,50% - - -

2.1.2.02.03.0003 Badan 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Pajak Daerah

Intensifikasi dan 
Ekstensifikasi PBB dan 
BPHTB

Jumlah Objek PBB dan BPHTB 
hasil Intensifikasi dan 
Ekstensifikasi

695022 objek 
pajak

715432 objek 
pajak

102,94% - - -

2.1.2.02.04 Meningkatkan 
pengelolaan keuangan 
daerah

Program Perencanaan Anggaran Daerah

Badan 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Pajak Daerah

Persentase ketepatan waktu 
penyusunan dokumen 
anggaran

75 % 100 % 133,33% - - -

2.1.2.02.04.0001 Badan 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Pajak Daerah

Evaluasi Pendapatan dan 
Belanja Daerah

Jumlah Dokumen Hasil 
Evaluasi Pendapatan dan 
Belanja Daerah

4 dokumen 4 dokumen 100,00% - - -
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2.1.2.02.04.0002 Badan 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Pajak Daerah

Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan Perimbangan 
Keuangan Daerah

Jumlah Dokumen 
Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan Perimbangan 
Keuangan Daerah yang 
disusun

4 dokumen 4 dokumen 100,00% - - -

2.1.2.02.04.0003 Badan 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Pajak Daerah

Penyusunan APBD, 
Perubahan APBD, RAPBD 
dan Anggaran Kas

Jumlah Laporan 
Penganggaran yang Disusun

5 Laporan 5 Laporan 100,00% - - -

2.1.2.03 Pengawasan
2.1.2.03.01 Meningkatkan sistem 

pengawasan internal 
pemerintah

Program Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Inspektorat Persentase Aparat 
Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIP) yang 
ditingkatkan kapabilitasnya

100 % 165 % 165,00% - - -

2.1.2.03.01.0001 Inspektorat Inventarisasi dan 
Monitoring Dokumen 
Tindak Lanjut Hasil 
Pengawasan

Jumlah dokumen 
inventarisasi dan monitoring 
tindak lanjut hasil 
pengawasan

12 dokumen 12 dokumen 100,00% - - -

2.1.2.03.01.0002 Inspektorat Peningkatan Kapabilitas 
Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah (APIP)

Jumlah pelaksanaan 
peningkatan kapabilitas APIP

50 kali 58 kali 116,00% - - -

2.1.2.03.01.0003 Inspektorat Survey Penilaian 
Integritas (SPI)

Jumlah Laporan Survey 
Penilaian Integritas (SPI)

1 Laporan 1 Laporan 100,00% - - -

2.1.2.03.02 Meningkatkan sistem 
pengawasan internal 
pemerintah

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah I

Inspektorat Persentase penanganan 
disiplin aparatur wilayah I

100 % 100 % 100,00% - - -

Inspektorat Persentase penanganan tata 
kelola administrasi keuangan 
wilayah I

100 % 100 % 100,00% - - -

2.1.2.03.02.0001 Inspektorat Pengawasan dan 
Penanganan Pengaduan 
Pada Inspektorat 
Pembantu Wilayah I

Jumlah PD dan Sekolah yang 
dilaksanakan pengawasan 
dan penanganan pengaduan

35 lembaga 44 lembaga 125,71% - - -
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2.1.2.03.02.0002 Inspektorat Reviu Penganggaran dan 
Pelaporan Kinerja pada 
Inspektur Pembantu 
Wilayah I

Jumlah PD yang dilakukan 
reviu penganggaran dan 
pelaporan kinerja

18 lembaga 18 lembaga 100,00% - - -

2.1.2.03.03 Meningkatkan sistem 
pengawasan internal 
pemerintah

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah II

Inspektorat Persentase penanganan 
disiplin aparatur wilayah II

100 % 100 % 100,00% - - -

Inspektorat Persentase penanganan tata 
kelola administrasi keuangan 
wilayah II

100 % 100 % 100,00% - - -

2.1.2.03.03.0001 Inspektorat Pengawasan dan 
Penanganan Pengaduan 
Pada Inspektorat 
Pembantu Wilayah II

Jumlah PD dan Sekolah yang 
dilaksanakan pengawasan 
dan penanganan pengaduan

35 lembaga 45 lembaga 128,57% - - -

2.1.2.03.03.0002 Inspektorat Reviu Penganggaran dan 
Pelaporan Kinerja pada 
Inspektur Pembantu 
Wilayah II

Jumlah PD yang dilakukan 
reviu penganggaran dan 
pelaporan kinerja

18 lembaga 32 lembaga 177,78% - - -

2.1.2.03.04 Meningkatkan sistem 
pengawasan internal 
pemerintah

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah III

Inspektorat Persentase penanganan 
disiplin aparatur wilayah III

100 % 100 % 100,00% - - -

Inspektorat Persentase penanganan tata 
kelola administrasi keuangan 
wilayah III

100 % 100 % 100,00% - - -

2.1.2.03.04.0001 Inspektorat Pengawasan Dan 
Penanganan Pengaduan 
Pada Inspektorat 
Pembantu Wilayah III

Jumlah PD dan Sekolah yang 
dilaksanakan pengawasan 
dan penanganan pengaduan

35 lembaga 39 lembaga 111,43% - - -
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2.1.2.03.04.0002 Inspektorat Reviu Penganggaran dan 
Pelaporan Kinerja pada 
Inspektur Pembantu 
Wilayah III

Jumlah PD yang dilakukan 
reviu penganggaran dan 
pelaporan kinerja

18 lembaga 19 lembaga 105,56% - - -

2.1.2.03.05 Meningkatkan sistem 
pengawasan internal 
pemerintah

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah IV

Inspektorat Persentase penanganan 
disiplin aparatur wilayah IV

100 % 100 % 100,00% - - -

Inspektorat Persentase penanganan tata 
kelola administrasi keuangan 
wilayah IV

100 % 100 % 100,00% - - -

2.1.2.03.05.0001 Inspektorat Pengawasan dan 
Penanganan Pengaduan 
Pada Inspektur 
Pembantu Wilayah IV

Jumlah PD dan Sekolah yang 
dilaksanakan pengawasan 
dan penanganan pengaduan

35 lembaga 35 lembaga 100,00% - - -

2.1.2.03.05.0002 Inspektorat Reviu Penganggaran dan 
Pelaporan Kinerja pada 
Inspektur Pembantu 
Wilayah IV

Jumlah PD yang dilakukan 
reviu penganggaran dan 
pelaporan kinerja

18 lembaga 18 lembaga 100,00% - - -

2.1.2.04 Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan
2.1.2.04.01 Meningkatkan kualitas 

perencanaan 
pembangunan

Program Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan

Badan 
Perencanaan 
Pembangunan

Persentase rekomendasi 
penelitian, pengembangan 
dan evaluasi yang 
ditindaklanjuti

100 % 100 % 100,00% - - -
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Badan 
Perencanaan 
Pembangunan

Tingkat capaian keberhasilan 
kegiatan di aspek output

99 % 96,47 % 97,44% - Refocusing anggaran pada 
kegiatan-kegiatan yang prioritas.
- Adanya penyesuaian alokasi 
anggaran kegiatan yang dibiayai 
DAK.
- Adanya kegiatan yang kurang 
optimal dilaksanakan,  terkendala 
mobilitas, prokes dan jumalh SDM 
karena pandemi Covid-19.

- Berkoordinasi secara intens 
dengan PD, untuk Optimliasasi 
ketercapaian out put

-

2.1.2.04.01.0001 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan

Monitoring dan Evaluasi 
Kinerja Pelaksanaan 
Pembangunan Daerah

Jumlah Perangkat Daerah 
yang dimonitoring dan 
dievaluasi kinerja 
pelaksanaan Pembangunan 
Daerah

72 PD 72 PD 100,00% - - -

2.1.2.04.01.0002 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan

Penelitian dan 
Pengembangan Inovasi 
Pembangunan

Jumlah dokumen penelitian 
dan pengembangan inovasi

4 dokumen 4 dokumen 100,00% - - -

2.1.2.04.02 Meningkatkan kualitas 
perencanaan 
pembangunan

Program Pengembangan Data dan Informasi

Badan 
Perencanaan 
Pembangunan

Persentase data indikator 
RPJMD yang dapat disediakan

100 % 100 % 100,00% - - -

2.1.2.04.02.0001 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan

Pengelolaan Data dan 
Informasi Pembangunan 
Daerah

Jumlah data urusan yang 
dikelola

17 data urusan 17 data urusan 100,00% - - -

2.1.2.04.03 Meningkatkan kualitas 
perencanaan 
pembangunan

Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah

RSUD Bhakti 
Dharma Husada

Persentase ketepatan waktu 
penyusunan dan pelaporan 
dokumen perencanaan dan 
evaluasi perangkat daerah

100 % 100 % 100,00% - - -

Bagian Umum 
Dan Protokol

Persentase ketepatan waktu 
penyusunan dan pelaporan 
dokumen perencanaan dan 
evaluasi perangkat daerah

100 % 100 % 100,00% - - -

Badan 
Perencanaan 
Pembangunan

Persentase ketepatan waktu 
penyusunan dan pelaporan 
dokumen perencanaan dan 
evaluasi perangkat daerah

100 % 100 % 100,00% - - -
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Inspektorat Persentase ketepatan waktu 
penyusunan dan pelaporan 
dokumen perencanaan dan 
evaluasi perangkat daerah

100 % 100 % 100,00% - - -

Badan 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Pajak Daerah

Persentase ketepatan waktu 
penyusunan dan pelaporan 
dokumen perencanaan dan 
evaluasi perangkat daerah

100 % 100 % 100,00% - - -

Dinas Kesehatan Persentase ketepatan waktu 
penyusunan dan pelaporan 
dokumen perencanaan dan 
evaluasi perangkat daerah

100 % 100 % 100,00% - - -

RSUD dr. 
Mohamad 
Soewandhie

Persentase ketepatan waktu 
penyusunan dan pelaporan 
dokumen perencanaan dan 
evaluasi perangkat daerah

100 % 100 % 100,00% - - -

Dinas Pendidikan Persentase ketepatan waktu 
penyusunan dan pelaporan 
dokumen perencanaan dan 
evaluasi perangkat daerah

100 % 100 % 100,00% - - -

Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Persentase ketepatan waktu 
penyusunan dan pelaporan 
dokumen perencanaan dan 
evaluasi perangkat daerah

100 % 100 % 100,00% - - -

Dinas Pekerjaan 
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan

Persentase ketepatan waktu 
penyusunan dan pelaporan 
dokumen perencanaan dan 
evaluasi perangkat daerah

100 % 100 % 100,00% - - -

Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil

Persentase ketepatan waktu 
penyusunan dan pelaporan 
dokumen perencanaan dan 
evaluasi perangkat daerah

100 % 100 % 100,00% - - -

2.1.2.04.03.0001 Badan 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Pajak Daerah

Penyusunan dokumen 
perencanaan, 
penganggaran, dan 
evaluasi perangkat 
daerah

Jumlah Dokumen 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 
Perangkat Daerah

12 dokumen 12 dokumen 100,00% - - -
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2.1.2.04.03.0002 Badan 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Pajak Daerah

Penyusunan perencanaan 
pengelolaan keuangan 
dan pajak daerah

Jumlah Dokumen 
Perencanan Pengelolaan 
Keuangan dan Pajak Daerah 
yang disusun

5 dokumen 5 dokumen 100,00% - - -

2.1.2.04.03.0003 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Perangkat 
Daerah

Jumlah Dokumen 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 
Perangkat Daerah

12 dokumen 12 dokumen 100,00% - - -

2.1.2.04.03.0004 Bagian Umum 
Dan Protokol

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Perangkat 
Daerah

Jumlah Dokumen 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 
Perangkat Daerah

12 dokumen 12 dokumen 100,00% - - -

2.1.2.04.03.0005 Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Perangkat 
Daerah

Jumlah Dokumen 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 
Perangkat Daerah

12 dokumen 12 dokumen 100,00% - - -

2.1.2.04.03.0006 Dinas Kesehatan Penyusunan Dokumen 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Perangkat 
Daerah

Jumlah Dokumen 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 
Perangkat Daerah

12 dokumen 12 dokumen 100,00% - - -

2.1.2.04.03.0007 Dinas Pekerjaan 
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Perangkat 
Daerah

Jumlah Dokumen 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 
Perangkat Daerah

12 dokumen 12 dokumen 100,00% - - -

2.1.2.04.03.0008 Dinas Pendidikan Penyusunan Dokumen 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Perangkat 
Daerah

Jumlah Dokumen 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 
Perangkat Daerah

12 dokumen 12 dokumen 100,00% - - -

2.1.2.04.03.0009 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Perangkat 
Daerah

Jumlah Dokumen 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 
Perangkat Daerah

12 dokumen 12 dokumen 100,00% - - -
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2.1.2.04.03.0010 Inspektorat Penyusunan Dokumen 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Perangkat 
Daerah

Jumlah Dokumen 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 
Perangkat Daerah

12 dokumen 12 dokumen 100,00% - - -

2.1.2.04.03.0011 Inspektorat Reviu Dokumen 
Pelaporan Kinerja 
Tingkat Kota

Jumlah dokumen pelaporan 
kinerja tingkat kota yang 
direviu

2 dokumen 2 dokumen 100,00% - - -

2.1.2.04.03.0012 RSUD Bhakti 
Dharma Husada

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Perangkat 
Daerah

Jumlah Dokumen 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 
Perangkat Daerah

12 dokumen 12 dokumen 100,00% - - -

2.1.2.04.03.0013 RSUD dr. 
Mohamad 
Soewandhie

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Perangkat 
Daerah

Jumlah Dokumen 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 
Perangkat Daerah

12 dokumen 12 dokumen 100,00% - - -

2.1.2.04.04 Meningkatkan 
sinkronisasi dan 
integrasi rencana 
induk sektoral dengan 
rencana tata ruang 
wilayah (RTRW)

Program Perencanaan Kota

Badan 
Perencanaan 
Pembangunan

Persentase penyusunan 
rencana induk sektoral

92,86 % 92,31 % 99,41% Pelaksanaan pekerjaan terkendala 
pelaksanaan survey kepada 
masyarakat di mana terdapat 
himbauan untuk tetap berada di 
rumah dan menjaga jarak antar 
individu

Menggembangkan fasilitas e-
survey

-

2.1.2.04.04.0001 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan

Penyusunan Perencanaan 
Induk Sektoral 
Transportasi dan 
Drainase

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Induk Sektoral 
Transportasi dan Drainase

1 dokumen 1 dokumen 100,00% - - -

2.1.2.04.04.0002 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan

Penyusunan Perencanaan 
Tata Ruang Kota dan 
Pertanahan

Jumlah dokumen 
perencanaan tata ruang kota 
dan pertanahan

1 dokumen 1 dokumen 100,00% - - -
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2.1.2.04.05 Meningkatkan kualitas 
perencanaan 
pembangunan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan 
Perencanaan 
Pembangunan

Persentase ketepatan waktu 
penyusunan dan pelaporan 
dokumen perencanaan 
strategis dan/atau sektoral

100 % 100 % 100,00% - - -

2.1.2.04.05.0001 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan

Penyusunan Perencanaan 
dan Penganggaran 
Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen rencana 
dan anggaran rencana 
pembangunan daerah yang 
disusun

9 dokumen 9 dokumen 100,00% - - -

2.1.2.04.06 Meningkatkan kualitas 
perencanaan 
pembangunan

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Badan 
Perencanaan 
Pembangunan

Persentase perencanaan 
pembangunan ekonomi yang 
diimplementasikan di 
dokumen perencanaan

80 % 100 % 125,00% - - -

2.1.2.04.06.0001 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan

Analisa Kinerja Indikator 
Ekonomi Daerah

Jumlah Dokumen Kinerja 
Indikator Ekonomi yang 
disusun

6 dokumen 6 dokumen 100,00% - - -

2.1.2.04.06.0002 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan

Penyusunan Kajian 
Pendukung Perencanaan 
Kepariwisataan dan 
Pertanian

Jumlah Dokumen Kajian 
Pendukung Perencanaan 
Kepariwisataan dan 
Pertanian yang disusun

2 dokumen 2 dokumen 100,00% - - -

2.1.2.04.06.0003 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan

Penyusunan Kajian 
Pendukung Perencanaan 
Perdagangan dan 
Ketenagakerjaan

Jumlah Dokumen Kajian 
Pendukung Perencanaan 
Perdagangan dan 
Ketenagakerjaan yang 
disusun

2 dokumen 2 dokumen 100,00% - - -

2.1.2.04.06.0004 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan

Penyusunan Perencanaan 
Pendapatan Daerah

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Pendapatan 
Daerah yang disusun

2 dokumen 2 dokumen 100,00% - - -

2.1.2.04.07 Meningkatkan kualitas 
perencanaan 
pembangunan

Program Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah

Badan 
Perencanaan 
Pembangunan

Persentase perencanaan 
pembangunan sarana dan 
prasarana wilayah yang 
diimplementasikan

80 % 100 % 125,00% - - -
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2.1.2.04.07.0001 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan

Penyusunan Kajian 
Pendukung Perencanaan 
Infrastruktur Kota

Jumlah Dokumen Kajian 
Pendukung Perencanaan 
Infrastruktur Kota

1 dokumen 1 dokumen 100,00% - - -

2.1.2.04.07.0002 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan

Penyusunan Kajian 
Pendukung Perencanaan 
Keciptakaryaan, 
Permukiman dan 
Lingkungan Hidup

Jumlah dokumen Kajian 
Pendukung Perencanaan 
Keciptakaryaan, Permukiman 
dan Lingkungan Hidup

1 dokumen 1 dokumen 100,00% - - -

2.1.2.04.08 Meningkatkan kualitas 
perencanaan 
pembangunan

Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan

Badan 
Perencanaan 
Pembangunan

Persentase perencanaan 
pembangunan sosial dan 
pemerintahan yang 
diimplementasikan di 
dokumen perencanaan

80 % 100 % 125,00% - - -

2.1.2.04.08.0001 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan

Fasilitasi Pelaksanaan 
Kegiatan Forum Kota 
Sehat

Jumlah pelaksanaan 
kegiatan Forum Kota Sehat 
yang difasilitasi

12 kali 12 kali 100,00% - - -

2.1.2.04.08.0002 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan

Penyusunan Kajian 
Pendukung Perencanaan 
Kesejahteraan Rakyat

Jumlah dokumen kajian 
pendukung perencanaan 
kesejahteraan rakyat

1 dokumen 1 dokumen 100,00% - - -

2.1.2.04.08.0003 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan

Penyusunan Kajian 
Pendukung Perencanaan 
Tata Kelola 
Pemerintahan

Jumlah dokumen kajian 
pendukung perencanaan tata 
kelola pemerintahan yang 
disusun

2 dokumen 2 dokumen 100,00% - - -

2.2.2.01 Sarana dan Prasarana Perkantoran
2.2.2.01.01 Meningkatkan 

akuntabililitas 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

RSUD Bhakti 
Dharma Husada

Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 79,43 % 91,30% Refocusing anggaran sehingga 
beberapa pengadaan barang dan 
jasa perkantoran dialihkan untuk 
pengadaan yang terkait 
percepatan penanganan Covid-19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Bagian 
Administrasi 
Pemerintahan 
Dan Otonomi 
Daerah

Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 96,71 % 111,16% - - -
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Bagian Hukum Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 95,74 % 110,05% - - -

Bagian Organisasi Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 83,11 % 95,53% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelayanan yang 
terhambat karena adanya Pandemi 
Covid - 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Bagian 
Administrasi 
Kerjasama

Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 89,13 % 102,45% - - -

Bagian 
Administrasi 
Pembangunan

Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 92,38 % 106,18% - - -

Dinas 
Kepemudaan dan 
Olah Raga

Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 90,16 % 103,63% - - -

Bagian Umum 
Dan Protokol

Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 87,98 % 101,13% - - -

Bagian Layanan 
Pengadaan dan 
Pengelolaan Aset

Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 92,52 % 106,34% - - -

Bagian Hubungan 
Masyarakat

Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 88,08 % 101,24% - - -

Sekretariat DPRD Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 91,01 % 104,61% - - -

Badan 
Perencanaan 
Pembangunan

Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 95,28 % 109,52% - - -

Inspektorat Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 87,96 % 101,10% - - -

Badan 
Kepegawaian dan 
Diklat

Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 88,87 % 102,15% - - -

Badan 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Pajak Daerah

Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 89,55 % 102,93% - - -

Satuan Polisi 
Pamong Praja

Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 95,46 % 109,72% - - -

Kec. Genteng Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 91,83 % 105,55% - - -
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Kec. Simokerto Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 91,8 % 105,52% - - -

Kec. Tegalsari Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 93,67 % 107,67% - - -

Kec. Bubutan Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 85,84 % 98,67% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelayanan yang 
terhambat karena adanya Pandemi 
Covid - 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Kenjeran Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 96,07 % 110,43% - - -

Kec. Pabean 
Cantian

Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 89,75 % 103,16% - - -

Kec. Semampir Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 84,57 % 97,21% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelayanan yang 
terhambat karena adanya Pandemi 
Covid - 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Krembangan Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 91,64 % 105,33% - - -

Kec. Tambaksari Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 91,17 % 104,79% - - -

Kec. Gubeng Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 90,34 % 103,84% - - -

Kec. Rungkut Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 89,56 % 102,94% - - -

Kec. Gunung 
Anyar

Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 94,02 % 108,07% - - -

Kec. Tenggilis 
Mejoyo

Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 87,68 % 100,78% - - -

Kec. Sukolilo Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 90,7 % 104,25% - - -

Kec. Mulyorejo Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 90,68 % 104,23% - - -

Kec. Wonokromo Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 93,46 % 107,43% - - -

Kec. 
Karangpilang

Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 90,23 % 103,71% - - -
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Kec. Dukuh Pakis Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 88,8 % 102,07% - - -

Kec. Gayungan Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 93,2 % 107,13% - - -

Kec. Jambangan Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 94,39 % 108,49% - - -

Kec. Wonocolo Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 89,53 % 102,91% - - -

Kec. Sawahan Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 89,34 % 102,69% - - -

Kec. Wiyung Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 95,08 % 109,29% - - -

Kec. Tandes Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 89,08 % 102,39% - - -

Kec. Asemrowo Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 96,55 % 110,98% - - -

Kec. 
Sukomanunggal

Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 93,49 % 107,46% - - -

Kec. Benowo Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 92,98 % 106,87% - - -

Kec. Lakarsantri Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 91,37 % 105,02% - - -

Kec. Sambikerep Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 96,14 % 110,51% - - -

Kec. Pakal Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 91,79 % 105,51% - - -

Kec. Bulak Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 93,16 % 107,08% - - -

Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian

Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 92,71 % 106,56% - - -

Dinas 
Perdagangan

Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 86,07 % 98,93% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelayanan yang 
terhambat karena adanya Pandemi 
Covid - 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-
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Dinas Koperasi 
dan Usaha Mikro

Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 89,87 % 103,30% - - -

Dinas Tenaga 
Kerja

Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 91,49 % 105,16% - - -

Dinas Kesehatan Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 82,78 % 95,15% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelayanan yang 
terhambat karena adanya Pandemi 
Covid - 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

RSUD dr. 
Mohamad 
Soewandhie

Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 87,84 % 100,97% - - -

Dinas 
Perpustakaan 
dan Kearsipan

Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 83,24 % 95,68% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelayanan yang 
terhambat karena adanya Pandemi 
Covid - 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Dinas Pendidikan Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 90,41 % 103,92% - - -

Badan Kesatuan 
Bangsa, Politik 
dan Perlindungan 
Masyarakat

Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 93,1 % 107,01% - - -

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Dan 
Perlindungan 
Masyarakat

Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 92,18 % 105,95% - - -

Dinas Sosial Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 87,93 % 101,07% - - -

Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 87,47 % 100,54% - - -

Dinas 
Pengelolaan 
Bangunan dan 
Tanah

Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 86,77 % 99,74% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelayanan yang 
terhambat karena adanya Pandemi 
Covid - 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Dinas Pemadam 
Kebakaran

Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 92,02 % 105,77% - - -
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Dinas Pekerjaan 
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan

Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 85,85 % 98,68% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelayanan yang 
terhambat karena adanya Pandemi 
Covid - 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Dinas Komunikasi 
dan Informatika

Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 89,54 % 102,92% - - -

Dinas 
Perhubungan

Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 91,36 % 105,01% - - -

Dinas Lingkungan 
Hidup

Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 84,01 % 96,56% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelayanan yang 
terhambat karena adanya Pandemi 
Covid - 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau

Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 85,51 % 98,29% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelayanan yang 
terhambat karena adanya Pandemi 
Covid - 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Dinas 
Pengendalian 
Penduduk, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak

Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 88,22 % 101,40% - - -

Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil

Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 86,04 % 98,90% Refocusing Anggaran dan kurang 
optimalnya pelayanan yang 
terhambat karena adanya Pandemi 
Covid - 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata

Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 89,96 % 103,40% - - -

Bagian 
Administrasi 
Kesejahteraan 
Rakyat

Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 90,71 % 104,26% - - -

Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu

Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 88,12 % 101,29% - - -

Bagian 
Administrasi 
Perekonomian 
Dan Usaha 
Daerah

Tingkat kepuasan pegawai 
terhadap pelayanan 
administrasi perkantoran

87 % 88,32 % 101,52% - - -
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2.2.2.01.01.0001 Badan 
Kepegawaian dan 
Diklat

Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0002 Badan Kesatuan 
Bangsa, Politik 
dan Perlindungan 
Masyarakat

Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0003 Badan 
Penanggulangan 
Bencana Dan 
Perlindungan 
Masyarakat

Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0004 Badan 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Pajak Daerah

Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0005 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan

Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0006 Bagian 
Administrasi 
Kerjasama

Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0007 Bagian 
Administrasi 
Kesejahteraan 
Rakyat

Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0008 Bagian 
Administrasi 
Pembangunan

Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0009 Bagian 
Administrasi 
Pemerintahan 
Dan Otonomi 
Daerah

Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0010 Bagian 
Administrasi 
Perekonomian 
Dan Usaha 
Daerah

Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0011 Bagian Hubungan 
Masyarakat

Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2020     III-180



NO
URUSAN 

PEMERINTAHAN
OPD PELAKSANA KEBIJAKAN

INDIKATOR PROGRAM/ 
KEGIATAN

TARGET REALISASI CAPAIAN PERMASALAHAN
UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN
TINJUT REKOMENDASI DPRD

URAIAN PROGRAM/ 
KEGIATAN

2.2.2.01.01.0012 Bagian Hukum Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0013 Bagian Layanan 
Pengadaan dan 
Pengelolaan Aset

Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 85,71 % 85,71% Refocusing Anggaran 
diprioritaskan untuk percepatan 
penangan pandemi Covid 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

2.2.2.01.01.0014 Bagian Organisasi Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 66,67 % 66,67% Refocusing Anggaran 
diprioritaskan untuk percepatan 
penangan pandemi Covid 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

2.2.2.01.01.0015 Bagian Umum 
Dan Protokol

Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0016 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau

Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 87,5 % 87,50% Refocusing Anggaran 
diprioritaskan untuk percepatan 
penangan pandemi Covid 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

2.2.2.01.01.0017 Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata

Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0018 Dinas 
Kepemudaan dan 
Olah Raga

Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0019 Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil

Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0020 Dinas Kesehatan Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 87,5 % 87,50% Refocusing Anggaran 
diprioritaskan untuk percepatan 
penangan pandemi Covid 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

2.2.2.01.01.0021 Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian

Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0022 Dinas Komunikasi 
dan Informatika

Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0023 Dinas Koperasi 
dan Usaha Mikro

Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -
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2.2.2.01.01.0024 Dinas Lingkungan 
Hidup

Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0025 Dinas Pekerjaan 
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan

Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 85,71 % 85,71% Refocusing Anggaran 
diprioritaskan untuk percepatan 
penangan pandemi Covid 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

2.2.2.01.01.0026 Dinas Pemadam 
Kebakaran

Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0027 Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu

Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0028 Dinas Pendidikan Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0029 Dinas 
Pengelolaan 
Bangunan dan 
Tanah

Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0030 Dinas 
Pengendalian 
Penduduk, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak

Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0031 Dinas 
Perdagangan

Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0032 Dinas 
Perhubungan

Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0033 Dinas 
Perpustakaan 
dan Kearsipan

Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -
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2.2.2.01.01.0034 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0035 Dinas Sosial Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0036 Dinas Tenaga 
Kerja

Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0037 Inspektorat Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0038 Kec. Asemrowo Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0039 Kec. Benowo Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 87,5 % 87,50% Refocusing Anggaran 
diprioritaskan untuk percepatan 
penangan pandemi Covid 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

2.2.2.01.01.0040 Kec. Bubutan Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0041 Kec. Bulak Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0042 Kec. Dukuh Pakis Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 87,5 % 87,50% Refocusing Anggaran 
diprioritaskan untuk percepatan 
penangan pandemi Covid 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

2.2.2.01.01.0043 Kec. Gayungan Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 75 % 75,00% Refocusing Anggaran 
diprioritaskan untuk percepatan 
penangan pandemi Covid 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

2.2.2.01.01.0044 Kec. Genteng Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 85,71 % 85,71% Refocusing Anggaran 
diprioritaskan untuk percepatan 
penangan pandemi Covid 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

2.2.2.01.01.0045 Kec. Gubeng Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -
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2.2.2.01.01.0046 Kec. Gunung 
Anyar

Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0047 Kec. Jambangan Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0048 Kec. 
Karangpilang

Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0049 Kec. Kenjeran Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0050 Kec. Krembangan Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0051 Kec. Lakarsantri Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 87,5 % 87,50% Refocusing Anggaran 
diprioritaskan untuk percepatan 
penangan pandemi Covid 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

2.2.2.01.01.0052 Kec. Mulyorejo Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 85,71 % 85,71% Refocusing Anggaran 
diprioritaskan untuk percepatan 
penangan pandemi Covid 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

2.2.2.01.01.0053 Kec. Pabean 
Cantian

Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0054 Kec. Pakal Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0055 Kec. Rungkut Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0056 Kec. Sambikerep Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0057 Kec. Sawahan Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -
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2.2.2.01.01.0058 Kec. Semampir Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0059 Kec. Simokerto Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0060 Kec. Sukolilo Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0061 Kec. 
Sukomanunggal

Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 85,71 % 85,71% Refocusing Anggaran 
diprioritaskan untuk percepatan 
penangan pandemi Covid 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

2.2.2.01.01.0062 Kec. Tambaksari Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 85,71 % 85,71% Refocusing Anggaran 
diprioritaskan untuk percepatan 
penangan pandemi Covid 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

2.2.2.01.01.0063 Kec. Tandes Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 87,5 % 87,50% Refocusing Anggaran 
diprioritaskan untuk percepatan 
penangan pandemi Covid 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

2.2.2.01.01.0064 Kec. Tegalsari Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0065 Kec. Tenggilis 
Mejoyo

Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0066 Kec. Wiyung Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0067 Kec. Wonocolo Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 75 % 75,00% Refocusing Anggaran 
diprioritaskan untuk percepatan 
penangan pandemi Covid 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

2.2.2.01.01.0068 Kec. Wonokromo Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 85,71 % 85,71% Refocusing Anggaran 
diprioritaskan untuk percepatan 
penangan pandemi Covid 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

2.2.2.01.01.0069 RSUD Bhakti 
Dharma Husada

Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -
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2.2.2.01.01.0070 RSUD dr. 
Mohamad 
Soewandhie

Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0071 Satuan Polisi 
Pamong Praja

Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.01.0072 Sekretariat DPRD Penyediaan Barang dan 
Jasa Perkantoran 
Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan 
barang dan jasa perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02 Meningkatkan 
akuntabililitas 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah

Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan

RSUD Bhakti 
Dharma Husada

Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Bagian 
Administrasi 
Pemerintahan 
Dan Otonomi 
Daerah

Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Bagian Hukum Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Bagian Organisasi Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Bagian 
Administrasi 
Kerjasama

Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Bagian 
Administrasi 
Pembangunan

Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Dinas 
Kepemudaan dan 
Olah Raga

Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Bagian Umum 
Dan Protokol

Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Bagian Layanan 
Pengadaan dan 
Pengelolaan Aset

Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Bagian Hubungan 
Masyarakat

Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -
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Sekretariat DPRD Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Badan 
Perencanaan 
Pembangunan

Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Inspektorat Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Badan 
Kepegawaian dan 
Diklat

Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Badan 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Pajak Daerah

Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Satuan Polisi 
Pamong Praja

Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Genteng Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Simokerto Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Tegalsari Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Bubutan Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Kenjeran Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Pabean 
Cantian

Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Semampir Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Krembangan Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Tambaksari Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Gubeng Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -
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Kec. Rungkut Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Gunung 
Anyar

Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Tenggilis 
Mejoyo

Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Sukolilo Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Mulyorejo Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Wonokromo Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. 
Karangpilang

Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Dukuh Pakis Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Gayungan Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Jambangan Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Wonocolo Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Sawahan Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Wiyung Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Tandes Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Asemrowo Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. 
Sukomanunggal

Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2020     III-188



NO
URUSAN 

PEMERINTAHAN
OPD PELAKSANA KEBIJAKAN

INDIKATOR PROGRAM/ 
KEGIATAN

TARGET REALISASI CAPAIAN PERMASALAHAN
UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN
TINJUT REKOMENDASI DPRD

URAIAN PROGRAM/ 
KEGIATAN

Kec. Benowo Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Lakarsantri Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Sambikerep Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Pakal Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Bulak Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian

Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Dinas 
Perdagangan

Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Dinas Koperasi 
dan Usaha Mikro

Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Dinas Tenaga 
Kerja

Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Dinas Kesehatan Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

RSUD dr. 
Mohamad 
Soewandhie

Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Dinas 
Perpustakaan 
dan Kearsipan

Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Dinas Pendidikan Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Badan Kesatuan 
Bangsa, Politik 
dan Perlindungan 
Masyarakat

Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Dan 
Perlindungan 
Masyarakat

Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -
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Dinas Sosial Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Dinas 
Pengelolaan 
Bangunan dan 
Tanah

Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Dinas Pemadam 
Kebakaran

Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Dinas Pekerjaan 
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan

Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Dinas Komunikasi 
dan Informatika

Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Dinas 
Perhubungan

Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Dinas Lingkungan 
Hidup

Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau

Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Dinas 
Pengendalian 
Penduduk, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak

Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil

Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -
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Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata

Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Bagian 
Administrasi 
Kesejahteraan 
Rakyat

Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu

Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

Bagian 
Administrasi 
Perekonomian 
Dan Usaha 
Daerah

Persentase ketepatan 
pemenuhan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

RSUD Bhakti 
Dharma Husada

Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Bagian 
Administrasi 
Pemerintahan 
Dan Otonomi 
Daerah

Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 98,29 % 98,29% Refocusing Anggaran 
diprioritaskan untuk percepatan 
penangan pandemi Covid 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Bagian Hukum Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Bagian Organisasi Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Bagian 
Administrasi 
Kerjasama

Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Bagian 
Administrasi 
Pembangunan

Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Dinas 
Kepemudaan dan 
Olah Raga

Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 99,98 % 99,98% Refocusing Anggaran 
diprioritaskan untuk percepatan 
penangan pandemi Covid 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Bagian Umum 
Dan Protokol

Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Bagian Layanan 
Pengadaan dan 
Pengelolaan Aset

Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 99,97 % 99,97% Refocusing Anggaran 
diprioritaskan untuk percepatan 
penangan pandemi Covid 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-
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Bagian Hubungan 
Masyarakat

Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Sekretariat DPRD Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Badan 
Perencanaan 
Pembangunan

Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Inspektorat Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Badan 
Kepegawaian dan 
Diklat

Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Badan 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Pajak Daerah

Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 99,94 % 99,94% Refocusing Anggaran 
diprioritaskan untuk percepatan 
penangan pandemi Covid 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Satuan Polisi 
Pamong Praja

Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Genteng Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Simokerto Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Tegalsari Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 98,79 % 98,79% Refocusing Anggaran 
diprioritaskan untuk percepatan 
penangan pandemi Covid 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Bubutan Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Kenjeran Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Pabean 
Cantian

Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 99,38 % 99,38% Refocusing Anggaran 
diprioritaskan untuk percepatan 
penangan pandemi Covid 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Semampir Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Krembangan Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -
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Kec. Tambaksari Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 92,78 % 92,78% Refocusing Anggaran 
diprioritaskan untuk percepatan 
penangan pandemi Covid 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Gubeng Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 99,09 % 99,09% Refocusing Anggaran 
diprioritaskan untuk percepatan 
penangan pandemi Covid 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Rungkut Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 99,84 % 99,84% Refocusing Anggaran 
diprioritaskan untuk percepatan 
penangan pandemi Covid 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Gunung 
Anyar

Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 99,77 % 99,77% Refocusing Anggaran 
diprioritaskan untuk percepatan 
penangan pandemi Covid 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Tenggilis 
Mejoyo

Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Sukolilo Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Mulyorejo Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 99,85 % 99,85% Refocusing Anggaran 
diprioritaskan untuk percepatan 
penangan pandemi Covid 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Wonokromo Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 96,34 % 96,34% Refocusing Anggaran 
diprioritaskan untuk percepatan 
penangan pandemi Covid 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. 
Karangpilang

Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Dukuh Pakis Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Gayungan Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 89,1 % 89,10% Refocusing Anggaran 
diprioritaskan untuk percepatan 
penangan pandemi Covid 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Jambangan Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Wonocolo Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Sawahan Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -
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Kec. Wiyung Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 99,43 % 99,43% Refocusing Anggaran 
diprioritaskan untuk percepatan 
penangan pandemi Covid 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Tandes Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Asemrowo Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. 
Sukomanunggal

Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Benowo Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 99,29 % 99,29% Refocusing Anggaran 
diprioritaskan untuk percepatan 
penangan pandemi Covid 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Kec. Lakarsantri Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Sambikerep Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Pakal Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Kec. Bulak Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 93,72 % 93,72% Refocusing Anggaran 
diprioritaskan untuk percepatan 
penangan pandemi Covid 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian

Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 99,95 % 99,95% Refocusing Anggaran 
diprioritaskan untuk percepatan 
penangan pandemi Covid 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Dinas 
Perdagangan

Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Dinas Koperasi 
dan Usaha Mikro

Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Dinas Tenaga 
Kerja

Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Dinas Kesehatan Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

RSUD dr. 
Mohamad 
Soewandhie

Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -
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Dinas 
Perpustakaan 
dan Kearsipan

Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Dinas Pendidikan Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Badan Kesatuan 
Bangsa, Politik 
dan Perlindungan 
Masyarakat

Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Dan 
Perlindungan 
Masyarakat

Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Dinas Sosial Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Dinas 
Pengelolaan 
Bangunan dan 
Tanah

Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Dinas Pemadam 
Kebakaran

Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Dinas Pekerjaan 
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan

Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Dinas Komunikasi 
dan Informatika

Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Dinas 
Perhubungan

Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 99,99 % 99,99% Refocusing Anggaran 
diprioritaskan untuk percepatan 
penangan pandemi Covid 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Dinas Lingkungan 
Hidup

Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 95,44 % 95,44% Refocusing Anggaran 
diprioritaskan untuk percepatan 
penangan pandemi Covid 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-
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Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau

Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Dinas 
Pengendalian 
Penduduk, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak

Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 99,5 % 99,50% Refocusing Anggaran 
diprioritaskan untuk percepatan 
penangan pandemi Covid 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil

Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata

Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Bagian 
Administrasi 
Kesejahteraan 
Rakyat

Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu

Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 99,93 % 99,93% Refocusing Anggaran 
diprioritaskan untuk percepatan 
penangan pandemi Covid 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

Bagian 
Administrasi 
Perekonomian 
Dan Usaha 
Daerah

Persentase sarana dan 
prasarana perkantoran dalam 
kondisi baik

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0001 Badan 
Kepegawaian dan 
Diklat

Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0002 Badan Kesatuan 
Bangsa, Politik 
dan Perlindungan 
Masyarakat

Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0003 Badan 
Penanggulangan 
Bencana Dan 
Perlindungan 
Masyarakat

Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -
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2.2.2.01.02.0004 Badan 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Pajak Daerah

Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0005 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan

Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0006 Bagian 
Administrasi 
Kerjasama

Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0007 Bagian 
Administrasi 
Kesejahteraan 
Rakyat

Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0008 Bagian 
Administrasi 
Pembangunan

Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0009 Bagian 
Administrasi 
Pemerintahan 
Dan Otonomi 
Daerah

Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0010 Bagian 
Administrasi 
Perekonomian 
Dan Usaha 
Daerah

Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0011 Bagian Hubungan 
Masyarakat

Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0012 Bagian Hukum Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0013 Bagian Layanan 
Pengadaan dan 
Pengelolaan Aset

Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0014 Bagian Organisasi Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0015 Bagian Umum 
Dan Protokol

Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Perkantoran

Persentase Kelayakan dan 
Ketersediaan sarana dan 
prasarana perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -
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2.2.2.01.02.0016 Dinas Kebersihan 
dan Ruang 
Terbuka Hijau

Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 66,67 % 66,67% Refocusing Anggaran 
diprioritaskan untuk percepatan 
penangan pandemi Covid 19

Normalisasi anggaran dan kegiatan 
pasca pandemi

-

2.2.2.01.02.0017 Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata

Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0018 Dinas 
Kepemudaan dan 
Olah Raga

Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0019 Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil

Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0020 Dinas Kesehatan Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0021 Dinas Ketahanan 
Pangan dan 
Pertanian

Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0022 Dinas Komunikasi 
dan Informatika

Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0023 Dinas Koperasi 
dan Usaha Mikro

Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0024 Dinas Lingkungan 
Hidup

Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0025 Dinas Pekerjaan 
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan

Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0026 Dinas Pemadam 
Kebakaran

Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -
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2.2.2.01.02.0027 Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu

Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0028 Dinas Pendidikan Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0029 Dinas 
Pengelolaan 
Bangunan dan 
Tanah

Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0030 Dinas 
Pengendalian 
Penduduk, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak

Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0031 Dinas 
Perdagangan

Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0032 Dinas 
Perhubungan

Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0033 Dinas 
Perpustakaan 
dan Kearsipan

Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0034 Dinas Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman, 
Cipta Karya dan 
Tata Ruang

Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0035 Dinas Sosial Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0036 Dinas Tenaga 
Kerja

Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -
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2.2.2.01.02.0037 Inspektorat Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0038 Kec. Asemrowo Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0039 Kec. Benowo Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0040 Kec. Bubutan Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0041 Kec. Bulak Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0042 Kec. Dukuh Pakis Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0043 Kec. Gayungan Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0044 Kec. Genteng Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0045 Kec. Gubeng Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0046 Kec. Gunung 
Anyar

Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0047 Kec. Jambangan Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0048 Kec. 
Karangpilang

Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -
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2.2.2.01.02.0049 Kec. Kenjeran Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0050 Kec. Krembangan Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0051 Kec. Lakarsantri Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0052 Kec. Mulyorejo Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0053 Kec. Pabean 
Cantian

Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0054 Kec. Pakal Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0055 Kec. Rungkut Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0056 Kec. Sambikerep Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0057 Kec. Sawahan Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0058 Kec. Semampir Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0059 Kec. Simokerto Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0060 Kec. Sukolilo Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -
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2.2.2.01.02.0061 Kec. 
Sukomanunggal

Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0062 Kec. Tambaksari Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0063 Kec. Tandes Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0064 Kec. Tegalsari Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0065 Kec. Tenggilis 
Mejoyo

Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0066 Kec. Wiyung Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0067 Kec. Wonocolo Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0068 Kec. Wonokromo Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0069 RSUD Bhakti 
Dharma Husada

Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0070 RSUD dr. 
Mohamad 
Soewandhie

Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0071 Satuan Polisi 
Pamong Praja

Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.01.02.0072 Sekretariat DPRD Pemeliharaan dan 
Pengadaan Sarana 
Perkantoran

Persentase pemeliharaan 
dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 100 % 100,00% - - -
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2.2.2.02 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
2.2.2.02.01 Meningkatkan 

kompetensi ASN
Program Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai

Badan 
Kepegawaian dan 
Diklat

Persentase pegawai yang 
difasilitasi penilaian kinerja

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.02.01.0001 Badan 
Kepegawaian dan 
Diklat

Pengelolaan Data 
Pegawai

Jumlah data pegawai yang 
dikelola

8326 data 8533 data 102,49% - - -

2.2.2.02.01.0002 Badan 
Kepegawaian dan 
Diklat

Pengembangan 
Wawasan Aparatur

Jumlah aparatur yang 
dikembangkan wawasannya

225 orang 221 orang 98,22% Adanya pandemi Covid-19 yang 
menyebabkan pembatalan 
kegiatan oleh penyelenggara 
kegiatan

Pengembangan acara/kegiatan 
secara virtual

-

2.2.2.02.01.0003 Badan 
Kepegawaian dan 
Diklat

Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah pegawai yang dinilai 
kinerjanya

7226 orang 7457 orang 103,20% - - -

2.2.2.02.01.0004 Badan 
Kepegawaian dan 
Diklat

Seleksi Penerimaan ASN Jumlah tahapan seleksi 
penerimaan ASN

2 tahap 3 tahap 150,00% - - -

2.2.2.02.02 Meningkatkan 
kompetensi ASN

Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM

Badan 
Kepegawaian dan 
Diklat

Persentase pegawai yang 
mengikuti diklat teknis dan 
fungsional

50,03 % 68,28 % 136,48% - - -

Badan 
Kepegawaian dan 
Diklat

Persentase pejabat struktural 
yang mengikuti diklat 
struktural

65,06 % 71,73 % 110,25% - - -

2.2.2.02.02.0001 Badan 
Kepegawaian dan 
Diklat

Pelaksanaan Asesmen 
Pegawai

Jumlah pelaksanaan 
assesmen pegawai

5 kali 7 kali 140,00% - - -

2.2.2.02.02.0002 Badan 
Kepegawaian dan 
Diklat

Pendidikan dan Pelatihan 
Kompetensi Fungsional 
dan Sosial Kultural

Jumlah jenis pendidikan dan 
pelatihan kompetensi 
fungsional dan sosial kultural

2 jenis 2 jenis 100,00% - - -

2.2.2.02.02.0003 Badan 
Kepegawaian dan 
Diklat

Pendidikan dan Pelatihan 
Kompetensi Manajerial

Jumlah jenis pendidikan dan 
pelatihan kompetensi 
manajerial

1 jenis 1 jenis 100,00% - - -

2.2.2.02.02.0004 Badan 
Kepegawaian dan 
Diklat

Pendidikan dan Pelatihan 
Kompetensi Teknis

Jumlah jenis pendidikan dan 
pelatihan kompetensi teknis

2 jenis 2 jenis 100,00% - - -

2.2.2.02.02.0005 Badan 
Kepegawaian dan 
Diklat

Penyiapan Materi Diklat 
Pembelajaran (e-
learning)

Jumlah materi diklat 
pembelajaran (e-learning)

3 materi 3 materi 100,00% - - -
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NO
URUSAN 

PEMERINTAHAN
OPD PELAKSANA KEBIJAKAN

INDIKATOR PROGRAM/ 
KEGIATAN

TARGET REALISASI CAPAIAN PERMASALAHAN
UPAYA MENGATASI 

PERMASALAHAN
TINJUT REKOMENDASI DPRD

URAIAN PROGRAM/ 
KEGIATAN

2.2.2.02.03 Meningkatkan 
kompetensi ASN

Program Peningkatan Pelayanan dan Penataan Pegawai

Badan 
Kepegawaian dan 
Diklat

Persentase penataan 
pegawai sesuai analisa 
jabatan

100 % 100 % 100,00% - - -

2.2.2.02.03.0001 Badan 
Kepegawaian dan 
Diklat

Pelayanan Administrasi 
Kepegawaian

Jumlah orang yang dilayani 
administrasi 
kepegawaiannya

500 orang 500 orang 100,00% - - -

2.2.2.02.03.0002 Badan 
Kepegawaian dan 
Diklat

Penataan Administrasi 
Kepegawaian

Jumlah berkas penataan 
administrasi kepegawaian

8326 berkas 8751 berkas 105,10% - - -

2.2.2.02.03.0003 Badan 
Kepegawaian dan 
Diklat

Penempatan Pegawai, 
Promosi dan Rotasi 
Jabatan

Jumlah berkas penempatan 
pegawai, promosi dan rotasi 
jabatan

84 berkas 105 berkas 125,00% - - -

2.2.2.02.03.0004 Badan 
Kepegawaian dan 
Diklat

Pengelolaan Disiplin 
Pegawai

Jumlah pegawai yang 
mendapatkan intervensi 
pengelolaan disiplin pegawai

286 orang 294 orang 102,80% - - -
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Kesimpulan : 

Pandemi Covid-19 yang mulai terjadi pada bulan Maret 2020, telah memberikan 

dampak yang cukup besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam 

rangka penanganan pandemi tersebut, pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota 

Surabaya harus melakukan berbagai penyesuaian dan refocusing program kerja dan 

anggaran serta langkah inovasi sesuai aturan, ketentuan yang berlaku. 

Meskipun demikian, berbagai langkah penyesuaian program dan anggaran yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya tidak terlalu berpengaruh terhadap capaian 

kinerja program pembangunan pada tahun 2020.  Berdasarkan data capaian kinerja dapat 

diketahui bahwa kinerja untuk 4 kelompok urusan dan penunjangnya, yaitu: Urusan Wajib 

Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Unsur 

Penunjang Urusan mampu mencapai dan melebihi target yang ditetapkan. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi dan fleksibilitas penyelenggara pemerintahan 

kota cukup tinggi dari semua elemen, dalam menghadapi tantangan yang cukup berat 

pada masa pandemi tersebut. Fungsi dan peran birokrasi pemerintahan daerah dalam 

memberikan pelayanan publik khususnya pelayanan dasar masih tetap dapat 

dipertahankan dengan baik. 

 

Gambar 3.1 
Rata-Rata Capaian Kinerja Berdasarkan Kelompok Urusan dan Penunjangnya 

 
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kota, 2021 
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A. Kinerja Urusan Wajib Pelayanan Dasar 

Urusan wajib pelayanan dasar yang meliputi urusan Pendidikan, Kesehatan, 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, serta Sosial mampu 

mencatat kinerja yang baik, dimana angka rata-rata capaian kinerja kelompok urusan 

wajib pelayanan dasar mencapai 110,25%.  

Meskipun demikian, pada urusan wajib pelayanan dasar, rata-rata capaian kinerja 

urusan sosial layak untuk memperoleh perhatian yang lebih besar karena angka rata-

ratanya masih di bawah 100%, yakni mencapai 91,16%. Beberapa program yang 

mendukung urusan sosial antara lain: Program Bantuan Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah, Program Partisipasi Keagamaan, Program Partisipasi Kepahlawanan, Program 

Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Sosial, Program Pemberdayaan 

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Program Pengendalian Layanan Sosial, dan Program 

Rehabilitasi Rumah Tapak Tidak Layak Huni.  

Kurang optimalnya capaian program-program dalam urusan sosial tersebut 

disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, terjadinya Pandemi Covid-19 sangat 

berpengaruh pada aspek mobilitas dan interaksi sosial, sehingga mengurangi aksesibilitas 

masyarakat terhadap pelayanan dasar sosial. Kedua, data MBR yang masih diperlukan 

update data, sehingga berpengaruh terhadap tingkat pemanfaatan program bantuan 

masyarakat berpenghasilan rendah oleh masyarakat, khususnya yang terdampak 

pandemi Covid-19. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Kota untuk melakukan 

akselerasi program dengan mewujudkan data MBR yang lengkap, valid dan terintegrasi. 
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Gambar 3.2 
Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Urusan Wajib Pelayanan Dasar 

 
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kota, 2021 

 

B. Kinerja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 

Secara umum, kinerja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar yang meliputi: urusan 

Tenaga kerja, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak, Pangan, Lingkungan 

hidup, Administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil, Pengendalian penduduk dan 

Keluarga berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta Persandian, 

Penanaman modal, Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, 

Koperasi dan UMKM serta Statistik mencatat hasil yang sangat baik, dengan angka rata-

rata capaian kinerja kelompok urusan wajib bukan pelayanan dasar mencapai 111,14%. 

Hal yang mungkin perlu memperoleh perhatian khusus adalah menyangkut rata-

rata kinerja urusan Tenaga Kerja yang mencapai 96,30%. Hal ini disebabkan adanya 

dampak terjadinya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terganggunya berbagai 

aktivitas program kerja. Beberapa kegiatan yang terdampak secara siginifikan antara lain 

Bimtek Harmonisasi Hubungan Industrial, Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan, 

Peningkatan Kesempatan Kerja, Bimtek Pengembangan Soft-skill Kerja bagi Pencari Kerja, 

Fasilitasi Magang bagi Pencari Kerja, Fasilitasi Sertifikasi Profesi bagi Angkatan Kerja, serta 

Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat. 

Hal ini dapat dipahami karena pandemi telah berdampak pada terjadinya kontraksi 

ekonomi, menurunnya aktivitas produksi, distribusi serta perdagangan barang dan jasa. 
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Beberapa pelaku ekonomi mengurangi tenaga kerja, bahkan menutup usahanya secara 

sementara maupun permanen. Akibatnya, kesempatan kerja menjadi terbatas. 

Sementara itu, berbagai kegiatan fasilitasi dan bimtek terbatas untuk dilaksanakan 

terutama yang melibatkan kontak fisik karena adanya kebijakan pembatasan sosial dan 

pencegahan aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan.     

Meskipun demikian, secara bertahap seiring dengan keberhasilan penanganan 

pandemi, terjadinya pemulihan ekonomi, dan proses adaptasi berperilaku 

mengedepankan protokol kesehatan yang semakin baik, serta penguatan kemampuan 

penerapan digitalisasi dalam implementasi program, maka kinerja urusan tenaga kerja 

diharapkan akan dapat meningkat. 

 
Gambar 3.3 

Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 

 
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kota, 2021 

 

C. Urusan Pilihan 

Secara umum, kinerja Urusan Pilihan yang meliputi: Urusan Pertanian, Kelautan dan 

Perikanan, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pariwisata menunjukkan 

kinerja yang sangat baik, dimana angka rata-rata capaian kinerja kelompok urusan pilihan 

mencapai 120,25%.  

111,14%

96,30%

101,81%

141,99%

116,90%

123,38%

120,58%

104,17%

107,12%

108,61%

111,43%

103,45%

118,71%

110,20%

112,47%

103,58%

100,00%

Rata-Rata

Tenaga Kerja

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pangan

Pertanahan

Lingkungan Hidup

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perhubungan

Komunikasi dan Informatika serta Persandian

Penanaman Modal

Kepemudaan dan Olahraga

Kebudayaan

Perpustakaan

Kearsipan

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Statistik



 
 

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2020 III-209 

 

PEMERINTAH KOTA SURABAYA 

Khusus untuk urusan Pariwisata terdapat beberapa program yang masih kurang 

optimal capaian kinerjanya, seperti program Forum komunikasi pelaku usaha industri 

pariwisata, Pelayanan perizinan dan non perizinan usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, 

Penyelenggaraan even di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel, Penyelenggaraan 

even di UPTD Tugu Pahlawan Balai Pemuda dan THR. Hal ini dapat dipahami karena sektor 

pariwasata adalah salah satu sektor yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19.  

Pembatasan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan (social distancing) 

sangat berdampak pada kegiatan atau event pariwisata yang sudah direncanakan 

sebelumnya.  Pada sisi lain, terkait SDM dan infrastruktur penunjang lainnya masih belum 

siap sepenuhnya untuk bisa menyelenggarakan even pariwisata yang dilakukan secara 

virtual (virtual concert, virtual traveling, virtual tourism). 

Meskipun demikian, sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang memiliki 

peluang lebih besar untuk segera pulih seiring dengan terkendalinya Pandemi Covid-19. 

Jika kemudian dikombinasikan dengan inovasi yang tepat untuk mengemas kegiatan 

pariwisata dengan menggunakan pendekatan teknologi digital, maka kinerja pariwisata 

diyakini akan mengalami mengalami kenaikan yang pesat di masa mendatang. 

Gambar 3.4 
Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Urusan Pilihan 

 
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kota, 2021 
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D. Unsur Penunjang Urusan 

Kinerja Unsur Penunjang Urusan yang meliputi fungsi: Kepegawaian serta 

Pendidikan dan Pelatihan, Sarana dan Prasarana Perkantoran, Perencanaan serta 

Penelitian dan Pengembangan, Pengawasan, Keuangan, Kebijakan, Pelayanan Publik, dan 

Koordinasi Perangkat Daerah secara umum menunjukkan kinerja yang baik, dimana angka 

rata-rata capaian kinerjanya mencapai 100,88%. Beberapa program yang belum optimal 

dieksekusi dengan baik, disebabkan karena situasi pandemi yang terjadi. Oleh karena itu, 

karakteristik aparatur pemerintahan yang cepat, sigap (agile) dan inovatif serta 

kemampuan beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan informasi (digitalisasi) akan 

menjadi kunci utama bagi Pemerintah Kota untuk dapat mencapai kinerja pelayanan 

publik yang tetap prima di tengah pandemi. 

 

Gambar 3.5 

Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Unsur Penunjang Urusan 

 
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kota, 2021 
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3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN 

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau 

tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang 

diambil dalam satu tahun anggaran. Kebijakan yang diambil oleh Walikota Surabaya 

Tahun 2020 adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.5 

Kebijakan Strategis Tahun 2020 

No 
Kebijakan 
Strategis 

Dasar Hukum 
Tujuan/Masalah yang 

Diselesaikan 

1 Penanganan 
Covid-19 

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 
Tahun 2020 tentang Pedoman 
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam 
Penanganan Coronavirus Disease-19 
(Covid-19) di Kota Surabaya 

Melaksanakan pencegahan 
dampak wabah penyakit dan 
penularan Virus Corona 

2 Penanganan 
Covid-19 

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 
Tahun 2020 tentang Pedoman 
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam 
Penanganan Corona Virus Disease-19 
(Covid-19) di Kota Surabaya 

Untuk mengoptimalkan 
pelaksanaan pencegahan dampak 
wabah penyakit dan penularan 
Virus Corona 

3 Penanganan 
Covid-19 

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 
jenjang Sekolah Dasar Negeri Dan 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 
Dalam Masa Darurat Penyebaran Wabah 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

Meningkatkan pemerataan akses 
dan mutu Pendidikan pada 
jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah 
Menengah Pertama Dalam Masa 
Darurat Penyebaran Wabah 
Corona Virus Disease   2019 
(Covid-19) 

4 Penanganan 
Covid-19 

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 
Tahun 2020 tentang Pemberian 
Pengurangan Retribusi Izin Pemakaian 
Tanah kepada Masyarakat Pemegang Izin 
Pemakaian Tanah dalam Rangka Hari Jadi 
Kota Surabaya Ke-727 dan Dampak 
Penyebaran Wabah Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19) 

Meringankan beban ekonomi 
masyarakat Kota Surabaya akibat 
dampak penyebaran wabah 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dalam pelaksanaan 
pembayaran retribusi Izin 
Pemakaian Tanah melalui 
Pengurangan Retribusi  

5 Penanganan 
Covid-19 

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 
Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif 
Pajak Daerah Dalam Rangka Penanganan 
Dampak Ekonomi Sebagai Akibat 
Penyebaran Wabah Corona Virus Disease 
(Covid-19) Di Kota Surabaya 

Memberikan insentif        pajak 
Daerah bagi pengusaha yang 
secara ekonomi terdampak oleh 
wabah penyakit Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19)  
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No 
Kebijakan 
Strategis 

Dasar Hukum 
Tujuan/Masalah yang 

Diselesaikan 

6 Penanganan 
Covid-19 

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 
Tahun 2020 tentang Pembebasan Sanksi 
Administratif Retribusi Izin Pemakaian 
Tanah Kepada Masyarakat Pemegang 
Izin Pemakaian Tanah Karena Dampak 
Penyebaran Wabah Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19) di Kota Surabaya 

Meringankan beban ekonomi 
masyarakat Kota Surabaya akibat 
dampak penyebaran wabah 
Corona Virus Disease 2019 (Covid- 
19) dalam pelaksanaan 
pembayaran retribusi Izin 
Pemakaian Tanah melalui 
pembebasan Sanksi Administratif 

7 Penanganan 
Covid-19 

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 
Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan 
Normal Baru pada Kondisi Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di 
Kota Surabaya 

Mendukung keberlangsungan 
perekonomian masyarakat, salah 
satunya dengan penerapan 
tatanan normal baru pada kondisi 
pandemi Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19) 

8 Penanganan 
Covid-19 

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 
Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi 
Administratif Denda Pajak Bumi dan 
Bangunan Perkotaan kepada Masyarakat 
sebagai Dampak Penyebaran Wabah 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di 
Kota Surabaya 

Meringankan beban masyarakat 
Kota Surabaya akibat dampak 
pandemik Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19) dan 
meningkatkan kesadaran 
masyarakat dalam melakukan 
pembayaran Pajak Bumi dan 
Bangunan 

9 Penanganan 
Covid-19 

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 
Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan 
Normal Baru pada Kondisi Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di 
Kota Surabaya 

Mengoptimalkan pelaksanaan 
Tatanan Normal Baru Pada Kondisi 
Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19) di Kota Surabaya 

10 Penanganan 
Covid-19 

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 
Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif 
Pajak Daerah Berupa Pembebasan Pajak 
Hotel Yang Dimanfaatkan Untuk Isolasi 
Warga Yang Memiliki Potensi Corona 
Virus Disease 2019 (Covid-19) 

Memberikan insentif pajak Daerah 
bagi pengusaha yang secara 
ekonomi terdampak Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19) serta 
bentuk apresiasi peran serta 
masyarakat khususnya pengusaha 
hotel atau perhotelan untuk yang 
obyek usahanya dijadikan tempat 
isolasi warga yang memiliki 
potensi terinfeksi Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19) 
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No 
Kebijakan 
Strategis 

Dasar Hukum 
Tujuan/Masalah yang 

Diselesaikan 

11 Penanganan 
Covid-19 

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 
Tahun 2020 tentang Pemberian Hibah 
kepada Gugus Tugas Kampung Tangguh 
Wani Jogo Suroboyo dalam Rangka 
Penanganan Dampak Corona Virus 
Disaese 2019 (Covid-19) di Surabaya 

Memberikan hibah kepada 
Kampung Tangguh Wani Jogo 
Suroboyo untuk mendukung 
pencegahan dan penanganan 
Covid-19 di tingkat lingkungan  

Sumber :  Bagian Hukum, 2021 

 

3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA  

Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai 

bentuk tindak-lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran 

sebelumnya. Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi 

DPRD yang diberikan pada tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.6 sebagai 

berikut.
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Tabel 3.6 

Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2019 

Rekomendasi DPRD Kota 
Surabaya 

Tanggapan 
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD 

(Dalam Program/Kegiatan) 

Tujuan / Masalah yang 
Diselesaikan 

1. Membuat skema dan data 
warga miskin yang lebih 
akurat dan tepat sehingga 
diperoleh hasil yang 
optimal 

Pemutakhiran data MBR dilakukan secara 
rutin oleh Dinas Sosial dibantu Kecamatan 
dan Kelurahan agar data dapat 
mencerminkan kondisi yang lebih akurat. 
Pendataan tersebut dijadikan skema dalam 
perencanaan intervensi melalui program-
program yang dilaksanakan pemerintah 
dalam upaya pengentasan kemiskinan agar 
tepat sasaran.   

Telah dilakukan updating data Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui 
Sistem e-pemutakhiran data di bawah 
pengelolaan Dinas Sosial pada Program 
Pengendalian Layanan Sosial di kegiatan 
Pemutakhiran data PMKS dan PSKS 

Data warga miskin yang 
akurat dan terintegrasi, 
sehingga intervensi terhadap 
warga miskin menjadi tepat 
sasaran. 

2. Membuat jaringan atau link 
antara dunia pendidikan 
dengan dunia usaha 
sehingga mampu 
mengurangi angka 
pengangguran secara masif 

Pemerintah Kota melalui Dinas Tenaga Kerja, 
telah melakukan koordinasi dan pemetaan 
kebutuhan tenaga kerja dengan para 
pengusaha. Kemudian juga melakukan 
koordinasi dengan lembaga 
ketenagakerjaan serta SMA/SMK untuk 
dapat melakukan link and match terhadap 
trend kebutuhan tenaga kerja tersebut. 

Melalui kegiatan Penyebarluasan Informasi 
Pasar Kerja, perusahaan yang membutuhkan 
tenaga kerja bertemu dengan pencari kerja 
termasuk lulusan SMK. Selain itu, ada 
kegiatan magang siswa SMK di perusahaan 
dan tidak menutup kemungkinan peserta 
magang akan direkrut untuk bekerja pada 
perusahaan tersebut. 

Terciptanya link and match 
antara dunia pendidikan dan 
dunia kerja, sehingga 
kebutuhan jenis pekerjaan 
akan sesuai dengan jenis 
pendidikan. Dengan demikan 
diharapkan akan semakin 
banyak kesempatan 
penyerapan tenaga kerja di 
Kota Surabaya. 

3. Mengarahkan generasi 
muda untuk menjadi 
entrepreneur bukan hanya 
menjadi pegawai/karyawan 

Pemerintah Kota juga telah mempersiapkan 
angkatan kerja tidak hanya bekerja pada 
sektor formal, namun juga untuk menjadi 
wirausaha. Pelatihan kewirausahaan, 
pendampingan, upaya pemasaran dan 
fasilitasi akses permodalan merupakan 
beberapa upaya Pemerintah Kota untuk 

Pelatihan enterpreneur untuk pemuda 
dilaksanakan melalui kegiatan 
Pengembangan Keterampilan dan 
Kewirausahaan Pemuda di Dinas 
Kepemudaan dan Olahraga. Pada kegiatan 
ini, pemuda dilatih beberapa ketrampilan 
wirausaha (fotografi, make up artist dll).  
Untuk permodalan, terdapat di kegiatan 

Dengan semakin berdaya 
saing enterpreneur maupun 
UKM di Kota Surabaya, 
diharapkan dapat 
memberikan multiple effect 
berkembangnya pengusaha 
lokal dan banyaknya 
penyerapan tenaga kerja. 
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA 

Rekomendasi DPRD Kota 
Surabaya 

Tanggapan 
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD 

(Dalam Program/Kegiatan) 

Tujuan / Masalah yang 
Diselesaikan 

mengembangkan wira usaha di Kota 
Surabaya. 

Fasilitasi Kemitraan dan Pengembangan 
Usaha Mikro di Dinas Koperasi dan Usaha 
Mikro dimana Pemkot Surabaya 
menjembatani antara kebutuhan modal 
usaha mikro dengan penyedia modal. Untuk 
pemasaran, terdapat di kegiatan Fasilitasi 
Pemasaran Usaha Mikro di Dinas 
Perdagangan 

4. Bus Suroboyo di tahun 
2019 diharapkan mampu 
menunjukan 
perkembangan yang 
signifikan dalam 
pelaksanaannya 

Suroboyo Bus sudah dimanfaatkan oleh 
masyarakat khususnya masyarakat Surabaya 
sebagai moda transportasi alternatif 
kendaraan pribadi, selain digunakan untuk 
moda transportasi wisata. Data jumlah 
penumpang secara keseluruhan pada tahun 
2018-2019 terjadi peningkatan. Total 
penumpang tahun 2018 sejumlah 513.142 
orang dan total penumpang tahun 2019 
sejumlah 1.123.177 orang. Secara 
presentase terjadi kenaikan sebesar 
118,88%. Pada tahun 2020 total penumpang 
Suroboyo Bus mengalami penurunan dari 
tahun 2019 menjadi 823.130 orang, karena 
Covid-19 jumlah penumpang dibatasi 50%. 

Untuk operasional Suroboyo Bus 
dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan 
Transportasi Umum di Dinas Perhubungan. 
Melalui kegiatan ini, diharapkan performa 
Suroboyo Bus selalu dalam keadaan prima 
dan bisa meningkatkan pelayanannya 
terhadap kebutuhan transportasi umum 
warga Surabaya 

Agar transportasi massal 
dapat diwujudkan secara 
terintegrasi antara angkutan 
utama dan feeder nya serta 
dapat meningkat kualitas 
pelayanannya untuk 
memenuhi kebutuhan 
transportasi warga dalam 
kota. 

5. Melakukan pembenahan 
perizinan agar tidak saling 
lempar tanggungjawab 
antar OPD di lapangan 

Seluruh perijinan di Kota Surabaya dilakukan 
secara terpadu dan terintegrasi melalui 
aplikasi Surabaya Single Window. 
Pembenahan demi semakin baiknya 
perizinan yang terintegrasi, akan terus 
dilakukan demi mendorong kemudahan 
perizinan dan kemudahan investasi di 
Surabaya. 

Program: Peningkatan Pelayanan Perizinan 
dan Non Perizinan Lingkup Penanaman 
Modal 
Kegiatan:  
1. Pengawasan Perijinan Industri dan SIUP 
2. Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan Terpadu 

Agar perijinan dapat 
dilaksanakan secara mudah, 
cepat dan transparan, 
sehingga dapat menarik 
minat investor dalam 
pembangunan Kota Surabaya. 
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA 

Rekomendasi DPRD Kota 
Surabaya 

Tanggapan 
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD 

(Dalam Program/Kegiatan) 

Tujuan / Masalah yang 
Diselesaikan 

6. Menentukan konsep arah 
pengelolaan PD. Pasar 
Surya, karena sampai 
dengan saat ini 
pengelolaannya masih 
kurang efektif sehingga 
kondisi PD. Pasar Surya 
selalu defisit, padahal 
panitia seleksi dan panitia 
pengawasnya masih tetap 
sama 

PD Pasar telah didorong untuk 
menyelesaikan permasalahan pajak 
terutang melalui permohonan keringanan 
dan pembebasan PPN. PD Pasar juga telah 
didorong untuk melakukan 
revitalisasi/pembenahan secara bertahap 
pada pasar-pasar dibawah naungannya, 
dengan adanya revitalisasi/ pembenahan 
tersebut sehingga kedepannya diharapkan 
dapat meningkatkan pendapatannya. 
Terkait proses rekruitmen direktur PD Pasar 
dilakukan sesuai aturan yang berlaku. 

Program: 
Pembinaan dan peningkatan Kinerja BUMD  
Kegiatan: 
Monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) pada Bagian Administrasi 
Perekonomian dan Usaha Daerah  

Pembinaan melalui 
monitoring dan evaluasi atas 
kinerja PD Pasar Surya, agar 
pasar di Kota Surabaya 
menjadi berkualitas dan 
mampu mendorong ekonomi 
kerakyatan. 

7. Ditahun 2020 telah 
melaksanakan 
pembentukan SLRT sesuai 
amanat Permensos Nomor 
15 Tahun 2018 tentang 
Sistem Layanan Dan 
Rujukan Terpadu Untuk 
Penanganan Fakir Miskin 
Dan Orang Tidak Mampu 

Implementasi terhadap Permensos Nomor 
15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Dan 
Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir 
Miskin Dan Orang Tidak Mampu, dengan 
mengintegrasikan informasi dan data, 
mengidentifikasi rujukan, kepesertaan dan 
kebutuhan program untuk penanganan 
warga miskin atau MBR, maka Pemerintah 
Kota telah mengembangkan Sistem e-
pemutakhiran data di bawah pengelolaan 
Dinas Sosial.  
Pada sistem tersebut dilakukan update data 
MBR berdasarkan usulan yang telah 
diverifikasi Kelurahan. Selanjutnya data 
tersebut akan disinergikan dengan aplikasi 
SIKS NG (Sistem Informasi Kesejahteraan 
Sosial - Next Generation) 
E-pemutakhiran data juga dimanfaatkan 
sebagai database untuk melakukan 

Pemutakhiran data Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah (MBR) dilaksanakan 
pada pada Program Pengendalian Layanan 
Sosial, melalui kegiatan Pemutakhiran data 
PMKS dan PSKS. 

 

Data warga miskin yang 
akurat dan terintegrasi, 
sehingga intervensi terhadap 
warga miskin menjadi tepat 
sasaran. 
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA 

Rekomendasi DPRD Kota 
Surabaya 

Tanggapan 
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD 

(Dalam Program/Kegiatan) 

Tujuan / Masalah yang 
Diselesaikan 

intervensi kepada masyarakat terkait 
penanganan kemiskinan 

8. Membuat pemetaan lahan 
yang direncanakan untuk 
RTH (lahan yang sudah 
dibebaskan/belum 
dibebaskan) selanjutnya 
pemetaan tersebut 
digunakan sebagai dasar 
dalam perencanaan 
anggarannya 

Dinas Pengelolaa Bangunan dan Tanah telah 
membuat sistem pemetaan aset Pemerintah 
Kota Surabaya, yang termasuk di dalamnya 
informasi terkait pemanfaatannya. Dari data 
tersebut dapat diidentifikasi RTH yang telah 
dan belum dibebaskan, kemudian akan 
dijadikan pertimbangan dalam 
penganggaran pembebasan lahan terkait 
RTH. 
  

Setelah dilaksanakan kegiatan 
Pengadaan/Pembelian Tanah dan/atau 
Bangunan untuk Kepentingan Umum guna 
Pembangunan Non Infrastruktur, melalui 
Program Pengadaan Tanah dan/atau 
Bangunan bagi Pembangunan Non 
Infrastruktur untuk Kepentingan Umum, 
Pemerintah Kota telah melakukan pemetaan 
tanah aset tersebut berbasis aplikasi melalui 
kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Tanah 
Aset Pemerintah Kota Surabaya pada 
Program Pengelolaan Aset Tanah. 

Pemetaan tanah aset berbasis 
aplikasi dan terintegrasi 
sehingga perencanaan dan 
anggaran pembangunan 
dapat optimal. 

9. Meninjau pengelolaan 
Rumah Susun di Surabaya 
agar lebih tertata dan 
berkeadilan terhadap 
warga yang telah 
mengajukan untuk antri 
jadi penghuni 

Di Surabaya terdapat 20 lokasi rusun, 101 
blok, sekitar 4816 unit rusun. Rusun-rusun 
ini untuk menampung pemohon-pemohon 
rusun serta warga yang terdampak 
penggusuran atau relokasi.  
Untuk warga yang antri mengajukan sewa 
rusun, akan segera ditampung apabila rusun 
baru telah siap dioperasional antara lain 
Rusun Keputih. Sedangkan penghuni rusun 
yang memang sudah meningkat 
perekonomiannya dan dianggap mampu 
akan dilakukan pendataan secara berkala. 

Pemerintah Kota telah melakukan kegiatan 
Pengelolaan Rumah Susun melalui Program 
Pengelolaan Rusunawa 

Pengelolaan rumah susun 
agar diperuntukkan secara 
tepat sasaran dan tetap 
menjaga kualitas lingkungan 
rumah susun yang 
berkualitas. 

10. Mengoptimalkan 
penggunaan teknologi IT 
yang terus berkembang 
untuk pengelolaan aset 

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 
telah melakukan pemetaan tanah aset 
Pemkot. Optimalisasi terhadap sistem 
tersebut, terutama dalam pendataan 

Pemerintah Kota telah melakukan pemetaan 
tanah aset berbasis aplikasi melalui kegiatan 
Pengukuran dan Pemetaan Tanah Aset 
Pemerintah Kota Surabaya pada Program 
Pengelolaan Aset Tanah  

Pemetaan tanah aset berbasis 
aplikasi telah dilakukan untuk 
mengoptimalkan 
perencanaan dan 
pengelolaan aset. 
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA 

Rekomendasi DPRD Kota 
Surabaya 

Tanggapan 
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD 

(Dalam Program/Kegiatan) 

Tujuan / Masalah yang 
Diselesaikan 

pemanfaatannya akan dilakukan secara 
terus menerus. 

11. Memperjelas dan 
mempertegas klasifikasi 
pengguna rumah susun 
agar rumah susun 
ditempati oleh warga yang 
benar-benar berhak 
mendapatkan fasilitas 
tersebut 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota 
Surabaya nomor 15 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 
Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 Tentang 
Pemakaian Rumah Susun, terhadap 
pengajuan permohonan sewa rusun, 
terdapat beberapa persyaratan yang harus 
dipenuhi oleh pemohon rusun, yaitu: 
1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk 

pemohon yang masih berlaku; 
2. Foto copy Kartu Keluarga; 
3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm (empat kali 

enam sentimeter) terbaru sebanyak 2 
(dua) lembar; 

4. Surat Pernyataan yang menerangkan 
bahwa Pemohon belum mempunyai 
rumah tinggal/belum memakai satuan 
rumah susun yang dimiliki, dikelola atau 
dalam penguasaan Pemerintah Daerah 
yang diketahui oleh Ketua Rukun 
Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Lurah 
setempat; 

5. Surat Keterangan gaji/penghasilan yang 
dikeluarkan oleh Pimpinan pada 
instansi/perusahaan tempat kerja atau 
Surat Pernyataan yang menerangkan 
tentang jumlah penghasilannya apabila 
pemohon bekerja sebagai pekerja swasta 

Pemerintah Kota telah melakukan kegiatan 
Pengelolaan Rumah Susun melalui Program 
Pengelolaan Rusunawa 

Adanya pendataan dan 
pengelolaan rumah susun 
diperuntukkan secara tepat 
sasaran dan tetap menjaga 
kualitas lingkungan rumah 
susun yang berkualitas. 
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA 

Rekomendasi DPRD Kota 
Surabaya 

Tanggapan 
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD 

(Dalam Program/Kegiatan) 

Tujuan / Masalah yang 
Diselesaikan 

atau wiraswasta yang diketahui oleh 
Lurah; 

Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa 
satuan rumah susun akan dihuni oleh satu 
Keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga 
Pemohon. 

12. Membuat sistem informasi 
terkait proses penggantian 
penghuni rumah susun 
sehingga lebih informatif 
dan terbuka bagi 
masyarakat 

Terkait sistem aplikasi pengajuan 
permohonan sewa rusun akan 
dipertimbangkan. 

Berkaitan dengan penerapan sistem 
informasi pada pemakaiann rumah susun 
ditindaklanjuti dalam kegiatan Pengelolaan 
Rumah Susun melalui Program Pengelolaan 
Rusunawa 

Pendataan serta 
penginformasian terkait 
ketersediaan unit dalam 
rumah susun serta informasi 
terkait kriteria penghuni 
dilakukan agar masyarakat 
yang membutuhkan dapat 
mengetahui. 

13. Mengantisipasi terjadinya 
genangan air di berbagai 
wilayah Kota Surabaya pada 
saat hujan deras mengingat 
selalu terjadi di setiap 
tahunnya 

Beberapa saluran yang ada di Kota Surabaya 
masih berupa saluran dengan fungsi irigasi, 
sehingga menggenang pada saat air laut 
meninggi.  
Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota 
untuk menangani genangan air di Kota 
Surabaya adalah menambah kapasitas 
pompa serta mengkoneksikan saluran-
saluran agar terintegrasi. Selain itu 
normalisasi saluran juga dilakukan secara 
bertahap di setiap tahun untuk saluran-
saluran kota maupun kawasan. Untuk 
saluran-saluran skala lingkungan diharapkan 
keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang 
lebih aktif. 
Pembangunan infrastruktur dan utilitas 
telah dilakukan di seluruh wilayah Kota 

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas 
Pekerjaan Umum Bina Marga dan 
Pematusan terus berupaya meningkatkan 
kinerja sistem drainase kota melalui: 
1. Program Pengembangan dan 

Pengelolaan Sistem Drainase Kota 
dengan kegiatan: 
a) Pembangunan Sarana Prasarana 

Pematusan 
b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran 

Drainase 
c) Operasional dan Pemeliharaan 

Sarana Pematusan 
2. Program Perancangan dan Pengawasan 

Pematusan dengan kegiatan: 
a) Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pematusan Kota 

Dilakukan pembangunan dan 
pemeliharaan sarana 
prasarana pematusan yang 
terintegrasi dengan tujuan 
mengurangi terjadinya 
genangan terutama pada saat 
saat musim hujan. 
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA 

Rekomendasi DPRD Kota 
Surabaya 

Tanggapan 
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD 

(Dalam Program/Kegiatan) 

Tujuan / Masalah yang 
Diselesaikan 

Surabaya secara bertahap, sesuai dengan 
Masterplan/ Rencana Induk, RTRW dan 
RPJMD Kota Surabaya. 

b) Monitoring dan Evaluasi 
Pembangunan/Rehab Sarana 
Prasarana Pematusan 

14. Membuat Peraturan 
Daerah tentang 
penanggulangan banjir 
pada tahun 2021 dengan 
memasukkan ke dalam 
propemperda 

Perda penanggulangan banjir akan dilakukan 
pembahasan dengan Bagian Hukum. Untuk 
penanggulangan banjir secara intensif telah 
dilakukan koordinasi antara DPUBMP dan 
DPRKPCKTR serta instansi lain, untuk 
menyelesaikan permasalahan drainase baik 
di tingkat kota maupun di permukiman. 

Pemerintah Kota berkoordinasi dengan para 
pihak berkaitan dengan penyusunan 
Peraturan Daerah tentang penanggulangan 
genangan di Kota Surabaya, yang akan 
dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pematusan Kota 
dalam Program Perancangan dan 
Pengawasan Pematusan  

Penyusunan dokumen 
perencanaan pematusan 
dilakukan sebagai guidance 
dalam penanganan genangan 
di Kota Surabaya. 

15. Mempertimbangkan 
penggunaan batu alam 
untuk program pedestrian, 
mengingat pedestrian yang 
ada saat ini rentan rusak 
dan harus sering dilakukan 
tambal sulam. 

Untuk pedestrian batu alam akan 
dipertimbangkan pada lokasi-lokasi tertentu 
seperti tempat wisata, kawasan cagar 
budaya dll. Akan dilakukan kajian terkait 
pemanfaatan material yang pas untuk 
pedestrian. 

Dalam pembangunan pedestrian, 
Pemerintah Kota Surabaya akan terus 
berupaya menjamin kualitas pembangunan 
dengan melaksanakan beberapa kegiatan 
dalam program sebagai berikut: 
1. Program Pengelolaan dan Pembangunan 

Jalan dan Jembatan dengan kegiatan:  
a) Pembangunan Jalan, Jembatan dan 

Kelengkapannya 
b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan, 

Jembatan dan Kelengkapannya 
2. Program Perancangan dan Pengawasan 

Jalan dan Jembatan dengan kegiatan: 
a) Monitoring dan Evaluasi 

Pembangunan/Rehab Jalan, 
Jembatan dan Kelengkapannya 

b) Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Dan Rehabilitasi 
Jalan Dan Jembatan 

Dilakukan pembangunan dan 
pemeliharaan jalan, jembatan 
dan kelengkapannya dengan 
tujuan meningkatkan kualitas 
sarana prasarana kota. 
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA 

Rekomendasi DPRD Kota 
Surabaya 

Tanggapan 
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD 

(Dalam Program/Kegiatan) 

Tujuan / Masalah yang 
Diselesaikan 

16. Melakukan perawatan 
terkait mobil sampah yang 
beroperasi secara rutin 
sehingga pada saat 
digunakan  di jalan raya 
selalu dalam kondisi bersih 

Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 
telah melakukan pemeliharaan kendaraan 
mobil sampah tersebut secara rutin.  

Pemerintah Kota telah melaksanakan secara 
rutin pemeliharaan kendaraan angkutan 
sampah melalui kegiatan Operasional 
Pengangkutan Sampah pada Program 
Kebersihan 

Pemeliharaan sarana 
prasarana pengangkutan 
sampah dilakukan untuk 
mengoptimalkan kebersihan 
kota. 

17. Melakukan pendekatan 
pelayanan dalam 
penyediaan lahan 
pemakaman di Kota 
Surabaya dengan tidak 
hanya fokus pada wilayah 
tertentu saja 

Pemerintah Kota Surabaya memiliki Tempat 
Pemakamam Umum Keputih di Wilayah 
Timur.  Pemerintah Kota Surabaya juga 
memiliki rencana menyediakan tempat 
pemakaman di wilayah selatan yaitu di 
wilayah selatan, di Kelurahan Warugunung 
Kecamatan Karangpilang serta di Wilayah 
Barat, Kelurahan Bangkingan Kecamatan 
Lakarsantri.  
Luas keseluruhan perencanaan TPU 
Warugunung tersebut ± 80,5 ha. 
Dari luasan tersebut perkiraan dapat 
dimanfaatkan sebanyak ± 200.000 petak 
makam jenazah, dan bila rata-rata 
pemakaman per tahun ±1500 jenazah, maka 
tempat pemakaman bisa digunakan dalam 
kurun waktu ± 130 tahun.  

- Dalam upaya menambah lahan untuk 
Tempat Pemakaman Umum (TPU) bagi 
masyarakat Surabaya, Pemerintah Kota 
melaksanakan kegiatan 
Pengadaan/Pembelian Tanah dan/atau 
Bangunan untuk Kepentingan Umum 
guna Pembangunan Non Infrastruktur 
melalui Program Pengadaan Tanah 
dan/atau Bangunan bagi Pembangunan 
Non Infrastruktur untuk Kepentingan 
Umum yang dilaksanakan oleh Dinas 
Pengelolaan Bangunan dan Tanah. 

- Berkaitan dengan pengelolaan TPU 
dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau melalui kegiatan 
Penyediaan Sarana dan Prasarana, 
Operasional dan Pemeliharaan Makam 
pada Program Peningkatan Sarana 
Prasarana Kebersihan dan Ruang 
Terbuka Hijau. 

Pengadaan tanah non 
infrastruktur dilakukan 
sebagai salah satu cara untuk 
memenuhi kebutuhan lahan 
makam di kota Surabaya. 

18. Meningkatkan target 
pemasangan PJU untuk 
menekan angka 
kriminalitas 

Peningkatan target pemasangan PJU akan 
dipertimbangkan dalam penyusunan RPJMD 
pada periode yang akan datang 
 

Berkaitan dengan penambahan PJU dan 
konversi jenis lampu PJU dari semula HPS 
menjadi LED, Pemerintah Kota telah 
melaksanakan kegiatan Pemasangan 
Penerangan Jalan Umum Hemat Energi 

Pengelolaan dan peningkatan 
PJU dilakukan sebagai bentuk 
pemenuhan sarana dan 
prasarana jalan, sehingga 
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dalam Program Pengelolaan dan 
Peningkatan Pelayanan PJU Hemat Energi 

dapat mengurangi dampak 
kriminalitas. 

19. Mempercepat target 
realisasi program PLTSa 
(pembangkit listrik tenaga 
sampah) 

Pembangunan PLTSa secara fisik sudah 
100%, dan telah dilakukan tes fungsinya. 
Masih diperlukan untuk setting mesin yang 
harus mendatangkan tenaga ahli asing 
(namun karena terkendala wabah covid, 
Tahun 2020 belum terlaksana). 

Pemerintah Kota Surabaya secara intensif 
telah melakukan berbagai upaya percepatan 
pengoperasian PLTSa termasuk 
berkoordinasi dengan para pihak serta 
melaksanakan secara berkelanjutan melalui 
Kegiatan Pembayaran Operasional 
Pengolahan Sampah, dalam Program 
Peningkatan Sarana Prasarana Kebersihan 
dan Ruang Terbuka Hijau. 

Pemanfaatan sampah 
menjadi tenaga listrik sebagai 
salah satu cara untuk 
meningkatkan pengelolaan 
lingkungan secara 
berkelanjutan. 

20. Melakukan perantingan 
pohon di luar jam kerja agar 
tidak menimbulkan 
kemacetan 

Perantingan seringkali sebagai respon untuk 
memenuhi keinginan atau usulan warga, 
sehingga apabila tidak direspon dengan 
cepat, maka warga akan merasa tidak 
diperhatikan. Terkait perantingan di tempat-
tempat umum, akan dipertimbangkan untuk 
tidak mengganggu aktifitas masyarakat 
umum. 

Pemerintah Kota secara rutin melakukan 
perantingan pohon melalui kegiatan 
Pemeliharaan, Penyediaan dan Penataan 
Sarana Taman dan Jalur Hijau dalam 
Program Pengelolaan dan Peningkatan 
Taman dan Jalur Hijau 

Pelaksanaan perantingan 
pohon merupakan salah satu 
bentuk pemeliharaan dan 
penataan taman dan jalur 
hijau. 

21. Memperbaiki program data 
masyarakat miskin dan 
pengangguran 
(kesejahteraan rakyat) 

Pemutakhiran data MBR dilakukan secara 
rutin oleh Dinas Sosial dibantu Kecamatan 
dan Kelurahan agar data dapat 
mencerminkan kondisi yang lebih akurat. 
Yang dilakukan melalui sistem e 
pemutakhiran data. 

Pendataan Masyarakat Berpenghasilan 
Rendah (MBR) yang dilakukan oleh Dinas 
Sosial melalui kegiatan Pemutakhiran data 
PMKS dan PSKS, dengan Program 
Pengendalian Layanan Sosial 

Pendataan warga miskin yang 
akurat dan terintegrasi, 
sehingga intervensi terhadap 
warga miskin menjadi tepat 
sasaran. 
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22. Mampu berkoordinasi dan 
mengkoordinasikan semua 
pelaksanaan kegiatan 
diberbagai OPD agar 
mampu menyajikan data 
yang cukup akurat dan 
tepat 

Pemerintah Kota telah melakukan 
monitoring dan evaluasi secara berkala 
terkait jadwal dan pelaksanaan, serapan 
anggaran dan hasil atau output pekerjaan.  

Dalam hal melakukan koordinasi untuk 
pengendalian pelaksanaan kegiatan akan 
difasilitasi pada kegiatan Evaluasi Kinerja 
APBD Perangkat Daerah, pada Program 
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala 
Daerah Lingkup Pembangunan. 

Monitoring dan evaluasi 
secara berkala dilakukan agar 
pembangunan berjalan 
secara optimal, dengan 
output pekerjaan yang 
berkualitas. 

23. Selektif dalam memberikan 
perizinan yang akan 
berdampak negatif pada 
lingkungan hidup, namun 
dengan tetap 
mengoptimalkan layanan 
perizinan 

Dalam perizinan pembangunan, izin 
lingkungan yang diterbitkan di Surabaya 
mempedomani Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 
tentang Izin Lingkungan.   

Pemerintah Kota telah melaksanakan 
kegiatan Pelayanan Rekomendasi dan Izin 
Lingkungan melalui Program Pelayanan 
Perizinan dan Non Perizinan Lingkup 
Lingkungan Hidup, dengan mengacu pada 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pemberian rekomendasi dan 
izin lingkungan sebagai 
bentuk optimalisasi kinerja 
layanan perizinan dan non 
perizinan sekaligus menjaga 
kualitas lingkungan hidup. 

24. Mengoptimalkan 
pelaksanaan program 
jamban karena masih 
banyak masyarakat yang 
membutuhkan program 
tersebut 

Target pembangunan jamban tahun 2019: 
1000 jamban, dan terlaksana 850 jamban. 
Hal tersebut terkendala karena legalitas 
tanah. Terhadap rencana jamban-jamban 
yang terkendala legalitas tanah dan lokasi 
yang sangat padat penduduk, akan 
dilakukan optimalisasi melalui jamban 
komunal. 

Pemerintah Kota telah melaksanakan 
pengelolaan lingkungan untuk menekan 
pencemaran air melalui Program Pengadaan 
Prasarana Air Limbah Domestik Rumah 
Tangga, dengan melaksanakan kegiatan 
Peningkatan Kualitas Sarana Sanitasi 
Permukiman, dalam bentuk pembangunan 
jamban bagi masyarakat berpenghasilan 
rendah. 

Pengadaan jamban bagi 
rumah tangga masyarakat 
berpenghasilan rendah, 
untuk meningkatkan Kualitas 
Sarana Sanitasi Permukiman. 

25. Mencari terobosan terkait 
dengan legalitas jamban 
agar program tersebut 
menjadi optimal 

Kami sependapat, pada kawasan yang 
terkendala legalitas lahannya akan dilakukan 
optimalisasi melalui jamban komunal. 

Pemerintah Kota akan berkoordinasi dengan 
instansi / pihak pemilik lahan terkait 
penyediaan jamban komunal bagi 
masyarakat berpenghasilan rendah, yang 
akan dilaksanakan melalui Program 
Pengadaan Prasarana Air Limbah Domestik 
Rumah Tangga, dengan kegiatan 

Pengadaan jamban komunal 
di lingkungan permukiman 
masyarakat berpenghasilan 
rendah, untuk meningkatkan 
Kualitas Sarana Sanitasi 
Permukiman 
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Peningkatan Kualitas Sarana Sanitasi 
Permukiman. 

26. Membuat konsep car free 
day yang sesuai  protokol 
kesehatan agar kegiatan 
car free day tetap ada 

Apabila Car free day dilaksanakan, maka 
perlu menyesuaikan dengan Perwali terkait 
protokol kesehatan untuk masa new normal, 
dan pelaksanaannya akan dikoordinasikan 
dengan instansi terkait antara lain Dinas 
Kesehatan, kepolisian dan dll. 

Salah satu upaya Pemerintah Kota dalam 
rangka meningkatkan pemahaman 
masyarakat terkait Lingkungan Hidup 
melalui Program Peningkatan Kapasitas 
Pemahaman dan Evaluasi Lingkungan Hidup 
dengan melaksanakan kegiatan Pelaksanaan 
Car Free Day, yang dalam pelaksanaannya 
secara intensif dikoordinasikan dengan 
Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
COVID-19. 

Pelaksanaan kegiatan car free 
day dilakukan sebagai upaya 
meningkatkan pemahaman 
masyarakat terkait 
lingkungan hidup dimana saat 
masa pandemi 
pelaksanaannya harus sesuai 
dengan protokol kesehatan. 

27. Meningkatkan program 
ketahanan keluarga dalam 
rangka menciptakan 
keluarga yang harmonis 

DP5A selalu berupaya untuk melakukan 
pelayanan kepada masyarakat terkait 
pemberdayaan perempuan dan anak, baik 
melalui pendampingan, pembinaan 
relawan, serta pelayanan psikologi yang siap 
memfasilitasi penyelesaian permasalahan 
dalam rangka perlindungan perempuan dan 
anak 
 

Intervensi yang dilaksanakan dalam rangka 
meningkatkan ketahanan keluarga, 
dilakukan pada Program Peningkatan 
Ketahanan Keluarga melalui kegiatan:  
1. Fasilitasi dan Pendampingan Inkubasi 

Usaha Mandiri 
2. Fasilitasi Pengembangan Usaha 

Ekonomi 
3. Pembinaan Keluarga Sejahtera 
4. Pembinaan terhadap Pendamping Bina 

Keluarga Balita / Bina Keluarga Remaja 
/ Bina Keluarga Lansia 

5. Pengelolaan Rumah Kreatif Handycraft 
6. Penyelenggaraan Operasional 

PUSPAGA. 

Peningkatan ketahanan 
keluarga melalui dilakukan 
untuk mewujudkan keluarga 
yang sejahtera. 
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(Dalam Program/Kegiatan) 

Tujuan / Masalah yang 
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28. Mendorong sosialisasi 
DP5A terkait program-
program pencegahan dan 
perlindungan perempuan 
serta anak agar lebih 
menyeluruh dan 
memanfaatkan CC 
(command center) 

Pemerintah Kota melalui DP5A 
berkomitmen untuk meningkatkan kinerja 
program pencegahan dan perlindungan 
perempuan serta anak.  
Dalam rangka perlindungan Perempuan dan 
anak, Pemerintah Kota telah memiliki 
relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat 
(PKBM) pada setiap kecamatan dan 
kelurahan yang memiliki kemampuan untuk 
memberi sosialisasi dan mendampingi 
masyarakat termasuk sosialisasi di sekolah. 
Command Center 112 dapat dimanfaatkan 
oleh masyarakat sebagai salah satu sarana 
fasilitasi pengaduan, yang selanjutnya akan 
ditindaklanjuti oleh PKBM/satgas atau 
disarankan ke Pusat Pembelajaran Keluarga 
(PUSPAGA). 
 

Dalam rangka sosialisasi program-program 
pencegahan dan perlindungan perempuan 
dan anak, dilaksanakan melalui:  

• Program Perlindungan Perempuan dan 
Anak melalui kegiatan Capacity Building 
bagi relawan Pusat Krisis Berbasis 
Masyarakat (PKBM) dan Satuan 
Petugas Perlindungan Perempuan dan 
Anak serta kegiatan Pendampingan dan 
Pembinaan Penanganan Permasalahan 
Perempuan Dan Anak 

• Program Perlindungan Perempuan dan 
Anak melalui kegiatan Pendampingan 
dan Pembinaan Penanganan 
Permasalahan Perempuan Dan Anak; 

• Program Peningkatan Ketahanan 
Keluarga melalui kegiatan Pusat 
Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) 

Adanya pusat konseling bagi 
keluarga dapat bermanfaat 
untuk mencegah dan 
mengurangi tindak kekerasan 
terhadap perempuan dan 
anak. 

29. Mampu menerapkan 
sistem digitalisasi terkait 
dengan data MBR yang 
selalu meng-update 
perkembangan dan 
perubahannya agar mudah 
dalam pengawasannya, 
sehingga akan tersaji data 
yang akurat dan tepat 
sasaran 

Pemutakhiran data MBR dilakukan secara 
rutin oleh Dinas Sosial dibantu Kecamatan 
dan Kelurahan agar data dapat 
mencerminkan kondisi yang lebih akurat. 
Yang dilakukan melalui sistem e- 
pemutakhiran data. 

Updating data Masyarakat Berpenghasilan 
Rendah (MBR) melalui Sistem e-
pemutakhiran data di bawah pengelolaan 
Dinas Sosial pada Program Pengendalian 
Layanan Sosial di kegiatan Pemutakhiran 
data PMKS dan PSKS 

Data warga miskin yang 
akurat dan terintegrasi, 
sehingga intervensi terhadap 
warga miskin menjadi tepat 
sasaran. 

30. Menghitung efektivitas 
penyerapan peserta 
pelatihan yang dilakukan 

Pemerintah Kota melalui Dinas Tenaga Kerja, 
telah melakukan koordinasi dan pemetaan 

Melalui kegiatan Penyebarluasan Informasi 
Pasar Kerja. Kegiatan ini berupa bursa kerja 
yang rutin dilakukan tiap tahun. Ada 7 kali 

Pelatihan dan pendampingan 
calon tenaga kerja, dengan 
berkonsep link and match 
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Disnaker pada pasar kerja 
dan melakukan 
pengawasan terhadap 
program tersebut 

kebutuhan tenaga kerja dengan para 
pengusaha.  
Selain itu, upaya untuk mempercepat dan 
memperbesar peluang penyerapan tenaga 
kerja hasil pelatihan, selanjutnya akan 
difasilitasi penempatan melalui jobfair. 

pelaksanaan bursa kerja dalam 1 tahun 
tujuannya mempertemu kan antara pencari 
kerja (termasuk peserta pelatihan yang telah 
lulus) dengan perusahaan yang 
membutuhkan tenaga kerja 

antara pelatihan dan 
kebutuhan kerja. Dengan 
demikan diharapkan akan 
semakin banyak kesempatan 
penyerapan tenaga kerja di 
Kota Surabaya. 

Sumber: Rekomendasi DPRD Kota Surabaya terhadap LKPJ 2019 dan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, diolah, 2021
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3.4 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi 

penduduk (enlarging people choice). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur 

keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). 

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam 

memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan 

oleh UNDP pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS 

mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan 

melakukan backcasting sejak tahun 2010. 

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a 

long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent 

standard of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan 

Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang 

baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada 

saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata 

Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata 

lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. 

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang 

diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar 

hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan 

dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. 
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Gambar 3.6 

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2016 – 2020 

 
Sumber: BPS Surabaya, 2020 

Tabel 3.7 

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2016 – 2020 

INDIKATOR # 2016 2017 2018 2019 2020 

IPM (Indeks 
Pembangunan 
Manusia) 

Target 79-80 79-80 79-80 80-81 80-81 

Realisasi 80,38 81,07 81,74 82,22 82,23 

Sumber: BPS Surabaya, 2020 

Secara umum, pembangunan manusia Kota Surabaya terus mengalami kemajuan 

selama periode 2016 hingga 2020. IPM Kota Surabaya meningkat dari 79,47 pada tahun 

2015 menjadi 82,23 pada tahun 2020. Selama periode tersebut, IPM Kota Surabaya rata-

rata tumbuh sebesar 0,55 persen per tahun. Keberhasilan dalam meningkatkan IPM 

secara berkelanjutan tersebut telah mampu meningkatkan standar kualitas pembangunan 

manusia Kota Surabaya menjadi kategori sangat tinggi. 

B. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran 

terhadap jumlah angkatan kerja. TPT adalah indikator yang dapat digunakan untuk 

mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh 

pasar kerja. 
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Gambar 3.7 

Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2016 – 2020 

 

Sumber: BPS Surabaya, 2020 

 

Tabel 3.8 

Tingkat Pengangguran Terbuka 2016 – 2020 

INDIKATOR # 2016 2017 2018 2019 2020 

Tingkat 
Pengangguran 
Terbuka (TPT) 

Target 6,87% 6,73% 6,59% 6,47% 6,40%-5,95% 

Realisasi N/A 5,98% 6,12% 5,47% 9,79% 

Sumber: BPS Surabaya, 2020 

Selama periode 5 tahun terakhir TPT Kota Surabaya menunjukkan tren yang 

menurun, sehingga menunjukkan keberhasilan Kota Surabaya dalam mengentaskan 

pengangguran di Kota Surabaya. Realisasi TPT 2017 tercatat sebesar 5,98 persen, sampai 

pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 5,47 persen. Namun, pada tahun 2020 TPT 

mengalami peningkatan menjadi 9,79 persen. Hal ini dikarenakan dampak pandemi 

Covid-19 yang mengakibatkan penurunan penyerapan tenaga kerja dan jumlah karyawan 

yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena  terdampaknya perekonomian Kota 

Surabaya, Indonesia dan ekonomi gobal. Hal ini yang harus menjadi perhatian untuk 

tahun-tahun selanjutnya, bagaimana dampak ekonomi yang disebabkan karena pandemi 

covid-19 ini bisa segera ditangani secara optimal. 

C. Indeks Ketertiban dan Ketentraman Kota 

Ketertiban dan Ketenteraman Kota adalah salah satu faktor penting dalam rangka 

mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Indeks Ketertiban dan Ketentraman Kota 

adalah indikator level ketertiban dan ketenteraman kota, yang diukur dari rata-rata invers 
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dari banyaknya kejadian anarkis dan banyaknya pelanggaran perda. Selama periode 5 

tahun terakhir, indeks ketertiban dan ketenteraman menunjukkan kenaikan dari tahun ke 

tahun. Pada tahun tahun 2020, Angka Indeks Ketertiban dan Ketentraman Kota mencapai 

angka 1,77 meningkat 0,02 poin dibandingkan tahun 2019 dan 0,51 poin jika 

dibandingkan tahun 2016. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepatuhan masyarakat 

terhadap hukum norma dan peraturan yang berlaku, sehingga dapat menciptakan kondisi 

yang stabil dan kondusif bagi berjalannya kegiatan pembangunan dalam mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Gambar 3.8 

Indeks Ketertiban dan Ketentraman Kota Tahun 2016 – 2020 

 
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2021 

 

Tabel 3.9 

Indeks Ketertiban dan Ketentraman Kota Tahun 2016 – 2020 

INDIKATOR # 2016 2017 2018 2019 2020 

Indeks Ketertiban dan 
Ketentraman Kota 

Target 0,9 0,93 0,96 0,99 1,01 

Realisasi 1,26 1,39 1,73 1,75 1,77 

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2021 

Meskipun pada Tahun 2020 banyaknya kejadian anarkis tidak menjadi indikator 

Sasaran Kota, namun Indeks Ketertiban dan Ketentraman Kota tetap diperhitungkan dari 

rata-rata invers banyaknya kejadian anarkis dan banyaknya pelanggaran perda. Pada 

Tahun 2020, Kejadian Anarkis pada Tahun 2020, sejumlah 10 kejadian. 

D. Indeks Gini 

Indeks Gini dipergunakan untuk mengukur ketimpangan/kesenjangan pengeluaran 

penduduk. Nilai Gini Ratio berada diantara 0 dan 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti 
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terjadi pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti terdapat ketimpangan 

sempurna. Berdasarkan nilai gini ratio, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: 

ketimpangan tinggi jika nilai koefisien gini ratio 0,5 atau lebih, ketimpangan sedang jika 

nilainya antara 0,30-0,49 dan ketimpangan rendah jika kurang dari 0,30. 

Gambar 3.9 

Indeks Gini Tahun 2016 – 2020 

Sumber : BPS Surabaya dan BPS Jawa Timur, 2021 

Tabel 3.10 

Indeks Gini Tahun 2016 – 2020 

INDIKATOR # 2016 2017 2018 2019 2020 

Indeks Gini Target 0,38-0,37 0,38-0,37 0,38-0,37 0,38-0,37 0,38-0,37 

Realisasi 0,41 0,39 0,36 0,41 0,34 

Sumber : BPS Surabaya dan BPS Jawa Timur, 2021 

Pada tahun 2016 Indeks Gini tercatat 0,41, kemudian terjadi penurunan hingga 

pada 2020 tercatat sebesar 0,34. Dari sisi capaian, terjadi peningkatan capaian nilai Indeks 

Gini dari 98,16 persen pada tahun 2016 menjadi 100 persen pada tahun 2020.  Hal ini 

menunjukkan bahwa telah terjadi perbaikan dalam pola distribusi 

pengeluaran/pendapatan diantara kelompok penduduk Kota Surabaya. Meskipun 

demikian, Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk menurunkan angka gini ratio, 

dengan strategi berfokus pada upaya untuk menuntaskan masalah kemiskinan ekstrim 

(extreme poverty). Strategi tersebut dapat mencakup 3 (tiga) pilar utama, yaitu:  

pemerataan kesempatan berusaha, penciptaan lapangan pekerjaan yang layak dan 

bantuan jika masyarakat miskin terkena guncangan. 
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E. Persentase Penduduk Miskin 

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi 

kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang 

sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan 

dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, Penduduk Miskin adalah 

penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis 

kemiskinan. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi 

dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok 

minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok 

bukan makanan. 

Indikator Persentase Penduduk Miskin digunakan menjadi Indikator Kinerja Utama 

Daerah sejak Tahun 2020, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-

2021. Namun demikian angka kemiskinan tetap diperhitungkan dalam menilai 

keberhasilan pengentasan kemiskinan di Kota Surabaya selama lima tahun terakhir. 

Gambar 3.10 

Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016 – 2020 

 
Sumber: BPS Surabaya, 2020 
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Tabel 3.11 

Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016 – 2020 

INDIKATOR # 2016 2017 2018 2019 2020 

Persentase 
Penduduk Miskin 

Target - - - - 4,75-4,70% 

Realisasi 5,63% 5,39% 4,88% 4,52% 5,02% 

Sumber: BPS Surabaya, 2020 

 

Berdasarkan data BPS Kota Surabaya, pada tahun 2016, batas garis kemiskinan Kota 

Surabaya sebesar Rp 438.283 dan jumlah penduduk miskin sebanyak 161.010 jiwa 

sehingga persentase penduduk miskin mencapai 5,63 persen. Garis kemiskinan Kota 

Surabaya tahun 2017 sebesar Rp 474.365 dan pada Tahun 2018 batas garis kemiskinan 

sebesar Rp 530.178. Jumlah penduduk miskin Tahun 2017 sebanyak 154.710 jiwa turun 

menjadi 140.810 jiwa pada tahun 2018, sehingga persentase penduduk miskin juga 

menurun dari 5,39% persen pada Tahun 2017, menjadi 4,88 persen pada Tahun 2018.  

Selanjutnya batas garis kemiskinan Kota Surabaya tahun 2019 berada pada level     

Rp 567.474,-. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 mengalami penurunan dari 

tahun sebelumya menjadi 130.550 jiwa, sehingga persentase penduduk miskin menjadi 

4,52 persen.  

Pada tahun 2020, batas garis kemiskinan yang ditentukan BPS Kota Surabaya 

meningkat menjadi Rp 592.197 perkapita perbulan dibandingkan Tahun 2019. Jumlah 

penduduk miskin mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 145.670 jiwa sehingga 

persentase penduduk miskin sebesar 5,02 persen. Kondisi tersebut disebabkan karena 

pada tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 yang berdampak pada sektor ekonomi dan 

daya serap tenaga kerja. 

F. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS) 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS), bertujuan untuk 

menggambarkan kondisi lingkungan hidup dengan mengukur kualitas air sungai (IPA) dan 

kualitas udara (IPU), tutupan lahan (ITH) dan kualitas layanan persampahan agar nantinya 

tercipta kualitas lingkungan hidup kota yang bersih, hijau, dan terjamin.  Adapun upaya 

yang dilakukan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Surabaya antara lain 

pengelolaan dan pelayanan kebersihan secara terpadu dengan penerapan teknologi tepat 

guna dan ramah lingkungan, penghematan energi dengan cara konservasi energi yang 
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dapat menurunkan pemakaian energi secara tidak tepat dan tidak efisien, serta upaya 

pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan. 

IKLHS dijadikan sebagai salah satu parameter untuk mengetahui kualitas lingkungan 

hidup di Kota Surabaya, yang kualitas dan kondisi udara, air dan tutupan tanahnya 

dipengaruhi oleh banyaknya jumlah kendaraan, industri besar, industri kecil, kepadatan 

lingkungan permukiman, kondisi tutupan lahan yang sangat dipengaruhi oleh luas lahan 

dan besaran Ruang Terbuka Hijau serta sistem persampahan dan sanitasi. Hal ini sebagai 

tindaklanjut dalam upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Gambar 3.11 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan Tahun 2016 – 2020 

 
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Perencanaan Pembangunan, diolah, 2021 

 

Tabel 3.12 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan Tahun 2016 – 2020 

INDIKATOR # 2016 2017 2018 2019 2020 

IKLHS (Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup dan 
Persampahan) 

Target 60,25 61,10 63,30 64,90 65,00 

Realisasi 62,09 64,88 64,91 64,97 65,08 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Perencanaan Pembangunan, diolah, 2021 

 

Kondisi lingkungan hidup Kota Surabaya semakin membaik dari tahun 2016 sampai 

2020, dimana pada tahun 2016 indeks IKLHS sebesar 62,09, dan terus mengalami 

peningkatan sampai pada tahun 2020 indeks IKLHS telah mencapai 65,08. Hal ini 

menunjukkan bahwa Kota Surabaya telah cukup berhasil dalam meningkatkan kualitas 

lingkungannya, baik melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang 

yang bagus serta manajemen pengelolaan persampahan, ruang terbuka hijau dan 
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pengawasan serta pengendalian dampak lingkungan yang sangat baik. Pada Tahun 2020, 

IKLHS mengalami sedikit kenaikan karena salah satu unsur pembentuk nilai KLHS yaitu 

kualitas udara mengalami sedikit kenaikan. Hal ini terjadi disebabkan berkurangnya 

pemakaian kendaraan di masa pandemi covid-19. 

G. Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh 

Permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-

kota besar di Indonesia, bahkan kota-kota besar di negara berkembang lainnya. 

Pemukiman kumuh dipandang memiliki relevansi dengan aspek-aspek kemiskinan. 

Peningkatan lingkungan di pemukiman kumuh dipandang akan berkontribusi terhadap 

upaya penanganan kemiskinan khususnya di perkotaan. 

Indikator persentase luas kawasan permukiman kumuh bertujuan untuk mengukur 

peningkatan kualitas di permukiman kumuh yang menjadi prioritas sehingga luasannya 

menjadi nol. 

Gambar 3.12 

Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2016 – 2020 

 
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, diolah, 2020 
 

Tabel 3.13 

Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2016 – 2020 

INDIKATOR # 2016 2017 2018 2019 2020 

Persentase Luas Kawasan 
Permukiman Kumuh 

Target 0,78% 0,74% 0,46% 0,28% 0,22% 

Realisasi 0,78% 0,73% 0,25% 0,00% 0,00% 

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, diolah, 2020 

 

Penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Surabaya telah berhasil 

menurunkan luas kawasan permukiman kumuh secara signifikan dari 0,78 persen pada 
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tahun 2016 menjadi 0 persen pada 2019 dan berlanjut bertahan sampai tahun 2020. Hal 

ini menunjukkan adanya upaya maksimal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota 

Surabaya untuk mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, sesuai 

dengan Arah Kebijakan dan Target Penanganan Permukiman Kumuh di Perkotaan 

Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan 2020-2025. 

Namun demikian, penanganan permukiman kumuh akan terus dilanjutkan oleh 

Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang 

lebih baik, baik secara lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi, meningkatkan akses 

infrastruktur permukiman masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman, 

meningkatkan akses infrastruktur permukiman livelihood serta meningkatkan kepuasan 

masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh terhadap pembangunan. Salah satu stratagi 

yang akan dijalankan adalah meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, terutama 

pada lingkungan permukiman yang berada di lahan-lahan bukan milik pemerintah kota. 

H. Indeks Reformasi Birokrasi 

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berpedoman pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi 

Pemerintah yang terdiri dari: 

1. Komponen Pengungkit (Enablers), yaitu seluruh upaya yang dilakukan dalam 

menjalankan fungsinya.  Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya 

sesuai kewenangannya antara lain dengan melakukan penataan unsur dan fungsi 

manajemen pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik termasuk 

pelayanan perizinan dan non perizinan. 

2. Komponen Hasil (Results), yaitu kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit 

meliputi kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas 

KKN, serta kualitas pelayanan publik. 

Pada Tahun 2020, Indikator Indeks Reformasi Birokrasi menjadi komponen 

pengukur ketercapaian tujuan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, 

pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota 
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Surabaya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya 

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Surabaya Tahun 2016-2021. Pada Tahun 2020, Indeks Reformasi Birokrasi merupakan 

indikator baru, yang ditargetkan mencapai nilai BB. Meskipun indikator tersebut bukan 

menjadi Indikator Kinerja Utama pada tahun-tahun sebelumnya, namun Indeks Reformasi 

Birokrasi tetap diperhatikan, untuk menilai keberhasilan reformasi birokrasi di Kota 

Surabaya. 

Tabel 3.14 
Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2016 – 2020 

INDIKATOR # 2016 2017 2018 2019 2020 

Indeks Reformasi 
Birokrasi 

Target - - - - BB 

Realisasi - - - - BB** 

Sumber : Bagian Organisasi dan Badan Perencanaan Pembangunan, diolah, 2021   

Keterangan : **) data sementara  

 

Pada Tahun 2017, Indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan hasil evaluasi 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah BB dengan 

nilai sebesar 72,47. Dan pada Tahun 2018, Kota Surabaya mampu mempertahankan 

Indeks Reformasi Birokrasi BB, dengan nilai 73,39 meningkat dibandingkan Tahun 2017. 

Namun pada Tahun 2019, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi belum memberikan hasil evaluasinya. Sehingga pada Tahun 2020, 

berdasarkan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dengan kriteria BB 

atau dengan nilai 79,36. 

I. Indeks Budaya Lokal 

Indeks budaya lokal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 

mengukur pencapaian kualitas budaya lokal yang dihitung berdasarkan rata-rata 

geometrik dari tingkat pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal, tingkat 

kemampuan rewriting dan retelling masyarakat serta tingkat kepedulian masyarakat 

terhadap kegiatan-kegiatan bernilai kebangsaan. Adapun berdasarkan Peraturan Daerah 

Nomor 08 tahun 2019, Indeks Budaya Lokal dimaksudkan untuk meningkatkan nilai-nilai 

budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat.  
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Gambar 3.13 

Indeks Budaya Lokal Tahun 2016 – 2020 

 
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, diolah, 2020 

 

Tabel 3.15 

Indeks Budaya Lokal Tahun 2016 – 2020 

INDIKATOR # 2016 2017 2018 2019 2020 

Indeks Budaya Lokal Target 69,45 72,71 76,1 79,61 80,00 

Realisasi 69,37 70,73 78,39 82,42 88,56 

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, diolah, 2020 

 

Pencapaian Indeks Budaya Lokal Kota Surabaya tahun 2020 realisasinya 88,56 

persen. Angka realisasi tersebut terus meningkat dari realisasi tahun 2016 sebesar 69,37 

persen. Peningkatan indeks budaya lokal tersebut menunjukkan penguatan nilai-nilai 

budaya lokal yang semakin membaik. 

J. Pertumbuhan Ekonomi 

Untuk mengetahui struktur perekonomian suatu wilayah digambarkan melalui 

produk domestik regional bruto (PDRB). Realisasi pertumbuhan PDRB/LPE Kota Surabaya 

cenderung stabil dan mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2019 yaitu dari 6 

persen menjadi 6,10 persen. Pada tahun 2020 pertumbuhan PDRB/LPE mengalami 

penurunan yang cukup signifikan yaitu menjadi -4,85 persen. Hal ini terjadi akibat dampak 

pandemi Covid-19 yang terjadi di sepanjang tahun 2020.  
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Tabel 3.16 

Pertumbuhan PDRB/LPE Tahun 2016 – 2020 

INDIKATOR # 2016 2017 2018 2019 2020 

Pertumbuhan ekonomi Target 5,8-6,2% 5,9-6,3% 6-6,5% 6,1-6,6% 6,3-6,7% 

Realisasi 6,00% 6,13% 6,19% 6,10% -4,85% 

Sumber : BPS Surabaya, 2021 
 

Gambar 3.14 

Pertumbuhan PDRB/LPE Tahun 2016 – 2020 

 
Sumber: BPS Surabaya, 2021 
 

K. Indeks Infrastruktur Kota 

Indeks Infrastruktur Kota merupakan indikator tujuan kota sesuai dengan dokumen 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-

2021 dengan target adalah 0,8. Indeks Infrastruktur Kota terdiri dari tiga komponen, yaitu 

Tingkat Mobilitas, Tingkat Konektivitas dan Tingkat Aksesibilitas. Realisasi Indeks 

Infrastruktur Kota pada tahun 2020 adalah 0,94. 
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Tabel 3.17 

Indeks Infrastruktur Kota Tahun 2016 – 2020 

INDIKATOR # 2016 2017 2018 2019 2020 

Indeks Infrastruktur 
Kota 

Target n/a n/a n/a n/a 0,80 

Realisasi n/a n/a n/a n/a 0,94 

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, diolah, 2020 

• Tingkat Mobilitas 

Tingkat Mobilitas didapatkan dari Layanan Kinerja Ruas Jalan di Kota Surabaya 

dengan melakukan survey lapangan pada ruas jalan protokol yang ada di Kota Surabaya. 

Layanan Kinerja Ruas Jalan tersebut berupa Derajat Kejenuhan (V/C Ratio), Level of 

Service (LOS) dan Lama Jam Sibuk.  

Kota Surabaya telah berhasil mengurai kepadatan lalu lintas dengan melakukan 

pengembangan infrastruktur kota, diantaranya : 

a. Menyediakan alternatif rute perjalanan karena memiliki kehandalan jaringan jalan 

b. Melakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 

• Tingkat Konektivitas 

Perhitungan Tingkat Konektivitas didapatkan dari Indeks Kapasitas Penanggulangan 

Bencana Daerah dan Penurunan Luas Kawasan Tergenang. Pemerintah Kota Surabaya 

melalui Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan 

Masyarakat, serta Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan telah melakukan 

berbagai upaya, diantaranya: 

a. Mempercepat waktu tanggap penanggulangan kejadian bencana alam kurang dari 

24 jam dan waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit serta 

pencegahan kejadian kebakaran bangunan / lahan; 

b. Pembangunan, peningkatan, serta operasional sarana dan prasarana pematusan 

dalam rangka penanganan genangan.  

• Tingkat Aksesibilitas 

Perhitungan Tingkat Aksesibilitas didapatkan dari Persentase Cakupan Penyebaran 

dan Layanan Jaringan Utilitas Kota dan Persentase Sinkronisasi Sistem Penataan Ruang 

dalam Kebijakan Satu Peta Tata Ruang Kota. Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya 
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meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata, 

diantaranya: 

a. Meningkatkan dan mengelola sistem jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU) hemat 

energi melalui Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau. 

b. Menyediakan layanan air bersih melalui Badan Usaha Milik Daerah PDAM Surya 

Sembada; 

c. Menyediakan layanan rekomendasi utilitas yang mencakup rekomendasi 

penempatan jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, jaringan gas, jaringan 

listrik maupun utilitas lainnya melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan 

Pematusan; 

Perkembangan Kota Surabaya tidak terlepas dari rencana tata ruang yang telah 

ditetapkan. Untuk tingkat kabupaten/kota, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) 

merupakan acuan bagi rencana strategis, rencana rinci, maupun rencana sektoral yang 

berada di bawahnya. Untuk itu, sinkronisasi rencana strategis, rencana rinci, maupun 

rencana sektoral dengan RTRWK menjadi tolak ukur yang signifikan.  

 

3.5 REALISASI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) 

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator sasaran kota yang menjadi tujuan dari 

Perangkat Daerah dimana tiap Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Kota Surabaya 

mengampu minimal 1 sasaran kota. Berikut merupakan capaian IKK pada tahun 2020.
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Tabel 3.18 
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2020 

SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN PERMASALAHAN DAN SOLUSI 

Meningkatkan cakupan 
ketersediaan pelayanan 
prasarana kesehatan 

Persentase cakupan ketersediaan 
prasarana kesehatan yang 
memenuhi standar klasifikasi dan 
akreditasi 

95,23% 100,00% 105,01% - 

Meningkatkan cakupan 
ketersediaan pelayanan 
prasarana pendidikan yang 
memenuhi standar 

Persentase cakupan ketersediaan 
prasarana pendidikan sesuai 
standar 

92,15% 100,00% 108,52% - 

Meningkatkan dan 
mempertahankan prestasi 
atlit di tingkat regional, 
nasional dan/atau 
internasional 

Indeks prestasi atlit di tingkat 
regional, nasional dan/atau 
internasional 

1,99 1,82 91,32% Banyak even olahraga di tingkat 
regional, nasional dan 
internasional tidak dapat 
dilaksanakan karena pandemi 
covid-19.  
Solusi: dapat dilaksanakan even 
kegiatan tanpa supporter dan 
melaksanakan protokol 
kesehatan. 

Meningkatkan derajat 
kesehatan 

Angka Harapan Hidup (AHH) 74,01 74,18 100,23% - 

Meningkatkan ketahanan 
pangan 

Indeks Ketahanan Pangan 0,93 1,79 192,07% - 

Meningkatkan kualitas 
pendidikan 

Indeks Pendidikan 79,23 76,08 96,02% Adanya siswa putus sekolah 
pada jenjang SMA/MA yang 
menjadi kewenangan provinsi. 
Solusi: melaksanakan koordinasi 
intensif dengan pihak 
pemerintah provinsi. 
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SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN PERMASALAHAN DAN SOLUSI 

Meningkatkan minat baca 
masyarakat 

Indeks minat baca masyarakat 0,50 0,67 134,82% - 

Meningkatkan partisipasi 
aktif pemuda dalam 
pembangunan 
kepemudaan 

Persentase kader kenakalan remaja 
dan pemuda pelopor yang 
menjalankan fungsi advokasi 
pembangunan kepemudaan 

10,00% 10,53% 105,26% - 

Meningkatnya 
pengarusutamaan gender, 
pemberdayaan dan 
perlindungan perempuan 
dan anak 

Indeks Pembangunan Gender (IPG) 93,69 93,70 100,01% - 

Persentase indikator Kota Layak 
Anak (KLA) yang terpenuhi 

100,00% 100,00% 100,00% - 

Meningkatkan 
kesejahteraan PMKS 

Persentase PMKS yang tertangani 45,00% 60,72% 134,94% - 

Meningkatkan kesempatan 
kerja dan kompetensi 
angkatan kerja, serta 
menciptakan hubungan 
industrial yang harmonis 

Persentase pencari kerja terserap 
pada pasar kerja formal 

45,00% 57,02% 126,72% - 

Meningkatkan ketertiban 
umum 

Rasio pelanggaran Perda per 1.000 
Penduduk 

7,18 1,79 175,05% - 
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SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN PERMASALAHAN DAN SOLUSI 

Meningkatkan kualitas 
pelaksanaan norma, 
toleransi, dan kerukunan 
masyarakat 

Persentase konflik yang 
menimbulkan gangguan 
ketenteraman dan ketertiban 
masyarakat 

4,50% 4,65% 96,64% Adanya peningkatan konflik 
diantaranya terkait UU Cipta 
Kerja. Solusi : Pemerintah Pusat 
dan daerah untuk 
mensosialisasikan dengan lebih 
baik dan menggandeng pihak 
terkait, terutama terhadap 
permasalahan-permasalahan 
yang rawan konflik. 

Meningkatkan nilai-nilai 
keagamaan dalam 
kehidupan bermasyarakat 

Persentase peserta kegiatan 
keagamaan yang memahami nilai-
nilai keagamaan 

100% 100% 100,00% - 

Meningkatkan 
perlindungan masyarakat 

Rasio Linmas per 1.000 penduduk 62,60 65,92 105,31% - 

Penyediaan dan 
peningkatan sarana dan 
prasarana angkutan 

Persentase Load Factor Kendaraan 
Umum (Angkot) 

28,00% 29,69% 106,05% - 

Persentase Load Factor Kendaraan 
Umum (Suroboyo Bus) 

40,00% 40,58% 101,44% - 

Penyediaan sistem 
drainase kota yang 
terpadu, efektif dan efisien 

Indeks Genangan 40,58% 36,92% 109,03% - 

Penyediaan sistem lalu 
lintas yang berkualitas 

Persentase jalan kewenangan kota 
dengan v/c ratio ≤ 0,95 

77,39% 87,80% 113,46% - 

Meningkatkan efektivitas 
perwujudan penataan 
ruang dan bangunan 

Persentase ketersediaan perangkat 
pengendalian penataan ruang dan 
bangunan (implementasi SLF) 

22,32% 31,85% 142,68% - 
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SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN PERMASALAHAN DAN SOLUSI 

Meningkatkan 
pengamanan dan 
pengelolaan aset tanah 
untuk pembangunan 
infastruktur 

Persentase pengamanan aset tanah 
dan saluran untuk pembangunan 
infrastruktur 

1,00% 2,56% 255,93% - 

Meningkatkan sinkronisasi 
dan integrasi rencana 
induk sektoral dengan 
rencana tata ruang wilayah 
(RTRW) 

Persentase rencana induk sektoral 
yang disusun dan telah 
tersinkronisasi dengan Rencana 
Tata Ruang Wilayah 

34,48% 100,00% 290,02% - 

Meningkatnya pelayanan 
utilitas kota lainnya 

Persentase pelaksanaan 
rekomendasi utilitas 

100,00% 100,00% 100,00% - 

Meningkatnya 
pengamanan dan 
pengelolaan aset tanah 
dan/atau bangunan 

Persentase aset tanah dan/atau 
bangunan yang terintegrasi dalam 
sistem pengamanan dan 
pengelolaan aset 

58,55% 58,56% 100,02% - 

Meningkatnya sistem 
jaringan dan kualitas PJU 
hemat energi 

Persentase panjang jalan yang 
sudah terpasang PJU hemat energi 

14,98% 26,39% 176,17% - 

Menyediakan dan 
meningkatkan kinerja 
jaringan jalan 

Tingkat Kehandalan Jaringan Jalan 0,42 0,42 100,00% - 

Mewujudkan penyediaan 
lahan bagi kepentingan 
umum 

Persentase lokasi lahan yang 
tersedia untuk kepentingan umum 

100,00% 100,00% 100,00% - 
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SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN PERMASALAHAN DAN SOLUSI 

Pengembangan sistem 
penanggulangan bencana 
yang antisipatif dan 
tanggap 

Indeks Penanggulangan Bencana 89,19% 96,48% 108,17% - 

Meningkatkan kualitas 
lingkungan hidup kota yang 
bersih dan hijau 

Persentase selisih luasan taman dan 
jalur hijau yang dibangun dan 
dipelihara 

9,33% 11,97% 128,25% - 

Meningkatkan kualitas 
udara dan air 

Indeks Kualitas Air Permukaan 57,62 56,05 97,28% Penurunan IKA disebabkan 
karena pada masa pandemi 
pemakaian desinfektan dan 
detergen yang sangat meningkat 
sehingga berpengaruh terhadap 
peningkatan jumlah sample yang 
melebihi baku mutu untuk 
parameter COD. Solusi: 
diusulkan adanya IPAL atau filter 
air di saluran sebelum terbuang 
ke sungai. 

Indeks Kualitas Udara Ambien 90,27 90,31 100,04% - 
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SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN PERMASALAHAN DAN SOLUSI 

Persentase wilayah dengan rumah 
yang dilengkapi jamban 

80,00% 46,75% 58,44% Proses verifikasi calon penerima 
jamban terhambat oleh: 
1. Status kepemilikan hak atas 
tanah tidak jelas. Tanah Milik  
pihak ke-3 (Pelindo, PT. KAI, 
Dinas PU Pengairan Provinsi, dan 
surat tanah ijo Pemkot) namun 
tidak memiliki hubungan hukum 
dengan pihak tersebut. 
2. Terdapat warga Non MBR, 
yang belum memiliki jamban.  
 
Solusi : 
1. Sosialisasi terhadap warga 
mampu yang belum memiliki 
jamban. 
2. Koordinasi kepada Pihak 
Pemilik Tanah (KAI, Pelindo, dll.) 
untuk bisa membantu 
penyediaan jamban atau 
memberikan hubungan hukum 
yang jelas atau MoU dengan 
pemerintah kota agar dapat 
dilakukan penataan termasuk 
jamban di wilayah tersebut. 
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SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN PERMASALAHAN DAN SOLUSI 

Optimalisasi sistem 
pengelolaan dan pelayanan 
kebersihan secara terpadu 
yang berbasis masyarakat 
dengan penerapan 
teknologi tepat guna dan 
ramah lingkungan 

Persentase penurunan sampah 
yang masuk ke TPA melalui TPS 

20,4% 21,03% 103,09% - 

Peningkatan kapasitas 
pelayanan pengolahan air 
limbah 

Persentase air limbah yang diolah 
pada instalasi pengolahan air 
limbah 

57,81% 75,02% 129,77% - 

Meningkatkan 
pemahaman nilai-nilai 
kepahlawanan dalam 
kehidupan bermasyarakat 

Persentase peserta kegiatan 
kepahlawanan yang memahami 
nilai-nilai kepahlawanan 

100,00% 100,00% 100,00% - 

Meningkatnya pelestarian 
seni dan cagar budaya 

Persentase budaya yang dapat 
dilestarikan 

90,90% 91,51% 100,67% - 

Mendorong pemantapan 
daya saing usaha mikro dan 
koperasi 

Persentase Tingkat Produktivitas 
Koperasi 

15,63% 16,21% 103,7% - 

Persentase Tingkat Produktivitas 
Usaha Mikro 

53,00% 119,64% 225,74% - 

Meningkatkan realisasi 
investasi 
 
 
 
  

Nilai Realisasi Investasi 63.637.817.362.390 
rupiah 

64.081.289.710.388 
rupiah 

100,70% - 

Meningkatkan sistem 
logistik perdagangan serta 

PDRB Kategori Penyediaan 
Akomodasi dan Makan Minum 

103.193.864,79 
juta rupiah 

85.618.582,64 juta 
rupiah 

82,97% 
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SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN PERMASALAHAN DAN SOLUSI 

produktivitas sektor 
pariwisata dalam upaya 
menambah nilai kekayaan 
ekonomi 

PDRB Kategori Perdagangan Besar 
dan Eceran, Reparasi Mobil dan 
Sepeda Motor 

180.850.513,67 
juta rupiah 

149.246755,05 
juta rupiah 

82,52% Pada masa pandemi Covid-19 
banyak berdampak pada 
perekonomian di Kota Surabaya.  
Solusi: perputaran dan aktifitas 
ekonomi dilakukan dengan tetap 
menjalankan protokol kesehatan 
secara ketat.  

Meningkatkan efektivitas 
pemanfaatan perumahan 
layak huni 

Persentase pemanfaatan rusunawa 
yang tepat sasaran 

100,00% 100,00% 100,00% - 

Meningkatkan penyediaan 
serta pengelolaan 
lingkungan perumahan dan 
kawasan permukiman 
layak huni 

Luas kawasan permukiman yang 
telah ditingkatkan kualitas 
lingkungannya 

9.853,57 
hektar 

9.860,89 
hektar 

100,07% - 

Menurunkan potensi 
wilayah perumahan kumuh 

Persentase wilayah dengan rumah 
tapak yang layak huni seluruhnya 

85,00% 86,55% 101,83% - 

Meningkatkan 
akuntabililitas 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah 

Nilai SAKIP >70-80 76,94 100,00% - 

Meningkatkan cakupan 
ketersediaan prasarana 
pemerintahan dan 
pelayanan publik 

Persentase cakupan ketersediaan 
prasarana pemerintahan dan 
pelayanan publik 

91,23% 99,31% 108,86% - 

Meningkatkan kompetensi 
ASN  

Indeks Profesionalitas Pegawai 71,08% 82,97% 116,73% - 

Nilai Kepuasan Masyarakat 86,03% 86,05% 100,02% - 
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SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN PERMASALAHAN DAN SOLUSI 

Meningkatkan kualitas 
pelayanan publik 

Nilai Tingkat Kepuasan 
Penyelenggaraan TIK dalam 
Pelayanan Publik Administratif 

76-100 (Baik) 97,33% 100,00% - 

Meningkatkan kualitas 
perencanaan 
pembangunan 

Persentase Tingkat Capaian 
Keberhasilan Pelaksanaan Program 

98,00% 98,31% 100,31% - 

Meningkatkan pengelolaan 
keuangan daerah 

Opini BPK WTP WTP 100,00% - 

Persentase kontribusi pajak 
terhadap PAD 

79,78% 76,36% 95,71% Pada masa pandemi Covid-19 
banyak berdampak pada 
perekonomian di Kota Surabaya. 
Sehingga juga berdampak pada 
pajak. 
Solusi: perputaran dan aktifitas 
ekonomi dilakukan dengan tetap 
menjalankan protokol kesehatan 
secara ketat. 

Meningkatkan peran serta 
DPRD dalam 
penyelenggaraan 
pemerintahan 

Persentase kegiatan DPRD yang 
terfasilitasi 

100,00% 100,00% 100,00% - 

Meningkatkan sistem 
pengawasan internal 
pemerintah 

Persentase pelanggaran tata kelola 
administrasi keuangan pada kasus 
yang sama yang berhasil diturunkan 

14,2% 31,98% 225,21% - 

Meningkatkan sistem 
pengawasan internal 
pemerintah 

Rasio Angka Pelanggaran Disiplin 
Aparatur per 1.000 Pegawai 

1,21 1,03 114,95% - 
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3.6. PENGHARGAAN TAHUN 2020 

Beberapa penghargaan yang berhasil diraih oleh Pemerintah Kota Surabaya pada 

Tahun 2020 adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.19 

Penghargaan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2020 

No. Tahun Penghargaan Pemberi Penghargaan 

1. 26 Februari 2020 Penghargaan Pengawasan Kearsipan th 
2019 
Predikat: Memuaskan 

Arsip Nasional Republik 
Indonesia (ANRI) 

2. 27 April 2020 The 5th PR Indonesia (PRIA) 2020 
Kategori  
1. Platinum Winner : the Most Popular in 

Media Mainstream 
2. Gold Winner: Departemen Public 

Relation (PR); 
3. Gold Winner: Tata kelola Kehumasan 
4. Silver Winner: Media Cetak dengan 

produk Majalah “Gapura”;  
5. Silver Winner: Digital Public Relation 

melalui Website “Bangga Surabaya”;  
6. Silver Winner: Media Sosial. 

PR Indonesia 

3. 27 April 2020 Penghargaan Perencanaan Pembangunan 
Daerah (PPD) 
Kategori: Kota 

Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur  

4. 22 Juni 2020 Penghargaan pada lomba Video Inovasi 
Daerah Pada Tatanan Normal Baru 
Kategori: 
a. Hotel (#2) 
b. PTSP (#3) 

Kementerian Dalam 
Negeri  

5. 26 Juni 2020 Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 
atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 
 
Catatan: Ini adalah Opini WTP kedelapan 
kali berturut-turut 

Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) 
Perwakilan Provinsi 
Jawa Timur 

6. 22 Juli 2020 Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan 
Melaporkan Capaian berbasis Sistem 
Informasi Monitoring Evaluasi dan 
Pelaporan (SIMEP) 

Komisi Perlindungan 
Anak Indonesia (KPAI) 

7. 22 September 
2020 

Penghargaan WTP minimum 5 kali 
berturut-turut  

Kementerian Keuangan 
RI 

8. 23 Oktober 2020 Kampung Iklim 
“Kategori: Utama” 
1. RW 05 Kel. Babatan, Kec. Wiyung  

Kementerian 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan 
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No. Tahun Penghargaan Pemberi Penghargaan 

2. RW 03 Kel. Tambak Rejo, Kec. 
Simokerto 

3. RW 01 Kel. Margorejo, Kec. Wonocolo 

9. 03 November 
2020 

Top 30 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 
Provinsi Jawa Timur 2020 
 “Iklas Ati” (Inovasi Kampung Wisata 
Lawas Maspati) 

Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur  

10. 09 November 
2020  

Lifetime Achievement Award for 
Goverment Leadership 

Universitas Airlangga  

11. 26 November 
2020 

Anugerah Humas Indonesia 2020 
Pemerintah Kota Terpopuler di Media 
Digital 2020 
 

Humas Indonesia  
 
 
 

12. 26 November 
2020 

Anugerah Humas Indonesia 2020 
Wali Kota Terpopuler di Media Digital 
2020 

Humas Indonesia  
 

13. 01 Desember 
2020 

Tokoh Pendidikan Surabaya PGRI Surabaya 

14. 01 Desember 
2020 

Gatra Awards 2020 
Mendorong Peningkatan Ekonomi dan 
Ketahanan Pangan selama Pandemi 

GATRA Media Group 

15. 14 Desember 
2020 

Kabupaten/Kota Peduli HAM 2020 Kementerian KUMHAM  

16. 18 Desember 
2020 

Pemimpin Daerah yang mendukung 
Kegiatan Intervensi Kesehatan Dalam 
Pencegahan dan Penanganan Covid-19 
Tahun 2020 

Himpunan Ahli 
Kesehatan Lingkungan 
Indonesia  

17. 18 Desember 
2020 

Nirwasita Tantra 2019 
Kategori: Kota Besar 

Kementerian 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan  

Sumber: Bagian Hubungan Masyarakat, Tahun 2020 
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BAB IV 

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN  

DAN PENUGASAN 

 

4.1  URUSAN PEMERINTAHAN TUGAS PEMBANTUAN DAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 

4.1.1 Urusan Pemerintahan Tugas Pembantuan 

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksudkan dengan Tugas Pembantuan adalah 

penugasan dari Pemerintah kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah atau dari Pemerintah Daerah 

Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. 

Urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten/Kota merupakan 

urusan pemerintahan konkuren. Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan 

disediakan oleh Kementerian/Lembaga. Selanjutnya penugasan oleh Pemerintah kepada 

Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan ditetapkan dengan peraturan 

menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian. Dalam penyelenggaraan Tugas 

Pembantuan, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas 

Pembantuan, terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan di 

Daerahnya. Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2020 tidak mendapatkan anggaran 

Tugas Pembantuan. 

4.1.2 Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan 

A. Kerjasama Antar Daerah 

Kerjasama antar pemerintah daerah maupun kerjasama dengan pihak luar negeri 

merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan 

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Menjalin kerjasama dengan pemerintah kota-

kota lain di dalam maupun luar negeri menjadi sesuatu kebutuhan, oleh karena itu 

diperlukan berbagai upaya agar kerjasama yang telah dilakukan dapat terus berkembang, 

baik jumlah mitra kerjasama maupun kualitas program dan kegiatan kerjasama dalam 

mendukung terwujudnya Kota Surabaya sebagai kota jasa dan perdagangan yang cerdas, 
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manusiawi, bermartabat, dan berwawasan lingkungan.  

Pelaksanaan kegiatan kerjasama daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya 

baik dengan lembaga/instansi di dalam negeri maupun di luar negeri adalah sebagai 

berikut: 

1. Kerjasama Antar Daerah Luar Negeri 

Kerjasama dengan luar negeri oleh Pemerintah Kota Surabaya dilaksanakan dalam 

rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, sumber daya manusia dan 

manajemen/pengelolaan kota melalui antara lain kerjasama sister city, sister school, dan 

lain sebagainya. Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini telah melakukan kerjasama 

dengan kota-kota lain di luar negeri sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.1 berikut. 

Tabel 4.1 

Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2020 

No. Mitra Kerjasama Bidang/Ruang Lingkup 

1. Kota Seattle Manajemen Perkotaan; Manajemen Pelabuhan; 
Lingkungan Hidup; Pendidikan; Seni, Budaya dan 
Pariwisata; IPTEK; Pengembangan Dunia Usaha 

2. Kota Busan Manajemen Pelabuhan; Perdagangan; Pendidikan; Seni, 
Budaya dan Pariwisata; Pemuda dan Olah Raga; 
Lingkungan Hidup; Manajemen Perkotaan; Transportasi; 
IPTEK, Peningkatan SDM 

3. Kota Kochi Perdagangan; Industri; Seni, Budaya dan Pariwisata; 
Pendidikan 

4. Kota Monterrey Promosi Perdagangan; Promosi Investasi; Promosi 
Industri; Promosi Pariwisata; Promosi Kebudayaan 

5. Kota Guangzhou Manajemen Perkotaan; Pengembangan Dunia Usaha; 
Perdagangan; Seni, Budaya dan Pariwisata; Pendidikan; 
Pemuda dan Olah Raga 

6. Kota Xiamen Pengembangan Dunia Usaha; Perdagangan; IPTEK; 
Pendidikan; Seni, Budaya dan Pariwisata; Pemuda dan 
Olah Raga; Kesehatan 

7. Kota Varna Industri; Perdagangan; Pendidikan; IPTEK; Transportasi; 
Kesehatan; Seni, Budaya dan Pariwisata 

8. Kota Kitakyushu Bidang-bidang lingkungan termasuk: 
a. Masyarakat Rendah Karbon; 
b. Daur Ulang Sumber Daya; 
c. Peningkatan Kapasitas pejabat masing- masing kota 

9. Kota Liverpool Pengembangan Ekonomi Kreatif; Manajemen Pelabuhan; 
Pengembangan Kota Pintar; Peningkatan SDM 

Sumber: Bagian Kerjasama, Tahun 2020 



 

 

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2020 IV-3 

 

PEMERINTAH KOTA SURABAYA 

2. Kerjasama Antar Daerah Dalam Negeri 

Pemerintah Kota Surabaya menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah lain 

dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, sosial dan budaya, 

keamanan, dan lain sebagainya. Kerjasama ini bersifat saling menguntungkan dan 

karakteristiknya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pemerintah daerah. Pada 

tahun 2020 tidak ada kerjasama baru dengan pemerintah daerah lain di dalam negeri. 

Namun demikian, terdapat beberapa kerjasama dengan pemerintah daerah lain yang 

dibuat pada tahun sebelumnya yang masih berlaku sampai dengan/melewati tahun 2020. 

3. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga 

Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya tidak hanya dijalin dengan 

pemerintah daerah lain, tetapi juga dengan pihak ketiga. Hal ini merupakan salah satu 

strategi agar Pemerintah Kota Surabaya dapat terus berkembang seiring dengan antisipasi 

dan penyelesaian permasalahan yang muncul. Tabel berikut menunjukkan kerjasama 

antara Pemerintah Kota Surabaya dengan pihak ketiga maupun kerjasama dalam bentuk 

Corporate Social Responsibility (CSR) Tahun 2020. 

Tabel 4.2 

Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya dengan Pihak Ketiga Tahun 2020 

No. Mitra kerjasama Bidang-bidang kerjasama 

1. Kepolisian Resor Kota Besar 
Surabaya 

Pemberian Akses Closed Circuit Television 
(CCTV) dalam Rangka Pemeliharaan 
Keamanan dan Ketertiban Umum di Kota 
Surabaya 

2. Kepolisian Resort Pelabuhan 
Tanjung Perak   
 

Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban 
Umum 

Pemberian Akses Closed Circuit Television 
(CCTV) dalam Rangka Pemeliharaan 
Keamanan dan Ketertiban Umum di Kota 
Surabaya 

3. Kantor Pertanahan Kota Surabaya I  Pertanahan 

4. Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Pertanahan 

5. Kepolisian Resor Kota Besar 
Surabaya (Polrestabes) 
Kejaksaan Negeri Surabaya 
Pengadilan Negeri Surabaya 
Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung 
Perak 
Kejaksaan Negeri Tanjung Perak 

Penerapan e- Closed Circuit 
Television (CCTV) Tilang di Kota Surabaya 
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No. Mitra kerjasama Bidang-bidang kerjasama 

6. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Pajak Jawa Timur I 

Optimalisasi Penerima Pajak Pusat dan Pajak 
Daerah 

7. Direktorat Jendral Penyelenggaraan 
Pos Dan Informatika Kementerian 
Komunikasi Dan Informatika 

Penyediaan Layanan Nomor Panggilan 
Tunggal Darurat di Kota Surabaya 

8. Direktorat Pengendalian 
Pencemaran Udara Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan  

Pembangunan dan Pengoperasian Jaringan 
Peralatan dan Sistem Pemantauan Kualitas 
Udara Ambien Otomatis  

9. Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun 
Raya Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia dan Yayasan Kebun Raya 
Indonesia  

Pembangunan, Pengembangan, dan 
Pengelolaan Kebun Raya Mangrove Surabaya 

10. PDAM Surya Sembada Surabaya Pemanfaatan Akses Data Kependudukan di 
Surabaya 

11. PDAM Surya Sembada Surabaya 
PT Pelindo Daya Sejahtera  

Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dari 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

Pengembangan Kualitas Sumber Daya 
Manusia dan Penyerapan Tenaga Kerja di 
Kota Surabaya oleh PT. Pelindo Daya 
Sejahtera 

12. PT Pelindo Daya Sejahtera  
Politeknik Penerbangan Surabaya, 
PT. Garuda Maintenance Facility 
Aero Asia dan PT. Dutagaruda 
Piranti Prima 

Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dari 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

Pengembangan Sumber Daya Manusia pada 
Bidang Aircraft Technical Assistant 

13. PT. Citilink Indonesia Kerjasama Pemanfaatan dan Pemberdayaan 
Potensi Daerah Binaan Pemerintah Kota 
Surabaya 

14. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dan 
PT BPD Jawa Timur, Tbk   

Layanan Perbankan dalam Pembayaran 
Retribusi Tempat Khusus Parkir Melalui 
Sistem Elektronik di Kota Surabaya 

15. PT. ITS Tekno Sains  Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum 
Dalam Rangka Pembangunan Menara 
Telekomunikasi Di Kota Surabaya 

16. PT Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Timur Tbk. 

Layanan Perbankan dalam Pembayaran 
Retribusi Parkir untuk Parkir yang Berbasis 
Aplikasi Golek Parkir di Kota Surabaya 

17. 

PT Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Timur Tbk. 
PT Bank Negara Indonesia (Persero) 
Tbk Kantor Wilayah Surabaya  

Elektronifikasi Pengelolaan Keuangan Daerah 
dan Optimalisasi Penerimaan Daerah di Kota 
Surabaya  

Pelaksanaan Bantuan Jaring Pengaman Sosial 
Dalam Rangka Percepatan Penanganan 
Dampak Covid 19 Prov. Jawa Timur Di Kota 
Surabaya 

Penerbitan Kartu Pelajar yang berfungsi 
sebagai kartu identitas pelajar dan kartu 
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No. Mitra kerjasama Bidang-bidang kerjasama 

debit BNI 

18. 

PT Bank Negara Indonesia (Persero) 
Tbk Kantor Wilayah Surabaya  
PT. Bank Rakyat Indonesia 

Layanan Perbankan dalam Pembayaran 
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 
pada Parkir yang Berbasis Aplikasi (Go Parkir) 
di Kota Surabaya 

Layanan Perbankan dalam Pembayaran 
Retribusi Parkir pada Parkir yang Berbasis 
Aplikasi (Go Parkir) di Kota Surabaya 

19. 

PT. Bank Rakyat Indonesia 
PT. PP Properti Suramadu 

Layanan Perbankan dalam rangka 
Pembayaran Retribusi Parkir Tempat Khusus 
Melalui Sistem Elektronik di Kota Surabaya 

Pembangunan Cable Car 

20. 

PT. PP Properti Suramadu 
PT Pertamina (Persero) 

Pembangunan dan Hibah Cable Car di 
Surabaya 

Pemberdayaan Masyarakat, Pelestarian 
Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati di 
Kota Surabaya 

21. PT Pertamina (Persero) 
Universitas Airlangga 

Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dari 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

Kesehatan, Ekonomi, Sosial Politik, Hukum, 
Lingkungan Hidup, Pertanian, Farmasi, Seni 
Budaya dan Pariwisata 

22. Universitas Pembangunan Nasional 
"Veteran" Jawa Timur 

Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, 
Pertanian, Sosial, Lingkungan Hidup, 
Teknologi dan Informasi, Kepemudaan dan 
Olahraga 

23. Universitas Negeri Surabaya Pelaksanaan Tri   Dharma Perguruan Tinggi 
(Pendidikan, Penelitian dan 
Pengabdian Kepada Masyarakat), 
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Seni 
Budaya dan Pariwisata, Teknologi Tepat 
Guna, Kepemudaan dan Olahraga, 
Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Boga 
dan Busana, Pengembangan Wilayah, 
perekonomian 

24. Universitas Islam Negeri Sunan 
Ampel Surabaya 

Pendidikan, penelitian, Pengabdian kepada 
Masyarakat, Pengembangan SDM 

25. Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember 

Pendidikan, Penelitian, Pengkajian dan 
Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 
Rangka Pengembangan Ilmu dan Teknologi, 
Pengembangan Sumber Daya Manusia 
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No. Mitra kerjasama Bidang-bidang kerjasama 

(SDM)  

26. Politeknik Kesehatan Kementerian 
Kesehatan Surabaya  

Pengembangan Sumber Daya Manusia di 
Kota Surabaya 

27. Politeknik Perkapalan Negeri 
Surabaya 

Pendidikan dan Pelatihan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Pengembangan Energi Terbarukan 
Teknologi Tepat Guna 

28. Politeknik Elektronika Negeri 
Surabaya 

Pengembangan Sumber Daya Manusia di 
Kota Surabaya  

29. Universitas Brawijaya Penyelenggaraan kegiatan peningkatan dan 
pengembangan kompetensi sumber daya 
manusia 
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 
Penyelenggaraan kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat 
Asistensi dan pendampingan dalam kegiatan 
penyusunan kebijakan dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

30. Universitas Gadjah Mada Penyelenggaraan kegiatan peningkatan dan 
pengembangan kompetensi sumber daya 
manusia 
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 
Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar 
lokakarya dan pengabdian kepada 
masyarakat 
Asistensi dan pendampingan dalam kegiatan 
penyusunan kebijakan dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

31. Universitas Indonesia Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan 
Pengembangan Sumber Daya 
Manusia 
Penyelenggaraan Penelitian, Kegiatan llmiah, 
Seminar, dan Lokakarya 
Penyelenggaraan kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat dan penerapan hasil 
riset 
Penyelenggaraan pengkajian dan konsultasi 
pada kegiatan penyusunan kebijakan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan 

32. Institut Teknologi Bandung penyelenggaraan kegiatan peningkatan dan 
pengembangan kompetensi sumber daya 
manusia 
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 
penyelenggaraan kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat 
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No. Mitra kerjasama Bidang-bidang kerjasama 

asistensi dan pendampingan kegiatan 
penyusunan kebijakan dalam 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

33. Univesitas Islam Negeri Maulana 
Malik Ibrahim Malang   

Good Government bidang Pendidikan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Kehidupan Beragama 
Pendidikan dan Pelatihan 
Penelitian dan Pengabdian kepada 
masyarakat 
Pemagangan dosen dan mahasiswa 
Percepatan inovasi bidang teknologi dan 
informasi bidang keagamaan 

34. Universitas Trunojoyo Madura  Pengembangan Sumber Daya Manusia 
(SDM)  
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 
Penyelenggaraan kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat 

35. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 
(LLDIKTI) Wilayah VII 

Pendidikan, Pelatihan, Pengabdian kepada 
Masyarakat 

36. Universitas Ciputra Surabaya Kesehatan, Ekonomi, Teknologi Pangan, 
Pendidikan, Kewirausahaan, Seni Budaya dan 
Pariwisata 

RSUD dr.M. Soewandhie sebagai Rumah 
Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran 
Universitas Ciputra Surabaya 

37. Universitas Hang Tuah Surabaya Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat di Kota Surabaya  

38. STIKES Hang Tuah Surabaya  Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat di Kota Surabaya 

39. Akademi Kebidanan (Akbid) Griya 
Husada 

Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat di Kota Surabaya  

40. Universitas PGRI Adi Buana 
Surabaya   

Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat di Kota Surabaya 

41. Universitas PGRI Adi Buana 
Surabaya   
Universitas Dr. Soetomo Surabaya   

Kegiatan Campus Social Responsibility di 
Kota Surabaya 

Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat di Kota Surabaya  

42. 
Universitas Dr. Soetomo Surabaya   
STIKES Katolik ST Vincentius A. 
Paulo Surabaya  

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada 
Program Studi Diploma III Teknologi Bank 
Darah 

Kegiatan Campus Social Responsibility di 
Kota Surabaya 
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No. Mitra kerjasama Bidang-bidang kerjasama 

Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat di Kota Surabaya 

43. Universitas Surabaya Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagi 
Warga Kota Surabaya Yang Berprestasi 

44. Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi  - 
Almamater Wartawan Surabaya 
(AWS) 

Kegiatan Campus Social Responsibility di 
Kota Surabaya 

45. Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya 

Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat di Kota Surabaya 

46. Universitas Bhayangkara Kegiatan Campus Social Responsibility di 
Kota Surabaya 

47. Universitas Udayana Pengembangan Sumber Daya Manusia 

48. Akademi Farmasi Surabaya Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat di Kota Surabaya 

49. Yayasan Sarana Hubungan 
Harmonis Sejahtera 

Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dari 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

50. Sekolah Dasar Muhammadiyah 14 
Surabaya 

Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dari 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

51. Sekolah Dasar Islam Al Azhar 11 
Surabaya 

Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dari 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

52. Sekolah Dasar Labschol Unesa 
Yayasan Dharma Wanita Universitas 
Negeri Surabaya 

Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dari 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

53. Lembaga Kursus dan Pelatihan 
Institut Pembangunan Airlangga 

Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dari 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

54. Laz Rumah Yatim Arrohman Cabang 
Jawa Timur 

Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dari 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

55. Yayasan Perhimpunan Pendidikan 
Kristen Elyon 

Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dari 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

56. Yayasan Sejahtera Spins Indonesia Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dari 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

57. Sekolah Dasar Nation Star Academy Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dari 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

58. PT Surya Timur Sakti Jatim Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dari 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

59. Lembaga Bimbingan Belajar 
Airlangga Sosial Eksakta 

Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dari 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

60. PT Surabaya Industrial Estate 
Rungkut (SIER) 

Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dari 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

61. Yayasan Masjid  Al Falah Surabaya Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dari 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

62. SD Islam Al Azhar 35 Surabaya Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dari 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah 
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63. Yayasan Cahaya Harapan Bangsa Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dari 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

64. 
Yayasan Pendidikan Generasi 
Rajawali 

Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dari 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

65. PT Empat Rekan Wacana Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dari 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

66. Universitas Surabaya dan CV 
Muncul Jaya  

Pendidikan dan Penerimaan Kerja Bagi 
Warga Kota Surabaya Yang Berprestasi  

67. Universitas Surabaya dan CV 
Pesona Mandiri  

Pendidikan dan Penerimaan Kerja Bagi 
Warga Kota Surabaya Yang Berprestasi  

68. Universitas Surabaya dan CV 
Universal Service 

Pendidikan dan Penerimaan Kerja Bagi 
Warga Kota Surabaya Yang Berprestasi  

69. Universitas Surabaya dan CV 
Universal Trading Indonesia   

Pendidikan dan Penerimaan Kerja Bagi 
Warga Kota Surabaya Yang Berprestasi  

70. Universitas Surabaya dan PT 
Bersatu Sukses Swadana  

Pendidikan dan Penerimaan Kerja Bagi 
Warga Kota Surabaya Yang Berprestasi  

71. Universitas Surabaya dan PT Goldi 
Asiana Pangan   

Pendidikan dan Penerimaan Kerja Bagi 
Warga Kota Surabaya Yang Berprestasi  

72. Universitas Surabaya dan PT Ilios 
Studio Teknologi  

Pendidikan dan Penerimaan Kerja Bagi 
Warga Kota Surabaya Yang Berprestasi  

73. Universitas Surabaya dan PT. Japfa 
Comfeed Indonesia Tbk Cabang 
Sidoarjo   

Pendidikan dan Penerimaan Kerja Bagi 
Warga Kota Surabaya Yang Berprestasi  

74. Universitas Surabaya dan PT Royal 
Wahana Nusantara  

Pendidikan dan Penerimaan Kerja Bagi 
Warga Kota Surabaya Yang Berprestasi  

75. Universitas Surabaya dan PT. Sieto 
Utama  

Pendidikan dan Penerimaan Kerja Bagi 
Warga Kota Surabaya Yang Berprestasi  

76. Universitas Surabaya dan PT 
Synergi Ultima Nobilus 

Pendidikan dan Penerimaan Kerja Bagi 
Warga Kota Surabaya Yang Berprestasi  

77. Universitas Surabaya dan PT 
Untung Bersama Sejahtera 

Pendidikan dan Penerimaan Kerja Bagi 
Warga Kota Surabaya Yang Berprestasi  

78. Universitas Surabaya dan PT 
Widaya Inti Plasma  

Pendidikan dan Penerimaan Kerja Bagi 
Warga Kota Surabaya Yang Berprestasi  

79. Universitas Surabaya dan Yayasan 
Longying 

Pendidikan dan Penerimaan Kerja Bagi 
Warga Kota Surabaya Yang Berprestasi  

80. PT. Bank Mayapada Internasional, 
Tbk. 

Beasiswa Pendidikan/Pelatihan Bagi Warga 
Kota Surabaya Yang Berprestasi Dari Keluarga 
Tidak Mampu 

81. Yayasan Dana Kemanusiaan 
Kompas 

Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dari 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

82. PT. Sentra Komunitas Nusantara   Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum 
Dalam Rangka Pembangunan Menara 
Telekomunikasi di Kota Surabaya  

83. PT Batam Teknik  Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi 
Kota Surabaya Di Bidang Sumber Daya 
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Manusia (SDM) 

84. PT. Paragon Technology and 
Innovation  

Beasiswa Pendidikan Bagi Warga Kota 
Surabaya Yang Berprestasi Dari Keluarga 
Tidak Mampu Yang Menempuh Pendidikan 
Pada Perguruan Tinggi Negeri  

85. Lion Air Group  Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi 
Kota Surabaya di Bidang Sumber Daya 
Manusia (SDM) 

86. Pengadilan Negeri Surabaya Pelayanan Pojok E-Court Dan Eraterang Pada 
Mal Pelayanan Publik di Kota Surabaya 

87. Balai Besar Teknik Kesehatan 
Lingkungan dan Pengendalian 
Penyakit (BBTKLPP) 

Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid 
19 Di Kota Surabaya 

88. Direktorat Jenderal Perhubungan 
Darat Kementerian Perhubungan 
Republik Indonesia 

Perencanaan, Pembangunan, dan 
Pengoperasian Angkutan Umum Perkotaan 
di Kota Surabaya 

89. Politeknik Penerbangan Surabaya Pengembangan Sumber Daya Manusia 

90. PT. Mitrakarya Multiguna Pembangunan Jalan Akses dari Jalan Lingkar 
Luar Barat Menuju Stadion Gelora Bung 
Tomo 

91. Universitas Sebelas Maret 
 

Pendidikan, Penelitian,  
Pengabdian kepada Masyarakat, 
Pengembangan SDM, dan 
Perencanaan pembangunan daerah. 

92. PT Dakwah Inti Media (TV 9) Penyelenggaraan Pembelajaran Melalui 
Media Televisi Bagi Siswa Sekolah Menengah 
Pertama 

93. PT Surabaya Media Televisi Penyelenggaraan Pembelajaran Melalui 
Media Televisi Bagi Siswa Sekolah Dasar 

94. PT Indosat Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dari 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

95. Yayasan Pendidikan Kristen Buah 
Hati 

Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dari 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

96. Lembaga Kursus dan Pelatihan Yuli 
Surabaya 

Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dari 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

97. Ikatan Pegawai Otoritas Jasa 
Keuangan Kantor Regional 4 Jawa 
Timur 

Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dari 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

98. Perhimpunan Pendidikan dan 
Pengajaran Kristen Petra 

Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dari 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

99. PT Tanjung Emas Daya Sejahtera Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dari 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

100. Yayasan Bina Profesi Indonesia 
 

Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dari 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah 
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101. Yayasan Masjid Al Muttaqien Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dari 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

102. Yayasan Pendidikan Dharma Vita Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dari 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

103. Yayasan Pendidikan Kristen Gloria Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dari 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

104. Yayasan Pendidikan Satya Vidya 
Indonesia 

Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dari 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

105. Yayasan Putera Sampoerna Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dari 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

106. Yayasan Santa Louisa Perwakilan 
Surabaya 

Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dari 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

107. Yayasan Dana Sosial Al – Falah 
(YDSF) Surabaya   

Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dari 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

108. Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah 
4 Surabaya 

Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dari 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

109. PT Terminal Petikemas Surabaya Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dari 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

110. Institut Teknologi Telkom Surabaya Penyelenggaraan Pemerintahan, 
Pembangunan dan Kemasyarakatan melalui 
Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

Sumber: Bagian Kerjasama, Tahun 2020 
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Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga dalam Bentuk Corporate Social 

Responsibility (CSR) tahun 2020 ditampilkan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.3 

Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya dengan Pihak Ketiga dalam Bentuk Corporate Social 

Responsibility (CSR) Tahun 2020 

No Pemberi CSR Bentuk Nilai Perjanjian 

1 Persatuan Dokter 
Gigi Indonesia 
Pengurus 
Wilayah Jawa 
Timur  

1 (satu) unit sepeda 
air  

 11.500.000  Nomor: 
015/PDGI.PengwilJatim/I/202
0 dan 
415.4/749/436.2.3/2020 

2 PT Indofarma 
Global Medika 
Cabang Surabaya  

1(satu) buah gazebo 
bambu 

6.000.000 Nomor: 039/IGM-SBY/II/2020 
dan 
415.4/1317/436.2.3/2020  

3 Perkumpulan 
"Koperjati" 
(Komunitas 
Perupa Jawa 
Timur) 

1 (satu) buah lukisan 
rangkaian peristiwa 
pertempuran 10 
November Surabaya  

70.000.000 Nomor: 
415.4/3158/436.2.3/2020 
dan 03/KPJT/16/03/2020  

4 PT Ciputra 
Development, 
Tbk   

Hibah Hasil 
Pembangunan 
Lapangan Sepak Bola 
beserta fasilitas 
pendukungnya seluas 
11.110 m2 

4.004.850.000 Nomor: 120/SY/DD/VII/2020-
C-Dev dan 
415.4/6030/436.2.3/2020  

5 PT. Bank Rakyat 
Indonesia 
(Persero) Tbk 

Hibah 1 (unit)  mobil 
Brilian Fight COVID-
19 (Mobil Combat 
PCR) 

3.200.000.000 Nomor : B.197/KW-
IX/LOG/08/2020 dan 
415.4/7646/436.2.3/2020 

6 PT. Mitrakarya 
Multiguna 

Hibah atas tanah 
yang digunakan 
untuk pembangunan 
modifikasi simpang 
susun dan jalan akses 
Tol Romokalisari 

36.263.135.975 Nomor : 
415.4/7983/436.2.3/2020 
dan 336/N00060/2020-S0 

7 Kementerian 
PUPR 

Hibah BMN berupa 
mesin/alat pencacah 
plastik 

199.925.000 Nomor : 1127/PKS/Bb8/2020 
Nomor : 
415.4/7549/436.2.3/2020 

8 Institut Teknologi 
Telkom Surabaya 
(NPHD) 

Hibah 1 (unit) Crane 
Pemulasaraan 
Jenazah 

45.000.000 Nomor : 
1991/PPM8/REK/XI/2020 dan 
415.4/10271/436.2.3/2020 

Sumber: Bagian Kerjasama, Tahun 2020 
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B. Pembinaan Batas Wilayah 

1. Kebijakan Dan Kegiatan 

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 

tentang Penetapan Penegasan Batas Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, maka dalam rangka kewenangan 

daerah untuk pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan yang ada 

diwilayahnya, salah satu upaya yang dilaksanakan adalah dengan menetapkan kejelasan 

batas wilayah administrasi. Dalam melaksanakan penetapan dan penegasan batas 

kecamatan dan kelurahan di Kota Surabaya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan Penegasan Batas Desa serta Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah serta 

mempertimbangkan ketentuan yang ada didalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan. 

Tujuan penetapan dan penegasan batas wilayah kelurahan dan kecamatan adalah 

untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas kelurahan dan kecamatan yang 

berbatasan di Kota Surabaya, sedangkan peta wilayah bertujuan sebagai sarana untuk 

mendeteksi secara dini dan sebagai acuan untuk memperoleh informasi serta 

meningkatkan pengawasan, monitoring serta koordinasi dan sebagai dasar dalam 

penyelesaikan masalah sengketa batas wilayah administrasi kecamatan/kelurahan yang 

berbatasan. 

Kebijakan dalam penetapan batas wilayah administrasi dengan mengacu pada 

peraturan sebagaimana yang disebutkan di atas adalah pengukuhan batas daerah yang 

jelas dan pasti baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan. Agar batas daerah 

tersebut dapat diterima oleh semua pihak maka harus didukung oleh dokumen otentik 

berupa peta batas daerah dan tanda fisik di lapangan berupa pilar tanda batas. 

Pada tahun 2020, penetapan batas wilayah dilaksanakan melalui kegiatan Penataan, 

Pembinaan dan Penegasan Wilayah Kecamatan pada program penataan daerah otonom 

oleh Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan fokus pada 

pembuatan berita acara dan pembuatan peta batas, sedangkan untuk pilar batas, 

mengacu pada data-data pilar yang telah dipasang pada tahun-tahun sebelumnya.  
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2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 

Tahapan pelaksanaan pekerjaan penegasan batas wilayah dilakukan melalui 

tahapan: (a) penyiapan dokumen yaitu dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan 

memiliki kekuatan hukum; (b) pelacakan batas yaitu dengan melakukan survey lapangan, 

sosialisasi hasil survey, pembuatan berita acara serta pembuatan peta; (c) pengukuran 

dan penentuan posisi batas yaitu dilakukan melalui pengambilan titik koordinat batas 

dengan interval tertentu sesuai hasil survey lapangan; (d) pembuatan peta batas yaitu 

dilakukan dengan tahapan pembuatan kerangka peta batas, melakukan kompilasi dan 

generalisasi dari hasil survey lapangan serta penambahan informasi isi dan tepi peta 

batas. Tahapan penegasan batas wilayah dituangkan dalam berita acara yang 

ditandatangani oleh para pihak.  

Pada Tahun 2020, Penataan, Pembinaan dan Penegasan Wilayah Kecamatan 

dilaksanakan untuk menyelesaikan 10 batas kecamatan beserta kelurahan yang ada 

didalamnya, mulai dari penyiapan dokumen, survey lapangan, sosialisasi dan pembuatan 

berita acara serta pembuatan peta batas wilayah. 

Adapun rincian Pilar Batas Wilayah Kelurahan dan Kecamatan yang sudah terpasang 

sampai dengan Tahun 2020, sebagai berikut. 

Tabel 4.4 
Pilar Batas Wilayah Kecamatan  

Di Kecamatan Genteng 

No 
Lokasi 

Jumlah Patok Batas 
Kecamatan Kecamatan 

1 Genteng Pabean Cantian 5 

2 Genteng Simokerto 7 

3 Genteng Tambaksari 13 

4 Genteng Gubeng 4 

5 Genteng Tegalsari 13 

6 Genteng Sawahan 1 

7 Genteng Bubutan 19 

Total 62 

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Tahun 2020  
Catatan :   
1. Berdasarkan laporan hasil kegiatan sebelum tahun 2020; 
2. Kondisi pilar berdasarkan hasil survey tahun 2020 (kondisi baik, rusak sedang dan rusak ringan). 
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Tabel 4.5 

Pilar Batas Wilayah Kelurahan  

Di Kecamatan Genteng 

No 
 Lokasi 

Jumlah Patok Batas 
Kelurahan Kelurahan Kecamatan 

1 Kapasari Peneleh Genteng 1 

2 Kapasari Ketabang Genteng 2 

3 Peneleh Ketabang Genteng 3 

4 Peneleh Genteng Genteng 0 

5 Genteng Ketabang Genteng 4 

6 Genteng Embong Kaliasin Genteng 3 

7 Ketabang Embong Kaliasin Genteng 3 
Total 16 

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah,2020  
Catatan :   
1. Berdasarkan laporan hasil kegiatan sebelum tahun 2020; 
2. Kondisi pilar berdasarkan hasil survey tahun 2020 (kondisi baik, rusak sedang dan rusak ringan). 

 

Tabel 4.6 

Pilar Batas Wilayah Kecamatan 

Di Kecamatan Simokerto 

No 
Lokasi 

Jumlah Patok Batas 
Kecamatan Kecamatan 

1 Simokerto Tambaksari 16 

2 Simokerto Pabean Cantian 5 

3 Simokerto Semampir 13 

4 Simokerto Kenjeran 4 

Total 38 

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah,2020  
Catatan :   
1. Berdasarkan laporan hasil kegiatan sebelum tahun 2020; 
2. Kondisi pilar berdasarkan hasil survey tahun 2020 (kondisi baik, rusak sedang dan rusak ringan). 
 

Tabel 4.7  

Pilar Batas Wilayah Kelurahan  

Di Kecamatan Simokerto 

No 
 Lokasi 

Jumlah Patok Batas 
Kelurahan Kelurahan Kecamatan 

1 Simolawang Simokerto Simokerto 4 

2 Simolawang Sidodadi Simokerto 10 

3 Sidodadi Simokerto Simokerto 4 

4 Sidodadi Kapasan Simokerto 7 
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No 
 Lokasi 

Jumlah Patok Batas 
Kelurahan Kelurahan Kecamatan 

5 Simokerto Kapasan Simokerto 9 

6 Simokerto Tambakrejo Simokerto 6 

7 Kapasan Tambakrejo Simokerto 6 
Total 46 

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah,2020  
Catatan :   
1. Berdasarkan laporan hasil kegiatan sebelum tahun 2020; 
2. Kondisi pilar berdasarkan hasil survey tahun 2020 (kondisi baik, rusak sedang dan rusak ringan). 
 

Tabel 4.8  

Pilar Batas Wilayah Kecamatan  

Di Kecamatan Bubutan 

No 
Lokasi 

Jumlah Patok Batas 
Kecamatan Kecamatan 

1 Bubutan Krembangan 22 

2 Bubutan Pabean Cantian 1 

3 Bubutan Sawahan 9 

4 Bubutan Asem Rowo 13 

Total 45 

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah,2020  
Catatan :   
1. Berdasarkan laporan hasil kegiatan sebelum tahun 2020; 
2. Kondisi pilar berdasarkan hasil survey tahun 2020 (kondisi baik, rusak sedang dan rusak ringan). 
 

Tabel 4.9 

Pilar Batas Wilayah Kelurahan 

Di Kecamatan Bubutan 

No 
 Lokasi 

Jumlah Patok Batas 
Kelurahan Kelurahan Kecamatan 

1 Jepara Gundih Bubutan 14 

2 Jepara Bubutan Bubutan 5 

3 Bubutan Alun-Alun Contong Bubutan 10 

4 Gundih Bubutan Bubutan 7 

5 Gundih Tembok Dukuh Bubutan 18 

6 Tembok Dukuh Bubutan Bubutan 5 
Total 59 

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah,2020  
Catatan :   
1. Berdasarkan laporan hasil kegiatan sebelum tahun 2020; 
2. Kondisi pilar berdasarkan hasil survey tahun 2020 (kondisi baik, rusak sedang dan rusak ringan). 
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Tabel 4.10 

Pilar Batas Wilayah Kecamatan 

Di Kecamatan Tegalsari 

No 
Lokasi 

Jumlah Patok Batas 
Kecamatan Kecamatan 

1 Tegalsari Wonokromo 9 

2 Tegalsari Sawahan 7 

Total 45 
Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah,2020  
Catatan :   
1. Berdasarkan laporan hasil kegiatan sebelum tahun 2020; 
2. Kondisi pilar berdasarkan hasil survey tahun 2020 (kondisi baik, rusak sedang dan rusak ringan). 
 

Tabel 4.11 

Pilar Batas Wilayah Kelurahan 

Di Kecamatan Tegalsari 

No 
 Lokasi 

Jumlah Patok Batas 
Kelurahan Kelurahan Kecamatan 

1 Kedungdoro Wonorejo Tegalsari 6 

2 Kedungdoro Tegalsari Tegalsari 8 

3 Wonorejo Tegalsari Tegalsari 9 

4 Wonorejo Dr.Soetomo Tegalsari 8 

5 Tegalsari Dr.Soetomo Tegalsari 3 

6 Dr.Soetomo Keputran Tegalsari 14 
Total 48 

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah,2020  
Catatan :   
1. Berdasarkan laporan hasil kegiatan sebelum tahun 2020; 
2. Kondisi pilar berdasarkan hasil survey tahun 2020 (kondisi baik, rusak sedang dan rusak ringan). 
 

Tabel 4.12 

Pilar Batas Wilayah Kecamatan 

Di Kecamatan Tambaksari 

No 
Lokasi 

Jumlah Patok Batas 
Kecamatan Kecamatan 

1 Tambaksari Kenjeran 8 

2 Tambaksari Bulak 28 

3 Tambaksari Mulyorejo 9 

4 Tambaksari Gubeng 13 

Total 58 
Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah,2020  
Catatan :   
1. Berdasarkan laporan hasil kegiatan sebelum tahun 2020; 
2. Kondisi pilar berdasarkan hasil survey tahun 2020 (kondisi baik, rusak sedang dan rusak ringan). 
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Tabel 4.13 

Pilar Batas Wilayah Kelurahan 

Di Kecamatan Tambaksari 

No 
 Lokasi Jumlah Patok 

Batas Kelurahan Kelurahan Kecamatan 

1 Dukuh Setro Kapasmadya Baru Tambaksari 2 

2 Dukuh Setro Gading Tambaksari 14 

3 Kapasmadya Baru Gading Tambaksari 8 

4 Kapasmadya Baru Rangkah Tambaksari 8 

5 Gading Rangkah Tambaksari 3 

6 Gading Ploso Tambaksari 12 

7 Rangkah Ploso Tambaksari 11 

8 Ploso Pacarkembang Tambaksari 12 

9 Ploso Pacarkeling Tambaksari 4 

10 Ploso Tambaksari Tambaksari 10 

11 Tambaksari Pacarkeling Tambaksari 11 

12 Pacarkeling Pacarkembang Tambaksari 15 
Total 110 

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah,2020  
Catatan :   
1. Berdasarkan laporan hasil kegiatan sebelum tahun 2020; 
2. Kondisi pilar berdasarkan hasil survey tahun 2020 (kondisi baik, rusak sedang dan rusak ringan). 
 

Tabel 4.14 

Pilar Batas Wilayah Kecamatan 

Di Kecamatan Gubeng 

No 
Lokasi 

Jumlah Patok Batas 
Kecamatan Kecamatan 

1 Gubeng Mulyorejo 18 

2 Gubeng Sukolilo 4 

3 Gubeng Tenggilis Mejoyo 0 

4 Gubeng Wonocolo 0 

5 Gubeng Wonokromo 25 

6 Gubeng Tegalsari 0 

Total 47 

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah,2020  
Catatan :   
1. Berdasarkan laporan hasil kegiatan sebelum tahun 2020; 
2. Kondisi pilar berdasarkan hasil survey tahun 2020 (kondisi baik, rusak sedang dan rusak ringan). 
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Tabel 4.15 

Pilar Batas Wilayah Kelurahan 

Di Kecamatan Gubeng 

No 
 Lokasi Jumlah Patok 

Batas Kelurahan Kelurahan Kecamatan 

1 Gubeng Airlangga Gubeng 7 

2 Gubeng Kertajaya Gubeng 0 

3 Airlangga Mojo Gubeng 5 

4 Airlangga Kertajaya Gubeng 5 

5 Kertajaya Baratajaya Gubeng 2 

6 Kertajaya Pucang Sewu Gubeng 5 

7 Pucang Sewu Baratajaya Gubeng 3 
Total 27 

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah,2020  
Catatan :   
1. Berdasarkan laporan hasil kegiatan sebelum tahun 2020; 
2. Kondisi pilar berdasarkan hasil survey tahun 2020 (kondisi baik, rusak sedang dan rusak ringan). 
 

Tabel 4.16 

Pilar Batas Wilayah Kecamatan 

Di Kecamatan Rungkut 

No 
Lokasi 

Jumlah Patok Batas 
Kecamatan Kecamatan 

1 Rungkut Tenggilis Mejoyo 17 

2 Rungkut Sukolilo 12 

3 Rungkut Gunung Anyar 23 

Total 47 

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah,2020  
Catatan :   
1. Berdasarkan laporan hasil kegiatan sebelum tahun 2020; 
2. Kondisi pilar berdasarkan hasil survey tahun 2020 (kondisi baik, rusak sedang dan rusak ringan). 
 

Tabel 4.17 

Pilar Batas Wilayah Kelurahan 

Di Kecamatan Rungkut 

No 
 Lokasi Jumlah Patok 

Batas Kelurahan Kelurahan Kecamatan 

1 Rungkut Kidul Kalirungkut Rungkut 15 

2 Rungkut Kidul Medokan Ayu Rungkut 2 

3 Kalirungkut Kedung Baruk Rungkut 3 

4 Kalirungkut Penjaringansari Rungkut 4 

5 Penjaringansari Wonorejo Rungkut 6 

6 Penjaringansari Medokan Ayu Rungkut 5 
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No 
 Lokasi Jumlah Patok 

Batas Kelurahan Kelurahan Kecamatan 

7 Kedung Baruk Penjaringansari Rungkut 7 

8 Wonorejo Medokan Ayu Rungkut 14 

9 Kalirungkut Medokan Ayu Rungkut 1 

Total 57 

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah,2020  
Catatan :   
1. Berdasarkan laporan hasil kegiatan sebelum tahun 2020; 
2. Kondisi pilar berdasarkan hasil survey tahun 2020 (kondisi baik, rusak sedang dan rusak ringan). 
 

Tabel 4.18 

Pilar Batas Wilayah Kecamatan 

Di Kecamatan Gayungan 

No 
Lokasi 

Jumlah Patok Batas 
Kecamatan Kecamatan 

1 Gayungan Jambangan 23 

2 Gayungan Wonokromo 7 

3 Gayungan Wonocolo 14 

Total 44 

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah,2020  
Catatan :   
1. Berdasarkan laporan hasil kegiatan sebelum tahun 2020; 
2. Kondisi pilar berdasarkan hasil survey tahun 2020 (kondisi baik, rusak sedang dan rusak ringan). 
 

Tabel 4.19 

Pilar Batas Wilayah Kelurahan 

Di Kecamatan Gayungan 

No 
 Lokasi Jumlah Patok 

Batas Kelurahan Kelurahan Kecamatan 

1 Ketintang Gayungan Gayungan 3 

2 Gayungan Menanggal Gayungan 9 

3 Menganggal Dukuh Menanggal Gayungan 7 

Total 19 

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah,2020  
Catatan :   
1. Berdasarkan laporan hasil kegiatan sebelum tahun 2020; 
2. Kondisi pilar berdasarkan hasil survey tahun 2020 (kondisi baik, rusak sedang dan rusak ringan). 
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Tabel 4.20 

Pilar Batas Wilayah Kecamatan 

Di Kecamatan Jambangan 

No 
Lokasi 

Jumlah Patok Batas 
Kecamatan Kecamatan 

1 Jambangan Karang Pilang 10 

2 Jambangan Wiyung 2 

3 Jambangan Dukuh Pakis 2 

4 Jambangan Wonokromo 0 

Total 14 

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah,2020  
Catatan :   
1. Berdasarkan laporan hasil kegiatan sebelum tahun 2020; 
2. Kondisi pilar berdasarkan hasil survey tahun 2020 (kondisi baik, rusak sedang dan rusak ringan). 
 

Tabel 4.21 

Pilar Batas Wilayah Kelurahan 

Di Kecamatan Jambangan 

No 
 Lokasi Jumlah Patok 

Batas Kelurahan Kelurahan Kecamatan 

1 Karah Kebonsari Jambangan 2 

2 Karah Jambangan Jambangan 8 

3 Jambangan Kebonsari Jambangan 5 

4 Kebonsari Pagesangan Jambangan 5 
Total 20 

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah,2020  
Catatan :   
1. Berdasarkan laporan hasil kegiatan sebelum tahun 2020; 
2. Kondisi pilar berdasarkan hasil survey tahun 2020 (kondisi baik, rusak sedang dan rusak ringan). 
 

Tabel 4.22 

Pilar Batas Wilayah Kecamatan 

Di Kecamatan Wonocolo 

No 
Lokasi 

Jumlah Patok Batas 
Kecamatan Kecamatan 

1 Wonocolo Wonokromo 8 

2 Wonocolo Tenggilis Mejoyo 2 

Total 10 

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah,2020  
Catatan :   
1. Berdasarkan laporan hasil kegiatan sebelum tahun 2020; 
2. Kondisi pilar berdasarkan hasil survey tahun 2020 (kondisi baik, rusak sedang dan rusak ringan). 
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Tabel 4.23 

Pilar Batas Wilayah Kelurahan 

Di Kecamatan Wonocolo 

No 
 Lokasi Jumlah Patok 

Batas Kelurahan Kelurahan Kecamatan 

1 Bendulmerisi Sidosermo Wonocolo 8 

2 Bendulmerisi Margorejo Wonocolo 2 

3 Sidosermo Margorejo Wonocolo 0 

4 Margorejo Jemurwonosari Wonocolo 7 

5 Jemurwonosari Siwalankerto Wonocolo 7 
Total 24 

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah,2020  
Catatan :   
1. Berdasarkan laporan hasil kegiatan sebelum tahun 2020; 
2. Kondisi pilar berdasarkan hasil survey tahun 2020 (kondisi baik, rusak sedang dan rusak ringan). 
 

C. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 

Dalam rangka mengantisipasi kejadian bencana di Kota Surabaya diperlukan 

antisipasi dini dan kesiapsiagaan komponen masyarakat dan pemerintah. 

Memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 tahun 2003 tentang 

Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah serta 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan 

Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

Badan Penanggulangan Bencana dan Pelindungan Masyarakat mempunyai tugas 

untuk: 

a. Memberikan penyuluhan, pelatihan, geladi, dan pembinaan untuk meningkatkan 

kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan 

pengungsi di Kota Surabaya. 

b. Melaksanakan penanggulangan bencana secara langsung di Kota Surabaya dengan 

memanfaatkan unsur-unsur potensi kekuatan penanganan bencana dan 

penanganan pengungsi, sarana dan prasarana yang ada di Kota Surabaya. 

c. Melakukan Kerjasama operasi pelaksanaan penanggulangan bencana dengan satuan 

pelaksana penanggulangan bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang 

terdekat. 

d. Melakukan penerimaan dan penyaluran serta pertanggungjawaban bantuan 

penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kota Surabaya. 
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e. Melakukan kegiatan lain sesuai petunjuk Gubernur Jawa Timur dan Walikota Kota

Surabaya terkait dengan pelaksanaan penanggulangan bencana.

f. Berkoordinasi dengan Satuan Tugas Satuan Pelaksana Penanggulangan (Satgas Satlak

PB) dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.

Potensi bencana yang sering terjadi di wilayah Kota Surabaya yaitu: kebakaran, 

banjir/genangan dan angin puting beliung/angin kencang. Pada Tahun 2020 terdapat 617 

kejadian kebakaran dan 2 angin puting beliung/angin kencang.  Namun bencana tersebut 

dapat optimal teratasi dengan baik. 

Selain bencana tersebut di atas, Tahun 2020 terjadi bencana pandemi Covid-19, 

dimana bencana tersebut sangat membutuhkan kecepatan penanganan, sehingga 

membutuhkan peralatan, sumberdaya manusia, anggaran, koordinasi dan kerjasama yang 

baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat.  

D. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Surabaya sebagai kota metropolitan terus melakukan kegiatan pembangunan di 

segala bidang secara terus menerus dan berkesinambungan. Pembangunan itu tidak 

hanya bersifat fisik saja tetapi juga non fisik, seperti halnya penyelenggaraan 

ketentraman dan ketertiban umum. Salah satunya dengan melakukan penegakan 

Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya guna 

mendukung optimalisasi peningkatan K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan 

Lingkungan). 

Ditengah situasi kota yang penuh dinamika dan permasalahan yang majemuk perlu 

juga dilakukan kegiatan penertiban dan penegakan peraturan daerah. Penertiban yang 

dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya melibatkan unsur dari TNI/Polri 

berupa kegiatan penertiban reklame, parkir umum, IMB, Kebersihan, PKL, Anak jalanan 

dan gelandangan pengemis, PSK, RHU dan lain-lain. 

Beberapa hal yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum dapat 

disampaikan sebagaimana berikut: 

1. Gangguan terhadap konflik yang menjadi perhatian adalah yang mengarah kepada

tindakan SARA, anarkisme, separatisme atau lainnya. Pada tahun 2020, ketentraman

dan ketertiban yang menjadi perhatian adalah terkait keamanan pada saat Pemilihan

Kepala Daerah di awal Desember tahun 2020. Namun demikian dengan pendekatan
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yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, TNI/POLRI dan Organisasi 

Masyarakat maka Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya dapat berjalan dengan 

baik dan lancar. Selain penjagaan keamanan terkait Pemilihan Kepala Daerah 

tersebut, beberapa gejolak atau kegiatan unjuk rasa dapat diantisipasi dan 

diselesaikan secara tertib, aman dan kondusif. 

2. Beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang menaungi ketenteraman dan ketertiban

umum meliputi:

a. Satuan Polisi Pamong Praja

b. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

c. Kecamatan yang bersifat membantu Satuan Polisi pamong Praja Kota Surabaya

dalam melakukan Penegakan Peraturan Daerah.

d. Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam penanggulangan

keamanan kota yang diwujudkan dalam bentuk komunikasi antar intansi terkait

secara rutin melalui forum Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA),

Pengamanan Terpadu di Kota Surabaya.
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4.2 HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 

DAN UPAYA PENYELESAIAN 

4.2.1 Kerjasama Antar Daerah dan Pihak Ketiga 

Meskipun kerjasama merupakan salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan 

kota, masih terdapat kendala yang dihadapi ketika mengimplementasikan kerjasama 

tersebut. Beberapa kendala dan permasalahan dalam kerjasama antar daerah dan pihak 

ketiga di antaranya adalah memadukan kepentingan masing-masing pihak dan belum 

optimalnya tindak lanjut oleh mitra kerjasama dalam pelaksanaan program kerjasama. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan kerjasama antara lain melalui 

koordinasi dan penjajakan kerjasama secara intensif antara kedua pihak serta komitmen 

kedua belah pihak untuk menindaklanjuti kesepakatan kerjasama. Selain itu, perlu 

dilakukan pengendalian dan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana manfaat dari 

kerjasama kedua belah pihak. 

Selain kerjasama antar daerah dan pihak ketiga, Pemerintah Kota Surabaya juga 

melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal, seperti dengan Badan Pengawasan 

Keuangan Pembangunan (BPKP), Badan Pusat Statistik (BPS), TNI/Polri dan instansi 

lainnya. Dalam rangka penyelenggaraaan pemerintahan, dibutuhkan situasi yang aman 

dan tertib oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dengan TNI/Polri. Kerjasama dengan 

Kementerian Keuangan dilaksanakan sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak dan 

retribusi serta kerjasama dengan BPKP Provinsi Jawa Timur dilaksanakan sebagai upaya 

pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sedangkan kerjasama dengan BPS Surabaya 

dilaksanakan sebagai upaya dalam perolehan data statistik yang akurat sebagai bahan 

analisa dan evaluasi berbagai program pembangunan daerah dan dasar pengambilan 

kebijakan. Secara umum tidak terdapat permasalahan terkait proses koordinasi dengan 

instansi vertikal. Namun demikian, perlu adanya peningkatan koordinasi untuk dukungan 

penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang. 

4.2.2 Pembinaan Batas Wilayah 

Dalam pelaksanaan pekerjaan penegasan batas wilayah kecamatan dan kelurahan, 

ada beberapa kendala, antara lain: 

a. Perbedaan kondisi eksisting dengan data awal yang ada. Terdapat penanda/batas alam

yang kondisi eksistingnya sudah tidak terlihat;
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b. Adanya perbedaan data, misalkan antara data kependudukan dengan data

pertanahan;

c. Batas antara Kota Surabaya dengan Kabupaten Gresik, masih terdapat titik batas

daerah yang perlu dikoordinasikan antara Pemerintah Kota Surabaya dan Kabupaten

Gresik. Sedangkan untuk batas antara Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo telah

mengacu pada Permendagri Nomor 76 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kota

Surabaya dengan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;

Upaya yang telah dilakukan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi 

Daerah terkait penegasan batas wilayah kecamatan dan kelurahan, yaitu memfasilitasi 

rapat koordinasi, survey lokasi dan sosialisasi bersama dengan Topdam V Brawijaya, 

Kantor Pertanahan Surabaya I & II maupun Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksaan 

Negeri Perak untuk membantu Tim Penegasan Batas Daerah dalam rangka penetapan 

batas wilayah baik kecamatan maupun kelurahan yang dituangkan dalam berita acara 

kesepakatan batas. 

4.2.3 Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 

Dari tahun ketahun kejadian kebakaran paling sering terjadi, selain itu juga perlu di 

waspadai Angin Puting Beliung serta Angin kencang yang terjadi di Kota Surabaya. 

Kendala yang dihadapi terhadap bencana tersebut telah dapat diantisipasi dengan cukup 

optimal melalui langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya 

dalam rangka antisipasi dan penanggulangan bencana antara lain sebagai berikut: 

a. Melakukan pelatihan dan pembekalan teknis penanggulangan bencana. Bentuk

pelatihan dan pembekalan berupa, bimbingan teknis dan simulasi penanggulangan

bencana serta sosialisasi kewaspadaan dini.

b. Melakukan koordinasi secara intensif dan maksimal antara anggota Satlak PB Kota

Surabaya, rapat koordinasi dilaksanakan tiap bulan dan pada kondisi-kondisi yang

mendesak dan dianggap perlu.

c. Mengintensifkan pemantauan wilayah dengan bantuan aparatur kecamatan dan

instansi terkait, terutama dalam hal-hal kebencanaan ataupun kejadian alam yang

berpotensi mengganggu jalannya kehidupan masyarakat.
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d. Penyiapan dan pembekalan potensi masyarakat di Kecamatan/Kelurahan tentang 

pengetahuan dan ketrampilan Penanggulangan Bencana berupa Kursus Kader 

Pelaksana Linmas (SUSKALAK LINMAS) dengan materi antara lain: 

1. Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) 

2. Pertolongan Bencana Alam (PPBA) 

3. Dapur Umum 

4. Bongkar pasang tenda 

5. Kompas/Navigasi Darat 

6. Vertical Rescue dan Evakuasi Medis Udara 

7. Manajemen Penanggulangan Bencana 

8. Pengetahuan tentang Pemadam Kebakaran 

9. Kelalulintasan 

Selain itu upaya-upaya Pemerintah Kota dalam melayani masyarakat secara prima 

dan untuk merespon secara cepat aduan darurat dari masyarakat salah satunya adalah 

dengan dibentuknya Layanan Tanggap Darurat Call Center 112 dan Posko Siaga 

Command Center di lantai 2 gedung eks Siola. Layanan nomor tanggap darurat ini 

merupakan integrasi pelayanan dengan lintas sektor, diantaranya Dinas Pengendalian 

Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kebersihan dan 

Ruang Terbuka Hijau, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, Badan 

Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja, 

Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran serta di bantu oleh 

Kepolisian. Dengan adanya nomor tanggap darurat 112 ini, masyarakat dapat melaporkan 

jika terjadi keadaan darurat atau bencana dan membutuhkan bantuan. Dengan respon 

time layanan tanggap darurat yang ditentukan adalah kurang dari 7 menit. Sebagai 

pendukung tercapainya respon time kurang 7 menit maka dibentuk Posko Terpadu dan 

Pos Pantau. 

Pada saat pandemi covid-19 ini, berbagai upaya percepatan penanganan covid-19 

telah dilakukan oleh berbagai pihak pemerintah, swasta dan masyarakat, antara lain 

bantuan bahan makanan bagi terdampak, kampung tangguh pada masing-masing 

lingkungan masyarakat, swap PCR gratis, penyediaan dan penambahan tempat tidur 

untuk isolasi pasien, dan lain-lain.  

Selain hal-hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan 
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Masyarakat juga melakukan operasi Test Swab Hunter yang dilaksanakan di beberapa titik 

wilayah di Surabaya. Titik lokasi dan jumlah orang yang terjaring operasi Test Swab Hunter 

secara rinci dijelaskan pada Tabel 4.24. 

Tabel 4.24 

Data Jumlah Orang Yang Terjaring Operasi Test Swab Hunter Berdasarkan 

Titik Lokasi Pada Tahun 2020 

No. Titik Lokasi 
Jumlah orang yang 

terjaring operasi 

1. Gelanggang Remaja 865 

2. Park & Ride Jl. Mayjend Sungkono 924 

3. Park & Ride Jl. Arif Rahman Hakim 682 

4. Eks Kantor Kejari Jl. Kasuari 456 

5. Halaman Kantor Ke. Tandes 556 

6. Lainnya 132 

Total 3615 

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat, 2020 

4.2.4 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Kendala dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum telah 

dilakukan optimalisasi. Upaya mengoptimalkan ketentraman dan ketertiban umum yang 

dilakukan Pemerintah Kota Surabaya adalah meningkatkan koordinasi dengan pihak-

pihak terkait di dalam jajaran KOMINDA Kota Surabaya serta melakukan deteksi dini lapor 

cepat permasalahan yang terjadi agar dapat ditangani dan memberikan solusi yang tepat 

dan cepat. 
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BAB V 

PENUTUP 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Surabaya Tahun 2020 

merupakan laporan tentang hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota 

Surabaya selama satu tahun anggaran, pada Tahun 2020. LKPJ Walikota tahun 2020 tersebut 

merupakan rangkaian pelaksanaan pembangunan, baik berupa capaian makro maupun mikro 

yang diukur berdasarkan capaian misi dan sasaran Pembangunan Kota Surabaya serta rencana 

program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020, yang 

merupakan penjabaran tahunan dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021. LKPJ 

Walikota Surabaya Tahun 2020 ini disusun dengan telah menyesuaikan format yang diatur 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah.  

Sepanjang Tahun Anggaran 2020, pelaksanaan pembangunan Kota Surabaya meskipun 

diwarnai dengan kondisi pandemi covid-19, namun tetap dapat dilaksanakan secara optimal 

sehingga tetap mampu meningkatkan kualitas pembangunan kota. Hal tersebut dapat dilihat 

dari keberhasilan capaian nilai Indikator Kinerja Utama antara lain Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) sebesar 82,23; Indeks Ketertiban dan Ketentraman sebesar 1,77; Indeks Gini 

sebesar 0,34; Indeks Pembangunan Gender sebesar 93,70; Indeks Infrastruktur sebesar 0,94; 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS) sebesar 65,08; Indeks Budaya Lokal 

sebesar 88,56; Indeks Reformasi Birokrasi dengan kriteria BB atau nilai sebesar 79,36. Namun 

demikian, dengan adanya pandemi covid-19, juga terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama 

yang ikut terdampak, akibat pandemi tersebut. Sektor perekonomian dan ketenagakerjaan 

merupakan sektor yang paling terdampak akibat pandemi covid-19, sehingga beberapa 

indikator mengalami penurunan nilai antara lain Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran 

Terbuka dan Persentase Penduduk Miskin. 

Cukup optimalnya penyelenggaraan pemerintahan meskipun dalam situasi pandemi 

covid-19, patut disyukuri. Hal tersebut dapat diraih dengan tidak terlepas dari daya upaya dan 
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Anggaran Anggaran
5.930.534.537.269 5.111.783.313.166

1.1 Urusan Wajib 5.887.510.124.449 1.1 Urusan Wajib 5.078.446.812.417
1.1.1 Pelayanan Dasar 4.114.237.258.933 1.1.1 Pelayanan Dasar 3.738.732.122.312
1.1.1.01 Pendidikan 962.945.359.662 1.1.1.01 Pendidikan 980.828.333.041
Dinas Pendidikan 833.163.526.836 Dinas Pendidikan 849.453.939.666

139.161.087.095 1.1.1.01.01 Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Kesenian Olahraga Pendidikan 131.644.631.720
1.1.1.01.01.0001 Fasilitasi Pelaksanaan TPA/TPQ 
dan Kelas Minggu

Jumlah  guru TPA/TPQ dan  kelas minggu yang 
mendapatkan fasilitasi pelaksanaan TPA/TPQ dan 
kelas minggu

13000 orang 53.130.262.392 1.1.1.01.01.0001 Fasilitasi Pelaksanaan TPA/TPQ 
dan Kelas Minggu

Jumlah  guru TPA/TPQ dan  kelas minggu yang 
mendapatkan fasilitasi pelaksanaan TPA/TPQ dan 
kelas minggu

13000 orang 55.783.656.599

1.1.1.01.01.0002 Fasilitasi Pembelajaran dan 
Sumber Belajar Pendidikan Keluarga

Jumlah pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan 
sumber belajar pendidikan keluarga

2 kali 967.168.772 1.1.1.01.01.0002 Fasilitasi Pembelajaran dan 
Sumber Belajar Pendidikan Keluarga

Jumlah pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan 
sumber belajar pendidikan keluarga

2 kali 262.260.000

1.1.1.01.01.0003 Fasilitasi Pembinaan Pendidikan 
Kesetaraan

Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi 
pembinaan pendidikan kesetaraan

31 lembaga 5.218.626.859 1.1.1.01.01.0003 Fasilitasi Pembinaan Pendidikan 
Kesetaraan

Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi 
pembinaan pendidikan kesetaraan

31 lembaga 2.908.110.820

1.1.1.01.01.0004 Pembinaan Lembaga Kursus dan 
Pelatihan serta PKBM

Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan 
Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta 
PKBM

234 lembaga 815.214.032 1.1.1.01.01.0004 Pembinaan Lembaga Kursus dan 
Pelatihan serta PKBM

Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan 
Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta 
PKBM

209 lembaga 290.620.001

1.1.1.01.01.0005 Pengembangan Minat, Bakat, 
Dan Kreativitas Siswa PLS

Jumlah kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan 
Kreativitas Siswa PLS yang dilaksanakan

12 kali 1.766.848.242 1.1.1.01.01.0005 Pengembangan Minat, Bakat, 
Dan Kreativitas Siswa PLS

Jumlah kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan 
Kreativitas Siswa PLS yang dilaksanakan

5 kali 353.840.000

1.1.1.01.01.0006 Pengembangan Pendidikan Anak 
Usia Dini

Jumlah Lembaga  PAUD yang mendapatkan 
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

1368 lembaga 5.494.814.292 1.1.1.01.01.0006 Pengembangan Pendidikan Anak 
Usia Dini

Jumlah Lembaga  PAUD yang mendapatkan 
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

1368 lembaga 1.349.544.000

1.1.1.01.01.0007 Peningkatan Mutu Pendidik 
PAUD

Jumlah pendidik PAUD yang mendapatkan 
peningkatan mutu selama 12 bulan

12010 orang 37.966.894.742 1.1.1.01.01.0007 Peningkatan Mutu Pendidik 
PAUD

Jumlah pendidik PAUD yang mendapatkan 
peningkatan mutu selama 12 bulan

12010 orang 33.129.110.000

1.1.1.01.01.0008 Penunjang Peningkatan Prestasi 
Pendidikan Luar Sekolah

Jumlah kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi 
Pendidikan Luar Sekolah yang dilaksanakan

18 kali 3.542.419.722 1.1.1.01.01.0008 Penunjang Peningkatan Prestasi 
Pendidikan Luar Sekolah

Jumlah kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi 
Pendidikan Luar Sekolah yang dilaksanakan

14 kali 502.946.500

1.1.1.01.01.0009 Penunjang Peningkatan Prestasi 
Siswa dan Masyarakat

Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang 
Peningkatan Prestasi Siswa dan Masyarakat

3 kali 29.110.495.042 1.1.1.01.01.0009 Penunjang Peningkatan Prestasi 
Siswa dan Masyarakat

Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang 
Peningkatan Prestasi Siswa dan Masyarakat

2 kali 35.916.200.800

1.1.1.01.01.0010 Penyediaan bantuan operasional 
penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari dana 
alokasi khusus (DAK) Non Fisik

Jumlah lembaga yang mendapatkan penyediaan 
bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang 
dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 
selama 12 Bulan

2 lembaga 118.800.000 1.1.1.01.01.0010 Penyediaan bantuan operasional 
penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari dana 
alokasi khusus (DAK) Non Fisik

Jumlah lembaga yang mendapatkan penyediaan 
bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang 
dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 
selama 12 Bulan

2 lembaga 118.800.000

1.1.1.01.01.0011 Pengadaan Sarana Belajar PKBM  
yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik 
Bidang Pendidikan

Jumlah PKBM yang mendapatkan peningkatan 
sarana

4 lembaga 802.729.000 1.1.1.01.01.0011 Pengadaan Sarana Belajar PKBM  
yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik 
Bidang Pendidikan

Jumlah PKBM yang mendapatkan peningkatan 
sarana

4 lembaga 802.729.000

1.1.1.01.01.0012 Penyediaan Sarana dan 
Rehabilitasi PAUD yang dibiayai dari dana alokasi 
khusus (DAK) Fisik

Jumlah PAUD yang mendapatkan penigkatan 
sarana dan prasarana

2 lembaga 226.814.000 1.1.1.01.01.0012 Penyediaan Sarana dan 
Rehabilitasi PAUD yang dibiayai dari dana alokasi 
khusus (DAK) Fisik

Jumlah PAUD yang mendapatkan penigkatan 
sarana dan prasarana

2 lembaga 226.814.000

308.134.436.570 1.1.1.01.02 Program Pengembangan Sekolah Dasar 323.471.515.452
1.1.1.01.02.0001 Bantuan Operasional Sekolah 
(BOS) untuk SD negeri

Jumlah lembaga sekolah Dasar Negeri yang 
mendapatkan biaya Operasional Sekolah (BOS) 
selama 12 bulan

302 lembaga 122.796.255.142 1.1.1.01.02.0001 Bantuan Operasional Sekolah 
(BOS) untuk SD negeri

Jumlah lembaga sekolah Dasar Negeri yang 
mendapatkan biaya Operasional Sekolah (BOS) 
selama 12 bulan

302 lembaga 146.572.267.276

1.1.1.01.02.0002 Fasilitasi Pelaksanaan Ujian 
Sekolah Dasar

Jumlah peserta yang mengikuti Pelaksanaan Ujian 
sekolah dasar dan Calistung SD

90799 orang 2.395.907.882 1.1.1.01.02.0002 Fasilitasi Pelaksanaan Ujian 
Sekolah Dasar

Jumlah peserta yang mengikuti Pelaksanaan Ujian 
sekolah dasar dan Calistung SD

45724 orang 792.201.288

1.1.1.01.02.0003 Fasilitasi Pemberian Biaya 
Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Dasar 
Sederajat

Jumlah Sekolah Dasar sederajat yang 
mendapatkan biaya pendidikan daerah selama 12 
bulan

302 lembaga 151.384.816.605 1.1.1.01.02.0003 Fasilitasi Pemberian Biaya 
Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Dasar 
Sederajat

Jumlah Sekolah Dasar sederajat yang 
mendapatkan biaya pendidikan daerah selama 12 
bulan

302 lembaga 158.639.923.888

1.1.1.01.02.0004 Fasilitasi Penyelenggaraan 
Pendidikan inklusi, Pendidikan Layanan Khusus 
Sekolah Dasar dan unit layanan disabilitas

Jumlah Pendidikan inklusi,  Pendidikan Layanan 
Khusus Sekolah Dasar dan unit layanan disabilitas 
yang diselenggarakan dan dibina selama 12 bulan

73 lembaga 15.134.930.224 1.1.1.01.02.0004 Fasilitasi Penyelenggaraan 
Pendidikan inklusi, Pendidikan Layanan Khusus 
Sekolah Dasar dan unit layanan disabilitas

Jumlah Pendidikan inklusi,  Pendidikan Layanan 
Khusus Sekolah Dasar dan unit layanan disabilitas 
yang diselenggarakan dan dibina selama 12 bulan

55 lembaga 6.178.734.990

1. Urusan Pemerintahan1. Urusan Pemerintahan

1.1.1.01.01 Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Kesenian Olahraga Pendidikan

1.1.1.01.02 Program Pengembangan Sekolah Dasar

Lampiran Tabel Rincian Anggaran Tiap Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2020
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Anggaran AnggaranUrusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
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Urusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
1.1.1.01.02.0005 Peningkatan dan Pemetaan Mutu 
Kelembagaan Sekolah Dasar

Jumlah lembaga yang mendapatkan Peningkatan 
dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar

259 lembaga 552.026.742 1.1.1.01.02.0005 Peningkatan dan Pemetaan Mutu 
Kelembagaan Sekolah Dasar

Jumlah lembaga yang mendapatkan Peningkatan 
dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar

217 lembaga 177.110.000

1.1.1.01.02.0006 Peningkatan Kualitas Kegiatan 
Belajar Mengajar Sekolah Dasar

Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan 
Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar 
Sekolah Dasar

658 lembaga 725.931.552 1.1.1.01.02.0006 Peningkatan Kualitas Kegiatan 
Belajar Mengajar Sekolah Dasar

Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan 
Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar 
Sekolah Dasar

658 lembaga 186.220.000

1.1.1.01.02.0007 Peningkatan Perlengkapan 
Sekolah Dasar

Jumlah SD yang menerima peningkatan 
perlengkapan sekolah dasar

302 lembaga 10.613.904.931 1.1.1.01.02.0007 Peningkatan Perlengkapan 
Sekolah Dasar

Jumlah SD yang menerima peningkatan 
perlengkapan sekolah dasar

285 lembaga 7.673.294.150

1.1.1.01.02.0008 Penunjang Peningkatan Prestasi 
Jenjang Sekolah Dasar

Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang 
Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Dasar

5 kali 1.470.306.492 1.1.1.01.02.0008 Penunjang Peningkatan Prestasi 
Jenjang Sekolah Dasar

Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang 
Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Dasar

1 kali 191.406.860

1.1.1.01.02.0009 Penyediaan Sarana dan 
Rehabilitasi Gedung Pendidikan Sekolah Dasar 
yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik 
Bidang Pendidikan

Jumlah lembaga penerima sarana pendidikan 
sekolah dasar yang dibiayai dari dana alokasi 
khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan

17 lembaga 3.060.357.000 1.1.1.01.02.0009 Penyediaan Sarana dan 
Rehabilitasi Gedung Pendidikan Sekolah Dasar 
yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik 
Bidang Pendidikan

Jumlah lembaga penerima sarana pendidikan 
sekolah dasar yang dibiayai dari dana alokasi 
khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan

17 lembaga 3.060.357.000

149.265.860.248 1.1.1.01.03 Program Pengembangan Sekolah Menengah 159.277.016.679
1.1.1.01.03.0001 Bantuan Operasional Sekolah 
(BOS) untuk SMP  Negeri

Jumlah lembaga sekolah Menengah Negeri yang 
mendapatkan biaya Operasional Sekolah (BOS) 
selama 12 bulan

63 lembaga 61.324.155.142 1.1.1.01.03.0001 Bantuan Operasional Sekolah 
(BOS) untuk SMP  Negeri

Jumlah lembaga sekolah Menengah Negeri yang 
mendapatkan biaya Operasional Sekolah (BOS) 
selama 12 bulan

63 lembaga 85.050.015.136

1.1.1.01.03.0002 Fasilitasi Pelaksanaan Ujian 
Nasional  Sekolah Menengah

Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Nasional 
Sekolah Menengah

40993 orang 909.287.422 1.1.1.01.03.0002 Fasilitasi Pelaksanaan Ujian 
Nasional  Sekolah Menengah

Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Nasional 
Sekolah Menengah

40993 orang 342.904.160

1.1.1.01.03.0003 Fasilitasi Pemberian Biaya 
Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Menengah 
Sederajat

Jumlah sekolah Menengah sederajat yang 
mendapatkan biaya pendidikan daerah selama 12 
bulan

63 lembaga 65.012.121.080 1.1.1.01.03.0003 Fasilitasi Pemberian Biaya 
Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Menengah 
Sederajat

Jumlah sekolah Menengah sederajat yang 
mendapatkan biaya pendidikan daerah selama 12 
bulan

63 lembaga 58.194.430.473

1.1.1.01.03.0004 Fasilitasi Penyelenggaraan  
Sekolah Menengah Inklusi dan Sekolah Terbuka

Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah  inklusi dan 
Sekolah Terbuka  yang diselenggarakan dan dibina 
selama 12 bulan

37 lembaga 7.127.931.243 1.1.1.01.03.0004 Fasilitasi Penyelenggaraan  
Sekolah Menengah Inklusi dan Sekolah Terbuka

Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah  inklusi dan 
Sekolah Terbuka  yang diselenggarakan dan dibina 
selama 12 bulan

37 lembaga 5.105.481.490

1.1.1.01.03.0005 Peningkatan dan Pemetaan Mutu 
Kelembagaan Sekolah Menengah

Jumlah lembaga yang mendapatkan peningkatan 
dan pemetaan mutu kelembagaan sekolah 
menengah

294 lembaga 434.243.142 1.1.1.01.03.0005 Peningkatan dan Pemetaan Mutu 
Kelembagaan Sekolah Menengah

Jumlah lembaga yang mendapatkan peningkatan 
dan pemetaan mutu kelembagaan sekolah 
menengah

294 lembaga 188.864.000

1.1.1.01.03.0006 Peningkatan Kualitas Kegiatan 
Belajar Mengajar Sekolah Menengah

Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan 
Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar 
Sekolah Menengah

245 lembaga 568.003.181 1.1.1.01.03.0006 Peningkatan Kualitas Kegiatan 
Belajar Mengajar Sekolah Menengah

Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan 
Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar 
Sekolah Menengah

245 lembaga 111.100.000

1.1.1.01.03.0007 Peningkatan Perlengkapan 
Sekolah Menengah

Jumlah SMP yang menerima peningkatan 
perlengkapan sekolah menengah

63 lembaga 10.386.130.396 1.1.1.01.03.0007 Peningkatan Perlengkapan 
Sekolah Menengah

Jumlah SMP yang menerima peningkatan 
perlengkapan sekolah menengah

63 lembaga 8.270.304.120

1.1.1.01.03.0008 Penunjang Peningkatan Prestasi 
Jenjang Sekolah Menengah

Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang 
Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Menengah

1 kali 1.739.824.642 1.1.1.01.03.0008 Penunjang Peningkatan Prestasi 
Jenjang Sekolah Menengah

Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang 
Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Menengah

1 kali 249.753.300

1.1.1.01.03.0009 Penyediaan Sarana Sekolah 
Menengah yang dibiayai dari dana alokasi khusus 
(DAK) Fisik Bidang Pendidikan

Jumlah lembaga penerima sarana sekolah 
menengah yang dibiayai dari dana alokasi khusus 
(DAK) Fisik Bidang Pendidikan

6 lembaga 1.764.164.000 1.1.1.01.03.0009 Penyediaan Sarana Sekolah 
Menengah yang dibiayai dari dana alokasi khusus 
(DAK) Fisik Bidang Pendidikan

Jumlah lembaga penerima sarana sekolah 
menengah yang dibiayai dari dana alokasi khusus 
(DAK) Fisik Bidang Pendidikan

6 lembaga 1.764.164.000

85.467.427.052 1.1.1.01.05 Program Peningkatan Manajemen Sekolah 102.388.715.515
1.1.1.01.05.0001 Fasilitasi Penerimaan Peserta 
Didik Baru

Jumlah kegiatan fasilitasi penerimaan peserta didik 
baru yang dilaksanakan

2 kali 1.749.080.981 1.1.1.01.05.0001 Fasilitasi Penerimaan Peserta 
Didik Baru

Jumlah kegiatan fasilitasi penerimaan peserta didik 
baru yang dilaksanakan

2 kali 744.032.400

1.1.1.01.05.0002 Fasilitasi Pengelolaan 
Manajemen Sekolah

jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti 
kegiatan fasilitasi pengelolaan manajemen sekolah

2567 lembaga 821.658.442 1.1.1.01.05.0002 Fasilitasi Pengelolaan 
Manajemen Sekolah

jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti 
kegiatan fasilitasi pengelolaan manajemen sekolah

942 lembaga 1.377.501.870

1.1.1.01.05.0003 Penunjang Operasional Sekolah 
Dasar dan Sekolah Menengah

Jumlah sekolah yang mendapatkan fasilitas 
operasional selama 12 bulan

365 lembaga 82.896.687.629 1.1.1.01.05.0003 Penunjang Operasional Sekolah 
Dasar dan Sekolah Menengah

Jumlah sekolah yang mendapatkan fasilitas 
operasional selama 12 bulan

365 lembaga 100.267.181.245

151.134.715.871 1.1.1.01.06 Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan 132.672.060.300
1.1.1.01.06.0001 Apresiasi Guru dan Tenaga 
Kependidikan (APBD / BKK)

Jumlah kegiatan Apresiasi Guru dan Tenaga 
Kependidikan yang dilaksanakan 

1 kali 955.915.142 1.1.1.01.06.0001 Apresiasi Guru dan Tenaga 
Kependidikan (APBD / BKK)

Jumlah kegiatan Apresiasi Guru dan Tenaga 
Kependidikan yang dilaksanakan 

1 kali 385.230.000

1.1.1.01.06.0002 Fasilitasi Pengembangan Guru 
dan Tenaga Kependidikan

Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang 
mengikuti kegiatan fasilitasi pengembangan 
kompetensi guru dan tenaga kependidikan

2031 orang 5.732.512.162 1.1.1.01.06.0002 Fasilitasi Pengembangan Guru 
dan Tenaga Kependidikan

Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang 
mengikuti kegiatan fasilitasi pengembangan 
kompetensi guru dan tenaga kependidikan

2031 orang 551.719.800

1.1.1.01.06.0003 Pengawasan serta Penilaian 
Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan (APBD / 
BKK)

Jumlah lembaga yang mendapatkan pengawasan 
serta penilaian kinerja guru dan tenaga 
kependidikan

957 lembaga 142.658.978.014 1.1.1.01.06.0003 Pengawasan serta Penilaian 
Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan (APBD / 
BKK)

Jumlah lembaga yang mendapatkan pengawasan 
serta penilaian kinerja guru dan tenaga 
kependidikan

957 lembaga 131.243.598.000

1.1.1.01.03 Program Pengembangan Sekolah Menengah

1.1.1.01.05 Program Peningkatan Manajemen Sekolah

1.1.1.01.06 Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan
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1.1.1.01.06.0004 Perencanaan Penempatan serta 
Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan

Jumlah dokumen Perencanaan Penempatan serta 
Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan

2 dokumen 1.787.310.553 1.1.1.01.06.0004 Perencanaan Penempatan serta 
Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan

Jumlah dokumen Perencanaan Penempatan serta 
Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan

2 dokumen 491.512.500

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang 129.781.832.826 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang 131.374.393.375
129.781.832.826 1.1.1.01.04 Program Peningkatan dan Perbaikan Prasarana Pendidikan 131.374.393.375

1.1.1.01.04.0001 Pembangunan / Rehabilitasi 
Fasilitas Gedung Pendidikan

Jumlah Fasilitas/Gedung Pendidikan yang 
dibangun dan direhabilitasi

29 bangunan 87.821.203.635 1.1.1.01.04.0001 Pembangunan / Rehabilitasi 
Fasilitas Gedung Pendidikan

Jumlah Fasilitas/Gedung Pendidikan yang 
dibangun dan direhabilitasi

100 bangunan 87.545.680.501

1.1.1.01.04.0002 Pemeliharaan Fasilitas Gedung 
Pendidikan

Jumlah Gedung/Fasilitas Pendidikan yang 
dipelihara

160 bangunan 40.245.994.471 1.1.1.01.04.0002 Pemeliharaan Fasilitas Gedung 
Pendidikan

Jumlah Gedung/Fasilitas Pendidikan yang 
dipelihara

160 bangunan 41.403.507.905

1.1.1.01.04.0003 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan

Jumlah dokumen perencanaan Fasilitas/Gedung 
Pendidikan yang disusun

27 dokumen 1.714.634.720 1.1.1.01.04.0003 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan

Jumlah dokumen perencanaan Fasilitas/Gedung 
Pendidikan yang disusun

27 dokumen 2.425.204.969

1.1.1.02 Kesehatan 1.194.531.707.754 1.1.1.02 Kesehatan 1.008.723.915.168
Dinas Kesehatan 500.337.827.895 Dinas Kesehatan 618.172.056.200

206.403.503.672 1.1.1.02.01 Program Jaminan Kesehatan 302.529.339.582
1.1.1.02.01.0001 Pelayanan Jaminan Kesehatan 
Masyarakat

Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan 
jaminan kesehatan

366751 orang 198.750.641.772 1.1.1.02.01.0001 Pelayanan Jaminan Kesehatan 
Masyarakat

Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan 
jaminan kesehatan

413639 orang 285.715.862.839

1.1.1.02.01.0002 Pembayaran Iuran Jaminan 
Kesehatan bagi Penduduk yang didaftarkan oleh 
Pemerintah Daerah dan/atau Pembayaran Iuran 
Jaminan Kesehatan bagi Pekerja yang terkena 
Pemutusan Hubungan Kerja

Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan 
jaminan kesehatan

182210 orang 7.652.861.900 1.1.1.02.01.0002 Pembayaran Iuran Jaminan 
Kesehatan bagi Penduduk yang didaftarkan oleh 
Pemerintah Daerah dan/atau Pembayaran Iuran 
Jaminan Kesehatan bagi Pekerja yang terkena 
Pemutusan Hubungan Kerja

Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan 
jaminan kesehatan

200160 orang 16.813.476.743

17.480.110.964 1.1.1.02.02 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu 45.656.927.648
1.1.1.02.02.0001 Pelayanan Kefarmasian dan 
Perbekalan Kesehatan

Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan yang 
diadakan

90 jenis 15.215.757.964 1.1.1.02.02.0001 Pelayanan Kefarmasian dan 
Perbekalan Kesehatan

Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan yang 
diadakan

93 jenis 43.392.574.648

1.1.1.02.02.0002 Pengadaan Obat dan Pelayanan 
Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang 
Kesehatan)

Jumlah obat dan perbekalan kesehatan dasar di 
Puskesmas yang diadakan

17 jenis 2.264.353.000 1.1.1.02.02.0002 Pengadaan Obat dan Pelayanan 
Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang 
Kesehatan)

Jumlah obat dan perbekalan kesehatan dasar di 
Puskesmas yang diadakan

16 jenis 2.264.353.000

21.636.914.109 1.1.1.02.05 Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 17.876.701.968
1.1.1.02.05.0001 Jaminan Persalinan  (DAK Bidang 
Kesehatan)

Jumlah Kunjungan Ibu yang mendapatkan 
perawatan kehamilan, persalinan dan nifas serta 
perawatan bayi baru lahir di Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan 

691 kunjungan 3.433.898.000 1.1.1.02.05.0001 Jaminan Persalinan  (DAK Bidang 
Kesehatan)

Jumlah Kunjungan Ibu yang mendapatkan 
perawatan kehamilan, persalinan dan nifas serta 
perawatan bayi baru lahir di Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan 

691 kunjungan 3.433.898.000

1.1.1.02.05.0002 Pelayanan kesehatan keluarga Jumlah Lembaga yang melakukan Upaya 
Pelayanan Kesehatan Keluarga

64 Lembaga 13.357.354.808 1.1.1.02.05.0002 Pelayanan kesehatan keluarga Jumlah Lembaga yang melakukan Upaya 
Pelayanan Kesehatan Keluarga

64 Lembaga 9.569.076.475

1.1.1.02.05.0003 Peningkatan Dan Perbaikan Gizi 
Masyarakat

Jumlah ibu, calon pengantin wanita (CPW), dan 
balita yang mendapatkan layanan perbaikan gizi

366 orang 4.845.661.301 1.1.1.02.05.0003 Peningkatan Dan Perbaikan Gizi 
Masyarakat

Jumlah ibu, calon pengantin wanita (CPW), dan 
balita yang mendapatkan layanan perbaikan gizi

331 orang 4.873.727.493

31.180.204.674 1.1.1.02.06 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 20.524.697.208
1.1.1.02.06.0001 Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit Menular

Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan 
pencegahan dan pengendalian penyakit menular

154 lembaga 27.705.945.018 1.1.1.02.06.0001 Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit Menular

Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan 
pencegahan dan pengendalian penyakit menular

154 lembaga 17.756.429.530

1.1.1.02.06.0002 Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit Tidak Menular

Jumlah lembaga yang melaksanakan Pembinaan 
Terpadu Penyakit Tidak Menular

154 lembaga 2.795.244.728 1.1.1.02.06.0002 Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit Tidak Menular

Jumlah lembaga yang melaksanakan Pembinaan 
Terpadu Penyakit Tidak Menular

154 lembaga 2.285.895.358

1.1.1.02.06.0003 Surveilans dan Imunisasi Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Surveilans 
Terpadu dan Pembinaan Imunisasi

63 lembaga 679.014.928 1.1.1.02.06.0003 Surveilans dan Imunisasi Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Surveilans 
Terpadu dan Pembinaan Imunisasi

63 lembaga 482.372.320

68.408.169.874 1.1.1.02.07 Program Pengembangan Pola Hidup Bersih Sehat Masyarakat 70.326.703.108
1.1.1.02.07.0001 Bantuan Operasional Kesehatan 
(DAK Bidang Kesehatan)

Jumlah lembaga yang melaksanakan kegiatan 
Bantuan Operasional Kesehatan

64 lembaga 31.163.575.000 1.1.1.02.07.0001 Bantuan Operasional Kesehatan 
(DAK Bidang Kesehatan)

Jumlah lembaga yang melaksanakan kegiatan 
Bantuan Operasional Kesehatan

64 lembaga 46.562.428.539

1.1.1.02.07.0002 Pembinaan dan Pengembangan 
Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

Jumlah lembaga yang melakukan Upaya Kesehatan 
Bersumberdaya Masyarakat

63 lembaga 22.707.242.608 1.1.1.02.07.0002 Pembinaan dan Pengembangan 
Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

Jumlah lembaga yang melakukan Upaya Kesehatan 
Bersumberdaya Masyarakat

63 lembaga 7.918.113.948

1.1.1.02.07.0003 Penyelenggaraan Promosi 
Kesehatan

Jumlah puskesmas dengan Penyelenggaraan 
Promosi Kesehatan

63 lembaga 10.318.390.968 1.1.1.02.07.0003 Penyelenggaraan Promosi 
Kesehatan

Jumlah puskesmas dengan Penyelenggaraan 
Promosi Kesehatan

63 lembaga 11.484.058.899

1.1.1.02.07 Program Pengembangan Pola Hidup Bersih Sehat Masyarakat

1.1.1.01.04 Program Peningkatan dan Perbaikan Prasarana Pendidikan

1.1.1.02.01 Program Jaminan Kesehatan

1.1.1.02.02 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu

1.1.1.02.05 Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

1.1.1.02.06 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
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Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Urusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
1.1.1.02.07.0004 Penyelenggaraan Upaya 
Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan 
Olahraga

Jumlah Puskesmas yang melakukan Upaya 
Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan 
Olahraga

63 lembaga 4.218.961.298 1.1.1.02.07.0004 Penyelenggaraan Upaya 
Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan 
Olahraga

Jumlah Puskesmas yang melakukan Upaya 
Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan 
Olahraga

63 lembaga 4.362.101.722

1.779.352.368 1.1.1.02.11 Program Peningkatan Keamanan Pangan Olahan dan Siap Saji 776.390.300
1.1.1.02.11.0001 Peningkatan Pengawasan 
Makanan Olahan dan siap saji

Jumlah Sampel Yang Diperiksa 5442 sampel 1.779.352.368 1.1.1.02.11.0001 Peningkatan Pengawasan 
Makanan Olahan dan siap saji

Jumlah Sampel Yang Diperiksa 2000 sampel 776.390.300

23.623.301.811 1.1.1.02.14 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan 31.105.225.468
1.1.1.02.14.0001 Pengadaan Sarana Kesehatan 
Dasar (DAK Bidang Kesehatan)

Jumlah Sarana Kesehatan Dasar yang diadakan 1 jenis 3.190.000.000 1.1.1.02.14.0001 Pengadaan Sarana Kesehatan 
Dasar (DAK Bidang Kesehatan)

Jumlah Sarana Kesehatan Dasar yang diadakan 1 jenis 3.190.000.000

1.1.1.02.14.0002 Pengembangan Sistem Informasi 
Manajemen Kesehatan

Jumlah sistem informasi manajemen kesehatan 
yang dikembangkan

1 aplikasi 570.092.988 1.1.1.02.14.0002 Pengembangan Sistem Informasi 
Manajemen Kesehatan

Jumlah sistem informasi manajemen kesehatan 
yang dikembangkan

1 aplikasi 414.263.220

1.1.1.02.14.0003 Penunjang Operasional 
Pelayanan Kesehatan

Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Terpenuhi 
Penunjang Operasionalnya

63 Lembaga 19.863.208.823 1.1.1.02.14.0003 Penunjang Operasional 
Pelayanan Kesehatan

Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Terpenuhi 
Penunjang Operasionalnya

63 Lembaga 27.500.962.248

90.050.677.279 1.1.1.02.17 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 97.633.101.514
1.1.1.02.17.0001 Akreditasi Puskesmas (DAK 
Bidang Kesehatan)

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan akreditasi 40 lembaga 1.067.297.000 1.1.1.02.17.0001 Akreditasi Puskesmas (DAK 
Bidang Kesehatan)

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan akreditasi 40 lembaga 1.067.297.000

1.1.1.02.17.0002 Pelayanan Kesehatan Primer Jumlah lembaga yang melaksanakan pelayanan 
kesehatan primer

64 lembaga 86.520.943.782 1.1.1.02.17.0002 Pelayanan Kesehatan Primer Jumlah lembaga yang melaksanakan pelayanan 
kesehatan primer

64 lembaga 94.569.949.110

1.1.1.02.17.0003 Pembinaan dan Pengawasan 
Sarana Kesehatan Rujukan

Jumlah Sarana Kesehatan yang Dibina dan Diawasi 134 lembaga 437.404.322 1.1.1.02.17.0003 Pembinaan dan Pengawasan 
Sarana Kesehatan Rujukan

Jumlah Sarana Kesehatan yang Dibina dan Diawasi 32 lembaga 317.797.714

1.1.1.02.17.0004 Penanggulangan Kejadian 
Darurat dan Pasca Kejadian Darurat

Jumlah lokasi kejadian kegawatdaruratan yang 
dilayani

900 lokasi 1.388.740.708 1.1.1.02.17.0004 Penanggulangan Kejadian 
Darurat dan Pasca Kejadian Darurat

Jumlah lokasi kejadian kegawatdaruratan yang 
dilayani

900 lokasi 1.369.446.100

1.1.1.02.17.0005 Peningkatan Pelayanan 
Kesehatan Khusus dan Tradisional

Jumlah lembaga yang melaksanakan upaya 
pelayanan kesehatan khusus dan tradisional

64 lembaga 636.291.467 1.1.1.02.17.0005 Peningkatan Pelayanan 
Kesehatan Khusus dan Tradisional

Jumlah lembaga yang melaksanakan upaya 
pelayanan kesehatan khusus dan tradisional

46 lembaga 308.611.590

39.775.593.144 1.1.1.02.18 Program Sumber Daya Kesehatan 31.742.969.404
1.1.1.02.18.0001 Analisa Pengembangan Sarana 
Kesehatan

Jumlah dokumen analisa pengembangan sarana 
dan prasarana kesehatan

5 dokumen 259.234.708 1.1.1.02.18.0001 Analisa Pengembangan Sarana 
Kesehatan

Jumlah dokumen analisa pengembangan sarana 
dan prasarana kesehatan

4 dokumen 210.580.100

1.1.1.02.18.0002 Pembinaan dan pengembangan 
SDM Kesehatan

Jumlah Kegiatan pembinaan dan pengembangan 
SDM di bidang kesehatan

27 kali 13.035.002.718 1.1.1.02.18.0002 Pembinaan dan pengembangan 
SDM Kesehatan

Jumlah Kegiatan pembinaan dan pengembangan 
SDM di bidang kesehatan

9 kali 7.126.573.140

1.1.1.02.18.0003 Pengadaan dan Pemeliharaan 
Alat Kesehatan

Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan 46 jenis 21.285.759.717 1.1.1.02.18.0003 Pengadaan dan Pemeliharaan 
Alat Kesehatan

Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan 36 jenis 19.210.220.163

1.1.1.02.18.0004 Penyediaan Alat Kesehatan 
Pengendalian Penyakit (DAK)

Jumlah alat kesehatan pengendalian penyakit yang 
diadakan

4 item 3.602.763.000 1.1.1.02.18.0004 Penyediaan Alat Kesehatan 
Pengendalian Penyakit (DAK)

Jumlah alat kesehatan pengendalian penyakit yang 
diadakan

2 item 3.602.763.000

1.1.1.02.18.0005 
Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan 
Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang 
bekerjasama dengan Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Kesehatan

Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan 1 Jenis 689.853.001 1.1.1.02.18.0005 
Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan 
Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang 
bekerjasama dengan Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Kesehatan

Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan 1 Jenis 689.853.001

1.1.1.02.18.0006 Pengadaan bahan habis pakai 
penanggulangan TBC (DAK bidang kesehatan)

Jumlah bahan habis pakai penanggulangan TBC 3 Item 297.361.000 1.1.1.02.18.0006 Pengadaan bahan habis pakai 
penanggulangan TBC (DAK bidang kesehatan)

Jumlah bahan habis pakai penanggulangan TBC 3 Item 297.361.000

1.1.1.02.18.0007 Pengadaan Alat Kesehatan 
penurunan stunting (DAK Bidang Kesehatan)

Jumlah alat kesehatan yang diadakan 3 item 605.619.000 1.1.1.02.18.0007 Pengadaan Alat Kesehatan 
penurunan stunting (DAK Bidang Kesehatan)

Jumlah alat kesehatan yang diadakan 3 item 605.619.000

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang 299.438.932.537 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang 172.677.489.575
299.438.932.537 1.1.1.02.10 Program Peningkatan dan Perbaikan Prasarana Layanan Kesehatan 172.677.489.575

1.1.1.02.10.0001 Pembangunan / Rehabilitasi dan 
Pengawasan Prasarana Bangunan Layanan 
Kesehatan

Jumlah Bangunan Layanan Kesehatan yang 
dibangun/direhabilitasi

10 bangunan 128.608.082.622 1.1.1.02.10.0001 Pembangunan / Rehabilitasi dan 
Pengawasan Prasarana Bangunan Layanan 
Kesehatan

Jumlah Bangunan Layanan Kesehatan yang 
dibangun/direhabilitasi

10 bangunan 10.481.972.072

1.1.1.02.10.0002 Pembangunan/ Rehabilitasi 
Gedung RSUD beserta peralatannya (Tahun Jamak 
/ Multiyears)

Jumlah bangunan gedung RSUD berserta 
peralatannya yang dibangun/ direhab (Tahun 
Jamak / Multiyears)

1 bangunan 170.125.115.195 1.1.1.02.10.0002 Pembangunan/ Rehabilitasi 
Gedung RSUD beserta peralatannya (Tahun Jamak 
/ Multiyears)

Jumlah bangunan gedung RSUD berserta 
peralatannya yang dibangun/ direhab (Tahun 
Jamak / Multiyears)

1 bangunan 161.720.148.510

1.1.1.02.10.0003 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Prasarana Bangunan Layanan 
Kesehatan

Jumlah dokumen perencanaan Prasarana 
Bangunan Layanan Kesehatan

12 Dokumen 705.734.720 1.1.1.02.10.0003 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Prasarana Bangunan Layanan 
Kesehatan

Jumlah dokumen perencanaan Prasarana 
Bangunan Layanan Kesehatan

8 Dokumen 475.368.993

RSUD Bhakti Dharma Husada 98.066.951.999 RSUD Bhakti Dharma Husada 86.210.397.752
34.174.798.660 1.1.1.02.03 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada 43.334.798.660

1.1.1.02.10 Program Peningkatan dan Perbaikan Prasarana Layanan Kesehatan

1.1.1.02.03 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada

1.1.1.02.11 Program Peningkatan Keamanan Pangan Olahan dan Siap Saji

1.1.1.02.14 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

1.1.1.02.17 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.1.1.02.18 Program Sumber Daya Kesehatan
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Anggaran AnggaranUrusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Urusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
1.1.1.02.03.0001 Penyediaan Obat dan Perbekalan 
Kesehatan

Jumlah jenis Obat dan perbekalan Kesehatan RS 
yang disediakan

2 jenis 34.174.798.660 1.1.1.02.03.0001 Penyediaan Obat dan Perbekalan 
Kesehatan

Jumlah jenis Obat dan perbekalan Kesehatan RS 
yang disediakan

2 jenis 43.334.798.660

16.542.686.374 1.1.1.02.08 Program Pengembangan SDM dan Promosi Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada 21.744.233.828
1.1.1.02.08.0001 Pengembangan dan Peningkatan 
SDM Rumah Sakit

Jumlah kegiatan Pengembangan dan Peningkatan 
SDM Kesehatan

75 kali 15.926.856.954 1.1.1.02.08.0001 Pengembangan dan Peningkatan 
SDM Rumah Sakit

Jumlah kegiatan Pengembangan dan Peningkatan 
SDM Kesehatan

56 kali 21.383.866.806

1.1.1.02.08.0002 Promosi Kesehatan Rumah Sakit Jumlah kegiatan Promosi Kesehatan yang 
Dilaksanakan

115 kali 615.829.420 1.1.1.02.08.0002 Promosi Kesehatan Rumah Sakit Jumlah kegiatan Promosi Kesehatan yang 
Dilaksanakan

98 kali 360.367.022

5.182.688.887 1.1.1.02.12 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada 6.522.688.887
1.1.1.02.12.0001 Pelayanan Keperawatan Rumah 
Sakit

Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan 
keperawatan

11751 orang 3.126.010.372 1.1.1.02.12.0001 Pelayanan Keperawatan Rumah 
Sakit

Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan 
keperawatan

11751 orang 3.966.010.372

1.1.1.02.12.0002 Pelayanan Medik Rumah Sakit Jumlah Pasien RS yang Mendapatkan Pelayanan 
Medik

2218 orang 2.056.678.515 1.1.1.02.12.0002 Pelayanan Medik Rumah Sakit Jumlah Pasien RS yang Mendapatkan Pelayanan 
Medik

2494 orang 2.556.678.515

42.166.778.078 1.1.1.02.16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit RSUD Bhakti Dharma Husada 14.608.676.377
1.1.1.02.16.0001 Pengadaan dan Pemeliharaan 
Alat Kesehatan/Kedokteran

Jumlah jenis pengadaan dan pemeliharaan alat 
kesehatan/Kedokteran

3 jenis 38.637.469.336 1.1.1.02.16.0001 Pengadaan dan Pemeliharaan 
Alat Kesehatan/Kedokteran

Jumlah jenis pengadaan dan pemeliharaan alat 
kesehatan/Kedokteran

3 jenis 11.079.367.635

1.1.1.02.16.0002 
Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan 
sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang 
bekerjasama dengan Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial

Jumlah jenis 
Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan 
sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang 
bekerjasama dengan Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial

1 jenis 3.529.308.742 1.1.1.02.16.0002 
Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan 
sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang 
bekerjasama dengan Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial

Jumlah jenis 
Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan 
sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang 
bekerjasama dengan Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial

1 jenis 3.529.308.742

RSUD dr. Mohamad Soewandhie 296.687.995.323 RSUD dr. Mohamad Soewandhie 131.663.971.641
70.999.999.998 1.1.1.02.04 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie 81.977.353.528

1.1.1.02.04.0001 Penyediaan Obat dan Perbekalan 
Kesehatan

Jumlah jenis obat dan perbekalan kesehatan 
rumah sakit yang disediakan

2 jenis 70.999.999.998 1.1.1.02.04.0001 Penyediaan Obat dan Perbekalan 
Kesehatan

Jumlah jenis obat dan perbekalan kesehatan 
rumah sakit yang disediakan

2 jenis 81.977.353.528

33.261.213.832 1.1.1.02.09 Program Pengembangan SDM dan Sistem Pengelolaan RSUD dr. Mohamad Soewandhie 34.427.632.432
1.1.1.02.09.0001 Pengembangan Manajemen 
Rumah Sakit

Jumlah jenis kegiatan pengembangan manajemen 
rumah sakit yang dilaksanakan

4 jenis 476.123.570 1.1.1.02.09.0001 Pengembangan Manajemen 
Rumah Sakit

Jumlah jenis kegiatan pengembangan manajemen 
rumah sakit yang dilaksanakan

3 jenis 122.540.670

1.1.1.02.09.0002 Peningkatan Kinerja SDM 
Kesehatan

Jumlah SDM kesehatan yang mendapatkan 
peningkatan kinerja 

200 orang 32.785.090.262 1.1.1.02.09.0002 Peningkatan Kinerja SDM 
Kesehatan

Jumlah SDM kesehatan yang mendapatkan 
peningkatan kinerja 

86 orang 34.305.091.762

8.267.473.170 1.1.1.02.13 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie 7.333.509.970
1.1.1.02.13.0001 Pelayanan Gizi Rumah Sakit  Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan gizi 

rumah sakit
28340 orang 7.044.510.770 1.1.1.02.13.0001 Pelayanan Gizi Rumah Sakit  Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan gizi 

rumah sakit
23343 orang 7.044.510.770

1.1.1.02.13.0002 Pelayanan Keperawatan Rumah 
Sakit

Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi 
pelayanan keperawatan yang diadakan

180 kali 498.806.000 1.1.1.02.13.0002 Pelayanan Keperawatan Rumah 
Sakit

Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi 
pelayanan keperawatan yang diadakan

180 kali 118.678.000

1.1.1.02.13.0003 Penyelenggaraan Layanan Medik 
Rumah Sakit

Jumlah kegiatan layanan medik Rumah Sakit yang 
diselenggarakan

155 kali 724.156.400 1.1.1.02.13.0003 Penyelenggaraan Layanan Medik 
Rumah Sakit

Jumlah kegiatan layanan medik Rumah Sakit yang 
diselenggarakan

99 kali 170.321.200

184.159.308.323 1.1.1.02.15 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie 7.925.475.711
1.1.1.02.15.0001 Pengadaan dan Pemeliharaan 
Alat Kesehatan/Kedokteran

Jumlah  jenis alat kesehatan/kedokteran yang 
diadakan dan dipelihara

3 jenis 182.974.618.323 1.1.1.02.15.0001 Pengadaan dan Pemeliharaan 
Alat Kesehatan/Kedokteran

Jumlah  jenis alat kesehatan/kedokteran yang 
diadakan dan dipelihara

3 jenis 6.740.785.711

1.1.1.02.15.0002 Pengadaan Sarana Kesehatan 
yang bersumber dari DAK Kesehatan

Jumlah jenis alat kesehatan yang bersumber dari 
DAK Kesehatan yang diadakan

1 jenis 1.184.690.000 1.1.1.02.15.0002 Pengadaan Sarana Kesehatan 
yang bersumber dari DAK Kesehatan

Jumlah jenis alat kesehatan yang bersumber dari 
DAK Kesehatan yang diadakan

1 jenis 1.184.690.000

1.1.1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.224.256.555.486 1.1.1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 951.525.063.231
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 276.917.279.041 Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 269.066.037.644

276.917.279.041 1.1.1.03.04 Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU Hemat Energi 269.066.037.644
1.1.1.03.04.0001 Pemasangan Penerangan Jalan 
Umum Hemat Energi

Jumlah PJU hemat energi yang terpasang 4600 titik 138.356.656.728 1.1.1.03.04.0001 Pemasangan Penerangan Jalan 
Umum Hemat Energi

Jumlah PJU hemat energi yang terpasang 4200 titik 136.492.804.818

1.1.1.03.04.0002 Pembayaran Rekening 
Penerangan Jalan Umum

Jumlah rekening listrik PJU yang dibayarkan 6674 rekening 120.219.603.620 1.1.1.03.04.0002 Pembayaran Rekening 
Penerangan Jalan Umum

Jumlah rekening listrik PJU yang dibayarkan 6674 rekening 120.083.389.781

1.1.1.03.04.0003 Pemeliharaan Penerangan Jalan 
Umum

Jumlah titik PJU yang dipelihara 73680 titik 18.341.018.693 1.1.1.03.04.0003 Pemeliharaan Penerangan Jalan 
Umum

Jumlah titik PJU yang dipelihara 73680 titik 12.489.843.045

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 927.562.230.808 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 662.890.034.262
1.255.240.536 1.1.1.03.01 Program Pelayanan Rekomendasi Teknis Infrastruktur 1.030.059.010

1.1.1.03.01.0001 Fasilitasi dan Rekomendasi 
Teknis Sarana dan Prasarana Infrastruktur 
Perkotaan

Jumlah rekomendasi teknis  pendukung penunjang 
ifrastruktur

180 
rekomendasi

1.255.240.536 1.1.1.03.01.0001 Fasilitasi dan Rekomendasi 
Teknis Sarana dan Prasarana Infrastruktur 
Perkotaan

Jumlah rekomendasi teknis  pendukung penunjang 
ifrastruktur

180 
rekomendasi

1.030.059.010

391.718.456.527 1.1.1.03.03 Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan 192.173.380.058

1.1.1.03.01 Program Pelayanan Rekomendasi Teknis Infrastruktur

1.1.1.03.03 Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan

1.1.1.02.04 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie

1.1.1.02.09 Program Pengembangan SDM dan Sistem Pengelolaan RSUD dr. Mohamad Soewandhie

1.1.1.02.13 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie

1.1.1.02.15 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie

1.1.1.03.04 Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU Hemat Energi

1.1.1.02.08 Program Pengembangan SDM dan Promosi Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada

1.1.1.02.12 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada

1.1.1.02.16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit RSUD Bhakti Dharma Husada
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Anggaran AnggaranUrusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Urusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
1.1.1.03.03.0001 Fasilitasi Penunjang Penyediaan 
Jaringan Air Bersih/Air Minum

Jumlah dokumen fasilitasi penunjang penyediaan 
jaringan air bersih/air minum

2 dokumen 356.093.659 1.1.1.03.03.0001 Fasilitasi Penunjang Penyediaan 
Jaringan Air Bersih/Air Minum

Jumlah dokumen fasilitasi penunjang penyediaan 
jaringan air bersih/air minum

2 dokumen 208.035.750

1.1.1.03.03.0002 Operasional Dan Pemeliharaan 
Peralatan Dan Alat Angkut

Jumlah peralatan dan alat angkut yang 
dioperasikan dan dipelihara selama 12 bulan 
sebanyak

220 unit 18.984.476.699 1.1.1.03.03.0002 Operasional Dan Pemeliharaan 
Peralatan Dan Alat Angkut

Jumlah peralatan dan alat angkut yang 
dioperasikan dan dipelihara selama 12 bulan 
sebanyak

220 unit 22.481.143.365

1.1.1.03.03.0003 Pembangunan dan Rehabilitasi 
Jalan (DAK FISIK)

Jumlah lokasi Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan 
(DAK FISIK)

1 lokasi 10.838.357.000 1.1.1.03.03.0003 Pembangunan dan Rehabilitasi 
Jalan (DAK FISIK)

Jumlah lokasi Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan 
(DAK FISIK)

0 lokasi 0

1.1.1.03.03.0004 Pembangunan Jalan, Jembatan 
dan Kelengkapannya

Jumlah lokasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya 
yang dibangun

24 lokasi 285.062.617.671 1.1.1.03.03.0004 Pembangunan Jalan, Jembatan 
dan Kelengkapannya

Jumlah lokasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya 
yang dibangun

24 lokasi 95.289.658.366

1.1.1.03.03.0005 Pembangunan Jalan, Jembatan 
dan Kelengkapannya (Tahun Jamak/Multiyears 
2019-2020)

Jumlah lokasi Jembatan yang dibangun 1 lokasi 31.311.999.999 1.1.1.03.03.0005 Pembangunan Jalan, Jembatan 
dan Kelengkapannya (Tahun Jamak/Multiyears 
2019-2020)

Jumlah lokasi Jembatan yang dibangun 1 lokasi 32.014.207.995

1.1.1.03.03.0006 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan, 
Jembatan dan Kelengkapannya

Jumlah lokasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya 
yang dipelihara/direhabilitasi

1222 lokasi 45.164.911.499 1.1.1.03.03.0006 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan, 
Jembatan dan Kelengkapannya

Jumlah lokasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya 
yang dipelihara/direhabilitasi

1222 lokasi 42.180.334.582

493.843.675.192 1.1.1.03.05 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota 443.015.136.973
1.1.1.03.05.0001 Operasional Dan Pemeliharaan 
Sarana Pematusan

Jumlah unit pompa yang dipelihara selama 12 
bulan sebanyak

56 unit 31.274.989.985 1.1.1.03.05.0001 Operasional Dan Pemeliharaan 
Sarana Pematusan

Jumlah unit pompa yang dipelihara selama 12 
bulan sebanyak

56 unit 34.965.346.153

1.1.1.03.05.0002 Pembangunan dan Penyediaan 
Sarana Prasarana Pematusan

Jumlah Lokasi Pembangunan dan Penyediaan 
Sarana Prasarana Pematusan

25 lokasi 224.162.521.787 1.1.1.03.05.0002 Pembangunan dan Penyediaan 
Sarana Prasarana Pematusan

Jumlah Lokasi Pembangunan dan Penyediaan 
Sarana Prasarana Pematusan

17 lokasi 159.809.587.301

1.1.1.03.05.0003 Pembangunan dan Penyediaan 
Sarana Prasarana Pematusan (Tahun 
Jamak/Multiyears 2019-2020)

Jumlah Lokasi Prasarana Pematusan beserta 
sarana kelengkapannya yang dibangun dan 
disediakan

2 lokasi 122.980.781.145 1.1.1.03.05.0003 Pembangunan dan Penyediaan 
Sarana Prasarana Pematusan (Tahun 
Jamak/Multiyears 2019-2020)

Jumlah Lokasi Prasarana Pematusan beserta 
sarana kelengkapannya yang dibangun dan 
disediakan

2 lokasi 116.411.083.756

1.1.1.03.05.0004 Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Saluran Drainase dan Boezem

Jumlah Lokasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran 
Drainase dan Boezem

1025 lokasi 115.425.382.275 1.1.1.03.05.0004 Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Saluran Drainase dan Boezem

Jumlah Lokasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran 
Drainase dan Boezem

1025 lokasi 131.829.119.763

19.209.825.612 1.1.1.03.07 Program Perancangan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan 10.805.944.082
1.1.1.03.07.0001 Monitoring dan Evaluasi 
Pembangunan/Rehab Jalan, Jembatan dan 
Kelengkapannya

jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi 
Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan

12 dokumen 11.271.864.025 1.1.1.03.07.0001 Monitoring dan Evaluasi 
Pembangunan/Rehab Jalan, Jembatan dan 
Kelengkapannya

jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi 
Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan

10 dokumen 5.138.996.500

1.1.1.03.07.0002 Monitoring, Evaluasi Dan 
Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan 
Jembatan (Tahun Jamak/Multiyears 2019 - 2020)

Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi Dan 
Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan yang 
disusun

1 dokumen 1.711.291.505 1.1.1.03.07.0002 Monitoring, Evaluasi Dan 
Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan 
Jembatan (Tahun Jamak/Multiyears 2019 - 2020)

Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi Dan 
Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan yang 
disusun

1 dokumen 1.620.090.505

1.1.1.03.07.0003 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan 
Dan Jembatan

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan dan 
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan yang disusun

35 dokumen 6.226.670.082 1.1.1.03.07.0003 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan 
Dan Jembatan

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan dan 
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan yang disusun

28 dokumen 4.046.857.077

20.038.368.794 1.1.1.03.08 Program Perancangan dan Pengawasan Pematusan 14.381.045.462
1.1.1.03.08.0001 Monitoring dan Evaluasi 
Pembangunan/Rehab Sarana Prasarana 
Pematusan

Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi 
Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-
gorong

20 dokumen 8.758.191.761 1.1.1.03.08.0001 Monitoring dan Evaluasi 
Pembangunan/Rehab Sarana Prasarana 
Pematusan

Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi 
Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-
gorong

12 dokumen 4.726.578.949

1.1.1.03.08.0002 Monitoring, Evaluasi Dan 
Pelaporan Pembangunan dan Penyediaan Sarana 
Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears 
2019-2020)

Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi Dan 
Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran 
Drainase/Gorong-gorong

2 dokumen 4.386.659.198 1.1.1.03.08.0002 Monitoring, Evaluasi Dan 
Pelaporan Pembangunan dan Penyediaan Sarana 
Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears 
2019-2020)

Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi Dan 
Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran 
Drainase/Gorong-gorong

2 dokumen 3.981.067.198

1.1.1.03.08.0003 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pematusan Kota

Jumlah Dokumen Perencanaan Pematusan Kota 
yang disusun

50 dokumen 6.893.517.835 1.1.1.03.08.0003 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pematusan Kota

Jumlah Dokumen Perencanaan Pematusan Kota 
yang disusun

35 dokumen 5.673.399.315

1.496.664.147 1.1.1.03.09 Program Sinkronisasi Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas 1.484.468.677
1.1.1.03.09.0001 Fasilitasi Perijinan Pemanfaatan 
Jalan, Saluran dan Utilitas

Jumlah ijin Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas 
yang diterbitkan

10 izin 1.496.664.147 1.1.1.03.09.0001 Fasilitasi Perijinan Pemanfaatan 
Jalan, Saluran dan Utilitas

Jumlah ijin Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas 
yang diterbitkan

10 izin 1.484.468.677

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang 19.777.045.637 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang 19.568.991.325
16.106.963.047 1.1.1.03.02 Program Penataan Ruang 15.882.224.471

1.1.1.03.02.0001 Pemanfaatan Rencana Ruang 
Kota

Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota 2 dokumen 2.315.564.346 1.1.1.03.02.0001 Pemanfaatan Rencana Ruang 
Kota

Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota 2 dokumen 2.645.815.514

1.1.1.03.02.0002 Pendataan dan Pemetaan 
Pemanfaatan Ruang serta Infrastruktur Kota

Jumlah pemanfaatan ruang dan infrastruktur kota 
yang didata dan dipetakan

12250 Persil 10.015.790.374 1.1.1.03.02.0002 Pendataan dan Pemetaan 
Pemanfaatan Ruang serta Infrastruktur Kota

Jumlah pemanfaatan ruang dan infrastruktur kota 
yang didata dan dipetakan

12250 Persil 9.419.996.522

1.1.1.03.02.0003 Pendukung perencanaan tata 
ruang wilayah kota

Jumlah dokumen  perencanaan tata ruang wilayah 
kota yang dibuat

2 dokumen 2.781.480.760 1.1.1.03.02.0003 Pendukung perencanaan tata 
ruang wilayah kota

Jumlah dokumen  perencanaan tata ruang wilayah 
kota yang dibuat

2 dokumen 2.816.619.576

1.1.1.03.09 Program Sinkronisasi Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas

1.1.1.03.02 Program Penataan Ruang

1.1.1.03.05 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota

1.1.1.03.07 Program Perancangan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan

1.1.1.03.08 Program Perancangan dan Pengawasan Pematusan
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Anggaran AnggaranUrusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Urusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
1.1.1.03.02.0004 Penyusunan Dokumen 
Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 
Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan 
Permukiman

Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, 
dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, 
Perumahan dan Permukiman yang disusun

9 Dokumen 994.127.567 1.1.1.03.02.0004 Penyusunan Dokumen 
Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 
Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan 
Permukiman

Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, 
dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, 
Perumahan dan Permukiman yang disusun

9 Dokumen 999.792.859

3.670.082.590 1.1.1.03.06 Program Pengendalian Bidang Bangunan 3.686.766.854
1.1.1.03.06.0001 Pendataan Penyelenggaraan 
Bangunan

Jumlah pendataan penyelenggaraan bangunan 6517 data 1.258.954.579 1.1.1.03.06.0001 Pendataan Penyelenggaraan 
Bangunan

Jumlah pendataan penyelenggaraan bangunan 6517 data 1.308.200.933

1.1.1.03.06.0002 Pengawasan Bangunan Jumlah lokasi pengawasan  bangunan yang 
dilaksanakan

240 lokasi 1.945.677.534 1.1.1.03.06.0002 Pengawasan Bangunan Jumlah lokasi pengawasan  bangunan yang 
dilaksanakan

240 lokasi 1.969.785.921

1.1.1.03.06.0003 Penyusunan Dokumen Penataan 
Bangunan

jumlah dokumen penataan bangunan yang disusun 4 dokumen 465.450.477 1.1.1.03.06.0003 Penyusunan Dokumen Penataan 
Bangunan

jumlah dokumen penataan bangunan yang disusun 4 dokumen 408.780.000

1.1.1.04 Perumahan dan Kawasan Permukiman 478.516.027.808 1.1.1.04 Perumahan dan Kawasan Permukiman 563.727.040.814
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 27.662.556.707 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 22.338.292.762

27.662.556.707 1.1.1.04.04 Program Pengelolaan Rusunawa 22.338.292.762
1.1.1.04.04.0001 Pemanfaatan dan Pengawasan 
Rumah dan Rumah Bertingkat

Jumlah persil rumah ber-SIP dan rumah sewa aset 
Pemerintah Kota Surabaya yang dikelola

3981 lokasi 7.730.569.934 1.1.1.04.04.0001 Pemanfaatan dan Pengawasan 
Rumah dan Rumah Bertingkat

Jumlah persil rumah ber-SIP dan rumah sewa aset 
Pemerintah Kota Surabaya yang dikelola

3977 lokasi 4.332.850.242

1.1.1.04.04.0002 Pengelolaan Rumah Susun Jumlah blok rumah susun sederhana yang dikelola 105 blok 19.931.986.773 1.1.1.04.04.0002 Pengelolaan Rumah Susun Jumlah blok rumah susun sederhana yang dikelola 101 blok 18.005.442.520

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang 450.853.471.101 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang 541.388.748.052
4.249.487.209 1.1.1.04.01 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Bangunan 4.555.874.085

1.1.1.04.01.0001 Pelayanan Perijinan Bidang Tata 
Bangunan

Jumlah berkas Perijinan Bidang Tata Bangunan 
yang diproses

6517 berkas 4.054.806.732 1.1.1.04.01.0001 Pelayanan Perijinan Bidang Tata 
Bangunan

Jumlah berkas Perijinan Bidang Tata Bangunan 
yang diproses

6517 berkas 4.409.414.965

1.1.1.04.01.0002 Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi 
(SLF)

jumlah berkas permohonan SLF yang diproses 50 berkas 194.680.477 1.1.1.04.01.0002 Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi 
(SLF)

jumlah berkas permohonan SLF yang diproses 50 berkas 146.459.120

340.015.616 1.1.1.04.02 Program Pelayanan Perizinan Konstruksi 345.533.295
1.1.1.04.02.0001 Pelayanan Perizinan Jasa 
Konstruksi (IUJK)

Jumlah ijin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan 700 berkas 340.015.616 1.1.1.04.02.0001 Pelayanan Perizinan Jasa 
Konstruksi (IUJK)

Jumlah ijin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan 700 berkas 345.533.295

262.958.522.102 1.1.1.04.03 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung 316.685.377.347
1.1.1.04.03.0001 Pembangunan/Rehabilitasi Dan 
Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan 
Pemerintah Daerah (Tahun Jamak / Multiyears)

Jumlah gedung pemerintah dan pemerintah 
daerah (tahun jamak/multiyears) yang 
dibangun/direhab

1 bangunan 63.168.459.534 1.1.1.04.03.0001 Pembangunan/Rehabilitasi Dan 
Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan 
Pemerintah Daerah (Tahun Jamak / Multiyears)

Jumlah gedung pemerintah dan pemerintah 
daerah (tahun jamak/multiyears) yang 
dibangun/direhab

1 bangunan 51.525.646.754

1.1.1.04.03.0002 Pembangunan / Rehabilitasi dan 
Pengawasan Prasarana Bangunan Pemerintah di 
Daerah

Jumlah Bangunan Pemerintah Daerah yang 
prasarananya dibangun/direhabilitasi

45 Bangunan 167.942.360.637 1.1.1.04.03.0002 Pembangunan / Rehabilitasi dan 
Pengawasan Prasarana Bangunan Pemerintah di 
Daerah

Jumlah Bangunan Pemerintah Daerah yang 
prasarananya dibangun/direhabilitasi

125 Bangunan 218.101.997.993

1.1.1.04.03.0003 Pemeliharaan Fasilitas Gedung 
Pemerintah Daerah

Jumlah Gedung Pemerintah yang dipelihara 300 bangunan 29.339.117.211 1.1.1.04.03.0003 Pemeliharaan Fasilitas Gedung 
Pemerintah Daerah

Jumlah Gedung Pemerintah yang dipelihara 305 bangunan 41.950.345.645

1.1.1.04.03.0004 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Prasarana Bangunan Pemerintah di 
Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Prasarana 
Bangunan Pemerintah Daerah

39 Dokumen 2.508.584.720 1.1.1.04.03.0004 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Prasarana Bangunan Pemerintah di 
Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Prasarana 
Bangunan Pemerintah Daerah

50 Dokumen 5.107.386.955

183.305.446.174 1.1.1.04.05 Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 219.801.963.325
1.1.1.04.05.0001 Pembangunan Infrastruktur dan 
Pengembangan Kawasan Permukiman

Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman 
yang ditingkatkan

39 lokasi 59.900.107.809 1.1.1.04.05.0001 Pembangunan Infrastruktur dan 
Pengembangan Kawasan Permukiman

Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman 
yang ditingkatkan

120 lokasi 109.789.318.730

1.1.1.04.05.0002 Pembangunan Prasarana Sanitasi 
(DAK Bidang Sanitasi)

Jumlah Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi) 
yang dibangun

2 Lokasi 683.462.967 1.1.1.04.05.0002 Pembangunan Prasarana Sanitasi 
(DAK Bidang Sanitasi)

Jumlah Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi) 
yang dibangun

2 Lokasi 599.819.896

1.1.1.04.05.0003 Pembangunan / Rehabilitasi 
Rumah

Jumlah rumah yang dibangun 7 bangunan 92.140.598.078 1.1.1.04.05.0003 Pembangunan / Rehabilitasi 
Rumah

Jumlah rumah yang dibangun 10 bangunan 72.440.748.979

1.1.1.04.05.0004 Pemeliharaan Prasarana 
Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah Lokasi Infrastruktur dan Rumah yang di 
Rehabilitasi

200 Lokasi 21.392.832.758 1.1.1.04.05.0004 Pemeliharaan Prasarana 
Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah Lokasi Infrastruktur dan Rumah yang di 
Rehabilitasi

230 Lokasi 28.898.312.114

1.1.1.04.05.0005 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Infrastruktur Perumahan dan 
Kawasan Permukiman

Jumlah dokumen perencanaan pengembangan 
Infrastruktur Perumahan dan Kawasan 
Permukiman

99 dokumen 6.989.106.674 1.1.1.04.05.0005 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Infrastruktur Perumahan dan 
Kawasan Permukiman

Jumlah dokumen perencanaan pengembangan 
Infrastruktur Perumahan dan Kawasan 
Permukiman

99 dokumen 6.787.310.511

1.1.1.04.05.0006 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan / Rehabilitasi Rumah

Jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan 
Perumahan yang disusun

15 dokumen 2.199.337.888 1.1.1.04.05.0006 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan / Rehabilitasi Rumah

Jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan 
Perumahan yang disusun

5 dokumen 1.286.453.095

1.1.1.05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 150.891.787.829 1.1.1.05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 157.762.084.303
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 7.499.071.792 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 5.990.749.428

1.1.1.04.03 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung

1.1.1.04.05 Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

1.1.1.04.02 Program Pelayanan Perizinan Konstruksi

1.1.1.03.06 Program Pengendalian Bidang Bangunan

1.1.1.04.04 Program Pengelolaan Rusunawa

1.1.1.04.01 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Bangunan
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Anggaran AnggaranUrusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Urusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
3.476.459.359 1.1.1.05.01 Program Kesatuan Bangsa 1.006.031.872

1.1.1.05.01.0001 Komunikasi, Informasi dan 
Edukasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan

Jumlah peserta komunikasi, informasi dan edukasi 
peningkatan wawasan kebangsaan

1250 orang 1.460.381.539 1.1.1.05.01.0001 Komunikasi, Informasi dan 
Edukasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan

Jumlah peserta komunikasi, informasi dan edukasi 
peningkatan wawasan kebangsaan

150 orang 175.031.139

1.1.1.05.01.0002 Pengawasan dan pengendalian di 
bidang fasilitasi sosial politik

Jumlah lembaga yang mendapatkan 
pemberdayaan

31 lembaga 359.389.194 1.1.1.05.01.0002 Pengawasan dan pengendalian di 
bidang fasilitasi sosial politik

Jumlah lembaga yang mendapatkan 
pemberdayaan

10 lembaga 359.389.194

1.1.1.05.01.0003 Peningkatan toleransi dan 
kehidupan beragama

Jumlah kegiatan peningkatan toleransi dan 
kehidupan beragama

72 kali 1.656.688.626 1.1.1.05.01.0003 Peningkatan toleransi dan 
kehidupan beragama

Jumlah kegiatan peningkatan toleransi dan 
kehidupan beragama

17 kali 471.611.539

4.022.612.433 1.1.1.05.02 Program Penanganan Strategis Gangguan Ketenteraman Umum 4.984.717.556
1.1.1.05.02.0001 Kerjasama pengendalian 
keamanan kota

Jumlah kegiatan kerjasama pengendalian 
keamanan kota

194 kali 3.057.105.358 1.1.1.05.02.0001 Kerjasama pengendalian 
keamanan kota

Jumlah kegiatan kerjasama pengendalian 
keamanan kota

140 kali 4.460.529.856

1.1.1.05.02.0002 Kewaspadaan Nasional Dalam 
Kegiatan Pemantauan, Pengendalian dan 
Ketenteraman Kota

Jumlah kegiatan pemantauan dan pengendalian 
ketenteraman kota

67 kali 965.507.075 1.1.1.05.02.0002 Kewaspadaan Nasional Dalam 
Kegiatan Pemantauan, Pengendalian dan 
Ketenteraman Kota

Jumlah kegiatan pemantauan dan pengendalian 
ketenteraman kota

15 kali 524.187.700

Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat 45.421.463.222 Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat 53.129.342.527
4.581.968.334 1.1.1.05.03 Program Penanggulangan Bencana Alam 9.442.813.219

1.1.1.05.03.0001 Pengadaan Sarana 
Penanggulangan Bencana

Jumlah jenis sarana penanggulangan bencana yang 
diadakan

8 jenis 379.787.671 1.1.1.05.03.0001 Pengadaan Sarana 
Penanggulangan Bencana

Jumlah jenis sarana penanggulangan bencana yang 
diadakan

8 jenis 5.148.357.829

1.1.1.05.03.0002 Pengembangan Manajemen 
Tanggap Bencana

Jenis kejadian yang manajemen tanggap 
bencananya dikembangkan

10 Jenis 2.855.759.542 1.1.1.05.03.0002 Pengembangan Manajemen 
Tanggap Bencana

Jenis kejadian yang manajemen tanggap 
bencananya dikembangkan

10 Jenis 2.952.057.840

1.1.1.05.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Pokok 
Korban Bencana

Terpenuhinya Kebutuhan Pokok Korban Bencana 100 % 1.346.421.121 1.1.1.05.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Pokok 
Korban Bencana

Terpenuhinya Kebutuhan Pokok Korban Bencana 100 % 1.342.397.550

2.147.905.542 1.1.1.05.05 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Alam 1.180.547.957
1.1.1.05.05.0001 Pelatihan Pencegahan dan 
Pengurangan Risiko Bencana

Jumlah peserta Pelatihan Pencegahan dan 
Pengurangan Resiko Bencana

1650 orang 1.608.090.461 1.1.1.05.05.0001 Pelatihan Pencegahan dan 
Pengurangan Risiko Bencana

Jumlah peserta Pelatihan Pencegahan dan 
Pengurangan Resiko Bencana

232 orang 919.420.876

1.1.1.05.05.0002 Peningkatan Kapabilitas 
Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana

Jumlah peserta peningkatan kapabilitas 
kesiapsiagaan menghadapi bencana

500 orang 539.815.081 1.1.1.05.05.0002 Peningkatan Kapabilitas 
Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana

Jumlah peserta peningkatan kapabilitas 
kesiapsiagaan menghadapi bencana

40 orang 261.127.081

38.691.589.346 1.1.1.05.10 Program Pengembangan Kapasitas Petugas Perlindungan Masyarakat 42.505.981.351
1.1.1.05.10.0001 Pelatihan kader perlindungan 
masyarakat

Jumlah peserta pelatihan kader perlindungan 
masyarakat

100 orang 334.181.971 1.1.1.05.10.0001 Pelatihan kader perlindungan 
masyarakat

Jumlah peserta pelatihan kader perlindungan 
masyarakat

100 orang 240.354.000

1.1.1.05.10.0002 Pembinaan Potensi Masyarakat Jumlah kegiatan pembinaan potensi masyarakat 81 kali 1.083.232.088 1.1.1.05.10.0002 Pembinaan Potensi Masyarakat Jumlah kegiatan pembinaan potensi masyarakat 44 kali 586.887.680

1.1.1.05.10.0003 Pengendalian Perlindungan 
Masyarakat

Jumlah orang yang mendukung pengendalian 
keamanan, ketenteraman, dan perlindungan 
masyarakat

793 orang 37.274.175.287 1.1.1.05.10.0003 Pengendalian Perlindungan 
Masyarakat

Jumlah orang yang mendukung pengendalian 
keamanan, ketenteraman, dan perlindungan 
masyarakat

793 orang 41.678.739.671

Dinas Pemadam Kebakaran 57.328.339.680 Dinas Pemadam Kebakaran 55.502.461.135
40.788.271.027 1.1.1.05.04 Program Penanggulangan Bencana Kebakaran 40.988.911.961

1.1.1.05.04.0001 Operasional Pemadaman 
Kebakaran

Jumlah pelaksana operasional pemadaman 
kebakaran yang dipenuhi kebutuhannya

756 orang 36.817.072.267 1.1.1.05.04.0001 Operasional Pemadaman 
Kebakaran

Jumlah pelaksana operasional pemadaman 
kebakaran yang dipenuhi kebutuhannya

756 orang 38.669.377.719

1.1.1.05.04.0002 Pengendalian Bahaya Kebakaran Jumlah kegiatan sosialisasi dan simulasi yang 
dilaksanakan

180 kali 1.698.335.094 1.1.1.05.04.0002 Pengendalian Bahaya Kebakaran Jumlah kegiatan sosialisasi dan simulasi yang 
dilaksanakan

120 kali 1.024.548.500

1.1.1.05.04.0003 Peningkatan Kompetensi 
Aparatur Pemadam Kebakaran dan Peran Serta 
Masyarakat

Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi aparatur 
dan peran serta masyarakat

60 kali 2.272.863.666 1.1.1.05.04.0003 Peningkatan Kompetensi 
Aparatur Pemadam Kebakaran dan Peran Serta 
Masyarakat

Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi aparatur 
dan peran serta masyarakat

10 kali 1.294.985.742

16.540.068.653 1.1.1.05.11 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Kebakaran 14.513.549.174
1.1.1.05.11.0001 Pemeliharaan sarana dan 
prasarana penanggulangan bahaya kebakaran

Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan 
bahaya kebakaran yang terpelihara

210 unit 5.640.844.419 1.1.1.05.11.0001 Pemeliharaan sarana dan 
prasarana penanggulangan bahaya kebakaran

Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan 
bahaya kebakaran yang terpelihara

250 unit 7.481.169.113

1.1.1.05.11.0002 Pemeriksaan Tingkat Resiko 
Kebakaran pada Bangunan Gedung dan 
Lingkungan

Jumlah bangunan gedung dan lingkungan yang 
dilaksanakan pemeriksaan

264 bangunan 1.035.399.256 1.1.1.05.11.0002 Pemeriksaan Tingkat Resiko 
Kebakaran pada Bangunan Gedung dan 
Lingkungan

Jumlah bangunan gedung dan lingkungan yang 
dilaksanakan pemeriksaan

264 bangunan 805.225.102

1.1.1.05.11.0003 Perencanaan dan 
Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana 
penanggulangan bahaya kebakaran

Jumlah unit sarana dan prasarana penanggulangan 
bahaya kebakaran yang diadakan/dibangun

947 unit 9.863.824.978 1.1.1.05.11.0003 Perencanaan dan 
Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana 
penanggulangan bahaya kebakaran

Jumlah unit sarana dan prasarana penanggulangan 
bahaya kebakaran yang diadakan/dibangun

579 unit 6.227.154.959

Satuan Polisi Pamong Praja 40.642.913.135 Satuan Polisi Pamong Praja 43.139.531.213
1.746.891.415 1.1.1.05.06 Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Ekonomi 1.698.391.164

1.1.1.05.05 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Alam

1.1.1.05.10 Program Pengembangan Kapasitas Petugas Perlindungan Masyarakat

1.1.1.05.04 Program Penanggulangan Bencana Kebakaran

1.1.1.05.11 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Kebakaran

1.1.1.05.06 Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Ekonomi

1.1.1.05.01 Program Kesatuan Bangsa

1.1.1.05.02 Program Penanganan Strategis Gangguan Ketenteraman Umum

1.1.1.05.03 Program Penanggulangan Bencana Alam
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Anggaran AnggaranUrusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Urusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
1.1.1.05.06.0001 Penertiban, Pengawasan, 
Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang 
Ekonomi

Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Ekonomi

480 kali 1.746.891.415 1.1.1.05.06.0001 Penertiban, Pengawasan, 
Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang 
Ekonomi

Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Ekonomi

389 kali 1.698.391.164

3.190.405.670 1.1.1.05.07 Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Sarana Prasarana Wilayah 2.637.647.931
1.1.1.05.07.0001 Penertiban, Pengawasan, 
Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang 
Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sarana 
Prasarana Wilayah

192 Kali 2.076.476.106 1.1.1.05.07.0001 Penertiban, Pengawasan, 
Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang 
Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sarana 
Prasarana Wilayah

164 Kali 1.771.896.431

1.1.1.05.07.0002 Penindakan Hasil Evaluasi 
Pelanggaran Perda

Jumlah penindakan pelanggaran Perda 84 Kali 1.113.929.564 1.1.1.05.07.0002 Penindakan Hasil Evaluasi 
Pelanggaran Perda

Jumlah penindakan pelanggaran Perda 65 Kali 865.751.500

33.728.811.867 1.1.1.05.08 Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Sosial 37.231.948.753
1.1.1.05.08.0001 Pelaksanaan pengawasan hasil 
operasi penertiban pelanggaran ketertiban umum 
dan ketentraman masyarakat

Jumlah pelaksanaan pengawasan hasil operasi 
penertiban pelanggaran ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat

1368 kali 28.860.394.352 1.1.1.05.08.0001 Pelaksanaan pengawasan hasil 
operasi penertiban pelanggaran ketertiban umum 
dan ketentraman masyarakat

Jumlah pelaksanaan pengawasan hasil operasi 
penertiban pelanggaran ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat

1368 kali 32.851.210.607

1.1.1.05.08.0002 Penertiban, Pengawasan, 
Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang 
Sosial

Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sosial

1368 Kali 4.868.417.515 1.1.1.05.08.0002 Penertiban, Pengawasan, 
Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang 
Sosial

Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sosial

1368 Kali 4.380.738.146

1.1.1.05.09 Program Pengembangan Kapasitas Aparatur Polisi Pamong Praja 1.976.804.183 1.1.1.05.09 Program Pengembangan Kapasitas Aparatur Polisi Pamong Praja 1.571.543.365
1.1.1.05.09.0001 Pelaksanaan pembinaan dan 
pelatihan bagi anggota Satpol PP

Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pelatihan bagi 
anggota Satpol PP

96 kali 505.126.547 1.1.1.05.09.0001 Pelaksanaan pembinaan dan 
pelatihan bagi anggota Satpol PP

Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pelatihan bagi 
anggota Satpol PP

44 kali 393.932.000

1.1.1.05.09.0002 Peningkatan Kapasitas Aparat 
Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa

Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat 
Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa

132 Kali 1.471.677.636 1.1.1.05.09.0002 Peningkatan Kapasitas Aparat 
Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa

Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat 
Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa

58 Kali 1.177.611.365

1.1.1.06 Sosial 103.095.820.394 1.1.1.06 Sosial 76.165.685.755
Dinas Sosial 103.095.820.394 Dinas Sosial 76.165.685.755
1.1.1.06.01 Program Bantuan Masyarakat Berpenghasilan Rendah 4.838.315.513 1.1.1.06.01 Program Bantuan Masyarakat Berpenghasilan Rendah 4.176.817.339
1.1.1.06.01.0001 Fasilitasi Pemakaman Jumlah Orang Yang Mendapat Fasilitasi 

Pemakaman
960 Orang 932.428.991 1.1.1.06.01.0001 Fasilitasi Pemakaman Jumlah Orang Yang Mendapat Fasilitasi 

Pemakaman
300 Orang 342.111.600

1.1.1.06.01.0002 Koordinasi Pelaksanaan Program 
Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga 
Harapan

Jumlah Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Program 
Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga 
Harapan Yang Dilaksanakan

24 Kali 1.245.855.351 1.1.1.06.01.0002 Koordinasi Pelaksanaan Program 
Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga 
Harapan

Jumlah Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Program 
Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga 
Harapan Yang Dilaksanakan

22 Kali 938.094.560

1.1.1.06.01.0003 Penyelenggaraan Layanan 
Ambulance Gratis

Jumlah Kegiatan Layanan Ambulance Gratis Yang 
Diselenggarakan

4416 Kali 2.660.031.171 1.1.1.06.01.0003 Penyelenggaraan Layanan 
Ambulance Gratis

Jumlah Kegiatan Layanan Ambulance Gratis Yang 
Diselenggarakan

4416 Kali 2.896.611.179

1.1.1.06.02 Program Partisipasi Keagamaan 15.479.709.780 1.1.1.06.02 Program Partisipasi Keagamaan 13.510.136.668
1.1.1.06.02.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan 
kegiatan keagamaan

Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan 
keagamaan

102 kali 15.479.709.780 1.1.1.06.02.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan 
kegiatan keagamaan

Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan 
keagamaan

83 kali 13.510.136.668

1.1.1.06.03 Program Partisipasi Kepahlawanan 7.888.824.561 1.1.1.06.03 Program Partisipasi Kepahlawanan 4.557.140.816
1.1.1.06.03.0001 Fasilitasi kegiatan organisasi 
sosial kepahlawanan

Jumlah fasilitasi kegiatan organisasi sosial 
kepahlawanan

62 kali 6.315.368.716 1.1.1.06.03.0001 Fasilitasi kegiatan organisasi 
sosial kepahlawanan

Jumlah fasilitasi kegiatan organisasi sosial 
kepahlawanan

40 kali 3.053.308.655

1.1.1.06.03.0002 Pemeliharaan TMP dan MPN Jumlah TMP dan MPN yang dipelihara 7 lokasi 1.573.455.845 1.1.1.06.03.0002 Pemeliharaan TMP dan MPN Jumlah TMP dan MPN yang dipelihara 7 lokasi 1.503.832.161

1.1.1.06.04 Program Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Sosial 34.995.437.039 1.1.1.06.04 Program Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Sosial 32.034.289.491
1.1.1.06.04.0001 Pembinaan dan Pemulangan 
PMKS

Jumlah PMKS yang Mendapat Pelayanan 1420 orang 2.525.743.312 1.1.1.06.04.0001 Pembinaan dan Pemulangan 
PMKS

Jumlah PMKS yang Mendapat Pelayanan 1025 orang 1.449.902.061

1.1.1.06.04.0002 Pemenuhan kebutuhan dasar 
permakanan bagi anak

Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan 
evaluasi

12 Kali 988.989.177 1.1.1.06.04.0002 Pemenuhan kebutuhan dasar 
permakanan bagi anak

Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan 
evaluasi

12 Kali 923.460.112

1.1.1.06.04.0003 Pemenuhan kebutuhan dasar 
permakanan bagi lanjut usia

Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan 
evaluasi

12 Kali 1.100.276.050 1.1.1.06.04.0003 Pemenuhan kebutuhan dasar 
permakanan bagi lanjut usia

Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan 
evaluasi

12 Kali 869.000.537

1.1.1.06.04.0004 Pemenuhan kebutuhan dasar 
permakanan bagi penyandang disabilitas dan 
penyakit tertentu

Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan 
evaluasi

12 Kali 1.127.245.816 1.1.1.06.04.0004 Pemenuhan kebutuhan dasar 
permakanan bagi penyandang disabilitas dan 
penyakit tertentu

Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan 
evaluasi

12 Kali 813.651.566

1.1.1.06.04.0005 Peningkatan kualitas pelayanan, 
sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan 
sosial di UPTD Babat Jerawat

Jumlah penghuni yang menerima pelayanan 
rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Babat 
Jerawat

93 orang 1.403.313.686 1.1.1.06.04.0005 Peningkatan kualitas pelayanan, 
sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan 
sosial di UPTD Babat Jerawat

Jumlah penghuni yang menerima pelayanan 
rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Babat 
Jerawat

93 orang 1.411.271.693

1.1.1.05.07 Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Sarana Prasarana Wilayah

1.1.1.05.08 Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Sosial
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Anggaran AnggaranUrusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Urusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
1.1.1.06.04.0006 Peningkatan kualitas pelayanan, 
sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan 
sosial di UPTD Griya Werdha

Jumlah penghuni yang menerima pelayanan 
rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Griya 
Werdha

150 orang 5.204.923.675 1.1.1.06.04.0006 Peningkatan kualitas pelayanan, 
sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan 
sosial di UPTD Griya Werdha

Jumlah penghuni yang menerima pelayanan 
rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Griya 
Werdha

150 orang 4.926.953.870

1.1.1.06.04.0007 Peningkatan kualitas pelayanan, 
sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan 
sosial di UPTD Kampung Anak Negeri

Jumlah penghuni yang menerima pelayanan 
rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Kampung 
Anak Negeri

45 orang 2.342.285.880 1.1.1.06.04.0007 Peningkatan kualitas pelayanan, 
sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan 
sosial di UPTD Kampung Anak Negeri

Jumlah penghuni yang menerima pelayanan 
rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Kampung 
Anak Negeri

45 orang 2.300.524.418

1.1.1.06.04.0008 Peningkatan kualitas pelayanan, 
sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan 
sosial di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih

Jumlah penghuni yang menerima pelayanan 
rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD 
Lingkungan Pondok Sosial Keputih

1100 orang 17.299.544.059 1.1.1.06.04.0008 Peningkatan kualitas pelayanan, 
sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan 
sosial di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih

Jumlah penghuni yang menerima pelayanan 
rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD 
Lingkungan Pondok Sosial Keputih

1100 orang 16.943.174.391

1.1.1.06.04.0009 Peningkatan kualitas pelayanan, 
sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan 
sosial di UPTD Pondok Sosial Kalijudan

Jumlah penghuni yang menerima pelayanan 
rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Pondok 
Sosial Kalijudan

65 orang 2.332.116.255 1.1.1.06.04.0009 Peningkatan kualitas pelayanan, 
sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan 
sosial di UPTD Pondok Sosial Kalijudan

Jumlah penghuni yang menerima pelayanan 
rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Pondok 
Sosial Kalijudan

65 orang 2.250.771.033

1.1.1.06.04.0010 Peningkatan peran serta lanjut 
usia

Jumlah kegiatan peningkatan peran serta lanjut 
usia

34 kali 670.999.129 1.1.1.06.04.0010 Peningkatan peran serta lanjut 
usia

Jumlah kegiatan peningkatan peran serta lanjut 
usia

10 kali 145.579.810

1.1.1.06.05 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 875.850.604 1.1.1.06.05 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 581.453.280
1.1.1.06.05.0001 Pemberian bahan pokok kepada 
panti sosial

Jumlah panti sosial yang mendapat bantuan 17 lembaga 189.329.391 1.1.1.06.05.0001 Pemberian bahan pokok kepada 
panti sosial

Jumlah panti sosial yang mendapat bantuan 17 lembaga 159.980.000

1.1.1.06.05.0002 Pembinaan dan pemberdayaan 
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Jumlah kegiatan PSKS yang dibina 45 kali 686.521.213 1.1.1.06.05.0002 Pembinaan dan pemberdayaan 
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Jumlah kegiatan PSKS yang dibina 31 kali 421.473.280

1.1.1.06.06 Program Pengendalian Layanan Sosial 2.266.491.991 1.1.1.06.06 Program Pengendalian Layanan Sosial 2.923.252.045
1.1.1.06.06.0001 Monitoring dan Evaluasi 
Penanganan Masalah Sosial

Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi 4 kali 750.786.921 1.1.1.06.06.0001 Monitoring dan Evaluasi 
Penanganan Masalah Sosial

Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi 4 kali 800.136.392

1.1.1.06.06.0002 Pemutakhiran data PMKS dan 
PSKS

Jumlah lokasi pemutakhiran data PMKS dan PSKS 154 Kelurahan 1.515.705.070 1.1.1.06.06.0002 Pemutakhiran data PMKS dan 
PSKS

Jumlah lokasi pemutakhiran data PMKS dan PSKS 154 Kelurahan 2.123.115.653

1.1.1.06.07 Program Rehabilitasi Rumah Tapak Tidak Layak Huni 36.751.190.906 1.1.1.06.07 Program Rehabilitasi Rumah Tapak Tidak Layak Huni 18.382.596.116
1.1.1.06.07.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak 
Huni

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 1000 Unit 36.751.190.906 1.1.1.06.07.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak 
Huni

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 463 Unit 18.382.596.116

1.1.2 Non Pelayanan Dasar 1.773.272.865.516 1.1.2 Non Pelayanan Dasar 1.339.714.690.105
1.1.2.01 Tenaga Kerja 17.529.018.071 1.1.2.01 Tenaga Kerja 11.367.020.330
Dinas Tenaga Kerja 17.529.018.071 Dinas Tenaga Kerja 11.367.020.330
1.1.2.01.01 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Ketenagakerjaan 204.582.329 1.1.2.01.01 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Ketenagakerjaan 159.161.310
1.1.2.01.01.0001 Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan Ketenagakerjaan

Jumlah berkas perizinan dan non perizinan 
ketenagakerjaan yang diproses

1000 berkas 204.582.329 1.1.2.01.01.0001 Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan Ketenagakerjaan

Jumlah berkas perizinan dan non perizinan 
ketenagakerjaan yang diproses

1000 berkas 159.161.310

1.1.2.01.02 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja 2.739.023.529 1.1.2.01.02 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja 2.482.655.701
1.1.2.01.02.0001 Bimtek Harmonisasi Hubungan 
Industrial

Jumlah peserta bimtek harmonisasi hubungan 
industrial

300 orang 742.474.263 1.1.2.01.02.0001 Bimtek Harmonisasi Hubungan 
Industrial

Jumlah peserta bimtek harmonisasi hubungan 
industrial

160 orang 685.918.282

1.1.2.01.02.0002 Fasilitasi Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial

Jumlah perselisihan hubungan industrial yang 
diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

110 Kasus 395.526.396 1.1.2.01.02.0002 Fasilitasi Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial

Jumlah perselisihan hubungan industrial yang 
diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

110 Kasus 284.377.106

1.1.2.01.02.0003 Pembinaan Syarat Kerja di 
Perusahaan

Jumlah perusahaan yang mendapat pembinaan 
syarat kerja

300 lembaga 448.242.978 1.1.2.01.02.0003 Pembinaan Syarat Kerja di 
Perusahaan

Jumlah perusahaan yang mendapat pembinaan 
syarat kerja

200 lembaga 446.083.363

1.1.2.01.02.0004 Penyusunan Dokumen 
Perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota 
Surabaya

Jumlah dokumen perhitungan Kebutuhan Hidup 
Layak (KHL) Kota Surabaya yang disusun

1 dokumen 1.152.779.892 1.1.2.01.02.0004 Penyusunan Dokumen 
Perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota 
Surabaya

Jumlah dokumen perhitungan Kebutuhan Hidup 
Layak (KHL) Kota Surabaya yang disusun

1 dokumen 1.066.276.950

1.1.2.01.03 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 3.051.939.017 1.1.2.01.03 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 2.576.083.174
1.1.2.01.03.0001 Bimtek bagi Lembaga 
Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja yang 
mengikuti bimtek

60 lembaga 141.067.305 1.1.2.01.03.0001 Bimtek bagi Lembaga 
Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja yang 
mengikuti bimtek

20 lembaga 84.059.893

1.1.2.01.03.0003 Bimtek Pengembangan Softskill 
Kerja bagi Pencari Kerja

Jumlah pencari kerja yang mengikuti bimtek 
pengembangan softskill kerja

1050 orang 282.702.505 1.1.2.01.03.0003 Bimtek Pengembangan Softskill 
Kerja bagi Pencari Kerja

Jumlah pencari kerja yang mengikuti bimtek 
pengembangan softskill kerja

330 orang 161.188.640

1.1.2.01.03.0004 Bimtek Persiapan Pra Purna Kerja Jumlah masyarakat pra purna kerja yang mengikuti 
bimtek persiapan usaha

50 orang 143.701.675 1.1.2.01.03.0004 Bimtek Persiapan Pra Purna Kerja Jumlah masyarakat pra purna kerja yang mengikuti 
bimtek persiapan usaha

25 orang 99.573.000

1.1.2.01.03.0005 Fasilitasi Pendampingan 
Pemilihan Bidang Kerja

Jumlah siswa SMK yang mendapatkan 
pendampingan pemilihan bidang kerja

500 orang 108.611.005 1.1.2.01.03.0005 Fasilitasi Pendampingan 
Pemilihan Bidang Kerja

Jumlah siswa SMK yang mendapatkan 
pendampingan pemilihan bidang kerja

200 orang 76.725.400
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Urusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
1.1.2.01.03.0006 Fasilitasi Perluasan Kesempatan 
Kerja bagi Wirausaha Baru

Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi 
perluasan kesempatan kerja

150 orang 879.220.253 1.1.2.01.03.0006 Fasilitasi Perluasan Kesempatan 
Kerja bagi Wirausaha Baru

Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi 
perluasan kesempatan kerja

150 orang 882.431.413

1.1.2.01.03.0007 Penyebarluasan Informasi Pasar 
Kerja

Jumlah even job fair yang diselenggarakan 7 kali 1.346.799.099 1.1.2.01.03.0007 Penyebarluasan Informasi Pasar 
Kerja

Jumlah even job fair yang diselenggarakan 3 kali 1.184.502.039

1.1.2.01.03.0008 Sosialisasi Bidang dan Standar 
Kerja di Luar Negeri

Jumlah peserta sosialisasi bidang dan standar kerja 
di luar negeri

150 orang 149.837.175 1.1.2.01.03.0008 Sosialisasi Bidang dan Standar 
Kerja di Luar Negeri

Jumlah peserta sosialisasi bidang dan standar kerja 
di luar negeri

25 orang 87.602.789

1.1.2.01.04 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja 11.533.473.196 1.1.2.01.04 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja 6.149.120.145
1.1.2.01.04.0002 Fasilitasi Magang bagi Pencari 
Kerja

Jumlah pencari kerja yang difasilitasi magang 120 orang 558.256.007 1.1.2.01.04.0002 Fasilitasi Magang bagi Pencari 
Kerja

Jumlah pencari kerja yang difasilitasi magang 40 orang 297.996.187

1.1.2.01.04.0003 Fasilitasi Sertifikasi Profesi bagi 
Angkatan Kerja

Jumlah angkatan kerja yang mengikuti sertifikasi 
profesi

604 orang 2.932.942.720 1.1.2.01.04.0003 Fasilitasi Sertifikasi Profesi bagi 
Angkatan Kerja

Jumlah angkatan kerja yang mengikuti sertifikasi 
profesi

384 orang 3.205.173.552

1.1.2.01.04.0004 Pembinaan dan Pelatihan 
Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan 
Masyarakat

Jumlah pencari kerja yang mengikuti pembinaan, 
pelatihan, dan sertifikasi keterampilan kerja

976 orang 7.810.140.770 1.1.2.01.04.0004 Pembinaan dan Pelatihan 
Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan 
Masyarakat

Jumlah pencari kerja yang mengikuti pembinaan, 
pelatihan, dan sertifikasi keterampilan kerja

384 orang 2.348.448.306

1.1.2.01.04.0005 Penyusunan Dokumen 
Pengukuran Tingkat Produktivitas Skala Kota

Jumlah dokumen pengukuran tingkat produktivitas 
skala kota yang disusun

1 dokumen 232.133.699 1.1.2.01.04.0005 Penyusunan Dokumen 
Pengukuran Tingkat Produktivitas Skala Kota

Jumlah dokumen pengukuran tingkat produktivitas 
skala kota yang disusun

1 dokumen 297.502.100

1.1.2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6.658.746.532 1.1.2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4.803.826.733
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6.658.746.532 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4.803.826.733
1.1.2.02.01 Program Keadilan dan Kesetaraan Gender serta Pemberdayaan Perempuan 2.310.110.357 1.1.2.02.01 Program Keadilan dan Kesetaraan Gender serta Pemberdayaan Perempuan 1.337.502.389
1.1.2.02.01.0001 Fasilitasi Pembinaan Organisasi 
Perempuan

Jumlah fasilitasi pembinaan organisasi perempuan 29 kali 1.073.000.387 1.1.2.02.01.0001 Fasilitasi Pembinaan Organisasi 
Perempuan

Jumlah fasilitasi pembinaan organisasi perempuan 20 kali 491.066.090

1.1.2.02.01.0002 Penguatan dan Pengembangan 
Jaringan Pengarusutamaan Gender

jumlah lembaga yang mengikuti Penguatan dan 
Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan 
Gender

289 lembaga 890.452.936 1.1.2.02.01.0002 Penguatan dan Pengembangan 
Jaringan Pengarusutamaan Gender

jumlah lembaga yang mengikuti Penguatan dan 
Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan 
Gender

72 lembaga 588.045.858

1.1.2.02.01.0003 Penyusunan Profil Gender dan 
Evaluasi Atas Implementasi Pengarusutamaan 
Gender di Kota Surabaya

Jumlah dokumen yang disusun 2 dokumen 346.657.034 1.1.2.02.01.0003 Penyusunan Profil Gender dan 
Evaluasi Atas Implementasi Pengarusutamaan 
Gender di Kota Surabaya

Jumlah dokumen yang disusun 2 dokumen 258.390.441

1.1.2.02.02 Program Perlindungan Perempuan dan Anak 4.348.636.175 1.1.2.02.02 Program Perlindungan Perempuan dan Anak 3.466.324.344
1.1.2.02.02.0001 Capacity Building bagi relawan 
Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan 
Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan 
Anak

Jumlah orang  yang mengikuti Capacity Building 926 orang 426.202.298 1.1.2.02.02.0001 Capacity Building bagi relawan 
Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan 
Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan 
Anak

Jumlah orang  yang mengikuti Capacity Building 926 orang 354.646.600

1.1.2.02.02.0002 Fasilitasi Pencapaian Indikator 
Kota Layak Anak

jumlah lembaga yang difasilitasi dalam pencapaian 
indikator kota layak anak

431 lembaga 1.039.113.254 1.1.2.02.02.0002 Fasilitasi Pencapaian Indikator 
Kota Layak Anak

jumlah lembaga yang difasilitasi dalam pencapaian 
indikator kota layak anak

279 lembaga 648.456.768

1.1.2.02.02.0003 Pembinaan Pengembangan 
Kampunge Arek Suroboyo

Jumlah kampung Kampunge Arek Suroboyo yang 
dibina dan dikembangkan

154 kampung 694.388.412 1.1.2.02.02.0003 Pembinaan Pengembangan 
Kampunge Arek Suroboyo

Jumlah kampung Kampunge Arek Suroboyo yang 
dibina dan dikembangkan

154 kampung 333.274.150

1.1.2.02.02.0004 Pendampingan dan Pembinaan 
Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak

Jumlah Pendampingan dan Pembinaan 
Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak

200 kasus 818.531.268 1.1.2.02.02.0004 Pendampingan dan Pembinaan 
Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak

Jumlah Pendampingan dan Pembinaan 
Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak

200 kasus 807.632.964

1.1.2.02.02.0005 Penyelenggaraan Operasional 
Shelter

jumlah shelter yang diselenggarakan 
operasionalnya selama 12 bulan

2 lembaga 1.370.400.943 1.1.2.02.02.0005 Penyelenggaraan Operasional 
Shelter

jumlah shelter yang diselenggarakan 
operasionalnya selama 12 bulan

2 lembaga 1.322.313.862

1.1.2.03 Pangan 3.401.721.568 1.1.2.03 Pangan 3.162.286.959
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3.401.721.568 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3.162.286.959
1.1.2.03.01 Program Ketersediaan Informasi Komoditas Pangan 732.448.880 1.1.2.03.01 Program Ketersediaan Informasi Komoditas Pangan 701.229.687
1.1.2.03.01.0001 Monitoring Bidang Ketahanan 
Pangan

Jumlah laporan pelaksanaan monitoring 15 laporan 732.448.880 1.1.2.03.01.0001 Monitoring Bidang Ketahanan 
Pangan

Jumlah laporan pelaksanaan monitoring 15 laporan 701.229.687

1.1.2.03.02 Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan 2.669.272.688 1.1.2.03.02 Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan 2.461.057.272
1.1.2.03.02.0001 Pembinaan dan Pengawasan 
Keamanan Pangan yang Beredar

Jumlah sampel produk pangan segar yang 
diperiksa

2060 sampel 1.196.452.001 1.1.2.03.02.0001 Pembinaan dan Pengawasan 
Keamanan Pangan yang Beredar

Jumlah sampel produk pangan segar yang 
diperiksa

2060 sampel 1.051.409.103

1.1.2.03.02.0002 Pengelolaan Sentra Olahan 
Pangan 

Jumlah Kegiatan Pelatihan Olahan Pangan Yang 
Dilaksanakan

11 kali 974.696.973 1.1.2.03.02.0002 Pengelolaan Sentra Olahan 
Pangan 

Jumlah Kegiatan Pelatihan Olahan Pangan Yang 
Dilaksanakan

11 kali 920.573.229

1.1.2.03.02.0003 Pengembangan Diversifikasi 
Pangan

Jumlah pelaksanaan Pengembangan Diversifikasi 
Pangan

28 kali 498.123.714 1.1.2.03.02.0003 Pengembangan Diversifikasi 
Pangan

Jumlah pelaksanaan Pengembangan Diversifikasi 
Pangan

28 kali 489.074.940

1.1.2.04 Pertanahan 600.902.471.089 1.1.2.04 Pertanahan 424.175.464.710
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 279.302.580.868 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 281.247.995.635
1.1.2.04.02 Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan Infrastruktur untuk Kepentingan Umum 277.822.533.508 1.1.2.04.02 Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan Infrastruktur untuk Kepentingan Umum 279.972.766.833

LAMPIRAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2020 | 11



Anggaran AnggaranUrusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
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1.1.2.04.02.0001 Pengadaan Tanah dan/atau 
Bangunan untuk infrastruktur

Jumlah lokasi tanah dan / atau bangunan yang 
disediakan bagi pembangunan infrastruktur

6 lokasi 277.822.533.508 1.1.2.04.02.0001 Pengadaan Tanah dan/atau 
Bangunan untuk infrastruktur

Jumlah lokasi tanah dan / atau bangunan yang 
disediakan bagi pembangunan infrastruktur

5 lokasi 279.972.766.833

1.1.2.04.05 Program Pengamanan Aset Infrastruktur 1.480.047.360 1.1.2.04.05 Program Pengamanan Aset Infrastruktur 1.275.228.802
1.1.2.04.05.0001 Pengamanan Aset Infrastruktur 
Pemerintah Kota Surabaya

Jumlah tanah aset infrastruktur yang diamankan 40 bidang 1.480.047.360 1.1.2.04.05.0001 Pengamanan Aset Infrastruktur 
Pemerintah Kota Surabaya

Jumlah tanah aset infrastruktur yang diamankan 40 bidang 1.275.228.802

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 321.599.890.221 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 142.927.469.075
1.1.2.04.01 Program Penanganan Sengketa Tanah dan Bangunan 4.237.495.689 1.1.2.04.01 Program Penanganan Sengketa Tanah dan Bangunan 4.162.204.301
1.1.2.04.01.0001 Penanganan Sengketa Bangunan 
Aset Pemerintah Kota Surabaya

Jumlah sengketa bangunan aset Pemerintah Kota 
Surabaya yang ditangani

12 Kasus 1.381.143.417 1.1.2.04.01.0001 Penanganan Sengketa Bangunan 
Aset Pemerintah Kota Surabaya

Jumlah sengketa bangunan aset Pemerintah Kota 
Surabaya yang ditangani

12 Kasus 1.301.595.357

1.1.2.04.01.0002 Penanganan Sengketa Tanah 
Aset Pemerintah Kota Surabaya

Jumlah sengketa tanah aset Pemerintah Kota 
Surabaya yang ditangani

18 obyek 1.391.233.321 1.1.2.04.01.0002 Penanganan Sengketa Tanah 
Aset Pemerintah Kota Surabaya

Jumlah sengketa tanah aset Pemerintah Kota 
Surabaya yang ditangani

18 obyek 1.384.226.082

1.1.2.04.01.0003 Pengendalian dan Penyuluhan 
Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Aset 
Pemerintah Kota Surabaya

Jumlah kegiatan penyuluhan pemanfaatan tanah 
dan/atau bangunan aset Pemerintah Kota 
Surabaya

8 kali 1.465.118.951 1.1.2.04.01.0003 Pengendalian dan Penyuluhan 
Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Aset 
Pemerintah Kota Surabaya

Jumlah kegiatan penyuluhan pemanfaatan tanah 
dan/atau bangunan aset Pemerintah Kota 
Surabaya

7 kali 1.476.382.862

1.1.2.04.03 Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan Non Infrastruktur untuk Kepentingan Umum302.702.598.397 1.1.2.04.03 Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan Non Infrastruktur untuk Kepentingan Umum128.202.935.648
1.1.2.04.03.0001 Pendataan dan Persiapan 
Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan

Jumlah dokumen pendataan dan persiapan 
pengadaan tanah dan/atau bangunan

4 dokumen 5.017.531.752 1.1.2.04.03.0001 Pendataan dan Persiapan 
Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan

Jumlah dokumen pendataan dan persiapan 
pengadaan tanah dan/atau bangunan

2 dokumen 3.467.146.552

1.1.2.04.03.0002 Pengadaan/Pembelian Tanah 
dan/atau Bangunan untuk Kepentingan Umum 
guna Pembangunan Non Infrastruktur

Lokasi tanah dan/atau bangunan untuk 
kepentingan umum guna pembangunan non 
infrastruktur yang diadakan

4 lokasi 297.685.066.645 1.1.2.04.03.0002 Pengadaan/Pembelian Tanah 
dan/atau Bangunan untuk Kepentingan Umum 
guna Pembangunan Non Infrastruktur

Lokasi tanah dan/atau bangunan untuk 
kepentingan umum guna pembangunan non 
infrastruktur yang diadakan

2 lokasi 124.735.789.096

1.1.2.04.04 Program Pengamanan Aset 8.813.850.476 1.1.2.04.04 Program Pengamanan Aset 5.244.838.679
1.1.2.04.04.0001 Pengamanan Aset Pemerintah 
Kota Surabaya

Jumlah tanah aset yang diamankan 100 bidang 4.896.263.144 1.1.2.04.04.0001 Pengamanan Aset Pemerintah 
Kota Surabaya

Jumlah tanah aset yang diamankan 100 bidang 2.633.823.957

1.1.2.04.04.0002 Perencanaan Pemanfaatan Tanah 
Aset Pemerintah Kota Surabaya

Perencanaan Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah 
Kota Surabaya

4 dokumen 1.179.181.982 1.1.2.04.04.0002 Perencanaan Pemanfaatan Tanah 
Aset Pemerintah Kota Surabaya

Perencanaan Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah 
Kota Surabaya

1 dokumen 642.066.320

1.1.2.04.04.0003 Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah 
Kota Surabaya

Jumlah dokumen sertifikasi tanah aset yang 
diajukan

75 dokumen 2.738.405.350 1.1.2.04.04.0003 Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah 
Kota Surabaya

Jumlah dokumen sertifikasi tanah aset yang 
diajukan

75 dokumen 1.968.948.402

1.1.2.04.06 Program Pengelolaan Aset Tanah 5.845.945.659 1.1.2.04.06 Program Pengelolaan Aset Tanah 5.317.490.447
1.1.2.04.06.0001 Pelayanan Pemanfaatan Tanah 
Aset

Jumlah izin yang diterbitkan atas pemanfaatan 
tanah aset Pemerintah Kota Surabaya

7000 izin 2.421.478.467 1.1.2.04.06.0001 Pelayanan Pemanfaatan Tanah 
Aset

Jumlah izin yang diterbitkan atas pemanfaatan 
tanah aset Pemerintah Kota Surabaya

7000 izin 2.361.774.703

1.1.2.04.06.0002 Pendataan dan Penataan Tanah 
Aset Pemerintah Kota

Pendataan dan penataan terhadap tanah aset 
Pemerintah Kota Surabaya yang dilaksanakan

1 dokumen 1.984.607.696 1.1.2.04.06.0002 Pendataan dan Penataan Tanah 
Aset Pemerintah Kota

Pendataan dan penataan terhadap tanah aset 
Pemerintah Kota Surabaya yang dilaksanakan

1 dokumen 1.857.185.834

1.1.2.04.06.0003 Pengukuran dan Pemetaan 
Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya

Jumlah lokasi tanah aset Pemerintah Kota 
Surabaya yang diukur dan dipetakan

8000 lokasi 1.439.859.496 1.1.2.04.06.0003 Pengukuran dan Pemetaan 
Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya

Jumlah lokasi tanah aset Pemerintah Kota 
Surabaya yang diukur dan dipetakan

8000 lokasi 1.098.529.910

1.1.2.05 Lingkungan Hidup 634.387.101.407 1.1.2.05 Lingkungan Hidup 510.215.198.171
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 597.164.729.716 Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 484.187.566.832
1.1.2.05.01 Program Kebersihan 195.327.853.879 1.1.2.05.01 Program Kebersihan 200.399.098.406
1.1.2.05.01.0001 Operasional dan Penyediaan 
Sarana Posko Kebersihan

Jumlah operasional peningkatan pelayanan posko 
kebersihan yang dilaksanakan

104 Kegiatan 3.853.801.382 1.1.2.05.01.0001 Operasional dan Penyediaan 
Sarana Posko Kebersihan

Jumlah operasional peningkatan pelayanan posko 
kebersihan yang dilaksanakan

104 Kegiatan 2.868.396.000

1.1.2.05.01.0002 Operasional Pembersihan Jalan 
dan Jalur Pedestrian

Jumlah lokasi pelaksanaan pembersihan jalan dan 
jalur pedestrian

364 lokasi 96.443.756.452 1.1.2.05.01.0002 Operasional Pembersihan Jalan 
dan Jalur Pedestrian

Jumlah lokasi pelaksanaan pembersihan jalan dan 
jalur pedestrian

364 lokasi 106.007.212.936

1.1.2.05.01.0003 Operasional Pembersihan 
Sampah di Saluran

Jumlah lokasi operasional pembersihan sampah di 
saluran

450 lokasi 19.334.367.792 1.1.2.05.01.0003 Operasional Pembersihan 
Sampah di Saluran

Jumlah lokasi operasional pembersihan sampah di 
saluran

450 lokasi 21.498.425.663

1.1.2.05.01.0004 Operasional Pengangkutan 
Sampah

Jumlah lokasi pelaksanaan operasional 
pengangkutan sampah

267 lokasi 75.695.928.253 1.1.2.05.01.0004 Operasional Pengangkutan 
Sampah

Jumlah lokasi pelaksanaan operasional 
pengangkutan sampah

267 lokasi 70.025.063.807

1.1.2.05.03 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Mandiri 3.975.708.987 1.1.2.05.03 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Mandiri 4.550.076.259
1.1.2.05.03.0001 Penyelenggaraan Kompetisi 
Pengelolaan Lingkungan

Jumlah kompetisi pengelolaan kebersihan yang 
diselenggarakan

3 kali 3.975.708.987 1.1.2.05.03.0001 Penyelenggaraan Kompetisi 
Pengelolaan Lingkungan

Jumlah kompetisi pengelolaan kebersihan yang 
diselenggarakan

3 kali 4.550.076.259

1.1.2.05.05 Program Pengelolaan Air Limbah Kota 23.984.785.436 1.1.2.05.05 Program Pengelolaan Air Limbah Kota 17.686.358.486
1.1.2.05.05.0001 Operasional, Pemeliharaan dan 
Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan Air 
Limbah

Jumlah IPAL yang dipelihara dan berfungsi baik 96 lokasi 7.443.205.478 1.1.2.05.05.0001 Operasional, Pemeliharaan dan 
Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan Air 
Limbah

Jumlah IPAL yang dipelihara dan berfungsi baik 96 lokasi 3.335.383.363
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Anggaran AnggaranUrusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Urusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
1.1.2.05.05.0002 Penyediaan Sarana, Operasional 
dan Pemeliharaan Pengelolaan Rumah 
Kompos/PLTSa/TPS 3R

Jumlah Rumah Kompos/PLTSa/TPS 3R yang 
dikelola

34 lokasi 16.541.579.958 1.1.2.05.05.0002 Penyediaan Sarana, Operasional 
dan Pemeliharaan Pengelolaan Rumah 
Kompos/PLTSa/TPS 3R

Jumlah Rumah Kompos/PLTSa/TPS 3R yang 
dikelola

34 lokasi 14.350.975.123

1.1.2.05.07 Program Pengelolaan dan Peningkatan Taman dan Jalur Hijau 88.677.153.402 1.1.2.05.07 Program Pengelolaan dan Peningkatan Taman dan Jalur Hijau 91.039.792.060
1.1.2.05.07.0001 Pemeliharaan, Penyediaan dan 
Penataan Sarana Taman dan Jalur Hijau

Jumlah lokasi taman dan jalur hijau yang ditata 
dan dipelihara 

425 lokasi 58.811.197.778 1.1.2.05.07.0001 Pemeliharaan, Penyediaan dan 
Penataan Sarana Taman dan Jalur Hijau

Jumlah lokasi taman dan jalur hijau yang ditata 
dan dipelihara 

425 lokasi 59.618.629.400

1.1.2.05.07.0002 Pengembangan Dekorasi Kota Jumlah Pengembangan Dekorasi Kota yang 
Difasilitasi

15 lokasi 10.552.719.093 1.1.2.05.07.0002 Pengembangan Dekorasi Kota Jumlah Pengembangan Dekorasi Kota yang 
Difasilitasi

15 lokasi 10.604.807.885

1.1.2.05.07.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan 
Sarana Taman Kota

Jumlah taman yang dipelihara 39 lokasi 19.313.236.531 1.1.2.05.07.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan 
Sarana Taman Kota

Jumlah taman yang dipelihara 39 lokasi 20.816.354.775

1.1.2.05.08 Program Pengelolaan Sampah dan Limbah 100.026.354.349 1.1.2.05.08 Program Pengelolaan Sampah dan Limbah 389.350.250
1.1.2.05.08.0001 Penanganan Limbah B3 Jumlah kegiatan penanganan limbah B3 yang 

dilakukan
1 Kegiatan 100.026.354.349 1.1.2.05.08.0001 Penanganan Limbah B3 Jumlah kegiatan penanganan limbah B3 yang 

dilakukan
1 Kegiatan 389.350.250

1.1.2.05.11 Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 185.172.873.663 1.1.2.05.11 Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 170.122.891.371
1.1.2.05.11.0002 Operasional sarana dan 
prasarana Kebersihan

Jumlah sarana kebersihan yang dikelola 21 unit 9.469.698.056 1.1.2.05.11.0002 Operasional sarana dan 
prasarana Kebersihan

Jumlah sarana kebersihan yang dikelola 21 unit 8.413.758.167

1.1.2.05.11.0003 Pembangunan dan Penyediaan 
Sarana Prasarana Kebersihan dan RTH

Jumlah sarana dan prasarana kebersihan dan RTH 
yang disediakan

1688 unit 26.906.970.244 1.1.2.05.11.0003 Pembangunan dan Penyediaan 
Sarana Prasarana Kebersihan dan RTH

Jumlah sarana dan prasarana kebersihan dan RTH 
yang disediakan

1528 unit 16.072.179.669

1.1.2.05.11.0004 Pembayaran Operasional 
Pengolahan Sampah

Jumlah Rekening Pengolahan Sampah yang 
Dibayar

1 rekening 122.737.825.297 1.1.2.05.11.0004 Pembayaran Operasional 
Pengolahan Sampah

Jumlah Rekening Pengolahan Sampah yang 
Dibayar

1 rekening 122.691.728.751

1.1.2.05.11.0005 Pemeliharaan prasarana 
kebersihan dan sarana pendukungnya

Jumlah lokasi prasarana kebersihan yang dikelola 183 lokasi 8.930.685.235 1.1.2.05.11.0005 Pemeliharaan prasarana 
kebersihan dan sarana pendukungnya

Jumlah lokasi prasarana kebersihan yang dikelola 183 lokasi 6.411.481.441

1.1.2.05.11.0006 Penyediaan Sarana dan 
Prasarana, Operasional dan Pemeliharaan Makam

Jumlah Pemakaman yang dibangun/rehab dan 
dipelihara 

14 lokasi 17.127.694.831 1.1.2.05.11.0006 Penyediaan Sarana dan 
Prasarana, Operasional dan Pemeliharaan Makam

Jumlah Pemakaman yang dibangun/rehab dan 
dipelihara 

14 lokasi 16.533.743.343

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 23.788.989.572 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 15.193.793.744
1.1.2.05.06 Program Pengelolaan dan Peningkatan Taman Hutan Raya 23.788.989.572 1.1.2.05.06 Program Pengelolaan dan Peningkatan Taman Hutan Raya 15.193.793.744
1.1.2.05.06.0001 Pembangunan dan Pemeliharaan 
Taman Hutan Raya

Jumlah Taman Hutan Raya yang dibangun dan 
dipelihara

12 lokasi 23.788.989.572 1.1.2.05.06.0001 Pembangunan dan Pemeliharaan 
Taman Hutan Raya

Jumlah Taman Hutan Raya yang dibangun dan 
dipelihara

12 lokasi 15.193.793.744

Dinas Lingkungan Hidup 13.433.382.119 Dinas Lingkungan Hidup 10.833.837.595
1.1.2.05.02 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Lingkungan Hidup 2.468.745.268 1.1.2.05.02 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Lingkungan Hidup 2.580.226.412
1.1.2.05.02.0001 Pelayanan Perijinan Pembuangan 
Air Limbah

Jumlah Ijin Pembuangan Air Limbah yang 
diterbitkan

100 izin 423.280.293 1.1.2.05.02.0001 Pelayanan Perijinan Pembuangan 
Air Limbah

Jumlah Ijin Pembuangan Air Limbah yang 
diterbitkan

100 izin 446.943.116

1.1.2.05.02.0002 Pelayanan Rekomendasi dan Izin 
Lingkungan

Jumlah rekomendasi dan izin lingkungan yang 
diterbitkan

2000 berkas 1.489.272.332 1.1.2.05.02.0002 Pelayanan Rekomendasi dan Izin 
Lingkungan

Jumlah rekomendasi dan izin lingkungan yang 
diterbitkan

2000 berkas 1.566.491.148

1.1.2.05.02.0003 Peningkatan Pelayanan Perijinan 
Limbah B3

Jumlah pelayanan ijin penyimpanan sementara 
limbah bahan berbahaya dan beracun yang 
terlayani dan terverifikasi

100 izin 556.192.643 1.1.2.05.02.0003 Peningkatan Pelayanan Perijinan 
Limbah B3

Jumlah pelayanan ijin penyimpanan sementara 
limbah bahan berbahaya dan beracun yang 
terlayani dan terverifikasi

100 izin 566.792.148

1.1.2.05.04 Program Pengadaan Prasarana Air Limbah Domestik Rumah Tangga 3.308.708.680 1.1.2.05.04 Program Pengadaan Prasarana Air Limbah Domestik Rumah Tangga 1.733.736.487
1.1.2.05.04.0001 Peningkatan Kualitas Sarana 
Sanitasi Permukiman

Jumlah lokasi rumah yang terpasang jamban 600 Unit 3.308.708.680 1.1.2.05.04.0001 Peningkatan Kualitas Sarana 
Sanitasi Permukiman

Jumlah lokasi rumah yang terpasang jamban 250 Unit 1.733.736.487

1.1.2.05.09 Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan 3.901.438.584 1.1.2.05.09 Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan 3.590.557.456
1.1.2.05.09.0001 Monitoring Sarana dan Prasarana 
Pengelolaan Air Limbah

Jumlah titik IPAL kegiatan monitoring pengelolaan 
air limbah

96 lokasi 422.434.337 1.1.2.05.09.0001 Monitoring Sarana dan Prasarana 
Pengelolaan Air Limbah

Jumlah titik IPAL kegiatan monitoring pengelolaan 
air limbah

96 lokasi 342.175.416

1.1.2.05.09.0002 Operasional dan Pemeliharaan 
Stasiun Monitoring Udara Ambien dan Data 
Display

Jumlah Indeks Standard Pencemar Udara (ISPU) 
yang terpublish dari 2 Stasiun Pemantau Kualitas 
Udara Ambien (SPKUA) dalam 1 tahun  sebanyak

365 data 914.967.123 1.1.2.05.09.0002 Operasional dan Pemeliharaan 
Stasiun Monitoring Udara Ambien dan Data 
Display

Jumlah Indeks Standard Pencemar Udara (ISPU) 
yang terpublish dari 2 Stasiun Pemantau Kualitas 
Udara Ambien (SPKUA) dalam 1 tahun  sebanyak

365 data 895.602.429

1.1.2.05.09.0003 Pemantauan Kualitas Air Laut di 
Kawasan Pesisir

Jumlah data air laut (dari 48 sampel) dan 
kuantitas/kualitas Air Bawah Tanah (730 data dari 
2 sumur pantau selama satu tahun) yang didapat 
sebanyak

778 data 583.604.694 1.1.2.05.09.0003 Pemantauan Kualitas Air Laut di 
Kawasan Pesisir

Jumlah data air laut (dari 24 sampel) dan 
kuantitas/kualitas Air Bawah Tanah (730 data dari 
2 sumur pantau selama satu tahun) yang didapat 
sebanyak

754 data 491.254.320

1.1.2.05.09.0004 Penanganan Permasalahan 
Lingkungan Hidup

Jumlah permasalahan lingkungan hidup yang 
ditangani

50 obyek 566.374.462 1.1.2.05.09.0004 Penanganan Permasalahan 
Lingkungan Hidup

Jumlah permasalahan lingkungan hidup yang 
ditangani

50 obyek 452.519.299

1.1.2.05.09.0005 Pengawasan Pengelolaan dan 
Pemantauan Lingkungan

Jumlah kegiatan usaha yang diawasi pengelolaan 
dan pemantauan lingkungannya

254 lembaga 957.671.204 1.1.2.05.09.0005 Pengawasan Pengelolaan dan 
Pemantauan Lingkungan

Jumlah kegiatan usaha yang diawasi pengelolaan 
dan pemantauan lingkungannya

254 lembaga 952.594.061
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Anggaran AnggaranUrusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Urusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
1.1.2.05.09.0006 Pengujian Kualitas Air dan Udara 
Ambien

Jumlah sampel air dan udara ambien yang diuji dan 
dianalisa

224 sampel 456.386.764 1.1.2.05.09.0006 Pengujian Kualitas Air dan Udara 
Ambien

Jumlah sampel air dan udara ambien yang diuji dan 
dianalisa

224 sampel 456.411.931

1.1.2.05.10 Program Peningkatan Kapasitas Pemahaman dan Evaluasi Lingkungan Hidup 3.754.489.587 1.1.2.05.10 Program Peningkatan Kapasitas Pemahaman dan Evaluasi Lingkungan Hidup 2.929.317.240
1.1.2.05.10.0001 Pelaksanaan Car Free Day Jumlah pelaksanaan Car Free Day 113 kali 1.465.660.985 1.1.2.05.10.0001 Pelaksanaan Car Free Day Jumlah pelaksanaan Car Free Day 28 kali 771.928.187
1.1.2.05.10.0002 Penyelenggaraan Edukasi dan 
Komunikasi Masyarakat di bidang lingkungan

Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi 
masyarakat di bidang lingkungan yang 
diselenggarakan

12 kali 1.013.253.329 1.1.2.05.10.0002 Penyelenggaraan Edukasi dan 
Komunikasi Masyarakat di bidang lingkungan

Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi 
masyarakat di bidang lingkungan yang 
diselenggarakan

6 kali 887.501.479

1.1.2.05.10.0003 Penyusunan Kajian Pemeliharaan 
Lingkungan Hidup Daerah

Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan 
hidup daerah yang disusun

5 dokumen 1.275.575.273 1.1.2.05.10.0003 Penyusunan Kajian Pemeliharaan 
Lingkungan Hidup Daerah

Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan 
hidup daerah yang disusun

5 dokumen 1.269.887.574

1.1.2.06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 17.099.035.856 1.1.2.06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 16.954.365.332
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 17.099.035.856 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 16.954.365.332
1.1.2.06.01 Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil 1.940.819.287 1.1.2.06.01 Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil 2.080.835.106
1.1.2.06.01.0001 Pelayanan Akta Kelahiran dan 
Kematian

Jumlah berkas permohonan akta kelahiran dan 
kematian yang dilayani

104682 berkas 1.361.166.981 1.1.2.06.01.0001 Pelayanan Akta Kelahiran dan 
Kematian

Jumlah berkas permohonan akta kelahiran dan 
kematian yang dilayani

101011 berkas 1.506.628.071

1.1.2.06.01.0002 Pelayanan Perkawinan, 
Perceraian, Perubahan Status Anak dan 
Kewarganegaraan

Jumlah berkas permohonan Perkawinan, 
Perceraian, Perubahan Status Anak dan 
Kewarganegaraan yang dilayani

3250 berkas 579.652.306 1.1.2.06.01.0002 Pelayanan Perkawinan, 
Perceraian, Perubahan Status Anak dan 
Kewarganegaraan

Jumlah berkas permohonan Perkawinan, 
Perceraian, Perubahan Status Anak dan 
Kewarganegaraan yang dilayani

3250 berkas 574.207.035

1.1.2.06.02 Program Pelayanan Administrasi Pendaftaran Penduduk 12.317.552.969 1.1.2.06.02 Program Pelayanan Administrasi Pendaftaran Penduduk 12.153.695.339
1.1.2.06.02.0001 Pelayanan administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil yang 
bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)

Jumlah Blanko dan Formulir Pelayanan 
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 
yang bersumber dari DAK yang disediakan

200000 berkas 9.373.661.000 1.1.2.06.02.0001 Pelayanan administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil yang 
bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)

Jumlah Blanko dan Formulir Pelayanan 
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 
yang bersumber dari DAK yang disediakan

200000 berkas 8.968.908.998

1.1.2.06.02.0002 Pelayanan Kartu Keluarga dan 
KTP-el

Jumlah berkas permohonan kartu keluarga dan 
KTP-el yang dilayani

398986 berkas 2.149.690.967 1.1.2.06.02.0002 Pelayanan Kartu Keluarga dan 
KTP-el

Jumlah berkas permohonan kartu keluarga dan 
KTP-el yang dilayani

398986 berkas 2.394.162.057

1.1.2.06.02.0003 Pelayanan Pindah Datang dan 
Pendataan Penduduk Non Permanen

Jumlah permohonan berkas pindah datang dan 
pendataan penduduk Non Permanen

40930 berkas 794.201.002 1.1.2.06.02.0003 Pelayanan Pindah Datang dan 
Pendataan Penduduk Non Permanen

Jumlah permohonan berkas pindah datang dan 
pendataan penduduk Non Permanen

34930 berkas 790.624.284

1.1.2.06.03 Program Pemanfaatan Data Kependudukan 1.052.324.337 1.1.2.06.03 Program Pemanfaatan Data Kependudukan 859.958.008
1.1.2.06.03.0001 Monitoring dan Evaluasi 
Pemanfaatan Data Kependudukan

Jumlah pelaksanaan monitoring pemanfaatan data 
kependudukan yang dilaksanakan

2 kali 416.155.470 1.1.2.06.03.0001 Monitoring dan Evaluasi 
Pemanfaatan Data Kependudukan

Jumlah pelaksanaan monitoring pemanfaatan data 
kependudukan yang dilaksanakan

2 kali 373.680.496

1.1.2.06.03.0002 Pelayanan kerjasama 
pemanfaatan data dan rekomendasi inovasi 
pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah dokumen Pelayanan kerjasama 
pemanfaatan data dan rekomendasi inovasi 
pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

6 dokumen 636.168.867 1.1.2.06.03.0002 Pelayanan kerjasama 
pemanfaatan data dan rekomendasi inovasi 
pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah dokumen Pelayanan kerjasama 
pemanfaatan data dan rekomendasi inovasi 
pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3 dokumen 486.277.512

1.1.2.06.04 Program Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan 1.788.339.263 1.1.2.06.04 Program Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan 1.859.876.879
1.1.2.06.04.0001 Pemutakhiran Data 
Kependudukan

data kependudukan yang di mutakhirkan 146684 data 532.952.196 1.1.2.06.04.0001 Pemutakhiran Data 
Kependudukan

data kependudukan yang di mutakhirkan 146684 data 539.578.674

1.1.2.06.04.0002 Pengembangan dan 
Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan

Jumlah sistem informasi administrasi 
kependudukan yang dikembangkan dan dipelihara

8 sistem 1.255.387.067 1.1.2.06.04.0002 Pengembangan dan 
Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan

Jumlah sistem informasi administrasi 
kependudukan yang dikembangkan dan dipelihara

8 sistem 1.320.298.205

1.1.2.07 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 12.632.184.850 1.1.2.07 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 10.378.841.826
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 12.632.184.850 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10.378.841.826
1.1.2.07.01 Program Keluarga Berencana 8.493.807.577 1.1.2.07.01 Program Keluarga Berencana 7.607.698.641
1.1.2.07.01.0001 Bantuan Operasional Keluarga 
Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)

jumlah lembaga yang mendapat Bantuan 
Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang 
Keluarga Berencana)

31 lembaga 4.051.321.999 1.1.2.07.01.0001 Bantuan Operasional Keluarga 
Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)

jumlah lembaga yang mendapat Bantuan 
Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang 
Keluarga Berencana)

31 lembaga 3.961.732.000

1.1.2.07.01.0002 Fasilitasi  Penggerakan Program 
Kependudukan  dan  Masyarakat Peduli  Keluarga 
Berencana

Jumlah orang  Yang Mengikuti Penggerakan 
Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli 
Keluarga Berencana

2028 orang 1.949.694.431 1.1.2.07.01.0002 Fasilitasi  Penggerakan Program 
Kependudukan  dan  Masyarakat Peduli  Keluarga 
Berencana

Jumlah orang  Yang Mengikuti Penggerakan 
Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli 
Keluarga Berencana

1566 orang 1.617.691.468

1.1.2.07.01.0003 Penyediaan Pelayanan KB Bagi 
Keluarga

Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan 
KB

650 orang 1.405.444.149 1.1.2.07.01.0003 Penyediaan Pelayanan KB Bagi 
Keluarga

Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan 
KB

290 orang 940.928.175

1.1.2.07.01.0004 Penyediaan sarana dan prasarana 
pelayanan KB yang disediakan melalui Dana 
Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana

jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang 
disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 
Bidang Keluarga Berencana

80 Paket 1.046.971.999 1.1.2.07.01.0004 Penyediaan sarana dan prasarana 
pelayanan KB yang disediakan melalui Dana 
Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana

jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang 
disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 
Bidang Keluarga Berencana

62 Paket 1.046.971.999

1.1.2.07.01.0006 Pengadaan Sarana Penurunan 
Stunting (DAK) Bidang Keluarga Berencana

Jumlah Sarana BKB Kit yang disediakan 4 unit 40.374.999 1.1.2.07.01.0006 Pengadaan Sarana Penurunan 
Stunting (DAK) Bidang Keluarga Berencana

Jumlah Sarana BKB Kit yang disediakan 4 unit 40.374.999
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Urusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
1.1.2.07.02 Program Peningkatan Ketahanan Keluarga 4.138.377.273 1.1.2.07.02 Program Peningkatan Ketahanan Keluarga 2.771.143.185
1.1.2.07.02.0001 Fasilitasi dan Pendampingan 
Inkubasi Usaha Mandiri

Jumlah orang yang difasilitasi dan mendapatkan 
pendampingan inkubasi usaha mandiri

100 orang 1.083.639.906 1.1.2.07.02.0001 Fasilitasi dan Pendampingan 
Inkubasi Usaha Mandiri

Jumlah orang yang difasilitasi dan mendapatkan 
pendampingan inkubasi usaha mandiri

22 orang 776.324.147

1.1.2.07.02.0002 Fasilitasi Pengembangan Usaha 
Ekonomi

Jumlah lembaga yang mendapat fasilitasi 
pengembangan usaha ekonomi

15 lembaga 977.460.424 1.1.2.07.02.0002 Fasilitasi Pengembangan Usaha 
Ekonomi

Jumlah lembaga yang mendapat fasilitasi 
pengembangan usaha ekonomi

5 lembaga 436.686.301

1.1.2.07.02.0003 Pembinaan Keluarga Sejahtera Jumlah orang yang mengikuti pembinaan keluarga 
sejahtera

1240 orang 623.950.063 1.1.2.07.02.0003 Pembinaan Keluarga Sejahtera Jumlah orang yang mengikuti pembinaan keluarga 
sejahtera

180 orang 432.453.191

1.1.2.07.02.0004 Pembinaan terhadap 
Pendamping Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga 
Remaja/Bina Keluarga Lansia

Jumlah  pendamping  yang mengikuti pembinaan 
Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina 
Keluarga Lansia yang didampingi

1350 orang 377.138.505 1.1.2.07.02.0004 Pembinaan terhadap 
Pendamping Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga 
Remaja/Bina Keluarga Lansia

Jumlah  pendamping  yang mengikuti pembinaan 
Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina 
Keluarga Lansia yang didampingi

978 orang 277.028.100

1.1.2.07.02.0005 Pengelolaan Rumah Kreatif 
Handycraft

Jumlah rumah kreatif yang dikelola selama 12 
bulan

1 bangunan 304.395.701 1.1.2.07.02.0005 Pengelolaan Rumah Kreatif 
Handycraft

Jumlah rumah kreatif yang dikelola selama 12 
bulan

1 bangunan 241.988.451

1.1.2.07.02.0006 Penyelenggaraan Operasional 
PUSPAGA

Jumlah Puspaga yang diselenggarakan 
operasionalnya selama 12 bulan

2 lembaga 771.792.674 1.1.2.07.02.0006 Penyelenggaraan Operasional 
PUSPAGA

Jumlah Puspaga yang diselenggarakan 
operasionalnya selama 12 bulan

2 lembaga 606.662.995

1.1.2.08 Perhubungan 242.020.293.863 1.1.2.08 Perhubungan 183.284.474.004
Dinas Perhubungan 242.020.293.863 Dinas Perhubungan 183.284.474.004
1.1.2.08.01 Program Pelayanan Publik Lingkup Perhubungan 6.234.527.477 1.1.2.08.01 Program Pelayanan Publik Lingkup Perhubungan 4.520.540.000
1.1.2.08.01.0001 Penyediaan Pelayanan Perizinan 
dan Non Perizinan Bidang Perhubungan

Kebutuhan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 
Bidang Perhubungan yang Diadakan

3 Jenis 6.234.527.477 1.1.2.08.01.0001 Penyediaan Pelayanan Perizinan 
dan Non Perizinan Bidang Perhubungan

Kebutuhan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 
Bidang Perhubungan yang Diadakan

3 Jenis 4.520.540.000

1.1.2.08.02 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi 70.827.793.198 1.1.2.08.02 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi 36.606.240.639
1.1.2.08.02.0001 Pembangunan Prasarana 
Transportasi

Jumlah Bangunan Prasarana Transportasi Yang 
Dibangun

1 bangunan 30.027.463.407 1.1.2.08.02.0001 Pembangunan Prasarana 
Transportasi

Jumlah Bangunan Prasarana Transportasi Yang 
Dibangun

1 bangunan 332.558.133

1.1.2.08.02.0002 Pemeliharaan Prasarana 
Transportasi

Jumlah Lokasi Prasarana Transportasi yang 
Dipelihara

36 lokasi 6.096.648.189 1.1.2.08.02.0002 Pemeliharaan Prasarana 
Transportasi

Jumlah Lokasi Prasarana Transportasi yang 
Dipelihara

30 lokasi 5.477.120.380

1.1.2.08.02.0003 Pengelolaan Terminal Angkutan 
Umum

Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola 
selama 12 bulan

14 Lokasi 30.750.937.080 1.1.2.08.02.0003 Pengelolaan Terminal Angkutan 
Umum

Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola 
selama 12 bulan

14 Lokasi 28.397.254.933

1.1.2.08.02.0004 Perencanaan dan Pengawasan 
Prasarana Transportasi

Jumlah Paket Perencanaan dan Pengawasan 
Prasarana Transportasi

8 Paket 3.952.744.522 1.1.2.08.02.0004 Perencanaan dan Pengawasan 
Prasarana Transportasi

Jumlah Paket Perencanaan dan Pengawasan 
Prasarana Transportasi

2 Paket 2.399.307.193

1.1.2.08.03 Program Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 23.266.400.457 1.1.2.08.03 Program Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 24.511.411.359
1.1.2.08.03.0001 Pelaksanaan Pengujian 
Kendaraan Bermotor Wajib Uji

Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang 
Melaksanakan Uji KIR dilokasi pengujian 
kendaraan Bermotor

149069 unit 7.714.377.791 1.1.2.08.03.0001 Pelaksanaan Pengujian 
Kendaraan Bermotor Wajib Uji

Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang 
Melaksanakan Uji KIR dilokasi pengujian 
kendaraan Bermotor

147069 unit 8.215.708.755

1.1.2.08.03.0002 Pengawasan dan Pengendalian 
Lalu Lintas Jalan

Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Lalu 
Lintas selama 12 bulan

365 Kali 10.831.194.349 1.1.2.08.03.0002 Pengawasan dan Pengendalian 
Lalu Lintas Jalan

Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Lalu 
Lintas selama 12 bulan

365 Kali 11.355.772.584

1.1.2.08.03.0003 Pengawasan dan Pengendalian 
Sarana Angkutan Jalan

Jenis Sarana Angkutan Jalan yang Diawasai dan 
Dikendalikan selama 12 bulan

7 Jenis 3.586.361.205 1.1.2.08.03.0003 Pengawasan dan Pengendalian 
Sarana Angkutan Jalan

Jenis Sarana Angkutan Jalan yang Diawasai dan 
Dikendalikan selama 12 bulan

7 Jenis 3.947.161.374

1.1.2.08.03.0004 Pengendalian Pencemaran Udara 
Melalui Uji Emisi Gas Buang

Jumlah Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang 
Kendaraan Bermotor yang Dilaksanakan

48 kali 1.134.467.112 1.1.2.08.03.0004 Pengendalian Pencemaran Udara 
Melalui Uji Emisi Gas Buang

Jumlah Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang 
Kendaraan Bermotor yang Dilaksanakan

48 kali 992.768.646

1.1.2.08.04 Program Pengembangan Sistem Transportasi yang Berkelanjutan 59.668.281.473 1.1.2.08.04 Program Pengembangan Sistem Transportasi yang Berkelanjutan 53.651.525.608
1.1.2.08.04.0001 Pengelolaan Transportasi Umum Jumlah Unit Transportasi Umum yang 

Diselenggarakan 
20 Unit 19.526.059.196 1.1.2.08.04.0001 Pengelolaan Transportasi Umum Jumlah Unit Transportasi Umum yang 

Diselenggarakan 
20 Unit 19.964.917.444

1.1.2.08.04.0002 Pengembangan Angkutan Rel, 
Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor

Jumlah Kegiatan Pengembangan Angkutan Rel, 
Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor

5 Kali 6.750.517.728 1.1.2.08.04.0002 Pengembangan Angkutan Rel, 
Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor

Jumlah Kegiatan Pengembangan Angkutan Rel, 
Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor

2 Kali 4.830.670.294

1.1.2.08.04.0003 Penyelenggaraan Pelayanan 
Aksesibilitas Angkutan Barang

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Survey Aksesibilitas 
Angkutan Barang

2 kali 794.132.784 1.1.2.08.04.0003 Penyelenggaraan Pelayanan 
Aksesibilitas Angkutan Barang

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Survey Aksesibilitas 
Angkutan Barang

2 kali 739.893.000

1.1.2.08.04.0004 Penyelenggaraan Sarana 
Transportasi Bagi Pelajar

Transportasi Pelajar yang Diselenggarakan selama 
12 Bulan

8 unit 1.225.469.495 1.1.2.08.04.0004 Penyelenggaraan Sarana 
Transportasi Bagi Pelajar

Transportasi Pelajar yang Diselenggarakan selama 
12 Bulan

8 unit 1.038.955.526

1.1.2.08.04.0005 Penyelenggaraan Transportasi 
Umum Perkotaan

Transportasi Umum Perkotaan yang 
Diselenggarakan

365 kali 28.781.140.592 1.1.2.08.04.0005 Penyelenggaraan Transportasi 
Umum Perkotaan

Transportasi Umum Perkotaan yang 
Diselenggarakan

365 kali 25.028.528.223

1.1.2.08.04.0006 Perencanaan Angkutan Umum 
Perkotaan

Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan yang 
Dilaksanakan

10 Dokumen 2.590.961.678 1.1.2.08.04.0006 Perencanaan Angkutan Umum 
Perkotaan

Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan yang 
Dilaksanakan

7 Dokumen 2.048.561.121

1.1.2.08.05 Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 82.023.291.258 1.1.2.08.05 Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 63.994.756.398
1.1.2.08.05.0001 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jenis Perlengkapan Jalan yang Dipelihara 5 Jenis 31.944.564.527 1.1.2.08.05.0001 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jenis Perlengkapan Jalan yang Dipelihara 5 Jenis 27.151.879.438
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1.1.2.08.05.0002 Pengadaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang DIadakan 1200 unit 20.300.796.817 1.1.2.08.05.0002 Pengadaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang DIadakan 1037 unit 12.660.711.800

1.1.2.08.05.0003 Penyelenggaraan Manajemen 
dan Rekayasa Lalu Lintas

Jumlah Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu 
Lintas Yang Tersusun

13 dokumen 3.569.981.591 1.1.2.08.05.0003 Penyelenggaraan Manajemen 
dan Rekayasa Lalu Lintas

Jumlah Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu 
Lintas Yang Tersusun

5 dokumen 2.462.071.491

1.1.2.08.05.0004 Penyelenggaraan Perparkiran Jumlah Tempat Parkir yang Diselenggarakan 
selama 12 bulan

1821 Lokasi 25.694.473.323 1.1.2.08.05.0004 Penyelenggaraan Perparkiran Jumlah Tempat Parkir yang Diselenggarakan 
selama 12 bulan

1821 Lokasi 21.720.093.669

1.1.2.08.05.0005 Pemasangan Alat Keselamatan 
Jalan (DAK)

Jenis alat keselamatan jalan yang diadakan dalam 
satu tahun

1 jenis 513.475.000 1.1.2.08.05.0005 Pemasangan Alat Keselamatan 
Jalan (DAK)

Jenis alat keselamatan jalan yang diadakan dalam 
satu tahun

0 jenis 0

1.1.2.09 Komunikasi dan Informatika serta Persandian 74.542.153.615 1.1.2.09 Komunikasi dan Informatika serta Persandian 52.208.595.452
Dinas Komunikasi dan Informatika 74.542.153.615 Dinas Komunikasi dan Informatika 52.208.595.452
1.1.2.09.01 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 32.743.758.825 1.1.2.09.01 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 29.301.566.488
1.1.2.09.01.0001 Layanan Sistem Informasi 
Pemerintahan dan Publik

Jumlah layanan sistem informasi pemerintahan 
dan publik yang disediakan

396 lokasi 29.839.500.708 1.1.2.09.01.0001 Layanan Sistem Informasi 
Pemerintahan dan Publik

Jumlah layanan sistem informasi pemerintahan 
dan publik yang disediakan

396 lokasi 26.983.748.399

1.1.2.09.01.0002 Monitoring dan Evaluasi 
Pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan pemanfaatan teknologi Informasi 
yang dilaksanakan

72 lokasi 739.042.293 1.1.2.09.01.0002 Monitoring dan Evaluasi 
Pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan pemanfaatan teknologi Informasi 
yang dilaksanakan

72 lokasi 481.745.423

1.1.2.09.01.0003 Pembangunan Sistem Informasi 
Pelayanan Publik Dan Sistem Informasi 
Manajemen

Jumlah Aplikasi Pelayanan Publik dan Sistem 
Informasi Manejemen yang Dibangun

15 aplikasi 811.100.044 1.1.2.09.01.0003 Pembangunan Sistem Informasi 
Pelayanan Publik Dan Sistem Informasi 
Manajemen

Jumlah Aplikasi Pelayanan Publik dan Sistem 
Informasi Manejemen yang Dibangun

15 aplikasi 739.732.865

1.1.2.09.01.0004 Pemeliharaan Dan 
Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik 
dan Sistem Informasi Manajemen

Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Publik dan 
Sistem Informasi Manajemen yang dipelihara dan 
dikembangkan

150 Aplikasi 1.354.115.780 1.1.2.09.01.0004 Pemeliharaan Dan 
Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik 
dan Sistem Informasi Manajemen

Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Publik dan 
Sistem Informasi Manajemen yang dipelihara dan 
dikembangkan

150 Aplikasi 1.096.339.801

1.1.2.09.02 Program Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik 6.529.667.829 1.1.2.09.02 Program Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik 4.578.787.160
1.1.2.09.02.0001 Pelayanan Keluhan dan 
Pengaduan Masyarakat, Permohonan Informasi 
dan Dokumentasi Publik

Jumlah keluhan dan pengaduan masyarakat, 
permohonan informasi dan dokumentasi publik 
yang dilayani

3000 berkas 1.092.562.285 1.1.2.09.02.0001 Pelayanan Keluhan dan 
Pengaduan Masyarakat, Permohonan Informasi 
dan Dokumentasi Publik

Jumlah keluhan dan pengaduan masyarakat, 
permohonan informasi dan dokumentasi publik 
yang dilayani

3000 berkas 1.007.575.818

1.1.2.09.02.0002 Pengelolaan Saluran Komunikasi Jumlah saluran komunikasi yang dikelola 19 Saluran 830.591.449 1.1.2.09.02.0002 Pengelolaan Saluran Komunikasi Jumlah saluran komunikasi yang dikelola 19 Saluran 619.719.347

1.1.2.09.02.0003 Pengembangan dan 
Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial

Jumlah pelaksanaan pengembangan dan 
pemberdayaan lembaga komunikasi sosial

11 kali 1.408.546.316 1.1.2.09.02.0003 Pengembangan dan 
Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial

Jumlah pelaksanaan pengembangan dan 
pemberdayaan lembaga komunikasi sosial

6 kali 688.978.485

1.1.2.09.02.0004 Penyusunan Dokumen Analisa 
Data dan Informasi Pemerintah Daerah

Jumlah Dokumen Analisa Data Dan Informasi 
Pemerintah Daerah yang disusun

5 dokumen 682.603.580 1.1.2.09.02.0004 Penyusunan Dokumen Analisa 
Data dan Informasi Pemerintah Daerah

Jumlah Dokumen Analisa Data Dan Informasi 
Pemerintah Daerah yang disusun

1 dokumen 433.979.184

1.1.2.09.02.0005 Publikasi Penyelenggaraan 
Pembangunan Daerah

Jumlah Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan 
Daerah

4 Jenis 2.515.364.199 1.1.2.09.02.0005 Publikasi Penyelenggaraan 
Pembangunan Daerah

Jumlah Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan 
Daerah

3 Jenis 1.828.534.326

1.1.2.09.03 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 35.268.726.961 1.1.2.09.03 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 18.328.241.804
1.1.2.09.03.0001 Pelaksanaan Sistem Persandian 
Perkotaan

Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Persandian 
Perkotaan yang dikelola

1289 unit 2.329.392.940 1.1.2.09.03.0001 Pelaksanaan Sistem Persandian 
Perkotaan

Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Persandian 
Perkotaan yang dikelola

1289 unit 2.684.714.048

1.1.2.09.03.0002 Pembangunan Sarana Prasarana 
TIK

Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana TIK 136 lokasi 17.748.853.061 1.1.2.09.03.0002 Pembangunan Sarana Prasarana 
TIK

Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana TIK 4 lokasi 1.610.515.234

1.1.2.09.03.0003 Pemeliharaan dan 
Pengembangan Sarana Prasarana TIK

Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana 
Prasarana TIK

4 Jenis 9.017.079.013 1.1.2.09.03.0003 Pemeliharaan dan 
Pengembangan Sarana Prasarana TIK

Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana 
Prasarana TIK

4 Jenis 9.660.442.375

1.1.2.09.03.0004 Penanganan Serangan terhadap 
Sistem Keamanan Informasi

Persentase Serangan terhadap Sistem Keamanan 
Informasi yang ditangani

100 persen 3.479.773.776 1.1.2.09.03.0004 Penanganan Serangan terhadap 
Sistem Keamanan Informasi

Persentase Serangan terhadap Sistem Keamanan 
Informasi yang ditangani

100 persen 3.538.877.904

1.1.2.09.03.0005 Pengelolaan Pusat Data Jumlah Pusat Data yang dikelola 2 Lokasi 2.693.628.171 1.1.2.09.03.0005 Pengelolaan Pusat Data Jumlah Pusat Data yang dikelola 2 Lokasi 833.692.243
1.1.2.10 Penanaman Modal 8.258.892.623 1.1.2.10 Penanaman Modal 8.179.884.080
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8.258.892.623 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8.179.884.080
1.1.2.10.01 Program Pengolahan Data dan Pengendalian Penanaman Modal 1.382.363.024 1.1.2.10.01 Program Pengolahan Data dan Pengendalian Penanaman Modal 1.189.112.858
1.1.2.10.01.0001 Penyelenggaraan Pengendalian 
Pelaksanaan Penanaman Modal

Jumlah perusahaan penanam modal yang 
dimonitor dan dievaluasi

3500 
perusahaan

944.392.726 1.1.2.10.01.0001 Penyelenggaraan Pengendalian 
Pelaksanaan Penanaman Modal

Jumlah perusahaan penanam modal yang 
dimonitor dan dievaluasi

2100 
perusahaan

783.627.392

1.1.2.10.01.0003 Pengelolaan Data Investasi Jumlah data investasi yang dikelola 41751 data 437.970.298 1.1.2.10.01.0003 Pengelolaan Data Investasi Jumlah data investasi yang dikelola 41751 data 405.485.466
1.1.2.10.02 Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi 1.255.231.994 1.1.2.10.02 Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi 1.236.033.735
1.1.2.10.02.0001 Pengembangan Potensi 
Penanaman Modal

Jumlah dokumen pengembangan potensi 
penanaman modal 

4 dokumen 637.547.294 1.1.2.10.02.0001 Pengembangan Potensi 
Penanaman Modal

Jumlah dokumen pengembangan potensi 
penanaman modal 

8 dokumen 701.043.805

1.1.2.10.02.0002 Penyelenggaraan Promosi 
Investasi

Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan 3 kali 617.684.700 1.1.2.10.02.0002 Penyelenggaraan Promosi 
Investasi

Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan 2 kali 534.989.930

1.1.2.10.03 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Penanaman Modal 5.621.297.605 1.1.2.10.03 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Penanaman Modal 5.754.737.487
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1.1.2.10.03.0004 Pendataan dan Pengawasan 
Kepemilikan atau Penggunaan Mesin Pelinting 
Rokok dan Pemberian Sertifikat / Kode Registrasi 
Mesin Pelinting Rokok (DBHCHT)

Jumlah pendataan dan pengawasan kepemilikan 
atau penggunaan mesin pelinting rokok dan 
pemberian sertifikat / kode registrasi mesin 
pelinting rokok yang dilaksanakan

2 kali 16.385.765 1.1.2.10.03.0004 Pendataan dan Pengawasan 
Kepemilikan atau Penggunaan Mesin Pelinting 
Rokok dan Pemberian Sertifikat / Kode Registrasi 
Mesin Pelinting Rokok (DBHCHT)

Jumlah pendataan dan pengawasan kepemilikan 
atau penggunaan mesin pelinting rokok dan 
pemberian sertifikat / kode registrasi mesin 
pelinting rokok yang dilaksanakan

2 kali 16.385.765

1.1.2.10.03.0005 Pengawasan Perijinan Industri 
dan SIUP

Jumlah pelaku usaha yang ijin usahanya diawasi 11000 pelaku 
usaha

826.018.859 1.1.2.10.03.0005 Pengawasan Perijinan Industri 
dan SIUP

Jumlah pelaku usaha yang ijin usahanya diawasi 11500 pelaku 
usaha

830.717.037

1.1.2.10.03.0006 Pengelolaan Pelayanan Perizinan 
dan Non Perizinan Terpadu

Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non 
perizinan terpadu yang dihasilkan

60000 berkas 4.743.892.217 1.1.2.10.03.0006 Pengelolaan Pelayanan Perizinan 
dan Non Perizinan Terpadu

Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non 
perizinan terpadu yang dihasilkan

60000 berkas 4.872.633.921

1.1.2.10.03.0007 Pengumpulan Informasi Hasil 
Tembakau (DBHCHT)

Jumlah pelaksanaan pengumpulan informasi hasil 
tembakau

2 kali 11.704.145 1.1.2.10.03.0007 Pengumpulan Informasi Hasil 
Tembakau (DBHCHT)

Jumlah pelaksanaan pengumpulan informasi hasil 
tembakau

2 kali 11.704.145

1.1.2.10.03.0008 Penyampaian Informasi 
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di 
Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan atau 
Pemangku Kepentingan (DBHCHT)

Jumlah penyampaian informasi ketentuan 
peraturan cukai yang dilakukan

4 kali 23.296.619 1.1.2.10.03.0008 Penyampaian Informasi 
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di 
Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan atau 
Pemangku Kepentingan (DBHCHT)

Jumlah penyampaian informasi ketentuan 
peraturan cukai yang dilakukan

4 kali 23.296.619

1.1.2.11 Kepemudaan dan Olahraga 92.897.920.266 1.1.2.11 Kepemudaan dan Olahraga 55.916.600.054
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 92.897.920.266 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 55.916.600.054
1.1.2.11.01 Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 73.174.694.032 1.1.2.11.01 Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 51.475.408.713
1.1.2.11.01.0001 Operasional Sarana dan 
Prasarana Olahraga

Jumlah Sarana dan  Prasarana Olahraga yang 
difasilitasi

11 unit 9.409.375.344 1.1.2.11.01.0001 Operasional Sarana dan 
Prasarana Olahraga

Jumlah Sarana dan  Prasarana Olahraga yang 
difasilitasi

12 unit 9.180.436.672

1.1.2.11.01.0002 Pembangunan dan Peningkatan 
Prasarana Olahraga

Jumlah Prasarana Olahraga yang dibangun dan 
ditingkatkan

57 unit 52.966.192.111 1.1.2.11.01.0002 Pembangunan dan Peningkatan 
Prasarana Olahraga

Jumlah Prasarana Olahraga yang dibangun dan 
ditingkatkan

21 unit 31.571.238.131

1.1.2.11.01.0003 Penyediaan Sarana Olahraga Jumlah Sarana Olahraga yang Disediakan 6 jenis 580.826.479 1.1.2.11.01.0003 Penyediaan Sarana Olahraga Jumlah Sarana Olahraga yang Disediakan 6 jenis 559.175.500

1.1.2.11.01.0004 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan dan Pengawasan Penyediaan Sarana 
dan Prasarana Olahraga

Jumlah dokumen perencanaan prasarana olahraga 
yang disusun

58 dokumen 2.726.506.379 1.1.2.11.01.0004 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan dan Pengawasan Penyediaan Sarana 
dan Prasarana Olahraga

Jumlah dokumen perencanaan prasarana olahraga 
yang disusun

58 dokumen 1.855.329.200

1.1.2.11.01.0005 Perbaikan Prasarana Olahraga Jumlah Prasarana Olahraga yang Diperbaiki 133 unit 7.491.793.719 1.1.2.11.01.0005 Perbaikan Prasarana Olahraga Jumlah Prasarana Olahraga yang Diperbaiki 90 unit 8.309.229.210

1.1.2.11.02 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 13.851.894.599 1.1.2.11.02 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 2.989.633.751
1.1.2.11.02.0001 Fasilitasi Kegiatan Pembinaan 
Olahraga Prestasi

Jumlah Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi 
yang difasilitasi

41 kali 8.132.357.842 1.1.2.11.02.0001 Fasilitasi Kegiatan Pembinaan 
Olahraga Prestasi

Jumlah Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi 
yang difasilitasi

4 kali 1.036.361.120

1.1.2.11.02.0002 Fasilitasi Kegiatan Pembinaan 
Olahraga Rekreasi

Jumlah kegiatan pengembangan dan peningkatan 
kualitas SDM olahraga rekreasi dan tradisional 

14 kali 1.050.454.753 1.1.2.11.02.0002 Fasilitasi Kegiatan Pembinaan 
Olahraga Rekreasi

Jumlah kegiatan pengembangan dan peningkatan 
kualitas SDM olahraga rekreasi dan tradisional 

2 kali 391.821.526

1.1.2.11.02.0003 Pengembangan dan Peningkatan 
Kualitas SDM Olahraga Anak

Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan 
Kualitas SDM Olahraga Anak

26 kali 1.302.018.299 1.1.2.11.02.0003 Pengembangan dan Peningkatan 
Kualitas SDM Olahraga Anak

Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan 
Kualitas SDM Olahraga Anak

4 kali 462.769.161

1.1.2.11.02.0004 Pengembangan dan Peningkatan 
Kualitas SDM  Olahraga Prestasi

Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan 
Kualitas SDM Olahraga Prestasi yang 
diselenggarakan

10 kali 2.148.749.622 1.1.2.11.02.0004 Pengembangan dan Peningkatan 
Kualitas SDM  Olahraga Prestasi

Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan 
Kualitas SDM Olahraga Prestasi yang 
diselenggarakan

2 kali 503.604.120

1.1.2.11.02.0005 Pengembangan dan Peningkatan 
Kualitas SDM  Olahraga Rekreasi

Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan 
Kualitas SDM Olahraga Rekreasi yang 
diselenggarakan

29 kali 1.218.314.083 1.1.2.11.02.0005 Pengembangan dan Peningkatan 
Kualitas SDM  Olahraga Rekreasi

Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan 
Kualitas SDM Olahraga Rekreasi yang 
diselenggarakan

2 kali 595.077.824

1.1.2.11.03 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 3.558.821.952 1.1.2.11.03 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1.030.531.120
1.1.2.11.03.0001 Pembentukan Pemuda Kader 
Anti Kenakalan Remaja

Jumlah Peserta Pemuda yang mendapatkan 
pembinaan untuk menjadi Kader Anti Kenakalan 
Remaja

4565 peserta 1.389.813.871 1.1.2.11.03.0001 Pembentukan Pemuda Kader 
Anti Kenakalan Remaja

Jumlah Peserta Pemuda yang mendapatkan 
pembinaan untuk menjadi Kader Anti Kenakalan 
Remaja

870 peserta 243.176.430

1.1.2.11.03.0002 Peningkatan Jiwa Kepemimpinan 
dan Kepeloporan Pemuda

Jumlah Kegiatan Peningkatan Jiwa Kepemimpinan 
dan Kepeloporan Pemuda yang diselenggarakan

30 kali 2.169.008.081 1.1.2.11.03.0002 Peningkatan Jiwa Kepemimpinan 
dan Kepeloporan Pemuda

Jumlah Kegiatan Peningkatan Jiwa Kepemimpinan 
dan Kepeloporan Pemuda yang diselenggarakan

11 kali 787.354.690

1.1.2.11.04 Program Peningkatan Prestasi Pemuda 2.312.509.683 1.1.2.11.04 Program Peningkatan Prestasi Pemuda 421.026.470
1.1.2.11.04.0001 Pelatihan Seni Musik Modern di 
Rumah Kreatif

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan seni 
musik modern di rumah kreatif

670 orang 1.026.933.540 1.1.2.11.04.0001 Pelatihan Seni Musik Modern di 
Rumah Kreatif

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan seni 
musik modern di rumah kreatif

15 orang 125.140.870

1.1.2.11.04.0002 Pengembangan Keterampilan 
dan Kewirausahaan Pemuda

Jumlah  Pemuda yang mendapatkan 
Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan

1050 Orang 1.285.576.143 1.1.2.11.04.0002 Pengembangan Keterampilan 
dan Kewirausahaan Pemuda

Jumlah  Pemuda yang mendapatkan 
Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan

250 Orang 295.885.600

1.1.2.12 Kebudayaan 9.104.779.908 1.1.2.12 Kebudayaan 5.742.233.085
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 9.104.779.908 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 5.742.233.085
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Urusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
1.1.2.12.01 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal 7.079.554.757 1.1.2.12.01 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal 4.534.027.342
1.1.2.12.01.0001 Fasilitasi penyelenggaraan even 
budaya daerah

Jumlah penyelenggaraan event budaya daerah 512 kali 6.449.281.531 1.1.2.12.01.0001 Fasilitasi penyelenggaraan even 
budaya daerah

Jumlah penyelenggaraan event budaya daerah 125 kali 3.899.908.301

1.1.2.12.01.0002 Fasilitasi Penyelenggaraan 
Festival Budaya Lokal

Jumlah pelaksaan festival budaya lokal 3 kali 395.936.801 1.1.2.12.01.0002 Fasilitasi Penyelenggaraan 
Festival Budaya Lokal

Jumlah pelaksaan festival budaya lokal 1 kali 333.756.200

1.1.2.12.01.0003 Monitoring penyelenggaraan seni 
budaya lokal pada ruang publik dan usaha 
pariwisata

Jumlah ruang publik dan usaha pariwisata yang 
dimonitoring

14 lokasi 234.336.425 1.1.2.12.01.0003 Monitoring penyelenggaraan seni 
budaya lokal pada ruang publik dan usaha 
pariwisata

Jumlah ruang publik dan usaha pariwisata yang 
dimonitoring

14 lokasi 300.362.841

1.1.2.12.02 Program Perlindungan Budaya Lokal 2.025.225.151 1.1.2.12.02 Program Perlindungan Budaya Lokal 1.208.205.743
1.1.2.12.02.0001 Monitoring dan evaluasi cagar 
budaya

Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan 
dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian

250 lokasi 1.349.022.672 1.1.2.12.02.0001 Monitoring dan evaluasi cagar 
budaya

Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan 
dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian

250 lokasi 1.096.041.243

1.1.2.12.02.0002 Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah Jumlah pelaksanaan event peningkatan nilai-nilai 
sejarah

9 kali 676.202.479 1.1.2.12.02.0002 Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah Jumlah pelaksanaan event peningkatan nilai-nilai 
sejarah

1 kali 112.164.500

1.1.2.13 Perpustakaan 27.506.992.002 1.1.2.13 Perpustakaan 30.235.639.989
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 27.506.992.002 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 30.235.639.989
1.1.2.13.01 Program Pembinaan Layanan Baca 841.610.197 1.1.2.13.01 Program Pembinaan Layanan Baca 738.625.514
1.1.2.13.01.0001 Pembinaan Pengelolaan Layanan 
Baca

Jumlah layanan baca yang dilakukan pembinaan 500 lembaga 841.610.197 1.1.2.13.01.0001 Pembinaan Pengelolaan Layanan 
Baca

Jumlah layanan baca yang dilakukan pembinaan 500 lembaga 738.625.514

1.1.2.13.02 Program Peningkatan Informasi dan Layanan Perpustakaan 24.033.382.971 1.1.2.13.02 Program Peningkatan Informasi dan Layanan Perpustakaan 28.513.269.529
1.1.2.13.02.0001 Pengelolaan Layanan Baca Jumlah layanan baca yang dikelola 1494 lokasi 23.445.836.619 1.1.2.13.02.0001 Pengelolaan Layanan Baca Jumlah layanan baca yang dikelola 1494 lokasi 28.197.754.829
1.1.2.13.02.0002 Pengembangan Minat dan 
Budaya Baca

Jumlah kegiatan pengembangan minat dan budaya 
baca

239 kali 587.546.352 1.1.2.13.02.0002 Pengembangan Minat dan 
Budaya Baca

Jumlah kegiatan pengembangan minat dan budaya 
baca

17 kali 315.514.700

1.1.2.13.03 Program Peningkatan Minat dan Baca Masyarakat 2.631.998.834 1.1.2.13.03 Program Peningkatan Minat dan Baca Masyarakat 983.744.946
1.1.2.13.03.0001 Penyediaan dan Perawatan 
Sarana Layanan Baca

Jumlah sarana layanan baca yang disediakan dan 
dirawat

8084 Buku 2.631.998.834 1.1.2.13.03.0001 Penyediaan dan Perawatan 
Sarana Layanan Baca

Jumlah sarana layanan baca yang disediakan dan 
dirawat

1581 Buku 983.744.946

1.1.2.14 Kearsipan 4.009.626.382 1.1.2.14 Kearsipan 3.383.550.293
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 4.009.626.382 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3.383.550.293
1.1.2.14.01 Program Pembinaan Penataan Kearsipan 475.117.827 1.1.2.14.01 Program Pembinaan Penataan Kearsipan 425.746.009
1.1.2.14.01.0001 Pembinaan Sistem Kearsipan Jumlah PD/unit kerja dan sekolah yang 

mendapatkan pembinaan sistem kearsipan
130 lembaga 475.117.827 1.1.2.14.01.0001 Pembinaan Sistem Kearsipan Jumlah PD/unit kerja dan sekolah yang 

mendapatkan pembinaan sistem kearsipan
130 lembaga 425.746.009

1.1.2.14.02 Program Peningkatan Informasi dan Layanan Kearsipan 330.890.476 1.1.2.14.02 Program Peningkatan Informasi dan Layanan Kearsipan 238.049.662
1.1.2.14.02.0001 Layanan Informasi Kearsipan Jumlah pelaksanaan layanan informasi kearsipan 40 kali 330.890.476 1.1.2.14.02.0001 Layanan Informasi Kearsipan Jumlah pelaksanaan layanan informasi kearsipan 40 kali 238.049.662

1.1.2.14.03 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 3.203.618.079 1.1.2.14.03 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 2.719.754.622
1.1.2.14.03.0001 Pendataan dan Penataan Sistem 
Kearsipan

Jumlah kegiatan pendataan dan penataan sistem 
kearsipan

52 kali 2.127.184.817 1.1.2.14.03.0001 Pendataan dan Penataan Sistem 
Kearsipan

Jumlah kegiatan pendataan dan penataan sistem 
kearsipan

52 kali 2.065.695.302

1.1.2.14.03.0002 Pengadaan Sarana Penyimpanan, 
Pengolahan, Pemeliharaan dan Penyelamatan 
Kearsipan

Jumlah sarana penyimpanan, pengolahan, 
pemeliharaan dan penyelamatan kearsipan yang 
diadakan

15 item 1.076.433.262 1.1.2.14.03.0002 Pengadaan Sarana Penyimpanan, 
Pengolahan, Pemeliharaan dan Penyelamatan 
Kearsipan

Jumlah sarana penyimpanan, pengolahan, 
pemeliharaan dan penyelamatan kearsipan yang 
diadakan

13 item 654.059.320

1.1.2.15 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 22.030.057.667 1.1.2.15 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 19.574.421.780
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 12.741.328.497 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 9.852.482.089
1.1.2.15.02 Program Pengembangan Produk Usaha Mikro 1.259.211.085 1.1.2.15.02 Program Pengembangan Produk Usaha Mikro 802.668.534
1.1.2.15.02.0002 Pembinaan Pelaku Usaha Mikro Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan 

pembinaan
708 orang 1.259.211.085 1.1.2.15.02.0002 Pembinaan Pelaku Usaha Mikro Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan 

pembinaan
587 orang 802.668.534

1.1.2.15.03 Program Pengembangan Sentra Usaha 7.789.286.241 1.1.2.15.03 Program Pengembangan Sentra Usaha 6.015.429.748
1.1.2.15.03.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan 
Kegiatan di Sentra Usaha

Jumlah sentra usaha yang difasilitasi 60 sentra usaha 4.297.490.483 1.1.2.15.03.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan 
Kegiatan di Sentra Usaha

Jumlah sentra usaha yang difasilitasi 21 sentra usaha 4.050.740.915

1.1.2.15.03.0003 Pembinaan Pelaku Usaha di 
Sentra Usaha

Jumlah sentra usaha yang pelaku usahanya 
mendapatkan pembinaan

49 sentra usaha 3.491.795.758 1.1.2.15.03.0003 Pembinaan Pelaku Usaha di 
Sentra Usaha

Jumlah sentra usaha yang pelaku usahanya 
mendapatkan pembinaan

49 sentra usaha 1.964.688.833

1.1.2.15.04 Program Pengembangan Usaha Koperasi 1.077.298.756 1.1.2.15.04 Program Pengembangan Usaha Koperasi 941.787.272
1.1.2.15.04.0001 Fasilitasi Peningkatan dan 
Pengembangan Usaha Koperasi

Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk 
meningkatkan dan mengembangkan usaha bisnis

175 koperasi 659.940.756 1.1.2.15.04.0001 Fasilitasi Peningkatan dan 
Pengembangan Usaha Koperasi

Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk 
meningkatkan dan mengembangkan usaha bisnis

125 koperasi 524.429.272

1.1.2.15.04.0003 Peningkatan Kapasitas Koperasi 
dan UKM (DAK)

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan 
peningkatan kapasitas koperasi dan UKM

178 Orang 417.358.000 1.1.2.15.04.0003 Peningkatan Kapasitas Koperasi 
dan UKM (DAK)

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan 
peningkatan kapasitas koperasi dan UKM

210 Orang 417.358.000

1.1.2.15.05 Program Penguatan Kelembagaan Koperasi 2.085.433.478 1.1.2.15.05 Program Penguatan Kelembagaan Koperasi 1.707.610.621
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Urusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
1.1.2.15.05.0001 Fasilitasi Pembentukan dan 
Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi

Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitasi 
pembentukan dan peningkatan kualitas koperasi

50 kelompok 661.770.327 1.1.2.15.05.0001 Fasilitasi Pembentukan dan 
Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi

Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitasi 
pembentukan dan peningkatan kualitas koperasi

44 kelompok 352.605.216

1.1.2.15.05.0002 Pengawasan Koperasi Jumlah  koperasi yang mendapatkan pengawasan 629 koperasi 1.167.216.292 1.1.2.15.05.0002 Pengawasan Koperasi Jumlah  koperasi yang mendapatkan pengawasan 629 koperasi 1.166.904.755

1.1.2.15.05.0003 Penilaian Kinerja Koperasi Jumlah koperasi yang dinilai kinerjanya 35 koperasi 256.446.859 1.1.2.15.05.0003 Penilaian Kinerja Koperasi Jumlah koperasi yang dinilai kinerjanya 35 koperasi 188.100.650
1.1.2.15.06 Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro 530.098.937 1.1.2.15.06 Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro 384.985.914
1.1.2.15.06.0001 Fasilitasi Kemitraan dan 
Pengembangan Usaha Mikro

Jumlah pelaku usaha skala mikro yang 
mendapatkan fasilitasi kemitraan

179 
orang/kelompo

k

530.098.937 1.1.2.15.06.0001 Fasilitasi Kemitraan dan 
Pengembangan Usaha Mikro

Jumlah pelaku usaha skala mikro yang 
mendapatkan fasilitasi kemitraan

179 
orang/kelompo

k

384.985.914

Dinas Perdagangan 9.288.729.170 Dinas Perdagangan 9.721.939.691
1.1.2.15.01 Program Pemasaran Produk Usaha Mikro 9.288.729.170 1.1.2.15.01 Program Pemasaran Produk Usaha Mikro 9.721.939.691
1.1.2.15.01.0001 Fasilitasi Pemasaran Usaha Mikro Jumlah UKM Yang Terfasilitasi Pengembangan 

Usaha Mikro 
330 Orang 3.989.371.608 1.1.2.15.01.0001 Fasilitasi Pemasaran Usaha Mikro Jumlah UKM Yang Terfasilitasi Pengembangan 

Usaha Mikro 
330 Orang 4.832.373.087

1.1.2.15.01.0003 Pengelolaan Sentra dan Stand 
Usaha Mikro 

Jumlah sentra dan Stand Usaha Mikro yang 
dikelola

12 lokasi 4.990.320.562 1.1.2.15.01.0003 Pengelolaan Sentra dan Stand 
Usaha Mikro 

Jumlah sentra dan Stand Usaha Mikro yang 
dikelola

12 lokasi 4.765.580.604

1.1.2.15.01.0004 Penyediaan Sarana dan 
Prasarana Penunjang Pembinaan UKM (DAK)

Jumlah sarana dan prasarana penunjang 
pembinaan UKM yang disediakan

11 Jenis 309.037.000 1.1.2.15.01.0004 Penyediaan Sarana dan 
Prasarana Penunjang Pembinaan UKM (DAK)

Jumlah sarana dan prasarana penunjang 
pembinaan UKM yang disediakan

11 Jenis 123.986.000

1.1.2.16 Statistik 291.869.817 1.1.2.16 Statistik 132.287.307
Dinas Komunikasi dan Informatika 291.869.817 Dinas Komunikasi dan Informatika 132.287.307
1.1.2.16.01 Program Pengelolaan Data Statistik Daerah 291.869.817 1.1.2.16.01 Program Pengelolaan Data Statistik Daerah 132.287.307
1.1.2.16.01.0001 Penyusunan Data Statistik 
Daerah

Jumlah dokumen data statistik daerah yang 
disusun

1 dokumen 291.869.817 1.1.2.16.01.0001 Penyusunan Data Statistik 
Daerah

Jumlah dokumen data statistik daerah yang 
disusun

1 dokumen 132.287.307

1.2 Urusan Pilihan 43.024.412.820 1.2 Urusan Pilihan 33.336.500.749
1.2.2 Non Pelayanan Dasar 43.024.412.820 1.2.2 Non Pelayanan Dasar 33.336.500.749
1.2.2.01 Pariwisata 16.599.259.008 1.2.2.01 Pariwisata 10.475.671.271
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 16.599.259.008 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 10.475.671.271
1.2.2.01.01 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Pariwisata 633.556.805 1.2.2.01.01 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Pariwisata 574.738.556
1.2.2.01.01.0001 Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata

Jumlah TDUP Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata 
yang diproses

400 berkas 331.071.751 1.2.2.01.01.0001 Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata

Jumlah TDUP Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata 
yang diproses

400 berkas 319.919.144

1.2.2.01.01.0002 Pelayanan perizinan dan non 
perizinan usaha rekreasi dan Hiburan Umum

Jumlah Tanda Daftar Usaha Rekreasi dan Hiburan 
Umum yang diproses

169 berkas 302.485.054 1.2.2.01.01.0002 Pelayanan perizinan dan non 
perizinan usaha rekreasi dan Hiburan Umum

Jumlah Tanda Daftar Usaha Rekreasi dan Hiburan 
Umum yang diproses

169 berkas 254.819.412

1.2.2.01.02 Program Pemasaran Pariwisata 6.710.075.734 1.2.2.01.02 Program Pemasaran Pariwisata 4.103.487.666
1.2.2.01.02.0001 Fasilitasi promosi wisata Jumlah fasilitasi promosi wisata 246 kali 3.122.157.189 1.2.2.01.02.0001 Fasilitasi promosi wisata Jumlah fasilitasi promosi wisata 77 kali 1.983.020.814
1.2.2.01.02.0002 Penyelenggaraan even di UPTD 
THP Kenjeran dan WIsata Religi Ampel

Jumlah Penyelenggaraan event di UPTD THP 
Kenjeran dan WIsata Religi Ampel

93 kali 1.145.623.140 1.2.2.01.02.0002 Penyelenggaraan even di UPTD 
THP Kenjeran dan WIsata Religi Ampel

Jumlah Penyelenggaraan event di UPTD THP 
Kenjeran dan WIsata Religi Ampel

51 kali 676.812.347

1.2.2.01.02.0003 Penyelenggaraan even di UPTD 
Tugu Pahlawan Balai Pemuda dan THR

Jumlah penyelenggaraan event di UPTD Tugu 
Pahlawan dan Balai Pemuda

41 kali 1.423.166.883 1.2.2.01.02.0003 Penyelenggaraan even di UPTD 
Tugu Pahlawan Balai Pemuda dan THR

Jumlah penyelenggaraan event di UPTD Tugu 
Pahlawan dan Balai Pemuda

24 kali 1.192.500.695

1.2.2.01.02.0004 Penyelenggaraan pemilihan dan 
pengiriman duta wisata

Jumlah kegiatan pemilihan dan pengiriman duta 
wisata yang diselenggarakan dan diikuti

66 kali 1.019.128.522 1.2.2.01.02.0004 Penyelenggaraan pemilihan dan 
pengiriman duta wisata

Jumlah kegiatan pemilihan dan pengiriman duta 
wisata yang diselenggarakan dan diikuti

22 kali 251.153.810

1.2.2.01.03 Program Pengembangan Destinasi Wisata 8.671.948.560 1.2.2.01.03 Program Pengembangan Destinasi Wisata 5.353.097.041
1.2.2.01.03.0001 Fasilitasi Pelatihan dan 
Pertunjukan di Destinasi Wisata

Jumlah Pelatihan dan pertunjukan seni budaya di 
destinasi wisata yg difasilitasi

770 kali 620.051.413 1.2.2.01.03.0001 Fasilitasi Pelatihan dan 
Pertunjukan di Destinasi Wisata

Jumlah Pelatihan dan pertunjukan seni budaya di 
destinasi wisata yg difasilitasi

150 kali 230.680.000

1.2.2.01.03.0002 Pelatihan Peningkatan Kapasitas 
SDM di sektor Pariwisata

Jumlah kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas 
SDM di sektor pariwisata yang dilaksanakan

3 kali 306.474.042 1.2.2.01.03.0002 Pelatihan Peningkatan Kapasitas 
SDM di sektor Pariwisata

Jumlah kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas 
SDM di sektor pariwisata yang dilaksanakan

1 kali 264.832.542

1.2.2.01.03.0003 Pemeliharaan dan penyediaan 
Sarana Penunjang obyek wisata THP Kenjeran, 
wisata air kalimas dan Wisata Religi Ampel

Jumlah obyek wisata yang dipelihara dan 
disediakan sarana penunjang

3 lokasi 2.354.240.553 1.2.2.01.03.0003 Pemeliharaan dan penyediaan 
Sarana Penunjang obyek wisata THP Kenjeran, 
wisata air kalimas dan Wisata Religi Ampel

Jumlah obyek wisata yang dipelihara dan 
disediakan sarana penunjang

3 lokasi 1.830.705.883

1.2.2.01.03.0004 Pemeliharaan dan penyediaan 
Sarana Penunjang obyek wisata Tugu Pahlawan, 
Balai Pemuda dan THR

Jumlah obyek wisata yang dipelihara dan 
disediakan sarana penunjang

2 lokasi 2.138.284.326 1.2.2.01.03.0004 Pemeliharaan dan penyediaan 
Sarana Penunjang obyek wisata Tugu Pahlawan, 
Balai Pemuda dan THR

Jumlah obyek wisata yang dipelihara dan 
disediakan sarana penunjang

2 lokasi 1.814.944.755
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1.2.2.01.03.0005 Peningkatan Destinasi Wisata Jumlah Penyelenggaraan Event Peningkatan 

Destinasi Wisata
6 kali 1.856.094.226 1.2.2.01.03.0005 Peningkatan Destinasi Wisata Jumlah Penyelenggaraan Event Peningkatan 

Destinasi Wisata
1 kali 256.063.861

1.2.2.01.03.0006 Bantuan Operasional 
Penyelenggaraan Museum (DAK)

Jumlah museum yang dipelihara 6 lokasi 700.000.000 1.2.2.01.03.0006 Bantuan Operasional 
Penyelenggaraan Museum (DAK)

Jumlah museum yang dipelihara 6 lokasi 700.000.000

1.2.2.01.03.0007 Peningkatan Kualitas Tata Kelola 
Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat 
Pelaku Usaha Bidang Kepariwisataan (DAK)

Jumlah peserta yang mengikuti Peningkatan 
Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan 
Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Bidang 
Kepariwisataan

280 orang 696.804.000 1.2.2.01.03.0007 Peningkatan Kualitas Tata Kelola 
Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat 
Pelaku Usaha Bidang Kepariwisataan (DAK)

Jumlah peserta yang mengikuti Peningkatan 
Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan 
Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Bidang 
Kepariwisataan

85 orang 255.870.000

1.2.2.01.04 Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata 583.677.909 1.2.2.01.04 Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata 444.348.008
1.2.2.01.04.0001 Forum komunikasi pelaku usaha 
industri pariwisata

Jumlah pelaksanaan forum komunikasi pelaku 
usaha industri pariwisata

12 kali 432.989.677 1.2.2.01.04.0001 Forum komunikasi pelaku usaha 
industri pariwisata

Jumlah pelaksanaan forum komunikasi pelaku 
usaha industri pariwisata

12 kali 322.485.418

1.2.2.01.04.0002 Monitoring dan evaluasi 
kemitraan usaha  jasa dan sarana pariwisata serta 
usaha rekreasi dan hiburan umum pariwisata

Jumlah lokasi usaha jasa dan sarana pariwisata 
yang dimonitor dan dievaluasi

6 lokasi 150.688.232 1.2.2.01.04.0002 Monitoring dan evaluasi 
kemitraan usaha  jasa dan sarana pariwisata serta 
usaha rekreasi dan hiburan umum pariwisata

Jumlah lokasi usaha jasa dan sarana pariwisata 
yang dimonitor dan dievaluasi

6 lokasi 121.862.590

1.2.2.02 Energi dan Sumber Daya Mineral 3.288.467.536 1.2.2.02 Energi dan Sumber Daya Mineral 2.202.391.257
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 307.458.343 Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 165.727.199
1.2.2.02.01 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif 307.458.343 1.2.2.02.01 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif 165.727.199
1.2.2.02.01.0001 Pendampingan Pengembangan 
Energi Alternatif di Masyarakat

Jumlah lokasi pendampingan dalam 
pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif

3 Lingkungan 307.458.343 1.2.2.02.01.0001 Pendampingan Pengembangan 
Energi Alternatif di Masyarakat

Jumlah lokasi pendampingan dalam 
pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif

3 Lingkungan 165.727.199

Dinas Lingkungan Hidup 551.476.254 Dinas Lingkungan Hidup 531.273.235
1.2.2.02.03 Program Upaya Konservasi Energi 551.476.254 1.2.2.02.03 Program Upaya Konservasi Energi 531.273.235
1.2.2.02.03.0001 Pembinaan Pengusahaan 
Konservasi Energi

Jumlah kegiatan/usaha yang mendapatkan 
pembinaan pengusahaan konservasi energi

120 lembaga 551.476.254 1.2.2.02.03.0001 Pembinaan Pengusahaan 
Konservasi Energi

Jumlah kegiatan/usaha yang mendapatkan 
pembinaan pengusahaan konservasi energi

120 lembaga 531.273.235

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang 2.429.532.939 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang 1.505.390.823
1.2.2.02.02 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif di Gedung Milik Pemerintah Kota 2.429.532.939 1.2.2.02.02 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif di Gedung Milik Pemerintah Kota 1.505.390.823
1.2.2.02.02.0001 Penyediaan Sarana dalam rangka 
Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung 
dan Permukiman

Jumlah Sarana dalam rangka Konservasi Energi 
Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman 
yang disediakan

7 unit 2.125.023.219 1.2.2.02.02.0001 Penyediaan Sarana dalam rangka 
Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung 
dan Permukiman

Jumlah Sarana dalam rangka Konservasi Energi 
Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman 
yang disediakan

6 unit 1.332.360.823

1.2.2.02.02.0002 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor 
Bangunan Gedung Dan Permukiman

Jumlah dokumen Perencanaan Konservasi Energi 
Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman 
yang disusun

4 dokumen 304.509.720 1.2.2.02.02.0002 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor 
Bangunan Gedung Dan Permukiman

Jumlah dokumen Perencanaan Konservasi Energi 
Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman 
yang disusun

2 dokumen 173.030.000

1.2.2.03 Perdagangan 7.419.290.460 1.2.2.03 Perdagangan 6.029.430.705
Dinas Perdagangan 7.419.290.460 Dinas Perdagangan 6.029.430.705
1.2.2.03.01 Program Distribusi Perdagangan 2.782.546.022 1.2.2.03.01 Program Distribusi Perdagangan 2.232.230.656
1.2.2.03.01.0001 Monitoring Kelengkapan Data 
Gudang Terdaftar

Jumlah gudang yang dimonitor 250 lokasi 477.508.602 1.2.2.03.01.0001 Monitoring Kelengkapan Data 
Gudang Terdaftar

Jumlah gudang yang dimonitor 250 lokasi 435.192.765

1.2.2.03.01.0002 Pembinaan terhadap pelaku 
distribusi perdagangan 

Jumlah Pelaku Distribusi Perdagangan yang dibina 31 Kelompok 797.862.016 1.2.2.03.01.0002 Pembinaan terhadap pelaku 
distribusi perdagangan 

Jumlah Pelaku Distribusi Perdagangan yang dibina 31 Kelompok 807.401.793

1.2.2.03.01.0003 Stabilisasi Harga Barang 
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Jumlah kegiatan stabilisasi harga barang 
kebutuhan pokok dan penting lainnya yang 
diselenggarakan

142 kali 1.507.175.404 1.2.2.03.01.0003 Stabilisasi Harga Barang 
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Jumlah kegiatan stabilisasi harga barang 
kebutuhan pokok dan penting lainnya yang 
diselenggarakan

200 kali 989.636.098

1.2.2.03.02 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Perdagangan 1.732.084.964 1.2.2.03.02 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Perdagangan 1.603.379.074
1.2.2.03.02.0001 Pelayanan Perijinan di Bidang 
Perdagangan

Jumlah ijin bidang perdagangan yang diterbitkan 400 berkas 653.784.470 1.2.2.03.02.0001 Pelayanan Perijinan di Bidang 
Perdagangan

Jumlah ijin bidang perdagangan yang diterbitkan 350 berkas 548.535.586

1.2.2.03.02.0002 Pengawasan Perijinan di Bidang 
Perdagangan

Jumlah usaha di bidang perdagangan yang diawasi 
perijinannya

1552 Lembaga 1.078.300.494 1.2.2.03.02.0002 Pengawasan Perijinan di Bidang 
Perdagangan

Jumlah usaha di bidang perdagangan yang diawasi 
perijinannya

1552 Lembaga 1.054.843.488

1.2.2.03.03 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2.904.659.474 1.2.2.03.03 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2.193.820.975
1.2.2.03.03.0001 Operasional UPTD Metrologi 
legal

Jumlah Sarana Pendukung Pelayanan UPTD 
Metrologi Legal yang dipelihara dan disediakan

16 Jenis 1.163.870.993 1.2.2.03.03.0001 Operasional UPTD Metrologi 
legal

Jumlah Sarana Pendukung Pelayanan UPTD 
Metrologi Legal yang dipelihara dan disediakan

16 Jenis 718.091.951

1.2.2.03.03.0002 Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat 
Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

Jumlah alat UTTP yang dilayani 23855 unit 1.305.989.903 1.2.2.03.03.0002 Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat 
Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

Jumlah alat UTTP yang dilayani 20879 unit 1.038.862.367

1.2.2.03.03.0003 Pengawasan Alat Ukur Takar 
Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

Jumlah alat UTTP yang diawasi 4500 unit 434.798.578 1.2.2.03.03.0003 Pengawasan Alat Ukur Takar 
Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

Jumlah alat UTTP yang diawasi 4500 unit 436.866.657

1.2.2.04 Kelautan dan Perikanan 5.349.960.011 1.2.2.04 Kelautan dan Perikanan 4.843.764.318
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Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 5.349.960.011 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 4.843.764.318
1.2.2.04.01 Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Perikanan dan Kelautan 435.307.622 1.2.2.04.01 Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Perikanan dan Kelautan 343.752.770
1.2.2.04.01.0001 Pelatihan dan pendampingan 
teknologi tepat guna budidaya perikanan dan 
kelautan

Jumlah pelaksanaan pelatihan teknologi tepat 
guna budidaya perikanan dan kelautan

30 kali 435.307.622 1.2.2.04.01.0001 Pelatihan dan pendampingan 
teknologi tepat guna budidaya perikanan dan 
kelautan

Jumlah pelaksanaan pelatihan teknologi tepat 
guna budidaya perikanan dan kelautan

18 kali 343.752.770

1.2.2.04.02 Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan 4.914.652.389 1.2.2.04.02 Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan 4.500.011.548
1.2.2.04.02.0001 Pengadaan dan Pemeliharaan 
Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya

Jumlah unit sarana dan prasarana perikanan 
budidaya yang dipelihara dan diadakan

534 unit 1.502.385.251 1.2.2.04.02.0001 Pengadaan dan Pemeliharaan 
Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya

Jumlah unit sarana dan prasarana perikanan 
budidaya yang dipelihara dan diadakan

464 unit 1.631.616.106

1.2.2.04.02.0002 Pengadaan dan Pemeliharaan 
Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

Jumlah unit sarana dan prasarana perikanan 
tangkap yang dipelihara dan diadakan

172 unit 2.948.120.345 1.2.2.04.02.0002 Pengadaan dan Pemeliharaan 
Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

Jumlah unit sarana dan prasarana perikanan 
tangkap yang dipelihara dan diadakan

47 unit 2.485.454.242

1.2.2.04.02.0003 Pengawasan dan Rehabilitasi 
Kawasan Pesisir

Jumlah laporan kegiatan pengawasan dan 
rehabilitasi kawasan pesisir

12 laporan 464.146.793 1.2.2.04.02.0003 Pengawasan dan Rehabilitasi 
Kawasan Pesisir

Jumlah laporan kegiatan pengawasan dan 
rehabilitasi kawasan pesisir

12 laporan 382.941.200

1.2.2.05 Pertanian 10.367.435.805 1.2.2.05 Pertanian 9.785.243.198
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 10.367.435.805 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 9.785.243.198
1.2.2.05.01 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Pertanian 295.847.418 1.2.2.05.01 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Pertanian 222.139.750
1.2.2.05.01.0001 Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan Bidang Pertanian

Jumlah berkas  perizinan dan non perizinan bidang 
pertanian yang diproses

255 berkas 295.847.418 1.2.2.05.01.0001 Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan Bidang Pertanian

Jumlah berkas  perizinan dan non perizinan bidang 
pertanian yang diproses

250 berkas 222.139.750

1.2.2.05.02 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak 1.013.744.893 1.2.2.05.02 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak 1.039.938.727
1.2.2.05.02.0001 Pelayanan Kesehatan dan 
Pencegahan Penyakit Hewan serta Zoonosis

Jumlah pelaksanaan pelayanan kesehatan dan 
pencegahan penyakit hewan serta Zoonosis

1562 kali 1.013.744.893 1.2.2.05.02.0001 Pelayanan Kesehatan dan 
Pencegahan Penyakit Hewan serta Zoonosis

Jumlah pelaksanaan pelayanan kesehatan dan 
pencegahan penyakit hewan serta Zoonosis

1562 kali 1.039.938.727

1.2.2.05.03 Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan 787.660.829 1.2.2.05.03 Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan 688.555.135
1.2.2.05.03.0001 Pelatihan dan pendampingan 
teknologi tepat guna budidaya peternakan

Jumlah pelaksanaan pelatihan dan pendampingan 
teknologi tepat guna budidaya peternakan

8 kali 350.556.069 1.2.2.05.03.0001 Pelatihan dan pendampingan 
teknologi tepat guna budidaya peternakan

Jumlah pelaksanaan pelatihan dan pendampingan 
teknologi tepat guna budidaya peternakan

4 kali 223.517.155

1.2.2.05.03.0002 Penyediaan Sarana Budidaya 
Peternakan

Jumlah Jenis Sarana Budidaya Peternakan yang 
disediakan

6 jenis 437.104.760 1.2.2.05.03.0002 Penyediaan Sarana Budidaya 
Peternakan

Jumlah Jenis Sarana Budidaya Peternakan yang 
disediakan

6 jenis 465.037.980

1.2.2.05.04 Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura 4.686.199.534 1.2.2.05.04 Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura 5.149.959.250
1.2.2.05.04.0001 Pelatihan dan pendampingan 
pemanfaatan teknologi tepat guna budidaya 
tanaman pangan dan hortikultura

Jumlah peserta pelatihan dan pendampingan 
pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Budidaya 
Pangan dan Hortikultura

300 orang 438.508.006 1.2.2.05.04.0001 Pelatihan dan pendampingan 
pemanfaatan teknologi tepat guna budidaya 
tanaman pangan dan hortikultura

Jumlah peserta pelatihan dan pendampingan 
pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Budidaya 
Pangan dan Hortikultura

300 orang 513.134.406

1.2.2.05.04.0002 Pembibitan Jumlah bahan pembibitan yang disediakan 13 jenis 3.150.036.196 1.2.2.05.04.0002 Pembibitan Jumlah bahan pembibitan yang disediakan 12 jenis 3.949.161.047
1.2.2.05.04.0003 Peningkatan Kapasitas SDM 
Pertanian

Jumlah peserta pelaksanaan Peningkatan 
Kapasitas SDM Pertanian 

125 orang 1.097.655.332 1.2.2.05.04.0003 Peningkatan Kapasitas SDM 
Pertanian

Jumlah peserta pelaksanaan Peningkatan 
Kapasitas SDM Pertanian 

100 orang 687.663.797

1.2.2.05.05 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian dan Perikanan Kelautan 827.688.432 1.2.2.05.05 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian dan Perikanan Kelautan 318.121.365
1.2.2.05.05.0001 Promosi Pemasaran Produk 
Pertanian

Jumlah kegiatan promosi pemasaran produk 
pertanian yang dilaksanakan

72 kali 827.688.432 1.2.2.05.05.0001 Promosi Pemasaran Produk 
Pertanian

Jumlah kegiatan promosi pemasaran produk 
pertanian yang dilaksanakan

59 kali 318.121.365

1.2.2.05.06 Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.756.294.699 1.2.2.05.06 Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.366.528.971
1.2.2.05.06.0001 Pembinaan Pemanfaatan Lahan 
Pekarangan

Jumlah peserta pembinaan pemanfaatan lahan 
pekarangan

485 orang 1.200.801.139 1.2.2.05.06.0001 Pembinaan Pemanfaatan Lahan 
Pekarangan

Jumlah peserta pembinaan pemanfaatan lahan 
pekarangan

184 orang 913.172.480

1.2.2.05.06.0002 Pengadaan dan Pemeliharaan 
Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya Tanaman 
Pangan dan Hortikultura

Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Produksi 
Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura yang 
disediakan dan dipelihara

5 Jenis 1.555.493.560 1.2.2.05.06.0002 Pengadaan dan Pemeliharaan 
Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya Tanaman 
Pangan dan Hortikultura

Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Produksi 
Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura yang 
disediakan dan dipelihara

5 Jenis 1.453.356.491

1.742.963.542.125 1.301.566.212.836
2.1 Fungsi Manajemen 1.071.993.857.755 2.1 Fungsi Manajemen 657.259.212.108
2.1.2 Non Pelayanan Dasar 1.071.993.857.755 2.1.2 Non Pelayanan Dasar 657.259.212.108
2.1.2.01 Kebijakan, Pelayanan Publik, dan Koordinasi Perangkat Daerah 1.024.422.225.341 2.1.2.01 Kebijakan, Pelayanan Publik, dan Koordinasi Perangkat Daerah 609.906.847.997
Bagian Administrasi Kerjasama 19.447.080.801 Bagian Administrasi Kerjasama 5.138.310.550
2.1.2.01.20 Program Peningkatan Kerjasama Daerah 19.447.080.801 2.1.2.01.20 Program Peningkatan Kerjasama Daerah 5.138.310.550
2.1.2.01.20.0001 Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri Jumlah mitra kerjasama dalam negeri yang 

difasilitasi
20 lembaga 820.971.382 2.1.2.01.20.0001 Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri Jumlah mitra kerjasama dalam negeri yang 

difasilitasi
20 lembaga 468.130.100

2.1.2.01.20.0002 Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri Jumlah mitra kerjasama luar negeri yang difasilitasi 10 lembaga 12.022.842.804 2.1.2.01.20.0002 Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri Jumlah mitra kerjasama luar negeri yang difasilitasi 10 lembaga 3.618.142.450

2. Fungsi Penunjang Urusan2. Fungsi Penunjang Urusan
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Anggaran AnggaranUrusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Urusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
2.1.2.01.20.0003 Fasilitasi Pengiriman Delegasi 
Pendidikan ke Luar Negeri

Jumlah delegasi pendidikan yang difasilitasi 63 orang 5.383.579.754 2.1.2.01.20.0003 Fasilitasi Pengiriman Delegasi 
Pendidikan ke Luar Negeri

Jumlah delegasi pendidikan yang difasilitasi 63 orang 334.318.000

2.1.2.01.20.0004 Monitoring dan evaluasi 
kerjasama daerah

Jumlah mitra kerjasama daerah yang dilakukan 
monitoring dan evaluasi

29 lembaga 1.219.686.861 2.1.2.01.20.0004 Monitoring dan evaluasi 
kerjasama daerah

Jumlah mitra kerjasama daerah yang dilakukan 
monitoring dan evaluasi

29 lembaga 717.720.000

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 1.364.986.487 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 1.102.734.420
2.1.2.01.14 Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat 1.364.986.487 2.1.2.01.14 Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat 1.102.734.420
2.1.2.01.14.0001 Evaluasi  bidang kesejahteraan 
masyarakat

Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi 
bidang kesejahteraan masyarakat yang disusun

2 dokumen 634.788.217 2.1.2.01.14.0001 Evaluasi  bidang kesejahteraan 
masyarakat

Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi 
bidang kesejahteraan masyarakat yang disusun

2 dokumen 506.487.550

2.1.2.01.14.0002 Evaluasi Bidang Ketahanan 
Masyarakat

Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi 
bidang ketahanan masyarakat yang disusun

1 dokumen 328.883.817 2.1.2.01.14.0002 Evaluasi Bidang Ketahanan 
Masyarakat

Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi 
bidang ketahanan masyarakat yang disusun

1 dokumen 252.933.350

2.1.2.01.14.0003 Evaluasi  Bidang Pengembangan 
Potensi  Masyarakat

Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi  
Bidang Pengembangan Potensi Masyarakat yang 
disusun

1 dokumen 401.314.453 2.1.2.01.14.0003 Evaluasi  Bidang Pengembangan 
Potensi  Masyarakat

Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi  
Bidang Pengembangan Potensi Masyarakat yang 
disusun

1 dokumen 343.313.520

Bagian Administrasi Pembangunan 9.278.080.152 Bagian Administrasi Pembangunan 9.305.542.344
2.1.2.01.16 Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Pembangunan 9.278.080.152 2.1.2.01.16 Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Pembangunan 9.305.542.344
2.1.2.01.16.0001 Evaluasi Kinerja APBD Perangkat 
Daerah

Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja APBD yang 
disusun

16 dokumen 2.033.847.934 2.1.2.01.16.0001 Evaluasi Kinerja APBD Perangkat 
Daerah

Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja APBD yang 
disusun

16 dokumen 1.884.076.500

2.1.2.01.16.0002 Monitoring Dan Pengendalian 
Kegiatan Pembangunan

Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring 
kegiatan pembangunannya

72 lembaga 2.120.391.629 2.1.2.01.16.0002 Monitoring Dan Pengendalian 
Kegiatan Pembangunan

Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring 
kegiatan pembangunannya

72 lembaga 2.147.308.220

2.1.2.01.16.0003 Pengendalian Sistem Informasi 
Manajemen Sumber Daya Pemerintahan

Jumlah sistem informasi manajemen sumber daya 
pemerintahan yang dikembangkan dan  dipelihara

6 sistem 2.099.608.860 2.1.2.01.16.0003 Pengendalian Sistem Informasi 
Manajemen Sumber Daya Pemerintahan

Jumlah sistem informasi manajemen sumber daya 
pemerintahan yang dikembangkan dan  dipelihara

6 sistem 2.154.223.386

2.1.2.01.16.0004 Penyusunan Bahan RAPBD Dan 
Perubahan APBD

Jumlah dokumen bahan RAPBD dan perubahan 
APBD yang disusun

6 dokumen 3.024.231.729 2.1.2.01.16.0004 Penyusunan Bahan RAPBD Dan 
Perubahan APBD

Jumlah dokumen bahan RAPBD dan perubahan 
APBD yang disusun

6 dokumen 3.119.934.238

Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah 6.514.523.116 Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah 3.802.358.531
2.1.2.01.09 Program Penataan Daerah Otonom 6.514.523.116 2.1.2.01.09 Program Penataan Daerah Otonom 3.802.358.531
2.1.2.01.09.0001 Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah

Jumlah dokumen Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah

2 dokumen 761.847.280 2.1.2.01.09.0001 Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah

Jumlah dokumen Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah

2 dokumen 515.445.211

2.1.2.01.09.0002 Evaluasi Perkembangan 
Kelurahan

Jumlah pelaksanaan evaluasi perkembangan 
kelurahan

1 kali 1.830.680.803 2.1.2.01.09.0002 Evaluasi Perkembangan 
Kelurahan

Jumlah pelaksanaan evaluasi perkembangan 
kelurahan

1 kali 869.823.099

2.1.2.01.09.0003 Fasilitasi Permasalahan 
Pertanahan Kota Surabaya

Jumlah fasilitasi permasalahan pertanahan Kota 
Surabaya

720 kali 436.550.427 2.1.2.01.09.0003 Fasilitasi Permasalahan 
Pertanahan Kota Surabaya

Jumlah fasilitasi permasalahan pertanahan Kota 
Surabaya

200 kali 339.884.705

2.1.2.01.09.0004 Pembakuan Nama Rupabumi di 
Kota Surabaya

Jumlah objek rupabumi yang berpotensi diajukan 
pembakuan

115 objek 424.259.321 2.1.2.01.09.0004 Pembakuan Nama Rupabumi di 
Kota Surabaya

Jumlah objek rupabumi yang berpotensi diajukan 
pembakuan

30 objek 227.634.705

2.1.2.01.09.0005 Pembinaan Administrasi 
Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah Pembinaan Administrasi Lembaga 
Kemasyarakatan

16 kali 1.577.228.710 2.1.2.01.09.0005 Pembinaan Administrasi 
Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah Pembinaan Administrasi Lembaga 
Kemasyarakatan

16 kali 910.298.888

2.1.2.01.09.0006 Pembinaan Administrasi Umum 
Pemerintahan

Jumlah kecamatan dan kelurahan yang mengikuti 
pembinaan administrasi umum pemerintahan

185 lembaga 564.612.864 2.1.2.01.09.0006 Pembinaan Administrasi Umum 
Pemerintahan

Jumlah kecamatan dan kelurahan yang mengikuti 
pembinaan administrasi umum pemerintahan

185 lembaga 512.062.238

2.1.2.01.09.0007 Penataan, Pembinaan dan 
Penegasan Wilayah Kecamatan

Jumlah dokumen Penataan, Pembinaan dan 
Penegasan Wilayah Kecamatan

1 dokumen 919.343.711 2.1.2.01.09.0007 Penataan, Pembinaan dan 
Penegasan Wilayah Kecamatan

Jumlah dokumen Penataan, Pembinaan dan 
Penegasan Wilayah Kecamatan

1 dokumen 427.209.685

Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah 1.802.823.447 Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah 1.511.550.000
2.1.2.01.08 Program Pembinaan Peningkatan Kinerja BUMD 1.266.646.897 2.1.2.01.08 Program Pembinaan Peningkatan Kinerja BUMD 1.027.680.000
2.1.2.01.08.0001 Monitoring dan Evaluasi Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD)

Jumlah BUMD yang dimonitor dan dievaluasi 9 BUMD 1.266.646.897 2.1.2.01.08.0001 Monitoring dan Evaluasi Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD)

Jumlah BUMD yang dimonitor dan dievaluasi 9 BUMD 1.027.680.000

2.1.2.01.18 Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Perekonomian 536.176.550 2.1.2.01.18 Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Perekonomian 483.870.000
2.1.2.01.18.0001 Analisa dan Evaluasi Stabilitas 
Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah

Jumlah Laporan Analisa Stabilitas Harga dan 
Ketersediaan Bahan Pangan Daerah

12 laporan 318.838.275 2.1.2.01.18.0001 Analisa dan Evaluasi Stabilitas 
Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah

Jumlah Laporan Analisa Stabilitas Harga dan 
Ketersediaan Bahan Pangan Daerah

12 laporan 302.720.000

2.1.2.01.18.0002 Evaluasi Pelaksanaan Program 
Pengembangan Ekonomi Mikro

Jumlah dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program 
Pengembangan Ekonomi Mikro

4 dokumen 217.338.275 2.1.2.01.18.0002 Evaluasi Pelaksanaan Program 
Pengembangan Ekonomi Mikro

Jumlah dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program 
Pengembangan Ekonomi Mikro

3 dokumen 181.150.000

Bagian Hubungan Masyarakat 11.453.916.515 Bagian Hubungan Masyarakat 13.039.267.136
2.1.2.01.15 Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Kehumasan 11.453.916.515 2.1.2.01.15 Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Kehumasan 13.039.267.136
2.1.2.01.15.0001 Pelaksanaan Komunikasi 
Informasi Media Massa

Jumlah Pelaksanaan Komunikasi Media Massa 2030 kali 10.150.171.486 2.1.2.01.15.0001 Pelaksanaan Komunikasi 
Informasi Media Massa

Jumlah Pelaksanaan Komunikasi Media Massa 2238 kali 12.075.058.336

2.1.2.01.15.0002 Penyelenggaraan Komunikasi 
Kehumasan

Jumlah Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan 89 kali 512.245.651 2.1.2.01.15.0002 Penyelenggaraan Komunikasi 
Kehumasan

Jumlah Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan 82 kali 448.329.300
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Anggaran AnggaranUrusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Urusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
2.1.2.01.15.0003 Penyusunan Dokumentasi, Data 
dan Informasi

Jumlah Dokumentasi, Data dan Informasi disusun 9 dokumen 791.499.378 2.1.2.01.15.0003 Penyusunan Dokumentasi, Data 
dan Informasi

Jumlah Dokumentasi, Data dan Informasi disusun 7 dokumen 515.879.500

Bagian Hukum 5.578.156.596 Bagian Hukum 4.998.575.625
2.1.2.01.11 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 5.578.156.596 2.1.2.01.11 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 4.998.575.625
2.1.2.01.11.0001 Evaluasi Produk Hukum Daerah Jumlah dokumen hasil evaluasi produk hukum 

daerah
12 dokumen 290.311.419 2.1.2.01.11.0001 Evaluasi Produk Hukum Daerah Jumlah dokumen hasil evaluasi produk hukum 

daerah
12 dokumen 221.043.600

2.1.2.01.11.0002 Penanganan Permasalahan 
Bidang Hukum

Jumlah permasalahan hukum yang ditangani 65 
permasalahan 

hukum

2.706.814.866 2.1.2.01.11.0002 Penanganan Permasalahan 
Bidang Hukum

Jumlah permasalahan hukum yang ditangani 65 
permasalahan 

hukum

2.425.186.266

2.1.2.01.11.0003 Penyusunan Rancangan Produk 
Hukum Daerah

Jumlah rancangan produk hukum daerah yang 
disusun

70 rancangan 
produk hukum

1.393.664.840 2.1.2.01.11.0003 Penyusunan Rancangan Produk 
Hukum Daerah

Jumlah rancangan produk hukum daerah yang 
disusun

70 rancangan 
produk hukum

1.345.034.871

2.1.2.01.11.0004 Publikasi Produk Hukum Jumlah produk hukum yang dipublikasi 70 produk 
hukum

1.187.365.471 2.1.2.01.11.0004 Publikasi Produk Hukum Jumlah produk hukum yang dipublikasi 70 produk 
hukum

1.007.310.888

Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset 79.873.921.662 Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset 66.158.295.444
2.1.2.01.17 Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah lingkup Pengelolaan Aset 79.873.921.662 2.1.2.01.17 Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah lingkup Pengelolaan Aset 66.158.295.444
2.1.2.01.17.0001 Evaluasi dan Penghapusan 
Aset/Barang Daerah

Jumlah berkas penetapan Penghapusan 
Aset/Barang Daerah

6 Berkas 3.118.539.745 2.1.2.01.17.0001 Evaluasi dan Penghapusan 
Aset/Barang Daerah

Jumlah berkas penetapan Penghapusan 
Aset/Barang Daerah

3 Berkas 3.231.817.775

2.1.2.01.17.0002 Monitoring Pencatatan Barang 
Milik Daerah

Jumlah perangkat daerah yang pencatatan Barang 
Milik Daerah nya dimonitor

72 lembaga 2.186.385.513 2.1.2.01.17.0002 Monitoring Pencatatan Barang 
Milik Daerah

Jumlah perangkat daerah yang pencatatan Barang 
Milik Daerah nya dimonitor

72 lembaga 1.524.374.859

2.1.2.01.17.0003 Pelayanan Unit Kerja Pengadaan 
Barang dan Jasa

Jumlah dokumen pengadaan lelang barang/jasa 
yang terselesaikan

900 dokumen 5.746.510.144 2.1.2.01.17.0003 Pelayanan Unit Kerja Pengadaan 
Barang dan Jasa

Jumlah dokumen pengadaan lelang barang/jasa 
yang terselesaikan

500 dokumen 4.762.171.349

2.1.2.01.17.0004 Pemeliharaan Kendaraan 
Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang 
dipelihara dan diurus administrasinya

2346 unit 7.291.560.818 2.1.2.01.17.0004 Pemeliharaan Kendaraan 
Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang 
dipelihara dan diurus administrasinya

2346 unit 7.245.276.844

2.1.2.01.17.0005 Pengadaan Pakaian Dinas dan 
Kelengkapannya

Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang 
diadakan

10091 stel 3.843.228.326 2.1.2.01.17.0005 Pengadaan Pakaian Dinas dan 
Kelengkapannya

Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang 
diadakan

7684 stel 2.003.532.045

2.1.2.01.17.0006 Pengadaan Sarana Kedinasan Jumlah sarana kedinasan yang diadakan 45615 unit 57.687.697.116 2.1.2.01.17.0006 Pengadaan Sarana Kedinasan Jumlah sarana kedinasan yang diadakan 45615 unit 47.391.122.572

Bagian Organisasi 2.668.209.104 Bagian Organisasi 1.997.760.194
2.1.2.01.10 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 2.333.782.303 2.1.2.01.10 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.693.516.778
2.1.2.01.10.0001 Monitoring Kinerja Pelayanan 
Publik

Jumlah penyelenggara pelayanan publik yang 
dilakukan monitoring

254 lembaga 277.096.454 2.1.2.01.10.0001 Monitoring Kinerja Pelayanan 
Publik

Jumlah penyelenggara pelayanan publik yang 
dilakukan monitoring

254 lembaga 264.021.709

2.1.2.01.10.0002 Pelaksanaan Analisis Jabatan dan  
Analisis Beban Kerja serta Penyusunan Standar 
Kompetensi

Jumlah dokumen pelaksanaan analisis jabatan dan 
analisis beban kerja serta standar kompetensi 
yang disusun

1 dokumen 430.956.572 2.1.2.01.10.0002 Pelaksanaan Analisis Jabatan dan  
Analisis Beban Kerja serta Penyusunan Standar 
Kompetensi

Jumlah dokumen pelaksanaan analisis jabatan dan 
analisis beban kerja serta standar kompetensi 
yang disusun

1 dokumen 405.283.416

2.1.2.01.10.0003 Pelaksanaan Analisis 
Kelembagaan

Jumlah dokumen pelaksanaan analisis 
kelembagaan yang disusun

1 dokumen 337.674.662 2.1.2.01.10.0003 Pelaksanaan Analisis 
Kelembagaan

Jumlah dokumen pelaksanaan analisis 
kelembagaan yang disusun

1 dokumen 292.669.697

2.1.2.01.10.0004 Pembinaan Ketatalaksanaan 
Perangkat Daerah

Jumlah POS perangkat daerah yang dilakukan 
monitoring dan evaluasi

155 POS 555.817.251 2.1.2.01.10.0004 Pembinaan Ketatalaksanaan 
Perangkat Daerah

Jumlah POS perangkat daerah yang dilakukan 
monitoring dan evaluasi

155 POS 565.951.956

2.1.2.01.10.0005 Survey Kepuasan Masyarakat Jumlah unit layanan publik yang dilakukan Survey 
Kepuasan Masyarakat

254 lembaga 732.237.364 2.1.2.01.10.0005 Survey Kepuasan Masyarakat Jumlah unit layanan publik yang dilakukan Survey 
Kepuasan Masyarakat

254 lembaga 165.590.000

2.1.2.01.19 Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 334.426.801 2.1.2.01.19 Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 304.243.416
2.1.2.01.19.0001 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Jumlah dokumen pendampingan penyusunan 

laporan kinerja dan monitoring implementasi 
reformasi birokrasi yang disusun

2 dokumen 334.426.801 2.1.2.01.19.0001 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Jumlah dokumen pendampingan penyusunan 
laporan kinerja dan monitoring implementasi 
reformasi birokrasi yang disusun

2 dokumen 304.243.416

Bagian Umum Dan Protokol 16.854.676.014 Bagian Umum Dan Protokol 16.259.451.934
2.1.2.01.12 Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 16.854.676.014 2.1.2.01.12 Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 16.259.451.934
2.1.2.01.12.0001 Penyediaan Pelayanan Kedinasan 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan 
Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

100 % 16.854.676.014 2.1.2.01.12.0001 Penyediaan Pelayanan Kedinasan 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan 
Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

100 % 16.259.451.934

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 15.539.694.682 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 13.708.966.134
2.1.2.01.13 Program Pengelolaan Bangunan Gedung 15.539.694.682 2.1.2.01.13 Program Pengelolaan Bangunan Gedung 13.708.966.134
2.1.2.01.13.0001 Pengawasan dan Pengelolaan 
Bangunan Sewa

Jumlah bangunan yang diawasi dan dikelola 24 lokasi 15.539.694.682 2.1.2.01.13.0001 Pengawasan dan Pengelolaan 
Bangunan Sewa

Jumlah bangunan yang diawasi dan dikelola 24 lokasi 13.708.966.134

Kec. Asemrowo 11.490.135.280 Kec. Asemrowo 6.552.072.867
2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 9.428.441.912 2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 4.655.578.167
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Anggaran AnggaranUrusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Urusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
2.1.2.01.02.0001 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Asem Rowo

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

7 Lembaga 3.842.425.710 2.1.2.01.02.0001 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Asem Rowo

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

7 Lembaga 2.157.921.963

2.1.2.01.02.0002 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Genting Kalianak

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

4 Lembaga 2.655.132.838 2.1.2.01.02.0002 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Genting Kalianak

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

4 Lembaga 1.310.097.669

2.1.2.01.02.0003 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Tambak Sarioso

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

6 Lembaga 2.930.883.364 2.1.2.01.02.0003 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Tambak Sarioso

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

6 Lembaga 1.187.558.535

2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 1.322.028.670 2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 1.269.565.500
2.1.2.01.03.0001 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

139 Lembaga 1.195.871.317 2.1.2.01.03.0001 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

139 Lembaga 1.165.285.500

2.1.2.01.03.0002 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 126.157.353 2.1.2.01.03.0002 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

40 Kali 104.280.000

2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 217.831.473 2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 167.840.000
2.1.2.01.05.0001 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

116 Kali 217.831.473 2.1.2.01.05.0001 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

70 Kali 167.840.000

2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 521.833.225 2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 459.089.200
2.1.2.01.06.0001 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 375.642.213 2.1.2.01.06.0001 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 332.279.200

2.1.2.01.06.0002 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 Kali 76.770.506 2.1.2.01.06.0002 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

50 Kali 67.080.000

2.1.2.01.06.0004 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 69.420.506 2.1.2.01.06.0004 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 59.730.000

Kec. Benowo 13.090.651.573 Kec. Benowo 8.534.550.348
2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 10.674.870.903 2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 6.324.173.648
2.1.2.01.02.0004 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Kandangan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 4.173.887.427 2.1.2.01.02.0004 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Kandangan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 1.783.282.387

2.1.2.01.02.0005 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Romokalisari

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

3 Lembaga 1.603.503.576 2.1.2.01.02.0005 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Romokalisari

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

3 Lembaga 998.819.606

2.1.2.01.02.0006 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Sememi

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

7 Lembaga 3.040.791.197 2.1.2.01.02.0006 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Sememi

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

7 Lembaga 2.466.869.671

2.1.2.01.02.0007 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Tambak Oso Wilangon

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

4 Lembaga 1.856.688.703 2.1.2.01.02.0007 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Tambak Oso Wilangon

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

4 Lembaga 1.075.201.984

2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 1.660.122.858 2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 1.567.297.500
2.1.2.01.03.0003 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

183 Lembaga 1.412.548.993 2.1.2.01.03.0003 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

188 Lembaga 1.439.457.500

2.1.2.01.03.0004 Pengembangan Kampung 
Edukasi (Jamur, Anggrek dan Hidroponik)

Pengembangan Kampung Edukasi 3 kali 75.037.319 2.1.2.01.03.0004 Pengembangan Kampung 
Edukasi (Jamur, Anggrek dan Hidroponik)

Pengembangan Kampung Edukasi 3 kali 62.960.000

2.1.2.01.03.0005 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 172.536.546 2.1.2.01.03.0005 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 64.880.000

2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 241.104.873 2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 187.300.000
2.1.2.01.05.0004 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

116 Kali 241.104.873 2.1.2.01.05.0004 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

28 Kali 187.300.000

2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 514.552.939 2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 455.779.200
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Urusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
2.1.2.01.06.0005 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 360.426.891 2.1.2.01.06.0005 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 323.159.200

2.1.2.01.06.0006 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 Kali 83.828.729 2.1.2.01.06.0006 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 Kali 67.560.000

2.1.2.01.06.0008 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 70.297.319 2.1.2.01.06.0008 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 65.060.000

Kec. Bubutan 23.872.884.730 Kec. Bubutan 15.593.315.482
2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 19.936.775.985 2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 11.799.665.282
2.1.2.01.02.0008 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Alun-alun Contong

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

6 Lembaga 1.781.575.882 2.1.2.01.02.0008 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Alun-alun Contong

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

6 Lembaga 1.116.650.656

2.1.2.01.02.0009 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Bubutan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 4.049.576.260 2.1.2.01.02.0009 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Bubutan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 1.989.946.536

2.1.2.01.02.0010 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Gundih

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

11 Lembaga 4.441.517.363 2.1.2.01.02.0010 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Gundih

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 3.283.890.378

2.1.2.01.02.0011 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Jepara

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 4.574.121.567 2.1.2.01.02.0011 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Jepara

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 2.454.840.584

2.1.2.01.02.0012 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Tembok Dukuh

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

12 Lembaga 5.089.984.913 2.1.2.01.02.0012 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Tembok Dukuh

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 2.954.337.128

2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 3.140.203.166 2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 3.105.241.000
2.1.2.01.03.0006 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

414 Lembaga 3.079.343.602 2.1.2.01.03.0006 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

414 Lembaga 3.051.481.000

2.1.2.01.03.0007 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 60.859.564 2.1.2.01.03.0007 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

36 Kali 53.760.000

2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 240.898.088 2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 193.980.000
2.1.2.01.05.0007 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

116 Kali 240.898.088 2.1.2.01.05.0007 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

90 Kali 193.980.000

2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 555.007.491 2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 494.429.200
2.1.2.01.06.0009 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 436.108.363 2.1.2.01.06.0009 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 389.729.200

2.1.2.01.06.0010 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 Kali 64.459.564 2.1.2.01.06.0010 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

45 Kali 57.360.000

2.1.2.01.06.0012 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 54.439.564 2.1.2.01.06.0012 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 47.340.000

Kec. Bulak 22.739.275.310 Kec. Bulak 9.387.820.291
2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 20.211.854.610 2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 7.092.439.591
2.1.2.01.02.0013 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Bulak

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

7 Lembaga 4.818.170.820 2.1.2.01.02.0013 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Bulak

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

7 Lembaga 1.832.660.373

2.1.2.01.02.0014 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Kedung Cowek

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

3 Lembaga 4.562.785.026 2.1.2.01.02.0014 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Kedung Cowek

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

3 Lembaga 1.473.991.494
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2.1.2.01.02.0015 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Kenjeran

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

3 Lembaga 5.221.926.326 2.1.2.01.02.0015 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Kenjeran

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

3 Lembaga 1.760.430.947

2.1.2.01.02.0016 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Sukolilo Baru

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

7 Lembaga 5.608.972.438 2.1.2.01.02.0016 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Sukolilo Baru

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

7 Lembaga 2.025.356.777

2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 1.477.831.500 2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 1.420.031.500
2.1.2.01.03.0008 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

157 Lembaga 1.355.691.500 2.1.2.01.03.0008 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

158 Lembaga 1.315.311.500

2.1.2.01.03.0009 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 122.140.000 2.1.2.01.03.0009 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 104.720.000

2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 228.500.000 2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 204.880.000
2.1.2.01.05.0010 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

116 Kali 228.500.000 2.1.2.01.05.0010 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

75 Kali 204.880.000

2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 821.089.200 2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 670.469.200
2.1.2.01.06.0013 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 645.509.200 2.1.2.01.06.0013 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 535.169.200

2.1.2.01.06.0014 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 Kali 92.860.000 2.1.2.01.06.0014 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 Kali 72.720.000

2.1.2.01.06.0016 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan .

4 Lembaga 82.720.000 2.1.2.01.06.0016 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan .

4 Lembaga 62.580.000

Kec. Dukuh Pakis 14.666.617.638 Kec. Dukuh Pakis 7.781.393.911
2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 12.157.595.486 2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 5.433.698.211
2.1.2.01.02.0017 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Dukuh Kupang

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

6 Lembaga 3.220.069.389 2.1.2.01.02.0017 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Dukuh Kupang

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

6 Lembaga 954.792.936

2.1.2.01.02.0018 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Dukuh Pakis

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

5 Lembaga 2.960.376.899 2.1.2.01.02.0018 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Dukuh Pakis

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

5 Lembaga 1.802.969.166

2.1.2.01.02.0019 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Gunung Sari

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

6 Lembaga 2.554.293.401 2.1.2.01.02.0019 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Gunung Sari

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

6 Lembaga 1.540.745.019

2.1.2.01.02.0020 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Pradah Kalikendal

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

7 Lembaga 3.422.855.797 2.1.2.01.02.0020 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Pradah Kalikendal

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

7 Lembaga 1.135.191.090

2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 1.756.839.271 2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 1.699.576.500
2.1.2.01.03.0010 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

195 Lembaga 1.625.600.742 2.1.2.01.03.0010 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

195 Lembaga 1.588.576.500

2.1.2.01.03.0011 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 131.238.529 2.1.2.01.03.0011 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

40 Kali 111.000.000

2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 236.740.433 2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 195.200.000
2.1.2.01.05.0013 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

116 Kali 236.740.433 2.1.2.01.05.0013 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

80 Kali 195.200.000

2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 515.442.448 2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 452.919.200
2.1.2.01.06.0017 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 361.925.392 2.1.2.01.06.0017 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 322.089.200

2.1.2.01.06.0018 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 Kali 81.063.528 2.1.2.01.06.0018 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

54 Kali 69.720.000
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Urusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
2.1.2.01.06.0020 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 72.453.528 2.1.2.01.06.0020 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 61.110.000

Kec. Gayungan 16.287.796.770 Kec. Gayungan 7.462.570.417
2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 13.669.897.570 2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 4.967.831.217
2.1.2.01.02.0021 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Dukuh Menanggal

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 4.290.383.689 2.1.2.01.02.0021 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Dukuh Menanggal

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 1.604.644.265

2.1.2.01.02.0022 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Gayungan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

4 Lembaga 3.640.096.743 2.1.2.01.02.0022 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Gayungan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

4 Lembaga 1.348.963.705

2.1.2.01.02.0023 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Ketintang

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 3.652.368.497 2.1.2.01.02.0023 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Ketintang

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 1.006.992.387

2.1.2.01.02.0024 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Menanggal

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

6 Lembaga 2.087.048.641 2.1.2.01.02.0024 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Menanggal

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

6 Lembaga 1.007.230.860

2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 1.728.870.000 2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 1.650.470.000
2.1.2.01.03.0012 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

197 Lembaga 1.599.290.000 2.1.2.01.03.0012 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

197 Lembaga 1.539.390.000

2.1.2.01.03.0013 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 129.580.000 2.1.2.01.03.0013 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 111.080.000

2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 284.960.000 2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 279.860.000
2.1.2.01.05.0016 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

116 Kali 284.960.000 2.1.2.01.05.0016 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

76 Kali 279.860.000

2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 604.069.200 2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 564.409.200
2.1.2.01.06.0021 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 464.789.200 2.1.2.01.06.0021 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 433.729.200

2.1.2.01.06.0022 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 kali 74.020.000 2.1.2.01.06.0022 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

50 kali 69.720.000

2.1.2.01.06.0024 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 65.260.000 2.1.2.01.06.0024 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 60.960.000

Kec. Genteng 25.329.558.479 Kec. Genteng 11.377.048.872
2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 21.620.254.587 2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 7.814.968.172
2.1.2.01.02.0025 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Embong Kaliasin

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

4 Lembaga 2.102.929.794 2.1.2.01.02.0025 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Embong Kaliasin

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

5 Lembaga 1.824.369.041

2.1.2.01.02.0026 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Genteng

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

11 Lembaga 4.214.817.555 2.1.2.01.02.0026 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Genteng

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 914.195.691

2.1.2.01.02.0027 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Kapasari

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

12 Lembaga 5.470.367.962 2.1.2.01.02.0027 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Kapasari

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

11 Lembaga 1.979.199.243

2.1.2.01.02.0028 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Ketabang

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 5.104.789.218 2.1.2.01.02.0028 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Ketabang

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

6 Lembaga 1.191.377.734

2.1.2.01.02.0029 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Peneleh

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

15 Lembaga 4.727.350.058 2.1.2.01.02.0029 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Peneleh

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

15 Lembaga 1.905.826.463

2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 2.823.348.808 2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 2.789.051.500

LAMPIRAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2020 | 27



Anggaran AnggaranUrusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Urusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
2.1.2.01.03.0014 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

364 Lembaga 2.749.169.446 2.1.2.01.03.0014 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

364 Lembaga 2.725.891.500

2.1.2.01.03.0015 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 74.179.362 2.1.2.01.03.0015 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

33 Kali 63.160.000

2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 224.557.946 2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 200.440.000
2.1.2.01.05.0019 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

116 Kali 224.557.946 2.1.2.01.05.0019 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

69 Kali 200.440.000

2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 661.397.138 2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 572.589.200
2.1.2.01.06.0025 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 513.218.414 2.1.2.01.06.0025 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 446.449.200

2.1.2.01.06.0026 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 Kali 77.779.362 2.1.2.01.06.0026 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

38 Kali 66.760.000

2.1.2.01.06.0028 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 70.399.362 2.1.2.01.06.0028 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 59.380.000

Kec. Gubeng 30.406.276.871 Kec. Gubeng 13.408.276.495
2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 25.876.541.035 2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 9.027.277.795
2.1.2.01.02.0030 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Airlangga

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 5.883.472.882 2.1.2.01.02.0030 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Airlangga

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 1.312.047.398

2.1.2.01.02.0031 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Baratajaya

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 4.380.774.625 2.1.2.01.02.0031 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Baratajaya

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 1.682.971.067

2.1.2.01.02.0032 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Gubeng

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

3 Lembaga 2.435.027.089 2.1.2.01.02.0032 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Gubeng

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

3 Lembaga 1.397.290.380

2.1.2.01.02.0033 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Kertajaya

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

11 Lembaga 4.877.054.673 2.1.2.01.02.0033 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Kertajaya

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

11 Lembaga 1.334.789.925

2.1.2.01.02.0034 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Mojo

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

12 Lembaga 4.693.375.540 2.1.2.01.02.0034 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Mojo

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

12 Lembaga 1.625.661.876

2.1.2.01.02.0035 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Pucang Sewu

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 3.606.836.226 2.1.2.01.02.0035 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Pucang Sewu

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 1.674.517.149

2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 3.689.522.731 2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 3.611.839.500
2.1.2.01.03.0016 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

488 Lembaga 3.554.076.128 2.1.2.01.03.0016 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

480 Lembaga 3.496.719.500

2.1.2.01.03.0017 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 135.446.603 2.1.2.01.03.0017 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 115.120.000

2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 218.066.603 2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 197.940.000
2.1.2.01.05.0022 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

116 Kali 218.066.603 2.1.2.01.05.0022 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

19 Kali 197.940.000

2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 622.146.502 2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 571.219.200
2.1.2.01.06.0029 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 473.559.888 2.1.2.01.06.0029 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 435.409.200

2.1.2.01.06.0030 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 Kali 80.308.307 2.1.2.01.06.0030 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 Kali 73.920.000
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Anggaran AnggaranUrusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Urusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
2.1.2.01.06.0032 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 68.278.307 2.1.2.01.06.0032 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 61.890.000

Kec. Gunung Anyar 14.399.070.879 Kec. Gunung Anyar 7.572.815.679
2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 11.763.591.281 2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 5.098.440.979
2.1.2.01.02.0036 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Gunung Anyar

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 3.530.818.769 2.1.2.01.02.0036 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Gunung Anyar

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 1.605.076.695

2.1.2.01.02.0037 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Gunung Anyar Tambak

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 3.320.889.756 2.1.2.01.02.0037 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Gunung Anyar Tambak

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 1.164.790.919

2.1.2.01.02.0038 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Rungkut Menanggal

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

4 Lembaga 1.937.886.265 2.1.2.01.02.0038 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Rungkut Menanggal

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

4 Lembaga 1.172.118.160

2.1.2.01.02.0039 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Rungkut Tengah

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 2.973.996.491 2.1.2.01.02.0039 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Rungkut Tengah

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 1.156.455.205

2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 1.858.991.095 2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 1.811.923.500
2.1.2.01.03.0018 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

215 Lembaga 1.683.606.338 2.1.2.01.03.0018 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

217 Lembaga 1.654.003.500

2.1.2.01.03.0019 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 175.384.757 2.1.2.01.03.0019 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

24 Kali 157.920.000

2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 253.100.071 2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 200.500.000
2.1.2.01.05.0025 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

116 Kali 253.100.071 2.1.2.01.05.0025 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

64 Kali 200.500.000

2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 523.388.432 2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 461.951.200
2.1.2.01.06.0033 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

408 kali 373.623.936 2.1.2.01.06.0033 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

408 kali 339.911.200

2.1.2.01.06.0034 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 Kali 80.222.248 2.1.2.01.06.0034 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

30 Kali 66.360.000

2.1.2.01.06.0036 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 69.542.248 2.1.2.01.06.0036 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 55.680.000

Kec. Jambangan 14.405.942.983 Kec. Jambangan 7.802.552.573
2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 12.176.549.783 2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 5.719.519.373
2.1.2.01.02.0040 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Jambangan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

7 Lembaga 2.999.503.892 2.1.2.01.02.0040 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Jambangan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

7 Lembaga 1.008.678.131

2.1.2.01.02.0041 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Karah

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

12 Lembaga 4.590.666.350 2.1.2.01.02.0041 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Karah

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

12 Lembaga 1.306.108.974

2.1.2.01.02.0042 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Kebonsari

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

3 Lembaga 2.416.671.622 2.1.2.01.02.0042 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Kebonsari

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

3 Lembaga 1.600.979.988

2.1.2.01.02.0043 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Pagesangan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

4 Lembaga 2.169.707.919 2.1.2.01.02.0043 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Pagesangan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

4 Lembaga 1.803.752.280

2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 1.463.524.000 2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 1.443.444.000
2.1.2.01.03.0020 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

168 Lembaga 1.393.544.000 2.1.2.01.03.0020 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

168 Lembaga 1.379.924.000
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Urusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
2.1.2.01.03.0021 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 69.980.000 2.1.2.01.03.0021 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

40 Kali 63.520.000

2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 200.240.000 2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 168.500.000
2.1.2.01.05.0028 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

116 Kali 200.240.000 2.1.2.01.05.0028 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

109 Kali 168.500.000

2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 565.629.200 2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 471.089.200
2.1.2.01.06.0037 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 429.269.200 2.1.2.01.06.0037 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 347.649.200

2.1.2.01.06.0038 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 Kali 72.860.000 2.1.2.01.06.0038 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 Kali 66.400.000

2.1.2.01.06.0040 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 63.500.000 2.1.2.01.06.0040 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 57.040.000

Kec. Karangpilang 15.469.712.238 Kec. Karangpilang 8.548.569.404
2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 12.689.979.538 2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 5.923.756.704
2.1.2.01.02.0044 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Karang Pilang

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

4 Lembaga 2.126.312.396 2.1.2.01.02.0044 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Karang Pilang

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

4 Lembaga 1.285.944.804

2.1.2.01.02.0045 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Kebraon

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

12 Lembaga 5.121.914.993 2.1.2.01.02.0045 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Kebraon

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

12 Lembaga 1.578.787.480

2.1.2.01.02.0046 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Kedurus

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

11 Lembaga 3.453.452.009 2.1.2.01.02.0046 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Kedurus

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 1.505.617.655

2.1.2.01.02.0047 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Waru Gunung

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

3 Lembaga 1.988.300.140 2.1.2.01.02.0047 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Waru Gunung

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

3 Lembaga 1.553.406.765

2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 1.906.843.500 2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 1.853.803.500
2.1.2.01.03.0022 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

220 Lembaga 1.777.263.500 2.1.2.01.03.0022 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

220 Lembaga 1.743.083.500

2.1.2.01.03.0023 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 129.580.000 2.1.2.01.03.0023 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 110.720.000

2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 201.140.000 2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 180.560.000
2.1.2.01.05.0031 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

116 Kali 201.140.000 2.1.2.01.05.0031 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

116 Kali 180.560.000

2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 671.749.200 2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 590.449.200
2.1.2.01.06.0041 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 520.439.200 2.1.2.01.06.0041 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 459.979.200

2.1.2.01.06.0042 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 Kali 80.140.000 2.1.2.01.06.0042 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 Kali 69.720.000

2.1.2.01.06.0044 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 71.170.000 2.1.2.01.06.0044 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 60.750.000

Kec. Kenjeran 21.118.489.106 Kec. Kenjeran 13.837.855.754
2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 16.652.984.143 2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 9.536.434.554
2.1.2.01.02.0048 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Bulak Banteng

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 4.292.387.598 2.1.2.01.02.0048 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Bulak Banteng

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 2.204.649.610

LAMPIRAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2020 | 30



Anggaran AnggaranUrusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Urusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
2.1.2.01.02.0049 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Sidotopo Wetan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

2 Lembaga 3.665.798.904 2.1.2.01.02.0049 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Sidotopo Wetan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

13 Lembaga 2.351.010.598

2.1.2.01.02.0050 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Tambak Wedi

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

5 Lembaga 2.520.566.285 2.1.2.01.02.0050 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Tambak Wedi

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

4 Lembaga 1.793.436.098

2.1.2.01.02.0051 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Tanah Kali Kedinding

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 6.174.231.356 2.1.2.01.02.0051 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Tanah Kali Kedinding

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 3.187.338.248

2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 3.567.714.674 2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 3.523.162.000
2.1.2.01.03.0024 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

456 Lembaga 3.401.971.215 2.1.2.01.03.0024 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

456 Lembaga 3.384.402.000

2.1.2.01.03.0025 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 165.743.459 2.1.2.01.03.0025 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

40 Kali 138.760.000

2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 267.478.711 2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 211.660.000
2.1.2.01.05.0034 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

116 Kali 267.478.711 2.1.2.01.05.0034 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

74 Kali 211.660.000

2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 630.311.578 2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 566.599.200
2.1.2.01.06.0045 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 476.981.442 2.1.2.01.06.0045 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 436.969.200

2.1.2.01.06.0046 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 Kali 81.570.068 2.1.2.01.06.0046 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

50 Kali 69.720.000

2.1.2.01.06.0048 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 71.760.068 2.1.2.01.06.0048 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 59.910.000

Kec. Krembangan 26.410.891.353 Kec. Krembangan 14.095.987.146
2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 22.323.256.727 2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 10.079.976.946
2.1.2.01.02.0052 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Dupak

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

5 Lembaga 3.424.995.908 2.1.2.01.02.0052 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Dupak

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

5 Lembaga 2.738.615.280

2.1.2.01.02.0053 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Kemayoran

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 5.223.511.855 2.1.2.01.02.0053 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Kemayoran

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 2.251.962.702

2.1.2.01.02.0054 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Krembangan Selatan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

13 Lembaga 6.046.784.196 2.1.2.01.02.0054 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Krembangan Selatan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

13 Lembaga 1.626.832.274

2.1.2.01.02.0055 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Morokrembangan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 3.973.332.215 2.1.2.01.02.0055 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Morokrembangan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 2.282.548.838

2.1.2.01.02.0056 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Perak Barat

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

7 Lembaga 3.654.632.553 2.1.2.01.02.0056 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Perak Barat

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

7 Lembaga 1.180.017.852

2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 3.367.910.482 2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 3.344.161.000
2.1.2.01.03.0026 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

430 Lembaga 3.206.548.029 2.1.2.01.03.0026 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

431 Lembaga 3.206.761.000

2.1.2.01.03.0027 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 161.362.453 2.1.2.01.03.0027 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 137.400.000

2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 236.562.453 2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 212.320.000
2.1.2.01.05.0037 Penguatan Kelembagaan 
Pengarusutamaan Gender Dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

116 Kali 236.562.453 2.1.2.01.05.0037 Penguatan Kelembagaan 
Pengarusutamaan Gender Dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

116 Kali 212.320.000

2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 483.161.691 2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 459.529.200
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2.1.2.01.06.0049 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 327.672.229 2.1.2.01.06.0049 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 324.809.200

2.1.2.01.06.0050 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 kali 82.784.731 2.1.2.01.06.0050 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 kali 72.400.000

2.1.2.01.06.0052 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kelurahan dan Kecamatan

4 lembaga 72.704.731 2.1.2.01.06.0052 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kelurahan dan Kecamatan

4 lembaga 62.320.000

Kec. Lakarsantri 18.226.288.922 Kec. Lakarsantri 11.412.706.741
2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 15.681.069.747 2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 9.046.621.041
2.1.2.01.02.0057 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Bangkingan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

5 Lembaga 2.355.679.846 2.1.2.01.02.0057 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Bangkingan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

5 Lembaga 1.228.672.252

2.1.2.01.02.0058 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Jeruk

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

3 Lembaga 2.176.888.995 2.1.2.01.02.0058 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Jeruk

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

3 Lembaga 1.774.360.586

2.1.2.01.02.0059 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Lakarsantri

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

4 Lembaga 2.548.155.275 2.1.2.01.02.0059 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Lakarsantri

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

4 Lembaga 1.496.571.419

2.1.2.01.02.0060 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Lidah Kulon

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

7 Lembaga 3.866.207.011 2.1.2.01.02.0060 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Lidah Kulon

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

7 Lembaga 2.062.673.886

2.1.2.01.02.0061 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Lidah Wetan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

5 Lembaga 2.785.387.594 2.1.2.01.02.0061 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Lidah Wetan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

5 Lembaga 1.041.011.235

2.1.2.01.02.0062 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Sumurwelut

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

3 Lembaga 1.948.751.026 2.1.2.01.02.0062 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Sumurwelut

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

3 Lembaga 1.443.331.663

2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 1.791.551.976 2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 1.695.776.500
2.1.2.01.03.0028 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

199 Lembaga 1.622.199.425 2.1.2.01.03.0028 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

200 Lembaga 1.588.896.500

2.1.2.01.03.0029 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 169.352.551 2.1.2.01.03.0029 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 106.880.000

2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 258.835.525 2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 198.360.000
2.1.2.01.05.0040 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

116 Kali 258.835.525 2.1.2.01.05.0040 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

115 Kali 198.360.000

2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 494.831.674 2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 471.949.200
2.1.2.01.06.0053 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 334.068.294 2.1.2.01.06.0053 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 323.589.200

2.1.2.01.06.0054 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 Kali 88.121.690 2.1.2.01.06.0054 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 Kali 81.920.000

2.1.2.01.06.0056 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 72.641.690 2.1.2.01.06.0056 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 66.440.000

Kec. Mulyorejo 28.955.581.914 Kec. Mulyorejo 11.286.754.577
2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 25.153.039.121 2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 7.677.153.477
2.1.2.01.02.0063 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Dukuh Sutorejo

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 3.849.722.734 2.1.2.01.02.0063 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Dukuh Sutorejo

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 1.102.444.905
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2.1.2.01.02.0064 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Kalijudan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 5.791.251.289 2.1.2.01.02.0064 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Kalijudan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 1.458.964.866

2.1.2.01.02.0065 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Kalisari

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 3.787.612.456 2.1.2.01.02.0065 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Kalisari

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 1.074.513.775

2.1.2.01.02.0066 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Kejawan Putih Tambak

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

4 Lembaga 1.914.524.486 2.1.2.01.02.0066 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Kejawan Putih Tambak

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

4 Lembaga 894.374.375

2.1.2.01.02.0067 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Manyar Sabrangan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

13 Lembaga 5.711.065.663 2.1.2.01.02.0067 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Manyar Sabrangan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

13 Lembaga 1.663.587.561

2.1.2.01.02.0068 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Mulyorejo

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

11 Lembaga 4.098.862.493 2.1.2.01.02.0068 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Mulyorejo

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

11 Lembaga 1.483.267.995

2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 2.810.723.491 2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 2.753.399.500
2.1.2.01.03.0030 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

347 Lembaga 2.673.233.032 2.1.2.01.03.0030 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

346 Lembaga 2.638.279.500

2.1.2.01.03.0031 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 137.490.459 2.1.2.01.03.0031 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 115.120.000

2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 220.110.459 2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 196.380.000
2.1.2.01.05.0043 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

116 Kali 220.110.459 2.1.2.01.05.0043 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

116 Kali 196.380.000

2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 771.708.843 2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 659.821.600
2.1.2.01.06.0057 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

408 kali 548.897.705 2.1.2.01.06.0057 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

408 kali 473.421.600

2.1.2.01.06.0058 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 Kali 119.205.569 2.1.2.01.06.0058 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 Kali 101.000.000

2.1.2.01.06.0060 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 103.605.569 2.1.2.01.06.0060 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 85.400.000

Kec. Pabean Cantian 27.854.892.382 Kec. Pabean Cantian 11.944.982.590
2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 24.157.663.078 2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 8.364.880.390
2.1.2.01.02.0069 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Bongkaran

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 4.176.412.133 2.1.2.01.02.0069 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Bongkaran

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 1.393.196.484

2.1.2.01.02.0070 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Krembangan Utara

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 5.047.587.167 2.1.2.01.02.0070 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Krembangan Utara

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 2.870.632.493

2.1.2.01.02.0071 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Nyamplungan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 6.979.203.793 2.1.2.01.02.0071 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Nyamplungan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 1.239.455.966

2.1.2.01.02.0072 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Perak Timur

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 4.226.660.540 2.1.2.01.02.0072 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Perak Timur

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 1.418.958.551

2.1.2.01.02.0073 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Perak Utara

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 3.727.799.445 2.1.2.01.02.0073 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Perak Utara

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 1.442.636.896

2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 2.968.944.763 2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 2.934.573.000
2.1.2.01.03.0032 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

377 Lembaga 2.836.010.521 2.1.2.01.03.0032 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

376 Lembaga 2.808.293.000
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Urusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
2.1.2.01.03.0033 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 132.934.242 2.1.2.01.03.0033 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 126.280.000

2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 247.697.356 2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 220.380.000
2.1.2.01.05.0046 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

116 Kali 247.697.356 2.1.2.01.05.0046 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

116 Kali 220.380.000

2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 480.587.185 2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 425.149.200
2.1.2.01.06.0061 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 289.142.499 2.1.2.01.06.0061 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 261.609.200

2.1.2.01.06.0062 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 Kali 100.192.343 2.1.2.01.06.0062 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 Kali 86.240.000

2.1.2.01.06.0064 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 91.252.343 2.1.2.01.06.0064 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 77.300.000

Kec. Pakal 16.625.967.041 Kec. Pakal 8.461.053.184
2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 13.888.481.021 2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 5.851.321.984
2.1.2.01.02.0074 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Babat Jerawat

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 4.733.249.535 2.1.2.01.02.0074 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Babat Jerawat

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 1.520.716.942

2.1.2.01.02.0075 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Benowo

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

5 Lembaga 2.835.869.222 2.1.2.01.02.0075 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Benowo

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

5 Lembaga 1.310.376.988

2.1.2.01.02.0076 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Pakal

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

6 Lembaga 2.656.056.891 2.1.2.01.02.0076 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Pakal

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

6 Lembaga 1.299.242.416

2.1.2.01.02.0077 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Sumber Rejo

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 3.663.305.373 2.1.2.01.02.0077 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Sumber Rejo

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 1.720.985.638

2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 1.926.640.256 2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 1.885.406.000
2.1.2.01.03.0034 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

226 Lembaga 1.804.701.533 2.1.2.01.03.0034 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

229 Lembaga 1.763.846.000

2.1.2.01.03.0035 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 121.938.723 2.1.2.01.03.0035 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

40 Kali 121.560.000

2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 189.598.723 2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 188.780.000
2.1.2.01.05.0049 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

116 Kali 189.598.723 2.1.2.01.05.0049 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

72 Kali 188.780.000

2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 621.247.041 2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 535.545.200
2.1.2.01.06.0065 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 436.546.101 2.1.2.01.06.0065 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 376.425.200

2.1.2.01.06.0066 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 Kali 96.430.470 2.1.2.01.06.0066 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

50 Kali 83.640.000

2.1.2.01.06.0068 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 88.270.470 2.1.2.01.06.0068 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 75.480.000

Kec. Rungkut 36.074.462.804 Kec. Rungkut 15.040.631.214
2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 31.300.459.387 2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 10.478.254.014
2.1.2.01.02.0078 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Kalirungkut

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

13 Lembaga 6.861.210.949 2.1.2.01.02.0078 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Kalirungkut

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

13 Lembaga 1.627.000.214
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2.1.2.01.02.0079 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Kedung Baruk

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 4.113.540.054 2.1.2.01.02.0079 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Kedung Baruk

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 2.113.671.518

2.1.2.01.02.0080 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Medokan Ayu

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

15 Lembaga 6.494.996.230 2.1.2.01.02.0080 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Medokan Ayu

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

15 Lembaga 2.031.764.107

2.1.2.01.02.0081 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Penjaringansari

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

15 Lembaga 4.965.833.324 2.1.2.01.02.0081 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Penjaringansari

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

15 Lembaga 1.850.708.904

2.1.2.01.02.0082 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Rungkut Kidul

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

12 Lembaga 3.909.352.583 2.1.2.01.02.0082 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Rungkut Kidul

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

12 Lembaga 1.307.372.302

2.1.2.01.02.0083 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Wonorejo

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

11 Lembaga 4.955.526.247 2.1.2.01.02.0083 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Wonorejo

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 1.547.736.969

2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 3.813.053.150 2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 3.755.246.000
2.1.2.01.03.0036 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

488 Lembaga 3.646.649.575 2.1.2.01.03.0036 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

488 Lembaga 3.608.126.000

2.1.2.01.03.0037 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 166.403.575 2.1.2.01.03.0037 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 147.120.000

2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 251.543.575 2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 227.740.000
2.1.2.01.05.0052 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

116 Kali 251.543.575 2.1.2.01.05.0052 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

83 Kali 227.740.000

2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 709.406.692 2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 579.391.200
2.1.2.01.06.0069 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

408 kali 464.198.586 2.1.2.01.06.0069 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

408 kali 388.371.200

2.1.2.01.06.0070 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 Kali 127.014.053 2.1.2.01.06.0070 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 Kali 99.920.000

2.1.2.01.06.0072 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 118.194.053 2.1.2.01.06.0072 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 91.100.000

Kec. Sambikerep 21.904.419.057 Kec. Sambikerep 7.685.052.654
2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 18.909.593.776 2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 4.739.127.954
2.1.2.01.02.0084 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Bringin

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

4 Lembaga 2.018.528.113 2.1.2.01.02.0084 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Bringin

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

3 Lembaga 958.351.463

2.1.2.01.02.0085 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Lontar

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

12 Lembaga 6.847.325.089 2.1.2.01.02.0085 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Lontar

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

11 Lembaga 1.195.829.037

2.1.2.01.02.0086 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Made

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

7 Lembaga 4.300.052.382 2.1.2.01.02.0086 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Made

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

6 Lembaga 1.508.773.271

2.1.2.01.02.0087 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Sambikerep

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

7 Lembaga 5.743.688.192 2.1.2.01.02.0087 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Sambikerep

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

6 Lembaga 1.076.174.183

2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 2.113.617.686 2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 2.128.375.500
2.1.2.01.03.0038 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

250 Lembaga 1.980.188.579 2.1.2.01.03.0038 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

259 Lembaga 2.000.695.500

2.1.2.01.03.0039 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 133.429.107 2.1.2.01.03.0039 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 127.680.000

2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 241.341.093 2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 228.800.000
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2.1.2.01.05.0055 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

116 Kali 241.341.093 2.1.2.01.05.0055 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

113 Kali 228.800.000

2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 639.866.502 2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 588.749.200
2.1.2.01.06.0073 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 449.027.878 2.1.2.01.06.0073 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 391.389.200

2.1.2.01.06.0074 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 Kali 99.259.312 2.1.2.01.06.0074 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 Kali 102.520.000

2.1.2.01.06.0076 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 91.579.312 2.1.2.01.06.0076 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 94.840.000

Kec. Sawahan 35.899.817.304 Kec. Sawahan 18.767.939.037
2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 30.068.501.043 2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 13.198.186.837
2.1.2.01.02.0088 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Banyu Urip

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 4.644.404.619 2.1.2.01.02.0088 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Banyu Urip

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 2.834.663.915

2.1.2.01.02.0089 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Kupang Krajan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

7 Lembaga 3.586.267.152 2.1.2.01.02.0089 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Kupang Krajan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

7 Lembaga 1.967.754.040

2.1.2.01.02.0090 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Pakis

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

12 Lembaga 4.411.590.586 2.1.2.01.02.0090 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Pakis

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 2.324.827.853

2.1.2.01.02.0091 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Petemon

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

18 Lembaga 7.206.112.255 2.1.2.01.02.0091 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Petemon

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

18 Lembaga 1.681.135.595

2.1.2.01.02.0092 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Putat Jaya

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

14 Lembaga 6.099.561.018 2.1.2.01.02.0092 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Putat Jaya

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

15 Lembaga 2.648.856.675

2.1.2.01.02.0093 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Sawahan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 4.120.565.413 2.1.2.01.02.0093 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Sawahan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 1.740.948.759

2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 4.974.070.623 2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 4.843.273.000
2.1.2.01.03.0040 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

627 Lembaga 4.835.349.882 2.1.2.01.03.0040 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

627 Lembaga 4.728.113.000

2.1.2.01.03.0041 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 138.720.741 2.1.2.01.03.0041 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

40 Kali 115.160.000

2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 269.880.570 2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 239.500.000
2.1.2.01.05.0058 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

116 Kali 269.880.570 2.1.2.01.05.0058 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

53 Kali 239.500.000

2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 587.365.068 2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 486.979.200
2.1.2.01.06.0077 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 419.846.766 2.1.2.01.06.0077 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 345.569.200

2.1.2.01.06.0078 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 Kali 88.334.151 2.1.2.01.06.0078 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

50 Kali 75.280.000

2.1.2.01.06.0080 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 79.184.151 2.1.2.01.06.0080 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 66.130.000

Kec. Semampir 37.556.491.909 Kec. Semampir 17.301.334.394
2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 31.904.496.557 2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 11.759.705.194
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2.1.2.01.02.0094 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Ampel

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

17 Lembaga 7.045.704.134 2.1.2.01.02.0094 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Ampel

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

17 Lembaga 1.684.499.312

2.1.2.01.02.0095 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Pegirian

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

11 Lembaga 4.644.574.007 2.1.2.01.02.0095 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Pegirian

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

11 Lembaga 2.521.270.539

2.1.2.01.02.0096 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Sidotopo

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

11 Lembaga 6.699.220.371 2.1.2.01.02.0096 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Sidotopo

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

11 Lembaga 2.295.565.278

2.1.2.01.02.0097 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Ujung

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

14 Lembaga 5.991.977.088 2.1.2.01.02.0097 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Ujung

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

14 Lembaga 2.147.607.870

2.1.2.01.02.0098 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Wonokusumo

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

16 Lembaga 7.523.020.957 2.1.2.01.02.0098 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Wonokusumo

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

16 Lembaga 3.110.762.195

2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 4.772.395.384 2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 4.751.700.000
2.1.2.01.03.0042 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

636 Lembaga 4.640.967.692 2.1.2.01.03.0042 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

636 Lembaga 4.639.140.000

2.1.2.01.03.0043 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 131.427.692 2.1.2.01.03.0043 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 112.560.000

2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 181.127.692 2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 179.660.000
2.1.2.01.05.0061 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

116 Kali 181.127.692 2.1.2.01.05.0061 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

116 Kali 179.660.000

2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 698.472.276 2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 610.269.200
2.1.2.01.06.0081 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 539.116.892 2.1.2.01.06.0081 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 472.089.200

2.1.2.01.06.0082 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 Kali 82.707.692 2.1.2.01.06.0082 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 Kali 72.120.000

2.1.2.01.06.0084 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 76.647.692 2.1.2.01.06.0084 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 66.060.000

Kec. Simokerto 25.838.890.012 Kec. Simokerto 13.947.892.467
2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 22.268.233.010 2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 10.508.336.267
2.1.2.01.02.0099 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Kapasan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 3.909.204.318 2.1.2.01.02.0099 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Kapasan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 1.731.463.264

2.1.2.01.02.0100 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Sidodadi

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

7 Lembaga 3.782.834.560 2.1.2.01.02.0100 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Sidodadi

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

7 Lembaga 2.581.280.681

2.1.2.01.02.0101 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Simokerto

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

14 Lembaga 5.781.898.240 2.1.2.01.02.0101 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Simokerto

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

14 Lembaga 1.559.799.098

2.1.2.01.02.0102 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Simolawang

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 4.424.564.531 2.1.2.01.02.0102 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Simolawang

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 2.678.051.020

2.1.2.01.02.0103 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Tambakrejo

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

11 Lembaga 4.369.731.361 2.1.2.01.02.0103 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Tambakrejo

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 1.957.742.204

2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 2.751.850.831 2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 2.711.107.000
2.1.2.01.03.0044 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

356 Lembaga 2.679.757.913 2.1.2.01.03.0044 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

356 Lembaga 2.657.267.000
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Anggaran AnggaranUrusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Urusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
2.1.2.01.03.0045 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 72.092.918 2.1.2.01.03.0045 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

36 Kali 53.840.000

2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 206.401.219 2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 170.660.000
2.1.2.01.05.0064 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

116 Kali 206.401.219 2.1.2.01.05.0064 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

116 Kali 170.660.000

2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 612.404.952 2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 557.789.200
2.1.2.01.06.0085 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 470.439.116 2.1.2.01.06.0085 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

312 kali 452.329.200

2.1.2.01.06.0086 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 Kali 75.692.918 2.1.2.01.06.0086 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 Kali 57.440.000

2.1.2.01.06.0088 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 66.272.918 2.1.2.01.06.0088 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 48.020.000

Kec. Sukolilo 31.827.489.150 Kec. Sukolilo 14.202.256.833
2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 27.412.212.650 2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 9.958.676.333
2.1.2.01.02.0104 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Gebang Putih

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

7 Lembaga 3.052.322.368 2.1.2.01.02.0104 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Gebang Putih

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

7 Lembaga 1.559.349.932

2.1.2.01.02.0105 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Keputih

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

5 Lembaga 3.682.544.294 2.1.2.01.02.0105 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Keputih

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

5 Lembaga 1.295.680.183

2.1.2.01.02.0106 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Klampis Ngasem

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 4.375.762.077 2.1.2.01.02.0106 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Klampis Ngasem

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 1.683.209.621

2.1.2.01.02.0107 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Medokan Semampir

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 4.509.051.239 2.1.2.01.02.0107 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Medokan Semampir

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 1.340.514.639

2.1.2.01.02.0108 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Menur Pumpungan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 2.973.092.766 2.1.2.01.02.0108 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Menur Pumpungan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 1.549.278.431

2.1.2.01.02.0109 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Nginden Jangkungan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 4.091.704.120 2.1.2.01.02.0109 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Nginden Jangkungan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 1.396.791.689

2.1.2.01.02.0110 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Semolowaru

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

13 Lembaga 4.727.735.786 2.1.2.01.02.0110 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Semolowaru

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

13 Lembaga 1.133.851.838

2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 3.533.252.500 2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 3.451.540.500
2.1.2.01.03.0046 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

439 Lembaga 3.397.716.500 2.1.2.01.03.0046 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

439 Lembaga 3.334.180.500

2.1.2.01.03.0047 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 135.536.000 2.1.2.01.03.0047 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

30 Kali 117.360.000

2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 259.056.000 2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 234.840.000
2.1.2.01.05.0067 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

116 Kali 259.056.000 2.1.2.01.05.0067 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

72 Kali 234.840.000

2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 622.968.000 2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 557.200.000
2.1.2.01.06.0089 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

408 kali 462.206.000 2.1.2.01.06.0089 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

408 kali 414.550.000

2.1.2.01.06.0090 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 Kali 87.056.000 2.1.2.01.06.0090 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

45 Kali 78.000.000
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Anggaran AnggaranUrusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Urusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
2.1.2.01.06.0092 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 73.706.000 2.1.2.01.06.0092 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 64.650.000

Kec. Sukomanunggal 21.835.091.851 Kec. Sukomanunggal 12.333.415.464
2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 18.353.463.760 2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 9.063.277.264
2.1.2.01.02.0111 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Putat Gede

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

4 Lembaga 1.879.461.559 2.1.2.01.02.0111 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Putat Gede

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

4 Lembaga 1.206.587.514

2.1.2.01.02.0112 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Simomulyo

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

7 Lembaga 3.680.429.136 2.1.2.01.02.0112 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Simomulyo

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

7 Lembaga 1.274.009.861

2.1.2.01.02.0113 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Simomulyo Baru

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 5.259.181.001 2.1.2.01.02.0113 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Simomulyo Baru

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 2.234.602.177

2.1.2.01.02.0114 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Sonokwijenan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

4 Lembaga 2.501.960.915 2.1.2.01.02.0114 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Sonokwijenan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

4 Lembaga 1.184.558.572

2.1.2.01.02.0115 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Sukomanunggal

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

5 Lembaga 2.688.199.156 2.1.2.01.02.0115 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Sukomanunggal

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

5 Lembaga 1.866.261.423

2.1.2.01.02.0116 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Tanjungsari

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

4 Lembaga 2.344.231.993 2.1.2.01.02.0116 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Tanjungsari

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

4 Lembaga 1.297.257.717

2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 2.552.293.517 2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 2.507.909.000
2.1.2.01.03.0048 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

323 Lembaga 2.425.327.501 2.1.2.01.03.0048 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

323 Lembaga 2.398.589.000

2.1.2.01.03.0049 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 126.966.016 2.1.2.01.03.0049 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 109.320.000

2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 213.306.016 2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 177.020.000
2.1.2.01.05.0070 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

116 Kali 213.306.016 2.1.2.01.05.0070 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

54 Kali 177.020.000

2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 716.028.558 2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 585.209.200
2.1.2.01.06.0093 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 568.464.062 2.1.2.01.06.0093 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 458.729.200

2.1.2.01.06.0094 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 Kali 81.342.248 2.1.2.01.06.0094 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 Kali 70.800.000

2.1.2.01.06.0096 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 66.222.248 2.1.2.01.06.0096 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 55.680.000

Kec. Tambaksari 44.774.100.254 Kec. Tambaksari 24.940.081.679
2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 38.281.599.054 2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 18.627.690.479
2.1.2.01.02.0117 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Dukuh Setro

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

5 Lembaga 2.616.093.652 2.1.2.01.02.0117 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Dukuh Setro

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

5 Lembaga 1.457.583.021

2.1.2.01.02.0118 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Gading

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

11 Lembaga 5.132.726.995 2.1.2.01.02.0118 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Gading

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

11 Lembaga 2.333.875.888

2.1.2.01.02.0119 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Kapasmadya Baru

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 4.547.660.355 2.1.2.01.02.0119 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Kapasmadya Baru

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 2.576.741.645
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Anggaran AnggaranUrusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Urusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
2.1.2.01.02.0120 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Pacarkeling

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

11 Lembaga 5.648.299.403 2.1.2.01.02.0120 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Pacarkeling

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

11 Lembaga 1.918.901.343

2.1.2.01.02.0121 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Pacarkembang

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

11 Lembaga 5.485.870.762 2.1.2.01.02.0121 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Pacarkembang

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

11 Lembaga 1.899.897.727

2.1.2.01.02.0122 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Ploso

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

11 Lembaga 5.854.908.306 2.1.2.01.02.0122 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Ploso

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

11 Lembaga 3.446.542.219

2.1.2.01.02.0123 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Rangkah

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 3.739.052.325 2.1.2.01.02.0123 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Rangkah

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 1.677.386.670

2.1.2.01.02.0124 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Tambaksari

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 5.256.987.256 2.1.2.01.02.0124 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Tambaksari

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 3.316.761.966

2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 5.590.002.000 2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 5.564.552.000
2.1.2.01.03.0050 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

749 Lembaga 5.452.257.000 2.1.2.01.03.0050 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

749 Lembaga 5.444.912.000

2.1.2.01.03.0051 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 137.745.000 2.1.2.01.03.0051 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 119.640.000

2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 236.045.000 2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 217.940.000
2.1.2.01.05.0073 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

116 Kali 236.045.000 2.1.2.01.05.0073 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

116 Kali 217.940.000

2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 666.454.200 2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 529.899.200
2.1.2.01.06.0097 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 463.834.200 2.1.2.01.06.0097 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 382.529.200

2.1.2.01.06.0098 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 Kali 108.825.000 2.1.2.01.06.0098 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 Kali 81.200.000

2.1.2.01.06.0100 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 93.795.000 2.1.2.01.06.0100 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 66.170.000

Kec. Tandes 26.278.892.975 Kec. Tandes 13.728.466.982
2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 22.404.450.133 2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 9.988.241.282
2.1.2.01.02.0125 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Balongsari

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

7 Lembaga 3.019.253.373 2.1.2.01.02.0125 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Balongsari

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

7 Lembaga 2.099.365.478

2.1.2.01.02.0126 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Banjar Sugihan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

4 Lembaga 2.265.438.277 2.1.2.01.02.0126 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Banjar Sugihan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

4 Lembaga 1.387.375.805

2.1.2.01.02.0127 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Karang Poh

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 4.156.704.956 2.1.2.01.02.0127 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Karang Poh

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 1.676.584.085

2.1.2.01.02.0128 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Manukan Kulon

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

14 Lembaga 5.791.570.982 2.1.2.01.02.0128 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Manukan Kulon

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

14 Lembaga 2.192.898.724

2.1.2.01.02.0129 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Manukan wetan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

6 Lembaga 3.160.494.387 2.1.2.01.02.0129 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Manukan wetan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

6 Lembaga 1.316.509.187

2.1.2.01.02.0130 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Tandes

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 4.010.988.158 2.1.2.01.02.0130 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Tandes

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 1.315.508.003

2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 3.023.872.214 2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 2.993.706.500
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2.1.2.01.03.0052 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

371 Lembaga 2.890.449.357 2.1.2.01.03.0052 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

371 Lembaga 2.879.186.500

2.1.2.01.03.0053 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 133.422.857 2.1.2.01.03.0053 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

40 Kali 114.520.000

2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 248.682.857 2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 223.740.000
2.1.2.01.05.0076 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

116 Kali 248.682.857 2.1.2.01.05.0076 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

71 Kali 223.740.000

2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 601.887.771 2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 522.779.200
2.1.2.01.06.0101 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 443.402.057 2.1.2.01.06.0101 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 372.899.200

2.1.2.01.06.0102 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 Kali 85.422.857 2.1.2.01.06.0102 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

15 Kali 81.120.000

2.1.2.01.06.0104 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 73.062.857 2.1.2.01.06.0104 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 68.760.000

Kec. Tegalsari 29.439.089.162 Kec. Tegalsari 12.988.506.709
2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 25.764.806.810 2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 9.485.270.509
2.1.2.01.02.0131 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Dr. Soetomo

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

14 Lembaga 6.588.068.812 2.1.2.01.02.0131 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Dr. Soetomo

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

14 Lembaga 1.712.377.561

2.1.2.01.02.0132 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Kedungdoro

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 5.740.630.980 2.1.2.01.02.0132 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Kedungdoro

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 2.034.619.679

2.1.2.01.02.0133 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Keputran

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

6 Lembaga 3.547.426.686 2.1.2.01.02.0133 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Keputran

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

6 Lembaga 1.735.558.385

2.1.2.01.02.0134 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Tegalsari

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

6 Lembaga 4.573.720.346 2.1.2.01.02.0134 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Tegalsari

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

6 Lembaga 2.182.863.818

2.1.2.01.02.0135 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Wonorejo

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

11 Lembaga 5.314.959.986 2.1.2.01.02.0135 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Wonorejo

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

11 Lembaga 1.819.851.066

2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 2.877.122.384 2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 2.786.267.000
2.1.2.01.03.0054 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

366 Lembaga 2.817.934.692 2.1.2.01.03.0054 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

365 Lembaga 2.734.387.000

2.1.2.01.03.0055 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 59.187.692 2.1.2.01.03.0055 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

36 Kali 51.880.000

2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 207.407.692 2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 202.100.000
2.1.2.01.05.0079 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

116 Kali 207.407.692 2.1.2.01.05.0079 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

92 Kali 202.100.000

2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 589.752.276 2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 514.869.200
2.1.2.01.06.0105 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 473.596.892 2.1.2.01.06.0105 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 413.329.200

2.1.2.01.06.0106 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 Kali 62.787.692 2.1.2.01.06.0106 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

48 Kali 55.480.000

2.1.2.01.06.0108 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 53.367.692 2.1.2.01.06.0108 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 46.060.000
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Kec. Tenggilis Mejoyo 14.285.346.232 Kec. Tenggilis Mejoyo 8.811.775.665
2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 11.820.677.333 2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 6.576.948.965
2.1.2.01.02.0136 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Kendangsari

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

5 Lembaga 2.566.295.296 2.1.2.01.02.0136 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Kendangsari

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

5 Lembaga 1.780.491.664

2.1.2.01.02.0137 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Kutisari

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

6 Lembaga 2.616.208.720 2.1.2.01.02.0137 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Kutisari

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

6 Lembaga 1.308.338.965

2.1.2.01.02.0138 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Panjang Jiwo

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 3.413.963.854 2.1.2.01.02.0138 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Panjang Jiwo

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 1.539.000.123

2.1.2.01.02.0139 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Tenggilis Mejoyo

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

6 Lembaga 3.224.209.463 2.1.2.01.02.0139 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Tenggilis Mejoyo

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

6 Lembaga 1.949.118.213

2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 1.621.482.784 2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 1.538.897.500
2.1.2.01.03.0056 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

176 Lembaga 1.464.150.142 2.1.2.01.03.0056 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

185 Lembaga 1.432.977.500

2.1.2.01.03.0057 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 157.332.642 2.1.2.01.03.0057 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

40 Kali 105.920.000

2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 195.895.542 2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 175.940.000
2.1.2.01.05.0082 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

116 Kali 195.895.542 2.1.2.01.05.0082 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

116 Kali 175.940.000

2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 647.290.573 2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 519.989.200
2.1.2.01.06.0109 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 468.827.993 2.1.2.01.06.0109 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 395.769.200

2.1.2.01.06.0110 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 Kali 94.001.290 2.1.2.01.06.0110 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

50 Kali 66.880.000

2.1.2.01.06.0112 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 84.461.290 2.1.2.01.06.0112 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 57.340.000

Kec. Wiyung 17.819.791.024 Kec. Wiyung 9.863.861.755
2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 15.114.543.106 2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 7.362.606.555
2.1.2.01.02.0140 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Babatan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 4.700.916.499 2.1.2.01.02.0140 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Babatan

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 2.618.112.372

2.1.2.01.02.0141 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Balas Klumprik

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 3.170.388.371 2.1.2.01.02.0141 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Balas Klumprik

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 1.602.797.587

2.1.2.01.02.0142 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Jajar Tunggal

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

5 Lembaga 2.702.979.824 2.1.2.01.02.0142 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Jajar Tunggal

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

5 Lembaga 1.319.215.288

2.1.2.01.02.0143 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Wiyung

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

11 Lembaga 4.540.258.412 2.1.2.01.02.0143 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Wiyung

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

11 Lembaga 1.822.481.308

2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 1.969.319.855 2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 1.853.576.000
2.1.2.01.03.0058 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

210 Lembaga 1.837.347.096 2.1.2.01.03.0058 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

210 Lembaga 1.742.696.000

2.1.2.01.03.0059 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 131.972.759 2.1.2.01.03.0059 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

40 Kali 110.880.000

2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 199.632.759 2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 175.780.000
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2.1.2.01.05.0085 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

116 Kali 199.632.759 2.1.2.01.05.0085 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

115 Kali 175.780.000

2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 536.295.304 2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 471.899.200
2.1.2.01.06.0113 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 347.964.168 2.1.2.01.06.0113 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 312.939.200

2.1.2.01.06.0114 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 Kali 98.245.568 2.1.2.01.06.0114 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

50 Kali 83.560.000

2.1.2.01.06.0116 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 90.085.568 2.1.2.01.06.0116 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 75.400.000

Kec. Wonocolo 24.228.569.003 Kec. Wonocolo 10.335.489.021
2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 21.066.855.614 2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 7.369.318.821
2.1.2.01.02.0144 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Bendul Merisi

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

13 Lembaga 5.200.227.086 2.1.2.01.02.0144 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Bendul Merisi

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

12 Lembaga 2.112.972.531

2.1.2.01.02.0145 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Jemur Wonosari

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 5.292.538.393 2.1.2.01.02.0145 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Jemur Wonosari

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 1.473.458.420

2.1.2.01.02.0146 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Margorejo

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 3.611.673.888 2.1.2.01.02.0146 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Margorejo

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 1.167.328.246

2.1.2.01.02.0147 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Sidosermo

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

6 Lembaga 3.741.617.093 2.1.2.01.02.0147 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Sidosermo

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

6 Lembaga 1.092.932.526

2.1.2.01.02.0148 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Siwalankerto

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

7 Lembaga 3.220.799.154 2.1.2.01.02.0148 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Siwalankerto

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

6 Lembaga 1.522.627.098

2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 2.285.045.778 2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 2.250.881.000
2.1.2.01.03.0060 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

278 Lembaga 2.152.903.740 2.1.2.01.03.0060 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

280 Lembaga 2.138.001.000

2.1.2.01.03.0061 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 132.142.038 2.1.2.01.03.0061 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 112.880.000

2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 214.362.038 2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 195.060.000
2.1.2.01.05.0088 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

116 Kali 214.362.038 2.1.2.01.05.0088 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

116 Kali 195.060.000

2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 662.305.573 2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 520.229.200
2.1.2.01.06.0117 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Pengendalian 
dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 506.120.229 2.1.2.01.06.0117 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Pengendalian 
dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 385.929.200

2.1.2.01.06.0118 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan,Verifikasi dam 
Validasi Data Sarana

60 Kali 83.102.672 2.1.2.01.06.0118 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan,Verifikasi dam 
Validasi Data Sarana

60 Kali 72.160.000

2.1.2.01.06.0120 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah Lembaga Peserta dari seluruh Kelurahan di 
wilayah Kecamatan Wonocolo

4 Lembaga 73.082.672 2.1.2.01.06.0120 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah Lembaga Peserta dari seluruh Kelurahan di 
wilayah Kecamatan Wonocolo

4 Lembaga 62.140.000

Kec. Wonokromo 34.117.805.823 Kec. Wonokromo 18.184.909.957
2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 28.583.657.470 2.1.2.01.02 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan 12.886.428.757
2.1.2.01.02.0149 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Darmo

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

11 Lembaga 3.308.763.046 2.1.2.01.02.0149 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Darmo

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

10 Lembaga 2.072.130.336

2.1.2.01.02.0150 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Jagir

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

11 Lembaga 5.302.960.944 2.1.2.01.02.0150 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Jagir

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

11 Lembaga 2.155.874.604
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2.1.2.01.02.0151 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Ngagel

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

5 Lembaga 2.538.724.315 2.1.2.01.02.0151 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Ngagel

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

5 Lembaga 1.459.786.199

2.1.2.01.02.0152 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Ngagel Rejo

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

12 Lembaga 6.906.671.054 2.1.2.01.02.0152 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Ngagel Rejo

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

12 Lembaga 1.888.253.698

2.1.2.01.02.0153 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Sawunggaling

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

12 Lembaga 5.571.470.470 2.1.2.01.02.0153 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Sawunggaling

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

12 Lembaga 1.962.408.339

2.1.2.01.02.0154 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Wonokromo

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

9 Lembaga 4.955.067.641 2.1.2.01.02.0154 Pembangunan Sarana Prasarana 
Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Wonokromo

Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi 
pembangunan sarana prasarana wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat

8 Lembaga 3.347.975.581

2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 4.425.793.446 2.1.2.01.03 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 4.332.052.000
2.1.2.01.03.0062 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

574 Lembaga 4.291.159.717 2.1.2.01.03.0062 Operasional pengelolaan 
Administrasi LPMK,RW,RT

Jumlah lembaga pelayanan administrasi 
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan 
mutu selama 12 bulan

568 Lembaga 4.217.372.000

2.1.2.01.03.0063 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 134.633.729 2.1.2.01.03.0063 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Perekonomian

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Perekonomian

48 Kali 114.680.000

2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 257.283.998 2.1.2.01.05 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 232.420.000
2.1.2.01.05.0091 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

116 Kali 257.283.998 2.1.2.01.05.0091 Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak

94 Kali 232.420.000

2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 851.070.909 2.1.2.01.06 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah 734.009.200
2.1.2.01.06.0121 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 690.174.397 2.1.2.01.06.0121 Pengawasan Pengendalian dan 
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian 
dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

360 kali 595.689.200

2.1.2.01.06.0122 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 Kali 86.088.256 2.1.2.01.06.0122 Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi  Data Sarana Prasarana Wilayah

Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan 
Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

60 Kali 74.800.000

2.1.2.01.06.0124 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 74.808.256 2.1.2.01.06.0124 Penyelenggaraan Musrenbang 
RKPD Tingkat Kecamatan

Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di 
wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang 
RKPD tingkat Kecamatan

4 lembaga 63.520.000

Sekretariat DPRD 110.815.866.736 Sekretariat DPRD 99.692.095.523
2.1.2.01.01 Program Fasilitasi Informasi dan Protokol DPRD 97.729.064.688 2.1.2.01.01 Program Fasilitasi Informasi dan Protokol DPRD 87.509.761.080
2.1.2.01.01.0001 Fasilitasi Reses DPRD Jumlah Fasilitasi Reses 3 kali 13.479.901.240 2.1.2.01.01.0001 Fasilitasi Reses DPRD Jumlah Fasilitasi Reses 3 kali 13.461.504.150
2.1.2.01.01.0002 Kunjungan Kerja dan Peningkatan 
Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja dan Peningkatan 
Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

185 kali 61.520.111.388 2.1.2.01.01.0002 Kunjungan Kerja dan Peningkatan 
Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja dan Peningkatan 
Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

185 kali 52.534.984.140

2.1.2.01.01.0003 Penerimaan Studi Banding Jumlah studi banding yang difasilitasi 240 kali 3.543.492.190 2.1.2.01.01.0003 Penerimaan Studi Banding Jumlah studi banding yang difasilitasi 240 kali 2.454.567.100
2.1.2.01.01.0004 Pengendalian Keamanan Jumlah kegiatan pengendalian keamanan yang 

dilaksanakan
264 kali 1.337.268.630 2.1.2.01.01.0004 Pengendalian Keamanan Jumlah kegiatan pengendalian keamanan yang 

dilaksanakan
264 kali 1.321.991.540

2.1.2.01.01.0005 Publikasi Kegiatan DPRD Jumlah pelaksanaan publikasi kegiatan DPRD 5 media 17.848.291.240 2.1.2.01.01.0005 Publikasi Kegiatan DPRD Jumlah pelaksanaan publikasi kegiatan DPRD 5 media 17.736.714.150

2.1.2.01.04 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD 3.908.387.115 2.1.2.01.04 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD 3.199.307.780
2.1.2.01.04.0001 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Jumlah kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas 
Sekretariat DPRD

38 kali 3.908.387.115 2.1.2.01.04.0001 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Jumlah kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas 
Sekretariat DPRD

38 kali 3.199.307.780

2.1.2.01.07 Program Fasilitasi Rapat dan Perundang-Undangan DPRD 9.178.414.933 2.1.2.01.07 Program Fasilitasi Rapat dan Perundang-Undangan DPRD 8.983.026.663
2.1.2.01.07.0001 Pembahasan dan Penyusunan 
Kajian Kebijakan dan Rancangan Peraturan Daerah

Jumlah dokumen kajian kebijakan dan rancangan 
peraturan daerah yang dibahas

6 dokumen 4.244.775.613 2.1.2.01.07.0001 Pembahasan dan Penyusunan 
Kajian Kebijakan dan Rancangan Peraturan Daerah

Jumlah dokumen kajian kebijakan dan rancangan 
peraturan daerah yang dibahas

6 dokumen 4.163.466.523

2.1.2.01.07.0002 Penyelenggaraan Rapat-Rapat 
Alat Kelengkapan Dewan

Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan Dewan yang 
diselenggarakan

930 kali 2.774.429.050 2.1.2.01.07.0002 Penyelenggaraan Rapat-Rapat 
Alat Kelengkapan Dewan

Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan Dewan yang 
diselenggarakan

930 kali 2.728.439.960

2.1.2.01.07.0003 Penyelenggaraan Rapat-Rapat 
Paripurna

jumlah rapat paripurna yang diselenggarakan 45 kali 2.159.210.270 2.1.2.01.07.0003 Penyelenggaraan Rapat-Rapat 
Paripurna

jumlah rapat paripurna yang diselenggarakan 45 kali 2.091.120.180

2.1.2.02 Keuangan 27.018.791.648 2.1.2.02 Keuangan 29.229.553.902
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah 27.018.791.648 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah 29.229.553.902
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Anggaran AnggaranUrusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Urusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
2.1.2.02.01 Program Penagihan Pajak Daerah 3.216.278.642 2.1.2.02.01 Program Penagihan Pajak Daerah 3.542.680.842
2.1.2.02.01.0001 Penagihan, Pelayanan 
Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, 
Keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Hotel, 
Restoran, PPJ dan Parkir

Jumlah berkas Penagihan dan Pengurangan, 
angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan 
Penghapusan Piutang Pajak Hotel, Restoran, PPJ 
dan Parkir yang ditagih dan dilayani

7201 berkas 798.577.330 2.1.2.02.01.0001 Penagihan, Pelayanan 
Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, 
Keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Hotel, 
Restoran, PPJ dan Parkir

Jumlah berkas Penagihan dan Pengurangan, 
angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan 
Penghapusan Piutang Pajak Hotel, Restoran, PPJ 
dan Parkir yang ditagih dan dilayani

7201 berkas 857.561.532

2.1.2.02.01.0002 Penagihan, Pelayanan 
Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, 
Keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak 
Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah

Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, 
angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan 
Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak 
Hiburan dan Air Tanah yang ditagih dan dilayani

11224 berkas 618.184.472 2.1.2.02.01.0002 Penagihan, Pelayanan 
Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, 
Keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak 
Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah

Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, 
angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan 
Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak 
Hiburan dan Air Tanah yang ditagih dan dilayani

10756 berkas 617.721.941

2.1.2.02.01.0003 Penagihan, Pelayanan 
Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, 
Keberatan dan Penghapusan Piutang PBB dan 
BPHTB

Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, 
angsuran, restitusi, kompensasi,  keberatan dan 
Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB yang ditagih 
dan dilayani

196762 berkas 1.799.516.840 2.1.2.02.01.0003 Penagihan, Pelayanan 
Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, 
Keberatan dan Penghapusan Piutang PBB dan 
BPHTB

Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, 
angsuran, restitusi, kompensasi,  keberatan dan 
Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB yang ditagih 
dan dilayani

195752 berkas 2.067.397.369

2.1.2.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah 3.526.819.199 2.1.2.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah 3.435.857.950
2.1.2.02.02.0001 Pelayanan Pencairan Dana secara 
Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan 
Pemberhentian Pembayaran

Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik 
dan Penatausahaan Surat Keterangan 
Pemberhentian Pembayaran yang dilayani

72000 berkas 2.230.268.865 2.1.2.02.02.0001 Pelayanan Pencairan Dana secara 
Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan 
Pemberhentian Pembayaran

Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik 
dan Penatausahaan Surat Keterangan 
Pemberhentian Pembayaran yang dilayani

72000 berkas 2.005.859.628

2.1.2.02.02.0002 Pengelolaan dan Penatausahaan 
Penerimaan serta Pengeluaran Daerah

Jumlah dokumen Penerimaan serta Pengeluaran 
Daerah yang dikelola

245 dokumen 318.906.650 2.1.2.02.02.0002 Pengelolaan dan Penatausahaan 
Penerimaan serta Pengeluaran Daerah

Jumlah dokumen Penerimaan serta Pengeluaran 
Daerah yang dikelola

245 dokumen 374.784.285

2.1.2.02.02.0003 Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD yang disusun

22 dokumen 977.643.684 2.1.2.02.02.0003 Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD yang disusun

22 dokumen 1.055.214.037

2.1.2.02.03 Program Peningkatan Pendataan dan Penetapan Objek Pajak Daerah 18.899.077.296 2.1.2.02.03 Program Peningkatan Pendataan dan Penetapan Objek Pajak Daerah 20.932.106.594
2.1.2.02.03.0001 Intensifikasi dan Ekstensifikasi 
Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah

Jumlah Objek Pajak Hiburan, Reklame dan Air 
Tanah hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi

34900 objek 
pajak

3.841.688.534 2.1.2.02.03.0001 Intensifikasi dan Ekstensifikasi 
Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah

Jumlah Objek Pajak Hiburan, Reklame dan Air 
Tanah hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi

34900 objek 
pajak

4.380.633.089

2.1.2.02.03.0002 Intensifikasi dan Ekstensifikasi 
Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir

Jumlah Objek Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir 
hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi

6555 objek 
pajak

6.046.040.747 2.1.2.02.03.0002 Intensifikasi dan Ekstensifikasi 
Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir

Jumlah Objek Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir 
hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi

5138 objek 
pajak

6.642.507.393

2.1.2.02.03.0003 Intensifikasi dan Ekstensifikasi 
PBB dan BPHTB

Jumlah Objek  PBB dan BPHTB hasil Intensifikasi 
dan Ekstensifikasi

695022 objek 
pajak

9.011.348.015 2.1.2.02.03.0003 Intensifikasi dan Ekstensifikasi 
PBB dan BPHTB

Jumlah Objek  PBB dan BPHTB hasil Intensifikasi 
dan Ekstensifikasi

695022 objek 
pajak

9.908.966.112

2.1.2.02.04 Program Perencanaan Anggaran Daerah 1.376.616.511 2.1.2.02.04 Program Perencanaan Anggaran Daerah 1.318.908.516
2.1.2.02.04.0001 Evaluasi Pendapatan dan Belanja 
Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pendapatan dan 
Belanja Daerah

4 dokumen 279.041.615 2.1.2.02.04.0001 Evaluasi Pendapatan dan Belanja 
Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pendapatan dan 
Belanja Daerah

4 dokumen 225.782.467

2.1.2.02.04.0002 Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan Perimbangan Keuangan Daerah

Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan Perimbangan Keuangan Daerah yang 
disusun

4 dokumen 313.019.890 2.1.2.02.04.0002 Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan Perimbangan Keuangan Daerah

Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan Perimbangan Keuangan Daerah yang 
disusun

4 dokumen 246.615.873

2.1.2.02.04.0003 Penyusunan APBD, Perubahan 
APBD, RAPBD dan Anggaran Kas

Jumlah Laporan Penganggaran yang Disusun 5 Laporan 784.555.006 2.1.2.02.04.0003 Penyusunan APBD, Perubahan 
APBD, RAPBD dan Anggaran Kas

Jumlah Laporan Penganggaran yang Disusun 5 Laporan 846.510.176

2.1.2.03 Pengawasan 3.954.181.290 2.1.2.03 Pengawasan 3.010.299.000
Inspektorat 3.954.181.290 Inspektorat 3.010.299.000
2.1.2.03.01 Program Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 1.033.999.333 2.1.2.03.01 Program Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 759.687.600
2.1.2.03.01.0001 Inventarisasi dan Monitoring 
Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Jumlah dokumen inventarisasi dan monitoring 
tindak lanjut hasil pengawasan

12 dokumen 257.606.286 2.1.2.03.01.0001 Inventarisasi dan Monitoring 
Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Jumlah dokumen inventarisasi dan monitoring 
tindak lanjut hasil pengawasan

12 dokumen 223.842.000

2.1.2.03.01.0002 Peningkatan Kapabilitas Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Jumlah pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP 50 kali 555.637.561 2.1.2.03.01.0002 Peningkatan Kapabilitas Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Jumlah pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP 50 kali 426.878.100

2.1.2.03.01.0003 Survey Penilaian Integritas (SPI) Jumlah Laporan Survey Penilaian Integritas (SPI) 1 Laporan 220.755.486 2.1.2.03.01.0003 Survey Penilaian Integritas (SPI) Jumlah Laporan Survey Penilaian Integritas (SPI) 1 Laporan 108.967.500

2.1.2.03.02 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah I 852.388.582 2.1.2.03.02 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah I 643.006.700
2.1.2.03.02.0001 Pengawasan dan Penanganan 
Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I

Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan 
pengawasan dan penanganan pengaduan

35 lembaga 427.194.506 2.1.2.03.02.0001 Pengawasan dan Penanganan 
Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I

Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan 
pengawasan dan penanganan pengaduan

35 lembaga 302.082.500
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Urusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
2.1.2.03.02.0002 Reviu Penganggaran dan 
Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu 
Wilayah I

Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan 
pelaporan kinerja

18 lembaga 425.194.076 2.1.2.03.02.0002 Reviu Penganggaran dan 
Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu 
Wilayah I

Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan 
pelaporan kinerja

18 lembaga 340.924.200

2.1.2.03.03 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah II 683.004.898 2.1.2.03.03 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah II 531.744.500
2.1.2.03.03.0001 Pengawasan dan Penanganan 
Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II

Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan 
pengawasan dan penanganan pengaduan

35 lembaga 343.718.714 2.1.2.03.03.0001 Pengawasan dan Penanganan 
Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II

Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan 
pengawasan dan penanganan pengaduan

35 lembaga 246.560.000

2.1.2.03.03.0002 Reviu Penganggaran dan 
Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu 
Wilayah II

Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan 
pelaporan kinerja

18 lembaga 339.286.184 2.1.2.03.03.0002 Reviu Penganggaran dan 
Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu 
Wilayah II

Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan 
pelaporan kinerja

18 lembaga 285.184.500

2.1.2.03.04 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah III 768.095.906 2.1.2.03.04 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah III 610.374.500
2.1.2.03.04.0001 Pengawasan Dan Penanganan 
Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III

Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan 
pengawasan dan penanganan pengaduan

35 lembaga 394.789.218 2.1.2.03.04.0001 Pengawasan Dan Penanganan 
Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III

Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan 
pengawasan dan penanganan pengaduan

35 lembaga 296.254.500

2.1.2.03.04.0002 Reviu Penganggaran dan 
Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu 
Wilayah III

Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan 
pelaporan kinerja

18 lembaga 373.306.688 2.1.2.03.04.0002 Reviu Penganggaran dan 
Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu 
Wilayah III

Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan 
pelaporan kinerja

18 lembaga 314.120.000

2.1.2.03.05 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah IV 616.692.571 2.1.2.03.05 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah IV 465.485.700
2.1.2.03.05.0001 Pengawasan dan Penanganan 
Pengaduan Pada Inspektur Pembantu Wilayah IV

Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan 
pengawasan dan penanganan pengaduan

35 lembaga 309.346.501 2.1.2.03.05.0001 Pengawasan dan Penanganan 
Pengaduan Pada Inspektur Pembantu Wilayah IV

Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan 
pengawasan dan penanganan pengaduan

35 lembaga 210.553.100

2.1.2.03.05.0002 Reviu Penganggaran dan 
Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu 
Wilayah IV

Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan 
pelaporan kinerja

18 lembaga 307.346.070 2.1.2.03.05.0002 Reviu Penganggaran dan 
Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu 
Wilayah IV

Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan 
pelaporan kinerja

18 lembaga 254.932.600

2.1.2.04 Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 16.598.659.476 2.1.2.04 Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 15.112.511.209
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah 809.338.210 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah 664.163.210
2.1.2.04.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah 809.338.210 2.1.2.04.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah 664.163.210
2.1.2.04.03.0001 Penyusunan dokumen 
perencanaan, penganggaran, dan evaluasi 
perangkat daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Perangkat Daerah

12 dokumen 36.764.460 2.1.2.04.03.0001 Penyusunan dokumen 
perencanaan, penganggaran, dan evaluasi 
perangkat daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Perangkat Daerah

12 dokumen 5.564.460

2.1.2.04.03.0002 Penyusunan perencanaan 
pengelolaan keuangan dan pajak daerah

Jumlah Dokumen Perencanan Pengelolaan 
Keuangan dan Pajak Daerah yang disusun

5 dokumen 772.573.750 2.1.2.04.03.0002 Penyusunan perencanaan 
pengelolaan keuangan dan pajak daerah

Jumlah Dokumen Perencanan Pengelolaan 
Keuangan dan Pajak Daerah yang disusun

5 dokumen 658.598.750

Badan Perencanaan Pembangunan 12.667.099.576 Badan Perencanaan Pembangunan 12.450.772.699
2.1.2.04.01 Program Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan 1.448.211.810 2.1.2.04.01 Program Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan 1.768.809.748
2.1.2.04.01.0001 Monitoring dan Evaluasi Kinerja 
Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan 
dievaluasi kinerja pelaksanaan Pembangunan 
Daerah

72 PD 869.944.400 2.1.2.04.01.0001 Monitoring dan Evaluasi Kinerja 
Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan 
dievaluasi kinerja pelaksanaan Pembangunan 
Daerah

72 PD 1.081.460.379

2.1.2.04.01.0002 Penelitian dan Pengembangan 
Inovasi Pembangunan

Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan 
inovasi

4 dokumen 578.267.410 2.1.2.04.01.0002 Penelitian dan Pengembangan 
Inovasi Pembangunan

Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan 
inovasi

4 dokumen 687.349.369

2.1.2.04.02 Program Pengembangan Data dan Informasi 1.427.446.020 2.1.2.04.02 Program Pengembangan Data dan Informasi 1.695.685.933
2.1.2.04.02.0001 Pengelolaan Data dan Informasi 
Pembangunan Daerah

Jumlah data urusan yang dikelola 17 data urusan 1.427.446.020 2.1.2.04.02.0001 Pengelolaan Data dan Informasi 
Pembangunan Daerah

Jumlah data urusan yang dikelola 17 data urusan 1.695.685.933

2.1.2.04.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah 236.918.783 2.1.2.04.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah 137.487.650
2.1.2.04.03.0003 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Perangkat Daerah

12 dokumen 236.918.783 2.1.2.04.03.0003 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Perangkat Daerah

12 dokumen 137.487.650

2.1.2.04.04 Program Perencanaan Kota 1.998.563.688 2.1.2.04.04 Program Perencanaan Kota 1.428.817.914
2.1.2.04.04.0001 Penyusunan Perencanaan Induk 
Sektoral Transportasi dan Drainase

Jumlah Dokumen Perencanaan Induk Sektoral 
Transportasi dan Drainase

1 dokumen 1.110.558.009 2.1.2.04.04.0001 Penyusunan Perencanaan Induk 
Sektoral Transportasi dan Drainase

Jumlah Dokumen Perencanaan Induk Sektoral 
Transportasi dan Drainase

1 dokumen 732.726.662

2.1.2.04.04.0002 Penyusunan Perencanaan Tata 
Ruang Kota dan Pertanahan

Jumlah dokumen perencanaan tata ruang kota dan 
pertanahan

1 dokumen 888.005.679 2.1.2.04.04.0002 Penyusunan Perencanaan Tata 
Ruang Kota dan Pertanahan

Jumlah dokumen perencanaan tata ruang kota dan 
pertanahan

1 dokumen 696.091.252

2.1.2.04.05 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.418.704.248 2.1.2.04.05 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.657.656.644
2.1.2.04.05.0001 Penyusunan Perencanaan dan 
Penganggaran Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen rencana dan anggaran rencana 
pembangunan daerah yang disusun

9 dokumen 1.418.704.248 2.1.2.04.05.0001 Penyusunan Perencanaan dan 
Penganggaran Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen rencana dan anggaran rencana 
pembangunan daerah yang disusun

9 dokumen 1.657.656.644

2.1.2.04.06 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 2.513.618.635 2.1.2.04.06 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 2.484.671.344
2.1.2.04.06.0001 Analisa Kinerja Indikator Ekonomi 
Daerah

Jumlah Dokumen Kinerja Indikator Ekonomi yang 
disusun

6 dokumen 734.861.527 2.1.2.04.06.0001 Analisa Kinerja Indikator Ekonomi 
Daerah

Jumlah Dokumen Kinerja Indikator Ekonomi yang 
disusun

6 dokumen 598.069.830
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Urusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
2.1.2.04.06.0002 Penyusunan Kajian Pendukung 
Perencanaan Kepariwisataan dan Pertanian

Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan 
Kepariwisataan dan Pertanian yang disusun

2 dokumen 524.774.022 2.1.2.04.06.0002 Penyusunan Kajian Pendukung 
Perencanaan Kepariwisataan dan Pertanian

Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan 
Kepariwisataan dan Pertanian yang disusun

2 dokumen 562.763.306

2.1.2.04.06.0003 Penyusunan Kajian Pendukung 
Perencanaan Perdagangan dan Ketenagakerjaan

Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan 
Perdagangan dan Ketenagakerjaan yang disusun

2 dokumen 587.172.815 2.1.2.04.06.0003 Penyusunan Kajian Pendukung 
Perencanaan Perdagangan dan Ketenagakerjaan

Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan 
Perdagangan dan Ketenagakerjaan yang disusun

2 dokumen 631.242.457

2.1.2.04.06.0004 Penyusunan Perencanaan 
Pendapatan Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Pendapatan 
Daerah yang disusun

2 dokumen 666.810.271 2.1.2.04.06.0004 Penyusunan Perencanaan 
Pendapatan Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Pendapatan 
Daerah yang disusun

2 dokumen 692.595.751

2.1.2.04.07 Program Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah 1.815.706.295 2.1.2.04.07 Program Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah 1.447.910.211
2.1.2.04.07.0001 Penyusunan Kajian Pendukung 
Perencanaan Infrastruktur Kota

Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan 
Infrastruktur Kota

1 dokumen 988.186.317 2.1.2.04.07.0001 Penyusunan Kajian Pendukung 
Perencanaan Infrastruktur Kota

Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan 
Infrastruktur Kota

1 dokumen 792.313.260

2.1.2.04.07.0002 Penyusunan Kajian Pendukung 
Perencanaan Keciptakaryaan, Permukiman dan 
Lingkungan Hidup

Jumlah dokumen Kajian Pendukung Perencanaan 
Keciptakaryaan, Permukiman dan Lingkungan 
Hidup

1 dokumen 827.519.978 2.1.2.04.07.0002 Penyusunan Kajian Pendukung 
Perencanaan Keciptakaryaan, Permukiman dan 
Lingkungan Hidup

Jumlah dokumen Kajian Pendukung Perencanaan 
Keciptakaryaan, Permukiman dan Lingkungan 
Hidup

1 dokumen 655.596.951

2.1.2.04.08 Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan 1.807.930.097 2.1.2.04.08 Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan 1.829.733.255
2.1.2.04.08.0001 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan 
Forum Kota Sehat

Jumlah pelaksanaan kegiatan Forum Kota Sehat 
yang difasilitasi

12 kali 643.816.068 2.1.2.04.08.0001 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan 
Forum Kota Sehat

Jumlah pelaksanaan kegiatan Forum Kota Sehat 
yang difasilitasi

12 kali 660.269.223

2.1.2.04.08.0002 Penyusunan Kajian Pendukung 
Perencanaan Kesejahteraan Rakyat

Jumlah dokumen kajian pendukung perencanaan 
kesejahteraan rakyat

1 dokumen 543.833.319 2.1.2.04.08.0002 Penyusunan Kajian Pendukung 
Perencanaan Kesejahteraan Rakyat

Jumlah dokumen kajian pendukung perencanaan 
kesejahteraan rakyat

1 dokumen 570.696.705

2.1.2.04.08.0003 Penyusunan Kajian Pendukung 
Perencanaan Tata Kelola Pemerintahan

Jumlah dokumen kajian pendukung perencanaan 
tata kelola pemerintahan yang disusun

2 dokumen 620.280.710 2.1.2.04.08.0003 Penyusunan Kajian Pendukung 
Perencanaan Tata Kelola Pemerintahan

Jumlah dokumen kajian pendukung perencanaan 
tata kelola pemerintahan yang disusun

2 dokumen 598.767.327

Bagian Umum Dan Protokol 920.898.140 Bagian Umum Dan Protokol 520.796.880
2.1.2.04.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah 920.898.140 2.1.2.04.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah 520.796.880
2.1.2.04.03.0004 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Perangkat Daerah

12 dokumen 920.898.140 2.1.2.04.03.0004 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Perangkat Daerah

12 dokumen 520.796.880

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 195.795.171 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 158.490.680
2.1.2.04.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah 195.795.171 2.1.2.04.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah 158.490.680
2.1.2.04.03.0005 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Perangkat Daerah

12 dokumen 195.795.171 2.1.2.04.03.0005 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Perangkat Daerah

12 dokumen 158.490.680

Dinas Kesehatan 210.810.608 Dinas Kesehatan 172.577.020
2.1.2.04.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah 210.810.608 2.1.2.04.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah 172.577.020
2.1.2.04.03.0006 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Perangkat Daerah

12 dokumen 210.810.608 2.1.2.04.03.0006 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Perangkat Daerah

12 dokumen 172.577.020

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 381.256.284 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 326.284.800
2.1.2.04.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah 381.256.284 2.1.2.04.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah 326.284.800
2.1.2.04.03.0007 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Perangkat Daerah

12 dokumen 381.256.284 2.1.2.04.03.0007 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Perangkat Daerah

12 dokumen 326.284.800

Dinas Pendidikan 305.397.342 Dinas Pendidikan 134.979.720
2.1.2.04.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah 305.397.342 2.1.2.04.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah 134.979.720
2.1.2.04.03.0008 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Perangkat Daerah

12 dokumen 305.397.342 2.1.2.04.03.0008 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Perangkat Daerah

12 dokumen 134.979.720

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang 275.158.813 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang 223.745.750
2.1.2.04.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah 275.158.813 2.1.2.04.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah 223.745.750
2.1.2.04.03.0009 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Perangkat Daerah

12 dokumen 275.158.813 2.1.2.04.03.0009 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Perangkat Daerah

12 dokumen 223.745.750

Inspektorat 694.324.682 Inspektorat 340.170.700
2.1.2.04.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah 694.324.682 2.1.2.04.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah 340.170.700
2.1.2.04.03.0010 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Perangkat Daerah

12 dokumen 306.312.396 2.1.2.04.03.0010 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Perangkat Daerah

12 dokumen 253.769.800
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2.1.2.04.03.0011 Reviu Dokumen Pelaporan 
Kinerja Tingkat Kota

Jumlah dokumen pelaporan kinerja tingkat kota 
yang direviu

2 dokumen 388.012.286 2.1.2.04.03.0011 Reviu Dokumen Pelaporan 
Kinerja Tingkat Kota

Jumlah dokumen pelaporan kinerja tingkat kota 
yang direviu

2 dokumen 86.400.900

RSUD Bhakti Dharma Husada 24.999.900 RSUD Bhakti Dharma Husada 13.827.800
2.1.2.04.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah 24.999.900 2.1.2.04.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah 13.827.800
2.1.2.04.03.0012 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Perangkat Daerah

12 dokumen 24.999.900 2.1.2.04.03.0012 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Perangkat Daerah

12 dokumen 13.827.800

RSUD dr. Mohamad Soewandhie 113.580.750 RSUD dr. Mohamad Soewandhie 106.701.950
2.1.2.04.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah 113.580.750 2.1.2.04.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah 106.701.950
2.1.2.04.03.0013 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Perangkat Daerah

12 dokumen 113.580.750 2.1.2.04.03.0013 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Perangkat Daerah

12 dokumen 106.701.950

2.2 Unsur Manajemen 670.969.684.370 2.2 Unsur Manajemen 644.307.000.728
2.2.2 Non Pelayanan Dasar 670.969.684.370 2.2.2 Non Pelayanan Dasar 644.307.000.728
2.2.2.01 Sarana dan Prasarana Perkantoran 656.196.756.969 2.2.2.01 Sarana dan Prasarana Perkantoran 636.247.809.518
Badan Kepegawaian dan Diklat 1.891.050.266 Badan Kepegawaian dan Diklat 1.879.449.024
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.449.505.059 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.490.673.324
2.2.2.01.01.0001 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.449.505.059 2.2.2.01.01.0001 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.490.673.324

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 441.545.207 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 388.775.700
2.2.2.01.02.0001 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 441.545.207 2.2.2.01.02.0001 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 388.775.700

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 1.718.145.030 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 2.526.603.054
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.381.173.848 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.189.631.872
2.2.2.01.01.0002 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.381.173.848 2.2.2.01.01.0002 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 2.189.631.872

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 336.971.182 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 336.971.182
2.2.2.01.02.0002 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 336.971.182 2.2.2.01.02.0002 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 336.971.182

Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat 3.271.115.925 Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat 3.702.300.627
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.112.946.068 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.229.302.577
2.2.2.01.01.0003 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 2.112.946.068 2.2.2.01.01.0003 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 2.229.302.577

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 1.158.169.857 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 1.472.998.050
2.2.2.01.02.0003 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 1.158.169.857 2.2.2.01.02.0003 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 1.472.998.050

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah 12.802.089.200 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah 10.411.819.424
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.459.921.649 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.655.349.636
2.2.2.01.01.0004 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 7.459.921.649 2.2.2.01.01.0004 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 6.655.349.636

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 5.342.167.551 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 3.756.469.788
2.2.2.01.02.0004 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 5.342.167.551 2.2.2.01.02.0004 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 3.756.469.788

Badan Perencanaan Pembangunan 3.150.997.474 Badan Perencanaan Pembangunan 3.184.798.796
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.663.414.563 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.721.415.052
2.2.2.01.01.0005 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 2.663.414.563 2.2.2.01.01.0005 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 2.721.415.052

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 487.582.911 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 463.383.744
2.2.2.01.02.0005 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 487.582.911 2.2.2.01.02.0005 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 463.383.744

Bagian Administrasi Kerjasama 1.402.801.258 Bagian Administrasi Kerjasama 1.301.241.132
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.137.114.119 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.120.801.012
2.2.2.01.01.0006 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.137.114.119 2.2.2.01.01.0006 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.120.801.012

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 265.687.139 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 180.440.120
2.2.2.01.02.0006 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 265.687.139 2.2.2.01.02.0006 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 180.440.120

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 1.010.070.645 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 1.072.227.407
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Anggaran AnggaranUrusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Urusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 856.134.578 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 959.250.307
2.2.2.01.01.0007 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 856.134.578 2.2.2.01.01.0007 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 959.250.307

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 153.936.067 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 112.977.100
2.2.2.01.02.0007 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 153.936.067 2.2.2.01.02.0007 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 112.977.100

Bagian Administrasi Pembangunan 2.873.850.469 Bagian Administrasi Pembangunan 2.400.416.230
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 926.547.460 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 758.964.580
2.2.2.01.01.0008 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 926.547.460 2.2.2.01.01.0008 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 758.964.580

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 1.947.303.009 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 1.641.451.650
2.2.2.01.02.0008 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 1.947.303.009 2.2.2.01.02.0008 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 1.641.451.650

Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah 831.019.020 Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah 665.565.452
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 591.397.717 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 503.886.688
2.2.2.01.01.0009 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 591.397.717 2.2.2.01.01.0009 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 503.886.688

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 239.621.303 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 161.678.764
2.2.2.01.02.0009 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 239.621.303 2.2.2.01.02.0009 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 161.678.764

Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah 1.021.864.087 Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah 1.402.389.537
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 843.373.612 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.223.022.337
2.2.2.01.01.0010 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 843.373.612 2.2.2.01.01.0010 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.223.022.337

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 178.490.475 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 179.367.200
2.2.2.01.02.0010 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 178.490.475 2.2.2.01.02.0010 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 179.367.200

Bagian Hubungan Masyarakat 3.094.961.262 Bagian Hubungan Masyarakat 3.214.973.381
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.578.334.374 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.805.672.172
2.2.2.01.01.0011 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 2.578.334.374 2.2.2.01.01.0011 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 2.805.672.172

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 516.626.888 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 409.301.209
2.2.2.01.02.0011 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 516.626.888 2.2.2.01.02.0011 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 409.301.209

Bagian Hukum 954.938.179 Bagian Hukum 892.100.691
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 666.349.490 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 648.373.766
2.2.2.01.01.0012 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 666.349.490 2.2.2.01.01.0012 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 648.373.766

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 288.588.689 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 243.726.925
2.2.2.01.02.0012 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 288.588.689 2.2.2.01.02.0012 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 243.726.925

Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset 3.241.082.191 Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset 2.153.787.737
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.571.029.317 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.399.220.408
2.2.2.01.01.0013 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.571.029.317 2.2.2.01.01.0013 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.399.220.408

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 1.670.052.874 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 754.567.329
2.2.2.01.02.0013 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 1.670.052.874 2.2.2.01.02.0013 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 754.567.329

Bagian Organisasi 374.248.016 Bagian Organisasi 314.656.621
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 242.100.195 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 205.027.921
2.2.2.01.01.0014 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 242.100.195 2.2.2.01.01.0014 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 205.027.921

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 132.147.821 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 109.628.700
2.2.2.01.02.0014 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 132.147.821 2.2.2.01.02.0014 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 109.628.700

Bagian Umum Dan Protokol 93.370.998.440 Bagian Umum Dan Protokol 68.141.062.897
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 88.685.622.917 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 64.134.222.303
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Anggaran AnggaranUrusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Urusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
2.2.2.01.01.0015 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 88.685.622.917 2.2.2.01.01.0015 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 64.134.222.303

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 4.685.375.523 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 4.006.840.594
2.2.2.01.02.0015 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana dan Prasarana Perkantoran

Persentase Kelayakan dan Ketersediaan sarana 
dan prasarana perkantoran

100 % 4.685.375.523 2.2.2.01.02.0015 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana dan Prasarana Perkantoran

Persentase Kelayakan dan Ketersediaan sarana 
dan prasarana perkantoran

100 % 4.006.840.594

Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 11.979.195.288 Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 11.802.796.336
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.673.258.832 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.756.031.336
2.2.2.01.01.0016 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 9.673.258.832 2.2.2.01.01.0016 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 9.756.031.336

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 2.305.936.456 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 2.046.765.000
2.2.2.01.02.0016 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 2.305.936.456 2.2.2.01.02.0016 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 2.046.765.000

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 10.831.794.298 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 10.782.600.123
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.176.919.484 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.212.146.154
2.2.2.01.01.0017 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 10.176.919.484 2.2.2.01.01.0017 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 10.212.146.154

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 654.874.814 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 570.453.969
2.2.2.01.02.0017 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 654.874.814 2.2.2.01.02.0017 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 570.453.969

Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 3.516.117.426 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 3.311.382.264
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.844.830.647 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.899.844.194
2.2.2.01.01.0018 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 2.844.830.647 2.2.2.01.01.0018 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 2.899.844.194

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 671.286.779 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 411.538.070
2.2.2.01.02.0018 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 671.286.779 2.2.2.01.02.0018 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 411.538.070

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4.380.803.561 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4.061.086.653
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.706.234.768 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.654.086.269
2.2.2.01.01.0019 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 3.706.234.768 2.2.2.01.01.0019 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 3.654.086.269

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 674.568.793 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 407.000.384
2.2.2.01.02.0019 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 674.568.793 2.2.2.01.02.0019 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 407.000.384

Dinas Kesehatan 109.692.480.177 Dinas Kesehatan 126.331.467.048
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 103.646.400.567 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 121.578.058.674
2.2.2.01.01.0020 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 103.646.400.567 2.2.2.01.01.0020 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 121.578.058.674

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 6.046.079.610 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 4.753.408.374
2.2.2.01.02.0020 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 6.046.079.610 2.2.2.01.02.0020 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 4.753.408.374

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 5.475.940.930 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 4.548.384.172
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.632.426.201 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.537.029.842
2.2.2.01.01.0021 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 3.632.426.201 2.2.2.01.01.0021 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 3.537.029.842

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 1.843.514.729 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 1.011.354.330
2.2.2.01.02.0021 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 1.843.514.729 2.2.2.01.02.0021 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 1.011.354.330

Dinas Komunikasi dan Informatika 3.648.521.326 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.542.846.184
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.268.829.921 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.880.354.234
2.2.2.01.01.0022 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 2.268.829.921 2.2.2.01.01.0022 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.880.354.234

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 1.379.691.405 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 662.491.950
2.2.2.01.02.0022 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 1.379.691.405 2.2.2.01.02.0022 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 662.491.950

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.562.696.752 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.325.787.392
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.964.504.974 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.851.625.649
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Anggaran AnggaranUrusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Urusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
2.2.2.01.01.0023 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.964.504.974 2.2.2.01.01.0023 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.851.625.649

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 598.191.778 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 474.161.743
2.2.2.01.02.0023 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 598.191.778 2.2.2.01.02.0023 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 474.161.743

Dinas Lingkungan Hidup 1.860.563.650 Dinas Lingkungan Hidup 1.791.482.733
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.392.230.279 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.417.870.592
2.2.2.01.01.0024 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.392.230.279 2.2.2.01.01.0024 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.417.870.592

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 468.333.371 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 373.612.141
2.2.2.01.02.0024 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 468.333.371 2.2.2.01.02.0024 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 373.612.141

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 36.015.697.786 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 38.660.661.556
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.382.522.432 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34.757.759.133
2.2.2.01.01.0025 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 31.382.522.432 2.2.2.01.01.0025 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 34.757.759.133

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 4.633.175.354 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 3.902.902.423
2.2.2.01.02.0025 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 4.633.175.354 2.2.2.01.02.0025 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 3.902.902.423

Dinas Pemadam Kebakaran 5.409.560.750 Dinas Pemadam Kebakaran 4.754.979.375
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.774.262.608 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.838.005.775
2.2.2.01.01.0026 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 3.774.262.608 2.2.2.01.01.0026 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 3.838.005.775

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 1.635.298.142 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 916.973.600
2.2.2.01.02.0026 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 1.635.298.142 2.2.2.01.02.0026 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 916.973.600

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.530.763.791 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.538.767.973
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.994.539.715 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.768.842.916
2.2.2.01.01.0027 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.994.539.715 2.2.2.01.01.0027 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.768.842.916

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 536.224.076 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 769.925.057
2.2.2.01.02.0027 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 536.224.076 2.2.2.01.02.0027 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 769.925.057

Dinas Pendidikan 24.651.393.677 Dinas Pendidikan 14.379.021.333
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21.622.238.201 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.318.910.779
2.2.2.01.01.0028 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 21.622.238.201 2.2.2.01.01.0028 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 12.318.910.779

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 3.029.155.476 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 2.060.110.554
2.2.2.01.02.0028 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 3.029.155.476 2.2.2.01.02.0028 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 2.060.110.554

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 7.866.310.216 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 5.216.014.953
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.690.210.736 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.313.250.055
2.2.2.01.01.0029 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 5.690.210.736 2.2.2.01.01.0029 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 4.313.250.055

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 2.176.099.480 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 902.764.898
2.2.2.01.02.0029 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 2.176.099.480 2.2.2.01.02.0029 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 902.764.898

Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4.844.121.513 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4.717.704.132
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.951.125.919 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.113.039.032
2.2.2.01.01.0030 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 3.951.125.919 2.2.2.01.01.0030 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 4.113.039.032

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 892.995.594 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 604.665.100
2.2.2.01.02.0030 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 892.995.594 2.2.2.01.02.0030 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 604.665.100

Dinas Perdagangan 5.343.069.866 Dinas Perdagangan 5.145.112.860
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.780.227.641 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.960.458.720
2.2.2.01.01.0031 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 3.780.227.641 2.2.2.01.01.0031 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 3.960.458.720
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Anggaran AnggaranUrusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Urusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 1.562.842.225 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 1.184.654.140
2.2.2.01.02.0031 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 1.562.842.225 2.2.2.01.02.0031 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 1.184.654.140

Dinas Perhubungan 17.809.964.741 Dinas Perhubungan 16.962.489.210
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13.069.609.696 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.393.871.970
2.2.2.01.01.0032 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 13.069.609.696 2.2.2.01.01.0032 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 12.393.871.970

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 4.740.355.045 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 4.568.617.240
2.2.2.01.02.0032 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 4.740.355.045 2.2.2.01.02.0032 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 4.568.617.240

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3.402.495.459 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3.245.960.377
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.612.189.298 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.744.529.977
2.2.2.01.01.0033 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 2.612.189.298 2.2.2.01.01.0033 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 2.744.529.977

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 790.306.161 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 501.430.400
2.2.2.01.02.0033 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 790.306.161 2.2.2.01.02.0033 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 501.430.400

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang 10.381.236.956 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang 9.234.941.618
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.574.027.181 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.850.693.003
2.2.2.01.01.0034 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 8.574.027.181 2.2.2.01.01.0034 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 7.850.693.003

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 1.807.209.775 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 1.384.248.615
2.2.2.01.02.0034 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 1.807.209.775 2.2.2.01.02.0034 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 1.384.248.615

Dinas Sosial 5.519.978.502 Dinas Sosial 5.732.230.333
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.517.008.818 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.954.286.940
2.2.2.01.01.0035 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 4.517.008.818 2.2.2.01.01.0035 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 4.954.286.940

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 1.002.969.684 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 777.943.393
2.2.2.01.02.0035 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 1.002.969.684 2.2.2.01.02.0035 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 777.943.393

Dinas Tenaga Kerja 2.580.521.246 Dinas Tenaga Kerja 2.651.570.841
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.082.784.307 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.296.706.710
2.2.2.01.01.0036 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 2.082.784.307 2.2.2.01.01.0036 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 2.296.706.710

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 497.736.939 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 354.864.131
2.2.2.01.02.0036 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 497.736.939 2.2.2.01.02.0036 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 354.864.131

Inspektorat 1.841.346.773 Inspektorat 1.796.620.867
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.342.524.436 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.413.517.906
2.2.2.01.01.0037 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.342.524.436 2.2.2.01.01.0037 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.413.517.906

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 498.822.337 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 383.102.961
2.2.2.01.02.0037 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 498.822.337 2.2.2.01.02.0037 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 383.102.961

Kec. Asemrowo 1.499.033.013 Kec. Asemrowo 1.231.559.600
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.184.299.668 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 939.736.000
2.2.2.01.01.0038 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.184.299.668 2.2.2.01.01.0038 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 939.736.000

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 314.733.345 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 291.823.600
2.2.2.01.02.0038 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 314.733.345 2.2.2.01.02.0038 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 291.823.600

Kec. Benowo 1.807.688.373 Kec. Benowo 1.493.820.325
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.522.970.951 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.215.533.895
2.2.2.01.01.0039 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.522.970.951 2.2.2.01.01.0039 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.215.533.895

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 284.717.422 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 278.286.430
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Anggaran AnggaranUrusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Urusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
2.2.2.01.02.0039 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 284.717.422 2.2.2.01.02.0039 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 278.286.430

Kec. Bubutan 2.047.741.302 Kec. Bubutan 1.697.099.146
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.760.289.129 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.434.342.506
2.2.2.01.01.0040 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.760.289.129 2.2.2.01.01.0040 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.434.342.506

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 287.452.173 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 262.756.640
2.2.2.01.02.0040 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 287.452.173 2.2.2.01.02.0040 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 262.756.640

Kec. Bulak 2.037.345.764 Kec. Bulak 1.703.301.241
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.663.682.964 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.397.298.441
2.2.2.01.01.0041 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.663.682.964 2.2.2.01.01.0041 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.397.298.441

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 373.662.800 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 306.002.800
2.2.2.01.02.0041 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 373.662.800 2.2.2.01.02.0041 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 306.002.800

Kec. Dukuh Pakis 1.687.650.716 Kec. Dukuh Pakis 1.449.301.360
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.384.668.936 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.163.293.420
2.2.2.01.01.0042 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.384.668.936 2.2.2.01.01.0042 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.163.293.420

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 302.981.780 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 286.007.940
2.2.2.01.02.0042 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 302.981.780 2.2.2.01.02.0042 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 286.007.940

Kec. Gayungan 2.031.964.018 Kec. Gayungan 1.817.632.892
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.718.401.018 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.530.449.892
2.2.2.01.01.0043 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.718.401.018 2.2.2.01.01.0043 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.530.449.892

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 313.563.000 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 287.183.000
2.2.2.01.02.0043 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 313.563.000 2.2.2.01.02.0043 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 287.183.000

Kec. Genteng 1.974.594.273 Kec. Genteng 1.694.441.455
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.652.027.663 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.406.211.855
2.2.2.01.01.0044 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.652.027.663 2.2.2.01.01.0044 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.406.211.855

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 322.566.610 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 288.229.600
2.2.2.01.02.0044 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 322.566.610 2.2.2.01.02.0044 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 288.229.600

Kec. Gubeng 2.781.270.554 Kec. Gubeng 2.405.103.571
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.139.018.723 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.793.886.361
2.2.2.01.01.0045 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 2.139.018.723 2.2.2.01.01.0045 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.793.886.361

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 642.251.831 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 611.217.210
2.2.2.01.02.0045 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 642.251.831 2.2.2.01.02.0045 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 611.217.210

Kec. Gunung Anyar 1.674.561.067 Kec. Gunung Anyar 1.371.012.963
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.347.794.644 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.078.984.563
2.2.2.01.01.0046 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.347.794.644 2.2.2.01.01.0046 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.078.984.563

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 326.766.423 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 292.028.400
2.2.2.01.02.0046 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 326.766.423 2.2.2.01.02.0046 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 292.028.400

Kec. Jambangan 1.820.422.433 Kec. Jambangan 1.441.778.189
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.427.329.133 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.099.304.889
2.2.2.01.01.0047 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.427.329.133 2.2.2.01.01.0047 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.099.304.889

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 393.093.300 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 342.473.300
2.2.2.01.02.0047 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 393.093.300 2.2.2.01.02.0047 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 342.473.300
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Kec. Karangpilang 1.641.525.148 Kec. Karangpilang 1.291.229.592
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.352.192.548 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.043.476.992
2.2.2.01.01.0048 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.352.192.548 2.2.2.01.01.0048 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.043.476.992

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 289.332.600 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 247.752.600
2.2.2.01.02.0048 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 289.332.600 2.2.2.01.02.0048 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 247.752.600

Kec. Kenjeran 1.960.961.450 Kec. Kenjeran 1.612.096.210
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.666.458.721 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.349.375.410
2.2.2.01.01.0049 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.666.458.721 2.2.2.01.01.0049 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.349.375.410

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 294.502.729 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 262.720.800
2.2.2.01.02.0049 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 294.502.729 2.2.2.01.02.0049 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 262.720.800

Kec. Krembangan 2.687.113.934 Kec. Krembangan 2.353.733.696
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.079.756.819 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.797.280.896
2.2.2.01.01.0050 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 2.079.756.819 2.2.2.01.01.0050 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.797.280.896

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 607.357.115 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 556.452.800
2.2.2.01.02.0050 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 607.357.115 2.2.2.01.02.0050 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 556.452.800

Kec. Lakarsantri 1.932.040.164 Kec. Lakarsantri 1.456.454.089
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.633.050.663 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.196.116.769
2.2.2.01.01.0051 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.633.050.663 2.2.2.01.01.0051 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.196.116.769

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 298.989.501 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 260.337.320
2.2.2.01.02.0051 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 298.989.501 2.2.2.01.02.0051 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 260.337.320

Kec. Mulyorejo 2.654.630.446 Kec. Mulyorejo 2.224.243.012
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.276.435.551 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.886.456.582
2.2.2.01.01.0052 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 2.276.435.551 2.2.2.01.01.0052 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.886.456.582

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 378.194.895 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 337.786.430
2.2.2.01.02.0052 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 378.194.895 2.2.2.01.02.0052 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 337.786.430

Kec. Pabean Cantian 2.211.281.899 Kec. Pabean Cantian 1.787.525.440
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.884.208.412 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.510.465.690
2.2.2.01.01.0053 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.884.208.412 2.2.2.01.01.0053 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.510.465.690

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 327.073.487 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 277.059.750
2.2.2.01.02.0053 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 327.073.487 2.2.2.01.02.0053 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 277.059.750

Kec. Pakal 1.888.177.083 Kec. Pakal 1.588.223.665
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.588.786.541 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.326.563.065
2.2.2.01.01.0054 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.588.786.541 2.2.2.01.01.0054 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.326.563.065

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 299.390.542 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 261.660.600
2.2.2.01.02.0054 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 299.390.542 2.2.2.01.02.0054 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 261.660.600

Kec. Rungkut 2.371.886.369 Kec. Rungkut 2.038.702.503
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.082.672.433 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.780.589.903
2.2.2.01.01.0055 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 2.082.672.433 2.2.2.01.01.0055 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.780.589.903

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 289.213.936 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 258.112.600
2.2.2.01.02.0055 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 289.213.936 2.2.2.01.02.0055 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 258.112.600

Kec. Sambikerep 1.742.835.201 Kec. Sambikerep 1.334.222.411
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.460.934.211 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.131.796.691
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2.2.2.01.01.0056 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.460.934.211 2.2.2.01.01.0056 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.131.796.691

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 281.900.990 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 202.425.720
2.2.2.01.02.0056 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 281.900.990 2.2.2.01.02.0056 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 202.425.720

Kec. Sawahan 3.066.686.154 Kec. Sawahan 2.751.060.138
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.760.829.530 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.467.092.288
2.2.2.01.01.0057 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 2.760.829.530 2.2.2.01.01.0057 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 2.467.092.288

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 305.856.624 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 283.967.850
2.2.2.01.02.0057 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 305.856.624 2.2.2.01.02.0057 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 283.967.850

Kec. Semampir 2.790.226.687 Kec. Semampir 2.338.058.429
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.394.517.395 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.994.296.829
2.2.2.01.01.0058 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 2.394.517.395 2.2.2.01.01.0058 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.994.296.829

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 395.709.292 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 343.761.600
2.2.2.01.02.0058 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 395.709.292 2.2.2.01.02.0058 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 343.761.600

Kec. Simokerto 1.925.226.532 Kec. Simokerto 1.529.512.461
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.651.794.586 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.271.910.941
2.2.2.01.01.0059 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.651.794.586 2.2.2.01.01.0059 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.271.910.941

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 273.431.946 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 257.601.520
2.2.2.01.02.0059 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 273.431.946 2.2.2.01.02.0059 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 257.601.520

Kec. Sukolilo 2.793.126.217 Kec. Sukolilo 2.328.574.369
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.400.947.697 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.973.491.849
2.2.2.01.01.0060 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 2.400.947.697 2.2.2.01.01.0060 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.973.491.849

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 392.178.520 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 355.082.520
2.2.2.01.02.0060 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 392.178.520 2.2.2.01.02.0060 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 355.082.520

Kec. Sukomanunggal 2.271.791.871 Kec. Sukomanunggal 1.984.097.219
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.998.375.834 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.717.836.799
2.2.2.01.01.0061 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.998.375.834 2.2.2.01.01.0061 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.717.836.799

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 273.416.037 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 266.260.420
2.2.2.01.02.0061 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 273.416.037 2.2.2.01.02.0061 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 266.260.420

Kec. Tambaksari 3.001.939.212 Kec. Tambaksari 2.499.244.278
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.588.263.812 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.114.393.878
2.2.2.01.01.0062 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 2.588.263.812 2.2.2.01.01.0062 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 2.114.393.878

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 413.675.400 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 384.850.400
2.2.2.01.02.0062 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 413.675.400 2.2.2.01.02.0062 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 384.850.400

Kec. Tandes 2.250.920.757 Kec. Tandes 1.813.777.284
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.892.746.100 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.511.545.484
2.2.2.01.01.0063 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.892.746.100 2.2.2.01.01.0063 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.511.545.484

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 358.174.657 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 302.231.800
2.2.2.01.02.0063 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 358.174.657 2.2.2.01.02.0063 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 302.231.800

Kec. Tegalsari 2.947.904.382 Kec. Tegalsari 2.720.515.424
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.567.614.890 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.357.373.624
2.2.2.01.01.0064 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 2.567.614.890 2.2.2.01.01.0064 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 2.357.373.624
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Anggaran AnggaranUrusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Urusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 380.289.492 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 363.141.800
2.2.2.01.02.0064 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 380.289.492 2.2.2.01.02.0064 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 363.141.800

Kec. Tenggilis Mejoyo 2.078.681.227 Kec. Tenggilis Mejoyo 1.775.481.101
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.775.947.163 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.502.318.821
2.2.2.01.01.0065 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.775.947.163 2.2.2.01.01.0065 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.502.318.821

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 302.734.064 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 273.162.280
2.2.2.01.02.0065 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 302.734.064 2.2.2.01.02.0065 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 273.162.280

Kec. Wiyung 1.980.208.836 Kec. Wiyung 1.692.281.992
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.687.780.126 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.434.749.092
2.2.2.01.01.0066 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.687.780.126 2.2.2.01.01.0066 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.434.749.092

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 292.428.710 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 257.532.900
2.2.2.01.02.0066 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 292.428.710 2.2.2.01.02.0066 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 257.532.900

Kec. Wonocolo 2.113.828.339 Kec. Wonocolo 1.776.551.848
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.778.253.161 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.463.201.448
2.2.2.01.01.0067 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.778.253.161 2.2.2.01.01.0067 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.463.201.448

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 335.575.178 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 313.350.400
2.2.2.01.02.0067 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 335.575.178 2.2.2.01.02.0067 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 313.350.400

Kec. Wonokromo 2.430.211.110 Kec. Wonokromo 1.995.687.784
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.050.008.427 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.666.556.884
2.2.2.01.01.0068 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 2.050.008.427 2.2.2.01.01.0068 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 1.666.556.884

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 380.202.683 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 329.130.900
2.2.2.01.02.0068 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 380.202.683 2.2.2.01.02.0068 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 329.130.900

RSUD Bhakti Dharma Husada 47.002.740.131 RSUD Bhakti Dharma Husada 47.885.050.183
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.202.448.387 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 39.076.481.132
2.2.2.01.01.0069 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 40.202.448.387 2.2.2.01.01.0069 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 39.076.481.132

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 6.800.291.744 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 8.808.569.051
2.2.2.01.02.0069 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 6.800.291.744 2.2.2.01.02.0069 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 8.808.569.051

RSUD dr. Mohamad Soewandhie 81.347.641.923 RSUD dr. Mohamad Soewandhie 98.467.184.025
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 65.557.903.627 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 76.852.458.598
2.2.2.01.01.0070 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 65.557.903.627 2.2.2.01.01.0070 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 76.852.458.598

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 15.789.738.296 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 21.614.725.427
2.2.2.01.02.0070 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 15.789.738.296 2.2.2.01.02.0070 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 21.614.725.427

Satuan Polisi Pamong Praja 4.762.889.169 Satuan Polisi Pamong Praja 4.268.586.634
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.148.142.754 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.103.975.810
2.2.2.01.01.0071 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 2.148.142.754 2.2.2.01.01.0071 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 2.103.975.810

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 2.614.746.415 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 2.164.610.824
2.2.2.01.02.0071 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 2.614.746.415 2.2.2.01.02.0071 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 2.164.610.824

Sekretariat DPRD 41.826.205.069 Sekretariat DPRD 42.633.364.646
2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29.760.353.104 2.2.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32.427.582.174
2.2.2.01.01.0072 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 29.760.353.104 2.2.2.01.01.0072 Penyediaan Barang dan Jasa 
Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa 
perkantoran

100 % 32.427.582.174

2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 12.065.851.965 2.2.2.01.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan 10.205.782.472
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Urusan-Perangkat Daerah-Program-Kegiatan-Output
2.2.2.01.02.0072 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 12.065.851.965 2.2.2.01.02.0072 Pemeliharaan dan Pengadaan 
Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana 
perkantoran

100 % 10.205.782.472

2.2.2.02 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 14.772.927.401 2.2.2.02 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 8.059.191.210
Badan Kepegawaian dan Diklat 14.772.927.401 Badan Kepegawaian dan Diklat 8.059.191.210
2.2.2.02.01 Program Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai 5.962.103.471 2.2.2.02.01 Program Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai 3.484.479.748
2.2.2.02.01.0001 Pengelolaan Data Pegawai Jumlah data pegawai yang dikelola 8326 data 544.160.310 2.2.2.02.01.0001 Pengelolaan Data Pegawai Jumlah data pegawai yang dikelola 8326 data 404.220.019
2.2.2.02.01.0002 Pengembangan Wawasan 
Aparatur

Jumlah aparatur yang dikembangkan wawasannya 268 orang 1.591.467.222 2.2.2.02.01.0002 Pengembangan Wawasan 
Aparatur

Jumlah aparatur yang dikembangkan wawasannya 225 orang 999.789.000

2.2.2.02.01.0003 Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah pegawai yang dinilai kinerjanya 7226 orang 583.670.000 2.2.2.02.01.0003 Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah pegawai yang dinilai kinerjanya 7226 orang 661.606.310
2.2.2.02.01.0004 Seleksi Penerimaan ASN Jumlah tahapan seleksi penerimaan ASN 4 tahap 3.242.805.939 2.2.2.02.01.0004 Seleksi Penerimaan ASN Jumlah tahapan seleksi penerimaan ASN 2 tahap 1.418.864.419

2.2.2.02.02 Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM 6.380.453.623 2.2.2.02.02 Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM 2.289.196.761
2.2.2.02.02.0001 Pelaksanaan Asesmen Pegawai Jumlah pelaksanaan assesmen pegawai 5 kali 450.616.513 2.2.2.02.02.0001 Pelaksanaan Asesmen Pegawai Jumlah pelaksanaan assesmen pegawai 5 kali 402.267.040

2.2.2.02.02.0002 Pendidikan dan Pelatihan 
Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural

Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi 
fungsional dan sosial kultural

2 jenis 911.606.339 2.2.2.02.02.0002 Pendidikan dan Pelatihan 
Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural

Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi 
fungsional dan sosial kultural

2 jenis 224.655.090

2.2.2.02.02.0003 Pendidikan dan Pelatihan 
Kompetensi Manajerial

Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi 
manajerial

2 jenis 2.647.303.930 2.2.2.02.02.0003 Pendidikan dan Pelatihan 
Kompetensi Manajerial

Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi 
manajerial

1 jenis 228.873.800

2.2.2.02.02.0004 Pendidikan dan Pelatihan 
Kompetensi Teknis

Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi 
teknis

2 jenis 2.054.026.728 2.2.2.02.02.0004 Pendidikan dan Pelatihan 
Kompetensi Teknis

Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi 
teknis

2 jenis 1.152.084.750

2.2.2.02.02.0005 Penyiapan Materi Diklat 
Pembelajaran (e-learning)

Jumlah materi diklat pembelajaran (e-learning) 3 materi 316.900.113 2.2.2.02.02.0005 Penyiapan Materi Diklat 
Pembelajaran (e-learning)

Jumlah materi diklat pembelajaran (e-learning) 3 materi 281.316.081

2.2.2.02.03 Program Peningkatan Pelayanan dan Penataan Pegawai 2.430.370.307 2.2.2.02.03 Program Peningkatan Pelayanan dan Penataan Pegawai 2.285.514.701
2.2.2.02.03.0001 Pelayanan Administrasi 
Kepegawaian

Jumlah orang yang dilayani administrasi 
kepegawaiannya

500 orang 225.377.886 2.2.2.02.03.0001 Pelayanan Administrasi 
Kepegawaian

Jumlah orang yang dilayani administrasi 
kepegawaiannya

500 orang 208.138.443

2.2.2.02.03.0002 Penataan Administrasi 
Kepegawaian

Jumlah berkas penataan administrasi kepegawaian 8326 berkas 669.375.362 2.2.2.02.03.0002 Penataan Administrasi 
Kepegawaian

Jumlah berkas penataan administrasi kepegawaian 8326 berkas 619.413.862

2.2.2.02.03.0003 Penempatan Pegawai, Promosi 
dan Rotasi Jabatan

Jumlah berkas penempatan pegawai, promosi dan 
rotasi jabatan

118 berkas 977.074.437 2.2.2.02.03.0003 Penempatan Pegawai, Promosi 
dan Rotasi Jabatan

Jumlah berkas penempatan pegawai, promosi dan 
rotasi jabatan

84 berkas 937.189.096

2.2.2.02.03.0004 Pengelolaan Disiplin Pegawai Jumlah pegawai yang mendapatkan intervensi 
pengelolaan disiplin pegawai

296 orang 558.542.622 2.2.2.02.03.0004 Pengelolaan Disiplin Pegawai Jumlah pegawai yang mendapatkan intervensi 
pengelolaan disiplin pegawai

286 orang 520.773.300
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